
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggarti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 2 1 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Sagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2O2l Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47251 sebagatmana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2O22 terrtang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor (6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggalti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentartg Cipta Kerja
menjadi Undang-Undarg (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa ka-li
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 tenlang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukal
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ter'lang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 Talrun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungal Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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9. Undang-Undang nomor 15 tahun 2022 tentang
Pembentukan Frovinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonbsia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tetlangRencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2O25-
2045 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2O06 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Rualg Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambiltan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol7 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahur. 2Ol7 Nomor 225, TambaJ:.an Lembara-n
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan..... / 4
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraal Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2027 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);

22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian fuuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

23. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun
2O22-2O4L (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 53);

24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencala Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2OL8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8O Ta-hun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

26. Peraturan..... I 5
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Ralcangal Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencala Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 l4);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah selanjutnya disebut

Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala
Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh
menyelenggarakan pemerintahan di Daerah dan sebagai
wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang
selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah
Gubernur sebagai unsur penyelengg€rra Pemerintahan
Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

4. Pemerintahan..... / 6
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4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Tengah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Ralqyat Papua Tengah yang
selanjutnya disingkat DPRPI adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Provinsi yang berkedudukan sebagai
salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan DPRPT dalam penyelenggaraan urllsan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang
selanjutnya disebut RIPPP adalah dokumen induk
perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi
khusus Provinsi Papua yang menjadi pedomal bagi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perenc€rnaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang
yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam
struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Gubernur.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencErnaan Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu)
tahun.

15. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
Perdasi adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRPT dengan persetujuan bersama
Gubernur.

16. Anggarcn...../7
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16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perdasi.

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perenc€rnaan
pembangunan Daerah.

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

19. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome/ program Perangkat Daerah.

21. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari
berfungsinya statlr outputf keluaran.

22. Kelluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan
sumber daya.

23. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana
tindakan yang komprehensif berisikan langkah-
langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya
berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus
dan penentu€rn program prioritas dalam menghadapi
lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran
RPJMD.

24. Arah Kebijalan adalah rLlmusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daereh I
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penj abaran strategi.

25. Program Prioritas adalah program strategis yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang
diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

26. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa
yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil
saat perencanaan dibuat.

27. lsu Strategis adalah kondisi atau hal yalg harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan Daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa
yang akan datang.

28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/ program/ sasaran sehubungal dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

29. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yartg
akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan sub
kegiatan yang telah direncanakan.

30. Indikator...../8



8

30. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan
visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan diperoleh
dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.

31. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan
pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang
mencakup indikator makro pembangunan dan indikator
kinerja kunci.

32. Indikator Kineda Kunci adalah indikator kineda yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan
daerah.

Pasal 2
(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program Gubernur yang memuat Tujuan, Sasaran,
strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan
lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka wal<tu 5
(lima) tahun.

(21 RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
a. RPJPD;
b. RTRW; dan
c. RPJMN.

(3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan:
a. RKPD;
b. Renstra Perangkat Daerah;
c. Renja Perangkat Daerah; dan
d. dokumen perencanaan lainnya.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasa-l 3
(1) Sistematika RPJMD terdiri dari:

a. bab I Pendahuluan;
b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas

Pembangunan Daerah;
d. bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja

penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. bab V Penutup.

(21 RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Perdasi ini.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasa-l 4
(1) Visi pembangunan Daerah tahun 2025-2029 yaitu:.

"Mewujudkan Papua Tenga-h Emas, Adil, Berdaya Saing,
Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan'.

(21 Dalam...../9
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(21 Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Daerah
Tahun 2025-2029, ditetapkan 7 (tujuh) Misi
pembangunan Daerah meliputi:
a. mengembangkan potensi individu dan komunitas

melalui pendidikan, pelatihan dan inisiatif
kesehatan yang inovatif;

b. mengembangkan potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang ada, dengan
mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan
kesetaraan;

c. penguatan tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih, transparan dengan mengimplementasikan
sistem administrasi publik yang berbasis
digitalisasi teknologi;

d. menciptakan lingkungan yang aman, tenteram,
damai dan tertib;

e. melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan
Iokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang
mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam
yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;

f. meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah
sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan
transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan
merata; dan

g. meningkatkan kualtitas dan kualitas sarana dan
prasarana yang ramah lingkungan melalui
pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal
dengan memprioritaskan pembangunan di Daerah
tertinggal, pinggiran dan terisolir.

BAB TV

FUNGSI DAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5
(1) RPJMD berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKPD

yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dengan
pendalaalnya, baik yang dilalsanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dan
mendorong partisipasi masyarakat.

(21 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (f ), digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.

(3) Selain fungsi sebagaimala dimal<sud pada ayat (1)
RPJMD juga menjadi acuan bagr Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD
Kabupaten/Kota yang memuat Arah Kebijakan, Sasaran
dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6
(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam

RPJMD yang dituangkan ke dalam Renstra Perangkat
Daerah.

(2) Rencana...../ 10
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(21 Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai
Kine{a pembalgunan Daerah dimulai tahun 2025
sampai dengan tahun 2030.

(3) Program Perangkat Daerah tahun 2030 merupakan
bagian dari upaya menjaga kesinambungan
perencErnaan pembangunan Daerah yaitu pedoman
penJ^rsunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi
tanggung jawab Gubernur periode 2O3O-2O34.

(4) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dal Renja
Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan
konsultasi dan koordinasi dengan Bapperida.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7
(1) Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi

RPJMD.
(21 Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumus€rn

kebijakan RPJMD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

RPJMD; dan
c. evaluasi terhadap Hasil RPJMD.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapperida.

BAB VI
PERUBAHAN

Pasal 8
(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses pemmusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai
dengan peratur€ur perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
d. merugikan kepentingan nasional atau

bertentangan dengan kebijalan nasional.
(21 Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa
masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
a. bencala alam;
b. guncangan politik;
c. krisis ekonomi;

d. konflik...../ 11
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d. konflik sosial budaya;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran Daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah.

Pasal 9
Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
ditetapkan dengan Perdasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 4 November 2025

R, SEKRE"TARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: {3-198120251.

sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,

RUNG, SH., M.H.
6082002121OO2



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA

TENGAH TAHUN 2025.2029

I. UMUM
Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi

Papua Tengah dalam mewujudkan cita-cita dan t Uuan pembangunan daerah
akal menopang serta memberikan andil bagr tercapainya tujuan pembangunan
nasional, merupakan manifestasi dari terwrrjudnya satu kesatuan dalam sistem
pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses
perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencErnaan jangka
menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang RPJPD
Tahun 2025-2045 mendorong pelaksanaan pen),usunan RPJMD Tahun 2025-
2O29 sebagai dokumen perencanaan pembalgunan jalgka menengah daerah
tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Penyusunan
RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan
arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini
merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (21 Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 merupakal dokumen
perencanaan pembangunan Provinsi Papua Tengah yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan dan
keuangan daerah. RPJMD akan dijabarkan dalam RKPD yang memuat
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana keda
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan program RPJMD, Perangkat Daerah menuangkan
program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Rencana program
Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun
2025 hingga tahun 2030. Program perangkat daerah tahun 2030 merupakan
bagran dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah
yaitu pijakan penJrusun€rn RKPD tahun 2030 yang alal menjadi tanggung
jawab Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2O3O-2O34.

Sehubungan dengan hal tersebut, RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun
2025-2029 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Papua Tengah. Oleh
karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal 2
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5
Cukup jelas.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

6
Cukup jelas.

7
Cukup jelas.

8
Cukup jeias.

9
Cukup jelas.

10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 3



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun
secara terpadu dengan Sistem Perencanaan Pembangunaa Nasional. Sementara itu
pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tentang Pelaksanaan
PeratLlran Pemerintah Nomor 8 Talun ?OO8 tentang Tata Cara Perencaoaan,
Pengendalian, dan Eva1uasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerl'a Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa
Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan J angka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Keq'a Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal di atas, pada pasal 263 Ayat (3) Undang- Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan RPJMD adalah penjabaran
visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah serta program perangkat
daerah dan lintas peraagkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMDN. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2Oi7 pasal 41 bahwa tahapan penJrusunan RPJMD periu di susun Tahapan
Dokumen RPJMD yang akan menjadi instrumen dalam rangka menuaikan janji politik
Kepala Daerah Gubemur dan Wakil Gubemur terpilih melalui Penjabaran visi, Misi
dan Program Prioritas yang diusung. Oleh karena itu untuk menjamin terciptanya
sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal pada semua tingkatan
pemerintahan maka proses penlrusunan RPJMD ini senantiasa mengacu kepada RPJP
Nasional, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Rencana Tata Rualg Wilayah Provinsi
Papua Tengah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25 - 2029 ir:\ disusun berdasarkan 7
(Tujuh) Pendekatan yaitu teknokratis, Partisipatif, Politis, top down dan bottom up,
holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan perencanaan pembangunan
daerah ya.ng dimaksud rnelipuli:
1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk

mencapai tujuan dan sasarErn pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala

daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
yang dibahas bersama dengan DPRD;

4. Pendekatan atas bawah dan bawah atas merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunao yang dilaksanakan dari Kampung,
Distrik, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional

5. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksalalaa dengan mempertimbangkan
keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor
potensi, tanta.rrgan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu
dengan lainnya.



-2

6. Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke
dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan daerah;

7. Pendekatan Spasial/ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke
ruangan dalam perencanaan.

Dokumen RPJMD ini akan dijabarkan dalam Renca-na Ke4'a Pembangunan
Daerah (RKPD), Selain itu RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029
merupakan instrumen dalam rangka menunaikan jalji politik Gubernur dan wakil
Gubernur Provinsi Papua Tengah terpilih melalui penjabaran Visi, Misi dan program
prioritas yang diusung. RPJMD Provinsi Papua Tengah Tehun 2025-2029 menjadi
dasar perencanaan daerah, sementara Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua
seperti ya:rg tercantum dalarrr Peraturan Pi-esideri Nomor 24 Tahun 2023 adalah
strategi khusus yang diintegrasikan ke dalam RPJMD agar program percepatan dapat
be4'alan efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

RPJMD Papua Tengah juga menjadi dokumen Penjabaran dari Visi dan Misi
Kepala Daeralr dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) Periode 2025-2029 yang
dilantik pada tanggeJ 20 Februari Tahun 2025 dengan Yisi " Metuujudkan Papua Tengah
Emas, Adil, Berdaga Saing, Bermartaba| Harmonis, Maju dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Papua Tengah Tahulr 2025-2O29 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa2\;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Rualg (Tambahal
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup ('T'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O59);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengal Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan keuangan Antara
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undarrg-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ter.tar,g Perubahan Kedua atas UU Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

9. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undaag-undaag (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1O. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Ta}:ntn 2025-2O29 (Tambahaa Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

1i- Peratura.n Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentarg Perar-rgkat Daerah (Leml;al'an
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan Lembaran Nega.ra
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O19 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2O16 tantang perangkat daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 64O2);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O16 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17, Tentang Pembinaan dan
Pengawasan (Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2O77 Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembalgunan Nasional (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O56);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayarlan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraal Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

i7. Peraturarr Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keua:rgan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nornor 63221;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Tambahan l,embaran Negara republik Indonesia Nomor 6633);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2I tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

2O. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1O6 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi
Papua (Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaaa, Pengelolaan, Pengawasan darr Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Tambahaa Lembaran Negara Republik Indooesia Nomor 6731);

22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahwr. 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 18O);

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2O17 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2O23 tentang Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2O22-2041(t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 53);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O25 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahlur. 2025-2029 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahrn 2025 Nomor 19);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 20O9
tentang Pedoman Penentuan Daya Dui<ung Lingkungan Hidup dalam Penataan
Ruang Wilayah;

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1l12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O16 tentang Tata Cara Penyelenggaraaa Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
8e);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor
80 ta-hun 2015 tentallg Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negala
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cata
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangu.nan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Ke{a Pemerintah Daerah;
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3O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2O18 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyrsunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infoemasi
Pemerintah Daerah (Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodelikasi dan Nomenldatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 845);

35. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 9O0.1-2850 Tahun 2O25 tentang
Perubahan ketiga atas Keputusan menteri dalam Negeri Nomor O50-5889 tahun
2O21 Tentang Verifrksi, Validasi darr inventarisasi Pemukthalhiran Klasifrkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

36. Instruksi Kementerial Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2O25 Tentang pedoman
Penyusunan RPJMD;

37. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 38 Tahwn 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2o25-2O45.

1.3 Hubungan Antar Dokumen
RPJMD memiliki hubungan da-n keterkaitan yang erat dengan dokumen

perenc€urazm pembangunan daerah lainnya terutama Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Ke{a Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Keqja Perangkat Daerah (Renja-PD).
Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut, dapat dilihat dalam Gambar 1.1
berikut:

Gambar I . I Hubungan Antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

@
ifo.
E
f

.L

riii.
tl
irrl

PEMSAIIGUNA t 5

g
DOXUMTN

oaN s€(IoR^t
TIOKUMEN

MAN jEMET,I RISIX(

RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memiliki keterkartan
dengan beberapa dokumen lain sebagai berikut.
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah,

RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-
2O45. Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 ini
memperhatikan visi, misi, sasaran pokok RPJPD, serta prioritas pembangunan
pada tahap RPJPD pertam a 12o25-2oafl.
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Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Nasional (RPJMDN) Penyusunan
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tehun 2025-2029 memedomani RPJMDN Tahun
2025-2029 terutama visi, misi, tujuan dan sasaran pokok RPJMDI.I, serta Agenda
Prioritas dan arah pengembangan wil ayah Provinsi Papua Tengah.
Rencara Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Penyusunan
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahur 2025-2029 juga mengacu pada RPJMD
Provinsi Papua Tengah Ta}un 2025-2029, terutama visi, misi, tujuan dan sasaran
pokok RPJMD, arah kebijakan dan arah pengembangan wilayah Provinsi Papua
Tengah.
RTRW Provinsi Papua Tengah Tahttn 2023-2043
Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 memedomani
RTRW Provinsi Papua Tengah Tahur: 2023-2043, terutama terkait dengan rencala
pola ruang dan program pengembangan wilayah.
Rencana Aksi Percepatan Pemba-ugunan Papua Tahun 2025-2029
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahu:r 2025-2O29 merupakan dokumen yang
diintegrasikan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk
pembangunaa Papua Tengah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dokumen Perencanaan Multi Sektor
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2o25-2029 disusun dengan
memperhatikan dokumen perencanaan multisektor, seperti Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Aksi Percepatan
Pembangunan Papua (RAPPP).
Rencana Strategis Perangkat Daerah
RPJMD Provinsi Papua Tengah Taht:n 2025-2O29 meajadi acuan b"gl Perangkat
Daeralr dalam menyrrsun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahur^ 2025-2029
sebagai dokumen perencan.an di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Peralgkat Daerah.
Rencana Keq'a Pemerintah Daerah
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tohwn 2025-2029 akan dijabarkan dalam RKPD
(Rencana Kerj a Pemerintah Daerah) sebagar rencana pembangu.nan tahunan
daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dan selanjutnya akan
menjadi acuarr dalam penyusunan Rencana Ke{a Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.4 Maksud dan Trrjuan
Maksud dari penyusunan RRJMD Provinsi Papua Tengah Tahtu-l:, 2025-2029

ada1ah menyediakan pedoman bagr pemerintah daerah dalam
mencapai/melaksanakan visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu
tahun2025-2029.

Adapun tujual dari pen5rusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-
2029 ini sebagai berikut :

1. Menjadi dokumen Penjabaran Visi dan Misi KDH/WKDH dalam menyelaraskan
dan menentukan Arah Kebijakan, Sasaran, dan tujuan dokumen perencarlaan
Daerah;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, optimal, dan
sinkron baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah serta anta-ra
Pusat dan Daerah;

3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu
strategis, sekaligus merumuskal strategi, kebijakal dan program untuk
mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi
kepala daerah;

4. Menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Kerja
Pemeriutah Daerah (RKPD) Pernerintah P.rovinsi papua Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Tehtur: 2025-2029
Sistematika Penulisaa Ralcangan Akhfu RPJMD Provinsi Papua Tengalt

Tahun 2025-2O29 ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan



1.3
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Hubungal Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lainnya;
Maksud dan Tujuan
Sistematika RPJMD Talrun 2025-2029
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2 AspekKesejahteraa-nMas5rarakat
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4 Aspek Peiayanan Umum
Gambaran Keuangan Daerah
2.2.1 Gambaran ringkas Kondisi Keuangan Daerah lima Tahun Terakhir
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan
Perrrrasal ahan dal-r Isu S'Lrategis
2.3.1 Permasalahan
2.3.2 Isu Strategis Daerah
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Visi, Misi, Tlrjuan dan Sasaran
Strate# Arah Kebijakan dal Progam Prioritas Pembangunan Daerah
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
Program Perangkat Daerah
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
PENUTUP

7.4
1.5

BAB II
2.1

2.2

BAB III
3.1
ao

BAB TV

4.1
4.2

BAB V



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografr dan Demografi
2. l. 1 Aspek Geografi

Aspek geografr dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai
karakteristik iokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah
terhadap bencana.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
A. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Provinsi Papua Tengah berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di bagian barat,
Provinsi Papua Pegunungan di lagian timur, Provinsi Papua di bagjan utara dan
Provinsi Papua Selatan di bagian selatan. Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8
Kabupaten dan memiliki ibukota yang berada di Kabupaten Nabire. Kabupaten Mimika
merupakan wilayah administrasi kabupaten terluas yang berada di Provinsi Papua
Tengah dengan luas sebesar 18.298,95 kmz, sedangkan Kabupaten Deiyai merupakan
wilayah administrasi kabupaten terkecil yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan
luas sebesar 2.846,41 km2. Untuk lebih jelasnya mengenai luasan wilayah dan batas
administrasi Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administrasi Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten
Tahun 2025

No Kab/ Kota Ibukota Luas (Km2)
I 2 4
I Nabire Nabire 1 1.806,09

Paniai Enarotali 5.306,87
3 Puncak Jaya Mulia 5.986,l9
4 Mimika Timika 18.298,95

Puncak Ilaga 7.70t,o3
6 Doeiyai Kigamani 3.792,93
7 Intan Jaya Sugapa 5.334,45
8 Deiyai TiSr 2.846,4r

Papua Tengah Nabire 6t.o72,97
Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papuo| 2025

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah
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Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data
Tehun2022
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Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatal/Distrik, Kelurahan, dan Desa/Kampung
menurut Kabu aten 2079-2023

Sumber Dota : BPS Papua Tengaly 2024 (data diolah)

Berdasarkan data di atas terdapat 131 Distrik/Kecamatan, 36 Kelurahan, dan
1.395 kampung/desa yang tersebar pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
B. Topografi

Provinsi Papua Tengah berada di 2 wilayah topografi, yaitu pesisir (dataran
rendah) dan pegunungan. Provinsi Papua Tengah didominasi oleh daerah dataraa
rendah dengan luas mencapai 23.957 ,AO km2 pada ketinggian <2O3 mdpl dan memiliki
wilayah pegunungan dengan luas mencapai 2.O78,L8 km2 pada ketinggial 3499-5039
mdpl. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran topografi yang berada di Provinsi Papua
Tengah dapat dilihat pada tabel <ian gambar berii<ut:

Tabel 2- 3 Luas Berdasarkan an di Provinsi ua

Sumber : RTRW Prouinsi Papua Tahun 2O13, Peta RBI dan Hasil Pengolatran Data
Talun 2O22

1 Nabire 15 9 80
2 Paniai 24 5 277
3 Puncak Jaya 26 3 299
4 Mimika 18 i9 133

Puncak 206
6 Dogrvai 10 302
7 Intan Jaya 8 97
8 Deiyai 5 67

.Jumta-n IJI 36 i.395

1 < ztlJ rrr 2J.>O I ,6U
2 203 m - 511 m 4.222,87
3 511 m - 863 m 5.748,47
4 863m- i250 m 4.836,19
5 1250m-1643m 4.535,36
6 1643 m - 2047 m 5.252,62
7 2O4lm-2466m 4.419,42

2466 rn - 2930 m 3.553,478
293Om - 3449 rn 2.a7r,609

10 3499 rn - 5039 m 2.O78,18

5

No
1 3 4 5

No

1 2
Luas (km2l

J



Gambar 2.2 Peta Topografr Provinsi Papua Tengah

g

Sumber : RTRW Pror.insi Papua Tahun 2O13, Peta RBI dan Hasil Pengolahan
DataTahur:2022

C. Hidrologi
Provinsi Papua Tengah terbagi menjadi 18 Daerah Pengaliran Sungai. Luas

tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terluas adalah
Daerah Pengaliran Sungai Mamberamo dengan cakupan seluas 16.669,87 krlr2
sedaagkan luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah
terkecil adalah Daerah Pengaliran Sungai Wondiwoi dengan cakupan seluas 5,31 krn2.
Untuk lebih jelasnya mengenai luas cakupan Daerah Pengaliran Sungai dapat dilihat
pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.4 Caku an Daerah Pen di Provinsi Pa a Ten

@

Nama Daerah Aliran Sungai
(DAS) Luas (ha)No. Kabupaten/ Kota

Baue 40.460,15
53.273,34Hamuku

Kubai 3 r.331,60
Makirni ao.a27,t9

126,33Murpurka
Nabire 136.025,00
Omba 3.432,61

362.74337Siriwo
Ttrwasoi 26.886,50
Wamairo 24.644,45

161 .651,57
72.660,85

Wanggar
Wapoga
Warenai 123.727,24
Wondiwoi 5.566,69

74.966,24Woworoma
DAS di Pulau-Pulau Kecil 6.361,83

i Nabire

1.180.O20,55Luas DAS Nabire
Kamura 51.606,88

74,60Mamberamo
Mimika 19.738,55

t4.9t3,84Mukumuga
Murpurka t62.231,62

80.230,81Siriwo

2 Paniai

Wapoga 76.623,27

-9-

E
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Warenai 185.205,18
Luas DAS Paniai 530.628,75

h-rncak Java Eilancien 14.670,74
Mamberamo 585.023,41

Luas DAS Puncak Jaya 599.694,20

4 Mimika

Aikimiugah 195.815,13
Anindua 31.039,46

?o art lo
Cemara 209.a79,72
Iape 34.822,14

49.379,79
Kamura 171.150,84
Maakwe 91.844,54
Mimika ro9.071,37
Mukumuga 249.246,27
Murpurka 42.571,33
Omba 24.19t,87
Otokwa 316.O98,18
Peter i.816,00
Potewal 4a.707,43
Umari 80.598,87
Umuk/Wamuka 43.343,77
Wamaro 90.o39,79

A1Q OA

Luas DAS Mimika 1.833.519,3s

5 Puncak

Aikimiueah 23,30
Bunga 18.684,93
Cemara 40.925,O7
Eilanden 42.376,59
Mamberamo 635.525,89
Mukumuga 407,50
Otokwa a67,76
Peter 437,27
Warenai 3t.677,67

I Luas L)AS l-'rrncak r-70.973,98

6 Dogiyai

Anindua 76.t78,42
Iape 19,58
Jera 4.888,40
Murpurka t77.O24,95

'70 a111 L<

Siriwo 12.599,47
Umari 2t.420,t3
Wanggar 6.764,69

Luas DAS Dogivai 379.O50,49

7 Intan Jaya

Mamberamo
Mukumuga
Murpurka

353.908,13
110 75
49,66

Wapoga 84.467,77
Warenai 95.O28,97

Luas DAS Intan Jaya 533.ss9,21

8 Deiyai

Kamura 43.996,44
Maakwe 29.Ot7,35
Mimika 721.625,30
Mukumuga o,2l
Murpurka 89.950,75

T rrac I-\Aa hpirrai cR/1 qoo 4q
Total Luas DAS Provinsi Papua Tengah 6. I I 1.976,98

Sumber : RTRW Prouinsi Papua Tengah Tahun 2O23-2043"*

I

Jera

I
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Gambar 2. 3 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Papua Tengah

nrtu*4r-

D. Rawan Bencana
Provinsi Papua Tengah memiliki kerawanan terhadap bencana banjir,

tsunami, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, likuifaksi dal gempa bumi.
1 . Banjir

Banjir merupakan saiah satu dari bencana hidrometeorologi. Bencana
hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus
hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk bencana
hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaraa hutan, longsor, angin
puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang p.rnas.

Bencana hidrometeorologi 5rang sering te4'adi di Papua Tengah adalah banjir dan
banjir rob. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam
jumlah yarg besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah
hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari
angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang.

Tabel 2. 5 Luas Wilayah Lrerdasarkal Tirrgkat Kelawanan Btrirjir per Kabupaterr di
Provinsi a H

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkaa data dari InaRISK BNPB, Kabupaten Mimika memiliki daerah
rawan banjir terluas di Papua Tengah, termasuk luasan daerah dengan tingkat
kerawanan tinggi. Pada Februari 2O23 terjadi banjir bandang di Kabupaten Mimika,
tepatnya di Distrik Tembagapura di mana PT Freeport Indonesia berada. Penyebab
utama banjir ini adalah curah hujan tinggi pada bulan puncak hujan yaitu pada
Januari dan Februari. Fenomena ini berdampak pada peningkatan kejadian huj an

trctr a r

Paniai 23,88 127,21 19555,71
11638,I2 100652,44t'uncak Jaya 274,33

Mimika t2a9,23 61657,33 520170,o4
Puncak 141,66 7421,94 69626,82

442,34 15507,38Dogryai 50,74
Intan Jaya 1,OO 252,73 3769,39
Deiyai 37,21 2504,53 22384,r7

o

tl{ ff r-E

-- 7 7

*i"-.*ZF--_l -q
! \

Luas Wilayah Rawan Banjir (Ha)

Kerawalan Sedang Kerawaaan Tinggi
Kabupaten Kerawanan

Rendah
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lebat yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi, seperti baajir, tanah
longsor, dan banjir bandang di berbagai penjuru daerah di Papua.

Selain Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire juga ter<iampak oieh bencana
banjir. Sebanyak 3 distrik yaitu Makimi, Uwapa, dan Wanggar mengalami banjir pada
akhir tahun 2022lalu. Banjir dengan ketinggian 1-1,5 meter ini disebabkaa oleh curah
hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai kgari.

Kejadian bencana banjir menimbulkan sejumlah kerugial seperti kerusakan
bangunal dan barang akibat terendam air, gangguan kesehatan warga, kerusakal
lahan pertanian dan kebun, pencemar€rn lingkungan, bahkan hingga hilangnya nyawa.
Namun demikian, telah dilakukan upaya pendampingan dalam penanggulangan
bencana di Provinsi Papua Tengah. Upaya ini meliputi pelatihan mitigasi bencana dan
pemberian informasi analisis dari BMKG secara rutin terkait kondisi cuaca di provinsi
ini.

2. Tsunami
Tsunami merupakan geiombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air

bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan
jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat
mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 3O meter. Meskipun tsunami
tidak terlalu merusak ga:is Pantar, namun potensi bahaya dan dampak yang
ditimbulkan sangat tinggi. Fenomena tsunami seringkali terl'adi karena gempa yang
disebabkan oleh pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng.

Suatu area dikatakan memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah
longsor te{adi di dekat Pantai. Gelombang pertama dalam seri bisa mencapai pantai
dalam beberapa menit, bahkan sebelum peringatan dikeluarkan. Area berada pada
risiko yang lebih besar jika beriokasi i<urang dari 25 meter di atas permukaan laut cian
dalam beberapa meter dari garis paltai.

Tabel 2. 6 Kabupaten dan Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana
Tsunami di Provinsi Pa H

Sumber: InaRISK BNPB, 2O23

Meskipun Provinsi Papua tidak memiliki potensi te{ adi tsunami atau bukan
daerah rawan bencana tsunami, namun dalam catatan sejarah pernah te{adi gempa
bumi besar ya-ng disertai tsunami pada tahun 1996. Data InaRISK menyebutkan
bahwa Kabupaten Mimika dan Nabire, Provinsi Papua Tengah adalah dua kabupaten
yang memiliki potensi rawan tsunami karena lokasinya yang berada di kawasan

Mimika 5072,75
Rendah Nabire 498,09

1357,30Sedang Nabire
Tinegi Nabire 2776,56
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Gambar 2. 5 Peta Kerawanan Bencana Tsunami Provinsi Papua Tengah
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Suntber: RTRW Provinsi Papua Talutt 2O13, Peta RBI drttt Hasil Pettgolalurt Data
Tahtn 2O22

3. Kebakaran Hutan dan Lahan
Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaal di mana hutan dan lahan

dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan
kerugian ekonomi dan /atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan kerap
terjadi di musim kemarau. Saat musim kemarau, sala-h satu yang menjadi perhatian
adalah gejala El Nino. El Nino teq'adi akibat naiknya suhu muka laut di Pasihk. Bila
kenaikan suhu muka laut lebih dari 1,5 derajat celsrus, maka Indonesia akan
mengalami El Nino kuat yang berakibat timbulnya kekeringan.

Pulau Papua berpotensi mengalami kejadian kebakaran huta-n dan lahan.
Diketahui berdasarkan informasi BNPB, sejak tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan
secara luas terjadi di tanah Papua. Peningkatan jumlah lotspot tidak terlepas dari
pembukaan perkebunan yang besar-besaral di Papua. Jenis talah yang terbaka-r
adalah tanah gambut dal mineral. Berdasarkan pantauan crtra satelit, perubahan
penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunal berlangsung cukup cepat dan luas
di Papua. Aktivitas ini disertai dengan peningkatan kebakaran hutan dan lahan dalam
pembersihan lahan. Namun demikian, kebakaran hutan dan lahan di Papua ini banyak
terjadi di Kabupaten Merauke dan Mappi.

Tabel 2. 7 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan
dan Lahan Kabu aten di Provinsi ua Ten

I Nabire 32i.790,87 i67.439,48 32.475,72
2 Paniai 49.524,36 408.57,59 57.O87,54

Puncak
Jaya 136.220,t2 at.att,72 4.442,t73

4 Mimika 490.680,50 170.403,91 42.253,O1
7t7.972,94 78.064,88 85.435,945 Puncak

3.069,486 Doeiyai 57.501,44 29.262,22
46.787,22 38.167,35 8.234,497 Intan Jaya

2.970,278 Deiyai 28.351,20 23.A67,35
Sumber: InaRISK BNPB, 2O23
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Jika ditinjau dari informasi InaRISK BNPB, tingkat kerawanan tinggi karhutla
berada di Kabupaten Puncak mengingat wilayah ini masih didominasi oleh kawasan
hutan yang cukup masif. Meskipun di beberapa lokasi diketahui memiliki potensi
kebakaran hutan dan lahan yang kecil karena curah hujan tinggi, namun segala
bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan, tetap dipersiapkan sehingga
pemerintah daerah tetap menjalarkan langkah-langkah mitigasi untuk be4'aga-jaga.
4. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak
lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara,
kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian tenrtama
keselamatan jiwa dan harta. Salah satu contoh cuaca ekstrem adalah siklon yang
menimbulkan angin kencang dan hujan lebat, serta kemarau berkepanjangan.

Tabel 2. 8 Luas Wilayah berdasar-kan Tingkat Kerawanan Cuaca Ekstrem per
Kabu di Provinsi Pa

Sumber: InaRISK BNPB, 2O23

Cuaca ekstrem kerap teq'adi di Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data
kerawanan cuaca ekstrem di atas, Kabupaten Mimika memiliki wilayah terluas dengan
tingkat kerentanan iinggi. Meski <iemikian, dampak cuaca ekstrem cui<up dirasakan
oleh Kabupaten Puncak. Kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan yang
diiringi cuaca dingin ekstrem di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten
Puncak, Papua Tengah, memicu gagal panen dan mengakibatkan hilangnya nyawa.
Kejadian cuaca ekstrem hampir setiap tahun terjadi di kabupaten ini. Oleh karena
morfologi Kabupaten Puncak merupakan daerah pegunungan, maka ketika teq'adi
fenomena el nino justru menimbulkan turunnya hujan es sehingga ta.naman
perkebunan menjadi mati dan gagal panen.
5. Likuifaksi

Fenomena likuifaksi atau pelulukan tanah adalah suatu proses yang membuat
tanah kehilangan kekuatannya dengaa cepat dikarenakan getaran yang diakibatkan
oieh gempa bumi kuat pada kondisi tanah berbutir'haius dan jenuh air. Fenomena ini
biasanya terjadi saat gempa bumi terjadi pada daerah-daerah ata,u zorra-zorra dengan
tanah yalg mengandung air. Sa-lah satu contohnya yaitu di dekat pantai atau di daerah
gempa, di mana ada lapisan yang mengandung air seperti tanah pasir.

Tabel 2. 9 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Likuifaksi per Kabupaten di
Provinsi

243.095,OO 149.416,OO 49.t44,701 Nabire
Tr^ -: ^:
Puncak Jaya 30.739,00 107.009,00 43.332,90

42A.652,50 277.O20,504 Mimika 734.7a5,50
5 Puncak 44.449,4O 34.729,aO 65.543,90
6 Dogryai 13.793,60 4.352,65 8.444,65
7 Intan Java 13.O59.20 645,42 37,30

14.482,308 Deiyai 46.431,10 3.386,67

1 Nabire 265.462,91 91.288,s9 2.609,64
2 Paniai 19.647,O5 2.193,49 0,00
3 Puncak Jaya 24.323,44 752.623,56 o,o0

a79.237,64 3.792,254 Mimika 372.9).6,52
5 Puncak 15.650,07 1 1 1. 140,88 0,00

o,006 Dogiyai 12.496,77 t3.454,94
Intan Jaya 6.564,27 5.832,31 0,00

529,59
Sumber: InaRISK BNPB, 2O23

No I Kabupaten
Rawan Cuaca

I Rendah
Luas

Rawan Likuifaksi
No Kabupaten

Rendah
Luas
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Data di atas menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kerawanan likuifaksi
tinggi di Provinsi Papua Tengah yaitu pada Kabupaten Mimika dan Nabire. Salah satu
faktor pendorongnya yaitu lokasi dari kedua kabupaten tersebut yang merupakan
kawasan pesisir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, likuifaksi rentan terjadi di
daerah dengan struktur tana.l. berbutir halus dan jenuh air.

6. Gempa Bumi
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi

akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan
gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau
lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api.
Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Tengah merupakan kawasaa dengan tingkat
kerawanan bencana alam gempa bumi yang tinggl. Kawasan dengan kerawanan gempa
bumi yang rendah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Plrrcak, Intan Jaya, Pur-rcak
Jaya, dan Mimika. Sementara daerah lainnya masuk ke da-lam zona tingkat kerawanan
yang tinggi.

Gambar 2. 4 Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi Provinsi Papua Tengah

n eadgl rr

L --'-

Sumber: RTRW Prouinsi Papuo Tahun 2O13, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data
Tahtn 2O22

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.1.2.1 Potensi Hutan
A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Hutan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah berdasarkan dari Peta Rupa Bumi
Indonesia mencapai 11.667,75 km2. Sementara luas lahan Hutan Provinsi Papua
Tengah mencapai 5.828.043 Kawasan hutan yang terbesar di Provinsi Papua Tengah
ini berupa Hutan Lindung yang luasnya mencapai 2.293.552 km2. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 10 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

No Kab/ Kota

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

Hutao
Produksi

Tetap

Hutan
Produksi

Dapat
dikonversi

Jumlah
Luas

Hutan dan
Perairan

Hutan
Lindung

Suaka
Alam
dan

Pelesta
rian
Alam

Huta.rl
Produksi
Terbatas

1 o e 4 6 7 8

1 Nabire 15.848.6
72

6.890.3s1 90.772.44
1

35.476.44
6

N/A 31.425.9
93

.

7-

t1
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Sumber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

Jumlah Luas Hutan dan Perairan terluas di Provinsi Papua Tengah terluas berada
di Kabupaten Mimika mencapai L77.563.170 Ha, sementara luas hutan dan perairan
yang terkecil terdapat di kabupaten Deiyai.

Tabel 2. 11 Luas Kawasan Peruntukan Hutan Provinsi Pa aT

Gambar 2. 6 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tengah

E,

@

S\tmber RTRW Prouinsi Papua Ta?atn 2013, Peta RBI dan Hasil Pengololnn Data
Totan 2O22

c Paniai 4.573.204 28.182.70
3

23.540.80
9 N/A 68.686

Puncak
Jaya 9.31 1 .408 52.253.75 30.o11.O4

8
N/A 4.502.40

7

4 Mimika 4.936.50
0

23.946.46
4

88.781.58
5

2t.902.9t
6

N/A 37.995.7
05

5 Puncak 887.365 22,t24.76 887.365,0
o

279.549.8
8 N/A 131,953.
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6 Dogiyai 89.408 635.911
33.423.88
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29.433.20

5
N/A 3.265.36

5
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Intan
Jaya 479.94t 2.681.830 49.550.24

I
4r.886.06

3
N/A 4.502.40

8 Deiyai 918.091 2.375.207 25.244.46
9

21.390.81
o

N/A 564.361

Papua Tengah 23.159.9 50.4L4.37
9

369.100.4
50

203.64t.2
97 N/A 42.324.9

24

Cagar Alam Darat 1.418,851

2 Hutan Lindung 24.888,42

3 Suaka Margasatwa Darat 931,16

1 1.336,874 Taman Nasional Darat

5 Taman Nasional Laut 18,r1

6 Taman Wisata Alam Darat 62,78
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B. Kawasan Hutan Rakyat
Kawasan hutan ralqrat yang berada di Provinsi Papua Tengah terdiri dari

perkebunan dan pertanian. Kawasan perkebunan dan pertanian merupaka-n kawasaa
yang dikelola oleh masyarakat sehingga termasuk ke dalam kawasan hutan ralqrat.
Untuk lebih jelas mengenai kawasan hutan rakyat dapat melihat rinci luasan fufupan
lahan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 12 Luasan Tutu Lahan di Provinsi Pa aT

Sumber: RTRW Prouinsi Papua Tengah 2023-2043 *'

Gambar 2. 7 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Tengah

No
I

Tutupan Lahan
Air Danau / Situ

Luas Tutupan Lahan (Ha)

24.271,37
2 Bandara / Pelabuhan 654,60
3 Belukar 137.203,81
4 Belukar Rawa 72.24t,63
5 Hutan Lahan Kering Primer 3.696.O95,75
6 Hutan Lahan Kering Sekunder 623.370,34
7 209.O44,o2Hutan Mangrove Primer
8 Hutan Mangrove Sekunder 13.018,73

Hutan Rawa Primer 756.O94,679
10 Hutan Rav/a Sekunder 76.060,91

9,6211 Hutan Tanaman
T2 Pemukiman 15.985,35
13 Perkebunan t9.692,49
l4 Pertambangan t.624,O7
1< Pertanian Lahan Kering r8.986,97
I6 Pertanian Lahan Kering Campur 200.750,10
77 Savana / Padang rumput 160.972,94

1.401,6918 Sawah
19 Tambak 83,t2

80.798,9s20 Tanah Terbuka
27 Transmigrasi 3.531,46

6.tt7.976,98Grand Tota.l

Sumber : RTRW Prouittsi Papua Tengah 2023-2043*"
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2.1.1.2.2 Potensi Laut
A. Batimetri

Karakteristik perairan berdasarkan kedalaman di Provinsi Papua Tengah
menunjukkan perbedaan yang mencolok antara wilayah utara dan selatan. Secara
umum, perairan laut di provinsi ini terbagi ke dalam dua kawasan utama, yaitu
perairan Laut Teluk Cenderawasih di brgiar utara dan peraAan Laut Arafura di bagian
selatan. Kedalaman perairan di kedua wilayah tersebut sangat bervariasi dan
mencerminkan kondisi oseanograli yang kompleks. Profil batimetri Kawasan sebagian
besar wilayah di sebelah timur cendenrng lebih dangkal daripada wilayah Teluk
Cenderawasih sebelah barat Pada wilayah utara, perairan Laut Teluk Cenderawasih
memiliki kedalaman yang berkisar antara 10O meter hingga lebih dari I.OOO meter,
terutama pada ?,r;na pelagrs dan laut lepas. Kawasan ini termasuk dalam kategori
cekungurn laut da-lam (deep sea basin).

Gambar 2.8 Peta Batimetri Perairan Laut Teluk Cendrawasih dan Laut Arafuru

Gambar 1. Peta Batimetri Perairan Laut Teluk Cenderawasih dan Laut Arafltra (Sumber
:KKP,2O221.

Sebaliknya, pada perairan Laut Arafura di bagian selatan wilayah Papua Tengah
yang berbatasan iangsung dengan Kabupaten Mimika memiiiki karakteristik yang
relatif dangkal. Kedalaman perairan di kawasan ini umumnya berada pada kisaran 5
hingga 8O meter, terutama di wilayah landas kontinen Arafura yang luas, dangkal, dan
sangat produktif sebagai habitat bagi berbagai jenis ikan demersal dan udang (Peta
Laut Indonesia No.151, Pushidrosal, 2O14).
B. Sumber Daya Hayati

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Tengah, khususnya di
bagian utara, dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi.
Keanekaragaman ini meliputi terumbu karang, padang lamun, rumput laut, mangrove,
serta berbagai jenis ikan, krustasea, dan mollusca, ditambah dengan potensi sumber
daya non-hayati lainnya. Ekosistem terumbu karang di Perairan Teluk Cenderawasih,
yang l"crmasuk dalam wilayah segitiga karang dunia (World Coral Triangle), dikenal
sebagai salah satu area dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya.
Sementara itu, wilayah pesisir selatan Papua Tengah, yaitu perairan Laut Arafura,
merupakan salah satu perairan yang kaya akan sumber daya ikan pelagis dan
demersal, menjadikannya salah satu wilayah penangkapan ikan utama di lndonesia.
Di pesisir ini juga terdapat ekosistem mangrove yang luas, yang mendukung kegiatan
perikanan tradisional dan komersial.

Kegiatan utama yang berkembang di kawasan ini mencakup perikanan tangkap,
budidaya laut, industri, perdagangan, dan transportasi laut. Seiain itu, wilayah ini juga
memiliki potensi untuk pengembangan wisata bahari, pengelolaan kawasan tarnan
nasional laut, dan konservasi perairan.
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1, Ekosistem Terumbu Karang
Sebaran terumbu karang <ii perairan pesisir Provinsi Papua Tengah hanya
dapat ditemui Kabupaten Nabire. Status kondisi terumbu karang di provinsi
Papua Tengah umumnya dari sedang sampai dengan baik. Teluk Cenderawasih
memiliki tipe-tipe ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem temmbu karang,
padang lamun, mangrove dan perairan dangkal yang kurang dari 2O m.
Beragam _ienis vegetasi mangrove dan hutan pantai, beragam _ienis 1amun, serta
beragam jenis terumbu karang terdapat di kawasan Teluk Cenderawasih.
Terumbu karang merupakal ekosistem yang tersebar secara luas dal paling
dominan dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Terumbu karang di Teluk
Cenderawasih tersebar terutama di tepi pulau-pulau dan di sekitar gugusan
pulau yang ada di dalam kawasan teluk. Potensi karang di Taman Nasional
Teiuk Cenderawasih tedapat t 200 jeiris karar-ig yang tediri dari 67 genus dar-r
sub genus jenis karang Scleractinia. Di kawasan ini dijumpai pula adanya
koloni blue coral (Heliopora coenela), karang lunak dari jenis Sacroplyton sp,
Gorgiaas (Anthipatles sp/. Jenis karang pada zrl.a reef srope antara lain
Leptoseris spp, Montipora spp, Oxgpora spp, Pacgseris spp, Hicedium
clepantatus dan Hicedium poitesrus,

Rata-rata persentase tutupan karang hidup di bagian dalam teluk, khususnya
di kawasan Tamaa Nasional Teluk Cenderawasih sebesar 36,L3o/o. Persentase
tutupan karang hidup tertinggi terdapat di Pulau Yoop, yaitu sebuah pulau kecil
berpenduduk yang ada di depan Teiuk Wandamen, dengan nilai 63,33%.
Sedangkan persentase tutupan karang hidup terendah di perairan Kampung
Rnmberpoon, yaitu sebesar 23,O7o/o. Terumbu karang di kawasan Taman
Wisata Perairan (TWP) Padaido, yang terletak di bagian utara Teluk
Cenderawasih, berbatasan dengan perairan Samudera Pasifik didominasi oleh
tipe karang tepi (fringing reefl d,art diikuti oleh tipe karang penghalang (borrier
reefi). Habitat terumbu karang di kawasan TWP Padaido umumnya berada pada
keda-laman antara 3O-4O m, dengan persentase tutupan karang hidup sebesat
35,85% (Giyanto et al., 2O1'/).
Potensi ekosistem terumbu karang di provinsi Papua Tengah sangat bernilai
secara ekologi untuk menunjalg kegiatan perikaaal dan pariwisata. Selain itu
Karatr(eristik perairan yang berada di Kabupaten Nabire pada wilayah timur
yang sebgian besar adalah kepulauan di mana terdapat gugusan Kepulauan
Moora dan dibagian baratnya merupakan pulau-pulau kecil di Kawasan Teluk
Cenderawasih yang juga merupakan bagian dari Taman Nasional Laut Teluk
Cendrawasih memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi serta
keindahan bawah lautnya.

2. Padang Lamun
Lamun merupakan trrmbuhan berbunga yang telah sepenuhnya beradaptasi
dengan lingkungan laut. Berdasarkan kqiian awal yang dilakukan oleh Pusat
Penelitian Oseanografr-BRlN pada tahun 2018, diperkirakan luas padang
lamun di perairan timur Indonesia, termasuk di wilayah Papua, mencapai
sekitar 284.66o hektare. Sebagian besar padang lamun ini tersebar di wilayah
Papua Tengah, khususnva di Kabupaten Nabire, terutama di kawasan Teluk
Cendrawasih dan Kepulauan Moora. Secara umum Lamun di Teluk
Cenderawasih tersebar cukup luas, terutama di Perairan Biak-Numfor, Supiori,
Kepulauan Yapen, perairan Nabire, dan Teluk Wondama. dengan jumlah jenis
yang teridentifikasi ada-lah 9 jenis (P2O LlP[,2O77l dai 12 jenis lamun yang
ditemukan di Indonesia. Jenis lamun yang distribusinya paling luas dan paling
seriirg ditemukan adaiah Enlulus acroides, Thalassia hentprichii, Cyntodocea
rotund@ta dan Sgingodium i.soetifolium. Kondisi Padang lamun di Teluk
Cenderawasih berkisar dari sedang sampai dengan baik.
Lamun di beberapa tempat di Teluk Cenderawasih juga merupakan habitat bagi
spesies kharismatik, seperti dugong dan penyu hijau (Tapilatu et al., 20221,
sehingqa pelestarian ekosistem lamun perlu mendapatkan perhatian,
khususnya lamun perairan dalam yang didominasi oleh jenis Halophila sp datt
Holodule sp. Jenis lamun yang paling sering ditemukan dan memiliki distribusi
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luas di wilayah ini antara lain Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii,
Cymodocea rotundata, serta Syringodium isoetifolium. Kondisi padang lamun
cii Provinsi Papua Tengah bervariasi, mulai dari kon<iisi sedang hingga
baik. Potensi dan pemanfaatan padang lamun di provinsi ini mencakup sebagai
objek penelitiaa, pemarrfaatan sumber daya ikan, serta sebagai habitat bagi
ikan-ikan ekonomis penting dan dugong.

3. Ekosistem Malgrove
Ekosistem mangrove adalah tipe hutan yang khas, terdapat di sepanjang
pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air 1aut. Hutan
mangrove di Papua Tengah memiliki peran ekologis dan ekonomi yang sangat
penting. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) tahun 2024, luas hutan m€rngrove eksisting di Papua Tengah mencapai
sekitar 303.82O hektar- dengar-r jumlah spesies mangi:ove mencapai 52 spesies
dan kerapatannya berkisa-r antara 603 - 382O pohon/Ha. Upaya pelestarian
untuk menjaga fungsi ekosistem mangrove tersebut dilakukan melalui
pengelolaan yang baik dan benar. Salah satu yang perlu dilakukan dalam
mencapai tujuan tersebut ada-lah dengan melakukan inventarisasi dan
pengamatan terhadap kondisi potensi dan keanekaragamannya. Beberapa
jenis mangrove yang ditemukan di Papua ada-lah: Rhizoplara apiculata,
Rhizoplnra mucronata., RhizopLara stglosa, Sonneratia alba, Ceriops tagal,
Brugtiera gAmnorrhi.za, Auicennia alba, Auicennia maina, Auicennia lanata,
Auicennia olficinalis, Sonneratia caseolaris, Gandelia candel, Ngpah sp, Ngpah
fruticans, Xglocarpus granatum- Sebaran hutan mangrove terbesar di Papua
Tengah Sebagian besar di Kabupaten Mimika dan sisanya di kab.rpaten
Nabire. Umunya mangrove ini tersebar di wilayah delta, muara dari sungai-
sungai besar, pesisir, daerah pasang - surut dan sungai -Sungai. Kawasan
pesisir pantai selatan Provinsi Papua Tenga terutama di Kabupaten Mimika
adalah kawasan yang paling tinggi dengan luasan dan tutupan hutan
mangrovenya. Selain itu, kawasan seperti Pigapu Nimaotimi juga dikenal
sebagai pusat konservasi ekosistem mangrove yang memiliki peran penting
dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung kehidupan
masyarakat setempat. Hutan mangrove di Papua Tengah tidak hanya
berfungsi sebagai pelindung pesisir dari erosi, tetapijuga sebagai habitat yang
penting bagi berbagai spesies laut serta sebagai sumber daya alam yang
mendr:kung perekonomian masyarakat pesisir.

4. Spesies Kharismatik
Wilayah perairan Papua Tengah juga menjadi rumah atau habitat dari berbagai
spesies kharismatik atau langka. Tercatat berbagai jenis penyu, hiu, serta
mamalia laut ditemukan di wilayah perairan ini. kbih dari 80% spesies penyu
yalg rerdapat di incionesia dapat temukan di perairan pesisir Papua Tengah.
Tercatat penyu-penyu tersebut berada sekitar area Taman Nasional Laut Teluk
Cendrawasih di Kabupaten Nabire. Penyrr adalah salah satu hewan kharismatik
yang ditemukan di Teluk Cenderawasih disebabkan oleh keberadaan habitat
alami seperti terumbu karang, padang lamun, dan pantai berpasir. Empat dari
tujuh spesies penyu di dunia tersebar di Teluk Cenderawasih darr Bentang Laut
Kepala Burung (BHS) secara umum. Keempat jenis penyu tersebut adalah
pen1,r: hijau (Clrclonia tuAdas Lir.n^eus, 1758), penyu sisik (Eretmoclelgs
imbricata Linnaeus, 1766), penyu lekatg (Lepidoclrclys oliuacea Eschscholtz,
1829), dan penyu belimbin g (Dermochelgs coiaceaYandeni, 1761). Penyu hijau
tersebar di Bentang Laut Kepala Burung dan Teluk Cenderawasih, narnun
lr.rl1turrnya beratla di perairan pesisir dan diperkirakarr nenghuni peraira:r
dangkal dan daerah mencari makarr.
Kawasan perairan Teluk Cenderawasih merupakan habitat dan daerah migrasi
atau perlintasan dari beberapa spesies kharismatik dan spesies-spesies penting
yang dilindungi lainnya. Dari golongan ikan, beberapa jenis hiu dijumpai di
kawasan Teluk Cenderawasih, diantaranya Hiu Paus (Rhinadon t.ypusl, Hiu
Reef Whitetip (Tiaenodon obesus), Hiu Blacktip (Charcainus melanopterus).
Dua jenis pari yang ditemukan di kawasan teluk, yaitu Pari. Manta (Manta
birostris), Pari Rajawali Totol (Aetobatus nainai). Ikan Kakatua Besar
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(bumphead parrotfisk Bolbometlnpon nuicatum) adalah spesies ikan Kakatua
terbesar yang terdapat di area terumbu karang. Dri golongan reptil ada empat
jenis penyr yang terdapat di Teluk Cenderawasih, yajtu Penyu Hijau (Chelonia
mgdas| Penyr Sisik (Eretmochelgs imbicata), Penyu Lekang (Lepi.dochetgs
oliuacea), dan Penyu Belimbing (Dermochelgs coriacea, serta Buaya Muara
(Crocodglus porosus/. Dari golongan mamalia laut terdapat Lumba-lumba Leher
Botol (Delphinus delphinus) dan Duyung (Dugong Dugon) dan Paus Biru
(Balaenoptera musculus). Dari golongan moluska beberapa jenis penting, seperti
Tridacna gigas, T. derasa, T squamosa| T. Maxima, T. coocea, dat Hipopus
hipopus (TNTC, 2022).
Ikan hiu karang masih cukup banyak ditemukan di wilayah perairan uta-ra
Papua Tengah. Spesies penting yang menjadi indikator ekosistem laut yang
sehat ini hidup dan berkembang di hampir seluruh ekosistem terumbu karang
di Papua Tengal'r terutarrra di wilayah Talrran Nasionai Teluk Cendrawasih. ika-n
Hiu Paus (Rhincod.on tgpusl yang merupakan spesies ikan terbesar di dunia,
dapat ditemukan kehadirannya hampir sepanjang tahun di wilayah perairan
Papua, terutama di perairan Kwatisore Teluk Cenderawasih Kabupaten Nabire
sebagai habitat penting bagi ikan tersebut.
Biota " kharismatill yang ditemukan mendiami wilayah perairan Laut Arafura
setiap tahun baik yang aktif bergerak maupun yang statis, diantaranya penyrr,
dugong, hiu paus dan duyung. Alur migrasi biota laut diarahkan untuk
mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan jalur migrasi biota laut
ekonomis penting, biota laut langka, terancam punai, dan dilindungi, serta
melaksanakan perlindungan alur migrasi biota dari kegiatan pelayaran,
k-enavigasiar:, dan pemanfaatan ruang laut laionya (Pemerintah Provinsi Papua,
2022]|.

2.1.1.2.3 Potensi Pertambangan
Potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah sebagran besar

pertambangan emas, granit dan tembaga. Pertambangan emas masih mendominasi
potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelas
mengenai lokasi potensi pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 Potensi Minera-1 Lo dan Non

Yaur Pasir Kuarsa, Granit, Marmer
EmasLagari
EmasS.Sanoba, Nabire

S.Nabarua, Nabire Marmer
Uwapa Seng, Kaolin

KaliBumi, Topo Emas
Cemara, Topo Emas

Napan Elrnas Tcrrr haoa

Emas

Nabire

Wapoga
Emas, PerakObaaPuncak Jaya

Ilu Arsenit, Tembaga
Ilaga Arsenit, Tembaga. Emas, Perak
Enarotali Pasir KuarsaPaniai

Bilogai Emas
GarnetMapia

Emas, Tembaga, bismuthUwagimamo

Tembaga, EmasMandoga
Komopa Tembaga, Emas

I

Jenis Galian MineralLokasi
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Mimika Tembaqapura Tembaga, Perak, Emas
Intan Jaya Susapa (Buiaeij Emas

Sumber : Dinos ESDM Prouinsi Papua, 2076**

2.1.1.2.4 Potensi Pariwisata
Provinsi Papua Tengah memiliki beragam potensi pa-riwisata yang dapat

menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh
Provinsi Papua Tengah ialah: : 1) Taman Nasional l.orentz (wilayahnya meliputi
beberapa kabupaten diantaranya: Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten
Paniai dan Kabupaten Intan Jaya) ; 2) Taman Nasional Teluk Cenderawasih di
Kabupaten Nabire. Serta beberapa destinasi pariwisata lainnya antara lain : 1) Danau
Tigi di Kabupaten Deiyai; 2) Danau Paniai dan Danau Tage di Kabupaten Paniai;3)
Deinau Mamae dan Air Terjun Bihewa di Kabupaten Nabire ; dan 4) Ekowisata Piramida
Cartens (wilayahnya meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan
Kabupaten Intan Jaya). Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum
dikelola secara mal<simal, sehingga belum memberikan dampak signilikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Tengah dikelompokkan
menjadi 7 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata air terjun, obyek wisata
pulau, obyek wisata budaya (dengan dikembangkannya kawasan strategis sosial
budaya Wilayah La Pago dan Mee Pago), obyek wisata sejarah, obyek wisata religi, dan
obyek wisata alam.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Proviosi Papua Tengah yang tidak
termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: TR. Timika dan Kuala Kencana
(Kabupaten Mimika) dan KP Paradoi (Kabupaten iiabire). Pemanfaatan potensi wisata
perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan
jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah
penyediaan paket wisata dal pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar
internasiona.l dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik
hak uiayat.

Tabel2. 14 Jumlah Ob ek Wisata Kabu aten Kota di Provinsi Pa a Tengah

Sumber : Nabire Dalam ongka 2022 data diolah bopperida PPT (data sementara)""

94 L l.).L liab e
22 22 Paliai
1t3 Puncak Jaya

1 1Mimika 14
5 Puncak
6 Dogiyai

11 1Intan Jaya
1 1Deiyai 18

119100 100Papua Tengah

Tahun
2020

Tahun 2O21 Tahun 2O22No Kab / Kota
WisataJumlah

52 J 41l

I ll

I
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Gambar 2. 9 Potensi Objek Wisata Pada Provinsi Papua Tengah

I

- I
ts

Sumber : Google.u.id

2.1.2 Aspek Demografi
Berdasarkan data yang didapat dari BPS Provinsi Papua dan Rancangan Akhir

RKPD Provinsi Papua Tahun 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah
Ta}ln 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.4O8.99 f jiwa
di tahun 2O2l dan di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 21.96O jiwa. Jumlah
penduduk terbanyak berada di Kabupaten Mimika sebanyak 316.295 jiwa pada tahun
2022. Sementara jumlah penduduk terendah pada tahun 2022 berada di Kabupaten
Deiyai sebanyak 1O2.168 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Provinsi
Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel2. 15 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah tahun
2023 dan 2024

Jumlah Penduduk
Tahun 2O23 Tah:u;lr2024

1 2 3 4
I Nabire 173,770 175,360
2 Paniai 232 570 236,530

236,530
327,7AO

120,700 722,590

Sumber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouirlsi Pdpua), 2024.

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Tengah periode 2O|O-2O22
sebesar 4,3 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2O2O-2O22
sebesar 1,53 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua Tengah
periode ini lebih tinggi jika dibaadingkan dengan laju pertumtruhan penduduk
Indonesia yarrg sebesar 1,25 persen berdasarkan Data BPS tahun 2022.

Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua
Ten Tahun 2023 dan 2024

No
Laju Pertumbuhan

Pe,.n dr,rdnk per Tahrrn

I

4

Taman NasionaI Lorentz Taman NasionaI Tetuk Cendrawasih

4 323,820
leuncat.)

125,1806 Doelyai 722,990
143,8507 Intan Jaya t4t,7to

8 | oeiyai 104,610 106,soo
Papua Tengah r.452.740 t.474.320

Pendr rdr-rk (ribu jiwa,)
Kab/ Kota

4 51 2
Nabire t73,770 175,360 o,7a
Paniai 232.570 236.530 0.96
Puncak Java 232,570 236,530 1,483

aoz eon 327,7AO 1,O4

+
\
\-*; I

'tIi,f,.
I't

Puncak Java 232.570
Mimika

2

Mimika
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5 Puncak r20,700 722,590 1,39
6 Dogivai 722,990 125,180 1,57

lntan Jaya 141,',t 10 i43,850 1,33
8 Deiyai 104,610 106,500 1,55

Papua Tengah t.452,740 1.474,320 1 20

Sumber : Prouinsi Papuo Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua), 2O24.

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Tengah tahun 2024 mencapai 11,91
jiwa/}an2. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Deiyai
dengan kepadatan penduduk mencapai 35,89 jiwa/kmz dan wilayah dengan kepadatan
penduduk terendah berada di Kabupaten Intan Jaya dengan kepadatan penduduk
mencapai 26,1 jiwa/krn2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel2. 17 tarr Penduduk Menurut Kabu ten di Provinsi

Sumber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua), 2O24.

2. 1.2.1 Indeks Kerawanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator yang digunalan untuk

mengukur tingkat ketaharlan pangan suatu wilayah atau negara. Indeks ini
memberikan gambaran mengenai sejauh mana masyarakat di wilayah tersebut dapat
mengakses pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Adapun data Indeks
Kerawanan Pangan (IKP) provinsi Papua Tengah tehun 2022- 2024 adaJah sebagai
berikut:

Tabel 2.18 Indeks Kerawanan Provinsi 2022-2024

i Nabire I 1,96 1 1,91 t4,72 14,85 109,93 i09,55
2 Paniai 16,O 1 16,06 43,42 44,57 119,44 118,81

Puncak Jaya 15,84 8,31 38,89 39,28 t19,44 118,81
4 aa a< t7,70 't7 crl 't 1(l Q'l 1 1Q QA

5 Puncal< 8,24 8,31 15,67 75,92 t77,42 110,94
6 Dogiyai a,47 8,50 32,43 33,00 i08,33 i08,01
7 Intan Jaya 9,75 9,77 26,56 26,97 ro9,94 109,49

8 Deiyai 7,20 7,23 36,75 35,89 1i2,00 1 i 1,60

Papua Tengah 99,76 92,34 226,54 22a39 909,81 906,06

66,97I t\autl c
2 Paniai 27,97 2r,52 ao a'7

25,14 24,793 Puncak Jaya t9,34
80,55 81,83 83,644 Mimika

5 Puncak la,27 20,1 30.t2
22,93 3t,23 3l ,376 Dogiyai

t4,t47 Intan Jaya t7,27 t4,54
24,7 2t,93 2r,358 Deiyai

30,48Papua Tengah 35,O 1 36,79
Sumber Data : BPS Pap.ua,2025

Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/ krnz)

Rasio Jenis
Kelamin

(Population Sex

Persentase

No Kab/Kota

I

'Penduduk (%)

4311 2 6 718

I

Tahun
)n)) I Tahun 2023 ! Tah:ur, 2024No Kab/ Kota

Indeks Ketahanan

3 4 51 c
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Berdasarkan data diatas bahwa indeks ketahanan Pangan Provinsi Papua
Tengah mengalami penumnan dari tahun 2023-2024 yang awalnya berada pada nilai
36,79 pada tahun 2023 menjadi 3O,48 pa<ia tahurr 2024 hai ini dikarenakan pada
beberapa Kabupaten mengalami penurunan indeks salah satunya yang signifikan
adalah kab Nabire yang awalnya pada tahun 2023 ruTatnya sebesar 78,07 menjadi
66,97 padatahun 2024.

2.1.2.2 Rumah tangga dengan Akses Sanitasi
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi merujuk pada jumlah atau persentase

rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Ini adalah
indikator penting dalam bidang kesehatan masyarakat dan pembangunan
berkelanjutan, karena sanitasi yalrg baik dapat mengurangi risiko penyakit dan
meningkatkan kualitas hidup. Adapun Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki
data rumah tangga dengan akses sanitasi sebagai berilnit:

Tabel 2.19 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Papua
2022-2024

Sumber Data: BPS Papua Tengah, 2025

Berdasarkan Data diatas bahwa kabupaten yang memiliki Rumah Tangga dengan
Akses Sanitasi Layak adalah Kabupaten Puncak dengan Persentase sampai dengan
2023 sebesar 1,8, sedangkan kabupaten yang memiliki rumah tangga dengan akses
sanitasi layang dengan presentse tertinggi ada pada Kabupaten Nabire.

2.1.3 Aspek Kesej ahteraan Masyarakat
2.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konsep dasar PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh
sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan untuk membantu membuat
kebijakan daerah atau perenc€rnaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan
informasi yang dapat menggambarkan kine4'a perekonomian daera.l.. Untuk dapat
melihat perkembangan nilai PDRB provinsi Papua Tengah dalam periode 4 (empat)
tahun terakhir terlihat sebagai berikut.

Tabel 2. 2O Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Kabu Kota di Provinsi aT Ru 20t9-2023

I Nabire 85,51 88,6 93,23
2 Paniai 32,O7 40,6 3t,7 t

Puncak Jaya 12,42 9 9,64
4 Mimika 4o,46 46,27
5 Puncak 11,51 1,8
6 Dogvai 10,57 26,4 17,89
7 Intan Jaya 8,84 10,8 23,54
8 Deiyai 67,47 37,5 26,48

Papua Tengah 41,55 4 i,15 41,44

12.015,16 12.692,46 13.561,881 Nabire 77.O84,22 r I . 178,38

5.013,912 Parriai 4.181,80 4.243,39 4.446,53 4.705,23

7.404,63 r.387,23 1.407,O7 7.450,2t 1.509,37

4 Mimika 54.834,54 63.716,34 95.216,35 110.407,81 t26.472,92
1.400,81 1.438,05 1.5 r3,26 1.612,81 1.669,26Puncak

1.355,63 t.4tL,76 ),.445,34 1.543,596 Dogiyai 1.313,23

5

Persentase Rumah Tangga dengan Akses
LavakI

Tahun 2O22 ITahun 2O23 Tahur2O24
No Kab / Kota

I

II 2 J 4l-5

N"l
2o2o I zozt. I

Tahun
Kab/Kota | ,otn 2422

I I zozs..-
III 4 5 6J11 2

3ltuncak.laya
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7 Intan Jaya 1.248,66 1.273,O3 7.303,46 t.362,O7 7.404,74
8 Deiyai 1.490,80 t.574.24 1.663.90

Papua Tengah 9.607,73 10.758,46 14.850,55 16.906,32 153.239,57
Sumber : BPS Pusat Stati"stik, Prou. Papua Dalam Angka 2023 & papua Tengoh
Dalam ongka 2O24

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua
Tengah melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungal yang
cukup baik. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir terus
mengalami kenaikarr. Angka PDRB Provinsi Papua Tengah pada tahun 2019 sebesar
9.607,13 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 753.239,57 Miliar Rupiah.

Tabel 2. 21 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Kabu aten Kota di Provinsi Pa T Ru 2079-2023

Sumber : BPS Pusat Statistik, Prou. Papua Dalam Angka 2023 & Rancangan Akhir
RKPD Prou. Papua 2023

Sementara itu, angka PDRB Papua Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), selama
kurun empat tahun terakhir adalah masing-masing 7.556,51 Miliar Rupiah (2O19),
a.192,76 Miliar Rupiah (2020), 10.589,66 Miliar Rupiah (2021],, 11.975,46 Miliar
Rupiah (2O22), dan pada tahun 2O23 mencapai 1O1.701,88 miliar Rupiah.
2.1.3.2 Tir.gkat Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua Tengah mencapai
38,28o/o dari jumlah penduduk pada tahun 202L. Kabupaten Intan Ja5r" rnsrurakan
wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengaa 42,O3o/o dari jumlah
penduduk di Kabupaten Intan Jaya pada Tahun 2021, sedangkan Kabupaten Mimika
merupakal wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah mencapai 14,28o/o
dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika pada Tahun 2O21. Untuk lebih jelasnya
dapat diiihat pada tabel berikut.

Tabel2. 22 Persentase Jumiah Penduduk Miskin menurut Kabupaten di Provinsr
Tahrn 2Ol9 - 2023

1 Nabire 7.457,29 7.355,88 7.6A4,56 7.882,s4 8. 154,4 1

2 Paniai 3.O20,47 3.O34,64 3.084,64 3.t94,46 3.272,t4
Puncak Jaya 1 .O 10, 15 969,32 983,03 1.012,O3 1.O21,53

4 Mimika 45.651,O3 50.871,59 69.618,91 80.277.60 a6.625.49
5 Puncak 824,47 825,1 1 831,O7 a62,72 442,92

6 Dogiyai 892,48 895,96 906,90 914,O1 938,58

7 Intan Jaya 76t,7 t 758,85 767,OO 747,24 806,77

841,20 873,28 aag.628 Deiyai 833,65 830,73

Papua Tengah 7.556,51 a.192,76 10.589,66 11.975,46 10r.701,88

2< Aa 1A aa1

2 Paliai 65,54 65,98 62,57 62,97 6t,t4
47,6t 47,503 Puncak Jaya 45,89 46,O7 46,39

4 Mimika 3t,79 31,75 30,95 3 i,58 30,31
5 Puncak 43,O9 42,43 40,74 41,24 42,Or

30,37 28,31 28,38 29,32 29.326 Doelvai
7 Intan Jaya 2t,70 20,46 2t,3t 21,46 27,t6

1.389.14 1.435.66

Tahun
Kab/Kota

2019 2023***
5

2020 2021 2022
2 4 6.J

Persentase Jumlah Penduduk Miskin PerKab/KotaNo 20212019 2420 2022 1 2023
5 6 71 2 314

I
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8 Deiyai 31,87 30,98 30,83 31 ,04 30,18
Papua Tengah 38,34 37,84 37,03 37,63 37,05
Sumber : I't'ouinsi Papua'lbngah Dalam Angkn (BPS Prour*i Papua), 2024.

2. 1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia
Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat

untuk digunakan dalam perhitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap
sudah tidak relevan dalam mengr-rkur pendidikan secara utuh karena tidak dapat
menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena aagka melek huruf di
sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat
pendidikan antar daerah dengan baik, juga PDB perkapita, yang dianggap tidat dapat
menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf
pada metode lama digaati dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik
Bruto (PDB) per kapira diganti <iengal Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Selama tahun 2019-2023, IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua
Tengah sebogtm besar masuk dalam kategori IPM rendah. Untuk Kabupaten Mimika,
mencapai peringkat pertama di Provinsi Papua Tengah, yang telah mencapai 75,91
poin, kemudian diikuti dengan Kabupaten Nabire pada urutan ke-2, dengan 71,36
poin, dan Kabupaten Paniai di urutan ke-3, dengan 58,83 poin. Adapun pada tahun
2023, daereh dengan IPM terendah di Kabupaten Puacak, dengan 44,71 poin. Untuk
lebih jelasnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 2. 23 Indeks Pemb Manusia Provinsi

Sumber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua) 2024

2.1.3.4 Rata-rata lama sekolah
Indikator pcnting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat

dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama
Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis
pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta
tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki. Data ini digunakan untuk
melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Tabel 2. 24 Rata- Rata Lama Sekolah di Provinsi P

69,15 69,91 71,36I Nabire 68,53 68,83
Paniai 56,58 56,31 56,70 57,14 58,832
Puncak
Jaya 48,33 +a,37 +a 99

4q R4
495l

4 Mimika 74,13 74,t9 74,48 75,08 75,9t
43,L7 43,87 44,71J Puncak 42,70 43,O4

55,41 54,84 55,00 55,72 56,746 Dogiyai
50,397 Intan Jaya 47,51 47,79 48,34 49,25

49,96 50,42 51,48 Deiyai 50,1 1 49,46
55,41 55,3s 55,72 56,40 57,60Papua Tengah

Nabire

4,38 4,57 4,77 4,7a 4 7.)2 Paniai

3,74 4,O3 4,23Puncak Jaya 3,61 3,62

10,18 10,20 10,474 Mimika 9,91 70,17
o ro1,96 a 1 5 417

4,97Dogiyai 4,92 4,93 4,94 4 966

.t

20t9 2020 2022 2C23lNo
I anun
2021

1 2 4 6 7 85

I

I

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
No Kab/Kota

20232021 202220lg t, zozo
1 2 114lsl6l 7

I
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7 Intan Jaya 2,64 2,84 3,09 3,26 3,27
8 Deiyai 3.OO 3.01 s.25 3.26 3.27

Papua Tengah 5,O2 5,16 5,27 5,35 5 44
Stmber : BPS Prouir*i Papua, 2O24

2.1.3.5 Harapan Lama Sekolah
Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasiian pembangunan pendidikan dapat

dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang
digunakan untuk menggambarkal tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan
pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS
menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia
sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh
pemeri-ntah.

Tabel2- 25 H an Lama Sekolah di Provinsi

Sumber : BPS Prouinsi Papua,2o24

2.1.3.6 Angka Harapan Hidup
Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan,

indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH).
AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan
masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu.

Upaya mempercepat keoaikan AHH tidak semata hanya ur':san bidang
kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
ka-lori, kecukupan gizi, proporsi pengeiuaral rumah tangga, alcsesibilitas, pendidikan,
kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi
antar sektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat
mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa
sampai saat ini. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua Tengah.

1 Nabire 11,59 71,92 12,18 12,44 72,64
2 Paniai 10,48 10,49 10,50 70,52 10,53

Puncak Java 6,96 7,24 7,49 7,50 7,57
Mimika 12,r7 t2,40 72,69 12,95 t2,964

5 Puncak 5,19 5,39 5,40 5,58 5,59
6 Dogiyai 70,57 10,58 10,59 10,61 to,62

7,65 7,66 7,67 7,697 Intan Jaya 7,36
8 Deiyaj 9,80 9,81 9,42 9,84 9,85

Papua Tenga-h oo7 9,44 9,54 9,63 9,67

1 Nabire 67,97 68,06 68,03 64,41 6a,73
66,44 66,44 66,94 67,222 Paniai 66,27

Tabel 2. 26 An Hara an Hidu HH di Provinsi ua

Dari tabel di atas, secara umum perkembangan RLS provinsi papua Tengah
berdasarkan Kabupaten,/Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun
masih jauh dibawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, di mana hingga
taltn 2023 tercatat RLS Provinsi Papua Tengah haaya mencapai 5,44 tahun. Kondisi
ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di
Provinsi Papua Tengah, dalam menyerap penduduk usia sekolah. Daerah di provinsi
Papua Tengah yang memiliki RLS tertinggi pada tahun 2023 berada di Kabupaten
Mimika ciengan nilai RLS iO,47 artinya suciah mencapai target program Pendidiica_n.
Sedangkan daerah yang memiliki nilai RLS terendah pada tahun 2O23 berada di
Kabupaten Puncak dengan nllai 2,79.

I

I

ran Lama Sekolah
2021 12022 12023Kab / KotaNo 2019 2020

I

I

No 2o232079 202r I 20222020
5 6cl?l 4



4 Mimika 72,27 72,32 72,38 72,57 72,43
Puncak 65,61 65,74 66,06 66,13 66,40

6 Dosiyai 65,60 65,73 65,85 66,13 66,39
7 Intan Jaya 65,51 65,60 65,58 65,93 66,r2
8 Deiyai 65,1 1 65,24 65,36 65,66 65,93

Papua Tengah 66,67 66,79 66,47 67,77 67,44
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hrncak J 64 98 65 15 65 34 65 66 65 90

ca,mhor . FlDq p, ,;,d Dn^,,n )nca

2. 1.3.7 Pengeluaran Per kapita Masyarakat
Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran per kapita

masyarakat. Selanjutnya, dapat terlihat data pengeluaran per kapita masyarakat di
Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2O23 yang dapat
terlihat sebagai berikut.

Tabel2.27 Pengeluaran Per kapita Masyarakat di Provinsi Papua Tengah Tahun
20ta-2022

Sumber : BPS Prouinsi Papua,2o24

Capaian pengeluaral per kapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah
mengalami kenaikan serta penurunan dalam jangka waktu 5 tahun dari 2O19 hingga
2O23. Peningkatan terjadi dari Tahun 2022 menuju Tahun 2023, kemudian cenderung
mengalami penurunan dari Tahun 2O 19 hingga Tahun 2O2O. Angka tertinggi berada di
Tahun 2023 sebesar 7.195, pendapatan per kapita pada provinsi Papua tengah pada
tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang flulrtuatif.
2.1.3.8 Persentase Balita Gizi Buruk

Stunting ruerupakan masalah gizi buruk kronis yarrg disebaLrkan oleir
kurangrrya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak
sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat
saat anak berusia dua tahun. Untuk lebih jelas mengenai persentase balita gizi buru
di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut:

Tabel 2. 28 Status Gizi Anak Balita Umur O-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di
Provinsi Pa T dibuat terakhir 2O24

1 Nabire f. i95 8.840 8.856 9.040 9.381
2 Paniai 6.767 6.361 6.377 6.554 6.977
.) Puncak

Jaya 5.523 5.242 5.249
5.422 5.731

I1.647 12.O76I Mimika 12.035 11.431 1 1.400
5.374 5.412 5.583 5.975Puncak 5.702

Doeiyai 5.709 5.373 5.415 5.705 6.1426
Intan Jaya 5.593 5.283 5.328 5.624 6.140

.+.6t]6 c. 1u.+8 Deiyai 4.95E +.oJz +.o/J
Papua Tengah 6.935

243.540 L76 81 365 3.7641 Nabire 94 433
t66 1526 136 44 13 t72 Paniai 15

89 298 2,2 r.6 .r/5 t4 18
Puncak
Jaya

217 614 6.850 72774 573 6.673 JJJ4 Mimika
199 0274 8 16 255 hrncak 11

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu

2020 202L 2022 202320t9lKab/Kota
No

4 5J 6 7I.tl2

I

7.t956.s73 16.594 16.798

Berat
Eadan Risiko Sangat

Pendek 
I

TB/UBB/U

No SangatKablKota
I
I

9 104 51617l8lrl 2 J

3



6 Doexyai 2T 30 r43 11 40 44 119 2
7 Intal

Jaya 2 10 56 2 0 7 63 0
8 Deiyai 14 a7 217 19 29 4T 20t 6

Papua Tengalr JZJ 7.126 1 1.358 607 4t4 t.202 77.664 721
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Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, 2O24"*

Tabel2. 29 ArLgKa s'tunfing Kabupaten/ Kota di Provinsi papua Tengah Tah:uJ. 2024
Berdasarkan Berat Badan dan Tin Badan

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Keselntan, 2024**

2.1.3.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Keqja
Jumlah penduduk diatas 15 tahun pada Provinsi Papua Tengah mencapai

7L3.544 jiwa, yarrg terdiri dari 596.2A3 jiwa angkatan keq'a atau sebanyak 76 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Keq'a (TPAK) dan 153.0O4 bukan angkatan kerja. Jumlah
pengangguran pada Provinsi Papua Tengah mencapai 15.257 jiwa atau sebanyak
2,2oo/o dai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kabupaten Mimika memiliki jumlah
penduduk diatas 15 tahun tertinggi pada Provinsi Papua Tengah dengan jumlah
rrcrrcapai 162.465 jiwa, yalg terdiri dari 115.391jiwa atrgkatan kc{a atau Tirtgkat
Partisipasi Angkatan Ke{'a (TPAK) mencapai 63,46 o/o dan 5O.210 jiwa bukan aagkatan
kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Mimika mencapai 7,8 %o.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua Tengah
berada pada Kabupaten hrncak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten
Puncak mencapai 85,95 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai O %.
Kabupaten Nabire memiliki Tingkat Pengaagguran Terbuka (TPT) tertinggi pada
Provinsi Papua Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Nabire
mencapai 6,65%o atau sebanyak 5.425 jiwa pengangguran. Untuk lebih jelasnya
mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerl'a di Provinsi Papua ?engah dapat melihat
tabel berikut.

Tabel 2. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Keq'a di Provinsi Papua Tengah
Tahun 2077 -2O21

I Nabire 115 293 3.444 276 84 26
2 Paniai 28 31 96 76 15 25
3 Puncak Jaya o 8 348 J1 t7 3
4 Mimika 76 370 6.7 tt 450 t77 29
5 Puncak 0 5 744 41 10 0
6 Dogyai I4 28 726 25 8 4
7 Intan Jaya 1 , 50 io 6 1

8 Deiyai a l< ote a

Papua Tengah 242 752 77.177 477 265 94

73,O91 Nabire 68,09 72,38 69,75 74,t5
49,79 94,29 77,34 84,81 91,392 Puncak Jaya

3 Paniai 90,39 49,17 47,92 58,41 89,26
68,88 64,93 63,46 64,774 Mimika 65,83

5 Puncak 92,O8 94,43 79,47 85,95 89,43
90,t2 a2,45 74,206 Dogivai 89,66 86,18

No

,L I 5

BB/TB

No Kab/ Kota
G;d

Buruk (O-
Gizi

Kurang Normal
Risiko

Gizi Gizi
Lebih Obesitas

1 2 3 54 6 87



Intan Jaya 76,74 73,64 a2,to 69,2t 75,75
8 aA oa ao a( o, A< ao A< a< n1

Papua Tengah 42,45 83,56 80,54 76,Or 80,86
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Stmber : BPS Prouin si Popua, Ranca.ngan Akhir RKPD Prouinsi Papua 2O23

Tabel 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Ke{a (TPAK) Frovinsi Papua Tengah
2024-2025

Sumber Data: BPS Prouinsi Papua, 2O25

2.1.3. f O Indeks Ketimpangan Gender
Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequalitg In-dex/Glll adalah indikator

yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama
pembangunan manusia. Indeks ini dikembangkan oleh UNDP (United Nations
Development Programme) dan digunakan secara luas dalam laporan pembangunan
manusia (Human Deuelopment Reportsl. Adapun data indeks ketimpangan gender
Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32 Indeks Ketim Gender Provinsi P 2022-2024

Sumber Data: BPS Papua Tengah" 2O25

2.1.4 Aspek Daya Saing
2.L.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah
A. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Tengah

Perekonomian Provinsi Papua Tengah dapat diidentifrkasi dari akumulasi
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota. PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 33 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (juta
rLl Tehun2Ol9-2O23

I Tingkat Partisipasi Angkatan Keria (TPAK) 76,99 78,97
2 Laki-laki 83,71 86,OO
3 Perempuan 6q 1:l 70,76

o,496 o.4421 Nabire 0,51
2 Paniai o,62 o,674 o,859

0,51 o,520 0,560Puncak Jaya
4 Mimika o,56 o,513 o,392

o,37 o,694 0,6145 Puncak
0,693 o,8s36 Dogiyai o,77

Intan Java o,a7 o,887 o,865
o,8538 Deiyai o,87 o,879
o,526Papua Tengah

3.829.O00,343.592.O44,39 3.952.1 r7,85 3.952.1 17,85
A. Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanarr

3.625.AO7,77

44 .67 6 .533 ,66 44 .676.533 ,66 74.342.OOO,4sB. Pertambangan
dan Penssalian

38.885.901,53 44 .654 .934 ,36

246.843,41 246.443,4 tC, lndustri
Penqolahan

135.169,86 237 .772,45

No Uraian
2

2024 2025
1 4

Tahwn2022 Talun 2O23

Persentase Rumah Tangga dengan Akses
No Kab/Kota Sanitasi

Tahun2024
J 4 51 o

2022 202320t9 2020 1

Tahun
Lapangan Usaha

63 4 5I 2

24t.OOO,7a
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D. r urrBa\raarr tur,
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur

Sumber: Popua Tengah Dalam Angko, 2024 *"

Tabel 2. 34 Froporsi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah
Tahun 2019-2023

D. Pengadaan
Listrik dan Gas 15.079,81 14.065,08 14.266,93 14.266,93 16.000,89

t2.393,34 9.464,68 9.O20,49 9.O20,49 9000,50

F. Konstruksi 3.215.685,73 5.084.537,63 5.232.A25,53 5.232.425,53 5.234.000,35
G. Perdagangarr
Besar dan
Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor

3.685.041,17 3.375.041,90 3.495.244,36 3 .495 .244 ,36 3.770.OOO,77

H. Transportasi
dan Pergudangan

2.180.995,35 I .264 .OOO,7 4

i. Penyeciiaan
Akomodasi dan
Makal Minum

890.896,36 2r4.854,65 217 .271 ,a5 2t7 .27 t,A5 2t7.OOO,Ol

J. Informasi dan
Komunikasi 253.779,72 1.536.800,58 1.549.919,96 1.549.919,96 1.686.O0O,77

K. Jasa
Keuangal dan
Asuransi

r .393.7 42,44 319.468,79 459.5 i 8,28 459.518,28 558.000,91

L. Real Estate 693.647 ,21 844.679,46 894.87 |,54 a94.A7 | ,54 986.000,44
M.N. Jasa
Perusahaan

s5s.870,25 397 .464,53 394.72t,66 394.72t,66 4 10.000,74

O. Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
wajib

2.867.9Q4,40 3.615.462,10 3.618.437,5s 3.618.437,5s 3 . 199 .OOO ,24

P. Jasa
Pendidikan 1.386.320,81 465.515,91 47 3.909 ,62 473.909,62 482.O00,60

Q. Jasa
Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

4t4.52t,21 431.359,01 456.953,77 456.953,77 444.OOO,24

R.S.T.U. Jasa
lainnya 286.537 ,ta 338.097,41 344 .O4 | ,25 344.O41 ,25 370.OOO,27

PRODUK
DOMESTIK
REGIONAL
BRUTO

60 .499 .294,ta 66.739 .924 ,9 | 67.Os 1.108,79 67.031 . 108,79 101.O57.OO9,O2

c,vu o,yuo J,'IJ
A. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan

66,65 66,6s 75,OO64,27 67,52B. Pertambangan dan Penggalian
o,22 o,36 o,37 o,37 o,25C. Industri Pengoiahan

o,o2o,o2 o,o2 o,o2 o,o2D. Pengadaan Listrik dan Gas

o,o1E. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulalg

6,355,32 7,69 7,87 7,87F. Konstruksi

6,09 5,10 5,27 5,2r 4,72G. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

1,48 t,673,60 1,45 t,4aH. Transportasi dan Pergudangal

o,231,47 o,32 o,32 o,32I. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum

2,3t 1,59o,42 2,32J. Informasi dan Komunikasi

I

I

e6o.ss4,s8 | eeo.611,08 ] eeo.61i,08

I

I

2023Lapangan Usaha
20L9 2022

Tahun
2020 I 2021

71 34lsb

1

I

I



K. Jasa Keuangan dan Asuransr 2,30 0,48 o,69 o,69 0,58
L. Real Estate 1,15 t,34 7,34 7,34 0,98
M.N. Jasa Perusahaal 0 92 0,60 0,59 0,59 o,37
O. Administrasi Pemerintahan,
Pertahana;r dan Jaminan Sosial
Wajib

4,74 5,47 5 40 5,40 3,47

P. Jasa Pendidikan cca o,70 o,71 o,7 t o,44

o,69 o,65 0,68 0,68 o,44

R.S.T.U. Jasa lainnya o,47 o,51 0,51 0,51 0,39
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,o0 100,00 100,o0
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Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial

Sumber : Popuo Tengah Dalam Angka, 2024**

Tabel diatas menunjukkan kontribusi selrtor lapangan usaha (%) selama tahun
2OI9 - 2023, dengan pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi terbesar
(75,00 %). Selrtor (F): Konstruksi dan sektor (G): Perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terbesar kedua dan ketiga,
dengan rata-rata 6,350/o d,at 4,72o/o selama tahun 2019-2023. Dari tabel diatas dapat
dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalia-n mempa.J<an sektor jrang sangat
mendominasi jumiah PDRB di Provinsi Papua Tengah. Akan tetapi, terdapat
penurunan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan
dari tahun 2022 ke 2023.
B. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang merepresentasikal
Kemampuan daerah dalam bersaing secara nasional ataupun Global. IDSD akan
mengukur bagaimaaa produktivitas suatu daerah. IDSD akan menjadi tolak ukur
sejauh mana daerah dalam menghadapi perubahan daya saing global yang lebih luas.

Tabel 2. 35 Jumlah Kabu ten Memiliki Fasilitas Akses Kesehatafi 2023-2024

Sumber Data : Dd,nas Kesehntan Prou Papua Tengalq 2O24 (dnta dioloh)

IDSD jika dilihat dari jumlah Kabupaten yang memiliki Sarana Kesehatan
terbagi dalam beberapa kategori. Dari 8 (delapan) kabupaten yang memiliki Rumah
sakit terdapat 3 (tiga) rumah sakit ,I}pe C dan 5 (lima) Rumah sakit Tlpe D yang
be{alan pada tahlun 2024.

2.1.5 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2 . 1 , 5 . 1 Pengeluaran per Kopita Disesuaikan

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaral per kapita
masyarakat. selanjutnya dapat terlihat data peogeluaran per kapita masya.rakat di
provinsi Papua Tengah periode tahun 2019 sampai dengan 2023 yang dapat terlihat
sebagai berikut:

'74 20 1311 Nabire 1

2 Mimika 7 i 26 8 196
Paniai 1 51 I 74

4 Punca-k
Jaya

1 16 t7

1 15 795 Dogivai 1

6 Deiyai 1 10 7
7 Puncak 1 l4
o

9.195 8.840 8.856 9.O40 9.381Nabire

Tabel 2. 36 ta Disesuaikan Ribu Ru iah

Kabupaten
I i Sakit Sakit Puskesmas

Bersalin
I I

I

17 l

Kabupaten 207s I zozo 20232422202r
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Mimika 12.035 1 1.431 1 1.400 t7.647 72.O76
Puncak Jaya 5.523 5.242 5.289 5.422 5.731

5.'293 5.6'24 6. r40
Paniai 6.767 6.361 6.377 6.554 6.977
Deiyai 4.958 4.632 4.673 4.808 5.104
Dogryai 5.709 5.373 6.r42
Puncak 5.702 5.378 5.4t2 5.583 5.975

D-^,,^ T--^^L 6. ()?< a <.72 6 <Od a 7cr4 7.t95
Sumber: BPS Prouin si Papua, 2023

Capaian pengeluaral per kapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah
menga-lami pertumbuhan yang fluktiatif pada beberapa kabupaten dalam jangka
waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2O23. Penurunan teq'adi dari tahun 2O19 menuju
2O2O, kemudian cenderung mengalami Peningkatan dari tahun 2O2O h.ingga 2023.
Angka tertinggi berada di tahun 2013 sebesar 7.196. Fokus Fasilitas
Wilayah / Infrastruktur.
2. 1.5.2 Sarana Tran sponasi

Sarana Transportasi khususnya jaringan infrastruktur jalan berfungsi untuk
mempermudah aktjvitas ekonomi dan sosial dalao hal perpindahan orang dan baralg.
Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai akan memberikan
efisiensi biaya transportasi baik dari segi biaya pengiriman, waktu, maupun Risiko
perjalanan. Dengan turunnya biaya transportasi hal yang terjadi antara lain mudahnya
perpindahan orang, meningkatnya frelmensi pengirimaa barang, barang lebih murah
dan mudah didapatkan, serta mendorong alrtivitas pada umumnya untuk lebih mudah
dan sering diiaicukan. Hai-haf rni merupakan faktor-faktor umum yang mendorong
te{adinya pembangunan.

Dalam pelayanaa skala wilayah, infrastruktur transportasi menghubungkan
pusat-pusat aktivitas dalam struktur yang telah ditentukan. Pusat-pusat aktivitas ini
merupakan bentuk iokasi strategis tempat terj adinya fungsi koieksi dan distribusi
barang dan jasa sesuai skala aktivitas ekonomi yang bersangkutan, mulai dari skala
rumah tangga hingga nasional. Pusat-pusat aktivitas ini harus terhubung satu sama
lainnya untuk menjamin keberlangsungan jaring-jaring sistem aktivitas yang lebih
luas sehingga a-lrtivitas sosial ekonomi serta prinsip skala ekonomi dapat terpenuhi.
2.1.5.3 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Saaitasi, dan Akses Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, dan a-kses internet merupakan
indikator dasar yang menjadi tolak ui<ur daya saing daerah. Dalam Gambar 2. 13 tersaji
persentase rumah tangga tiap kabupaten yang memiliki akses terhadap fasilitas
tersebut. Untuk akses terhadap listrik, hampir seluruh rumah tangga memiliki akses
terhadap listrik (>8O%), hanya kabupaten Puncak yang masih terkendala pada akses
listrik (4O-6O%).

lntan Jaya 5.2e3 i S.ZSS

I

5.4 i5 5.705
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Gambar 2. 10 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi Provinsi
Papua Tengah, 2023

P..i..d. R.o.i Tug8rl M.nlrn KrbrFr.. Soiob.. P...nr8.r
PLN. 

'OZ'
P.Rrte RumlLr!a. ydg U.diliti -{.c t .ttdrpStnirr.i LtrL
M.r.mr Xtbup.t.r.2023

P.*iLt Rm.l T..ggr r.!a t|l niulr AL!.! T.rt.d.p Air i,ff.tn tny.L
M...mt Krb!p.|.tr, 21123

Sumber: Badan P.tsat Stati.stik Kabupoten Prouinsi Papua Tengah 2O23, data diolah

2.1.6 Aspek Pela}ranan Umum
Pelayanan umum merupakal aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan

masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang
peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidalmya tujuan-tujuan
pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah
menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan
urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2i urusan pemerintahan wajib bukan
pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi
mengenai kondisi peiayanan umum terkini perlu dilakukan unruk menunjukkan
permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya
mencapai tujuan pembangunan.
2.1.6.1 Lavanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan,
namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak
masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan,
kesehatan, pekeq'aan umum dan penataan ruang, perumahan, ketenteraman,
ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yalg baik.

2.1.6.1.1 UrusanPendidikan
1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang
masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan
kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan
terbukanya peluang yang lebih besar daiam mengakses pendidikan secara umum.
Untuk lebih jelasnya mengenai angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Tengah
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 37 An Partisi asi Sekolah di Provinsi Ten Tahun 2019-2022

83,36

Sumber : BPS Prouinsi Papua, 2024

2. Perkembangan FasilitasPendidikan
Jumlah sekolah di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari tahun 2019

sampai 2022. Jurl:lah SD, SMP dan SMA di Provinsi Papua Tengah menga.lami
penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Kabupaten Mimika merupakan wilayah yaltg
memiliki fasilitas terbanyak di Provinsi Papua Tengah dengan jumlah 83 SD, 38 SMP
,7an 25 SMA pada tahun 2021. Untuk lebih jelas mengenai riocian jumlah fasilitas
sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38 Jumlah Fasilitas Sekolah di Provinsi Pa a Ten Menun-rt Kabu aten

1 Nabire 94,6
3

4

7

2019 20212019

3- 15 un

2020 2021

Tahun7

2020 2021

Sekolah
-i8

2020201
Kab/Kot
a

1 9 13

94,67 94,37 95,51 80,04 77,22

2 Paniai 84,0
2

44,o7 43,t2 79,42 80,88 ao,t7 46,62 46,56

77,5
9

77,26 75,67 65,77 65,57 65,97 37,65Puncak
Jaya 39,53 32,94

t\/l iLa
6

94,1 o< qe o< q6 q< re o< 'l 7 oL'7< 91 70 71 
'

9L 6.1

5 Puncak 52,2
1

52,22 5 1,61 30,44 32,43 3 1,98 2a,2 22,55 27,7 L

6 Doglyai 85,9 85,88 85,s9 44,6 43,44 83,84 57,17 65,16 65,a2

53,27 52,3452,79 45,91 38,8 1456 1 I
a

Intarr 61,45 60,96

63,7
8

65,82 65,35 858 5 60,o5 59,52 53,25 46,268 Deiyai

Papua Tengah
76,7

8 77,tl 76,53 70,31 70,59 70,51 54,4t 57,21 54,64

SMA/SMK Perguruan
TinssSD SMP

202
1

201
9

202 202
1

20
19

20
20

202
I

20L
9

20
20

Kahl
Kota 207

9
2020

16 L7t5
7 6 8Nabir

e
74 76 35 2< JI 30 261

1< 1A 1a 'la 'tlo I

I

I

I
Paniai 

I

a6 '74

26 26 26 8 7 6 5 8J
Punca
k
Jaya

686 a7 83 40 39 38 26 26 26 8 7L Mimik
a

8 3 35 44 44 38 8 8

11 10 5 4 1 1 16
Dogiya
I

51 54 47

6 2 27 Intan
Jaya

a1 31 6 6

9 4 4 48 Deiyai 35 35 7 7

15404 130 t26 724 89 87 84 16 74Papua
Tengah

425 429

No

c 3 4 5 718 11 12

e4,41 le4,s8

47,56

56

II

202
I

No

4 5 7 8 9 11 12 131 2 3

ls
I

I

Punca Ikl
10 6

I

34

Sumber : BPS Prouinsi Papua 2O22,
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3. Perkembangan Guru dan Murid
Jumlah guru di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari Tahun 2O2O

sampai Tehtn 2022. Pada Tahun 2O2O/2O21jumlah guru yang tersedia <ii Provinsi
Papua Tengah mencapai 14.836 dan mengalami penurunan menjadi 14.769 pada
Tahun 2O2l /2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan guru di Provinsi
Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 39 Perkemb Guru di Provinsi ua Ten Tahun2O2O-2O22

Aaa

Sumber: Sumber: BPS Prouinsi Papuo 2022,

Jumlah murid di Provinsi Papua Tengah stabil dari tahun 2O20 sanpat 2022. Pada
tahun 202012021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai
1O.754 dan mengalami peningkatan menjadi 11.094 pada tahun 2o2l /2o22. Untuk
lebih jelas mengenai rincian perkembangan murid di Provinsi Papua Tengah dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4O Perkemban Murid di Provinsi Pa aT Tahw 2O2O-2O22

Sumber : BPS Prouinsi Papua 2O22, Rancangan Akhir RKPD Prouinsi Papua Tengah
2024

Negeri Swasta TotaI
No Kab/Kota 2O2Ol2O2L 2O2r/2022 2O2O/2021 2O2t/2022 2O2Ol2O2r 2O2t/2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nabrre 3.256 3.095 2.206 2.O21 5.462 5.116

7\72 lPuncak IlJaya I

'lQ '71'1

3 Paniai 1.391 t.425 797 624 2.188 2.O53
4 Mimika 3.068 3.102 1.385 1.474 4.453 4.576
5 Puncak 442 406 34 o+ 476 440
6
7

Psgy-
Intan
Java 62

4t7

55

516

62

243 312

65

700

124

a2a

120

8 Deiyai R)) 786 2t2 700 998
Papua Tengah 10.oo5 4.861 4.764 14.836 74.769

Negeri Swasta Total

Kab/ Kota 2O2Ol2O
2T

2421/20
22

2O2O/2O
2t

2021/2O
cc

202O2Ol
2l

2O2t/20
22

6 7 I1 2 3 4 5
3.164 '2.e62I Nabire i z.tttg I t.s+s l. l45 1.01-l

269 343 a47 855 1.116 1. 1982 Paniai
Puncak
Jaya 237 o o

855 1.116 1. 1984 Paniai 269 447
5.451 5.5i6J

I ^ ^- - |Mimikai2.314i2.365 3. i37 3.15i
74 46 34 108 806 Puncak
98 r57 350 429 5077 Dogiyai

558 Intan
Jaya 62 55 o o 62

10.754 i i.o94Papua Tcrrgah 5.162 5.325 5.592 5.769

2.1.6.I.2 Urusan Kesehatan
I . Angka Kematian Bal

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap
1OOO kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai
probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan
per seribu kelahiran hidup).

7a I

9.975

I

No
I

II

324 237 | szo

I
I

I



Angka Kematian Bayi
Pembiiang SatuanNo Kab/Kota Jumlah Kematian

Bayr
Jumlah Kelahiran

Hidup
Per 100O

KH
J 5

68 3.372 20,2
2 Frncak Jaya o on

Paniai 5 0 0,0
4 Mimika 11 2.82t 3.9
5 Puncak o 206 o,0
6 Dogiyai 14 1.O99 12,7
7 lnte+.lqya

Deiyai
o
o

86
o 0

o,o

Papua Tengah 98 8.1i6 72,O7
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Tabel 2. 41An Kematian Tahun 2020

Sumber : l,oporan Kinerja Dnas Kesehaton Prouittsi Papua Talun 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Provinsi Papua Tengah memiliki
kasus AKB yang cukup 'einggi, namun cendei-,.rng menurlln. Kasus AKB yang terjadi di
Provinsi Papua Tengah merupakan akumulasi dari 8 kabupaten/kota.
2. Angka Kematiaa Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak
terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan
karena kehamilannya atau pengelolaalnya, dan bukan karena sebab- sebab lain, per
100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian lbu adalah kematian
perempu€rn pada saat hamil atau kematian dalam kurun wakto 42 hari sejak terminasi
kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni
kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bu1<an
karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, tedatuh dan lain-lain.

Tabel2.42 Kematian Ibu Tahun 2020

Sumber : Laporan Kinerja Dnas Kesehatan Prouinsi Popua Tohtn 2O2O

Kasus aagka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua Tengah per 1O0.00O penduduk
selama ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2020 angka kematian ibu
mencapai angka 2O9.

2.1.6.I.3 Urusan Peke{aan Umum dan Penataan Ruang
o Jaringan Jalan

Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Provinsi Papua Tengah terdapat pada
Kabupaten Mimika dengan total 162,1 km (35,9%) dari total keseluruhan aksesibilitas
yarrg ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Dogiyai mcrupakari wilayah denga-n
aksesibiiitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua Tengah dengan 8 km

Anglra Kematian Ibu
Pembagi SatuanPembilang

Per 1OO.00O KH
Kab/Kota

Jumlah Kematian
Ibu

Jumlah Kelahiran
Hidup

4 5I 2 3
3.372 1191 Nabire 4
532 376Puncak Jaya 2

0 oPaniai 2

7tI Mimika 2 2.427
206 o5 Puncak 0

1.099 5466 Dogiyai 6

867 Intan Jaya 1

Deivai o 0 08
77 8.i16Papua Tengair

Pembaei

1 2 4
1 | Nabire

532
3

8

No.

2

1.163
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(1,77o/o) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 43 Panjang Jalan di Provinsi Papua Tengah (km)

No Kab/ Kota Tr-^..: - ^: r ^:--,.^
1 D J 4 5
I Nabire Papua Tengah 832,9 53
o Paniai Papua Tengah 2AO,9 72,1

Puncak Jaya Papua Tengah 11,61 261,5
4 Mimika Papua Tengah 765,10 134,8
5 Puncak Papua Tengah 392 27,29
6 Dogiyai Papua Tengah 0 8
7 Intan Jaya Papua Tengah 19,603 275,69
8 Papua Tengah

Sumber : BPS Provinsi Papua,2O23

Gambar 2. I I Peta Jaringan Jalan Provinsi Papua Tengah

at-atu ):- -\ 
'1

li ..b-. r- :-:f1

Sumber data: Ronutal RTRW Papua Tengalq 2023-2043

2.1.6.1.4 Urusan Perumahan Ralryat
Pembangunan rumah lavak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan

tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar
kesehatan perumahan fagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Terdapat
akumulasi perumahan yang layak huni di Provinsi Papua Tengah semenjak tahun
2O18 sampai dengan 2022 adaJah sebanyak 2.165 unit. Adapun jumlah rumah layak
huni selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 44 Jumlah Rumah Huni Provinsi ua Ten 2018-2022

No

,7

Tahun
TotaiKabl Kota

2018 20t9 2020 2021 2022
o d 9I 2 5

148 i01 752 148
37 2032 Puncak Jaya 27 54 42 18
10Paniai

933Mimika 90 359 292 tt7 184
5 Punca-k
6 Dogiyai

11Intan Jaya 32 68 8 165
60Deiyai

0

.

.J

,}:

500Nabire

608
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No Kab/Kota Tahun
Total2078 2019 2020 202t ,6CC

I c 4 5 6
Papua Tengah 347 667 <a< 385 2.t65

Sumber : Dd,nas Perumahan dan Dinsos Kabupaten Lingkup prouinsi papua Tengat4
2022

2-f .6.i.5 Urusan Ketenteraman Perlindungan Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan
masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah
upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan
demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan
pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.
Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan,
Parkir Umum, Anja.l/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

Untuk mewujucikan kondisi masyarakat yang tenteram cian rerlib sebagai
salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP
dan personil Linmas juga dilakukan pengzrm€rn€rn di setiap lokasi-lokasi yang
berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan
kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Data jumlah Polisi Pamong Prqja dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 45 Jumlah Polisi Pamong Praja per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
2020-2022

No Kab/Kota Tahun
2020 202t 2022

2 3 4
Nabire

2 Puncak Jaya
Paniai c<

4 Mimika
5
6 Dogiyai
7 Intan Jaya 30 29
8 Deiyai

Papua Tengah 30 co)

Frncak

Sumber : Bps Prouinsi Papua, 2O23

2.1.6.1.6 Urusan Sosial
Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu

pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah
keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum
secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia1
(PMKS) di Provinsi Papua.

Hal Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Tengah merupakan
salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya
kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi
Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah
Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang.
1. Keagamaan
Tempat Ibadah

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua Tengah
cenderung te{adi peningkatan sepanjang tahun 2Ola-2O22. Tercatat sampai dengan
tahrurr 2022 rasio tempat ibadah per 10.OOO penduduk adalah sebesar 18,31 unit.
Artinya IO.OOO penduduk dapat dilayani oleh 18 unit tempat ibadah. Jika dilihat
berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingal yang

51

7 I 9
76

I

1131

I

I



-4t-

cukup tinggi terhadap IO.OOO penduduk dan sebaran rumah ibadah di g
kabupaten/kota sepanjang tahun 2018-2O22 satgat bervariasi. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel2.46 Rasio Tem t Ibadah Per 10.O000 Penduduk Provinsi Pa uaT

6 7

18 51

4.7

Sumber : BPS Prouinsi Papuo, Rancangan Akhir RKPD Prouinsi Papua 2O23

'T\^L^l a ,.t, T,,-l^L,T^- ^+ D^..:L^,l^r ^- lrl^-.,-,. l,r^l^.. Kota

2020 2020

Sumber: BPS Prouinsi Papua (Kementeian Agama Prouinsi Papua)

2.1.6.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar
2.1.6.2.1 Urusan Ketenagake{aan

Kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan ke{a (TPAK),
prosentase kesempatan kerl'a, prosentase angkatan kerja yang kerja serta distribusi
iapangan peke4'aan merupakan gambaran yang bermanfaat untuk melihat prospek
ekonomi suatu daerah. TPAK merupakan rasio antara banyaknya penduduk angkatan
kerja dengan banyalnya Penduduk usia keq'a. Hal ini menggambarkan banyaknya
penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik itu dengan bekerja ataupun
mencari keq'a.

Tabel 2. 48 t Partisi si An aKe a Tahun 2O2O-2O22

rPr'(%)

2 Puncak
.,

.5

9

1

1

TahunKab/Kota Provinsi Wil. Adat

2 .3 4
1 Papua Tengah Mee Pago 28,33 27,88 34,74
2

Nabire
Paniai Papua Tengah Mee Pago 14,O7 73,75
Puncak Jaya Papua Tengah r9,35 18,87

10,53
27,97

4 Mimika
La PAgo

Mee Pago 12,85
Puncak Papua Tengah

Papua Tengah
La Pago 1,89

12,67
1,86

Dogiyai I Papua Tengah Mee Pagol L4,7 i t+S
7 Intan Jaya Papua Tengah Mee Pago t,64 r,62 10,87
8 Deiya-i Papua Tengah Mee Pago 1 1,86 Lt,75 8,18

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua

Masjid Gereja
Protesta.n

Gereja
Katholik Pura ViharaNo Kabupaten

2020 2020 I zozo
1 2 J 4 q 7
1 202 328 52 7

2 Paniai 13 725 52

4 | Mimika

Puncak
-l aya-

2 370

207

2

1 I
2 55

6

Puncak
Dogiyai 81

251
1i

7 | Intan Jaya 1 tro 2

Deiyai8 1 42 18

Provinsi Papua 356 1.456 212 8 5

No Kab/ Kota Angkata
n Kerja Beke{a

Bukan
Angkatan

Kerja

Pengarrg
guran

TPAK
(/"1

1 2 4 6 7 8 9
78.8s7 | 7s.6s8 69,15 6,65Nabire

1.226167.950 166.724
Paniai 727.259 t25.667 N/A 53.731 70,31

4 5.833 73.O47 66,63 5,35Mimika 139.995

85,73
o,66

No 2018 I 2019 2020
l1 I

I

5
6

6
Nabire

734 70 2

1

l

5
3.199 35.776

745.828
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No Kab/ Kota Angkata
n Keria Bekeq'a Pengang

0tl1'alr

Bukan
Angkatan

Ke{a
TPAK

(o/^l rPr (%)

5 6 7 8 9
Puncak 89.265 89.054 N/A 6.338 93,37 o,94

6 Dogiyai 40.269 7a.347 N/A 9.501 89,42 o,21
7 Intan Jaya 94.O9L 9t.062 N/A 19.560 42,79 0,00
8 Deivai 51.421 50.662 N/A I 23.3so 86,77 o,79
Papua Tengah 834.940 at7.769 10.258 24A.652 80.52 2,44

Sumber : BPS Prouinsi Papua, ,Papua Tengah Dalam Angka PPT 2O24

1. Angkatan Kerja Aparatur Sipil Negara
Kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Tengah

mencapai 8. 1 16 jiwa atau sebesar 39,97o dari seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil yang
ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan jumlah
pegawai negeri sipil perempuan tertinggi, yaitu mencapai 2.629 atau sebesar 3270
pegawai negeri sipil perempu€rn berasal dari Kabupaten Mimika. Untuk lebih jelasnya
mengenai jnmlah pegawai negeri sipil yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua
Tahun 2022

2.265

559 1 .573

Sumber : BPS Prouinsi Papua, Rantxtngan Akhir RKPD Prouinsi Popua 2023

2.1.6.2.2 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
urusan Aciministrasi Kepen<iudukan dan Pencatatan Sipii meiiputi proses

registrasi penduduk, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan
proses administrasi lainnya yang berkaitan dengan data kependudukan. Administrasi
Kependudukaa dalr Pencatatan Sipil juga memiliki tujuan untuk memastikan setiap
warga negara memiliki identitas resmi yang sah dan memudahkan pemerintah dalarn
memberikan layanan publik serta menjalankan fungsi pemerintahan lainnya. Adapun
Data Kependudukan pada Provinsi Papua Tengah Khusus Orang Asli Papua (OAP)
sesuai dengan table di bawah ini :

Tabel 2. 5O Jumlah Penduduk Oran Asli ua Tahun 2024

T

4

PNS {Jenrs KelamrnlKab/KotaNo Laki-laki Perempuan Total

I Nabire 2.377 4.345
2 Puncak Jaya 1.665 612 2.277

Pan1a1 t.577 688
4 Mimika 2.629 4.624
5 Puncak t.427 490 t.9t7

585 1.8436 Dogiyai 1.258
Intan Jaya 910 585 1.4957

8 Deiyai 1.O 14
Papua Tengah 12.223 8.i16 20.339

Jumlah Penduduk
Kabunaten Lai.i-lai.iNo

1 2 3 4 5
58.054 51.394 109.4481 Nabire

2 Puncak Jaya
54.267 120.5813 Paniai 66.374

Mimika 107.OOO 92.345
5 Puncak 90.393 80.573 170.966

Dogyai 59.839 54.4236

199.345

I I

1 2 4

I

l

1 o 3 4 5
1.968

1.995

Jumlah

i

771.944 96.247 20a.L9t

I 1t4.662
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No Kabupaten Jumlah Penduduk
Laki-laki Perempuarr

J 5
Intan Jaya 66.93s
Deiyai 42.397 90.240

Papua Teagah 608.322 531.949 1.140.271
Sumber Data : Dinas Dukcapil Prov Papua TerLgah,2O24 (data diolah)

2.7.6.2.3 Urusan Perhubungan
Sektor transportasi merupakan salah satu jaringan distribusi barang dan orang/

penumpang yang berkembang sangat dinamis. Selain itu, sektor transportasi juga
berperan di dalam mendukung, mendorong serta menunjalg segala aspek kehidupan
baik dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan
keamanan- Perfumbuhan sektor trarsportasi akan mencerminkan pertumbuhan
ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan
strategis. Keberhasilan sektor transportasi dapat dilihat dalam kapasitas yang tersedia,
kualitas layanan, aksesibilitas, keterjangkauan beban publik, dan utilisasi. Sistem
jaringan transportasi di Provinsi Papua Tengah dibagi menjadijaringanjalan, terminal,
jalarr rel, jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, jaringan transportasi laut, darr
bandar udara.

A. Transportasi Darat
1). Jalan
Jaringan jalan memiliki keterkaitan yang menunjang tercapainya struktur tata
ruang suatu wilayah untuk mendukung kegiatan secara optimal sesuai dengan
hierarkinya. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut
perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil
pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam
rangka mewujudkan pembangunal nasional. Sedangkan kondisi jaringan
jalan Provinsi Papua Tengah masih mengacu pada sumber Rencana
pengembangan jaringan jalan di Provinsi Papua dalam RTRW Provinsi induk
Papua tahun 2Oi3, dan sistem jaringan jalan strategis Nasional dan jaian
nasional. Jaringan jalan yang terdapat di Provinsi Papua Tengah berdasarkan
data RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2O33 yaitu :

1. Jalan Nasional
a. Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Jayapura - Sarmi - Mamberamo

Raya- Waropen - Nabire;
b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Kimibay-Batas Kota Nabire
c. Jaringan Jalan Arteri Primer Timika - Waghete- Enarotali
d. Jaringan jalan Arteri primer Wamena - Karubaga - Mulia
2. JaJat Provinsi
a. Jaringan jalan kolektor primer Nabire - Waghete - Enarotali;
b. Jal ingan Jalan Kolektor Primer Enarotali - Sugapa.
2). Rel Kereta Api
Transportasi jalan rel terdiri dari jaringan prasarana, sarana transportasi
kereta, dan simpul transportasi kereta api. Hingga saat ini transportasi
jaringan jalaa rel belum tersedia di wilayah Provinsi Papua. Padahal potensi
moda kereta api ini lebih baik daripada moda transportasi darat lainnya dari
sisi kapasitas angkut yang lebih banyak, baik untuk baralg maupun
penumpang, jarak tempuh yang cukup jauh, dengan biaya transportasi yang
relatif lebih murah, dan tingkat polusi yang rendah. Pada kondisi eksistirq,
jalur kereta api masih belum tersedia, nalnun berdasarkan RTRW Provinsi
Papua tahun 2Ol3-2O33 terdapat renc.ula pengembangan jaringan pelayanan
t-r'ansportasi kereta api di Provinsi Papua Tengah adalah:
a. Lintas Jayapura-Sami-Nabire
b. Lintas Nabire-Manokwari-Sorong
c. Lintas Nabire-Timika
Sedangkan arahan pengembangan simpul transportasi kereta api berupa
stasiun di kota pusat pertumbuhan, atau pusat produksi barang yang dilalui
jalan rel yaitu:

I

Jumlah

1 c 4
7 s9.903 I rzo.asa
8 47.843
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Tabel2.51 Arahan ban Sim I Trans ortasi Kereta A i di Provinsi

Sumber : RTRW Prouinsi Papua Talrun 2013-2033

3). Terminal
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2O21 tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa
terminal penumpEurg tipe A merupakan terminal yarlg fungsi utam€rnya
melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara
dan/ atau angkutan anta.r kota antar provinsi. Sedangkan terminal
penumpang tipe B merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani
kendaraan bermotor umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi. Lokasi
terminal penump€rng tipe A memiliki kriteria sebagai berikut:
o Terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas

yang dibutuhkan
o Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/ atau

angkutan lintas batas negara atau rencana pengembangan jaringan trayek
antar kota antar provinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara

Lokasi terminal penumpang tipe B memiliki kriteria sebagai berikut:
o Terhubung dengan rencana pembangunal jaringan jalan dengan kapasitas

yang dibutuhkan
o Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi
Berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2O33, lokasi dan tipe terminal

di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terminal Tipe A
a. Terminal Nabire - Kabupaten Nabire

2. Terminal Tipe B
a. Terminal Oyehe - Kabupaten Nabire
b. Terminal Mulia - Kabupaten Puncak Jaya
c. Terminal Timika - Kabupaten Mimika
d. Terminal Wagete - Kabupaten Deiyai
e. Termroa-l Enarotali - Kabupaten Paniai
f. Terminal Waghete - Kabupaten Deiyai

4). Tran sportasi Udara
A. Bandar Udara

Berdasarkan pada hierarki, bandar udara merupakan pusat pelayanan yang
terdiri atas:

1. Bandar udara pengumpul ciengan skala pelayanan primer: a<ialah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayaaan PKN yang
melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan
5.OOO.OOO (lima juta) orang per tahun.

2. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder: adalah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang
melayani penumpang dengan jurnlah lebih besar dari atau sama dengan
1.0OO.OOO (satu juta) dan lebih kecil dari 5.OOO.0OO (lima juta) orang per
tahun.

3. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier: ada.lah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW
terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau
sama dengan 5OO.OOO (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari l.OOO.OOO (satu
juta) orang per tahun.

No Rute Lokasi Kabupaten Iokasi Stasiun
1 Jayapura-

Sarmi-Nabire
Kota/ Kab.
Mamberamo
Nabire.

Jayapura-Sarmi-
Raya-Waropen-

Nabire.
Trimuris,

Jayapura, Depapre,
Sarmi,
Botawa

) Nabire-
Manokwari
(Papua Barat)

1reNab

3 Nabire-Timika Nabire-Dogiyai-Deiyai-Paniai-
Mimika.

Nabire, Moanamani,
Waghete, Enarotali,
Timika, Pomako.

I Nabire-Papua Barat
I

I
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4. Bandar udara pengump.rn merupakan Bandar udara tujuan atau penunjang
bandar udara pengumpul dan merupakan salah satu prasarana penunjang
pelayanan kegiatan lokal

Di Provinsi Papua Tengah, pengembangan bandara pengumpul dengan skala
pelayanaa tersier tahun 2Ol3-2O33 dilakukan pada:
a. Bandar Udara Wanggar di Kabupaten Nabire;
b. Bandar Udara Moses Kilalgin di Kabupaten Mimika;
Rencana pengembangan bandara pengumpan di Provinsi Papua Tengah Tahun
2013-2033.

Tabel 2. 52 Bandara Pengumpan di Provinsi Papua Tahun 2O13-2033 yang
Akan Dikem

Nama Bandara

Sumber : Hasil Rencana Talun 2O12

Gambar 2. \2 Peta Transportasi Provinsi Papua Tengah

).1

a

\./'\-

>r:

i-'l
| -'

No Lokasi

Bandara Waghete

Bandara Mulia
Bandara Sinak

Puncak Jaya
Puncak
Deiyai

Bandara I1h-r Puncak Jaya
Bandara Illaga Puncak
Bandara Beoga Intan Jaya

Puncak JayaBandara Fawi
Bandara Sugapa Intan Jaya
Bandara Enarotali Paniai

PaniaiBandara Obano
DogiyaiBandara Moanamani

Bandara Kokonao Mimika
Bandara Jila Mimika
Bandara Ugimuga

IvlimikaBandzrra Potowai
Bandara Alama Mimika

MimikaBandara Jita
MimikaBandara Agimuga

a

I

Mimika
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2.1.6.2.4 Urusan Komunikasi dan Informatika
Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak

jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara,
gambar, ataupun objek lainnya. Layanan telekomunikasi dapat diindikasikan dari
penerimaan sinyal intemet telepon seluler.

Tabel 2. 53 Banyaknya Desa/Kampung menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan
Sin Internet Te1 on Seluler di Provinsi ua Ten 202L

Sumber: Badan htsat *atistih 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa layanan telekomunikasi yang
memadai dengan sinyat 4G/LTE hanya terdapat di beberapa kabupaten di antaranya
Mimika, Nabire, dan Puncak Jaya. Sedangkan di kabupaten lainnya, masih cukup
banyak kampung yang belum terlayani koneksi internet yang memadai.
2.1.6.2.5 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah

Umsart Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (IJKM) adalah kegia-tar ekonomi
yang dilakukan oleh koperasi, usaha kecil, da-n menengah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Adapun data Koperasi Alrlif dan
Jumlah UMKM pada Provinsi Papua Tengah Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 54 Jumlah Koperasi Aktif Meurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
Tahun2O2O-2O24

Jumlah 425 904 996
Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan
Perde4atga,2O25

Kabupaten/Kota 4G/L"tE
3G/H/H

EVDO

2,5G/E
/ GPRS

None

Nabire 29 5 8
Paniai 1 25 91
Puncak Jaya 8 t2 20 75
Mimika 53 7 6
Puncak 1 52
Dogiyai 2 19 14
Intan Jaya 16
Deiyai 3 1 4 40

Jumlah 224 360

No Kabupaten 2020 2021 2022 2024
Nabire 276 232 2781

2 201 227 230
hrncak Jaya 19 19 19

t97 4.1.7 2644 I
I

5 hrncak J1 JJ

Dogiyai 6 8 10
99 99 1007 Intan Jaya

8 Deiyai 56 56 58

938

2023

Paniai

32
6

930



Kabupaten 2020 2027 2022 2023 2024
I Nabire 4.786 4.786 4.746 5.458 5.860
2 Paniai 848 848 866 950
3 Puncak Jaya 7to 7to 7lo 7t4 810
4 Mimika 2.650 2.650 2.650
5 Puncak 1.37 4 t.3740 7.374 1.395 7.494

497 aa'7 ne'7 ?o< ?A<
7 Intan Jaya tt2 721 153

Deiyai 37a 37A 378 453 492
Jumlah 1 1.145 1 1.145 12.851
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Tabel2.55 Jumla-h UMKM Menurut kabu aten di Provinsi ua Ten 2020-2024

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan
Perdaganga,2O25

2. 1.6.2.6 Urusan Pangarr
Urusan Pangan adalah salah satu urusan pemerintahan yang wajib non-

pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia, khususnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Urusan ini dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan,
keteqangka-uan, dan keamanan pangan tragi selumh masyaraka-t. Ada-pun data
ketahanan pangan pada Provinsi Papua Tengah Per Kabupaten Pada Tahun 2025
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.56 data Ketersediaan Pangan Per Kabupaten Pada Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025

No Kabupaten 2O23 {torrl 2024 (tonl
1 Nabire 74,89 80,95
2 Paniai 15,46 21,52
3 Puncak Jaya 13,72 79,34
4 Mimika 80,5s 80,55
5 Puncak t5,21 t8,27

Doeli'ai
7 Intan Jaya 9,7 t7,27
8 Deiyai 16,42 22,88

Jumlah 30,32 35,O0
Sumber Data : Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Peikanan, 2024-2025

2.1.6.3 Layanan Urusan Pilihan
2.1.6.3.1 Urusan Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki jumlah akomodasi sebanyak 34 unit, 735
kamar dan 1770 tempat tidur yang tersebar pada Kabupaten Nabire, Puncak Jaya,
Paniai dan Mimika pada tahun 202O. Kabupaten Nabire merupakan wilayah yang
paling banyak memiliki akomodasi, kamar dan tempat tidur untuk penunjang
pariwisata.

Tabel 2. 57 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi
Pa ua Ten Tahtn2OLS-2O22

Tahun 2019 Tahun 2020Tahun 2018

Akomod Kam
ar

Temp
at

Tidur
Akomod

asi
Kam
ar

Temp
at

Tidur

Akomod
asi

Kama
r pat

Tidur

TemNo Kab Kota

7 8 9 10 114 6
724456 527 23 +t5 663 5011 Nabire cc

l9 18 1 262 9
Puncak
Jaya

9 1

26 44J 47 28 473 Paniai
7 659 975 7 ta2 9664 Mimika 6 497 816

6
Punca-k

Dogiyai

40

No

848

2.690 I 2.727

6
112 I ttz

8
l 1.145 I |Z.OZZ

I

I

l

I

I5 Irl 2 | 3

1
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7 Intan Java
8 Deiyai

Sumber : BPS Prouinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Prouinsi Papua 2023

2.L6.3.2 Urusan Perikanan dan Kelautan
A. Sumber Daya buatan dan Jasa Keiautan

1. Pelabuhan Perikanan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautarl dan Perikanan Republik

Indonesia PERMEN-KP No. 18 Tahun 2O 14 tentang Wilayah Pengelolaan
Republik Indonesia, Provinsi Papua terletak pada 2 (dua) Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPP) NRI yaitu WPP 717 sebelah utara dan 718 sebelah selatan.
Sesuai amanat UU 23 tahun 2OL4 tentang Pemerintahaa Daerah, pengelolaan
pelabuhan perikanan menjadi dasar Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam
menjalankan amanah sesuai dengaa kewenalgannya. Pangkalan Pendaratan
Ikan (PPD merupakan Pelabuhan Perikaaan tipe D, semula kewenangan
pengelolaannya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota (Permen KP No.OS Tahun
2O12), berdasarkan UU 23 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
dengan Tahapan P3D.

Tabel 2.58 sebaran Peiabuhan Perikanan di Provinsi T

Sumber Data: DKP Papua, 2O2O

Kategori Pelabuhan perikanan di Provinsi Papua Tengah dibagi dalam klaster
peruntukannya yaitu pangkalan pendaratan ikan (2 unit) PPI Poumako di Kabupaten
Mimika, PPI Waharia di Kabupaten Nabire (DKP Papua,2O2Ol. Sebagai Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Dinas P2KP Provinsi Papua Tengah, Pelabuhan Perikanan juga
merupakan fasilitator pembangunan bidang perikanan di wilayah utara Provinsi
Papua Tengah dan di wilayah selatan Papua Tengah, yang diharapkan mampu
meningkatkan kualitas bisnis usaha perikanan tangkap untuk pemanfaatal sumber
daya ikan secara lestari dan berkesinambungan.

B. Perikanan Tangkap
Provinsi Papua Tengah memiliki kawasan pantai kurang lebih 1.17O mil laut.

Secana umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua Tengah terbagi dua, yaitu
perairan utara Papua Tengah tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairal Laut
Cendrawasih dan Pasifrk dengan pantai 509 mi1 laut (916 km) dan luas diperkirakan
6.110 mil laut (11.OO0 km'z) sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya perikanan
Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian
selatan, Papua Tengah masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura
dengan panjang pantai 662 m1l laut (1.191 km) dengan luas perairar 7.944 rr,ll laut
(f4.3OO km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya Ikan Demersal
(Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya
(Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah lkan Kerapu, Napoleon,
l,obster dan ikan hias. Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat
besar, terutarna pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari
berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang <ian padang iamun)
dengan tingkat keanekaragamao yang tinggi. Selain itu, Papua Tengah juga memiliki
potensi sumber daya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi
Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumber
daya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut
Papua Tengah. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:
. Laut Papua Tengah Utara dengan pusat kegiatan di Nabire;
o Laut Papua Tengah dengan pusat kegiatan di Mimika.

I PP.
Waharia

Kab. Nabire 7t7 Provinsi Operasional dan
PPI

2 PP.
Pomako

Kab.
Mimika

7ta Provinsi Operasional dan
PPI

No Pelabuhan ] K"brrprr"r, WPP i StarusKewenangan
Pengelolaan

5 63 14!z



Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. perikanan tangkap
yang digunakan oleh masyarakat relatif masih bersifat tradisional, contohnya jaring
insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawJ (tombak
bermata banyak).
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Tabel2.59 Jumlah N Perikanan Tan Tahun2O2O-2O22

Sumber : BPS Prouinsi Papua, 2O23

Tabel 2.60 Volume Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap menurut Kabupaten
diP Tahun 2O23

Sumber : BPS Prouinsi Papua, 2O25

C. Perikanan Budidaya
Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua Tengah memiiiki potensi

budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada produksi
budidaya kelautan darr perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai
berikut :

. Perikanen budidaya laut di Teluk Cendrarvasih di I..abupaten Nabire, dan
Kabupaten Timika.

. Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Nabire dan Kabupaten
Timika.

. Perikanan budidaya air tawar (kolam) yang berada pada 8 (delapan Kabupaten)
yaitu Kab Nabire, Kab. Timika, Kab. Paniai, Kab.Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Intan
Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Tengah tersebar di
seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah
pesisir Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial
tersebut jenis perikaaan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan
kerapu dan oila.

1 Nabire 2.905 2.936 2.910
n Paniai
3 Puncak.Iava
4 Mimika 250 300
5 Puncak
6 Dosryai
7 Intan Jaya
8

Papua Tengah 3.O11 3.O42 3.O16

1 Nabire i3.602.656 414.270.249.700 22.O99 749.994.500
2 Paniai 73a.Os4 I 24.116.080.000
3 Puncak Jaya
4 Mimika 1.258.800 42.336.200.OOO
5 Puncak
6 Dogiyai
7 Intan Jaya

Deiyai 707.724 3.982.277.5008
28.848.352.O00Papua Tengah 74.46t.456 456.546.449.700 867.457

Ta.l:rr,rn
202A

INo
KabT Kota 'lai]unZQ22'I'ahun 2t)2t

Junrlah Nelavan Perikanan

1 2 J 4 5

I

Perikanan Tangkap di Laut Perikaaan Tangkap di
Darat

Kab / Kota Ton Ton
1 2l3i 4 5I

I

I
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Tabe1, 2. 61 Jumlah Kelom ok Perikanan Bu a Tahun 2O2O-2O22

Sumber : BPS Prouinsi Papua 2O22 & data diolah Perangkat Daerah data
Sementara **

Tabel 2.62 Volume Produksi dan Nilai Perikanan Budidaya menurut Kabupaten
(lt Ten t aatt\)\l -Lwz-,)

Sumber : BPS Prouin^si Papua, 2025

2.1.6.3.3 UrusanPertanian
Produksi komoditas d.i Prcvi:rsi Papua Tengah pating tinggi ber'.rpa Produksi

Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua Tengah mencapai 7.356,28
Ton dan produksi padi setara beras mencapai 4.fia,72 Ton. Produksi komoditas
tertinggi berada di Kabupaten Nabire. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian produksi
komoditas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel2.63 Produksi Komoditas Menurut Kabu ten di Provinsi ua Ten 2025

1 Nabire 5J <e

q Ernnalz.Iarra
4 Mimika 159 159
5 Puncak
6 Doslvai 154 154
7 Intan Jaya
8 Deivai l2 l2 t2

Papua Tengah 65 65 65

1 Nabire
2 Paniai 73a.O34 24.1 16.080.000

hrncak Jaya
4 Mimika 22.O99 749.994.500
5 hrncal<
6 Dosiyai
7 Intan Jaya
8 Deiyai 707.724 3.942.277.500

Papua Tengah 22.O99 749.994.500 845.764 28.098.357.500

Jagung
(Ton)

Produksi Produksi
Kopi

Beras
ITan I

62
4.153,56 991,00 725,OO1 Nabire 7.3t2,OO

352.6s32 Puncak Jaya
346,00 113,0O 23t.2trPaniai

106,0044,24 25,t6 128,q0 _
182,OO 349.a75

Mimika
Punca-k

4
5
6 Dogiyai
7 Intan Jaya

331.4318 Deiyai
944,OO t.265.7707.356,28 4.77a,72 1.647,OOJumlah

Sumber: BPS Prou Papua, 2O23

NO

1 J 42

Kab/Kota

Perikanan Budidava

Tahun 2O2l

Jumlah
i Tahun
II 2022

Tahun
2020

2 L Paniai

I
I1 2 3 4 5

Produksi
Padi
(Ton
GKG)

Produksi
Kedelai (Ton)No Kabupaten

7lr 3 4

I



-51 -

2.1.6.3.3. Urusan Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi

yang mempunyai peraa strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan
nusantara. Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang
berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan ke4'a
dan peningkatan pendapatan. Pasar sebagai salah satu sarana distribusi
mempunyai peran penting da-lam kegiatan perekonomian, baik bagi produsen,
pelaku kegiatan perdagangan, maupun konsumen. Selain pasar, terdapat
beberapa fasilitas lainnya seperti swalayan, warung, dan toko.

Sarana perdagangan di Provinsi Papua Tengah terdiri dari pasar
tradisional, swalayan, dan warung/toko. Pada tah:un 2022 tercatat bahwa
jumlah pasar terbanyak berada di Kabupaten Nabire dengan jumlah 36 unit.
iial-rrun derrrildar-i, juinlah total sarana perdagarlgarl yang paling tinggi terdapat
pada Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 5.652 unit.

Tabel2. 64 Jumlah Sarana Perdagangal Menurut Kabupaten di Provinsi Papua
2023

Sumber: Badan Pusat Statistrk, 2O23 RTRW Papua Tengah 2O23-2024 **

2.2 Garnbaran, Keuangan Daerah
Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran
Pendapatan dar Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif
dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya
pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi
sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun
tertentu. Dengaa demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebij a-kan
untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh
karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan
analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk
menghasilkaa gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam
mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
2.2.1 l1'rr.eqa Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan
kekuatan serta kelemahan suatu daerah. Kine4'a Pemerintah Daerah dapat di ukur
dengan menganalisa darl mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi
keuangal dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali di gunakan sebagai dasar
untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Kinerja ke.uangan
melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan
dan itu tercemin dari informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laba
komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan.
2.2.1.! Kine4a Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah (APBD) adaiah renczrna
keuangan tahunan pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah yang disetujui
melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pendapatan Daerah Provinsi Papua

1 Nabire 36 15 1.515
2 Puncak Jaya

Paniai
4 Mimika 16 50 5.586
5 Puncak 5 2
6 Doglyai t4
7 Intan Jaya 4
8 Deiyai 1 tt7

r,.-l^L 7.39A

r\u I r\auuPalrr! rasar I owanaJarr t..,I W an uuB/ r ull.o

1 2 ., 4 5

3
i

16
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Tengah dikelompokkan atas: (1) Pendapatan; (2) Belanja; (3) Pembiayaan. Secara
nominal penetapan target dan capaian realisasi Pendapatan di lingkup pemerintah
Provinsi Papua Tengah te{arii peningkatan sepanjang periocie 2022 sarnpat dengan
2O24. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 65 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
Pa Ten Tahun 2022 s d Tahun 2024.

1
PENDAPATAN
DAERAH
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) 0,00 499.855.205.617,00 536 .Os2 .229 .926 ,OO 7 ,24i.1

492.274.97 | .900,OO s28.4s 1 .996.209,00 7,3s1.1.1 Pajak Daerah 0,00
2.000.ooo,00 2.000.000,00 o,oo1.t.2

1. 1.3
Lain-lain PAD yang
Sah

0,00 7 .574.233.7 t7 ,OO 7 .57 a .233 .7 t7 ,OO 0,00

PENDAPATAN
I l(rtl\ 5f |-t<

0,00 1 .830.679.61s.O00.00 2.7 04 .26t .4 13.OOO,OO 47 ,721.2

t.2.t
Pendapatan
Transfer Pemerintah
Pusat

0 00 1 .830.679.615.OO0,00 2.7 04 .261 .413.OOO,OO 47 ,72

1.3
LAIN.LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

42.OOO.000.000,o0 386.634. 134.688,00 888.695.877.319,00 t29,As

1 3 1 Pendapatan Hibah 42.000.o00.000,oo 386.634. 134.688,00 888.695.877.319,00 129,85

2.717. 168.955.305,00 4.124.949 .520 .245,OO 51,96
JUMLAH
PENDAPATAN
DAERAH

42.000.000.000,00

2 BELANJA DAERAH
'71 )C2.1 BELANJA OPERASI 31.446.658.500,00 t.626.283.248.t54,OO 2.744.544.OO5.346,00

2.t.1 Belanja Pegawai 1.325.680.000,00 t53.377.922.490,OO 369.143.rO7 .497 ,OO i40,68

2.t.2 Belanja Barang dan
Jasa 26.845.978.500,00 r .093.766. 1ss.683,00 1 .89s.641 .897.3s6,00 73,31

Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 .4 Belanja Subsidi 0,00 o,00 9 .224 .7 87 .4 tO ,OO 100,oo
2.1 .5 Belanja Hibah 2.075.000.oo0,00 224 .O53 .842 . tO8 ,OO 363.706.233.550,00 62,33

(s,32)2.1.6 Belanja Bantuan
Sosial

1 .200.000.000,oo 155.085.327.473,00 v6.427 .979 .533,OO

tjET-AL\JA lVI t ,, I-,AL 9. 106.253.O00,00 808.133.5 i 6.594,00 i.363.958.49 i .937,O0 66,78

2.2.1 Belanja Modal
Talah o,oo 185.880.036.681,00 41.063.129.600,O0

2.2.2
Belalja Modal
Peralatan dan Mesin a.t96.244.900,OO 138.580.027.006,00 221 .523.061 .O54 ,OO 59,85

'2.'.2.3
Belanja Modal
Geciung dan
Bangunan

0,u0 99-957.151.863,OO 3er0.804.b36.433,0U 26,0,9b

95,9 r2.2.4
Belanja Modal
Ja1al, Jaringan,
dan lrigasi

37 5.342.490 .444,OO 735.4 10.664.850,00

2.2.5 Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya 850.008. r 00,00 637 050 000 00 950 000 000 00

2.2.6 Belalja Modal Aset
Lainnya 0,00 7.696.362.600,OO 4.207.000.000,oo (4s,s4)

a1 BEI,ANJA TIDAK
TERDUGA 1 .447.O88.500,00 t6.653.946.376,OO 99 .4O4.s62.224,OO 400 rrl

2.3. t Belanja Tidak
'lerduga 1 447 oAR 5r)r) r)r) 1 6 653 q46 376 r)r) qq Ro4 56) ))4 00 4qq )R

2.4 BELANJA
TRANSFER o,00 29t.490.409 .t32,OO 382.s00.4s3.306,00 1t 2)

49 ,t2

(77,911 
|

I

I, i^. z.azz
I

I (Rp)
II (np) (Rp)

Rata-Rata
PertumbuhanUrai.arrNo

I

I

0,00Retribusi Daerah

I

l

I

60.000.000,00 
|
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2.4.1, Belanja Bagi Hasil 0,00 256.490.409.t32,OO 322.500.453.306,00 25,74

2.4.2 Belanja Bantuan
Keuanqal o,o0 35.OOO.OOO OOO,OO 60.000.ooo.000,oo 71 ,43

.]UMLAH BELAN.IA
DAERAH

42.000.000.000,00 2 .7 42 .561 . 162 .256 ,OO 4.630.807.s12.812,00 68,85

SURPLUS/ (DEFISIT) 0,00 (2s.392.206.95r,OO) (5Ol .817 .992.567 ,OOl

3
PEMBIAYAAN
DAERAH

3.1
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

o,00 25.392.206.95t,OO 50t.a\7 .992.567 ,OO t.876,27

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnva

0,00 25.392.206.951,OO 501.817.992.567,00 1.476,27

JUMLAH
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

0,00 25.392.206.951 ,OO 501 .at7 .992.567 ,OO t.476,27

rfilvlDlrlt tl-tl.rt
NET'TO

o,o0 25 .392.206.95t ,OO s01 .817.992.567,00 t.876,27

SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN

0 00 0 00 0,00 0,00

3.1.1

Sumber : BPKAD Prouinsi Popua Tengah" 2O25

Jika diperhatikan ketiga komponen APBD diatas, komponen Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan di Provinsi Papua Tengah meningkat drastis dari tahun ke
tahun , hal ini di sebabkan karena di tahun 2022 Pemerintah Provinsi Papua Tengah
yang baru terbentuk dan sudah harus menj alankan pemenntahannya dengan
pembiayaan yang berasal dari pendapatan transfer dari Provinsi Papua (Provinsi
induk) ditambah dengan Hibah dari Kabupaten yang masuk dalam wilayah
pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

Di Tahun 2023, pendapatan mengalami peningkataa dikarenakan Pemerintah
Provinsi Papua Tengah telah mendapatkan alokasi APBD penuh dari Pusat ditambah
dengan pendapatan lainnya. 'lahtr: 2024 pun pendapatan mengalami peningkatan,
adapun peningkatan yang cukup signifikan diperoleh dari dana Perimbangan, Dana
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pendapatan lainnya yang Sah.
2.2.1.2 Neraca Daerah

Bagran ini menguraikan Sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca
daerah, analisis Risiko ikuiditas, analisis rasio solvabilitas dan alalisis rasio aktivitas.

Tabel 2. 66 Rata-rata buhan Neraca Daerah Provinsi Ten

I ASET a7,95

1.1 ASET LANCAR 77,30

1.1.1 Kas 41,94

1.r.2 Piutang 6,6t
1.1.3 Persediaan 84,53

t.2 ASRT TBTAP to2,a2
t.2.t Tanah 9,59
t.2.2 209,74Peralatan dan Mesin
1.2.3 Gedung dan Banzunan 252,99
t.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 51,11
t.2.5 Aset Tetap lainnya t.4o9,23

I

I Rata-ratapertumbuhan

| "",i?o'oNo Uraian

I

I

I



1.2.6 Konstruksi dalam Pengeriaan o,oo

1t ,,1.3 ASET LA]NI\TYA
1.3.1 Taeiharr Peniualan Angsuran o,oo
i.3.2 Tagihan .T\-rntutan ganti kerugian daerah 0,00
1.3.3 Kemitraan dengal pihak kedua 0,00

72,O51.3.4 Aset tak Berwu.jud

JUMLAH ASET DAERAH 47,95

KEWAJIBAN 58,552
2.7 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 58,55

0,002.7.1. Utang perhitungan pihak ketiga
Uang muka dari kas daerah 0,002.7.2

2.1.3 Pendapatan diterima dimuka 0,00
2.t.4 Utang Belania 58,55

3 EKUiTAS DANA 93,33
3.1 EKUITAS DANA LANCAR o? ?2

93,333.1.1 Ekuitas
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Sumber : BPKAD Prouinsi Papua'fvngaL 2025

2.2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa LaIu
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada

kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaal daerah. Pengelolaan Keuangan
daerah ;zang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan
daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan
potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan
Keuangarr Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencaltumkan bahwa
sumber penerimaal daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang terdiri dari keiompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasii Perusahaan Milik
Daerah dan Hasil Pengeiolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan iain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi
Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus;
dan (3) Kelompoklainlain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah,
Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Ktrusus, darr Dana Bantuan Keuangan.
Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana
Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta
untuk pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan,
pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal (investasi daerah), dan pembayaran
pokok utia.ng.

2.2. 7.4 Proporsi Penggunaan Anggaran
Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja

pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Oleh karena itu, pada
bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafrk/gambar pendukung analisis sesuai
dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh Tabel 2.67
sebagai berikut:

Rata-rata pertumbuhan
2022 - 2024

%t
UraianNo

I

I

I

I
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Tabel 2. 67 Analisis Proporsi Belaaja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi
Pa T Tahun 2022 s d Talrrtn 2O24

Sumber data: BPKAD Prouinsi Papua Tengal4 2O25

Perlu di perhatikan bahwa dalam pengalokasian anggaran belanja aparatur
harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan satu tahun anggaran. Diperlukan antisipasi
dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan target darr realisasi
belanja. Berdasarkan Tabel 2.57 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya belanja
aparatur seiama periode 2022-2024, di setiap tahunnya mengalami peningkatan yang
cukup signifikan. Hal ini dikarenakan terdapat alokasi anggaran untuk penamtrahan
aparatur dari Provinsi Induk (Papua) berikut gaji dan tunjangan melekat, dan untuk
belanja pegawai honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi unit organisasi pemerintah.
2.2. 1.5 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
danT atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah
merupakan transaksi keualgan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara
Pendapatan dan Belaaja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan
pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi
belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah
semua penerimaan y€mg perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih
perhitungal dlg,gar'arr tahun arrgg,aran sebelurmrya (SiLPA), pencairan dana cadangan,
penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,
mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah, pembayaran pokok uta-ng, dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan
Pembiayaan seiama tahun 2022- 2024 sebagaimana tabel 2.68.

Tabel 2. 68 Delisit Riil Provinsi ua Ten Ta-hun 2O22 s d Tahur 2024

I Tl..2022 1.325.680.000,00 42.000.000.000,o0 3,16

153.377.922.490,OO 2.7 42.56r.162.256,00 5,592 TA.2023

4.630.807.512.812,00 7,973 TA.2024 369.743.tO7.497,OO

4., Onn nnn nnn nn o 717 169 0<C ?n< nn z. lrq oRo <cn ra< on1 PAh.io-cf6h ri.ar6 h

42.000.000.000,00 2.742.56t.162.2s6,OO 4.630.807.512.812,002 Belanja Daerah
0,00 (2s.392.206.9sr,OO) (501.817.992.567,00)3 Surplus/ (Defisit)

4

o,00 25.392.206.951,OO 501.817.992.567,005 Penerimaan Pembiayaan
Pengeiuaran Pembiayaan 0,oo o,oot)

7 Pembiayaan Netto 0,00 25.392.206.95t,OO 50L.At7 .992.567 ,OO

8

9
Sisa t ebih Pembiayaan
Anggaran 0,o0 0,00 o,oo

Sumber datc : BPKAD Prouinsi Papua Tengah. 2025

I

Total belanja Pegawai
(Rp)

I Total pengeluaran
| (Belanja + Pembiayaan

I Pengeluaran) (Rp)
UraianNo

I

I

Uraian TA 2022 TA 2023 TA 2024"-\No

I

I
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Kurun waktu tahun 2022-2024 Realisasi Pendapatan Daerah terus
menunjukkan peningkatan demikian juga dengan belanja daerah. Defisit ditahun
2023-2024 defrsit riil nihii.

Tabel2.69 Komposisi Penutup Defisit Riil Realisasi Provinsi Papua Tengah Tahun
2022 s d Tahun 2024

Sumber data : BPKAD Prouinsi Papua TengaLa 2025

Dari Tabel 2.69 terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2022-20241, terdapat
kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungaa Anggaran) yang
sebagian besar terdiri dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja. Pada
pelampauan pendapata-n banyak dipengaruhi adanya optimalisasi pendapatan daerah
sedangkan penghematan belanja banyak dipengaruhi oleh sisa belanja atas pengadaan
barang dan jasa.

Tabel 2. 70 Realisasi Sisa Lebih Perhituogan Anggaran Provinsi Papua Tengah Tahun
2022 s d Ta}rur, 2024

0,00 25.392.206.951,
oo1

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran sebelumnva

501.817.992.56
7,OO

Pencairan Dana Cadangal 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah Yang di Pisahkan o,oo 0 00 o,o0

4 Penerimaan Pinj aman Daerah 0,oo 0,00 0,o0
Penerimaan Kembali
Pemberian Piniaman Daerah 0 oo 0 00 0 00

0,00 o,oo 0,oo6 Penerimaar:. Piutang Daerah

1 Jumlah SiLPA 0,00 0,00 23.392.206.95r 100 50r.at7 .992.567 100
2 Pelampauan

penerimaan
PAD

0,00 0,00 0,oo o,oo o,00 0,00

Pelampauan
penerimaan
dana
perimbangan

0,0c 0,00 0,00 C

4 Pelampauan
penerimaan lain-
f -in 6a-;a ^a+6n
daerah yanq sah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Sisa
penghematan
belanja atau
akibat lainnya

0,00 0,00 0,o0 0,oo o,o0 0,00

Keu,ajiban kepada
pihal ketiga
sampai dengan
akhir tahun
belum
terselesaikan

0,00 o,o0 0,00

7 Kegiatan laniutan nnn nno oon non nnn ooo

Proporsi dari total defisit riil (%)

2002 2023 2024**

I

J.

A

UraialNo.
Rp Rp

A
I

o/o dari
%

dari
o/o

dari

I

Sumber dato : BPKAD Prouinsi Papua Tengah. 2O25
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2.2. I.6 Ker atgka Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuangaa daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan
yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas yaitu :

a. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib darl
mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar ;

b. Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala
Daerah ;

c. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan
pemerintahan lainnya.

2.2.I.7 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Pada bagian ini akan diproyeksikan pendapatan daerah berdasarkan data

pendapatan deu'i masing-masing Perar-rgkat Daerah ya:rg menghasilkan Pendapatan
Daerah. Data tersebut berasal dari pendapatan Daerah tahun 2022 - 2024, sedangkan
untuk data Pendapatan Daerah Tahun 2O25 - 2026 diperoleh dari surat usulan
masing-masing Perangkat Daerah Penghasil. Berikut adalah beberapa asumsi dalam
melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah:



5B

Tabel 2. 7 | Penda tan Belan a Daerah Tahun 2025 s d 11030 Provinsi Pa a

1 PENDAPATAN

1.081.764.791 .344,00 1.O81.764.79t.344,OO1.1
PENDAPATAN ASLI
DAERAH

616.815.676. 100,00 709.792.42t.538,OO 816.806.617.59(i,00 939 .942 .069 .628 ,OO

| .062.90s.720.823,OO694.877 .764.946,OO 8t)3.709 .429.7 3,+,OO 924 .265.444.t94,OO 1.062.905.720.823,OO1.1.1 Pajal< daerah 607 .7 t9 .7 95 .640 ,OO

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,001.1.2 Retribusi daerah 2.000.000,00 2.000.000,oo 2.000.000,00

0,oo0,00 rl 00 o oo 0,0031.1
Hasil pengelolaan
keuangan daerah yang
dipisahkan

18.8s7.070.52 1,00 18.857.070.52 1,001.1.4 Lain-lain PAD yang sah 9.093.880.460,00 10.912.656.552,OO 13.09s. 187.862,00 15.714.225.434,O0

3.959.309. 1s4.774,OO 4 .355 .240 .O4a .252 ,OO 4.355.240.O48.252,OO1.2
PENDAPATAN
TRANSFER 2 .97 4 .687 .554 .300 ,OO 3.272. i 56.309.730,OO 3.599.37 1.940.70r3,00

2.346.529.199.259,O01.762.982.118.150,00 1.939.280.329.965,00 2.733.208.362.962,OO 2.346.529.199.259,OO1.2.t Pendapatan Transfer-
Danzr Perimbangan

1.602.71 1.O 16.500,00

1.054. 15 1.888. i9ri,00 1 . 159.567.077.016,00 | .27 5.523.784.7 1A,OO t .27 5.523.744.7 ra,OOt.2.t.l Dana Transfer Umum-
Dana Bagi Hasil (DBH) 87 i. 199.907.600,00 958.319.898.360,00

604 .47 5 .7 I | .840 ,OO 664.923.243.O24 ,OO 731.415.611.326,00 804.557 .r72.459,OO 804.557. 172.459,00t.2.t.2
Dann Transfer Umum-
Dantr Alokasi Umurn
(DAU)

549.523.374.400,00

248.387.151.918,00 248.387.15i.918,001.2.1.3
Daner Transfer Khusus-
Dala Alokasi Khusus
(DAK) Fisik

169.6s 1.766.900,00 186.616.943.590,00 205.278.637 .949,OO 225 .A06 .50 1 .7 44 ,OO

1-4.926.52O.791i,OO 76.4t9.t72.a76,OO 18.061.090. 164,00 18.061.090. 164,001 .2.7.4
Dan:r Transfer Khusus-
Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik

12.3 35.967.600,00

2.008.710.848.993,00 2.O08.710.848.993,001 .2.2
Pendapatan Transfr:r-
Lainnya 1 .37 1 .9 76.s37.800,OO 1.509.174.191.580,00 1.660.09 1.610.73,3,00 r.a26.loo.771.at2,oo

7 69 .7 69 .343 .43 I ,OO a46.746.277 .774,OO 931.420.905.551,OO 931.420.905.551,00L.2.2.1
Dan:r Otonomi Khusus-
Provinsi Papua 636.173.011.100,00

t.o77 .2A9.943.442,OO

Dana Tambahan
Infrastruktur dalanl
rangka Otonomi Khusus
Provinsi Papua

735.8 ]3.526.700,00 490 .322 .267 .307 ,OO 979 .35+.494.O3A,OO 1 ,O77 .249 .943.442,OO

t202A
I

2029 2030No Uraian 2025 2026 2027

0,o0i

13.569.564.360,001

I
699.7go.312.2tO,OOl

t.2.221 809.383.879.370,001
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1.3
I.CIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

t.o22.oQQ.258.9 t7 ,OQ 1. 175.300.297.755,00 1.35 1.595.342.4 113,00

1.351.595.342.418,00

1.554.33 4.643.781,O0 t.7a7 .484.840.34a,QO 1 .7 87 .4a4 .840 .348 ,OQ

1.787 .484.440.344,001.3. 1 Pendapatan Hibah 1.022.OCO.258.917,00 1. 175.300.297.755,00 1.554.334.643.781,O0 1.787.484.840.348,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.613.503.489.317,00 5.757 .249.O29.O23,OO 5.767 .773.900.7 L7 ,OO 6.453.62 5.848. 183,O0 7 .224 .449.679.944,OO 7 .224 .489 .679 .944,OO

2 BELANJA
3.828.506.589. 102,002.7 BELI\NJA OPERASI 3.087.353.412.521,00 3.426.676.866.446,OO 4.272.A60 .AOA.529 ,OO 4.809.915.239. 125,00 4.809.915.239. 125,00

2.t.1 Belanja Pegawai 442.97 L724.996,OO 53 1 .566.074.795,00 637 .879.289 .7 5.+,OO 765.455.147 .705,OO 914.546.177 .246,OO 9 t_4.546.177 .246,OO

2.1.2 Belanja Barang dan
Jasa 2.O7 9.9aa. tA r.9s9,O0] 2.28 1.986.409.253,00 2 .5 24 .244 .37 0 .64 I ,OO 2.402.927 .026.237 ,OO 3. 125.366.080.173,00 3.125.366.080. 173,00

2.r.3 Belanja Bunga 0,o0 0,00 t1,00 o,o0 0,00 o,o0
2.t.4 Belanja Subsidi 10.147.266.151,O0 I I .16t .992.766,OO t2.27 4.192.O4i,OO 13.s06.O1 1.247,00 4.456.61_2.372,OO H.456.612.372,OO
2.t .5 Belanja Hibah 400.076.856.905,00 440.O84.542.s96,OO 484.092.996.856,O0 5t2.502.296.542,OO 563.752.526. 196,00

187.393.843. 138,00
563.752.526. 196,00

2.t.6 Belanja Bantuan Sosial 154. 169.378.5 i0,00 t61.477.447 .436,OO 1r59.971.739.808,O0 174.470.326.794,OO 187.393.843. 138,00

2.2 BEL/\NJA MODAL t.544.7.42.35 t.a9 4,OO 1 .7 49 .422.7 00.tAs,OO \.9'26. r79.O7 5.9 14,OO 2.131.494.163.353,00 2.324.444 .234 .897 ,OO 2.324 .884.234.a97 ,OO

2.2.1 Belanja Modal Tanale 45.990.705. 152,00 5 1.509.589.770,OO 57 .690.740.542,OO 64.6t3.629 .407 ,OO 72.367 .264.936,00 72.367 .264.936,00

2.2.2 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

292.964.248.244,OO 3:36.908.885.481,00 387.445.218.303,00 445.562.O01.048,00 445.562.O01.048,00

2.2.3 414.925.331.898,O0 477 .164.t3t.643,OO 548.738.751 .435,00 631.049.564.150,00 725.706.998.773,OO 725.706.998.773,O0

2.2.4 Belanja Modal Jalal,
Jaringan, dan Irigasi 423 .659 .944 .632 ,OO 922 .499 . t37 .9a8 ,OO 9',76.870.826.33 1,O0 t.042.1t7 .385.761,OO t .o7 4 .666. t86.12t ,OO 1.074.666.186.121,00

2.2.5 Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya 997.500.000,00 1.047.375.000,00 1.099.743.750,O0 1 . 154.730.938,00 t.2t2.467.485,OO t.212.467.485,OO

2.2.6 Belanja Modal Aset
Lainnya 4.417.350.000,00 4.638.2 17.500,00 4 .47 0. t24.37 5,OO 5.1 13.634.794,00 5.369.316.534,00 5.369.316.534,00

BEI..\NJA TIDAK
TERDUGA 77 .31t.574.644,OO 52.700.920.606,OO s5.33 5.966.636,00 5a . ro2 .7 64 .968 ,OO 58. rO2.764 .968,OO

2.3.1 Belanja Tidak Terduga 77.3tt.574.644,OO 50. 191.352.958,00 52.7o0.920.60ri,O0 55.335.966.636,00 58. 102.764.968,00 58.tO2.764.964,OO
2.4 BELI\NJA TRANSFI'R 41s.950.498.636,00 452.649.548.500,00 492.920.583.350,O0 537. 1 18.843.285,00 585.635.053.246,00 585.63s. Os3.246,00
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 3 54.750.498.636,00 390.225.548.500,00 4t29.248. 103.350,00

63.672.48O.0Or1,00

47 2.17 2.91.3.685,OO

64.94s.929.600,00

6.996.809.781 .803,00

s 19.390.205.054,00 519.390.205.054,00

2.4.2 Belanja Bantuan
Keuangan 6 1.200.000.000,00 66.244.448.t92,OO

7 .778.537 .292.236,OO

66 .244 .a4a . 192 ,OO

7 .77 8 .537 .292 .236 ,OO5. 125.357.84 1.735,O0 5.679.340.468.489,00 6.3110.307. 168.972,O0

254.7 5t .520.212,OO

50. 191.352.958,001

62.424.0O0.000,001

| ;uumH BELANJA
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(51 1.854.s52.418,00 (5:i2.533. 268. 255,00)

Sumber data: BPKAD Provinsi Papua Tengal\ 2O25

2.2.1.8 Penghitungan Kerangka Pendanaan
Penghitungan kerangka pendanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan menghitung kapasitas riil

keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Penerim:ran daerah meliputi
pendapatan daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sa.l.) serta penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan
perhitungan perki:raan awal Sil,PA). Sementrara itu, pengeluaran daerrrtr meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk
memr:nuhi ketiga prioritas dimaksud.

Gambaran tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Papua Te,ngah
untuk 5 (1ima) tahun mendatang, tertuang pada Tabel 2.62.

SURPLUS/ (DEPISIT) (543. 18ar.933.62O,O0) 1554.O47.6t2.292,OOl (ss4.o47 .6t2.292,OO1(522 .O9 t .439 .466 ,OOl

3 PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 511.854.352.418,00 522.O9r.439.466,00 532.533.268.255,00 543. i 83.933.620,00 554.O47 .6t2.292,OO 554.O47 .6t2.292,OO
Pengeluaran
Pembiayaan 0 00 0,00 o 00 o,oo

PEM BIAYAAN NETTO 511.854.352.418,00 522 .O9 t .439 .466 ,OO 543. 183.933.620,00 554 .O47 .612 .292,OO

0,00

554.047 .6t2.292,OO532.533.268.255,00

0,00

SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN

0,oo rl,O0 0,oo 0,00 0,000,00
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Tabel 2. 72 Ka asitas Riil Kemam Keuan Daerah untuk Mendanar Pemban an Daerah Provinsi Pa ua Ten

1 PENDAPATAN

1.1
PENDAPATAN ASLI
DAERAH 616.815.676.100,00 709.792.421.534,OO 816.806.617.5!)6,00 939.942.069.62A,0O I .O8t.764.791 .344,OO r.o8 r.7 64.79 1.3,+4,OO

3.272.156.309 .7 30 ,OO 3.5'99.37 1.940.703,00 3.959.309.134.774,OO 4.355.240.O44.252,OQ 4.355.240.O4 4.2:t2,OO1.2
PENDAPATAN
TRANSFER 2.97 4.687 .554 .300,OO

1.2.1,
Pendapatan

Tran sfer-Dana
Perimbangan

1.602.71 1.0 i6.500,OO 1.762.942.t t8.150,00 1 .939.280.329.965,00 2. r33.204.362.962,OO 2 .346 .529 . 199 .259 ,OO 2.346.529 .t99 .2ti9 ,OO

1 .2.2 Pendapatan
Transfer- Lainnya 1 .371 .976.537.800,00 1.509.174.191.580.00 1.660.09r.610.738,00 1.826.100.771.A12,OC 2.008.710.848.993,00 2.008.710.848.993,00

1.3
LAIN.LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAI]

1 .022.O00.258.917,00 I .17 5 .300.297 .7 55,OO 1.351.595.342.418,00 1.554.334.643.781,00 | .7 87 .4a4 .840 .34A ,OO | .'7A7 .444 .840.3,1a,OO

4.613.503.489.317,00 5.157 .249.O29.O23,OO 5.1', 67 .7 7 3.900.7 1 7,OO 6.4s3.62s.848. 183,00 7 .224 .449 .679 .944,OO 7 .224.449 .679 .944,OOJUMI,AH
PENDAPATAN

2 BEI,ANJA
2.1 BELANJA OPERASI 3.087.353.412.521,00 3. 426.67 6.4ri6.8 46,OO 3.828.506.589. 102,00 4.272.860.4O4.529,O0 4.809.915.239.125,00 4.809.915.239. 125,00

I.tt26. 17 9.O7 5.9 1. 4,OO 2.131.494.163_3s3,00 2.324.444.234.897 ,OO 2 .324 .844 .234 .897 ,OO2.2 BELANJA MODAL | .544.7 42.3s1 .494 ,OO r.749.422.700.t45,OO
BEL,\NJA TIDAK
TERDUGA

77 .3tt .574.644,OO 50. 19 1.352.958,00 52.700.920.606,O0 55.335.966.636,00 5A . rO2 .7 64 .964 ,OO 58. 102.764.968,00

585.635.053.246,002.4 BEI.ANJA TRANSPE)R 415.950.498.636,OO 4 52.649.5+8.500,00 492.920.583.350,00 537. I 18.843.285,00 585.635.053.246,00
7 .77A.537 .292.236,00JUMI,AH BELAN.JA 5. 125.357.841 .735,00 5.679.340.468.489,00 6.:i00.307. 168.9r'2,00 6.996.809.781.803,00 7 .778.537 .292.236,00

(554.O47 .6t2.292,OO)SUR}'LUS/ (DEFISIl) (511.8s4.352.418,00) (522 .O9 | .439 .466 ,OOl (532.533.268.255,00) (543. 183.933.620,00) (554 .O47 .612.292,OOl

3 PEM]BIAYAAN

3.1 511.854.352.418,00 522 .O9 | .4',39 .466 ,OO s32.533.268.2ss,00 543. 183.933.620,0C 554.O47 .6t2.292,OO 554.O47 .612.292,OOPenerimaan
Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETI'O 511.854.352.418,OO 522 .O9 1, .439 .466 ,OO 532.533.268.255,00 543. 183.933.620,00 554.Q47 .6t2.292,OO 554 .O47 .612.292,OO

SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN

0,00 0,oo 0,oo o,00 o,00 0,00

Sumber data: BPKAD Prouinsi Papua Tengah, 2025

No Uraian 2026 2027 I zoza I 20302025
I

I

I

I
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Tabel 2. 73 Rencana

Sumber data: BPKAD Prouinsi Papua Tengah, 2O25

asitas Riii Kemam I(eu Daerah Provinsi Pa aTKa

5.67 9.:t40.468.449,OO 6.300.307. 168.972,OO 6.996.809.781.803,00 7 .77 8.537 .292.236,,00
Kapasitas riil
kemampuan
keuangan

4.630.807.512.812,OO s.12s.357.841.735,00

2.158. ).49 .37 8.026,OC) 2.142.104.437 .450,OO 2, .658 .7 87 .7 17 .Q85 ,OO 2.aot).27 3.425.20 5,OO1

Prioritas I (Biaya
Belanja Langsung
Wajib dan
Mengikat)

1.481.858.404.100,00 i .845. 128.823.02 5,00

2 .669 .290 ,O20 . r90 ,OO 3.339. 162.799.555,O0 3.358.468.695.265,00 3.50(1.34 1.78 1.506.002

Prioritas II (Biaya
Belanja
Pemenuhan Visi
dan Misi Kepala
Daerah)

2.546.944.r32.O47 ,OO 2.562.674.920.464,OO

3 7 17 .550.097 .a42,OO 851.901.O70.273,00 819.039.()31.967,00 9 79.553.369.453,00 1.47',7.922.O85.525.OO

Prioritas IU Biaya
Belanja
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
l,ainnya)

s.679.340.468.489,00 6.300.307 .164.972,OO 6.996.809.781 .803,00 7 .7 7 t].537 .292.236,OOJUMLAH 4.630.807.512.812,00 5. 125.3s7.841 .735,00

Prcyeksi
No Uraian

20'.272026 2028 20292024 2025

602.004.976.665,00 

|
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2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis
2.3. 1 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1.1 Permasalahan Urusan Pemerintah Daerah

Setelah pembenfukan daerah otonomi baru, secara administratif
kabupaten- kabupaten di wilayah adat Meepago termasuk ke dalam Provinsi Papua
Tengah. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Meepago memiliki capaian
indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan
akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan a-kses ke puskesmas) yang lebih rendah
dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan
pembangunan khususnya pada Kabupaten puncak dan Kabupaten Intan Jaya. Hal ini
tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan
lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas
pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan
upaya percepatan pernba-rrgunan khususnya pada Kabupaterr Purrcak. Untuk bidang
ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan
pengeluaran per kapita) relatif lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian
indikator yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan
upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak dan Kabupaten
Intan Jaya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari kelemahan
yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari
luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka pen5rusunErn RPJPD Provinsi Papua
Tengah 2025-2045 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan
daerah agar rencana pembangu.nan yang disusun dapat menyelesaikan masalah
secara tepat. Dengan teridentifrkasinya permasalahan pembangunan daerah
diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi
keberhasilan / kegagalan kine{a pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang
berkaitan dengan wewenang dalt tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan
pembangunan di Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:
2.3.1.2 Urusaa Wajib Pelayanan Dasar

Urusan w4lib pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang pendidikan; (2)
urusan bidang kesehatan; (3) urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; (4)
urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) urusan bidang
ketenteraman, ketertiban umum daII perlindungan masyar:akat; serta (6) urusan
bidang sosial.
2.3.L.2.L UrusanBidangPendidikaa

Permasalahan Pendidikan di Papua Tengah telah lama menjadi perhatian
nasional, demi mencapai pemerataan kualitas Pendidikan antarwilayah. Berbagai
studi menunjukkan terdapat kesenjangan altara kondisi Pendidikan di Papua Tengah
dengan wilayah lain, baik pada jenjang Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.
Sa-lah satrr indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk
antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Mumi (APM).
Meskipun menunjukkal tren yang meningkat selama lima tahun teralhir, tetapi
capaian kedua indikator tersebut di Papua Tengah masih tertinggal dengan rata-rata
di tingkat nasional.

Identifikasi permasalahan Pendidikan di Papua Tengah menunjukkan terdapat
tiga permasalahan utama, yaitu; (1) Rendahnya akses terhadap layanan Pendidikan;
(2) Belum optimalnya mutu/kualitas layanan Pendidikan; dan (3) Belum optimalnya
tata kelola penyelenggaraan Pendidikan. Permasalahan akses menyangkut kemudahan
bagi setiap warga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sementara masalah
mutu terkait bagaimala proses Pendidikan dapat dijalankan secara efektif sehingga
menghasilkan keluaran yang kornpetitif. Semeutala tata kelola rrren-rpaka.u sebuah
hubungan institusi dan aktor-aktor terkait, terutama pemerintah daerah dalam
mengalokasikan sumber dayanya untuk pendidikan. Terkait dengan ketiga faktor
tersebut, uraian terhadap rumusan masalah dan akar masalahnya bisa dilihat pada
Tabel 2.74 .
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Tabel 2. 74 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuaa Prioritas dan Sasaran
Pem an Daerah Urusan Pendidikan di Provinsi ua Ten

Rendahnya sekoiah yang bersertifikasi
dan B

Rendahnya tingkat partisipasi
pendidikan, terutama untuk jenjang
pendidikan menengah dan perguruan

1

tin
2 Rendahnya- proporsr pengeh-raran per

kapita rumah tangga terhadap
pemenuhan kebutuhan pendidikan
Belum meratanya ketersediaan sekolah
pada jenjang pendidikan menengah.
Beberapa kabupaten mengalami
kekurangan fasilitas sekolah menengah

4 Kondisi topografi yang sangat elrtrim dan
variatif sehingga menyulitkan peserta
didik mengakses sekolah

1 Belum optimalnya pemerataan
dan peningkatan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan untuk mendukung
peningkatan kualitas pendidikan

2 Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap
pelaksanaan tugas relatif masih rendah
Belum mal<simalnya melek Calistung
(membaca, menulis dan berhitung)

4 Fasilitas sekolah yang kurang memadai,
seperti kelas dalam kondisi rusak,
kekurangan fasilitas laboratorium, dsb

5

6 Pendidikan ekstrakurikuler dan program
pengayaan belum berkembang dengan
optimal

7 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi untuk
peningkatan mutu pembelaiaran

8 Belum berkembangnya sekolah
menengah, politeknik dan pergurLlan
tinggi yang berbasis potensi
pengembangan kawasan loka.l seperti
jurusan pertanian, pariwisata,
pertambangan

2

dalam penyusunan kurikulum di seko
menengah, politeknik dan universitas,

yang terstruktur sehingga kompeten

9

iulusan kuran relevan

indus

Belum
optimalnya
mutu/ kualitas
layanan
pendidikan

Rendahnya keterlibatan

serta kurangnya program p

1 Belum maksimalnya penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

2 Belum optimalnya pengembangan
database tenaga pendidik yang telah
memperoleh sertifikasi
Belum memadainya penerapan
pendidikan di setiap sekolah

SPM

Belum
optimalnya
tata kelola
penyelenggaraan
pendidikan

4 Anggaran yang dialokasikan untuk
pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak
menunjukkan korelasi yang berarti
dengan peningkatan kualitas
pembelaiaran

1

3

Akses,
kualitas dan
tata kelola
pendidikan
yaflg
belum optimal

Rendahnya akses
terhadap layanarr
pendidikan

3

I

I

I

Rumusan Masaiah akar Masaiah
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5 Belum ada konsep bersama antara
provinsi dan kabupaten terkait keraagka
besar pendi<iikan sehingga tidak tercipta
sinergitas dalam memajukan pendidikan
di Provinsi Papua Tengah.

Sumber: Hasil Anolisis, 2O23

2.3.1.2.2 Unrsan Bidang Kesehatan
Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Tengah tergolong rendah

yang, ditandai dengan masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) tingginya angka
kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta tingginya prevalensi gizi buruk
pada balita. Permasalahan- permasalahaa yang memberikan sumbangan terhadap
angka-angka di atas meliputi semua aspek pelayanan kesehatan. Rincian
permasaiaharr yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang kesehatan
terdapat dalam Tabel 2.75.

Tabel 2. 75 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pem Daerah Urusan Kesehatan di Provinsi Pa T

Rasio 1 posyandu per jumlah balita masih
meiebihi 1: 1OO

Distribusi tenaga medis, perawat dan
bidan belum
merata, terutama untuk daerah-daerah
sulit

I Puskesmas dengan ketersediaan obat dan
vaksin esensia1 di 3 kabupaten telah
mencapai 1OO%o, namun di Kabupaten
Nabire hanya 38,5%

c

3 Belum semua kabupaten melaksanakan
Posbindu PTM sesuai standar

1 Ketersediaan
dan sebaran
fasilitas
kesehatan
masih
terbatas

4 Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan
Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau,
Pelayanan Kesehelen Rerbasis
Teleme dicine belum berjalan sesuai
staIrdar

1 Baru 42,6Yo puskesmas di wilayah
Provinsi Papua Tengah yang memiliki
minimal 5 ienis tenaga kesehatal

2 Jumlah dan
kualitas
tenaga
kesehatan
belum
memadai
Serta
penyebarannya
belum merata

2

1 Pencatatan dan Pelaporan kematian ibu
dan anak tidak berialan seca-ra teratur

2 Cakupan pelayanal ibu dan arak masih
rendah, terutama di kabupaten yang
memiliki wilayah sulit

3 Prevalensi penyakit menular 1'Tb, maiaria,
HIV, diare, pneumonia) tinggi

4 Cakupan imunisasi dasar lengkap pada
bayi rendah

5 API Malaria masih tinggi, dan belum ada
kabupaten yalg dinyat-akan telah
mencapai eliminasi malaria

6 Belum ada kabupaten yang
memenuhi kriteria melaksanakan Upaya
Kesehatan Kerja dart Upaya Kesehatan
Olah Raga

7 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
belum berialan sesuai standar

Akses dan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
belum
memadai

1

Cakupan dan
kualitas
program-
program
kesehatan
beium opdmal

3

8 Pencapaian target pemenuhal Staldar

I
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Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota
masih rendah. Selain jenis-jenis
peiayanan kesehatan yang sudah
tercakup dalam kesehatan keluarga dan
pengendaliaa penyakit, pelayanan lain
meliputi pelayanal kesehatal pada usia
pendidikan dasar, usia produi<tif. usia
lanjut, dan
oran den an iwa berat
Sebagian target- ta-rget Renstra Kemenkes
di tingkat provinsi belum terpenuhi,
antara lain mencakup penguatan
pelayanan kesehatan <iasar <ian rujukaa,
peningkatal pencegahan dan
pengendalian penyakit dan pengelolaan
kedaruratan kesehatan masyarakat serta
peningkatan
sumber a kesehatan

Sumber: Hosil Analisis. 2O23

2.3.1.2.3 Urusan Bidang Pekeq'aan Umum dan Penataan Ruang
Rincial permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat dalam Tabel 2.76.

Tabel 2. 76 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan horitas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaal Umum dal Penataan Ruang di Provinsi

P

9

2 Kualitas SDM
Provinsi
Papua
Tengah
masih
rendah, yang
dipengaruhi
oleh faktor
gzi sejak
1OOO HPK

1 Tingginya
prevalensi
balita stunting

Belum semua kabupaten menjalankan
surteilans gzi sesuai standar

2 Peran serta lintas sektoral da-1am intervensi
sensitif untuk pencegahan stunting belum
berjalan, hampir seluruhnya masih
dilaksanakan oleh sektor kesehatan

3 Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan
anak yang merupakan intervensi spesifrk
untuk pencegahan stunting masih
rendah.

1 Masih banyaknya jalan provrnsr
yang masih dalam status rusak darr
belum optimal penanganannya

2 Kurangnya kapasitas OPD untuk
mengidentifi kasi dan mengusulkan
pembangunan jaian dan
iembatan prioritas

J Lambatnya rehabiiitasi j alan /
iembatan rusak

4 Pembangunan j alan /j embatan yang
terintegrasi dengan sasaran prioritas
pembangunan sektoral dan spasial
masih belum dikelola secara optimal

5 Kurangnya akses jalan antar ibu
kota kabupaten menuju ke distrik
serta kampung yang bisa
terakses

Rendahnya
ketersediaan
infrastn-rktur
dan koneldivitas
daerah

1 Belum memadainya
kuantitas dan
kualitas
infrastruktur
jaringan
transportasi (jaIan
dan jembatan) serta
sistem pengendali
aliran air.

6 Belum memadainya kuantitas dan
kualitas jaian di wilayah Provinsi
Papua tengah terutama ke
daerah-daerah yang memiliki

I

I

I

I

Pokok Masalah l Rumusan Masa-Iah Akar Masalah
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potensi besar baik di bidang
pertanian dan perkebunan,
pariwisata, keiautan <ian perikanan

7 Belum adanya pengendali banjir
untuk kawasal pemukiman dan
pertanian yang terletak disepanjang
aliran sungai yang berpotensi banjir
Beh.rm optimalnya pemeliharaan
sa.luran irigasi di wilayah yang
meniadi kewenangan provinsi;

9 Belum terpenuhinya kebutuhan
saluran drainase

1 Manajemen infrastruktur dasar yang
masih sangat rendah

2 Belum adanya regulasi daerah yang
mengatur tentang pembangunan
infrastruktur dasar berbasis
masyarakat

-?
FlFl',fr fFr.' rLr rninrra Lpcian--

sarana pendukung air bersih

2 Belum memadainya
kuantitas dan
kualitas
ketersediaan
infrastruktur dasar
penyedia air baku
dan air bersih

4 Belum maksimalnya optimalisasi
pemanfaatan sumber sumber air
baku

1

2 Rendahnya implementasi Sistem
Pengelolaan Lumpur Tinla (SPALD)

3 Belum memadainya
kuantitas dal
kualitas
infrastruktur
sanitasi

4 I T;--;-,,- ^a?-6F+a-a --;t-l-, k,,---Plr uwrr(uu! Prr uuts vullrt
air besar sembarangan (BABS)

1 Kondisi geografis wilayah yang sulit
berimplikasi pada tingginya biaya
pembangunan infrastruktur fi sik
daerah

4 Terbatasnya
kapasitas tata
kelola dan tingginya
pembiayaan
infrastruktur 2 Sering munculnya permasalahaa hak

ulayat dalam pengadaan tanah bagi
pembangunaa infrastruktur dasar
daerah
j Belum optimalnya implementasi dan
I penqawasan pemanfaatan ruang

1

2 Rendahnya kualitas data tata ruang
wilayah, baik data pemetaan,
kuantitatif, serta kualitatif

4

Evaluasi implementasi rencana tata
rualg masih belum memadai
Belum memadainya
pemahaman pelaku pembangunan
daerah terhadap perencanan yang
berbasis pada perspektif tata ruang
di wilayah Prorrinsi Papua Tengah

c Belum optimalnya
kepatuhan dalam
pelaksanaan
rencana tata ruang

Tingginya cgosektoral dalam
pelaksanaal program pembangunan
di samping kurang
diperhatikannya perspektif ruan g
dan perencanaan tata rua-ng
daerah yang telah ditetapkan

Belum adanya sarana pengelolaan
sampah untuk masyarakat dan
TPA di berbagai wilayah di
Provinsi Ten

Sumbet Hasil Analisis, 2023

I

8

I

I

I
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2.3.1.2.4 Urusal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urlrsan
perumahan rakyat <ian Kawasan permukimal terdapat daiam Tabei 2.77.

bidang

Tabel2. 77 Pemelaant Permasalahal untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Ra]ryat dan Kawasan Permukiman di

Provinsi Pa T

Pembangunan perumahan d
penataan kawasan permukim
seringkali masih kurang memperha
aspek tata ruang dan kaidah
hidu

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.2.5 Urusan Bidang Ketenterarna.n, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum darr Perlindungaa Masyarakat
bagian dari urusan wajib yang terkait peiayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama
sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Ketenteraman, keterliban serta
perlindungan diselenggarakan dengan mematuhi Perda. Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman,
Ketertiban dan Perlindungaa Masyarakat di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada
Tabel 2.78.

1 Kurang memadainya sanitasi dan
jamban yang aman, bersih dal layak
pada rumah tangqa
Masih banyalmya keluarga yang
memiliki rumah dengan atap, dinding
dan ia.rttai tanah yang tidak memenuhi
persyaratan kriteria rumah layak huni

2

3 Rendahnya kepemilikan rumah dengan
konstruksi yang memenuhi persyaratan
standar keamanan dan keselamatan

4 Masih terdapat l3 kawasan
permukiman kumuh yang tersebar di
wilayah kabupaten/ kota Provinsi Papua
Tengah, dengan penanganan yang
kurang optimal

1 Rendahnya
tingkat
penghunian
rumah layak
dan sehat

5 Belum optimalnya jumlah ruma-h yang
dibangun untuk Orang Asli Papua
(oAP)

1 Kondisi geogralis wilayah berupa
pegunungan dan kepulauan-kepulauan
telah mengakibatlan kesulitan dan
mahalnya pembangunan pen:mahan
dan kawasan pemukiman di wilayah
Provinsi Papua Tengah

2 Sering munculnya permasalahan hak
ulayat dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan perumahan masyarakat
dan penataan kawasan permukiman

Belum
optimalnya
akses
pemukimal
layak huni

2 Terbatasnya
kapasitas tata
kelola dan
tingginya
pembiayaan

3
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Tabel 2. 78 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan

arakat di Provinsi Pa al

Belum memadainya tenaga pengendali
dan keamanan lingkungan

Belum optimalnya fungsi FKUB
sebagai wahana untuk menjaga
kerukunan umat

i Belum optimalnya koordinasi antar
instansi penegak hukum dan
keamanan
Beium optirnalnya penegakan perda
dan Perkada
Meningkatnya tindak pidana yang
dilakukan oleh masyarakat karena
belum optimalnya pemberantasan
penyakit masyarakat, serta masih
tingginya tindak pidana yang belum
tertangani

4

5 Masih adanya potensi kecemburuan
sosial di masyarakat antara orang asli
Papua dan warga pendatang

6

1 Belum optimalnya
penyelenggaraan
keamanan,
ketenteraman dan
ketertiban.

7 Adanya ancarnan budaya dari luar
yang menggerogoti ketenteraman dan
kenvamanan masyarakat

1 Rendahnya tingkat partisipasi politik
masya-rai<at daiam Pemilu,
pengambilan kebij akan dan
pengawasan pembangunan

2 Lemahnya peran partai politik dan
DPRD sebagai iembaga demokrasi

3
Rendahnya tingkat kebebasan sipii
dalam berkumpul dan berserikat

Belum optimalnya
penyelenglaraan
stabilitas politik
daerah

4

Masih terdapat tindakal atau
pernyataan diskriminatif dalam hal
gender, etnis atau terhadap kelompok
rentan lainnya

1

Provinsi Papua Tengah termasuk
provinsi yang memiliki kelas Risiko
bencana muiti ancaman dalam
kategori tinggi

2

Belum optimalnya penyiapan mitigasi
bencana di beberapa wiiayah yang
memiliki kelas Risiko multi bencana
tinesl
Belum memadainya ketersediaan
sarana, prasarana darr infrastruktur
pendrrkung dalam menghadapi
berbagai anc€unan bencana alam dan
bencana sosial

3

4

Masih rendahnya kesadaran terhadap
Risiko bencana dan pemahaman
terhadap kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana

Tingginya Risiko
bencana yang
belum
sepenuhnya
diantisipasi
dengan upaya
mitigasi &
adaptasi yang
komprehensif

5
Banyalmya kerusakan infrastruktur
akibat bencana yang belum ditangani

Belum
optima-lnya
penangan€rn
pen5ielesaiari
masalah terhadap
keamanan,
ketenteraman
dan ketertiban,
dan perlindungan
masyarakat

2

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah

I

I

I

I
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dengan baik

6
Belum optimalnya kapasitas aparatur
daerah dalam penanggulangan
bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.2.6 Urusan Bidang Sosial
Ilnrcan sncial m-nrhaL^n ealah earrr rinradh waiih h-lar'6ran ,{aear .,---r vqe\4 J s.6

diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat,
terwujudnya akses dal distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya
sosia.l. Pemetaar:. masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang
sosial di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.79.

Tabel 2. 79 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalai Urusan
Bi Sosial di Provinsi Ten

Belum optimalnya pemberian paket
bantuan dan rehabilitasi sosial

PMKS

Tingginya jumlah penduduk yang
la-f-ra nal-m lz^hniei lz-miaLih-n

darr rentan terhadap kemiskinan
Masih banyalmya kelompok orang
asli Papua dalam komunitas adat
terpencil yang belum terjamah dan
memiliki aksesibilitas dalam
pembangunan
Kekosongan bantuan sosia.l atau
penangan€rn Risiko sosial yalg
belum responsif terhadap kondisi
kelompok miskin dan rentan,
seperti pada perlindungan
kecelakaan ke{a, jaminan
kematial akibat kecelalaan kerja,
serta skema periindungan sosial
yang adaptif terhadap kondisi
darurat

Lemahnya
h-fli-,.li,hdah a^ei Dl

dan mitigasi Risiko
bencana sosiai
maupun bencana
alam

1 I

2

4

5 Belum tersedianya peralatan logistik
(bahan
pembangunan rumal / logistik
lainnya) dalam penanganan
bencana sosial dan bencana a-lam

1 Belum optimalnya pendataan
penyaldang masa-lah kesejahteraan
sosial (lansia, janda, duda, yatim
piatu, tuna rungu, tuna daksa,
gangguan iiwa)

2 Belum tersedianya data
masyarakat yang perlu
mendapatkan bantuan
perlindungan sosial (bencana
sosial, bencana alam, dan
masyarakat kurang mampu)

Tingginya
Laranfanon

sosial
masyarakat

2 Lemahnya
akurasi dan
validitas data
penerima
bantuan
perlindungan
sosial

Belum adanya integrasi antara data
penerima bantualt perlindungan
sosial (Data Terpadu Kesej ahteraan
Sosial) dengal pendataan terpilah
OAP dan non-OAP bg name bg
address secara berkala yang

I

I

I

I

I

Pokok
Masalah I Rumusan Masalah I Akar Masalah

tl
I

I

I
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dilakukan di tingkat kampung
melalui
SIO Papua

3 Lemahnya
kualitas SDM
yang menangani
masalah
kesejahteraan
sosial

I Belum memadainya SDM yang
terdidik/ terlatih di
bidang rehabilitasi sosia.l

2 Keterbatasan pendampingan
pela-v611211 untuk penduduk mislon
dan rentan, serta strukturisasi
pendamping sosial di masyarakat

4 Lemahnya
kelembagaan
dalam
pembangunan
kesejahteraan
sosial dan
penanggulangan
kemiskinan

1 Pembiayaan bantuan sosial (seperti
banh:an tunai, bantuan siswa
miskin, bantuan penyandang
difabel) saat ini sepenuhnya
bergantung pada APBN dan APBD,
dan belum mengoptimalkan sumber
pembiayaan lain seperLi hibah, CSR,
TJSL, PKBL,
maupun filantropi

2 Kurangnya koordinasi di tingkat
provinsi,
kabupaten / kota, distrik dan
kampung

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.1.3 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang tenaga kerja;

(2) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) urusan
bidang pangan; (4) urusan bidang pertanahan; (5) urusan bidang lingkungan hidup;
(6) urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) urusan bidang
pengendalial penduduk dan keluarga berencana; (8) urusan bidang pemberdayaan
masyarakat kampung; (9) urusan bidang perhubungan; (10) urusan bidang
komunikasi dan informatika; (11) urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
(12) urusan bidang penanaman modal; (13) urusan bidang kepemudaan dan olah raga;
(14) urusan bidang kebudayaan.
2.3.1.3.1 Urusan Bidang Tenaga Ke{a

Trngkat partisipasi Angkatan kerja <ii Provinsi Papua Tengah masih cukup
rendah, di mana angkanya pada tahun 2O2O adalah sebesar 69.55%. HaI tersebut
menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk Angkatan kerja yang belum
memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua
Tengah juga tidak menunjukkan adanya penumnan yang signifikan selama lima tahun
terakhir. Selain itu, tenaga kerja yans terserap diindikasi masih memiliki tingkat
Pendidikan yang rendah. Maka dari itu, perlu sinergitas dengan OPD yang membidangi
peningkatal sumber daya manusia untuk mengurangi penganggural baik dari sisi
Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal yang sesuai dengan sektor tenaga
ke{a yang dibutuhkan. Tabel 2.8O akan memberikan pemetaal antara rumusar
masalah dan akar masalah di bidang urusan ketenagakeq'aan.

Tabel2- 80 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pemban Daerah Urusan Ten adiPa Ten

1 Rendahnya
da5ra saing
tenaga
ke{a dalam
perekonomiarr
wilayah

1 Belum optimalnya
pengemba-nga.rl
kompetensi dan
produktivitas angkatan
keq'a, serta
penempatan dan

1 Rendahnya kompetensi
(pengetahuan dan keterampilan)
tenaga ke{a untuk mendukung
produktivitas industri, karena
mayoritas tenaga kerja
berpendidikan rendah

I

I

Pokok Masalah I n,.rrn,.r".., Masalah 
I

Akar Masalah
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perluasan kesempatan
keq'a

2 Meningkatnya jumlah
pengangguran terdidik (lu1usan
SMK dan universitas) karena
adanya mismatch antara bidaag
pendidikan dengaa
lapqngan keda yang tersedia
Belum tersedianya Balai Latihan
Ke{a di Papua Tengah yang
memberikan pendidikan / pelatihan
nonformal untuk meningkatkan
perlumbuhan ekonomi di tingkat
pedesaan sesuai dengan SDA
yang tersedia. Balai Latihan Ke4'a
yang ada di Provinsi Papua Tengah
hanya satu di Kota Sorong dan
merupakan BLK milik
Kementerian Tenaga Keria

4 Longgarnya ikatan keda
(erry ag eme ntl serta tin&ginya
kecenderungan pencarian kerja
baru/meninggalkan
pekerjaan (turn o uer ratel y eng
dapat meningkatkaa Risiko untuk
tidak bekeria

2 Belum terjalinnya
hubungan industrial
antara perusahaan dan
tenaga keq'a

1 Tingkat kepatuhan perusahaan
dalam menerapkan UMP yang
diteta kan masih t rendah

Penanganarr perselisihan tenaga
ke{a belum maksimal

Belum optimalnya
kualitas pelayanan
publik bidang
ketenagake{aan

1 Belum terealisasinya pemetaan/
data dukung kebutuhan tenaga
kerja untuk perusahaan yang
berinvestasi di Papua Tengah
sehingga belum dapat
direncanakan secara baik
kebutuhan tenaga keq'a yarlg
berasal dari Papua Tengah

o Belum optimalnya koordinasi
Pemerintah Pusat dan Daerah
dalam pengelolaan Balai Latihan
Keria

2 Belum 1 Belum optimalnya I Pemutusan hubungan kerja (PHK)

2 Tingginya angka kasus
perselisihafl hubungan industrial
dan pemutusan hubungan ke4'a
PH

Belum ada sinergisitas anta-r
OPD yang membidangi
peningkatan sumber daya
manusia untuk mengurangi
pengangguran baik dari sisi
pendidikan formal maupun dari
pendidikan nonformal sesuai
dengan sumber daya alam yang
tersedia maupun pelaku usaha
yang sudah berinvestasi di
Provinsi Papua Tengah baik itu
pada bidang perkebunan,
pariwisata, perikanan. gas bumi
&

I

I

3

I

I

I
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optimalnya
penalrggulangaIr
dampak
Pandemi Covid-
19 terhadap
ketenaga-
kerjaarr

produktivitas tenaga
kerja, serta
penempatan dan
periuasan kesempatan
Ke{a

atau penurunan pendapatan
buruh / karyawan sebagai dampak
pandemi Covici- 19

2 Meningkatnya pekerl' a sektor
pertanian-informal di perdesaan
yang berpotensi meningkatkan
peke{a miskin di perdesaan

-*tmber: Hasil Anolisis 2O23

2.3.7.3.2 Urusan Bidang Pembeerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dalam rangka meningkatlan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan

perrnpuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan
oleh pemerintal daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan
anak terma-rjinalisasi daiam proses- proses pembangunan. Seiain itu, berbagai
persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar
dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dari sisi kesenjangaa gender,
angka IPG di Papua Tengah masih tertinggal jauh di bawah nasional. Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan isu besar di Papua Tengah. Identilikasi
permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.81.

Tabel 2. 81 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunaa Daerah Urusar:. Bidang Pemberdayaan Perempuan dal Perlindungan

Anak di Provinsi ua Ten

Belum
optimalnya
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak daerah

dahnya pemenuhan hak anak
am pelayanan pubiik, yaitt-t:

a. kepemilikan akte kelahiran;
b. Lembaga Konsultasi Penyedia

Layanan Pengasuhan Anak bagi
Orang Tua/Keluarga;

c. puskesmas ramah anak,
d. kampung anak sej ahtera;
e. sekolah ramah anak;
f. pusat kreatifltas anak;
g. Ruang Bermain Ramah Anak

(RBRA);
h.Rute Aman dan Selamat ke/dari

Sekoiah (RASS);
i. media informasi layak anak seperti

PISA (Pusat Informasi Sahabat
Anak

Tingginya kasus kekerasan terhadap
perempuan, baik di ranah privat
(KDRT) maupun diranah publik

I

den S trum semakin luas
Banyaknya perkawinan yang tidak sah
Kurang berkembangnya usaha UMKM
dan IKM yang dikelola perempuan

4 Rendahnya perlindungan dan
pemenuhan hak-hak pekeqa migran
Indonesia dan Tenaga Kerja
Perempuan <ii sektor informal

5 Masih terjadinya kasus diskriminasi,
eksploitasi dan perdagangan
perempuan

1 Belum optimalnya
perlindungan hak
serta peningkatan
kualitas hidup dan
kesejahteraan
perempu€rn

2 Belum optimalnya
pemenr,rhal hak
anak dan
perlindungan
khusus anak

1

2 Masih terdapat kasus
penyalahgun aan narkotika dan obat-
obatan terlarang termasuk minuman
keras da anak

I

Rumusan Masalah AKar vlasatan

2

I
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Masti terdapat kekerasan anak dalam
rumah tan

Belum optimalnya pemahaman
tentang Pengarusutamaan Gender
dalam pembangunan berbagai bidang
pembangunan daerah di Provinsi

Ten
Lemahnya pemahaman tentang
diskriminasi gender di kalangan
aparat penegak hukum dan penyusun
peraturan pemndaag-undangan,
sehingga te{adi ketidakharmonisan
substansi antar undang-undaag, dan
belum sepenuhnya berpihak kepada
korban, khususnya korban

uan
Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.3 Urusan Bidang Pangan
Urusan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib non

pelayanan dasar yang diselenggaralan untuk memastikan masyarakat memiliki
kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemetaan masalah pokok, rumusan
masalah dan akar masalah urusan bidang ketahanan pangan di Papua Tengah
terdapat dalam Tabel 2.82.

Tabel 2. 82 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bi Ketahanan P di Provinsi

Terbatasnya diversifrkasi pangan
loka-l. Belum dikembangkan dalt
dipromosikan dengan baik sumber
pangan alternatif seperti komoditas
sagu, ubi jalar dan keladi sebagai

tensi bahan lokal
Terbatasnya akses pangan
masyarakat terhadap inovasi dan

3 Masih terdapat kasus konsumsi video
porno untuk anak di bawah umur

+

5 Belum ada penyediaan rumah layak
anak (panti) untuk anak di keluarga
yang tidak mampu

6 Masih te{adinya kasus diskrirninasi
dan eksploitasi anak

7 Masih terdapat kasus pernikahan dini
pada anak usia remaja

8 Pelayanan untuk anak yang sedang
da-lam masa tahanan kurang
maksimal
Masih kurangnya tenaga perempuan
yang beke{a di DPR, lembaga
eksekutif, dan PNS

1

2 Terdapat pola patrilineal kesukuan,
manrrahohlzan nariticinooi atztif rl ari

perempuan dalam proses
pembangunan menjadi sulit

1 Belum optimalnya kelembagaan
perlindungan hak perempuan (P2TP2A
dan UPTD PPA) dalam penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan

2

Belum optimalnya
tata keiola
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak

4

1Rendahnya
ketaha-nan
pangan
masyarakat

2

Tingginya
kerawarrarr
pangan
masyarakat

1

telmol ahan

I

Be1um optimalnya
kontribusi
perempuan
terhadap
pembangunan

Akar MasalahRumusan Masalah IPokok Masaiah

tl I
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Persentase daerah rentan pangan <ii
Provinsi Papua Tengah masih cukup

Masih rendahnya kapasitas SDM
pelaku/petani pengolah pangan
sebagar salah satu penentu
ka sitas bahan

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.1.3.4 Urusan Bidang Pertanahan
Pertanahan merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. HaI ini

terkart konteks iokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait dengan erat
dengan aspek agraria. Cita-cita pembangunan fisik masih terkendala oleh tingginya
konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah
adat. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemetaan talah hak milik dan
tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Tengah. Pelayanan administrasi
pertanahan jr:ga tx:kan hal yang mudah di Papua Tengah, terutama di wilayah-wilayah
yang sulit dijangkau secara geografis. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam
urusan pertanahan di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.83.

Tabel2.83 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pemban an Daerah Urusan Pertalahan di Provinsi Pa ua Ten

berbasis sumber daya lokal masih
terbatas

4 Belum optimalnya kegiatan Kawasan
gan Lestari (KRPL)Rumah Pan

1 Rendahnya daya beli penduduk
berpenghasilan rendah terhadap
partgan. Hal ini ditunjukkan
dengan konsumsi pangan yang
berada di bawah standar
kecukupan gizi

2 Akses parrgan masyarakat terhadap
inovasi dan teknologi pengolahan
pangan berbasis sumber daya loka-1
masih terbatas

Terbatasnya
akses
masyarakat
terhadap
pemenuhan
kebutuhan
barang-barang
konsumsi

2

Masih terbatasnya infrastruktur
nenonlahan r.:,r.opr. llqhnrarnrirrrn rrii
mutu, peralatan, d11) yang akan turut
menenlukan kapasitas produksi dan
ketersediaaa bahan pangan

i3 Belum
optimalnya tata
kelola dan SDM
pemenuhan
kebutuhan
pangan dan
kecukupan gizi

a Terbatasnya jumlah dan kapasitas
petu gas penyuluh/ pendamping
pengolahan pangan dan gizi untuk
mendorong peningkatan kapasitas
pelaku usaha pengolahan p€rngan

1 Banyaknya tanah yang terlantar, dengan
status kepemilikan yang belum jelas

2 Belum adanya database/pemetaan tanah
hak milik dan tanah hak ulayat di wilaya,h
Provinsi Papua Tengah
Pelayanan administrasi pertanahan masih
belum menjangkau secara efektif sampai
dengan wilayah -wilayah yang sulit
dijangkau secara geografi s

Belum
optimalnya
pengelolaal
pertanahan
untuk
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
Papua Tengah

Belum
optimalnya
penguasaan,
pemilikan,
pengsunaan
dan
pemanfaatan
tanah yang
berkepastian
hukum dan
produktif

1

4 Rendahnya penerbitan serLihkat tanah
dan izin lokasi

i

Pokok Masalah Rumusan Masaiah I
Akar Masalah

I

I
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Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.5 Urusan Bidang Lingkungan Hidup
Permasa1aharr yang dihadapi di bidaag lingkungan hidup adalah banyalmya

ancaman kemsakan lingkungarr hrdr.rp yang perlu diwaspadai dan ditindaklaajuti.
Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan kebakaran disertai
dengan pembangunan daerah yang harus disertai dengan pengelolaan berbasis
lingkungan, membuat diperlukan adanya sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan
pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah. Salah satu permasalahan
fundamental dalam bidang lingkungan hidup adalah belum adanya dokumen
perencanaan <ia.rr analisis tertuiis yang mengakomodir potensi dan masalah
lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu
tertentu. Berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah, maka
dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagaimana Tabe12.84.

Tabel2.84 Pemetaan Pokok Masalah. Rumusal Masalah dan Akar Masalah Urusal
Bi Hidu di Provinsi Pa a Ten

Penurunan kualitas tutupan lahal
karena deforestasi hutan/lahan, serta
belum signifftannya reforestasi
hutan/ lahan dan kegiatan

5 Belum harmonisnya pembagian
kewenangan antafa pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah serta
kesesuaian undang-undang pemerin

-undan sektoraldaerah d un
1 Tingginya konflik pertanahan khususnya

berkaitan dengan tanah hak milik dan
tanah adat

2 Belum maksimalnya pengakuan negara/
pemerintah daerah atas tanah adat/tanah
ulayat

Belum
optimalnya
pengelolaan
tanah ulayat
masyarakat
hukum adat

2

Belum ada harmonisasi data sertifrkat
hak ulayat yang diterbitkan oleh pemilik
tanah

1 Rendahnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat dan aparatur
terhadap peraturan perundang-
unciangarr di bidang lingkungan
hidup sehingga berdampak pada
kurangrrya penegakan aturaa di
bidang lingkungan hidup

2 Belum adanya dokumen yang
mengakomodir pengakuan
masyarakat hukum adat (MHA),
kearifan loka-l, dan hak MHA yang
berkaitan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

3 Belum adanya penghargaan
iingi<ungan hidup untuk masyarakat

1 Belum
optimalnya
perencanaan dan
tata keiola
sumber daya
alam dal
lingkungan

I Penurunan kualitas udara karena
pembakaran kendaraan bermotor,
asap pabrik-pabrik industri, serta
kebataral hutan dan la.l.al

2 Penunrnan kualitas air karena
pencemarzrn limbah domestik, kondisi
sanitasi tidak layak dan tingginya
paparan beban pencemaran sungai

Belum
optimalnya
Pelaksanaan
pembangunan
yang mendukung
keberlanjutan
sektor
lingkungan hidup

Menurunnya
kualitas
lingkungan hidup
dan kelestarian
fungsi ekosistem
dalam
pembangunan
berkelanjutan

2

3

enanarnan lainn

I

I

Akar MasalahRumusan MasalahPokok Masalah

I
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Terdapat tekanan demografi kepada
kawasan konservasi yang
menyebabkan teq adinya fragmentasi
habitat satwa dan berdampak pada
menurunnya atau terancam
punahnya populasi
tananan dan satwa dilindun

Pembangunan rendah karbon dan
berketahanan ikiim sebagai backbone
ekonomi belum terimplementasikan
dengan baik di Papua Tengah.
Konversi hutan mengganggu
keseimbangan lingkungan dan
men tkan emisi rumah kaca

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.6 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan darr Pencatatan Sipil
Pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sangat penting karena akan menyangkut
pada atses pelayanan publik lainnya. fuiisalnya, akta keiahirart sebagai syarat
pendaftarar sekolah dan syarat pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penerbitan
dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukaa dan Pencatatan Sipil merupakan
hal yang paling fundamental untuk memastikan pengakuan hukum seorang individu
oleh negara, sehingga mudah bagi individu tersebut untuk memperoleh pelayanan
publik yang menjadi haknya. Secara umum, masih banyak yang perlu di perbaiki
dalam peningkatan cakupart penerbitan dokumen kependudukan di Provinsi Papua
Tengah. Identifrkasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.85.
Urusan kependudukan darr pencatataa sipil memegang peran penting dalam
mempertegas hak kewarganegara€rn dan efektivitas pembangunan. Pemerintah
p.t'ovinsi berper an nenfasilitasi peningkatal akses masyarakat telhadap pelayalar-r
kependudukan dan pencatatan sipi1, serta meningkatkan akurasi data kependudukan
untuk mendukung efektivitas pembangunaa daerah. Cakupan penduduk yang
memiliki KTP di Papua Tengah meningkat signifikan, d,ari 37.32o/o pada tahun 2017
sampai 63.640/o pada tahun 2020. Namun, kepemilikan akta lahir masih sangat
rendah. Pada tahun 2O21, masih ad,a 44.640/o anak berusia 0-4 tahun yang belum
memiliki alcta lahir. Tentunya, hal ini akan menghambat mereka untuk mendapatkan
pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengeiolaan
pencatatan sipil juga masih sangat buruk. Rasio pasangan yang berakta nikah pada
tahln 2O2L hanya ada 37 .7 3o/o.

4

5 Penerapan pola
penanganan / pengelolaan sampah
belum berwawasan lingkungan.
Belum optimalnya kontribusi jasa
lingkungan dan pengembangan
circular economu dari pemanfaatan
sampah dan iimbah menggunakan
metode 3R (reduce, reuse
ond recgclel.

6 M eningkatnya investasi berbasis
lahan skala luas yalg belum
menerapkan prinsip pemban gunan
berkelanj utan
Tingginya luas lahan kritis dan
tingkat kerusakan daerah alira.rr
sungai (DAS) di beberapa wilayah

8

7
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Adapun permasalahan yalg disebutkan tersebut disebabkan karena terbatasnya
sarana prasarana kependudukan, seperti ketersediaan gedung perkantoran serta alat
perekaman KTP. Selain itu, sumber daya manusia atau kader di tingkat kampung
lebagai fasilitator tenaga registrasi masih terbatas. Adapun rumusan masalah padi
bidalg urusan Administrasi Kependudukan da-n Pencatatan Sipil dapat dilihat pada
Tabel 2.85.

Tabel2.85 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan

Si di Provinsi Pa

Sumber Hasil Analisis, 2023

o a 1 1 '7 I Trro-- Er;,{^-d Dandan,{-ti-- D--,{",1"1- A-- L-I"---- Ela---^ara

Meskipun dengan pertumbuhan penduduk yang rendah di Papua Tengah,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap perlu menjadi pertimbangan
dalam merumuskan kebijakan ke depan. Lonjakan penduduk dapat mengakibatkan
ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan pelayanaa publik. Permasalahan utama
yang perlu menjadi pusat perhatian adalah rendahnya cakupan akseptor KB.
Identilikasi permasalahan pembangunal dalam urusan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga bencana di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.86.

Pada umumnya, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan
upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas, yarrg
dilaksanakan melalui upaya promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan
hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayala-n, pengaturan dan penyediaan
dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga berkua-1itas dengal usia kawin
ideal, jumlah ideal anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak serta membina
ketahanan melaiui pola asuh tumbuh kembang ba-lita dan remaja. Dalam hal ini,
persepsi masyarakat mengenai program KB sangat penting, dan berdasarkan LKIP
BKKBN Tahun 2O2O, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Program KB
hanya.lah upaya pembatasan jumlah anak cian pemusnahan etnik tertentu.

Selain itu dari segi pelaksanaan program, Papua Tengah masih belum optimal
dalam menyediakan alat kontrasepsi bagi PUS. Terbatasnya petugas lapangan KB di
tingkat kabupaten/kota juga memperparah pelaksanaan progrzrm KB. Selain itu,
angka kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi. Adapun
lengkapnya mengenai rumusan masalah pada bidang umsan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 2.86.

1 Belum optimalnya cakupan pemenuhal
doh-rmen kependudukan seperti Kartu
Keiuarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el) dan akta catatan
sipil yarlg merupakan salah satu
persyaratan pelayanan publik

2 Rendahnya penerbitan akta kelahiran
bagi anak di setiap daerah
Cakupan pendataan data terpilah OAP
dan non OAP belum IOO%

1 Rendahnya
calr':pan
kepemilikarr
dokumen
kependudukan

4 Rendahnya kesadaran masyarakat
dalam mencatatkan peristiwa
lzpnarlrrr$ rLo-

I Sarala dan prasarana pendataan
Dukcapil (Gedung perkantoran dan
alat perekaman KTP) yang masih
sangat terbatas dal menyebar tidak
merata

Belum
maksirnalnya
pelayanan
administrasi
kependudukan
yang transparan,
akuntabel, dan
menjangkau
semua
masyarakat

2 Terbatasnya
sa.rana
prasarana
kependudukan

2 Terbatasnya kuantitas dan kapasitas
tenaga kerja atau kader untuk
pencatatan dokumen kependudukan

I eotot Masalah I R'.r-.,""., Masalah 
I

Akar Masalah

I



-79-

Tabel2.86 Pemetaan Permasa-lahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencala rii Provinsi ua -t

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.8 Urusaa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Bidang pemberdayaan masyarakat berperan penting untuk mengembangkan

potensi masyzrrakat, misalnya dalam sektor ekonomi kerakyatan. Kemudian,
pengelolaan institusi lokal masyarakat dalam suatu unit wilayah juga di pegang oleh
bidang urusan ini. Di sisi lain, kampung yang saat ini dipandang strategis sebagai unit
pembangunan dalam paradigma baru membutuhkan upaya pemberdayaan.
Khususnya di Papua Tengah, saat ini kebijakan Provinsi banyak mendorong
terbentuknya pemberdayaan tersebut. Identifikasi permasalahan pembaag:nan dalarn
urLlsan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Tengah terdapat
dalam Tabel 2.87.

Tabel 2. 87 Pemetaan Permasalahan untuk Penentual Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di

1 Belum optimalnya penyediaan alat
kontrasepsi bagi PUS

2 Rendahnya literasi fungsi dan
keterkaitan KB

3 Fasilitas kesehatan yang
menyelenggarakan layanan pemasangan
alat kontrasepsi masih relatif terbatas

4 Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi
(alkon) KB jangka Panjang

5 Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi
karena lokasi kampung yang sulit
teriangkau

1 Rendahnya
akseptor
KB aktif

6 Terbatasnya tenaga penyuluh KB dan
kader KB

1 Terbatasnya akses keluarga <ian
masyarakat untuk mendapatkan
informasi dan konseling ketahanan
keluarga

2 Rendahnya keluarga yang mengetahui
fungsi keluarga, yaitr-r:
1. fungsi ag€rma;
2. fungsi sosial budaya;
3. fungsi cinta dan kasih sayang;
4. fungsi perlindungan;
5. fungsi reproduksi;
6. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
7. fungsi ekonomi; serta
8. funqsi pembinaan lingkungan

J Pernikahan usia anak
4 Rendahnya pemahaman remaja tentang

kesehatan reproduksi dan penyiapan
kehidupan berkeluarga

Belum
maksimalnya
pengendalian
penduduk,
pelayanan
Keluarga
Berencana

2 Belum
optimalnya
upaya
peningkatan
ketahanan dan
kesejahteraan
keluarga

1 Masih lemahnya pemahaman
masyarakat kampung dalam
manaj emen pengelolaan anggaran
kampung.

2 Belum maksimalnya pembinaan
manaiemen pengelolaan €rnggaran

Belum
optimalnya
perencanaan,
penganggaran
dan
pembangunan

1 Masih
rendahnya
peJrggunaan
dana kampung
untuk
kebutuhan

a

I

I

I

I

I

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masa.lah

I eotot Masalah I n *rl"rn Masalah Akar Masalah
Provinsi
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ada setiak a arat kampung.
3 Belum berjalannya fungsi evaluasi

anggaran pendapatan dan belanja
kam n APB
Belum terbentuk / belum
dimanfaatkannya Badan Usaha Milik
Kampung sebagai sumber pendapatan
kam un

prioritas
pembangunan
kampung.

5 Pemenuhan aspirasi kebutuhan
program kampung masih bersifat
kekeluargaan belum sampai pada
pemenuhal kebutuhan umum
kam un

1 Belum optimalnya koordinasi
pelaksanaan pemerintahan di Lingkat

Bamuskam dan Bakam n erkam
2 Masih rendahnya kualitas aparatur di

tingkat kampung dalam menjalankan
fungsi darr pelayalal kepada
m akat

Belum
optimalnya
pelaksanaan
pemerintahan
kampung

2

Belum optimainya sarala dan
prasarana pendukung sistem
administrasi kampung, termasuk
Sistem Informasi Orang Papua (SIO

J

Pa ua
1 Kurarrgnya pengetahuan masyarakat

mengenai program prioritas kampung
untuk entin bersama.
Belum tersedianya instrumen kebijakart
dan petunjuk pelaksanaan standar
pemenuhan kebutuhan sosial dasar
OAP secara terpadu serta pelaksanaan
pemberdayaan OAP sesuai kewenangan
Otsus di kam

3

3 Belum
optimalnya
upaya
pemberdayaan
mas5rarakat
kampung

1 Belum tersedianya petunj uk
pelaksanaan percepatan pembangunan
kampung sesuai dengan kevrenalgan
Otonomi Khusus

2 Belum optimalnya pelaksanaan model
sinergi perencanaan kampung dengan
unit layanan untuk kesejahteraan

arakat kam
Penetapan target sasaran penenma
manfaat dalam pembangunan kamPu
belum secara maksimal didukung
ketersediaan data bg name bg address
terpilah OAP dan non-OAP di tingkat
kam

bangunan
pung

elum
timalnya

4 Cakupan implementasi prograrn
strategis pemberdayaan masyarakat
dan kampung belum dilaksanakan oleh

dan kabu ten kotaseluruh kam

kampung
berbasis sumber
<iaya kampung

Belum oplimalnya pembinaan kader
kampung dalam mendukung
administrasi pemerintahaa,

nan dan informasi kam

Sumbet Hasil Analisis, 2O23

I

I

I

I

I

2

I

I
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2.3.I.3.9 Urusan Bidang Perhubungan
Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan

ketidakoptimaian konekrivitas transportasi. Permasalahan ini menimbulkan aampat
yang besar, karena interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas
transportasi serta aliran orang, barang dan jasa. Identifrkasi permasalahaa
pembangunan dalam urusan bidang perhubungan di papua Tengah terdapat dalam
Tabel 2.88.

Tabel2.88 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Uruszrr
Bi Perhu di Provinsi ua Ten

Biaya angkutan umum yang belum

Rendahnya ketersediaan sarana darr
prasarana perhubungan da;at
(Lampu jalan, rambu-rambu)

1

bandara perintis
Kurang optimalnya pemanfaatan

a Kurang maksimalnya keberaCaan titik
terminal untuk mengangkut
kendaraan umum dan penumpang
Belum optimalnya fungsi fasilitas
terminal karena kurangnya
pemeliharaan dan perawatan

4 Rendahnya ketersediaan moda
transportasi antar daerah

5 Belum optimalnya kualitas pelayanan
barrdara dan fasilitas bandara

6

I Kurangnya tingkat
kesesuaian,
kecukupan dan
keandalan
Pelayanan
transportasi
dalam pemenuhan
kebutuhan
transportasi

7 Masih terisolasinya beberapa wilayah
distrik

2 1 Belum be{alannya pelaksanaan
perlindungan lingkungan yang
diakibatkan penyelenggaraan
tran sportasi seperti penurunan emisi
gas buaag kendaraan dan penurunan
volume limbah E}3 dari sisa oli
kendaraan

3 Masih rendahnya
Tingkat
keselamatan dan
keamanan
perialanan

1

1 Kurangnya koordinasi antar tingkatan
pemerintahan telah mengakibatkan
kurang efektifnya fasilitasi pelayanan
transportasi darat, laut dan udara

2 Proses perencanaan (studi
pengusulan) dan proses
pembangunan sarana dan prasalana
fisik sarana prasarala infras'"ruktur
perhubungan memakan waktu yang
lama

3 Terbatasnya kualitas, kuantitas,
standar kompetensi SDM
Transportasi dan tenaga pendidik
Transportasi

4 Belum optimalnya
tata kelola urusan
perhubungan

4 Sering munculnya permasalah an hak
ulayat dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan sarana dan prasarErna
perhubungan

Belum
optimalnya
konektivitas
transportasi

oulLUC|. l t(tnll l1tlt,/.llslt, ZVZ.)

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah

lema]rnya
implementasi
transportasi
berwawasan
lingkungan
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2. 3. 1. 3. 1 O Urusaa Bidang Komunikasi dan Informatika
Urusan bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan

wajib non peiayanan dasar yang diseienggarakan untuk pembangunan infrastrukur
dan aksesibilitas; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; diseminasi
informasi dan komunikasi publik; serta peneliLian dan pengembangan SDM bidang
komunikasi dan informatika. Identifrkasi permasalahan pembangunaa dalam urusan
bidang komunikasi dan informatika di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.89.

Tabel 2. 89 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bi Komunikasi dan Informatika di Provinsi Pa aT

Belum optimalnya integrasi aplikasi
layanan publik, tata Kelola, sistem
e-Govemment, serta sistem
pendataan, termasuk sistem
pendataan terpilah OAP dan non-
OAP melalui Sistem Admini strasi
darl Informasi Kam n

Penyediaan infrastruktur
komunikasi dan informatika hampir
seluruhnya mengandalkan Peran
dunia usaha sehingga menYisakan

Kurangnya infrastruktur teknologi
informasi

Masih sedikitnya SDM di tingkat
provinsi, kabupaten/kota hingga
kampung yang menguasai kea-hlian
pada bidang teknologi informasi dan
komunikasi khususnya dalam
pengelolaal/manajemen sistem E-
Government termasuk sistem
pendataan terpilah OAP dan non-
OAP melalui Sistem Administrasi

Belum diterapkannya pengamanan
dan persandian terhadap sistem

Belum adanya SDM yang memiliki
keahlian khusus di bidang

Belum optimalnya pelembagaan
serta akselerasi cakupan
penggunaan dan pendataan Sistem
Informasi Orang Papua (SIO PaPua)
di tingkat provinsi, kabupaten / kota

Belum optima-lnya pengadaal alat

I 1

2

3

4

5

6

7

hl.iL

teknolo dan informasi erintah

kam un

urnalistik

,-lai-n man/.1

dan Informasi Kam

ersaldian

Belum
optimalnya
Daaamrnaan, vr.bbqrr(f,r! r

teknologi
informasi
komunikasi
untuk
mendukung
berbagai bidang
pembangunan
daerah

Belum
optimalnya

pelayanan
masyarakat
berbasis
teknologi
informasi

1 Banyak wilayah yang masih terbatas
untuk mendapatkan akses
pelayanan informasi dan
komunikasi akat
Jaringan internet yang belum
merata tersebar di seluruh *itgyah

2

J

1 Belum

pemerataan
akses
infrastruktur
komunikasi dan
informatika

2 Belum
optimalnya
ketersediaan
dan kualitas
infrastruktur
komunikasi dan
informatika

Sumber: Hasil Analisis, 2O23
blank di wi1 non-komersial

I

I

I

I

I

I

I

I

Akar MasalahPokok Masalah I Rumusan Masalah I

I

I

I



2.3.1.3.11Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan bidang koperasi, usaha kec dan m".rengah merupakan salah satuurusan wajib non pelayanan dasar yang diseienggarakan uniuk memasrikan

pemberdayaaa, perlindungan, serta pengawasan koperasi dan Usaha Menengah,
usaha Kecil dan usa-ha Mikro (UMKM). pemetaan maJatah pokok, rumusan masalah
dan akar masa-lah urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di papua Tengah
terdapat dalam Tabet 2.90.

Tabel 2. 90 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan

-83-

Usaha Kecil danBi di Ten

Persentase koperasi aktif di
Provinsi Papua Tengah masih
rendah

Belum aktifnya peran koperasi
dalam meningkatkan ekonomi
masyarakat berbasis
komoditas unggulan loka.l
(pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan dan

b

Belum adanya koperasi
sekunder yang penampungan

1

2 Banyak koperasi yang belum
berbadan hukum

I I-emahnya tata
kelola dan
kelembagaan
koperasi

Terbatasnya SDM pengelola
koperasi yang berkualitas
sehingga pengelolaaa
koperasi belum menggunakan
pendekatan manajemen
usaha yang profesional

1 Sistem produksi dan
pemasaran koperasi masih
bersifat konvensional dan
belum mampu mengambil
peluaag untuk
mengonsolidasikan pasar,
mengefisienkan rantai pasok
dan kebutuhan pclaku
UMKM

Kondisi
perkembangan
koperasi yang
stagnan

2 Lemahnya
kapasitas
produksi dan
pemasaran
koperasi, serta
kurang
tarlggapnya
koperasi
terhadap
dinamika
kebutuhan pasar

2

1 Minimnya pengetahuan
pengusaha UMK tentang
manajemen bisnis yang baik,
sehingga hanya fokus
memproduksi barang tanpa
memikirkan bagaimana
strategi ekspansi bisnisnya

2 Kurangnya kreativitas pelaku
UMKM dan inovasi produk yang
masih rendah

4 Sulitnya kondisi geografi s
sehingga UMKM mengalami
kesulitan mendistribusikan
produk

5 Belum efektifnya fungsi
infrastrul<tur pemasaran yan g
dibangun oleh pemerintah
daerah untuk masyarakat lokal
seperti pasar

2 Rendahnya
kontribusi UMKM
pada sektor
sekunder dan
tersier dalam
perekonomian
wilayah

1 Lemahnya
kapasitas
--^r,,1.^: l^-
Pr vuqAsr ud!
pemasarErn
UMKM

6

I

I Rumusan MasalahPokok Masalah Akar Masalah
1

I

I

I

I
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Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3. 1.3. l2U ntsan Bidang Penanaman Modal
Urusan bidang penanaman modal merupakan salah satu urllsan wajib non

pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pengembangan iklim,
keq'asama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang
penanaman modal di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.91.

Tabel 2. 9l Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bid Penanaman Modal di Proyinsi r-ra Ten

Belum tersedianya data dan
informasi otensi investasi daerah

hasil pertanian rakyat

7 Masih rendahnya partisipasi
Koperasi dalam aktivitas
pertambangan rakyat

2 Lemahnya
kapasitas
pembiayaan UMKM

1 Minimnya modal usaha
sehingga UMKM tidak bisa
rnenaikkan jumlah
produksinya untuk
mencapai omset yang lebih
banyak

2 Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
yang menyediakan jasa
pinjaman modal untuk UMKM
belum dimanfaatkan secara
optimal

J Mayoritas UMK merupakan
UMK yang tidak berbadan
usaha

1 Belum adanya kej elasan
penyelesaian kasus
antar investor dengan pemilik hak
ulayat

2

3 Belum optimalnya performa sistem
logistik di Papua Tengah

4 Belum tersedianya sarana dan
,,6-- n A't -,.t 4; '.tat4m

mendukung pelayanan perizinan
standar OSS

1 Belum optimalnya
pelayanan
penanaman modal
yang sesuai
dengan investor
needs

1 Belum optimalnya perkembalgan
pengusaha asli Papua dalam
kegiatan ekonomi

2 Masih tin gginya pelan ggaran
terhadap izin lokasi
Kurangnya kesadaral masyarakat
dalam
membuat izin usaha

2 Belum optimalnya
kualitas
penanaman modal

+ I eelum efektifnya pelaporan

lpertanggung
] 
jawaban investor terhadap

I Pemerintah Daerah
3 Lemahnya tata

kelola
pen€rnaman
modal

1

2

Belum optimalnya kuantitas dan
_kualitas SDM layanan perizinan
Belum tersusunnya data UMKMK
potensia.l yalg bermitra dengal
PMA/PMDN

Rendahnya
kontribusi
penanarman
modal terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

I

l

i

I

I

I

Pokok Masalah I Rumusan Masalah Akar Masalah

I
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Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.1.3. i3 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Belum optimalnya penggalian potensi dal pengembangan kapasitas pemuda

dan keolahragaan merupak€rn permasalahan yang ditemukan di Provinsi Papua
Tengah. Telah tersedia fasilitas olah raga yalg tersebar cl,i seltr-mh ka,bupaten, namun
belum dilakukannya pencarian dan pengembangan bakat olahragawan yang dapat
dilatih untuk merepresentasikan Provinsi Papua Tengah dalam kompetisi-kompetisi
olah raga. Selain itu, diperlukannya SDM/pelatih yang memiliki kompetensi di
pendidikan keolahragaan untuk mengembangkan talenta calon-calon olahragawan.
Berikut adalah tabel yang memetakan permasalahan di bidang kepemudaan dan olah
raga.

Tabel 2. 92 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masa.lah
Urusan udaan dan Olah Provinsi Pa Ten

3 Belum optimalnya promosi investasi
daerah

4 Belum optimalnya sinkronisasi
dan harmonisasi kegiatan
penzrn€unan modal antar pusat
dan
daera-h

4 Dampak Pandemi
Covid- 19 terhadap
penanaman modal

1 Penundaan investasi oleh investor
karena ketidakjelasan supply chain
atau asumsi pasar yang berubah
akibat dampak COVID-19 terhadap
perdagangan dunia

1 Keterbatasan SDM pertandingan
2 Banyak atlet yang menga-lami kenda-1a

administrasi karena ada perbedaan
data di akte dan kondisi fisiknva

3 Kurangnya pelatih olahraga yang
memiliki kompetensi di bidang
keolahragaan

4 Prestasi dan daya saing keolahragaan
yang belum maksimal

5 Kurangnya apresiasi dan penghargaan
bagi olahragawal dan tenaga
keolah ragaan yang berprestasi

1 Belum
optimalnya
pembudayaan
dan pembinaan
prestasi
olahraga

6 Keterbatasan sarana dan prasarana
olahraga di provinsi/ kabupaten/ kota

1 Munculnya orientasi berlebihan kepada
kegiatan politik praktis seputa-r
kelc.rasaan dibandin gkan
kegiatan kepeloporan di bidang
keswadayaan dan kesukarelawanan,
penumbuhan modal sosia-1 dan
pekerja sosial, penumbuhan kreasi
seni, budaya, ekonomi kreatif, serta
olahraga

2 Budaya premanisme di kalangarr
pemuda

2 Belum
optimalnya
peran sosial
pemuda

3 Penyalahgunaan obat-obatan
psikotropika dan Narkotika

Belum optimalnya
pengembangan
daya saing
pemuda berbasis
pada unsur-unsur
kebudayaaa dan
olahraga

a Bclum
optimalnya
peral pemuda

1 Tingginya tingkat pengangguran
terbuka pemuda disebabkan karena (1)
terbatasnya lapangan keri a;

r Pokok Masalah i Rumusan Masalah Akar Masalah

I

I

Akar MasalahPokok Masalah
L

Masa-Iah
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Sum.ber: Hasil Analists, 2O23

2 .3. 1 .3 . 14 Urusan Statistik
2.3. 1.3. 15 Urusan Persandian
2 .3. 1 .3 . 16 Urusan Bidang Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagarnan suku bangsa dan budaya yang tinggi,
Papua Tengah memiliki potensi yaJrg besa-r, namun kondisi tersebut sei<aligus
menghadapkan Papua Tengah dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya
asli Papua. Berikut ini pemetaal masalah pokok dan akar-akar masalah urusan
kebudayaan.

Tabel 2. 93 Pemetaan Pokok Masalah. Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Kebud di Provinsi uaT

sebagai
penggerak
ekonomi

dan (2) belum sesuainya kompetensi
dan kualifikasi pemuda dengan
kebutuhan pasar keria yang tersedia

2 Belum optimalnya pengembangan
kewirausahaan, kreativitas, inovasi
dan daya saing pemuda dalam
al<tivitas perekonomian

1 Belum tersedianya mang publik untuk
pertuniukal seni dan budaya

2 Promosi budaya yang beium memadai
melalui festival darr event-event budaya
di tingkat kabupaten dan Provinsi
Papua Tengah.
Belum adanya gedung kesenian dan
taman hrrdaya berskala provinsi
representatif yang dapat digunakan
untuk melakukan pementasan dal
latihan bagi sanggar/gmp kesenian

1 Belum
optimalnya
pen<iidikan
lingkungan dan
budaya dalam
kehidupan
bermasyarakat

4 Belum optimalnya pembinaan nilai-
nilai budaya dan pengetahuan lokal
rua-tua adat kepada generasi muda,
sebagai bentuk menjaga kelangsungan
sejarah asal-usul, arsiteldur rumah
tradisional, pengetahuan lokal tentang
pengelolaan sumber daya alam dan
kearifan loka].

1 Belum optimalnya pembinaan
terhadap kelompok-kelompok sanggar
seni dan budava

) Belum dilestarikannya arsitektur
rumah adat kaki seribu sebagai simbol
arsitektur tradisional yang bemilai
bagi pengembangan budaya dan
parivrisata.

3 Belum adanya roadmap darr catatan-
catatan kajian Etnografi sebagai
sarana pelestarian budaya suku OAP
di Papua Tengah dimasa yang akan
datang.

4 Belum adanya gedung kesenian dan
taman budaya berskala provinsi
representatif yang dapat digunakan
untuk melakukan pementasan dan
latihan bagi sanggar/gup kesenian

Kurangnya
pelestarian
budaya asli
Papua Tengah.

5 Belum adanya museum etnografi

Menurunnya kualitas
dan kuantitas nilai-
niiai budaya dalam
Kehidupan
masyarakat

2

I

I
Rumusan
MasalahPokok Masalah Akar Masaiah
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sebagai tempat penyimpanan benda-
benda cagar budaya masya-rakat

tseium adanya
pemetaan
batas- batas
ulayat adat
ditingkat marga
dan keret di
kampung

1 Pemahaman batas-batas adat masih
bersifat lisan dan
belum ada yang tertuiis atau dikaji
da.lam pemetaan, sehingga masih
rawan konflik tanah adat antar
kampung.

2 Belum optimalnya pembinaan adat
kepada generasi muda berkenan
pemahaman tentang cerita seja-rah
asal-usul dan batas-batas hak ulayat
adat antar marga atau keret.

S\mber: Hasil Analisis, 2O23
2.3.1.4 Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas: (1) urusan bidang perikanan; (2) urusan bidang
pariwisata; (3) urusaa bidang pertanian; (4) urusan bidang kehutanan; (5) urusan
bidang perdagangan; serta (6) urusan bidang perindustrian.
2.3.1.4.1 Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan bidang perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang
diselenggarakan untuk memastikan pengawasan sumber daya perikanan, produksi,
pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, beserta pengembangan SDM
masyarakat bidang perikanan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar
masa.lah urusan bidaag perikanan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.94.

Tabel 2. 94 Pemetaan Pokok Masa-lah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bidan Perikanan di Provinsi

Sumber: Hasil Analisi.s, 2023

2.3.L.4.2 Urusan Bidang Pariwisata
Urusan bidang pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang

diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata, serta pengembangan ekonomi
kreatif mela-lui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemetaan

1 Masih rendahnya produksi
perikanan budidaya

2 Masih rendahnya teknologi
perikanan Budidaya
Masih rendahnya promosi hasil
budidava Perikanan
Kurangnya pemahaman terkait
tei<nik budidava

4

5 Belum optimalnya akses
permodalan untuk peningkatan
skala usaha budidaya perikanan

1 Belum optimalnya
produksi dan
pemasaran sektor
perikanan

6 Belum efektifnya fungsi
infrastmktur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah
daerah untuk masyarakat lokal
seperti pasar

I Belum efektifnya pengembangan
industri pengolahan di bidang
perikanan

2 Lemahnya
pemanfaatan dan
pengoiahan hasii
produksi perikanan

1 Belum terdatanya nelayan
budidaya dan nelayan tangkap

2 Belum terbentuknya bina
kelompok nelayan

Belum
optimalnya
Pelaksanaan
pembangunan
sektor perikanan
dan kelautan
yang
ucr ll,cli{llLtLtlrt

Belum optimalnya
tata kelola sumber
daya perikanan

I

I

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
I
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masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pariwisata di
Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.95.

Tabel 2. 95 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Pariwisata di Provinsi

Belum tersedianya sarana
prasarana pariwisata, termasuk
fasilitas penunjang atraksi wisata
(gazebo, toilet, spot foto, pos jaga
da-n menara

arldan

Sumber: Hasil Anali-sis, 2O23

2.3.1.4.3 Urusan Bidang Pertanian
Urusan bidang pertanian merupakan salah satu urusan pilihan yang

diselenggarakan untuk memas[kan perbaikan produk*Jfrtas komoditas pertanian,
pemenuhan kebutuhan petani terhadap sarana prasarana pertanian, melakukan
penyehatan hewan ternak, serta menetapkan persyaratan teknis kesehataa hewan
ternak dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pemetaan masalah pokok,
rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pertanian di Papua Tengah
terdapat dalam Tabel 2.96.

Belum tersedianya fasilitas
akomodasi dan layanan
nalr.n,lan minrrm rrntrrl:

wisatawan (homestay, resort dan

Belum optimalnya pengembangan
ekowisata berbasis flora dan fauna
endemik

restaurant

Belum optimal:ya pengembangan
dan
pengelolaan wisata budaya

Belum optimalnya
pengembangan
z{acrinaci narirrri<ota

1 1

2

4

Belum optimalnya penguatan
kesiapan masyarakat di sekitar
destinasi pariwisata melalui
pemberdayaan masyarakat,
pendidikan darr pelatihan
keterampilan

1 Strategi komunikasi pemasarzrn
belum terpadu sehingga branding
pariwisata belum terpublikasi
secara optimal

2 Belum tersedianya layanan informasi
pariwisata

Belum
optimalnya
pemasarzrn
pariwisata

2

Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi belum optimal
dalam mempromosikan citra
Pariwisata

1 Kapasitas SDM pariwisata masih
terbatas
Belum terlembaganya kelompok sadar
wisata (Pokdarwis)

Belum
optimalnya
^-- --'-k^- -^-P!rr6vrIva164r

kelembagaan
kepariwisataan 3 Koordinasi darr sinkronisasr

pembangunan lintas sektor yang
belum optimal dalam
mengembangkan potensi
pariwisata daerah

Belum
optimalnya
peranan sektcr'
pariwisata
dalam
perekonomian
wilayah

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Pokok Masaiah Rumusan Masalah Akar Masalah
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Tabel 2. 96 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
B Pertanian di Provinsi Pa

Belum efektifnya fungsi
infrastmktur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah daerah
untuk masyarakat lokal seperli

sar

TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
1 Masih kecilnya ska.la usaha

pertanian tanaman pangan daII
holtikultura

2 Pengembangan varietas tanaman
pangan unggulan lokal belum
dilakukan dengan baik
Terdapat permasalahan kepastian
status tanah pertanian untuk
pengembangan lahan penanian
(status tanah adat/tanah ulayat)

1 Belum optimalnya
produksi dan
produktivitas

pangan darl
holtikultura

4 Rendahnya penerapan teknologi
terhadap pengembangan pertanian
masvarakat

1 Tingginya biaya transportasi
mengakibatkan pendapatan petani
tidak sebanding dengan biaya yang
dikeluarkan

2 Belum adanya koperasi sekunder
yang penampungan hasil pertanian
rakyat

2 Belum optimalnya
Pemasaran
komoditas tanaman
pangan dan
holtikultura

3

1 Belum aktifnya Balai Penyrluhan
Pertanian (BPP)

2 Kualitas dan kuantitas tenaga
penyuluh/pendamping petani tidak
memadai

3 Belum optimalnya
pengembangan SDM
pertanian tanaman
pangan dan
holtikultura

Belum adanya inisiatif dalam
membentuk kelompok tani untuk
menjadi w^dah shnirlg knouledge
petani

1 Belum
optimalnya
kontribusi
sub seldor
ta.rlaman
pangan dan
holtikultura
terhadap
pertumbuha.rr
ekonomi
wilayah

PERKEBUNAN
1 Masih kecilnya skala usaha

perkebunan
2 Terdapat permasalahan kepastian

starus tanah
pertanian untuk pengembangan
laha.Il pertanian
(status tanah adat/tanah ulayat)

J Keterbatasan sumber bibit
perkebunan yang
berkualitas

4 Rendahnya penerapan teknologi
terhadap pengembangan
perkebunan masyarakat

Belum optimalnya
produksi dan
produktivitas
perkebunan

l

1

2

Tingginya biaya transportasi
mengakibatkan pendapatan petani
tidak sebanding dengan biaya yang
dikeluarkan
Belum adanya koperasi sekunder
yaflg penampungan hasil
perkebunan rakyat

a Belum
optimalnya
kontribusi
sub sektor
perkebunan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

2 Belum oplima.lnya
Pemasaran
komoditas
perkebunan

I

I

I

I

I

I Pokok Masaiah Rumusan Masaiatr Akar Masaiah

I

I

I



3 Belum efektifnya fungsi
infrastruktur pemasaran yang
dibangun oieh pemerintah daerah
untuk masyarakat lokal seperti
pas€rr

3 Belum optimalnya
pengembangan SDM
perkebunan

I Belum aktifnya Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP)

2 Kualita-s dan kuantitas tena-ga
penyuluh/ pendamping perkebunan
tidak memadai

3 Keterbatasan pengetahuan dan
keterampilan petani pekebun
untuk mengaplikasikan pupuk
yang baik serta perawatan
tanamarr perkebunarr
dengan baik

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 Belum

optimalnya
kontribusi
subsektor
peternakan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

I Belum

produksi dan
produktivitas
peternakan

1 Kurangrrya distribusi bibit ternak
Kurang iengkapnya pendataan
hewan ternak

3 Belum adanya penyediaan sarana
produksi ternak daerah (bibit,
pakan, obat-obatan dal vitamin
ternak)

2 Minimnya akses
pelayanan
kesehatan
ternak

I Jumlah dokter hewan sangat
terbatas dan tidak dapat
menjangkau seluruh wilayah
kabupaten

2 Belum optimalnya
pelrraSaran
komoditas
peternakan

1

Belum
optimalnya
perrgembangan
SDM peternakan

1
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Tingginya biaya transportasr
mengakibatkarr
pendapatan peternak tidak
sebanding dengan biaya yang
dikeluarkan

2 Belum efektifnya fungsi
in frastrulGur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah daerah
untuk masyarakat lokal seperti

ASAI

3 Be1um adalya pembinaan bagi
k ternali

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4.4 Urusan Bidang Kehutanan
Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi dengan persentase hutan tertinggi

di Indonesia berdasarkan data KLHK tahurr 2O2O.Ini mengindikasikal bahwa Papua
Tenga-h memiliki potensi besar untuk pengelolaan hutan. Selain sebagai potensi yang
dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyaralat, pengelolaan hutan
juga memiliki tantangan yang tidak kecil. Berdasarkan data dan informasi sektor

I

I

I

Mayoritas tingkat pendidikan
peternak adalah SD dan SMP
sehingga dapat mempengar-uhi
kompetensi, kreativitas dal
inovasi peternak dalamI

I menghasilkan komoditas
I peternakan berkualitas dan

berdaya saing
2 | Belum adanya inisiatif dalam

I membentuk kelompok ternak

I

untuk menjadi wadah sharing

I

I

I

I
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kehutanan beberapa tahun terakhir, dapat dirumuskan permasala-hal yang
dikelompokkan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Tabel 2. 97 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Kehutanan di Provinsi ua Ten

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4.5 Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Bidang Energi darr Sumber Daya Mineral merupakan salah satu

urusan pilihan yang diselcnggarakan untuk mcmastikan pcngclolaan mineral, batu
bara, panas bumi dan air tanah; pengelolaan minyak dan gas bumi; pelaksanaan
inventarisasi geologi; serta akses penyediaan listrik secara optimal. Pemetaan masalah
pokok, rumusan masalah dan akar masalah urLlsan bidalg energi dan sumber daya
mineral terdapat dalam Tabel 2.98.

Tabel 2. 98 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dal Akar Masalah Urusan
Bidan En dan Sumber D a Mineral di Provinsi Pa aT

1 Perubahan lahan yang tidak
produktif menj adi produktif
masih rendah

1 Serapan emisi
masih rendah
dari seldor
kehutanan
dan lahan

2 Kelembagaan pengelolaan
kawasan hutan dan modal sosial
masih lemah

1 Belum optimalnya pengawasan
r--L^,1^^ -1.^-; -i -- l-"'r^- --*^c!rrrqsql/

kawasaa lindung

2 Belum
optimalnya
penjagaan dan
pengawas€rn
terhadap hutan
dan kawasan
lindung

2 Be1um adanya regulasi
khusus terkait pengelolaan
hutan dan sumber daya alam
Hayati

1 Pendampingan kepada
masyarakat sekitar hutaa masih
rendah

2 Dukungan SDM pendamping
serta sarana dan prasarana
*^^:L + ^-L^+^ ^

Jaringan pemasaran hasil
produksi masyarakat sangat
terbatas

Belum optima-inya
pelaksanaan
pembalgunan yang
memastikan
pengelolaan yang
berkelanjutan di
bidang kehutanan

3 Nilai tambah
hasil
kehutanan
masih
rendah

4 Belum optimalnya pengelolaaa
hasil hutan kayu dan hasil hutan
bukan kayu

1 Belum efektifnya proses perizinan
pertambangan (IUP)

a El-l' '* ^*r i*^Iurluur vP urlr4rrJ u Pwrr6urYurdr
pertambangan emas tanpa izin (PE"TI
Kuarrtitas dan kualitas penelitian dan
survei pelayanan geologi masih
sangat kurang

1. Rendahnya kompetensi tenaga ke{a
lokal di sektor pertambangan

5 Rendahnya daya serap sektor
pertambangan dalam menyerap
produk-produk pertanian lokal

1 Belum
maksimalnya
peranan sekto:'
pertambangan
dalarn mengatasi
ketimpangan
pendapatan
antar personal
maupun antar
selrtor

1 Rendahnya
produktivitas
6a1,+^r -h-rai

dan sumber
daya mineral

2 Rendahnya
akses
masyarakat

1 Minimnya ketersediaan energi listrik
untuk kegiatan rurnah tangga,
industri dan perkaltoran

I

I

I

Rumusan MasalahPokok Masalah Akar Masalah

I Pokok Masalah I Rumusan Masalah I Akar Masalah
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Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.1.4.6 Urusan BidangPerdagangan
Urusan bidalg perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang

diselenggarakan untuk memastikan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
terpenuhinya kebutuhan sarala distribusi perdagangan; mendorong stabilitas harga
barang kebutuhan pokok; mengembangkan ekspor; serta menyelenggarakan
standarisasi dan perlinduogan konsumen. Pemetaan masalah pokok, r-umusan
masalah dan akar masalah urusan bidang perdagangan di Papua Tengah terdapat
dalam Tabel 2.99.

Tabel 2. 99 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bidan di Provinsi Pa aT

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.L.4.7 Urr.san BidangPerindustrian
Urusan bidang perindustrian merupakan salah satu urllsan pilihan yang

diselenggarakan untuk memastikan perencanaan pembangunan industri; penerbitan
izin usaha industri; serta kontribusi industri terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urlrsan
bidalg industri di Papua Tengah terdapat pada Tabel 2.1OO.

Tabel 2. 100 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan

2 Penyediaan sumber daya energi listrik
pada kampung yang sangat terbatas
dan tidak merata

terhadap
sumber daya
energi
listrik 3 Rendahnya pemanfaatan energi listrik

baru terbarukan

1 Belum efisien dan efektifnya jaringan
distribusi perdagangan

2 Besamya biaya transportasi untuk
distribusi perdagangan

? Eral, rm ^ntirt-lnva aistFm nencalala

data dan informasi perdagangaa
4 Minimnya kualitas pasar ralryat dalam

meningkatkan konsumsi produk
domestik yang beredar di pasar rakvat

1 Belum
efektifnya
penataan
sistem dan
sarana
distribusi
perdagangan

1 Rendahnya kuantitas dan kua-litas
produksi industri kecil lokal serta
produk kerajinan yang dapat
dipasarkan

2 Minimnya diversifikasi produk bernilai
tambah berbasis berbasis SDA

? Belum optimalnya pengembangan
sumber daya manusia sektor
perdagangan

2 Belum adanya
standar mutu
komoditas

1 Belum adanya jaminan ketersediaan
barang dalam iumlah vang cukup

Belum
terlaksananya
pengawasan
dan
pengendalian
barang

a

Belum
maksimalnya
kontribusi
sektor
rtetrTaoerroart
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

1 Belum
optima-1nya
dukungan

I Lemahnya kualitas SDM dalam
pengolahan produk dan peningkatan
kualitas/mutu

Rendahnya

sektor industri

Bi Perindustrian di Provinsi ua Ten

Pokok Masalah I Rumusan Masalah I Akar Masalah

I

Belum adanya jaminal harga yang
terjangkau serta terhindar dari praktik-l
praktik perdagangan yang tidak sehat 

I

Pokok Masalah I Rumusan Masa.lah I Akar Masalah

I

I

Pokok Masalah I Rlr*u"r, Masalah Akar Masalah
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Lemahnya tingkat partisipasi
pemegang izin usaha industri dalam
menyampaikan laporan yang terkait
dengan nilai investasi, kapasitas
terpasang, realisasi produk dan
penjua-lan hasil produk yang
dihasilkan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.5 Urusan Pemerintahan Penunjang
It-,-^- ----;-+^L^- ---,,-i^-- +--l;; -+--. /11 ,,'.,-^- la;l--^ --.$6;6+^L^6Plr1rurur.4r4aPlraqrrlllrS tarq^uo(!ruru4r6P!rrrlrurla,.xr

umum; (2) urusan bidang aparatur dan kepegawaian; (3) urusan bidang keuangan
daerah; (4) urusan bidang perencanaan pembangunan daerah; serta (5) urusan bidang
pengawasan pembangunal daerah.
2.3. 1.5. 1 Urusan Bidang Pemerinta-han Umum

Berdasarkan pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2O14, urusan pemerintahan umum
mencakup: (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan .,Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar
atau UUD 1945, pelestarian Bhineka T\rnggal lka, serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan NKRI; (2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; (3)
Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan
lalnnya gurna mewujurdkan stabilitas keamanan loka,l, regional, dan nasiona.l; (4)
Penanganan konilik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah
daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota; serta (6) Pengembaagan kehidupan
demokrasi berdasarkan Pancasila. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan
akar masala1 urusan pemerintahan umum Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2. 101.

Tabel 2. 1O1 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Bi Pemerintahan Umum di Provinsi

2 Belum optimalnya dui<ungan
infrastruktur seperti jalan, listrik, air
dal sarana pengelolaan limbah/
persampahan dalam pengembangan
industri

sumber daya
manusia, modai
dan
infrastruktur

Lemahnya akses permodalan untuk
industri kecil da-n menengah

1 Belum terlaksalanya pengembangan
sentra Industri kecil berbasis pertanian,
perikanan dan perkebunan yang
berkelaniuran dan inklusif

2 Belum
terwujudnya
daya saing,
kemandirian dan
penguasaan
pasar industri
pengolahan

2 Belum memadainya kuantitas dan
kualitas produksi dan industri kecil
lokal serta produk kerajinan yang
dapat dipasarkan

1 Rendahnya kualitas kelembagaan
--l ^l^, i-.1,, -+;Percr^q arrqqou I

dalam
perekonomian
wilayah

Belum
terwujudnya tata
kelo1a
perindustriarr
yang berdaya
saing dan
berkelanjutan

2

I Kuatnya prinsip money follow function
d,an moneg follou-t organization, serta
belum efelc.ifnya implementasi moneg
follout proqramme

2 Belum optimalnya koordinasi dan kerja
sama antar-unit keq'a dan antar-
instansi serta dengan mitra strategis
lainnya

Belum
maksimalnya

memberi
pelayanaa publik
Secara
transparan dan
akuntabel

1 Belum
optimalnya

kewenangan
pemerintahan,
keiembagaan
dan
tata laksana
pemerinta.l.an
umum

Belum optimalnya koordinasi kebijakan
pembangunan antar yurisdiksi, distrik,

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah

I

I

I

I

I

I

I

I

Pokok Masalah I Rumusan Masalah I Akar Masalah

I
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Belum optimalnya koordinasi,
perencanEran, implementasi serta
monitoring evaluasi penyelenggaraan
kebi akan Otonomi Khusus Pa a

Rendahnya kewenangan Lembaga MRP
dalam mengawal program-program
f)tnrrnrni l{hrrcrrs wancr rnr-ncrarah nqda
pemberdayaan perlindungan dan
keberpihakan Masyarakat Asli Papua.
Kewenangan hanya memberikan

ban atau konsultatif
Belum optimalnya peiayanan distrik,
kelurahan dan kampung kepada

arakat

Belum memadainya pelaporan
n awaban

kelurahan dan kampung
4

Belum optimalnya koordinasi
penyelenggaraan program-program
Otonomi Khr-15115

6 Belum efektifnya penataan
kelembagaan daerah yang sesuai
dengan kewenangan khusus yang
dilaksanakan terkait dengan kebijakan
Otsus Papua Tengah

7 tselum optimalnya koordinasi kebrjakan
kesejahteraan masyarakat dan
perlindungan sosial serta afirmasi
terhadap OAP

8 Masih terdapat persoalan tanah ulayat
yang belum selesai Lrntlrk
pembangunan sarana prasarana
pemerintahan

9 Belum optimalnya pelaksanaan SPM di
tingkat Provinsi maupun
kabupaten/kota

10 Belum optimalnya penataan
ketatalaksanaan dan kelembagaan
perangkat daerah

tl

2 Belum
optimalnya
kualitas
akuntabilitas
kinerja

1

Belum optimalnya ketersediaan data
yang akurat dal komprehensif untuk
pembangunan daeralr

3

Pcr Larrtturrtl
penyelenggaraan pemerintah daerah

4 Rendahnya capaian kinerj a
penyelenggaraan pemerintahan

5 Pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan selama ini
belum sepenuhnya melibatkan autl
societg

6 Belum optimalnya penerapan nilai dan
budaya kerja yang profesional, jujur,
dan bersih di setiap ieniang birokrasi

7 Publikasi darr diseminasi kebijakan
Pemerintah Provinsi belum memadai

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

I

I

I

I

I

5

I

2
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2.3.I.5.2 Urusan Bidalg Aparatur dan Kepegawaian
Urusan bidang aparatur dan kepegawaian berkaitan dengan manajemen

kepegawaian daiam peningkatan profesiona-litas aparatur, peningkatan kualitas
administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada
sistem merit. Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur memiliki nilai strategis
dengal adanya pelaksanaarr siklus manajemen kepegawaian di Pemerintahan Daerah.
Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang
aparatur dan kepegawaian di Papua Tengah terdapat pada Tabel 2.102.

Tabel 2. 1O2 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusal
A atur dan K di Provinsi Pa T

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.5.3 Urusan Bidang Keuangan Daerah
Urusan keuangan berkaitan dengal kinerja pendapatan daerah, alokasi

belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan
keuangan. Pemetaan pokok masalah, rumusErn masalah darr akar masalah urusan
bidang keuangan di Papua Tengah terdapat pada Tabel 2.1O3.

1 Ketersediaan ASN di h-ovinsi Papua
Tengah belum mencukupi kebutuhan
daerah

2 Rendahnya kualitas/ kompetensi SDM
ASN sesuai tugas dan fungsi

3 Rendahnya kemampuan pengelolaan
data informasi berbasis komputer

4 Masih kurangnya Penempatan ASN
pada Jabatan tertentu berdasarkan
kompetensi iabatan

5 Masih rendahnya jumlah ASN yang
telah mengikuti Diklat Pimpinan

6 Rendahnya jumlah Calon Pegawai
Negeri Sipil yang mengikuti Diklatsar
CPNS

7 Belum terbentuknya kebijakan
ltrPtBawalanr ytl'lrB, qrtEsua.lr,l'anr ucrlBiur
kebiiakan Otsus Papua

1 tlcr urll
optima-lnya
kompetensi,
distribusi dan
pelayanan ASN

8 Rendahnya mentalitas ASN terkait
disiplin dan kinerja

1 Belum efektifnya sosialisasi sistem
penilaian beban ke{a pegawai

2 Belum berkembangnya sislem reutard
untuk ASN berprestasi dan
punistanent ddam penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Belum
optimalnya
kelembagaan
dan tata
laksana
aparatur dan
kepegawaian 3 Belum adanya sistem database dan

informasi ASN yang terintegrasi,
komprehensif dan berbasis kine4'a

1 Kurangrrya sarana penunjaag akses
informasi dan komputer

2 Model egouemment rl:.aslh didominasi
perspel:tif p,-o uidei' tun ggal dan tidak
terinteprasi

3 Belum adaiya tata kelola sistem
pemerintahan berbasis elektronik
yallg terpadu

Belum optimalnya
kapasitas
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Belum
optimalnya
sistem
nemprintahan

berbasis
elektronik

I

Pokok Masalah i Rumusan Masalah I Akar Masalah

t'
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Tabel 2. 103 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah darr Akar Masalah Urusan
Bidan K di Provinsi ua Ten

Belum
optimalnya
birokrasi
dalam
memberi
pelayanan
publik secara
transparan
dan
akuntabel

Belum optimalnya
kontribusi PAD
terhadap
pembiayaan
pembangunan
daerah

Belum optimalnya
kualitas
akuntabilitas
kinerja

1

4

Penyampaian LKPD tidak tepat
waktu

2 1

3

4

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

2.3.1.5.4 Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan perenc€rna.rn berkaitan dengan perencanaan daerah dalam jangka

panjang, menengah, dan tahunan; perencaaaan wilayah dan tata ruang; serta berbagai
perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam
implementasi urrsar perencErnaan, pembangunan daerah di Papua Tengah terdapat
dalam Tabel 2.1O4. berikr-rt.

1 Belum optimalnya pengelolaan aset
daerah dalam mendukung
peningkatan pendapatan daerah
Belum akuratnya database pajak
clan retritrusi serta objek
pendapatan daerah lainnya

2

Belum optimalnya pelayanan
pajak dan retribusi daerah, baik
mela.lui Samsat maupun instansi
pemunzut lainnya

2 Penyusunan APBD yang tidak tepat
waktu

3 Belum optimalnya evaluasi laporan
pertanggun giawaban APBD

4 Belum optimalnya Implementasi
Analisis Standar Belania Daerah

5 Hn sip ualue for moneg daTarn
perencanaan dan penganggaran
belum sepenuhnya dipahami dan
diimplementasikan

6 El-lrrd ^h+;'- al-. 'a *-a--anaa aTDT')

Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Belum optimalnya implementasi

regulasi pengelolaan dana Otonomi
Khusus

2 Kurang optimalnya pelaporan
pengelolaan dana Otsus

Belum optimalnya
kine{a
Penyelenggaraan
Otonomi Khusus

3 Belum tersedianya nomenklatur
belanja dan program kegiatal
khusus Otonomi Khusus

I Masih kurangrrya SDM pengelola
keuangan daerah vang tersertifikasi

2 Belum maksimalnya digitalisasi
pengelolaan keuangan daerah baik
aspek pendapatan maupun aspek
belania

Belum optimalnya
kapasitas aparatur
keuangan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

I

I

Masih rendahnya kontribusi unit
usaha BUMD dalam pengelolaan
potensi unggulaa daerah terhadap
PAD

I

I

I

Rumusan Masaiah i Akar Masalah
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Tabel2. 104 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Perencanaan Pem Daerah di Provinsi Pa Ten

1 Kurang optima.lnya ketersediaan dan
kua-1itas data untuk mendukung
perumusan kebijakan dalam perencanaan
pembangunan

2 Belum optimalnya pemanfaatan hasil
kajian penelitian dan pengembangan
dalam pembangunan daerah
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas
SDM perencanaan dalam menJrusun
dokumen perencanaan pembangunan
daerah
Penyusunan dokumen perencanaan
sepenuhnya memperhatikan masalah
lingkungan hidup khususnya terhadap
I ^--^t - t:-^1-,--^- L:1,.-oampali ungrungan nioup yarig
diakibatkan

5

1 Belum optima-lnya
perencanaan
pembalgunan
yang berorientasi
hasil

Belum optimalnya kajian-kajian dan
perenc€rnaan khusus konstekstual Papua
Tengah
Koordinasi dalam rangka upaya
sinkronisasi perencanaal dan

1

penganggaran pembangunan belum
berialan optimal

2

2 Belum optimalnya
sinergi antar
perencanaan,
penganggaran dan
pelaksanaan Lemahnya tingkat pemahaman terhadap

mekanisme perencanaan pembangunan
dalanr peiaksanaarnya secara efektif dan
efisien

I Cakupan pendataan OAP secara berkala
dengan menggunakan SIO Papua yang
terintegrasi belum 1OO%. Padaha-1,
cakupan pendataan OAP berkontribusi
dalam memastikan pelaksanaan OTSUS
bermanfaat basi OAP.

2 Terdapat OPD di tingkat provinsi dan
kabupaten / kota yang belum memahami
dan menjalankan sepenuhnya pembagian
kew'enangarr urLisan berdasar-kan PP 106
Tahun 2021

3 Belum tersedianya instrumen
perenczrnaan khusus untuk
pelaksanaan Otonomi Khusus di ievel
Provinsi. kabupaten /kota dan juga
Kampung. Perencanaan Otsus saat
ini masih digabung dengan perencanaan
umum daerah

Belum opLimalnya
Penyelenggaraan
Perencalt.aan
Otonomi Khusus
Papua

4 Mekanisme dan Tata Cara Musrenbang
OTSUS masih digabung dengan
Musrenbang RKPD

1 Belum optimalnya pelaksanaan
monitoring dan evaluasi program-program
pembangunan yang dikaitkan dengan
dokumen-dokumen perencanaan

4 Terdapat
permasalahan
pengelolaan dan
manajemen
perencanaan 2 Belum terlaksananya penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan
daerah tepat waktu

Belum
optimalnya
kualitas dan
l<rantitas
perencanaErn
pembangunan
dal penataan
ruzrng

Pokok Masalah Akar MasalahMaRumusan Lsalah

u
I

I

l

I

I

I
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Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.5.5 Urusan Bidang Pengawasan Pembalgunan Daerah
Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem

pengendalian intem pemerintah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan
akar masalah urusan bidang pengawasan pembangunan daerah di Papua Tengah
dapat dilihat pada Tabel 2. 1O5.

Tabel 2. 105 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan
Pemb an Daerah di Provinsi P

Belum optimalnya upaya pencegahan
korupsi dan rendahnya kesadaran
pejabat untuk melaporkan harta

3 Minimnya Standard Operasional dan
Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi,
sini<ronisasi, dan integrasi perencanaan
dan p enganggaran pembangunan lintas
OPD, termasuk hubungan perencanaan
dengan provinsi dan pemerintah pusat

4 Belum optimalnya penjaringan aspirasi
masyarakat di semua jenjang
pemerintahan melalui mekanisme
Musrenbang

5 Kurangnya kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan
pembangunan daerah

6 Indikator lGneq-a Utama (tKU) OPD belum
SMART (Specific, Meostrable, Achieuable,
Realistic, and Tim*Boun@ dan terstrulrtur
(ter-cascadingl

1 Belum optimalnya reviu terhadap
dnkr rrnen Perencanaan Anqqaran dan
dokumen lainnya (RPJMD, Renstra,
RKPD, KUA PPAS, Renja dan RIG)
Masih rendahnya Implementasi SPIP di
Lingkup Pemerintah Daerah

2

Masih rendahnya capaian penyelesaian
rekomendasi temuan hasil perneriksaan
BPK
Belum optimalnya pengawasan dan audit
penyelenggaraan program program Otsus

4

5 Belum terbentuknya wadah /majelis
Tuntutan Ganti Rugi
dan Saberpungli dalam raagka
penyelesaian kerugian
daerah serta menunjang pelayanan
Publik

I Belum
nntimalnva
pengawasan
internal
pemerintah
daerah
melalui audit,
reviu,
evaluasi,
pemantauan,
asistensi dan
kegiatan
pensawasan
lainnya

Pekeq'aan tidak sesuai spesifikasi teknis,
mark up harga, kurang volume pekerjaart
dan pekerjaan tidak tepat
waktu
SDM APIP di Pemerintah Daerah belum
memiliki pemahamal yang memadai
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemenntah (SPIP), Sistem Ai<unta bilitas
Kineria Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Belum
optimalnya
Sistem
akuntabilitas
dan
pengawasan
dalam
pengeloiaan
dalam
pembangunan
daerah

Belum
optimalnya
kapasitas dan
integritas SDM
tentarlg
akuntabilitas
darr
pengawasan
pengelolaan
pembangunan
daerah

I

I
I

I

I

I

Rumusan uasalah IPokok Masalah Akar Masalah

t'
I
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Sumber: Hasil Analisi"s, 2O23

2.3.1.6 Permasalahan Pembaagunan Daerah
Papua Tengah menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahaa dalam

melaksanakan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dan solusi
berkelanjutan. Seperti

i. Infrastruktur yang Terbatas
Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan raya, transportasi, dan energi dapat
menjadi hambatan utama untuk pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas ke
wilayah pedaiamari. Hal ini mcnyulitkaa distribusi barang, pelayarrarr
kesehatan, dan pendidikan.

ii. KetidaksetaraanPendidikan
Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi masalah di
beberapa daerah Papua Tengah. Faktor geogralis yang sulit diakses, kurangnya
sarana pendidikan, dan tantangan keamanan dapat menghambat kesempatan
pendidikan bagi masyarakat setempat.

iii. Kesejahteraan dan Kemiskinan
Meskipun Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar,
beberapa masyarakat di wilayah ini masih menghadapi tingkat kemiskinan yang
tinggi. Pemisahan geografis dan kendala aksesibilitas mempersulit upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

iv. Masalah Kesehatan
Layanan kesehatan di beberapa wilayah mungkin terbatas, dan akses ke
fasilitas kesehatan sering kali sulit. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan
masyarakat, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak, serta penyebaran
penyakit menular.

v. Ketegangan Sosial dan Konflik
Beberapa daerah di Papua Tengah masih mengalami ketegangan sosial dan
konllik, baik yang berkaitan dengan isu-isu pemekaran wilayah, hak asasi
manusia, atau ketidaksetaraan ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi stabiiitas
dan keamanan wilayah.

vi. Konservasi dan Pembangunan Ekonomi
Tantangan keseimbangal antara pelestarian lingkungan dan pembangunan
ekonomi dapat menjadi kompleks di Papua Tengah. Eksploitasi sumber daya
alam yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem alam dan berpotensi
mengancam keberlanjutan lingkungan.

vii. KetidaksetaraanGender
Beberapa masyarakat di Papua Tengah masih menghadapi ketida-ksetaraan
gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan rumah
tangga. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender menjadi
aspek penting dalam pembangunan wilayah ini.

viii. KeterbatasanAksesTeknologi
Beberapa wilayah mungkin masih mengalami keterbatasan akses terhadap
teknologi informasi dan komunikasi. Ha-l ini dapat menghambat konektivitas
dan akses informasi bagi masyarakat.

ix. Keterlibatan Masyarakat Lokal
Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan
dan pengambilan keputusan pembangunan masih merupakan tantangan.
Peningkatal dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat
membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif.

2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah
Isu strategis memberikan gambaran tentang permasalahan pokok

pembangunan maupun peluang yang merentang mulai konteks internasional,
nasional, maupun regional di Tanah Papua. Berbagai isu tersebut membentuk
lingkungan strategis bagi Provinsi Papua Tengah, yang kemudian sebagai dasar dalam
perumusan isu strategis pembangunan Papua Tengah. Isu strategis sendiri diartikan

Sistem Akuntaasi Pemerintah Daerah
(SAPD}

| "otot 
Masalah I n,r-rr""l, Masalah Akar Masalah

I
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sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah.
Isu strategis memiliki kara-kteristik bersifat penting, menciasar, mendesak, berjarrgka
menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggara.rn pemerintah
daerah di masa mendatang.
2.3.2.1 Isu Internasional

Pemerintah nasional dan sub nasiona-l di berbagai negara memiliki kewajiban
untuk merespon berbagai permasalahan internasional sebagai akibat dari adanya
perkembangan zaman dan dinamika sosial politik di tingkat globa]. Berbaeai isu
internasional kerap muncul seiring kemajuaa teknologi maupun dari skema kerl'a
sama internasional, misalnya Sustainable Deuelopment Goals (SDGs) atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah di respon oleh pemerintah Indonesia di
tingkat nasional melalui Perpres No. 59 Tahun 2017. Seiain itu, perkembangan
tek'rologi tidak dapat ditrentikan, revolusi Industri 4.0 telah rnenciptaka-n peiuarrg
sekaligus tantangan yang besar bagi setiap warga negara dan lembaga pemerintah
untuk menata kemba-li eksistensi mereka dengan mempercepat digitalisasi yang
dianggap bisa meningkatkan elisiensi dan efektivitas. Di tengah gencarnya
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, aspek lingkungan juga turut menjadi
lagian penting yang harus diperhatikan. Isu pemanasan global kerap menghantui
berbagai belahan dunia di tengah maraknya pembangunan di berbagai negara. Adapun
penjelasan secara lebih rinci mengenai isu-isu internasional yang sedang bergulir
dapat dilihat pada bagran berikut.
2.3.2.7.7 Sustainable Development Goals (SGDs)

&tstainable Deuelopment Goals (SDGs) merupakan buah kesepakatan global
sebagai tJndak lanjut dai MillenniLLm Deuelopment Goals (MDG$ yang mulai diadopsi
oleh berbagai negara sejak September 2O15. Negara-negara anggota PBB mengangkat
rangkaian Agenda SDGs 203O dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk memobilisasi negara- negara di dunia untuk
mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, dan mengatasi
perubahan iklim. Sebagai sebuah tujuan global yang berorientasi lebih jauh untuk
mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan ketimpangan, SDGs mengaj ak seluruh
negara dengan berbagai kekuatan ekonominya untuk mempromosikan kesejahteraan
global sekaligus melindungi planet bumi dari berbagai ancarnan keamanan. Guna
mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis muiai dari
merumuskan sasar€rn yang tepat dan strategi yalg berfokus pada pertumbuhan
ekonomi dan kemampuan untuk menalgani berbagai permasalahan dalam bidang
sosial, pendidikan, kesehatan, kesempatan ke{a, serta mengatasi perubahan iklim.

SDGs sebagai upaya pembangunan global memiliki 17 tujuan yang meliputi
beberapa aspek pembangunaa dan terdiri atas 4 pilar, yaitu: 1) Pembangunan Sosial;
2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembaagunan Lingkungan; dan 4) Pembangunan
Hukum dan Tata Kelola. Selanjutnya, 77 tujual pembangunan tersebut dilengkapi
dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target tersebut
merupakan kesepakatan global yang perlu ditindaklartjuti oleh seluruh lapisan
pemerintahan, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, hingga level
kabupaten/kota. Adapun 17 tujaun dari SDGs yang perlu dijadikan pijakan dalam
melihat isu-isu strategis di level giobal adalah sebagai berikut:
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknyal
2. Mengakhiri kelaparan , mencapai ketahanal pangan dan peningkatan gizi;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan baSI semua di

segala usia;
4. Menjamin kuaiitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai keseta:'aan gendel dan mernbeldayakan sernua perernpuan da:r a-nak

perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7 . Menjamin akses energi modem yang teq'angkau, dapat diandalkan dan

berkelanjutan untuk semua, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang
inklu sif dan berkelanjutan ;

8. kesempatan ke4'a penuh dan produktif dal peke{aan yang layak untuk semua;
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9. Membangun infrastruktr.rrtangguh, mempromosikan industrialisasi
inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;

iO. Mengurangi ketimpangan di daiam dan di altara negara-negara;
I l. Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan

berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memaafaatkan samudera, laut dan sumber daya kelauian

untuk pembangunan berkelanjutan ;
15. Melindungi, memulihkaa dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan

pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifrkasi, dan
menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilalgrrya
keanekaragaman hayati;

16. ivlernpromosikarr rnasyarakat yang dartrai dan irrklusif untuk pernbalgurrar
berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bqgi semua dan
membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
dan

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangr:nan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian TPB, terdapat 236 indikator SDGs yang merupakan kewenangan provinsi.
Berdasarkan hasil indentifrkasi awal terkait kesesuaian indikator SDGs dengan kondisi
kewilayahan Papua Tengah, maka terdapat 224 (95o/o) Indikator SDGs yang sesuai
dengan kondisi dan kewenaagan pencapaian SDGs di Provinsi Papua Tengah. Guna
memastikan pencapaian seluruh target indikator -SDGs di Papua Tengah, maka
diperlukan penJrusunan dokumen RAD TPB/ SDGs yang selaras dengan perencaanaan
jangka Panjang Provinsi Papua Tengah. Ha-l ini harus menjadi bagiaa dari komitmen
Pemerintah Provinsi Papua Tengah da-lam upaya pencapaian SDGs hingga tahun 203O.
2.3.2.1.2 Pemanasan Global

Di tengah era globalisasi ini, faktor kelestarian lingkungan perlu menjadi
bagran penting yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi di
mana upaya pembangunan yang turut memperhatikal aspek lingkungan semakin
mengalami penurunan. Jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat, maka ancaman
global warming akan turut merusak kondisi lingkungan hidup. Global warming
merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam dan dapat
mengakitratkan kekeringan, kelangkaan trahan pangan, banjir bahkan dapat menjadi
faktor utama bencana alam lainnya. Oleh karena itu, antisipasi dalam bentuk
kebijakan terhadap isu global warming menjadi penting untuk dilakukan oleh
pemerintah di berbagai dunia. Hal tersebut dapat dilakukan sejak tahap perencanaan
pembangunan. Berbagai bentuk upaya pembangunan harus memiliki strategi dan
eksekusi yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Kebijakan pembangunan yang ramah iingkungan perlu dilakukan agar
kelestarian alam dapat terjaga dan dampak dari globaf warming dapat diminimalisir.
Sebagai salah satu upaya antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan
perlgawasan peruntukan lahan yang ketat dalam pembangunan, khususnya yang
melibatkan wilayah hutan. Hal ini dilakukan guna memastikan porsi lahan hijau di
suatu wilayah tetap tedaga. Dengan adanya permasalahan pemalasan global,
pentingnya suatu kebijakan yang mengatur wilayah Papua Tengah terutama lahan-
lahan hijau yang merupakan paru-paru dunia.
2.3.2.1.3 Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.O merupakan istilah untuk menggambarkan tren
otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur termasuk sistem cyber-
fisik, internet of things (IoT), komputasi awan, komputasi kognitif, dair artificial
intelligence. Istilah ini bermula dari inisiatif untuk membuat industri manufaktur
Jerman lebih kompetitif dan kemudian istilah ini diadopsi secara global. T\rjuannya
adalah untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan secara otonomi,
memantau aset dan proses secara real-time, dan dunia yang lebih terintegrasi. Revolusi
Industri 4.O merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan
mengintegrasikan dunia daring dan lini produksi di industri di mala semua proses
produksi be{alan dengan internet sebagai penopang utama.
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Perkembangan teknologi yang memunculkan revolusi industri 4.0 juga
mendorong hadirnya perbaikan sektor pubiik. Berbagai pihak memprediksi bahwa
keuntungan dari revoiusi industri mampu mendisrulsi pra.ktik-prai*ik tradisional
dalam perryelenggaraan pemerintahan. sebagai contoh-, warga negara memiliki akses
yang lebih luas terhadap data publik dan mampu memproduksilerta menyebarkan
isu-isu kepublikaa kepada khalayak. Di waktu yang bersamaan, ekspektasi publik
terhadap p-enyelenggaraan pemerintahan juga semakin meningkat sliring dlngan
tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta otomatisasi darr dieitalisasi dalam
pelayanan publik.

Namun demikiaa, hadirnya revolusi industri 4.0 juga memiliki tantangan yang
setara dengan manfaat yang didapat. Salah satu hal yang paling kompleks ada-lah
proses digitalisasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. proses ini sudah mulai
dilakukan dan ditemukan dalam berbagai jenis layanan publik, seperti pendidikan,
kcschatan, perdagalgan, perirrdustriarr, pariwisata, dan sektor iainnya. Narrrun
demikian, berbagai tantangan banyak ditemukan, terutama berkaitan dengan
kesiapan SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Upaya perbaikan
perlu terus dilakukan, mengingat manfaat yang akal didapatkan cukup besar. Upaya
digitalisasi perlu dijadikan sebagai katalisator dalam upaya-upaya perbaikan
pelayanan publik dan pembaagunan daerah dengan syarat harus memperkuat bagial-
bagian yang masih 1emah.

Untuk memperkuat transformasi digital, kebijakan yang berkaitan dengaa hal
tersebut di Indonesia telah diarahkan pada dua sektor prioritas, yaitu pelayanan
publik dan pengembangan ekonomi lokal. Pertama, pelayanan publik telah melakukan
transformasi digital sejak disahkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2OO3
tentaog Kebijakan dan Sttategi Nasional Pengembangan E-Gouemmen-t. Pengembangan
E-Gouernment mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaErn, penganggaran,
dan pelayanan publik berbasis elektronik. Kedua, transformasi digital di bidang
ekonomi juga telah dilakukan sejak pemerintah melihat potensi besar ekonomi
berbasis digital. Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan
ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam lima besar ekonomi
dunia pada tahun 2030. Demii<ian pula, besarnya potensi ekonomi digital <iiprediksi
akan berkontribusi terhadap 10% PDB pada tahun 2025.

Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkal secara optimal
oleh pemerintah karena beberapa tantangan mendasar. Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) mengatakan bahwa setidaknya ada lima tantangan transformasi digital
di Indonesia dari perspektif investasi, yaitu: 1) ryber security atau keamanan data
digital; 2) persaingan yang semakin ketat dan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek;
3) kualitas sumber daya manusia; 4) ketersediaan jaringan internet; dan 5) regulasi
yang belum sesuai dengan perkembangan zarnan.

Pada konteks daerah-daerah di Indonesia, digitalisasi pelayanan publik dan
ekonomi perlu mendapatkan perhatian iebih. Selain sebagai upaya untuk
mengakselerasi, pelayalan di level daerah merupakan yang paling dekat j angkauannya
dengan masyarakat. Di sektor pelayanan publik dan pemerintahan, pemerintah daerah
berpeluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Namun demikian, tantangan
pada sisi SDM dan aksesibilitas perlu diintervensi lebih serius. Meskipun terlihat
sebagai konsep yang terat' dan belum begitu relevan dengan konteks wilayah di
Provinsi Papua Tengah, beberapa aspek dari revolusi industri 4.0, seperti E-
Gouernment darr keamarran data menjadi sesuatu yang berguna untuk perbaikan
layanan publik. Oleh karena itu, isu terkait revolusi industri 4.O perlu menjadi satu
bagian yang dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan di lingkup Provinsi Papua
Tengah di tahun yang alan datang.
2.3.2.2 Isu Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya,
tetapi menghadapi berbagai perubahan Lingkungan strategis yang sangat pesat di
masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya
pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi,
sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan
sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan
manajemen pembangunan.
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2.3.2.2.L Kependudukan
Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya

meiambat. Pada tahun 2o22, indonesia adalah negara dengan jumiah penduduk ke-4
tgrbesar di dunia, yaitu sebesar 277 Jt;fta jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang
diperkirakan sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk akan melambat rata- rata
tahun 2025-2045 di bawah I persen, sehinggajumlah penduduk Indonesia pada tahun
2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa.

Jumlah penduduk yarrg besar dapat memberikan peluang sekaligus ancaJnan
bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi
pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya
manusia produktif. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki pasar
yang besar, terutarna untuk produk-produk dalam negeri. HaI ini dapat meningkatkaa
daya saing Indonesia dalam pasar global dan dapat meningkatkan investasi asing di
Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk yang'oesar juga rnenjadi potetsi tenaga kerja
yang besar, yarrg dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi,
termasuk sektor-selrtor yang berpotensi menghasilkan lapangan ke4'a yang besar
seperLi sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

Indonesia akan mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan
jumlah penduduk usia produktif yang cukup ting{ sebagai pendorong utama
pembangunan. Dengan strulfilr penduduk yang menguntungkan, di mana rasio
ketergantungan di bawah 5O persen yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 15
tahun ke depan, Indonesia mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demografi,
yaitu menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan.
Bonus demograli akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi apabila peran mereka terus ditingkatkan melalui peningkatan
produktivitasnya.

Gambar 2. 13 Rasio Ketergantungan Indonesia 2O2O-2O5O
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2.3.2.2.2 Produktivitas Renciah
Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.
Rata-rata produktivitas yang tecermin dari Totol Factor Productiuitg (TFP) Indonesia
selama tahun 2OO5-2O 19 tumbuh negatif sebesar 0,66. capaian tersebut relatif
terlinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih
berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971- 1995 dan juga Tiongkok
sebesar 1,60 selama kurun waktu 2OO5-2O19. Kondisi produktivitas yang rendah
tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas sDM yangjauh tertinggal terlebih pada
perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan



- 104-

darr teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif,
regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

Produkrivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan
Ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2OOS-201O, ekonomi
Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi
melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2O1O-2O1S. pertumbuhal
ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2OIS-2O19
dan mencapai 5.3 persen padaTahun 2022.
2.3.2.2.3 Perubahan Iklim

Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori "kode
merah bagi manusia." Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan
suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga tahun, 2022, ker,atkan suhu global telah
mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu tahun 190O (NOAA,20231
yang dii<hawatirka-rr akan terus menirrgkat dan melarnpaui 1,5 der4jat Celcius di tahun
2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan
konsentrasi GRKyang signifrkan di atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Kenaika-n
konsentrasi GRK menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek
kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan laut Indonesia berkisar O,7 - O,9
cm/ tahun.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara sigrrifikan
dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat
tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Terdapat
18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga
mengzrncerm hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Selain itu,
penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari perubahan iklim.
Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun selama
periode tahwn 2O2O-2O24 yarrg diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak
dibangun ketahanan ekologi yang memadaj.

Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global.
Pada tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO2e ata\ 2,67 persen dari
total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO2e lQur World in Data
based on tle Global Carbon Projec't,20221. Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut
yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh sektor kehutanan dan
penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan penggunaan produk. Emisi
GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila pembangunan tidak
berubah. Pembangr:nan dan aktivitas perekonomian saat ini masih bertumpu pada
energi fosil, bersifat eksploitatif terhadap Sumber Daya Alam, serta penanganan polusi
dan limbal yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan emisi GRK nasional akan terus
meningkat hingga dua kali lipat mencapai 2,27 GtCO2e di tahun 2045.

Gambar 2. 14 Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
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Gambar 2. 4 Proyeksi Tren Peningkatan Emisi GRK GtCO2e Tahun 2O45

Grafik 2.3.2. Proleksi tren peningkatan emisi cRK (GrCO2e)
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Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak
guna mengurangr Risiko perubahan iklim. Laporan Intergouemmental Panel on
Climate Change (IPCC) tahun 2022 memberikan peringatan bahwa waktu untuk
bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit, Sejumlah temuan terbaru
menunjukkan bahwa dampak krisis peruba.l.an iklim sudah lebih parah dari yarrg
diperkirakan semula, khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air,
kesehatan, kemiskinan dar kematian.
2.3.2.2.4 Pemindahan lbukota IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengurangi ketimpangan
antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, menyongsong tatanan
baru, cara kerja baru, dan mendorong Transformasi Ekonomi Indonesia ke depan.
Undang-undang IKN disahkan pada tanggal 15 Februari 2022. Pernbangunan frsik IKN
telah dimulai sejak tanggal i4 Maret 2O22. Pemitdahan ibu kota ini tidak hanya
memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan
ekonomi baru yang disebut super hub ekonomi IKN.

Pembangunan IKN menjadi miniatur penting dalam transformasi ekonomi.
Menempatkan pembangunan dan pemindahan IKN sebagai core program sejalan
dengan menjadikan IKN sebagai superhub ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat
ekonomi baru. Jadi bukan hanya mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur yang
berbasis value creation tetapi juga mengimplementasikan strategi transformasi
ekonomi Indonesia melalui superhub tersebut yang akan meningkatkan perdgangan
antara wilayah di Indonesia.
2.3.2.2.5 Asta Cita

Asta Cita merupakarr 8 Misi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas
2045 yang dijadikan kebijakan prioritas Program Strategis Nasiona-l Tahun 2025-2029,
di mana secara ketentuan dan kebijakan pemerintah daerah wajib menindaklanjutinya
di dalam penyelarasan arah kebijakan pembangunan, sasaran pembangunan, tujuan
pembangunan yang ingin dicapai, program prioritas pembangunan serta iodikator
pembangunan yang digunakan, dalam menerjemahkan 8 Misi Asta Cita dalam
merencanakan pembangunan di Provinsi Papua Tengah ke depan agai tercapai Papua
Tengah yang Sehat, Cerdas dan Produktif. Berikut ini adalah 8 Misi Asta Cita yang
harus dijadikan landasan kebijakal dalam proses pelaksanaan pembangunan di suatu
daerah, di mana mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua
tengah secara rinci tersirat sebagai berikut :

l. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) ;

2. Memaltapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau,
dan ekonomi biru ;

0
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3. Meningkatkan lapangan kerl'a yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
pengembangan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur ;

4. Memperlmat pembarrgunan Sumber Daya Manusia (SDMi, sains, tei<noiogi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas ;

5. Melaajutkan hilirisasi darr industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri ;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan ;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba ;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan
budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai
rnas5zarakat yarrg adii darr rnad<rnur.

2.3.2.3 Isu Pembangunan Papua
Isu pembangunan Papua merupakan isu dan persoa.lan pembangunan seluruh

wilayah di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Tengah. Isu pembangunan Papua
secafa mako terkait keseiahteraan dan keberdayaan Orang Asli Papua, serta stabilitas
wilayah. Isu Papua lidak hanya sebagai persoalan lokal, melainkan telah menjadi isu
nasional. Pemerintah pusat, oleh karena itu telah merespon melalui berbagai kebijakan
untuk penguatan Otonomi Khusus Papua dan percepatall pembangunan
kesejahteraan. Kebijakan makro berupa revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2O01
mela-lui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021. Regulasi perubahan tersebut telah
memilild atLlran tlrrunan yang memuat detail terkait kewenangan C)tonomi Khusus
Papua hingga amanat pen1rusunan dokumen Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Papua (RIPPP). Sebelum adanya kebijakan makro tersebut, telah
dikeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2O20 tentang
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Strategi
pembangunan Papua yang termaktub di dalam Inpres tersebut, yaitu:
l. Pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan Partisipatif yang

didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Eleldronik (SPBE) dan kebijakan
yang berbasis data dan informasi.

2. Pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan
zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang
Asli Papua (OAP!.

3. Percepatan pelaksarraan program pembangunan berbasis distrik dan kampung di
wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah terluar, pulau-
pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.

4. Penerapal pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pendampingan dan peningkatan terhadap aparatrrr pemerintahan <iaerah dan
pelibatan peran serta masyarakat.

6. Pemberdayaaa dan pelibatan aktif masyarakat lokal, Tokoh Agama dan tokoh
adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

7. Pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua.
8. Peningkatan kerl'a sama. kemitraan, dan kolaborasi dengan mitra pembangunan

internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial,
filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen
kemitraan multi pihak.

9. Peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan
terintegrasi

lO. Peningkata:r kerja sama kementeriarr/iembaga, Tentala Nasionai indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi
kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Pulau Papua menjadi zorra yarrg
aman, stabil, dan damai.

11. Penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
perenc€rnaan, pelaksaaaan, pengendalian, darr evaluasi pembangunan di'rl/ilayah
Pulau Papua.
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Strategi tersebut telah komprehensif yarrg memaldang Papua mulai dari 1eve1
lokal, nasional, hingga internasional. Rumusan strategi juga menempatkan Orang Asli
Papua sebagai subyek pemba-ngunan sekaligus penerima manfaat yarrg besar dari
pembangunan. Kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan Papua diperkuat
dengan RIPPP yang berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerinta_h
daerah dalam perencanaan dan pendanaan Papua dalam rangka Otonomi khusus
untuk kesejahteraan di Papua. RIPPP sendiri merupakan amanat dari perubahan
undang-undang Otonomi khusus, vang secara khusus dilandasi oleh Perpres No. 24
Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua "fahw 2022-
2041.

RIPPP merumuskan konteks lingkungan strategis yang merangkai
mendesaknya percepatan pembangunaa Papua. Konteks lingkungan strategis tersebut
berada dalam dimensi global, nasional, dan daerah sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Konteks Lingkungan Strategis Da-lam Dimensi Global, Nasional,
dan Daerah

Perg€geran fokus geopolitik dan geoekonomi dunia akan menempatkan kawasan lndo.
Pasifik. khususnya Asia Tenggara sabagaiepis6ntrum baru dinamika polfik global
letak gaograFB Pulau Papua yang b€rada di Samudera Pasifik bemilai strategis da,i
parspektjf geostrategis, geoekmomi, dan geopolitik
Tren perubahan teknologi ke depan yang didominasi oleh taknologi informasi dan
komunikasi akan b€rp€ngaruh terhadap revolusi sektor kguangan dan transaksi
p€rdagangan sscara global.
Perkembangan digitalisssi yang pesal di berbagaibidang akan meningkad(an mobilitas,
produktivitas, s€rta mgmpercepat layanan yang b€rkualitas.
Taniargan pemanasan global yang semakin besar mongakibatksn perubahan
berkepanjangsn pada sistem iklim dunia.

Transfomasi ekonqni lndonesia yang berisi 6 agenda transformGi, mendorong
perlumbuhan ekonomiyang be elaniutan dan pemerataan pembangunan wilayah
Pemindahan lbu Kota Negara ke Pulau Kalimantan mendekatkan rentang kendali
pemerintahsn dan pembangunsn ke wilayah timur lndonesia.
Bonus demogrsfi lndonesia yang sedang teiadi dan akan bErakhir pada tahun 2037 dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan produhivitas tenaga kerja dan mendoong ekonomi
b6rlelaniutan.
kebiakan percepatan pembangunan daerah tertinggal mendoong pengentasan
kabupaten teninggal yang sebagian besar berada di Papua.

Sumber Oaya Alam Papua yang bemilai ekonomi dan strategis berpotensi mEingkatkan
kesejahteraan masyarakat
kebijakan pembentukan Daersh Otonom Baru bertuiuan untuk mempetperdek +an of
control pelayanan publik.
Kondbi soGial budaya di Papua yang beragam menjadi modal dasar pembangunan
Papua.

Sumber: Lampiran 1 Perpres No. 24 Tahun 2O23

RIPPP memiliki Visi "Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera". Visi tersebut
akan dicapai melalui misi, sasaran, dan dimensi pembangunan. Selain itu, tidak kalah
penting RIPPP juga memmuskan kondisi perlu sebagai prasyarat tercapainya sasaran
pernbangunan.

Dimensi Daerah

Dimensi Global

Dimensi Nasional-.1

L
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Tabel 2. 104 Visi dan Misi RIPPP 2O22-2O4I

Memberikan
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas dan
merata serta
membudayakan
hidup sehat dan
bersih di
masya-rakat,
menuju Papua
Sehat.

Tercapainya
kehidupan yang
sehat bagi seluruh
penduduk.

. Akses ke pelayanan
kesehatan yang
berkualitas dan
terl'angkau .

. Ketersediaan tenaga
kesehatan yang merata
dan sesuai standar di
seluruh fasilitas
kesehatan.

o Cakupan jaminan
kesehatan

yang menyeluruh.

Memberikan
pelaya.rlan
pendidikan yang
berkualitas untuk
membentuk pribadi
uoggul, kreatif,
inovatif,
berkarakter, darr
mampu bekeq'a
sama, menuju
Papua Cerdas.

Tercapainya
kehiciupan yang
berwawasan luas
dan cerdas bagl
seluruh penduduk.

o Fasilitas pendidikan
yang berkualitas.

o Akses ke pelayanan
pendidikan (semua
jenjang) yang inklusif.

. Distribusi tenaga
pendidik yang merata.

. Alirmasi pendidikan bagi
OAP, termasuk beasiswa
dan pendidikan
keterampilan

hidup.

Meningkatkan
kompetensi,
kreativitas, dan
inovasi dalam
pengembangan
potensi ekonomi
lokal yang berdaya
saing, menuju
Papua Produktif.

Tercapainya
kemampuan bekerja,
berusaha, dan
berinovasi, serta
mampu
mengoptimalkan
sumber daya yang ada
untuk kesejahteraan
penduduk.

o Ekonomi masyarakat adat
dan sumber daya lokal.

o Akses terhaciap teknologr,
perdagangan, dan pasar
nasional, regional, dan
giobal.

o Sumber daya alam
yang berkelanjutan.

. Ekonomi lokal.

Pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi
wilayah.

Kondisi Perlu:
o Infrastruktur dasar dan konektivitas
. Lingkungan hidup
. Tata kelola pembangunan
. Tanah adat/ulayat, kebuCayaan, dan he.r:moni sosial

I

I

I

Visi:

Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan
Sejahtera

Dimensi PembangunanMisi Sasaran
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Pengarusutamaan:
. Gender
. Sosial budaya
. Transformasi digital
. Resiliensi bencana dan perubahan iklim

Sumber: l,ampiran 7 Perpres No. 24 Talrun 2O23

2.3.2.4 Isu Strategis Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)
Indikasi program dan a-lokasi prioritas percepatan pembangunan wilayah

Papua menuju Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produksi agar dapat
mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia Papua
yang unggul serta pembangunan ekonomi Papua yang inklusif yang didukung oleh
penguatan tata kelola yang baik, bersih dan berwibawa.

Papua sehat, cerdas dan produktif hanya dapat di wujudkan melalui indikasi
program dan lokasi prioritas pembangunan daerah, dengan kebijakan pelaksanaan
pembargunannya di provrnsi Papua tengah, yang terdiri dari:
1. Pengembangan Mobile Health Seruice, kebijakannya untuk mengatasi masalah

aksebilitas peiayanan kesehatan di daerah sulit dengan kondisi geografis yang
beragam, indikasi Kabupaten Prioritasnya Dogiyai, Intan Jaya dan Puncak;

2. Akselerasi Akses dan Mutu Layanan Kesehatan, kebijakannya fokus pada
pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan,
termasuk sar.rna prasarana, obat, dan alat kesehatan, serta pendayagunaan
tenaga kesehatan, indikasi Kabupaten Frioritasnya Puncak, Intan Jaya, Puncak
Jaya, Deyai dan Dogiyai:

3. Peningkatan Layanan Kesehatan, kebijakannya fokus pada daerah dengan
capaian indikator kesehatan yang relatif baik dalam rangka mempertahankan
capaian tersebut agar tidak turun, indikasi Kabupaten Prioritasnya Nabire,
Mimika dan Paniai;

4. Pengembangan Sekolah Ale:r, (Athure Based Leaning) dan Sekolah Sepanjang
Hari, kebijal<annya adalah program pembelajaraa alam kontekstual Papua
terutama di daerah sulit akses mengingat tingkat aksesibilitas layanan
peodidikan dan distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta partisipasi
peserta didik yang rendah, indikasi Kabupaten Prioritasnya Puncak, Puncak
Jaya, Intan Jaya;

5. Akselerasi Akses dan Mutu Layanan Pendidikan, kebijakannya fokus pada daerah
dengan capaian indikator pendidikan yang relatif masih rendah, dengan fokus
pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan
manajemen pendidikan, indikasi Kabupaten Prioritasnya Puncak, Intan Jaya,
Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai;

6. Peningkatan Layanan Pendidikan, kebijakannya fokus pada daerah yang capaian
indikator pendidikan yang sudah relatif baik dalam rangka mempertahankan
capaian tersebut agar tidak turun, dan juga fokus pada kemajual pengelolaan
pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi, indikasi Kabupaten Prioritasnya
Nabire dan Mimika;

7 . Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dan Pariwisata,
kebijakannya adalah fokus pada peningkatan nilai tambah dari potensi
komoditas unggulan/pariwisata, sehingga diharapkan dapat menggerakkan
perekonomian dan dapat menurunkan tingkat kemiskinaa daerah, indikasi
Kabupaten Prioritasnya Puncak (Kopi), Intan Jaya (Kopi), Deiyai (Kopi), Dogiyai
(Kopi), Paniai (Kopi), Nabire (Perikanan Tangkap), Mimika (Perikanan Tangkap)
dan Daya Tarik Wisata Prioritasnya diperlukan masukan;

8. Pengembangan Pangan Lokal dan Kawasan Sentra Produksi Pangan,
kebijakannya adalah fokus untuk ketahanan pangan loka-l dengan
memanfaatkan lahan di lingkungan sekitar sesuai ciri khas makanan pokok
masing-masing daerah, indikasi Kabllpaten Prioritasnya unttr.k Pengembangan
Pangan Lokal seluruh kabupaten Kawasan Sentra Produksi Pangan;

I
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9. Percepatan Investasi Kawasaa, kebijakannya adalah fokus pada percepatan
peningkatan realisasi investasi pada kawasan strategis, dengan fokus pada
pengembangan industri, ekspor, dan pemasaran produk, dan peoanaman moda1,
dengan tetap mendayagunakan tenaga keq'a lokal, indikasi Kabupaten
Prioritasnya Mimika;

l0- Pengembangan Model Kota Kecil Berkelanjutan, kebijakannya adalah fokus pada
pengembarrgan model kota kecil yang berkelanjutan, adaptif dan resilien
terhadap bencana dan perubahan iklim, serta layak huni, indikasi Kabupaten
Prioritasnya diperlukan masukan ;

11. Penataan Tanah Adat atau Ulayat, kebijakannya adalah fokus pada penguatan
perlindungan masyarakat hukum adat serta penataan tanah adat atau ulayat
sehingga pembangunan dapat be4'alan optimal, indikasi Kabupaten Prioritasnya
seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Tengah;

12. PercepaLau Pernbangunan Ibu Kota Daerah Otonorni Baru, kebijakannya adalah
fokus pada percepatan pembangunan sarana prasarana pada kawasan
pemerintahan serta penataan kawasan pada lingkup perkotaan, indikasi
Kabupaten Prioritasnya Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tenga.l..

2.3.2.5 Isu Strate#s Provinsi Papua Tengah
2.3.2.5.7 Isu Strategis Berdasarkan Kondisi Muatan Lingkungan.

Identifikasi Tujuan Pembangunan berkelanjutan $PB) berdasarkan kondisi
muatan lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah menjadi salah satu sumber dalam
proses sintesis isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam KLHS RPJMD Provinsi
Papua Tengah tahun 2O25-2O29.Berikut merupakan isu berdasarkan kondisi muatan
lingkungan hidup :

1 Provinsi Papua Tengah dikategorikan da-lam kelas " sangat rentan (sangat tinggi)";
2. Bahaya tanah longsor; didominasi oleh kelas indeks bahaya bencana tanah

longsor dengan kelas tinggi sebes€r 3.166.7a6 hektar atau 8lo/o d,ari total luas
wilayah meliputi delapan Kabupaten ;

3. Bahaya Likuifaksi : di dominasi oleh kelas indeks bahaya Likuifaksi dengan kelas
sedang sebesar 1.353.372 hektar atau b9o/o dai. luas tota-l wtlayah delapan
Kabupaten;

4. Bahaya banjir: didominasi oleh kelas indeks bahaya bencana banjir dengan kelas
sedang sebesar 467.254 hektar atau 45% dari luas total wilayah meliputi delapan
Kabupaten;

5. Penyedia air bersih: jasa ekosistem ini didominasi oleh kategori sedang mencakup
luas sebesar 3.261.629 ha atau 53% dari total luas wilayah Provinsi Papua tengah;

6. Penyedia pangErn: jenis jasa ekosistem ini dominan dalam kategori sedang,
mencakup luas sebesar 3.566.793 ha atau 58% dari total luas wilayah Provinsi
Papua Tengah;

7. Rawan bencana gempa bumi tinggi, dominan berada di Kabupaten Mimika dan
i,iabire;

8. Potensi timbulnya lumpur tinja di Provinsi Papua Tengah yang meningkat seiring
dengan peningkatan jumlah penduduk (pada tahun 2029 mencapai 2a9.7ol.la6
liter/ orang/ tahun);

9. Potensi timbulnya sampah yarrg meningkat seiring dengan meningkatnya jumtah
penduduk (pada tahun 2029 ner:capat 1 . 448. 5005. 903 liter/ orang/ tahun) :

1O. Indikator status daya dukung pangan yang terlampaui dengan ambang batas
penduduk sebesar 19.17O jiwa dan selisih ketersediaan - kebutuhan sebesar -
t.t24.99 4.324.O9S m3/ tahun.

Identifikasi tujuan pembangunan yang berkelanjutaa (TPB) strategis berdasarkan
kondisi muatan lingkungan hidup provinsi Papua tengah memberikan pandangan
komprehensif mengenai tarrtanga.tr da.n potensi yalg dihadapi dalam pengelolaan
lingkungan dan pembangunan Daerah dengan memperhatikan isu-isu seperti
kerentanan terhadap bencana alam, ketersediaan air bersih, pangan, serta timbulnya
sampah dan limbah, hasil ini menjadi dasar penling dalam merumuska-n strategi
pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap kondisi nyata. Sintesis ini akan
menjadi acuan utama dalam penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun
2025-2029, guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan ramah
lingkungan bagi masa depan provinsi.

I
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2.3.2.5.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Papua Tengah
Selain isu-isu strategis intemasional, nasional, dan wilayah papua secara

umu, Papua Tengah juga menghaciapi permasalahan dan isu-isu strategis di tingkar
provinsi. Isu-isu ni terkait dengan pencapaian tujuan pembentukan daerah Otonomi
baru yakni untuk mempercepat pemerataal pembangunan, peningkatan pelayalan
publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP di
ke-4 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk jangka wa-ktu 2O tahun ke
depan.

Isu-isu strategis di wilayah Provinsi Papua Tengah muncul sehubungan
dengan Papua Tengah yang dibagi dalam 4 pendekatan pembangunan wilayah adat,
yaitu 1) wilayah adat Meepago;2) wilayah adat La Pago;3) wilayah adat Saireri; dan
4) wilayah adat Domberay, di mana kondisi wilayah yang secara geografis berada di
wilayah pedalaman, pesisir pantai, kepulauan dan masih terisolir, dengan kemampuan
ekorromi, poterrsi daerah, sosial Lrudaya, politik, jurnlah penduduk, luas daerah, faktor
pertahanan dan keamanan. Di sisi pemerintah daerah, terdapat peningkatan beban
tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangun€rn, dan kemasyarakatan.

Dengan berjalannya pemerinta-han Provinsi Papua Tengah yang definitif,
diharapkan akan te{adi optima-lisasi pelayanan publik karena dapat memperpendek
rentang kendali (span of control) pemerinta-han, sehingqa lebih efisien dan efektif yang
sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang batk (good gouernancel gar,a
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah
dan membuat jadi kokoh keutuhal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di
wilayah perbatasan dengan nega-ra tetangga. Dalam melaksanakan Otonomi daerah,
Provinsi Papua Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan
ekoromi, pentsapa! sarana dan p!'asarana pemenntahan, pemberdayaan, dan
peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengaa
ketentuan peraturan penrndang-undangan. Berikut ini adalah isu-isu strategis yang
dihadapi Provinsi Papua Tengah dalam melakukan pembangunan jangka menengah
dan jangka parrjang daerah hingga tahun 2O45 (Indonesia Emas), yaitu :

1. Peningkatan Kua-litas Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Kebutuhan
Dasar
Isu strategis ini didasarkan pada kondisi keterlinggalan yang dialami oleh

hampir semua wilayah di Papua secara umum dan secara khusus di Provinsi Papua
Tengah dalam kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti bidang
pendidikan, kesehatan dan jaminan ketersediaal $zi yar.g memadai.

Dalam bidang pendidikan, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya saing
pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap
pendidikan yang berkualitas masih terkendala oleh berbagai permasa-lahan. Beberapa
permasa.lahan pokok misalnya adalah; belum adanya Perguruan Tinggi Negeri di Papua
Tengah, cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal,
tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerapan kurikulum sesuai dengan
stan<iar belum maksimal, dan Kedisipiinan tenaga pengajar terhadap peiaksanaan
tugas masih relatif rendah.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yangjuga merupakan isu
strategis yang dihadapi Provinsi Papua Tengah saat ini antara lain terjadi karena (1)
Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas, (2) Jumlah dan kualitas
SDM kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata serta (3) Cakupart
dan kualitas program kesehatan belum optimal. Isu-isu kesehatan yang perlu diatasi
di antaranya mencakup peningkatan upaya kesehatan masyarakat (kesehatan ibu,
anak, kesehatan reproduksi, KB, gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak
menular), peningkatan akses dan kualitas pelayanan primer dan rujukan, pemenuhal
dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan
tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan.

Selanjutnya dalam bidang gizi, Papua Tengah sering kali masih dibayangi oleh
adanya ancarnan kelaparan di beberapa wilayah yang disebabkan oleh kondisi alam
ataupun masalah rantai distribusi pangan yang kurang lancar serta beberapa
penyebab eksternal lain. Oleh sebab itu, Upaya penciptaan ketahanan pangan
merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Kondisi Ketahanan pangan di Papua
Tengah sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangkan dan
peningkatan produksi komoditi pangan lokal dan membudayakan konsumsi pangan
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lokal perlu ditingkatkaa di Papua Tengah untuk mencapai kedaulatan pangan darr
menciptakan ketahanan pangarr. Masalah pangan di Papua Tengah merupakan salah
satu penyebab gizi buruk konciisi stunting di Papua Tengah.
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah dan Ekonomi

Kreatif yang dapat Menyerap Tenaga Ke{a
Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Tengah masih rendah, jauh di atas

rata-rata nasional. Hal ini tentu saja berkontribusi pada rendahnya daya beli di
masyarakat. Untuk itu Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan tersebut
perlu melakukan penguatan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan mendukung
pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada sumber daya lokal.

Ekonomi basis di Provinsi Papua Tengah adalah pertanian, perkebunan dan
perikanan. Kegiatan ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan ekonomi rumah tangga,
terutama OAP. Perlu adanya peran pemerintah provinsi dalam mendukung,
rnemfasilitasi dan nrenipcrkr.rat kegiatan ekonorni tersebut fieialui fasilitasi
infrastruktur produksi dan pemasaran, pengembangan pelatihaa dan pengembangal
pusat-pusat pemasaran.

Provinsi Papua Tengah adalah provinsi dengan laju perkembangan kegiatan
yang relatif pesat. Maka dari sisi SDM perlu dipersiapkan untuk memiliki keterampilan
ekonomi non-basis, ekonomi kreatif mencakup keterampilan/kerajinan,
kesenian/kebudayaan, dan digital adalah kegiatan ekonomi yang berkembang dan
perlu dikuasai oleh sumber daya lokal. Pengembangan ekonomi kreatif, misalnya
keterampilan/ kerajinan peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan, kuliner dan
pakaian dan memenuhi kebutuhan cendera mata bagi turis baik lokal, regional,
nasional maupun internasional. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah
provinsi perlu beke4a sama denga-n pemerinta-h kabupaten/kota akan mendukung
pengembangan pusat-pusat peladhan dan pameran kerajinaa / industri lokal.
3. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konel<tivitas antar

Wilayah dan Kabupaten
Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisajadi

disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan
mahalnya investasi bagi pengemba-ngan wilayah di samping belum optimalnya
pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu
wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Di samping itu,
pengelolaan potensi suatu wilayah sering kali berhadapan dengan upaya pelestarian
lingkungal hidup, ke depan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah
vang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.
4. Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah di Wilayah Papua Tengah

Pentingnya peningkatan koordinasi dengan TNI-Polri, Tokoh Agama,
masyarakat, dan komunitas adat guna memperkuat penanganan keamanan di
Provinsi Papua Tengah. Komunikasi dan koordinasi penting dilakukan, agar
penanganan keamanan berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan korban jiwa.
Dengan ada;rya masaiah keamaaan jika tidak cegah secara dini maka akan
mempengaruhi atau berdampak pada pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah.
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan

Daerah Tertinggal
l,etak dan posisi geografis daerah tertinggal, Pesisir, dan pulau-pulau kecil

sering menyebabkan timbulnya disparitas perkembalgan sosia-l ekonomi. Penduduk
yang terisolasi secara geografis sering terbelakang dan terkategori miskin, dilihat dari
kondisi perumahan, ketersediaan air bersih dan salitasi/kesehatan lingkungan.
Persebaran penduduk antara pulau- pulau dapat juga menjadi pemicu belum
berkembangnya pusat pertumbuhan wiiayah berbasis kepulauan. Akhirnya,
persebaran penduduk menjadi tidak merata dalam memperoleh akses dasar dari
kegiata-n layanan pemerintah, dal pada gilirarrr:ya rrrenyebabkan kemiskina.n.
Kemiskinan dan ketimpangan yang semakin dalam, semakin parah dan semakin
meluas akan mengancam sistem sosial-ekonomi yang ada. Sehingga perlu adanya
perhatian Khusus dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.
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BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM

PRIORiTAS PEMBAi\iGUiiiAN DAERAH

Visi adalah gambaran atau impian tentang masa depan yang ingin dicapai oleh
suatu Daerah sedangkan Misi adalah tujuan atau langkah-langkah yang diambil untuk
mencapai visi tersebut. Pemerintah Provinsi Papua Tengah Dalam Kepemimpinan
2025-2029 mempunvai Slogan Yaitu "Papua TengahTerang'. Adapun uraian dimaksud
dalam kata "Terang" adaleh cita -cita kepala daerah untuk mewujudkan Papua Tengah
Teraag dengan uraian Sebagai Berikut:
1. TransportasiTerkoneksi,
2. Edukasi untuk Semua dan Energi Terbarukan,
3. Ra1ryat Berdaya Beli dan Lapangan ke4'a yang luas,
4. Arnan darr Bennarta'oat,
5. Nilai Kemanusiaan yang bermartabat,
6. Gerakan Hidup Sehat.
Dalam mencapai cita-cita Kepala Daerah dalam mewujudkaa "Papua Tengah Terang"
Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki Moto yaitu "Memimpin Dengan Kasih".

3.1 Visi
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakii

Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi
tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang
ingin dicapai daJam masa jabatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua
Tengah Tahun 2025-2029 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode
5 (lima) tahun ke depan adalah " Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaga Saing,
Bermartabat, Hormonis, Maju dan berkelanjutan" dengan penjelasannya sebagai
berikut:

PAPUA TBNGAH BMAS
Papua Tengah yang "Emas" tidak hanya bermakna kemakmuran ekonomi dan

keseja-hteraan masyarakat, tetapi juga mencerminkaa nilai-nilai unggulan dalam
aspek sosial, budaya, dan lingkungan. "Emas" dapat menjadi a-kronim untuk ekonomi
mandiri, aman, dan sejahtera, yang mengacu pada kondisi masyarakat yang memiliki
daya tahan ekonomi yang kuat, merasa aman dalam kehidupannya dan merasakan
kesg'ahteraan yang berkelanjutan.

Papua Tengah Emas terdapat dalam Srla kelima Pancasilayaiit Keadilan sosial
bagi seluruh rakgat Indonesia karena konsep 'Emas' dapat di artikan sebagai
kemakmuran dan kejayaan yang dapat di nikmati oleh seluruh ralgrat Indonesia,
termasuk Papua Tengah dengan cara yang adil dan berkeadilan sosial.

PAPUA TENGAH ADIL
Keadilan mencakup pemerataan hasil pembangunan antar wilayah di provinsi

Papua Tengah, terutama untuk daerah pedalaman dan pegunungan. "Adil" juga berarti
adanya akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kesempatan
ekonomi tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama atau status sosial.

Paptra Tengah "Adi!" terdapat dalam Srla kelima Pancosila yaitu Keqdilan sosio-!
bagi seluruh rokgat Indonesia. Dalam konteks Papua Tengah Adil, Srla kelima ini berarti
bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus di lakukan dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosiai, seperti kesetaraan, keadilan, dan
perlindungan hak- hak asasi manusia.

Pembangunan yarrg "Adil" di Papua Tengah harus memastikan bahwa semua
masyarakat di Papua Teogah dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan
kemajuan, serta bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat.

PAPUA TENGAH BERDAYA SAING
Papua Tengah yang "Berdaya saing" mencerminkan masyarakat yang mampu

memanfaatkan potensi sumber daya lokal dengan teknologi modern serta pendidikan
yang berkualitas. Ini termasuk peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
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berbasis potensi loka1, pengembangaa Sumber Daya Malusia yalg unggul serta
keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi nasional dan internasional.

Papua Tengah "Berdaya Saing" terdapat daiam Silo keempat Pancasila, ya::tu
Kerakyatan Aang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalom
perrnusAou)aratan/ pertoakilan. Dalam konteks Papua Tengah berdaya saing. Siio
keempat Pancasila ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah
harus di lakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti
partisipasi masyarakat, tralsparansi, dan akuntabilitas.

Pembangunan yang berdaya saing di Papua Tengah harus memastikan bahwa
semua masyarakat di Papua Tengah dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan,
serta bahwa pembangunan, di lakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat.

PAPUA TENGAH BERivIARTABAT
Masyarakat Papua Tengah yang "Bermartabat" menunjukkan tinggi nilai - nilai

budaya asli dan adat istiadat yang menjadi identitas mereka. "Bermartabat" juga
berarti bahwa masyarakat memiliki rasa bangga terhadap daerah mereka dan dihargai
dalam kancah nasional dan global. Perlindungan terhadap hak-hak adat serta
pelestarian budaya menjadi bagian penting dari aspek ini,

Papua Tengah "Bermartabat" terdapat dalam Srla kedua Pancasila, yaitu
Kemanusiaan gang adil dan beradab, dalam konteks Papua Tengah Bermartabat, Szla
kedua Pancasila ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah
harus di lakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti
martabat, harga diri, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pembangunan jrang bermartabat di Papua Tengah harus memastikan bahwa
semua masyarakat di Papua Tengah dapat hidup dengan digrritas , harga diri, dan
kehormatan, serta bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat.

PAPUA TENGAH HARMONIS
Kehidupan masyarakat yang "Harmonis" di tandai dengan toleransi,

penghargaan terhadap keberagaman serta penyelesaian konflik secara damai.
"Harmonis" tidak hanya te{adi di antara manusia, tetapi juga antara manusia dan
lingkungan alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Papua
Tengah. Papua Tengah "Harmonis" terdapat dalan Sila pertama Pancasila KetuLanan
Yang Maln Esa. ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus
di lakukan dengan mempertimbangk-an nilai-nilar spiritual dan keagamaan, serta
membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan T\rhan, diri sendiri, dan
lingkungan sekitar.

Pembangunan yang harmonis di Papua tengah harus memastikan bahwa
semua masyarakat di Papua Tengah dapat hidup dengan damai, aman, dan sejahtera,
serta bahwa pembangunaa tidak merugikan atau mengeksploitasi masyarakat lemah
atau pinggiran.

PAPUA TENGAH MAJU
Papua Tengah "Maju" yang di harapkan meliputi berbagai sektor, seperti

infrastruktur jalan, layanan pendidikan yang modern, sistim kesehatan yang anda1,
serta peningkatan akses informasi dan komunikasi. Kemajuan ini di ukur dari
peningkatan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah di tingkat Nasional,
Papua Tengah "Maju" masuk dalam Szla ketiga Poncasila yaitu Persatuan Indonesia.

Dalam konteks Papua Tengah "Maju", Sila ketiga Pancasila ini berarti bahwa
pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus di lakukan dengan
mempertimban g)<an Persatuan dan Kesafitan bangsa Indonesia.

Pembangunan yang maju di Papua Tengah harus memastikan bahwa semua
Masyarakat di Papua Tengah merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan
bahwa pembangunan tidak memperburuk perbedaan atau konflik antara masyarakat
di Papua Tengah dan masyarakat di daerah lain di Indonesia.

PAPUA TENGAH BERKELANJUTAN
Pembangunan berkelanjutan menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya

alam yang bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memastikan manfaat
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Keterkaitan antara Visi RPJMD TAHUN 2025 - 2029 dan RPJPD, saling
terhubung antara kedua dokumen yang di mana Visi RPJPD Provinsi Papua Tengah
sejalan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada RPJPD yaitu "
Terutujudnga Papua Tengah Adil, Berdaga Saing. Maju Dan Berkelanjutan" dengan
penjelasan sebagai berikut:

ADIL
Keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek pembalgrnan,

termasuk distribusi sumber daya, a-kses terhadap iayanan, dan peluang bagi semua
lapisal masyarakaL dan dapat rnengacu pada peningkataur akses dan keadilan dalam
sistim hukum dan sosial.

BERDAYA SAING
Menunjukkan fokus pada peningkatan daya saing wilayah, baik di tingkat

nasional maupun internasional. Hal ini mencakup pengembangan ekonomi yang kuat,
infrastruktur yang baik, serta sumber daya manusia yang terampil dan berinovasi
untuk meningkatkan daya saing Papua Tengah.

MAJU
Bila di lihat dari tujuan nasional, pada tahun 2045 Indonesia sebagai negara

maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia berbasiska-ii
pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Ha1 ini juga secara
langsung akan beriringan dengan tujuan dari provinsi Papua Tengah menjadi provinsi
berdaya, inovatif dan tangguh. Kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan
dan krisis dengan kemampuan yang kuat baik dari segi ekonomi, sosial, politik
maupun keamanan.

BERKELANJUTAN
Mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah di

laksanakan dengan memperhatikan asas konservasi baik dalam ha-1 SDA, lingkungan
alam, lingkungan hidup, serta keanekaragaman budaya dengal prinsip berkelanjutan
dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembalgunal tidak serta merta
mengeksploitasi kekayaal alam dan berorientasi pertlrmbllhan ekonomi semata, tetapi
mengedepankan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memalfaatkan sumber
daya yang tersedia dengan menjunjung kearifan lokal. Di mana kedua visi tersebut
saling terhubung sebagai dasar pembangun€rn Papua Tengah yang berkelanjutan,
berkeadilan dan tetap terdepan dalam mempertahankan alam dan budaya sebagai aset
bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua Tengah yang makmur dan sejahtera
tiengan potensi sumber daya alam yang cii optimalkan secara bijaksana demi kemajuan
daerah dan kesej ahteraan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Provinsi Papua Tengah juga Sejalan dengan visi RPJMN
Tahun 2O25 - 2029 yattu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Dapat dilihat dari kesamaan tujuan dalam membentuk Indonesia Emas dan Papua
Tengah Emas. Dari visi tersebut saling terkait bahwa untuk mencapai visi tersebut di
perlukan ke{a sama putra putri terbaik dalam membangrn Indonesia menuju
Indonesia emas, di mana kemqjuan suatu daerah ada pada masyarakat yang adil,
berdaya saing dan berkelanjutan da.lam membangun daerahnya menuju Indonesia
emas, dengan masyarakat yang mampu bersaing dalam segala aspek.

3.2 Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaraa
visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi "Meuujudkan Papua Tengah Emas,
Adil, Berdaga Saing, Bennartabat, Harmoni.s, Maju dan berkelanjutan", rneka
dirumuskan misi Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tah,urr 2025-2O29 sebagai

pembangunan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Aspek sosial, ekonomi dan
lingkungan perlu saling mendukung dalam pola pembangunan yang ramah
iingi<rngan.
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berikut.
1. Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan

dan inisiatif kesehaian yang inovatif;
2. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada,

dengan mengedepankan prinsipprinsip keadilan dan kesetaraan;
3. Penguatan tata ke1ola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dengan

mengimplementasikan sistim administrasi publik yang berbasis digitalisasi
teknologi:

4. Menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib;
5. Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan

sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung
j awab dan berkelanjutan;

6. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui
pernba-ngunan jaringair trarrsportasi dan kornunikasi yang lebitr baik dan rlerata.

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah
lingkungan melalui pemanfaatan telcrologi hijau dan inovasi lokal dengan
memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir.

dengan penjelasannya masing-masing sebagai berikut:

Misi 1 : "Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan,
pelatihan dan inisiatif kesehatan yang inovatif, deogan penjelasan sebagai berikut :

Setiap individu dal komunitas secara keseluruhan mendapat kesempatan
untuk mengasah kemampuan, keterampilan yang spesifik dan bakat yang dimiliki
melalui pendidikan baik forma-l maupun non formal untuk memperluas wawasan dan
membuka peluang bagi pengembangan lebih lanjut dan juga deogan pelatihan yang
praktis dan terfokus untuk peningkatal kualitas hidup. Inisiatif kesehatan yang
inovatif merujuk pada berbagai inovasi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan
kesehatan individu dal komunitas. HaI ini berarti pengembangan potensi bergantung
pada aspek pendidikan, pelatihan dan juga pada inisiatif yang juga terfokus pada
perbaikan kualitas hidup melalui inovasi dalam kesehatan.

Misi 2 : 'Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
ada, dengan mengedepalkan prinsip - prinsip keadilan dan kesetaraan" dengan
penjelasan sebagai berikut :

Provinsi Papua Tengah memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang
sangat berpotensi dan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan sehingga
dalam pengelolaann5ra harus dikelola dengan cara distribusi yang adil diseluruh
wilayah dan masyarakat harus mendapatkan akses yang setara tarhadap manfaat dari
sumber daya alam tersebut. Dalam pengembangan potensi sumber daya manusia
merujuk pada kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang mencakup aspek pendidikan,
keterampilan dan kesehatan. Dengan demikian pengelolaan baik sumber daya alam
darr sumber daya manusia harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Misi 3 : "Penguatan tata kelola pemerintaha-n yang baik, bersih,transparan dengan
mengimplementasikan sistim administrasi publik yang berbasis digitalisasi teknologi"
dengan penjelasal sebagai berikut :

Tata kelola Pemerintahal yang baik, bersih dan transparansi dengan
implementasi sistem administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi membantu
memudahkan pemerinta-han untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih
transpa-ran dan lebih cepat diakses oleh publik dan masyarakat dapat lebih mudah
berpartisipasi mengakses informasi serta mengav/asi jalannya pemerintahan ya-ng
akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah,

Misi 4 : 'Menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib" dengan
penlelasan sebagai benlrut :

Lingkungan yang aman berarti terciptanya situasi di mana individu atau
masyarakat merasa terlindungi dari ancaman atau bahaya baik fisik maupun
psikologis. Lingkungan yang tenteram artinya terciptanya suasana damai dan
harmonis bagi setiap individu maupun keiompok merasa nyaman untuk hidup tanpa
adanya ketegangan yang men:sak. Lingkungan yang damai adalah kondisi di mana
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ada keseimbangaa sosial dan tidak ada kekerasal atau konflik yang mengganggu
tatanan masyarakat. Lingkungan yang tertib artinya kepatuhan terhadap hukum,
peraturan dan adab yang menjaga agar kehi<iupal sosiai berjalan iancar dan
terorganisir.

Misi 5 : "Melestarikan kekayaan adat, budaya darr kearifan lokal sebagai fondasi
ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang
bertaaggung jawab dan berkelanjutan" denga-n penjelasan sebagai berikut:

Upaya untuk menj aga keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi
dan lingkungan dengan berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya serta
keberlanjutan sumber daya alam. Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan
lokal merupakan identitas dan jati diri, penyambung generasi, peningkatan rasa
kebanggaan dan harmonisasi kehidupan sosial. Pelestarian adat, budaya dan kearifan
iokal memiliki hubungan yralg erat dengan pengelolaan sumbcr daya alam yang
bertanggunglawab yaitu pengelolaan sumber daya alam tradisional.

Misi 6 : "Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui
pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata"
dengan penlelasan sebagai berikut :

Aksebilitas infrastrulrtur merupakan aspek yang sangat penting dalam
konektivitas suatu wilayah melalui pembangunan jaringan transportasi dan
komunikasi yang lebih baik dan merata. Pembangunan jaringan transportasi yang
lebih baik adalah aspek : (a). perbaikan kualitas infrastruktur jalan, (b). transportasi
umum yang efrsien, (c) pengembangan infrastruktur tralsportasi antar daerah dan (d)
infrastruLtur transportasi ramah lingkingan. Sedangkan komunikasi yang lebih baik
melalui aspek : (a). Peningkatan infrastruktur teknologi informasi, (b). Penyediaan
layanan telekomunikasi yang merata, (c). Keamanan jaringan komunikasi.

Misi 7 : "Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah
lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan
memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir" dengan
penjelasan sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada berbagai fasilitas dan
infrastruktur yang mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari. Meningkatkan
krrantitas berarti menambah jumlah dan ca-k:pan Infrastr-uktur yang tersedia
sedangkan meningkatkan kua.litas berati memastikan infrastruktur tersebut dapat
berfungsi dengan baik, tahan lama dan memenuhi standar yang dibutuhkan.
Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang memperhatikan dampak
ekologis da.rr berusaha mengurangi kerusakaa terhadap alam dengan cara
pemanfaatan teknologi hijau, pengurangan dampak polusi, dan desain yang
berkelanjutan. lnovasi lokal merujuk pada solusi yang diciptakan oleh masyarakat
dengan mempertimbangkan kearifan lokal, budaya serta kebutuhan spesifik wilayah.
Pembangunan di daerah tertinggal, pinggirafl dan terisolir bertujuan untuk
mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah terpencil.
Fokus utamanya adalah untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi masyaralat
di daerah-daerah ini untuk berkembang dan menikmati manfaat dari kemajuan
teknologi serta peningkatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan ke tujuh misi di atas, maka tetapkan
indikator makro pembangunan yang perlu dicapai. Indikator makro ini merupakan
indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun
sosial, yang terdiri dari penumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, i:ingkat
kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan dan kuaiitas pembangunan manusia.
Masing-masing indikator makro ini telah ditargetkan pencapaiannya sebagai berikut :
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Tabel 3. 1 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25-
2029.

Sumber Data : RPJPD Provinsi Papua Tengah 2025-2045, Data diolah **

Tujuan dan Sasaran
T\rjuan dan Sasaran dalam penyrrsunan RPJMD merupalan hasil

pemmusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kine{a dan prioritas
pembangunan tert-1nggr dalam perencalaan pembangunan jangka menengah daerah
yang selanjutnya menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan. T\rjuan adalah sesuatu kondisi yalg akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedalgkan sasaran adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian }rasll (outcomel program
Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan ciasar dalam
men)rusun pilihan-pilihan strategi pembangunar dan sarana untuk mengevaluasi
pilihan tersebut.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Kepala Daerah Terpilih
Provinsi Papua Tengah dalam jangka menengah tersebut, maka dirumuskan tujuan
dan sasaran serta indikator pembangr:nan daerah yang akan dicapai selama tahun
2025-2029 pada Visi dan masing-masing misi yang disajikan pada Tabel berikut:

8

I
Laju

Pertumbuhan
Ekonomi (%)

4 36 5 2 6.O.5 6 9 7,75 8 6 9,45 9.45

2
Tingkat

Kemiskinan (%)
27,60

26,50

27,OO

26,50 -
27,OO

26,50 -
27,OO

26,50 -
27,OO

20,50

21,50

20,50

22,75

20,50-
22,t5

3
Tingkat

Pengangguran
Terbuka (%)

2,75 2,6s -
3,12

2,65 -
3,12

2,65 -
3,12

2,65 -
3,12

2,OO -
2,40

2,OO -
2,40

2,OO -
2,40

4

Pendapataa Per
Kapita fluta

rupia}r
per kapita)

119,5 724,7 14t,7 i54 166,7 t79,4 192 792

5
Indeks Modal

Manusia
(indeks)

o,42 o,42 o,427 0,435 o,442 0 o,457

6
Ketinpalgan
Pendapatan
(Gini Ratio)

o ia3 0,380

0,38s

o3ao-
0,383

o3ao-
o,383 383o

o3ao- o,374

0,380

o,374

0,380

o i74-
o,380

7
Penurunan

Intensitas Emisi
GRK t% )

59,28 6t,22 63,15 64,96 66,85 64,74 64,74

Indeks kualitas
lingkungan

hidup Daerah
82,56 82,56 42,72 82,88 83,36

0,8 o,8 0,89
Kontribusi

PDRB PROVINSI
(%l

0 8 0 8 0,8 0,8 0,8

I

I

,,"1

I 'l'arget Akfrr.r
Peren
cana
an

Indikator Makro
Pembangunan

Awal
Perencanl 2o2sl 2026lr zozz I zozel2o29l2o3o

I aan I

lo 
o,,

59,28

I

tl
as,o+ 

las,zolae,so]

I
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Tabel 3. 2 Rumusan Misi uan Sasaran dan Indikator Pemban Provinsi aT Tahun 2025-2029

Meuujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaga Sairtg, Bermartabot, Harmoniq Maju dan berkelanjutan
Mengembangkan
Potensi Individu
dan komunitas
melalui
Pendidikan,
pelatihan, dan
inisiatif
Kesehatan yang
inovatif

Mewujudkan
Potensi Individu
dan komunitas
melalui
pendidil<an yang
berpoterrsi dan
kompeten.

Indeks
Pembangunan
rnanusia

62,45 63,25 63,78Persen (%) 60,25 61,3 61,98

Papua Tengah
Cerdas

Hasil Pembelaj aran :

a. Presentasi
Kabupaten/ Kot
a yang
mencapai
Standar
Kompetensi
Minimum pada
Asesmen
tingkat nasional
untuk :

12,50-
ir5,00

12,50-
25,O0

Literasi
Membaca Persr:n (%)

12,50-
72,50

t2,50-
12,5C1

12,50-
12,50

12,50-
72,50

12,50-
25,00Numer:rsi Persen (%)

0,00-
12,50

0,00-
12,50

0,oo-
12,50

o,oo-
12,50

72,50-
25,00

Dinas
Pendidikan dan

Kebudayaan

b. Persentase
satuan
pendidikan

2026 | 2027 2024 '.2429 2O3Cl

I1 2 8 9 10 1143l 6 7

Visi/ Misi Target TahunSasaran Indikator Sa[uanTujuan
20'.25

Penanglaung
Jawab

I
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yang mencapa-1
standar
kompetensi
minimum pada
asesmen tingkat
nasional untuk:

Literasi
Membaca Persr:n (%)

2t,24-
23,74

2t,24-
23,74.

2t,24-
23,74

27,24-
23,74

26,23-
24,73

26,23-
28,73

Numerzrsi Persr:n (%)
15,68-
18,18

15,68-
18,18

15,68-
18, i8

15,68-
18,18

19,68-
22,t8

19,68-
22,14

c. Rata-rata Lama
Sekolah
Penduduk usia di
atas 15 tahun
(tahun)

Tahtrn 6,2s 6,72 7a 7,67 8,15 4,62

d. Harapan Lama
Sekolah Tahun 9,i'7 9,76 9,81 9,86 9,92 aq7

Proporsi Penduduk
Berusia 15 Tahun
ke Atas yang
Berkualifikasi
Pendidikan Tinggi
%t

9,49 9,64 9,79 9,95 10,1

Persentase Pekeq'a
Lulusan Pendidikan
Menengah dan
Tinggr

Persr:n (%) 77,27 77,991 7a,78 79,57 rJ0,36 81,14

4,ONilai 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53

Dinas
Kesehatan,

Pengendalian
Penduduk, dan

Indeks Kepuasan
Masyarakat

I

l-^"'-' I 
ss4

[Mewujudkan
[nisiatif
[<esehatan yang
Inovatif
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Papua Tengah
Seh.rt

Usia harapan Hidup
(UHH) (Tahunl Tahtrn 69,2 69,2 69,3 69,4 69,s 69,7

Kelualga
Berenca-na

Kesehatan Ibu dan
l\nak:
a. Angka Kematian

Ibu (Per IOO.OOO
kelahiran hidup)

Jiwa 449 410 37r 110 292 254

b. Pravelensi
Stunting (pendek
dan Sangat
Pendek) Pada
balita (%)

Persentase JJ 1 30,67 24,25 25,82 23,4 20,9

I'enanganan
lluberkolosis:
a. Cakupan

penemual dan
pengobatan
kasus
tuberkulosis
(treatment
coueraqel (9/ol

Persen (%) 8l; 85 85 85 85 85

b. Angka
keberhasilan
pengobatan
tuberkulosis
(treatment
success ratel (Yol

Persen (%) 8l) 85 85 85 85 85

r:. Eliminasi l\{alaria
Per Kabupeiten Persen (%) 6rl 65 67 b9

tl. Jumlah Infeksii
Baru HIV per
1000 Penduduk

Jiwa 367t 367 t 3200 3170 |2960 26SCt

I

I

77
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di daerah
terinfeksi

99

Cakupan
Kepesertaan
j aminan kesehatan
Provinsi (%)

Persen (%) 98,6 99 99 99

[Vlengembangkan
Fotensi Sumber
daya alam dan
sumber daya
manusia yang
ada, dengan
mengedepankan
prinsip-prinsip
keadilan da-n
kesetaraan

Meningkatkan
Potensi Sumber
daya a.lam
dengan
Mengedepankan
Prinsip-prinsip
Keadilan dan
Kesetaraan

Laju Pertumbuhan
Ekonomi Persen (%) 7 7 7 9 8 1 8 3 8,6 8,8

Dinas Sosial
Dinas Tenaga
Kerj a,
TYansmigrasi
dan ESDM

Pendapatan Per
kapita fiuta Rupiah)

(juta
Rupiah) 724,7 741,7

26,50 -
27,OO

154 166,7 L79,4 t92

Perlindungan
sosiral yang
adaptif
ketahanan
energi

llingkat Kemiskinan
%t

Persentase
26,50 -
27,OO

26,50 -
27,OO

26,50 -
27,OO

Cakupan
Kepesertaan

"laminan Sosial
Ketenagakerjaan
Itovinsi (%)

Persentase 21,76 26,14 31,21 36,24 4t,27 46,2\'

Persentase
I'enyandang
Disabilitas Beke4'a
di Sektor Formal (%)

Pers,3ntase

orang

N/A i5 t7 20 24 2a

a. Jumlah
Penyandang
disabilitas vang

N/A 200 300 400 500 600

99

I

zo,so- | zo,so-
21,s0 

I 
22,15

I
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mendapatkan
fasilitas dari unit
layanan
disabiitas bidang
ketenagake{aan
dan/ atau dari
dinas yang
menangani
bidang keten
agakeriaal

b. Jumlah Unit
l,ayanan
disabilitas bidang
ketenagakerj aan
di Tingkat
kab/kota/provins
1

unit 1 5 7 9 i1

Terwujudnya
Iptel<, Inovasi
dan
prodluktivitas
Ekorromi
Papua Tengah

a. Rasio PDRB
Industri
Pengolahan. (%)

Rasio o,83 2,t7 3,52

4,85

4 86 6,2t 7,55
Dinas
Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangalt

- Dinas
Pariwisata

b. Pertumbuhan
PDRB Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan

Persen (%) 3,8 4,32 5,37 5,v 6,42

Pengembangan
Pariwisata :

a. Rasio PDRB
Penyediaan
Akomodasi
Makan dar
Minum (%)-

Ra.sio o,22 o,222 o,225 o,227 o,23 o,232

I

I

I
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b. Presentasi
Jumlah Tamu
Wisatawan
Mancanegara
(Hotel
Berbintang)
(orang)*

Rasio 4,r15 4,67 4,9 5,12 5,35 5,75

Proporsi PDRIS
Ekonomi Kreatif (%)

Persen (7o) N/A o,l o 1 o,2 o 2 o 3

Produktivitas
UMKM, Koperasi,
BUMD:
c. Proporsi Jumlah

Usaha Kecil dan
Menengah Non
Pertanian pada
Level Provinsi (%)

Persen (%o) 0,36 o,36?', 0,375 o,382 o,39 o,39','

d. Proporsi Jumlah
Industri Kecil
dan Menengah
pada Level
Provinsi (%l

Persen (%) 1,63* 1,63* 1,75 1,80 1,83 1,85

e. Rasio
Kewirausahaan
Daera-h (%)

Persen (%) 0,2|.1 o,46 0,52 o,57 o,63 o 68

f. Rasio Volume
Usaha Koperasi
terhadap PDRB
("kl

Persen (%) r,t7 t,t72 1,175 1,r77 1,18 1,182

59. Retum on .A,set
(RoA) BUMD (%)

Persen (%) 1,95 2,O3 2,1t 2,r9 2,24 2,36 BPPIN\D

I

I

I



-125-

Penciptaan
Lapangan Kerja
yang baik :

a. Tingkat
Pengangguran
Terbuka (ol)

Persen (ol,)
2,6
3,

5
l 2

2,65 --

3,r2
2,6s -
3,t2

2,6s -
3,72

2,OO-
2,40

2,OO-.
2,40

Dinas Tenaga
Kerja,
Tralsmigrasi,
dan ESDIM

b. Proporsi
Penciptaan
Lapangan Kerja
Forma-l (%)

Persen (%) 2t) 21,5 aa, 24,5 c6

'l'ingkat Partisipasi
l\ngkatan Keq a
Perempuan (%,)

Persen (%)
53,45 -
65,00

53,45 -
65,00

53,45 -
65,O0

62,70-
67,37

62,70-
67,31

62,70-
67,31

Tingkat Penguasaan
Iptek (%)

Persen (%) 1r5 20 25 30 35 40

Dinas
Informatika,
Statistik dan
Persandian

Ipenguatan Tata
kelola
Femerintaharr
[ang baik, Bersih,
fransparan
pengan
[nengimplementas
[kan sistem
administrasi
publik berbasis
digitalisasi
teknologi

Mewujudkan
penguatan tata
kelola
pemerintahan
yang baik,
bersih dan
transpa]:an
dengan
mengimplement
asikan sistim
administrasi
publik berbasis
digitalisasi
teknolord.

Indeks Reforrrrasi
[]irokrasi Persen (%) 50 55 60 65 70 75

Terwujudnya
Regulasi dan
Tata. kelola

Indeks Reforrnasi
I{ukum Persen (%) 70,3 7 t,l 7 7,5 77,4

Setda
Sekwan

MRP
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yanfl
Berintegrasi
dan Adaptif di
Papua Tengah

Indeks Sistem
Pemerintahan
[]erbasis Elek'cronik

Persen (%) 2 00 2 1 2 ,)4 2,36 2,48 2,6

Semua OPDIndeks Pelayanan
Publik Inrieks l,1i t,l2 I 1 1 1 4 1,15 7,16

Indeks Integritas
Nasional Indeks 62,94 63,65 64,32 64,99 65,66 66,3:l

Terwujudnya
Trarrsformasi
Digital Papua
Iengah

Indeks
Pembangunan
'lleknologi Informasi
clan Komunikasi
(TIK}

Indeks 2 3,6 4 4 4 4 8 5 2

Dinas
Informatika,
Statistik dan
Persandian

Rasio Elektrifikasi
Rr (%)

Rasio 47,36 47,36 47,80 4A 48,5 49

Dinas Tenaga
Kerja,
Transmigrasi,
dan ESDI{

Memantapkan
lingkungan yang
aman, tenteram,
damai dan tertib

Terwujudnya
Ketangguhan
Kepr:mimpinan
daerah Papua
Tengah

Indeks
Kepemimpina-n
Daerah

Inrleks Tinggi

9,58

Tinggi 'l'inggi Tinggi Sekretaria.t
Daerah

Persentase
Penurunan Konflik
Sara

Penurunar Arrgka
Kriminalitas

Persen (%o) N/A 40

10

4a 50

8

Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik

Menciptakan
lingkungan yang
Aman, Tenteram,
damai dan tertib

10,68 9 8,55

Sedang Tinggi

I

45

rersen ("zO 

I
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Terwujudnya
Hukum
Berkeadilan,
Kearnanan
Daerah
Taagguh, dan
Demokrasi
Substansi pada
Provinsi Papua
Tengah

ljsulan Proksi :

a. Persentase
penegakan
Hukum
Peraturan
Daerah

Persen (%) 7t) 72,a 74,2 75,7 77,t

Sekretariat
Daerah
Badan
KesatLra'rr
Bangsa dan
Politik
Satuan Polisi
Pamong
Praja

b. Persentase
Capaian
Pelaksanaan Aksi
HAM

Persen (%) 60 62,5 65 67,5 70 72,5

Iloporsi Penduduk
),ang merasa €unan
berjalan sendiriaa di
tempat tinggaloya
%t

Persen (%) 7.+ 74,7 75,5 76,2 77

Indeks Demokrasi
Daerah In<1eks

Skor

60,oo-
63,25

1

49,54-
49,67

60,00-
63,25

o<

60,00-
63,25

60,00-
6s,25

60,00-
63,85

60,00-
63,85

Meningkatkan
kelestarian
kekayaan adat,
budaya dan
kearifan lokal
sebagai fondasi
ketahanan sosial
yang mantap

Indeks Kohesi Sosial 3,5 4,5 5

Indeks
Pembangunal
Kebudayaaa (IPK)

Indeks 49,54-
49,61

49,54-
49,6t

49,54-
49,61

51,4 -
51,59

51,4.-
51,59

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan

71,4

elestarikan
kayaan adat,
daya dan

fan lokal
ebagai fondasi

anan sosial
g mantap,

rong
engelolaan
umber daya
am yang

erwujudnya
eragama

ert n aslahat dan

6

I
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Indeks Kerukunan
I]mat Beragarna
tKUB

Indeks
I'embangunal
Kua-litas Keluarga

IDkspor Barang dan
Jasa (% PDRB)

jawab dan
berkelanjuta.rr

berkebudayaan
maju

Indeks 81,I8-
81,22

81, 18-
47,22

52,36

81, 18-
8r,22

54,O7

8 1, 18-
41,22

82,66-
42,9

a2,66-
a2,9

Badan Kesatuan
Bangsa darr
Politik

Terwujudnya
keluarga
berkualitas,
kesetaraan
Gender, dan
Masyarakat
Inklusif

Indeks 50,65 55,78 57,5 59,2).
Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Indeks Ketimpangan
Gender (IKG)

Inrleks 8t,94-
a2,oL

6,2,O

82,05-
42,17

82,17-
42,32

7

42,29-
42,46

42,42-
42,61

42,56-
a2,7tl

Meningkatkan
pengelolaan
sumber daya
aiam yang
bertanggung
jawab dran
berkelaniutal

6,50 7,50 8 8,50

Terwujudnya
lntegritas
Eko;:omi
Domestik dan
Global di
Papua Tengah

Koelisien Variasi
Harga Antar wiiayah
Tingkat Provinsi

Indeks 20,2 19,8 79,4 19 ta,7 18,3

- Dinas
Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangan

- BPPKAD
-Dinas
Penanaman
Modal & PTSP

I'embentukan Modal
lletap Bruto (9/o

PDRB)
Pers,:n (%) 23,9

24,64-
25,48i

24,64-
25,44

24,64-
25,44

24,64-
ia5,48

24,64-
25,4t\

Persen (%)
44,42-
49,14

44,82-
49,t4.

44,82-
49,14

50,24-
50,88

50,24-
Ito,88

50,24-
50,8ii

I

I Persentase Luas I I

I urt"r, yang dikelola I Persen(Y") |

I Masyarakat | 
|llr

I
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Terwujudnya
Stabilitas
Eko:romi
Daerah
Papua Tengah

Rasio P4lak Daerah
terhadap PDRB (%)

Persen (%) 0,:i9 o,45 0,51 o,57 o,64

c r_
5,2

o,70

llingkat Inflasi (%) Persen (%) 3,6-5,3 3,6-5,3 6-5 3,6-5,3
ao
5,2

Pendalaman/ Lnterm
ediasi Sektor
Keuangan:
er. Total Dana Pihak

Ketiea/ PDFIB (%)

Persen (%) t6,74 !7,591 18,45 19,30 tao,16 2r,o]].

b. Aset Dana
Pensiun/PDRB
%t

Persen (7u) o,it9 o,30 o,32

1. 1 I 1.89
7

o,33 o,35 0,36

c. Nilai Transaksi
saham per
Provinsi Berupa
Nilai Rata-rata
Tahunan

Nilai 856.rt20,
7L

984.209 7.239.5
86

1.367
274,O

9

t.494.
962

d. Total
Kredit/ PDRB (%)

13,o2 13,16 13,35 13,51 13,68 13,84

Meningkatkan
aksesibilitas
infrastruktur
wilayah sebagai
pilar utama

e. Indeks Akses
Keuangan Daerah
(rAKD)

Persen (%o) 2,77 2,76 2,At 2,85 ,o 2,93

Inklusi Keuangan
(%)

a7,29 a7,79 44,29 88,8 89,30

Tercapainya
peningkatan
aksesibilitas
infrastrrktur
wilayah sebagai

Indeks
Pembangunan
Infrastruktur (IPI)

Intleks 1,01 1,89 32 4 4,25 4,64

I

| "*"", tr", I

Persen (%) 
| tu,r,
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lalui
embangunan
arlngan

sportasi dan
unikasi yang

ebih baik dan
erata

eningkatkan
antitas dall
alitas sarema

prasaran a
g ramah

gkungan
elalui

emanfaatan

pilar utama
melalui
pembangunan
jaringan
transportasi dan
komunil<asi
yang leh,ih baik
dan merata

Perkotaan dan
Pedesaan
sebagai pusat
Pertumbuhan
Ekonomi di
Papua Tengah

I(ota Maju, Inldusif,
ctan Berkelanjutan:
eL. Proporsi

Kontribusi PDRB
wilayah Provinsi
Terhadap
Nasional

Persen

Persen

o,1'3

22,96

o,74 o,76 o,78 0,80 o,a2

-Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangan

-Dinas PUPR
- Dinas
Administrasi
Kependuduka
n&
Pencatatan
Sipil,
Pemberdayaa
n Masyarakat
Kampung

b. Rumah Tangga
dengal Akses
Hunian Layak,
Te{angkau dan
Berkelanjutan (o/o)

c. Persentase Desa
mandiri

23,47 23,98 24,49 25 25,51

Pers,:n 2,a2 2,42 2,42 2,82 2,42 2,42

Pers,:n 3r;

N/A

38 40 45

Tercapainya
kuantiteis dan
kualitas sarana
dan prasarana
yang ramah
tingkungan
melalui
pemanfiratan
teknoloei hiiau

Persentase
Penurunan Jumlah
Desa Berstatu s
Tertinggal

Persen (%) 0,43 o,a7 1 o4 1,30 I,48

ol hi au

cl. Persentase
Mantap Jalan 35 36
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dan inovasi lokal
dengan
memprioritaskal
pembangunan di
daerah tertinggal,
pinggiran dan
terisolir

dan inovasi lokal
dengan
memprioritaska
n pembangunan
di daerah
tertinggal,
pinggiran dan
lerisolir.

Terwujudnya
Penerapan
Ekorromi Hijau
di Papua
Tengah

'l'ingkat Penerapan
IDkonomi Hijau :

a.. Indeks Ekonomi
Hijau Daerzr-tr

Inde.ks 61,06 62,23 63,4 64,57 65,74 66,9).

-Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

-Dinas Tenaga
Kerja,
Transmigrasi
dan Energi
dan ESDM

-Dinas Pangan,
pertanian,
Kelautan dan
Perikanan

-Dinas PUPR

b. Indeks Eko:,romi
Biru Indeks 22,64 23,52 24,40 25,29 26,17 27,06

c. Porsi EBT d.alam
Bauran Energi
Primer (%)

Persen (%) 26,6 26,6 26,9 27,3 c7a 2a

Tervrujudnya
Lingkungan
hidup
berkualitas

Indeks Pengelolaan
Keanekaragaman
I{ayati Daera}r

Indeks o,389 o,3891 o,394 o,400 o,425 o,425

Kualitas
Iingkungan Hidup
h. Indeks KueLlitas

Lingkungan
Hidup Daerah

Inde.ks 42,56 82,56, a2,65 a2,73 ti3,20 83,20

Il. Rumah Tangga
dengan Akses
Sanitasi Aman
f/"\

Persen (%) 4,O 5,89 7 86 9,67 1110
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C. Pengelolaar:L
Sampah
- Timbunan

sampah
Terolah di
Fasilitas,
Pengolahan
Sampah (%)

Persen (%) 15,00 18,0C| 20,25 25,64 30 35

Proporsi
Rumah
Targga (RT)
dengan
LayanarL
Penuh
Pengumpulan
Sampah (%
RT)

Persen (o/o) 3(i 39 40 45 52 55

Terwujudnya
Ketahanan
Energi, Air,
dan
Kem.andirian
Pangan

Ketahanan ErLergi,
l\ir, dan Pangm:
aL. Ketahanan Energi

Konsumsi
Listrik per
Kapita (l<Wh)*

(Kwh) 315 ..lJ.+ 353 s70 388 407

Intensitas
Energi Primer
(SBM/Rp
milyar)*

Persen (%) 90 90 86 a4 82

tr. Prevalensi
ketidakcukupan
Konsumsi Pangan

Persen (%) 34,03 JJ 31,2 29,4 2,9,23 29

a7
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c. Ketalanan Air

Kapasitas Air
Baku
(m3/detik)*

Persen (%) 0 1,5 1,5 2 2

Akses R umah
Tangga
Perkotazrn
terhadap Air
Siap Minum
Perpipaein (%)

Persen (%) 2t) 20 30 30 35

Terwujudnya
Resiliensi
terhadap
Bencana dan
Perubahan
Iklim

Indeks Risiko
IJencana Inrleks 797,94 t97,94-

185,88
19t,94-
185,88

t9t,94-
185,88

185,8
8-

779,9
5

185,88

179,95
-Dinas Kerja,
Transmigrasi
dan ESDM

-Dinas
Lingkungan
Hidup &
Kehutanan

- Dinas PKP2B
& Satpol PP

Persentase
Penurunan Ernisi
GRK (%)

Kumulatif Persen (%) 1o,92 i 1,5 t2,47 14,35 15,35 15,4I;

Tahunan Persen (%) 30 4 30,53 30,78 30.93 4030,07

I

I

I



- 134-

3.4 Strategi dan Arah Kebiiakan Pembangunan
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaurn

komprehensif tentang bagaimana pemerintah ciaerah meiakukan upaya untuk
mencapai visi, misi, tujuan dan sasar€rn serta target kine{a RPJMD dengan efektif
dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.4.1 StrategiPembangunan
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah- langkah ya-ng

berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah
daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan
yang dilaksanakan secara efektif dan elisien sebagai pola strategis pembangunaa
akan mernberika-n nilai tanrbair pada perrcapaiarr perrrbangunan daerah dari scai
kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam
perencanazrn pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan
bagaimana sasaran pembaagunan akan dicapai dengaa seraagkaian arah kebijakan
dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi difurunkan dalam sejumlah
arah kebijakan dan program pembalgunan operasional dari upaya- upaya nyata
dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Tengah disajikan pada
Tabel 3.3.
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Tatrel 3. 3 Visi Il{isi Tu uan f]asaran dan iltra Provinsi Pa Tah.un 2025-2029

Visi : MglqujudkCn Papua Tengah Emas Adil, Berdaj'6 Saing, Berrnartabat, Harrnonis, Maju dan Berkelaniutan
M1 : Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan, dan inisiatif kesehatan yang inovatif, sehingga terwujudnya sumber daya

ptakan Masyarakat yang bermartabat ctan berdava saingmanusia yang berkualitas; untuk menci
Tl : Mewujudkan potensi individu dan komunitas rnelalui pendidikan yang berpotensi dari kompeten

SI Meningkatkan Capaian Stand.ar Kompetensi Minimum pada Asesmen. Nasional :

. Penguatan kapasitas guru mela-lui pelatihan berbasis Teaching at 1'he Right Leuei (TaRL) dan
iVerdeka Belalari

. Implementasi model pembelqiaran berbasis teknologi dan digitalisasi sekolah;

. Penyediaan dan distribusi buku bacaan berkualitas serta bahan ajar berbasis budaya lokal;

. Peningkatan kualitas infrastruktur sekolah, termasuk akses listrik dan internet di daerah
terpencil;

. Mendorong kolaborasi dengan mitra pendidikan seperti universitas, NGO, dan lembaga
internasional.

S2 Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas :

. Program wajitr belajar 12 tahun dengan insentif bagi siswa dari keluarga kurang mampu;

. Beasiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi, khususnya dari daerah terpencil;

. Program pendidikan kejar paket untuk masyarakat putus sekolah;

. Penyediaan sekolah berbasis asrarna di daerah sulit a-kses (Pembangunan Pendidikan Berpola
/\srama).

S3 Meningkatkan H arapan Lama. Sekolah :

, Perluasaa akeres pendidikar: menengah clan tinggi di seluruh kabupaten/kota;
. Penguatan program pendidikan vokasi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja;
. Meningkatkzrn peran sekolah dan komurritas da.lam mencegah putus sekolah;

' Penvediaan serana dan prasarana pendidikan yang memadai.

M1 TI S1 pua T'engah Cerdar;

S4 Meningkatkan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi :

. Penyediaan beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah;

. Mendorong pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Negeri Papua Tengah) akan
rnenjadi Pusa: Pengembangan SDM berkualitas di Papua Tengah;

. Peningkatan kerja sama dengan pergunlan tinggi dalam dan luar negeri;

. Peningkatan kualitas dosen dan tenaga pengaiar melalui prograrn capacit!4 building.

'fisi / Misi / l\juan / Sasaran Strategi
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T2 : Mewujudkan inisiatif kesehatan yzmg inovatif
S5 Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak :

. Peningkatan akses dan kuzrlitas layanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan, termasuk
Pembangunan Rumah Sakit Bertara-f Internasional, peningkatan jurmlah tenaga kesehatan dan
bidan di daerz*r terpencil;

. Penguatan program ANC (A.ntenatal Core) dan layanan persalinan erman dengan mendorong
persalinan di fasilitas kesehatan;

. Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi ibu hamil di daerah sulit akses;

. Pemberian suplemen gizi dan tablet tambah darah bagi ibu hamil serta imunisasi lengkap bagi
bayi;

. Program edukasi bagi ibu tramil dan keluarga terkait gizi, ASI eksklusif, serta pencegahan stunting
melalui intervensi spesifik dan sensitif.

S6 Penanganan Trrberkulosis (TBC) :

. Memperluas layanan deteksi dini TBC di puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan;

. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam diagnosis dan pengobatan TBC;

. Ivlendorong kepatuhan pengobatan pasien TBC dengan sistem pemantauan berbasis teknologi
( digital adle re nce mo nit o ingl ;

. Program pendampingan bagi pasien TBC untuk mencegah putus obat dan resist.ensi obat (TBC
RO);

. Penyuluhan kepada masyarakat tentang cara penularan dan pencegahan TBC.
a7 Eliminasi Malaria di Seluruh Kabupaten :

. Penyediaan kelambu berinrlektisida dan obat antimalaria di daeratr endemis;

. Penguatan surveilals malaria dengan skrining rutin cli daerah rawan;
, Peningkatan cakupan darr kua.litas pengobatan malaria sesuai standar WHO;
. Program pemberantasan nyamuk melalui penyemprotan rumah dan pengelolaan lingkungan;
. Ildukasi masyarakat mengenai pencegahan malaria, t.erutama di daerah pedalaman.

M1 T2 S2 Papua T'engah Sehat

S8 Perr anglulangar HIV/AIDS :

. Meningkatkan akses terhadap layanan tes dan konseling HIV (VCT) secara gratis;

. Penyediaan obat ARV (Antiretroviral) secara berkelanj utan bagi ODHA;

' Ildukasi tentang pencegahan HIV/AIDS melalui kampanye yarrg melibatkan pemuda, kelompok
rnasyarakat, clan gereja;

'Visi / Misi I l\juan / Sasu.ran Strategi
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Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil dengan HIV untuk mencegah pe:nularan ke bayi.
S9 Meoingkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatar Provinsi (o/o) :

. Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh mas)'arakat, terutama
kelompok miskin dan rentan;

. Mempermudah akses administrasi bagi rnasyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS
Kesehatan;

. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembrayaan premi JKN bagi masyarakat tidak
m€rmpu;

, Penyediaan layanan kesehertan berbasis digital untuk mempercepat klaim dan lavanan JKN.
M2 : Mengernbangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dengan
memperkuat kapasitas produksi loka1, meningkatkzrr nilai tambatr produk lokal, dan memfasilitasi akse:t pasar yang :ebih luas yang bertujuan untuk menciptakan
swasembada. pangan, lapangan kerja, menghapus kemiskinaa ekstrim , mengr:rangi ketimprangan, dan n:eningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah
demi terwqiudnya kema4dirian ekonomi dan perturnbuhan ekonomi yang ting{i, adil dan merata
T3 Meningkatkan potensi sumber da_va alam dengan mengedepzrnkan prinsipprinsip keactilan dan kesr:taraan

s10 Menurunkan Tingkat Kemiskinan (%) :

. Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, seperti pengembangan pertanian,
perikanan, dan UMKM berbasis komoditas unggulan Papua Tengah;

' Bantuan sosial yang tepat rsasaran, term.asuk program perlindungan sosial berbasis keluarga
seperti PKH (IYogram Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai);

, Peningkataa akses pendidikan dan keterampilan mela.lui program pelatihan kerja dan sekolah
vokasi bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilal rendah;

, Meningkatkar akses ke layanan keuarrgarr darr permodalan, termasuk kredit usaha ralryat (KUR)
dan koperasi berbasis komunitas;

r Penyediaan infrastruktur dasar yarlg memadai, seperti akses air bersih, listrik, dan perumahan
layak huni bagi masyarakat miskin.

M2 T3 S3 lindungan Sosial yang Adaptif
an energi

s11 Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jarninan Sosia1 Ketenagakerjaan Provinsi (%) :

. Sosialisasi dan edukasi kepada peke{a lbrmal dan in:lorma] tentang pentingnya jaminan sosial
l<etenagake{aan (BPJS Ketenagakerjaan);

. Ivlemperluas cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan mendorong pr:rusahaan dan
pekeria sektor informal unluk mendafta:;

'Visi / Misi / 1ljuan / Sasaran Strategi
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Penyediaan subsidi bagi pekerja informal dan masyarakat berpengJhasilan rendah agar dapat
terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan;
Peningkatan lieg'a sama dengan perusahaan, koperasi, dan BUMDes untuk menjamin pekerja
sektor informal mendapatkan periindungan sosial;
{)ptimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan agar penrsa}raan mernatuhi regulasi
terkait iaminan sosial tenaga keria.

s12 Meningkatkan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%) :

. Peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasi,
keterampilan digital, dan wirausaha;

. Mendorong kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen di sektor formal,
t.ermasuk kuota khusus di instansi pemerintah dan BUMN/BUMD;

. Penyediaan fasilitas dan lingkungan ke{a yang inklusif, seperti aksesibilitas fisik di tempat kerja
dan kebijakan keq'a fleksibel bagi disabititas;

o Memperkuat kerja sama dengan dunia uLsaha dan sektor swasta untuk membul.a lebih banyak
lapangan ke{a bagi penyandang disabilitas;

. Meningkatkan insentif bagi perusahaan yarrg merekrut tenaga kerja disabilitas, seperti potongan
pajak darr subsidi pelatiha-n kerja.

T4 : Meningkatkan potensi sumber daya manusia dengan mengedepankan prinsipprinsip keadilan dan kesetaraan
s13 Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB :

. Pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan Papua Tengah (seperti pengolahan
kayu, perikanan, pertanian, dan hasil hutan non-kayu);

. Mendorong investasi dalam industri hilir agar produk lokal memiliki nilai tambah;

. Penyediaan insentif bagi industri yang mengadopsi teknologi ramalr lingkungan:

. Pelatihan tenaga kerja industri untuk meningkatka-n produktivitas dan daya saing;

. Peningkatan infrastruktur pendukung irrdustri seperti listrik, jalan, dan konektivitas logistik.
s14

M2 T4 S4

Pengembangan Pariwisata Be:rkelanjutan :

. Penguatan branding dan promosi destinasi wisata unggulan Papua Tengah, termasuk ekowisata
dan wisata bu.daya;

. Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti akses jalan, bandara, dan fasilitas alomodasi;

. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisatil melalui pelatihan bagi pemandu wisata, pelaku usaha
hotel dan restoran;

dnya Iptek, Inovasi darr
ivitas Ekonomi Papua Tengah

'Visi / Misi /'1\juan / Sasaran
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Mendorong investasi di sektor perhotela:r, restoran, dan atraksi wisata berbasis komunitas;
Digitalisasi layanan wisata, termasuk pemasaran Online dan sistem reservasi berbasis teknologi.

s15 Meningkatkan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif :

. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis seni budaya, kuliner, dan kriya khas Papua
Tengah;

. Mendorong digitalisasi ekonomi kreatif melalui e-comrLerce, pemasaran digital, ctan teknologi
Iinansial;

. Pemberdayaan komunitas kreatif lokal melalui pelatilran dan pendampingan usaha;

. Peningkatan erkses pembiayaan bagi pelaku industri lreatif melalui kredit usaha kreatif dan hibah
modal.

s16 Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasri, dan BUMD :

. Penguataa program inkubasi bisnis darr akses permodalan bagl UMKM dan koperasi;

. Digitalisasi UMKM dan koperasi untuk meningkatkar: daya saing dan efisiensi operasional;

. Peningkatan peran BUMD dalam mendukung sektor strategis daerah, seperti distribusi pangan
dan energi;

. Optimalisasi kemitraan antara UMKM dan industri besar dalam rantai pasok lokal;

. Penyederhana.an perizinan baei UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha baru.
s17 Penciptaan Lapaagan Ke{a yang Berkualitas :

. Peningkatan keterampilan tenaga kerja mela-lui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri;

. Mendorong industri padat karya dan sel,:tor kreatif untuk menciptakan lebih banyak lapangan
l<e{a formal;

. Penguatan sistem informasi pasar kerja agar tenaga kerja dapat terhubung dengan peluang kerja
J/ang sesuai;

. Penyediaan insentif bagi perusahaan yalg membuka lapangaa kerja bagi masvarakat loka].
s18 Meningkatkan Partisipasi Angikatan Kerja Perempuan :

. Meningkatkan a.kses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi;

. Mendorong kebijakan ramah keluarga di tempat kerja, seperti fleksibilitas jam keq'a dan cuti
melahirkan yang lebih baik;

. Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak di tempat keq'a;

. Ilrogram kewirausahaan perempuan berbasis komunitas dan UMKM.
s19 Meningkatkan Tingkat Penguasaan Iptek :

'Visi / Misi /llrjuan / Sa*ran Strategi
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Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan
industri;
Penyediaan pusat riset dan teknologi untuk mendukung industri iokal;
Mendorong adopsi telo:ologi digital di sektor UMKM, pertanian, da:r industri;
Peningkatan investasi dalam pendidikan dan riset berbasis STEM (Science, Technology,
Dngine e ring, and M ath.e matic sl.

M3 : Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik 1'ang berbasis digitalisasi
teknologi, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan semangat ke{a sama dan komitmen terhadap pelayanan dan pembangunan
melalui ekosistem organisasi kerja yang adaptif dan agile yang mendukung kultur budaya kompetitif demi terwujudnya transformasi tata kelola yang efisien,
transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
T5 : Mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengimpiementasikan sistim administrasi publik berbasis
dieitalisasi teknoloei.

s20 Meningkatkan Indeks Reformasi Hukum :

. Penyederhanaan regulasi dan perizinan guna menciptakan kepastian hukum yang mendukung
investasi dan pelayanan publik;

. Penguatan kapasitas aparatur hukum dan peradilan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap
hukum di tingkat daerah;

. Peningkatan transparansi dan aksesibilitas regulasi daerah dengan digitalisasi dokumen hukum
dan kebijakan;

. Optimalisasi peran masyarakat dalam pen1rusunan kebijakan melalui konsultasi publik dan
partisipasi metsyarakat sipil ;

. Sinergi antara regulasi nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta
memastikan keselarasan hukum.

M3 T5 S5 Terwujudnya Regulasi dan Tata
Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif
di papua Tengah

s21 Meningkatkan krdeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :

. Digitalisasi administrasi pemerintahan dengan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh;

. Pengembangan layanan publik berbasis digital, seperti egouernment, e-budgeting, den e-
procurement untuk meningkatkan efrsiensi dan tralsparansi;

. Peningkatan keamanan data dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung transformasi
digital pemeri:ntahan;

t'isi / Misi / l):juan / Sasaran Strategi
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Pelatihan aparatur sipil negara (ASN) datam penggunaan teknologi digital untuk meningkatkzrr
l<apasitas dan adaptasi terhadap sistem digital;
Integrasi layanan digital antar instansi pemerintah gr.:Lna menciptal<an sistem pelayarrarr terpzrdu
yang lebih efisien.

s22 Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik :

. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan publik melalui peiatihan berorientasi pada
pelayanan prima;

. Penerapan starldar pelayalan publik ya:rgjelas, cepat, dan transparan sesuai dengan prinsip good
gouemance;

. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif, sepertt layanan hotline,
zrplikasi pengerduan digital, dan kana-1 media sosial resmi;

. Mendorong inovasi dalam pelayanan publik, seperti layanan keliling, sistem layzman berbasis
zrplikasi, d,an ,cne-stop seruice centeti

. Penyediaan fasilitas layanan publik yang ramah disabilitas dan inklusif, untuk rnemastikan semua
kelompok masvaral<at mendapatkaa akses vang setara.

s23 Meningkatkan Indeks Integritas Nasional :

. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencegah
korupsi dan penya-lahgunaan anggaran;

. Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti e-audit dajt e-monitoing terhadap
anggaran dan proyek pemerintah;

. Penguatan sistem meritokrasi dalam rekrutmen ASN untuk memastikan penempatan pejabat
berdasarkan kompetensi dan integritas;

. Mendorong peran aktif masyarakat dalarn pengawasan pemerintahan, melalui sistem pelaporan
yang mudah ctiakses;

. Peningkatan edukasi anti-korupsi bagi aparatur negara dan masyarakat melalui sosialisasi dan
pelatihan etika birokrasi.

M3 T5 S6 Terwujudnya Trasnformasi Digital
Papua T'engah

s24 Meningkatkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasri dan Komunikasi (TIK) :

. Pembangunan infrastruktur digital yarrg merata, termLasuk penyediaan jaringan internet hingga ke
daerah terpencil;

. Penguatan literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintah guua meningkatkan adopsi
teknologi dalam kehidupan sehari-hari;
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Mendorong digitalisasi sekt.or publik da.rL ekonomi, se.perti layanan pemerintaha.:n berbasis
elektronik (SPBE), e-commerce untuk UI{KM, dan digitalisasi iayanan kesehatan serta pendi<likan;
Peningkatan llerja sama dengan operator telekomunillasi dan penyedia layanal internet untuk
rnemperluas cakupan jaringan dan meni.ngkatkan kuaJitas layanan;
Pengembangan pusat inoversi digital darr startup teknologi lokal gulra mempercepat pertumbuhan
ekonomi berbasis dieital.

s25 Meningkatkan Rasio Elektrifil<asi Rumah Tangga (RT) (ol,) :

. Percepatan pembangunan i.nfrastruktur listrik dengan memanfaatkan sumber e:nergi terbarukan
r;eperti tenaga. surya, hidro, dan biomassa untuk menjangkau daerah terpencil;

. Peningkatan investasi dalam jaringar distribusi listrik guna memastikan stabilitas pasokan listrik
bagi rumah tangga dan industri;

. Mendorong pemanfaatan teknologi smart gid dan digitalisasi maner-jemen energi untuk
meningkatkan efisiensi pen.ggunaan listrik;

. Program subsidi listrik untuk masyarakat kurang mampu agar seluruh ruma-h tangga memiliki
erkses listrik yang te{angkau;

. Pengembangan desa mandiri energi denl;an pemanfaatan teknologi mikrogrid untuk daerah dengan
al<ses listrik terbatas.

s26 Meningkatkan Indeks Kepemimpinan Daerah :

. Peningkatan lapasitas dan kompetensi l<epemimpinan kepala daerah serta ASN melalui pelatihan
l<epemimpinan yang berbasis inovasi, tata kelola yang baik, dal keberpihakan pada masyarakat;

. Penguatan tata kelola pemerintahan yan.g transparari dan akuntabel guna meningkatkan
kepercayaan rnasyarakat terhadap kepernimpinan daerah;

. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan
rnasyarakat untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah;

. Pemberdayaa-n kepemimpirran berbasis <lata darr digitalisasi guna rneningkatkal efisiensi dalam
pengambilan *<eputusan darr implementasi kebijakan;

. Mendorong keterlibatan mersyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
daerah agar kebiiakan lebih partisipatif dan inklusif.

M3 T5 S7 Terwujudnya Ketangguhan
Kepemirnpinan Daerah Papua
Tengah

s27 Menurunkaa Persentase Konllik SARA :

. Penguatan dialog antar agama dan antarsuku melalu:i forum komunikasi yang melibatkan tokoh
adat, tokoh agama, dart pernuda guna m.embargun kesepahaman <lan solidaritas sosia"l;
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Peningkatal peraa pemerintah daerah dalam mediasi dan resolusi konflik dengan menyediakan
rnekanisme penyelesaian yang cepat, adil, dan berbasis kearifan lo.kal;
Pendidikan multi kultural dan toleransi sejak dini di sekolah dan komunitas untuk menanarnkan
nilai keberagaman dal persatuan;
Penerapan sistem deteksi d.ini konflik sosial dengan nrembentuk tim khusus yang memantau
potensi konflik dan melakukan intervensi sebelum terjadi eskalasi;
Optimalisasi peran media dalam menyebarkan narasi damai dan rrrengurangi provokasi berbasis
SARA melalui regulasi dan kampanve anti-hoaks.

M4 : Menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai, dan tertib, di mana setiap warga masyarakat dapat hidup dan berkembang dengan optimal dengan
semangat gotong royong dan kerja sam.r. antar unsur masyarakat untuk mewujudkan stabilitas daerah yarg berkeadilan melalui pelldekatan adat, budaya, sosial
dan ekonomi
T6 : Memantapkan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib

s28 Meningkatkan Penegakal Hukum Peratural Daerah :

. Penguatan kapasitas aparatur penegak hukum dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam
menegakkan peraturan daerah (Perda);

. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami dan
mematuhi Perda yang berlaku;

. Optimalisasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perda dengan membentuk sistem pemantauan
dan mekanisme pelaporan masyaralat;

. Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat
untuk memastikan Perda diterapkan secara efektif dan berkeadilan.

M4 T6 S8 [erwuju dnya Hukum Berkeadilan,
Keamananan Daerah Tangguh, dan
Demokrasi Substansi pada Provinsi
Papua Tengah

s29 eningkatkan Capaian Pelaksanaan Aksi IIAM :

Ivlemastikan kebijakan daerah selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama
daiam perlindungan hak-hak kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan
masyarakat adat);
Mendorong edukasi HAM kepada aparatur pemerintahan dan masyarakat mela-lui sosialisasi dan
program pelatihan;
Memperkuat peran Komisi Nasional HAM atau lembaga HAM daerah dalam memaatau,
rnengevaluasi, dan menangani pelangga:-an HAM;
Meningkatkan akses masyzrrakat terhadap layanan hukum dan keadiian, termasuk penyediaan
bantuan hukrrm gratis bagr ma akat marn
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s30 Meningkatkaa Proporsi Penduduk yartg Merasa Aman di Tempat Tinggalnya :

. Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui optimalisasi peran kepolisian, TNI, dan satuan
keamanan masyarakat (Satkamling);

. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam
menjaga stabilitas daerah;

. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauaa keamanan daerah, seperti pemasaagan CCTV di area
publik dan penggunaal sistem laporaa l<ejadian berbasis digital;

. Meningkatkafl program patroli keamanan di daerah rawan keja-hatan dan konflik;

. Membangun rnekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat,
l.okoh agama, dan masyarakat sipil.

s31 Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di PapuLa Tengah :

. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kebijakan daerah melalui
keterbukaan informasi dan keterlibatan publik dalam penJrusunan kebijakan;

. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu serta pemilihan kepala
daerah guna memastikan demokrasi yang jujur dan adil;

. Menguatkan peran media dan kebebasan pers untuk mendukung kebebasan berekspresi serta
mengawasi jalannya pemerintahan;

. Meningkatkal kapasitas pzrrtai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan peran
demokrasi yang sehat;

. Membangun budaya politik yang inklusif dan bebas dari praktik politik uang, diskriminasi, serta
tekanan politik.

M5 : Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearilan lokal sebeLgai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber da5ra 61rro ,rrt
bertaaggung.jawab dan berkelanjutan sekaligus menjaga keseimb aagan ekologr melalui praktik-praktik pr:mbangunan yang ramah lingkungan urrtuk menciptakaa
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dap,at dinikmati oleh seluruh lapisan masyeLrakat Papua Tengah, sekarang dan di masa yang akan
datang
fi : Meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifran lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang martap, mendorong pengelolaan sumber daya
alam yang bertanggung iawab dan berkelaniutan

M5 Terwuju dnya Beragarna maslahat
dan berkebudayaan maju

e?o Meningkatkan Indeks Pemba:rgunan Kebudayaan (IPK). Indeks Pembangunan Kebudayaan
mencerminkan kemajuan dalam pelestarian dan pengembaagan kebndayaan di suatu daerah :

. Pelestarian dan revitalisasi budaya lokal Papua Tengah melalui dukungan terhadap seni, bahasa,
tradisi, dan kearifan lokal;

I
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Peningkatar akses dan kualitas pendidikan budaya dengan memasukkan muatar budaya lol<al ke
dalam kurikulum sekolah;
Penguatan lernbaga budaya, sanggar seni, dan komunitas kreatif guna memperluas ruang ekspresi
dan inovasi budaya;
Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan kesejahteraaa masyarakat
melalui industri kreatif, pariwisata budaya, dan produk berbasis kearifan lokal;
Peningkatan infrastruktur kebudayaan seperti museum, galeri seni, rumah adat, dan pusat
kebudayaan guna mendukung kegiatan budaya;
Mendorong digitalisasi dan dokumentasi. budaya untuk menjaga warisan budaya agar dapat
diakses oleh g,enerasi mendatang.

s33 Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama
mengukur harmoni antarumat beragama, toleransi, dan kerja sama dalam kehidupan sosial :

. Memperkuat dia-1og antar agama melalui forum komunikasi yang melibatkan tokoh agama, pemuda
lintas agama, dan pemerintah daerah;

. Mengembalgkaa program pendidikan multikultural dan toleransi di sekolah da-n masyarakat guna
rnenanamkan nilai-nilai persaudaraan dan harmoni sosial;

. Mendorong peran aktif tokoh agama dalam membangun narasi darnai dan menangkal penyebaran
ujaran kebencian serta ekstremisme;

. Optimalisasi peran media dalam menyebarkan pesan-pesan kerukunan dan mencegah hoaks yang
berpotensi memicu konflik keagamaan;

. Meningkatkan ke{a sama ir.ntar umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan
pembangunan untuk memperkuat solidaritas sosial;

. Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifal lokal dengan melibatkan tokoh
adat dan tokoh agama dalam mediasi konflik keaeamaan.

M5 T7 s10 Terwujudnya keluarga berkualitas,
kesetaraan Gender, dan Masyarakat
Inklusif

s34 Meningkatkan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPK). Indeks iini mencerminkan kesejahteraan
keluarga dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial :

. Peningkatan erkses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk layanan gizi, imunisasi,
dan kesehatan reproduksi untuk menurunkan algka kematian ibtr dan anak;

. Peningkatan literasi dan pendidikan keluarga dalam pola asuh anak, pencegahal kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), dan kesejahteraan psikososial keluarga;

. Penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peniugkatan keterampilan kerja,
alses permodalan bagi usaha mikro, dar: pelalihan kewirausahaan berbasis keluarga;

I

I
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Mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan alak guna menciptakan keseirnbangan peran
dalam keluarga;
MeningkatkarL akses terha<lap perumahan layak huni dan lingkungan yang menLdukung
kesej ahteraan keluarga;
Memperkuat peran lembaga sosia-l dan komunitas dalam mendampingi keluarga rentaa, seperti
keluarga miskin, keluarga dengaa anak berkebutuhan khusus, dal keluarga yang terdampak
konflik.

s35 Mengurangi Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender mengukur kesenjangan antara
taki-laki dan perempuan daiam berbagai aspek, seperti pendidikan, pekeq'aan, kesehatan, dan
paltisipasi politik :

. Mendorong kesetaraan akses pendidikal bagi peremp,uan dan anak perempuan, termasuk
beasiswa dan program afirmatif untuk kelompok rentan;

. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, terutama di sektor formal, serta
memberikan pelatihan keterampilan untuk memperkuat kapasitas perempuan;

. Meningkatkan perErn perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di sektor
pemerintahan, politik, dan ekonomi;

. Memastikan alses layanan kesehataa reproduksi dan perlindungan terhadap perempuan,
termasuk pencegahan pern.ikahan anak dan kekerasan berbasis gender;

. Mendorong kesetaraan dalam kebijakan ketenagakerjaan, seperti upah yang adil, cuti melahirkan,
serta fasilitas penitipan anak di tempat kerja;

. Membangun mekanisme pengaduan dan perlindungan bagr perempuan dan anak yang mengalami
diskriminasi atau kekerasan.

T8 : Men ingkatkan pengelolaan sumber daya alam yerrg bertalgEung jawab dan berkelanjutan
M5 T8 s11 Terwujudnya Integrit.as Ekonomi

Domestik dan Global di papua
Tengah

s36 Menjaga Stabilitas Harga Antrarwilaya-h (Koefisien Variasi Harga). Variasi harga antarwilayah
menunjukkan tingkat kesenjrurgan harga cli berbagai daerah di Papua Tengah. Ketidakseimbangan
ini bisa terjadi akibat infrastruktur yang belum merata, biaya distribusi yang tingg;i, atau
keterbatasan pasokan barang darr jasa :

. Penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik, termasuk peningkatan akses jalan, pelabuhan,
dan bandara guna mempercepat distribusi barang antarwilayah;

. Pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien, seperti pemanfiaatan rantai pasok berbasis
t.eknologi dan zudang logistik terpadu;
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Penguatan peran BUMD dan koperasi dalam distribusi bahan pokok dan kebutuhan strategis
untuk mengurangi fluktuasi harga;
Mendorong peningkatan produksi dan stok pangan 1okal guna mengurangi ketergantungan pada
barang dari luLar daerah;
Memperkuat l<erja sama antarwilayah dalam perdagangan dan distribusi barang untuk
memastikan pasokan merata di seluruh Papua Tengah.

s37 Meningkatkan Investasi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB). PMTB
menggambarkal tingkat investasi yang ma.suk ke dalam pembangunan infrastruktur, peralatan, dan
modal usaha di Papua Tengah :

. Meningkatkan daya tarik investasi daera*r mela.lui perryederhanaan perizinan dan kepastian
hukum bagi investor;

. Peningkatan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan
Icoperasi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ;

. Mendorong kemitraan antara swasta dan pemerintah (Public-Priuate Partnership /PPP) untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur strategis;

. Memperkuat insentif bagi investasi hijar.t dan berkelanjutan, terutarna di sektor energi terbarukan
dan industri ramah lingkungan.

s38 Memperkuat Ekspor Barang dan Jasa (o/" PDRB). Ekspor barang dan jasa menjadi indikator integrasi
ekonomi Papua Tengah dengeur pasar nasional dan global :

. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, hasil hutan, kopi, kakao,
dan produk pertambangan, untuk meningkatkan daya saing ekspor;

. IVleningkatkan kualitas dan standar produk ekspor, termasuk sertifikasi produk yang sesuai
dengan standar internasiorral;

. Mendorong hilirisasi industri guna meningkatkan nikri tambah sebelum produk diekspor;

. Memperluas eLkses pasar el<spor dengan ke{a sama perdagangan antar provinsi dan internasiona.l;

. Memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce untuk mempromosikern produk Papua
Tengah ke pasar global.

M5 T8 s12 Terwujudnya Stabilitas Ekonomi
Daerah Papua Tengah

s39 Meningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%). Pendapatan daerah yang kuat akan
mendukung penrbangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program ekonomi yang
berkelanjutan:
. Optimalisasi pemungutan pajak darr retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pajak untuk

meningkatkan efi siensi dan transparansi;

I
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Ekstensifikasi sumber pajat daerah, misalnya dengan memperluas basis pajak dari sektor-sektor
potensial seperti industri, pariwisata, dan ekonomi digital;
Peningkatan kesadaran wajib pajak mela-lui sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang taat
pajak;
Menerapkan kebijakan insentif Iiskal untuk menarik investasi barr sambil tetap menjaga
keseimbaagan pendapatan daerah.

s40 Menjaga Tingkat Inflasi (%) Tetap Stabil. In.flasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat
dan mendukung stabilitas ekonomi daera}. :

. Memperkuat l<oordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indouesia dalam mengelola kebijakan
harga dan ketersediaan ba::ang pokok;

. Penguatan ketahanan panflan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga
harga tetap stabil;

. Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, terrnasuk pembalgunan pasar induk dan g:dang
logistik untuk mengurangi biaya distribusi;

. Intervensi halga secara selektif melalui l<ebij akal sutrsidi atau operasi pasar untuk komodita.s
strategis.

s41 Memperkuat Pendalaman Sektor Keuangarl dan Intermediasi. Pendalaman sektor l:(euangan
menunjukkan seberapa besar sektor keuangan berkontdbusi terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah :

. Meningkatkan jumlah simpanan masyalakat dalam sistem keuangan formal dengan mendorong
inklusi keuangan;

. Mendorong investasi jangka panjang, terrnasuk penguatan dana pensiun dan instrumen investasi
lainnya;

. Meningkatkan akses kredit produl<tif bagi UMKM dan industri lokal mela-1ui skema pembiayaan
berbunga rendah;

. Mendorong pasar modal da.erah agar lebih aktif dengen memperkenalkan berbagai instrumen
investasi seperti obligasi daerah.

s42 Meningkatkan Inklusi Keuangan (%). Inklusi keuangan berperan penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi masyaral<at yang beium tersentuh layanan perbernkan

Meningkatkan akses layanan keuangan digital melalui pengembangan fintech dan bank digita.l di
rlaerah terpencil;

I
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IWemperkuat peran koperasi darr lembaga keuangan rnikro dalam memberikan pembiayaan bagi
masyarakat kecil dan pelaku UMKM;
IVlendorong program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat,
termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda;
Memfasilitasi pembukaan rekening bank untuk masyarakat tidak terlayani (unbanked populationl
,{una meningkatkan akses terhadap lavanan keuangan formal.

M6 : Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama metralui pembangunan jaringal transportasi dan komunikasi yang letrih baik dan
merata, sehingga tercipta J<onelrtivitas emtar masyaralrat dan antar wilayah dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sosial yang bertujuan r-rntuk
mengurangi l<esenjangan, memperkuat integrasi anterr wilayah, dan memastikan bahwa setiap alggota masyarakat memiliki kesempatan yalrg sama untuk
berkembang dan berkontnibusi terhadap kemajuan Papua Tengah
T9 : Tercapainya peningkatan aksesibilitas infrastrulctur wilayah sebagai pilar utama mela.lui pembangunan jaringal transportasi dan komunika.si yang iebih baik
dan merata

s43 Meningkatkan Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Provinsi terhadap Nasional. Papua Tengah harus
mendorong sektor unggulan cli perkotaan clal pedesaan agar berkontribusi lebih besar terhadap
ekonomi nasiona] :

. Pengembangan sektor industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, pertanian,
i<ehutanan, dian pertambarLgan, dengan pendekatan hilirisasi;

. Peningkatan claya saing sel<tor jasa dan pariwisata di kota dan desa untuk menarik lebih bar:.yak
investasi;

. Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti kawasan industri, pusat logistik, dan pasar modern di
kota dan desa.;

. Peningkatan l;onektivitas antara kota dan desa melalui jalur transportasi yang lebih elisien guna
rnemperlanca:: distribusi hasil produksi.

M6 T9 s13

s44

Perkotaan dan Pedesaan sebagai
pusat Pertumbuhan Ekonomi di
papua Tengah

Meningkatkal Rumah Tangga dengan Akses Hunian Lalgak, Terjangkau, dan Berk,slanjutan (%).
Hunian yang layak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
mendorong produktivitas ekonomi :

. Program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan
rendah;

. Penguatan skema kredit perumahal terjangkau, seperti KPR subsidi bagi masyerrakat kurang
marnpu;

. Peningkatan infrastruktur permukiman, termasuk penyediaan air bersih, listrik, dan sanitasi;
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Pengembangan kota hijau <lan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata
mang yang ramah penduduk.

s45 Meningkatkan Persentase Desa Mandiri. Desa mandiri adalah desa yang memiliki keta-hanan
ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan :

. Penguatan ekonomi desa berbasis komoditas unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan
ekowisata;

. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan perekonomian lokal dan
meningkatkan kemandirian desa;

. Pengembangan infrastruktur desa, termasuk jalan desa, listrik, jaringan internet, dan air bersih
untuk mendukung aktivitas ekonomi;

. Peningkatan akses ke layanan pendidikem dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber
daya manusia di desa.

s46 Meningkatkan Persentase Mantap Jalan. Kondisi jalan yang baik akan mempercepat mobilitas
penduduk dan distribusi barang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah :

. Percepatan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi, kabupaten, dan desa untuk memastikan
aksesibilitas yang lebih baik;

. Penggunaan teknologi jalan yang lebih tahan lama guna mengurangi biaya perawatan dan
meningkatkal kualitas infrastruktur;

. Peningkatan €mggaran pem.bangunan jalan dari APBD, Dana Desa, dan kerja sama dengan srvasta
melalui skema Public-Private Partnership (PPP) ;

. Integrasi perencanaan infr:rstruktur jalan dengan pen.gembangan kawasan ekonomi untuk
rnemastikan manfaat vang lebih luas bagi masyarakat.

M7 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarara dal prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknoLogi hijau dan inovasi lokal dengan
memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga
terwujudnya lingkungan vang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga
kelestarian alam Papua Tengah untuk generasi yang akan datang
T10 : Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan
memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran darr terisolir

M7 T10 s14 Terwujudnya Penerapan Ekonomi
Hiiau

s47 Meningkatkan Indeks Ekonorni Hijau Daerah. Indeks inii mengukur sejauh mana praktik ekonomi di
daerah telah memperhitungkrrn keberlanjutan lingkungrn :

'Visi / Misi / trjuan / Sasaran Strategi
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Pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang lestari, seperti ekow'isata,
perikanan berkelanjutan, d an pertanian organik;
Penguatan kebijakan konservasi hutan dan ekosistem, dengan memanfaatkan skema karbon
kredit dan insentif b"gl perusahaan yang menerapkal prinsip ramah lingkungan;
Meningkatkan peran UMKM hijau yang berfokus pada produk ramah lingkungan dan ekonomi
sirkular (reduce, reuse, recycle);
Impiementasi regulasi pembangunan rendah karbon, termasuk pernbatasan eksploitasi sumber
daya alam yang tidak terkendali;
Meningkatkan kesadaraa n:asyarakat dern dunia usaha tentang pentingnya keberlanjutan dalam
aktivitas ekonomi.
Pengembangan Kawasan Pr:lau-pulau Kecil dan Terluar
Penguatan Sentra Produksi Komoditas tuna-Cakalang-Tongkol
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir deng:ur Propesi Nelayan

di Papu.a Tengah

s48 Meningkatkan Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Baura-n Energi Primer (96)

Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah kunci utama da-lam menurunkan emisi karbon dan
menciptakan ketahanan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan :

. Pengembangan energi surya, hidro, dan biomassa sebagai sumber energi utama di Papua Tengah,
terutama untuk daerah terpencil yarrg sulit dijaagkau oleh jaringan listrik konvensional;

. Mendorong penggunaan biodiesel dal bioetalol sebagai bahan bakar alternatif bagi sektor
transportasi dan industri;

. MeningkatkarL investasi dalam teknologi energi terbarukan, termasuk penelitian dan
pengembangan (R&D) energi bersih;

. Ivlembangun infrastruktur energi hijau, seperti Pemberrgkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (I'LTMH) untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah
pedesaan;

. Mendorong program konversi energi di sektor rumah tangga dan industri dari errergi fosil ke energi
hiiau.

M7 T10 s15 Terwrrju dnya Lingkungan hidup
berkualitas

s49 Meningkatkan krdeks Pengelolaan Keanekruagaman Hayati Daerah. Keanekaragaman hayati Papua
Tengah yang ka;ra harus dikelola dengal pendekatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan :

. Penguatan kawasan konserwasi dan perlindungal ekosistem melalui penegakan hukum dan patroli
hutan;

'r'isi / Misi / 1\uan / Sasaran Strategi
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Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelestarian keanekaragamal hayati, seperti pengelolaan
hutal berbasis masyarakat dan ekowisata;
Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui skema karbon kredit dan perhutanan sosial;
Kolaborasi de:rgan lembaga riset dan NCiO dalam upaya pelestarian flora dan fauna khas Papua.

s50 Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat
pencemaran air, udara, dan tanah di suatr"r wilayah :

. Peningkatan pengawasan industri dan pertambangan untuk mengurangi pencernaran air dan
tanah;

. Penghijauan perkotaan dan restorasi ekosistem kritis, seperti hutan mangrove dan daerah aliran
sungai (DAS);

. Peningkatan program pengenda.lian polusi udara, terrnasuk regulasi terhadap emisi kendaraan dan
industri;

. Penyediaan sistem peringataa dini bencana lingkunean, seperti baniir dan tanah longsor.
s51 Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%). Sanitasi yang baik berkontribusi

terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan :

. Pembangunan sistem sanitasi terpadu di permukima:r dan pedesaan, seperti septic tank komunal
dan pengolahrrn limbah dornestik;

. Ilrogram penyediaan air bersih dan sanitasi aman di sekolah serta fasilitas umum;

. Ildukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik untuk kesehatan dan lingkungan.
s52 Meningkatkan Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%). Pengelolaan Sampah

yang Berkelanjutan. Sampah yarrg tidak terkelola dapat mencemari tanah, air, dan udara, sehingga
harrs dikelola dengan sistem yang baik :

. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, rtermasuk daur ulang dan pemanfaatan
limbah organik;

. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampalL, seperti ref.rse-
deriued fuel (RDF) dan biogas;

. I(olaborasi dengaa sektor swasta dalam investasi fasilitas pengolahan sampa-h.
s53 Meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) :

Perluasan layanan pengumpulan sampah berbasis komunitas, terLltama di daerah terpencil;
Penerapan sistem retribusi sampah berbasis jumlah produksi limbah untuk mendorong
masvarakat rnengurangi sampah ;

I'r'isi / Misi / lbjuan / Sastran Strategi
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Penyediaan fasilitas dropbox sampa-h di titik-titik strategis perkotaan dan pedes,aan.

s54 Ketahanan Energi :

. Peningkatan akses listrik ke seluruh wilayah Papua Tengah, termasuk daerah pedalaman dan
terpencil melalui pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan solusi energi terbarukan seperti
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Mikrohidro;

. Diversifikasi sumber energi dengan mengembangkan Energi Baru llerbarukan (IIBT) seperti
bioenergi, tenaga air, darr tenaga surya;

. I'eningkatan efisiensi energi dalam industri, rumah tangga, dan transportasi melalui penerapan
teknologi hemat energi;

. Mendorong investasi swasta dalam sektor energi hijau untuk mengurangi ketergantungan terhadap
bahan bakar fbsil;

. Edukasi dan insentif pengq;unaan perala.tan hemat en.ergi di sektor industri dan rumah tangga.
s55 Ket.ahanan Pangan :

. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dengan modemisasi alat pertanian dan
pendampingan petani / peternak;

. Diversifikasi pangan lokal untuk mengunangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan
l<onsumsi pangan bergizi berbasis komoditas lokal seperti sagu, ubi-ubial, dan pisang;

. Pengembangan rantai pasok pangan yang efisien denl;an memperkuat infrastruktur logistik dan
penyimpanarr hasil pertanial :

. Meningkatkan ketahanan parrgarr berbasis komunitas dengan membangun lumbung pangan desa
dan meningkatkan peran koperasi pangan;

. Penyediaan subsidi darr insrentif bagi petani dan nelayan untuk memastikan kebrerlaajutan usaha
rnereka,

M7 T10 s16 erurrjudnya berketahanan Energr,
, dan Kemandirian Pangan

s56 Ketahanan Air :

. Penguatan infrastruktur air baku dan air bersih melalui pembangunan waduk, embung, dan
sistem perpipaan yang efisien;

. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan konservasi daerah aliran sungai (DAS)
dan reboisasi kawasan hulu;

. Peningkatan layanan akses air bersih bagi masyarakat perkotaan ctan perdesaan melalui
pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM);

. Penerapan teknologi pengolahan air modern seperti sistem filtrasi dan desalinasi untuk daerah

'Visi / Misi / liujuan / Sasaran Strategi
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peslsr;
Ildukasi dan sosialisasi efisiensi penggunaan air di sektor rumah tangga dan industri.

M7 T10 s17 erwujudnya Resiliensi terhadap
a dan Perubahan Iklim

s57 Mitigasi Perubahan Iklim dan Penurunan lNmisi GRK :

. Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui perlindungan kawasan hutan serta
penguatan regulasi terhadap aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan alih fungsi lahan;

. Pengembangan energi berslh dan rendah karbon, sep,--rti penggunaan energi surya, bioenergi. dan
tenaga air untuk mengurangi ketergantltngan pada bahan bakar fosil;

. Penerapan pertanian dan peternakan berkelanjutan dengan teknik agroforestri, pertanian rendah
emisi, serta efisiensi dalam penggunaan pupuk dan pestisida;

. Pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah plastik,
i:eningkatan claur ulang, dan pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi terbarukan;

. Ivlendorong penggunaan trrrnsportasi rarnah lingkungan, seperti kendaraal listrik dan sistem
transportasi berbasis enerRi hiiau.

s58 Adaptasi Terhadap Bencala clan Perubahan Iklim :

. Penguatan sistem peringatan dini terhadap bencana alam dengan membangun pusat informasi
bencana dan memperkuat sistem pemantauan cuaca dan iklim;

. Pembaagunaa infrastruktur tahan benciraa, seperti tanggul, waduk pengendali banjir, dan rt.mah
tahan gempa di daerah rau'an bencana;

. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk pelatihan kesiapsiagaan
bencana dan penanggulangan darurat berbasis komunitas;

. Pengelolaan t{rta ruang berbasis risiko bencana, memastikan pembangunan tidak dilakukan di
z,ona rentan bencana seperti daerah rawan banjir dan longsor;

. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dal anggaran untuk penanganan bencana, termasuk dana
cadangan bencana yang memadai.

'Visi / Misi /'l\juan / Sasaran Strategi
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3.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan

pembaagunan seriap tahun dalam jangka 5 (iima) tahun, terlebih dahuiu
disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-
masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih
jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-
tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan tahapan
RKPD.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus
pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi
pemerintah Papua Tengah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan
di RPJMD. Penetapan tema pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bagian
yang tidak ter-pisahkan dari penjabaran tema pembangunan pada RPJPD Provinsi
Papua Tengah Tahulr 2025-2O45, yaitu -Terwujudnya Papua Tengah Yang Adii,
Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan". Untuk mewujudkan tema pembangunan
tahap pertama pada RPJPD Provinsi Papua Tengah, maka mela-lui Visi Gubemur
dan Wakil Gubernur terpilih 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Papua Tengah Emas,
Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan."
Penjabaran tema pembangtnan ini berdasarkan prioitas Strategis pembangunan
Tahun 2O25-2O29 disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini:

Gambar 3. I Tema Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Papua Tengah
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Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha
pelaksanaaa perencanacrn pembangunan yang memberikal arahan dal panduan
kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai
tlrjuan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi
memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun
ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pemba-ngunan daerah.
Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus <ian
sesuai dengal pengaturan pelaksalaannya.

/
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A. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertam a (20251
Fokus pada :

"Pemenuitan infrastruldur Dasar dan Pemeinialwn sena Pengaatan
Aspek Daga Saing Perekonomian Orang Asli Papua (OAP)"
Tahun pertama pembangun an 2025 akan difokuskan pada pembangunan

infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintahal, dan peningkatan
daya saing ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP).

1. Pemenuhan Infrastruktur Dasar :

. Fokus : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar
untuk mendorong konektivitas darr kesejahteraar masyara-kat.
. Arah Kebijakan:

l. Pembangunan dari peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan
transportasi antar kabupaten/kota untuk memperlancar distribusi
barang dan jasa;

2. Penyediaan listrik dan telekomunikasi di daerah terpencil guna
mempercepat digitalisasi dan akses informasi bagi masyarakat;

3. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, terutama di pedesaan dan daera-h
terpencil;

4. Penguatan infrastruktur kesehatan <ian penciiciikan, termasuk
Pembangunan Rumah Sakit Bertaral Internasional, Puskesmas,
serta sekolah-sekolah yang layak (Pendidikan Berpola Asrama),
Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Papua Tengah) dan lain-
lainnya;

5. Pembangrnan infrastruktur ketahanan pangan, seperti irigasi
pertanian, gudang penyimpanan hasil panen, dan pasar ra\zat.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
. Fokus : Meningkatkan efektivitas pemerintahan, transparansi, dan
pelayanan publik berbasis digital.
. Arah Kebijakan :

i . Penguatan kapasitas biroi<rasi <ian tata keloia pemerintahan
daerah untuk meningkatkan efisiensi layanan publik;

2. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
guna mempercepat digita-lisasi layanan administrasi
pemerintaha-n;

3. Peningkatan koordinasi anta-ra pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dalam perenc€rnaan pembangunan yang inklusif
dan berkelanjutan;

4. Mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan
dalam perencanaan pembanguna-n guna meningkatkan
akuntabilitas dan efektivitas kebijakan;

5. Optirnalisasi Perldapataii Asli Daerair (PAD) rnelalui kebijakan
pajak dan retribusi yang adil dan berkeadilan.

3. Penguatan Daya Saing Perekonomian Oraag Asli Papua (OAP)
. Fokus : Mendorong kemandirian ekonomi OAP melalui pemberdayaan
sektor ekonomi 1okal dan peningkatan keterampilan keq'a.
. tuah Kebijakan :

1. Pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas unggulan Papua
Tengah, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan ekowisata;

2. Penguatan ekosistem UMKM dan koperasi OAP melalui akses
permoda-la.rl, pelatihan, dan pendampingan usaha;

3. Pembangunan sentra ekonomi kreatif dan industri kecil
menengah (IKM) hagl OAP untr-rk mendorong inovasi dal
kemandirian ekonomi;

4. Peningkatan akses OAP ke dunia ke{a dan industri mela-lui
program pelatihan keterampilan (uocational trainingl berbasis
kebutuhan pasar keq'a;

5. Penguatan akses permodalan dan pendampingan bisnis bagi
pengusaha OAP, termasuk optimalisasi dana Otsus untuk
mendorong kewirausahaan.
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Arah kebijakan ini akan memastikan bahwa pembangunan di Papua
Tengah pada tahun pertama (2025) benar-benar memberikan manfaat
ialgsung Sagi masyarakat, khususnya OAP, dengan fokus pada
pemerataan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan
penguatan ekonomi berbasis lokal.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun kedua (2026)
"Penguotan SDM dan Tata Kelola Pemeintotnn gang Bermartabat dan
Efekrif'
Pada tahun kedua, fokus utama pembanguna! adalah meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua Tengah serta memperkuat
tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang
lcbih baik.

1. Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM
. Fokus : Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta keterampilan

tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan
daerah.

. Arah Kebiiakan :

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan
tinggi dengan fokus pada pendidikan vokasi berbasis potensi daerah;

2. Penguatan kurikulum berbasis kearifaa lokal dan kebutuhal pasar
kerja guna meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan
ekonomi;

3. Peningkatan pelatihan keterampilan tenaga kerj a melalui Balai
Latihan Ke{a (BLK) dan program sertifrkasi kompetensi berbasis
industri;

4. Perluasan program beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk
menempuh pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, ekonomi,
dan pemerintahan;

5. Peningkatan literasi digita-l bagi pelajar, mahasiswa, dan tenaga keq'a
untuk mendukung transformasi digital.

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
. Fokus : Meningkatkan profesionalisme ASN, efektivitas layanan publik,

serta transparansi dal akuntabilitas pemerintahan.
r Arah l{ehiiaLon .

1. Penyederhanaan regulasi dan proses birokrasi untuk meningkatkan
efektivitas layanan publik;

2. Penguatan kapasitas dan integritas ASN melalui pelatihan
kepemimpinan, anti-korupsi, serta pengembangan kompetensi
berbasis meritokrasi;

3. lmplementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Blektronik (SPBE)
untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik;

4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusart
dan pengawasan kinerja pemerintahan;

5. Peningkatan kua1itas perencanaan dan pengaaggaran daerah
berbasis data dan euidence-based policg.

3. Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat

. Fokus : Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta
kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

. Arah Kebijakan :

1. Peningkatan akses iayanan kesehatan bagi daerah terpencii dan
tertinggal melalui pembaagunan Puskesmas, rumah sakit rujukan,
dan tenaga medis yang memadai;

2. Penguatan program pencegahan dan penanganan stunting, gizi buruk,
dan penyakit menular (TBC, malaria, HIV/AIDS);

3. Peningkatan cakupan jaminan kesehatal foagi seluruh masyarakat
Papua Tengah;

4. Peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan
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melalui insentif dan program pengembangan kapasitas;
5. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta program

kesehatan reproduksi untrrk menekaa angka kematian ibu <ian bayi.
(Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional).

4. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran
r Fokus : Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan

mencegah kebocoran anggErran.
. Arah Kebijakan :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui
digita-lisasi sistem perpajakan dan peningkatan kesadaran wajib
pajak;

2. Efrsiensi dan transparansi pengelolaan zrnggaran daerah untuk
mencegah pemborosan dan meningkatlan dampak pembangunan;

3. Penguatan sistem audit dan pengawasan keuangan daerah guna
mencegah penyalahgunaan anggaran;

4. Mendorong tata kelola BUMD yang profesional dan berorientasi pada
peningkatan ekonomi daerah;

5. Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha
dalam pengelolaan keuangan dan investasi daerah.

5. Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilaa
r Fokus : Meningkatkan kualitas demokrasi dan supremasi hukum untuk

menciptakan stabilitas dan keadilan di Papua Tengah.
. Arah Kebijakan :

1) Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta keterlibatan masyarakat cialam perumusan
kebijakan;

2) Penguatan sistem penegakan hukum yang adil dan inklusit
khususnya dalam menangani konflik sosial dan politik;

3) Peningkatan indeks demokrasi daerah melalui pendidikan politik dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu darr pembangunan
daerah;

4) Mendorong penyeiesaian konflik secara damai dan berbasis budaya
lokal guna memperkuat stabilitas daerah;

5) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengadilan dalam
menangani berbagai kasus hukum yang adil dan transparan.

5. Peningkataa Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat inklusif
dalam Pembangunan

. Fokus : Memberdayakan kelompok rentan dan meningkatkan
keterlibatan mereka dalam proses pembangunan.

. tuah Kebijakan :

1) Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, politik,
dan dunia usaha;

2) Mendorong peran aktif pemuda dalam inovasi dan pembangunan
daerah melalui program kewirausahaan dan stortup digital;

3) Peningkatan layanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
dalam pendidikan, pekeg'aan, dan layanan publik;

4i Pelguatal progran per=iindurrgan sosial untuk kelonpok rentart,
termasuk anak-anak dan lansia;

5) Mendorong nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan harmoni sosial
dalam kehidupan bermasyarakat.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) berfokus pada penguatan
SDM dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bermartabat dengan
fokus pada : (1). Meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan
keterampilan SDM; (2). Meningkatkan efektivitas dan transparansi
birokrasi serta reformasi tata kelola pemerintahan; (3). Memperkuat
layanan kesehatan darr kesejahteraan sosial masyarakat; (4lr.
Meningkatkao efisiensi tata kelola keuangan daerah dan optJmalisasi
pendapatan daerah; (5). Memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan
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penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal; (6). Mendorong partisipasi
perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam pembangunan.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2027)
"Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi
Wilayah"
Pada tahun ketiga, fokus pembangunan adalah memperkuat ekonomi
lokal dan meningkatkan daya saing daerah dengan memberdayakan
potensi unggulan di masing-masing wilayah. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan
berkelanjutan, terutama bagi masyarakat Papua Tengah.

1. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Wilayah
. Fokus : Optimalisasi potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal

berbasis keunggulan daerah.
. Arah Kebijakan :

1) Pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal meialui peningkatan
produlrtivitas komoditas unggulan seperti kopi, kakao, sagu, dan
hortikultura;

2) Revitalisasi sektor perikanan dan kelautan dengan meningkatkan
akses nelayan terhadap sarana produksi, teknologi budidaya, dan
pemasaran hasil laut;

3) Pengembangaa sektor kehutanan dan hasil hutan non-kayr seperti
gaharu, rotan, dan Minyak Atsiri untuk meningkatkan nilai tambah
ekonomi;

4) Mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal, seperti
industri pengoiahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutalan;

5) Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekowisata, termasuk
pelestarian wisata a.lam, cagar budaya, serta peningkatan daya tarik
destinasi wisata.

2. Penguatan UMKM, Koperasi, dal Ekonomi Kreatif
. Fokus : Meningkatkan peran UMKM dan koperasi sebagai tulang

punggung perekonomian daerah.
. tuah Kebijakan :

1) Mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM dan koperasi,
termasuk pemanfaatan dana Otsus dan kemitraan dengan
perbankan;

2) Pengenibangan sentra industri kecil dan rnenengal-r (IKM) di berbagai
kabupaten/kota untuk mendukung hilirisasi produk lokal;

3) Mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan e-commerce dan
pemasaran berbasis teknologi;

4) Peningkatan daya saing produk lokal melalui standardisasi,
sertifikasi, dan branding produk Papua Tengah;

5) Penguatan inkubator bisnis dan ruang kreatif bag anak muda Papua
Tengah untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan berbasis
teknologi.

3. Peningkatan Konektivitas dan L:frastruktur Pendukung Ekonomi
. Fokus : Memperkuat konektivitas antarwilayah untr.rk memperlancar

distribusi barang dan jasa.
. Arah Kebijakan :

1) Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung
antar kabupaten/kota untuk mempercepat arus barang dan
jasa;

2) Peningkatan kapasitas dan modernisasi pasar tradisional
sebagai pusat perdagangan lokal yang iebih elisien dan
berdaya saing;

3) Penguatan infrastruktur logistik dan transportasi untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap produk loka-l dan
pasar nasional / intemasional;

4) Mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk
mendukung keberlanjutan industri lokal di Papua Tengah.
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4. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif
. Fokus : Menyiapkan tenaga ke{a yang siap bersaing di sektor unggulan

<iaerah.
. tuah Kebijakan :

1) Peningkatan pelatihan keterampilan berbasis industri dan
kewirausahaan untuk menduktrng transformasi ekonomi
masyarakat;

2) Pengembangan pendidikan vokasi da.rt politeknik berbasis
kebutuhan daerah, seperti agribisnis, kelautan, pariwisata, dan
teknologi informasi;

3) Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri
(DUDI) untuk membuka akses peke{aan bagi tenaga ke{a Papua
Tengah;

4) Mendororrg prograrn beasiswa bagi OAP untuk studi di bidang
ekonomi, teknologi, darr industri kreatif;

5) Peningkatan kapasitas perempuan dan penyandang disabilitas
dalam kegiataa ekonomi produktif.

5. Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Ekonomi
. Fokus : Meningkatkan dava saing daerah mela-lui kebijakan ekonomi

yang berpihak pada pengusaha lokal dan investasi yang berkelanjutan.
. Arah Kebijakan :

1) Penyederhanaal regulasi investasi dan perizinan usaha untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi;

2) Peningkatan transparansi darl akuntabilitas dalam pengelolaan
sumber daya alam dan ekonomi daerah;

3) Penguatan kebijakan insentif bagr investor yalg memberdayakan
masyarakat lokal dan mendukung ekonomi hijau;

4) Optimalisasi peran BUMD dalam pengelolaan sumber daya daerah
untuk kesej ahteraan masyarakat;

5) Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola keuangan
daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan tahun kedua (20271 akan menitikberatkan pada
penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan daya saing
daerah, dengan fokus pada : (1). Optimalisasi potensi sumber daya alam
daerah (pertarrian, perikanan, kehutanan, pariwisata) ; (2). Pemberdayaan
UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi masyarakat; (3).
Peningkatan konektivitas infrastruktur untuk mendukung ekonomi
daerah; (4). Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung industri dan
kewirausahaan lokal; (5). Reformasi regulasi ekonomi untuk menciptakan
ekosistem bisnis yang kondusif.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2O28i
"Penantapan Kehidupan Sosial gang Harmonis dan Berkeodilan"
Tahun keempat pembangunan Papua Tengah akan berfokus pada
pembangunan sosial yang inklusif, keadilan $agi semua kelompok
masyarakat, serta penguatan harmoni sosial dan kohesi antar komunitas.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai, toleran, dan
berkeadilan dalam aspek sosial, ekonomi, serta hukum.
1. Penguatan Harmoni Sosial dan Toleransi Antar Masyaral<at
. Fokus : Mencegah konflik sosial, memperkuat solidaritas sosial, dan
membangun kesadaran keberagaman sebagai kekuatan daerah.
. Arah Kebijakan:

1) Meningkatkan dialog dan rekonsiliasi sosial berbasis budaya lokal
untuk meredam potensi konflik antar kelompok masyarakat;

2) Penguatan peran tokoh agama, adat, dan pernuda dalam
menciptakan harmoni sosial serta membangun semangat
kebersamaan;

3) Meningkatkan pendidikan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan
inklusi sosial melalui kurikulum pendidikan dan program
komunitas;
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4) Peningkatan program mediasi dan resolusi konflik berbasis adat
serta hukum positif untuk mencegah konflik berkepanjangan;

5i Penguatan kapasitas pemerintah daerah ciaiam merespons dan
menangani konflik sosial secara cepat dan tepat.

2. Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh
Masyarakat
. Fokus: Memastikan pemerataan kesejahteraan dal akses terhadap
layanan sosial yang adii bagi semua kelompok masyarakat, termasuk OAP,
perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
. Arah Kebijakan :

1) Peningkatan akses layarran sosial bogt kelompok rentan, seperti
penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan perempuan;

2i Mernperluas cakupan program perlindurrgan sosial, terrnasuk
bantuan sosial berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi;

3) Mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas,
khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal;

4) Meningkatkan jangkauan layanan perumahan layak, akses air
bersih, dan sanitasi aman ba$ masyarakat berpenghasilan rendah;

5) Mengurangi kesenjangan sosiai melalui kebijakan redistribusi
ekonomi dan peningkatan akses layanan dasar secara merata.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
r Fokus : Memastikan perempuan memiliki peran yang lebih aktif
dalam berhagar aspek kehidupan, baik di bidang ek-onomi, sosial, maupun
politik.
. Arah Kebijakan :

1) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan
keputusan, baik dalam pemerintahan maupun dunia usaha;

2) Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan
keterampiiaa, dan peluang keia yang seta-ra;

3) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan
melalui kebijakan hukum yang tegas serta penguatan layanan
perlindungan sosial;

4) Mendorong kepemimpinan perempu€rn dalam masyarakat dan
politik dengan meningkatkan representasi perempuan di berbagai
sektor;

5) Mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak pada perempuan,
seperti akses modal usaha, pelatihan wirausaha, dan
pemberdayaan UMKM perempuan.

6) Mendorong perempuan sehingga berpotensi sebagai sumber daya
pembangunan daerah serta berkontribusi pa<ia berbagai bidang.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang Berkeadilan
. Fokus : Meningkatkan akses dan kualitas layanan publik yang
merata, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
. Arah Kebijakan :

1) Mempercepat digitalisasi layanarr publik untuk memastikan akses
yang lebih mudah dan merata di seluruh wilayah Papua Tengah;

2) Meningkatkan pelayanan kesehatan dal pendidikan yang inklusif
bagi masyarakat miskin, kelompok adat, dan wilayah terpencil;

3) Meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pemberian
bantuan sosial serta perlindungan sosial;

4) Memastiiean selur-r-rh rnasyalakat memiLiki akses yang sarna
terhadap layanan kependudukan dan administrasi pemerintahan;

5) Mengurangi diskriminasi dalam layanan publik melalui regulasi
dan sistem pengawasan berbasis transparansi.
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6. Penguatan Identitas Budaya dan Keberagaman Papua Tengah
. Fokus : Menjaga dan mempromosikan kebudayaan lokal sebagai
perekat sosial dan daya tarik daerah.
. Arah Kebijakan :

1) Meningkatkan program pelestarian budaya lokal melalui
pendidikal, festival budaya, dan penguatan komunitas adat;

?l Mendnrnno indrrstri kreatif berbasis lpdava lnka'l r rntr rk
menciptakan lapangan kerl'a serta meningkatkan nilai ekonomi
budaya;

3) Memperkuat pendidikan berbasis budaya dalam kurikulum
sekolah untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur Papua Tengah
kepada generasi muda;

4) Meningkatkan promosi budaya Papua Tengah sebagai bagian ciari
daya tarik wisata dan diplomasi budaya;

5) Memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan
kearifan 1okal sebagai sumber harmoni sosial.

Arah kebijakan tahun keempat (2028) berfokus pada
pemantapa.n kehidupar sosial yang harmonis dan berkeadilan melalui : ( 1).
Penguatan harmoni sosial dan resolusi konflik berbasis adat serta nilai-
nilai kebhinekaat ; (21. Peningkatan kesejahteraan sosial dengan fokus
pada kelompok rentan dan redistribusi ekonomi yang lebih adil; (3).
Pemberdayaan perempu€rn dan peningkatan kesetaraan gender dalam
berbagai sektor; (4). Meningkatkan icuaiitas iayanan pubiik yang adii dan
inklusif bagi seluruh masyarakat; (5). Meningkatkan supremasi hukum,
keamanan daerah, dan akses keadilan bagi masyarakat; (6). Memperkuat
identitas budaya dan keberagaman sebagai kekuatan sosial dan ekonomi
daerah.

E. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2O29)
Fokus: Pemantapan Ekonomi Daerah yang Berkeadilan dan Merata
Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tengah merupakan
momentum strategis untuk memarrtapkan capaian pembangunan
ekonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak 2O25, sekaligus
mengonsolidasikan traasformasi ekonomi loka-1 menuju kemandirian,
pemerataan, dan keberlanjutan. Fokus arah kebijakan pada tahun 2029
ditujukan untuk memperkuat strul<tur ekonomi berbasis potensi lokal,
mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta mendorong pemberdayaarr
ekonomi rak5rat secara inklusif.
Arah kebijakan ini secara langsung merefleksikan pencapaian visi Papua
I'engah Emas: Adii, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan
Berkelanjutan, serta pelaksanaan misi kedua dan ketiga Gubernur dan

5. Penguatan Penegakan Hukum dan Kearnanan yang Berkeadilan
. Fokus : Memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan
mampu menjaga stabiiitas sosiai serta ketertibaa masyarakat.
. Arah Kebijakan :

1) Memperkuat supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM)
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat;

2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat,
termasuk masyarakat adat dan kelompok refltan:

3) Mendorong reformasi hukum daerah yang lebih inklusif dan
berkeadilan, dengan memastikaa perlindungan bagi kelompok
rentan;

4) Meningkatkan kapasitas aparat keamaaan dal penegak hukum
dalam menjaga ketertiban dengan pendekatan humanis dan
'oer'oasis keariian iokai ;

5) Meningkatkan ke{a sama antara pemerintah daerah, aparat
keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabiiitas daerah dan
mencegah konflik.



-163-

Wakil Gubernur Papua Tengah, yaitu meningkatlan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dal
pemerataan ekonomi.
Fokus Arah Kebijakan :

1. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggularr
o Mendorong hilirisasi dan industrialisasi skala kecil atas

komoditas lokal seperti kopi dataran tinggi, sagu, ikan
air tawar, buah merah, rotan, dan kulit kayu.

o Meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan pelaku
ekonomi kampung meialui transfer teknologi,
pembinaan usaha, dan akses pasar.

2. Pemerataan Infrastruktur Ekooomi dan Akses Wilayah
o Penyelesaian infrastruktur pendukung ekonomi ralcyat

seperti jalan produksi, jaringan listrik desa, sarana
pascapanen, da.rt digitali sasi konektivitas.

. Penguatan konektivitas antarwilayah guna memperkecil
ketimpangan harga dan distribusi hasil produksi.

3. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Mama-Mama Papua
. Optimalisasi progran unggulan PaptLa Tengoh Terang

untuk mendukung digitalisasi UMKM, koperasi
kampung, serta ekonomi kreatif berbasis budaya loka,l.

o Fasilitasi akses permodalan, pelatihan manajemen
usaha, dan dukungan pemasaran melalui festival
ekonomi lokal dan platform digital.

4. Penguatan Ekosistem Investasi Daerah Berkeadilaa
o Peningkatan peran BUMD dan kemitraan strategis

dengan sektor swasta untuk memperluas lapangan kerl'a
dan nilai tambah ekonomi 1okal.

o Insentif investasi afirmatif di wilayah tertinggal dan
namarfaatan 466- 

^f^h^hi 
Lhrr-rr6 "-+"L oaL+a-

produktif.
5. Pengurangan Ketimpangan Sosial-Ekonomi dan

Antarwilayah
. Intervensi khusus ke distrik dengan tingkat kemiskinan

tinggi melalui program padat karya, kewirausa-haan
kampung, dan penguatan ekonomi keluarga.

. Penguatan kapasitas desa dalam pengelolaan dana
pembangunan dan integrasi dengan perencanaan
berbasis data spasial.

6. Transformasi Tata Kelola Ekonomi yang Transparan dan
Terintegrasi
o Pemanfaatan teknologi digital dalam perenc€rnaan,

pelaksanaan, dan monitoring pembangunan ekonomi
melalui aplikasi e-Dalevbang.

o Peningkatan transparansi dan akuntabilitas program
ekonomi berbasis indikator kine{a daerah.

F. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keiima (2030)
"Pembangunon gang Berkelanjutan Menuju Papua Tengah gang Maju dan
Berkelanjuton"
Pada tahun kelima, fokus pembangunan Papua Tengah diarahkan pada
keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk
memasrika:t pert-umbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya
saing. Strategi ini akan memastikan bahwa hasil pembangunan yang telah
dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dapat terus memberikan malfaat
jangka panjang bagi masyarakat Papua Tengah.

1. Penguatan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan
. Fokus : Mengembangkan ekonomi berbasis lingkungan yang

berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor yang
merusak alam.
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Arah Kebijakan :

1) Mendorong investasi pada setitor ekonomi hijau, seperti energi
terbarukan, ekowisata, cian industri berbasis sumber daya alam yang
berkelanjutan;

2) Mengembangkan sistem insentif bagi perusahaan dan UMKM yang
menerapkan prinsip keberlanjutan darr ramah lingkungan.

3) Mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam tak
terbarukan, dengan memperkuat sektor industri kreatil pertanian
berkelanjutan, dan jasa;

4) Memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam rantai pasok industri
berkelanjutan;

5) Mengintegrasikan konsep pembangunan rendah karbon dalam
kebijakan ekonomi daerah.

2. Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi Daerah
. Fokus : Membangun ekonomi Papua Tengah yang maadiri, berdaya saing,

dan tidak bergantung pada sumber daya eksternal.
. Arah Kebijakan :

1) Meningkatkan nilai tambah produk daerah melalui hilirisasi industri
herhacic nntcn<i lnLrl'

2) Membangun ekosistem wirausaha yang kuat, dengan dukungan
infrastruktur, modal usaha, dan pasar;

3) Mempercepat konektivitas ekonomi aatar daerah, baik melalui
infrastruktur transportasi maupun digitalisasi ekonomi;

4) Meningkatkan ekspor produk lokal dengan memperkuat branding dan
akses pasar internasional;

5) Mempercepat pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi
untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

3. Penguatan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Resilient
. Fokus : Menyedialan infrastruktur yang kokoh, ramah lingkungan, dan

tahan terhadap perubahan iklim.
. Arah Kebijakan :

1) Mengembangkan infrastruktur hijau dal ramah lingkungan, seperti
sistem transportasi rendah emisi dan bangunan hemat energi;

2) Memastikan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dengan
menerapkal standar ketahanan bencana daiam perencanaan dan
konstruksi;

3) Meningkatkan akses terhadap infrastrul(ur dasar, seperti listrik, air
bersih, sanitasi, dan perumahan layak bagi seluruh masyarakat;

4) Mengembangkan jaringan transportasi multimoda untuk
meningkatkan konektivitas antarwilayah;

5) Meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan pubiik berbasis teknologi
digital.

4. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Perubahan Iklim
. Fokus : Menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan ketahanan

terhadap perubahan iklim, dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
. Arah Kebijakan :

1) Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mempercepat transisi energi
ke sumber terbarukan;

2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya a1am, termasuk
hutan, laut, dan keanekaragaman hayati;

3) Mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, termasuk
pengurangan sampah plastik dan daur ulang limbah;

4) Mengembangkan kebijakan insentif bagl industri dan masyarakat yang
menerapkan praktik ramah lingkungan;

5) Meningkatkan ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan dan
adaptasi terhadap perubahan iklim.
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5. Peningkatan Kesejahteraan Sosia1 yang Berkeadilan
. Fokus : Memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi

seluruh kelompok masyarakat.
. Arah Kebijakan :

1) Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang
berkualitas untuk semua lapisan masyarakat;

2) Mempercepat pengurzrngan kesenjangan sosia-l dan kemiskinal melalui
program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas;

3) Meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat miskin dan kelompok
rentan;

4) Memperkuat sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap
perubahan ekonomi dan bencana;

5) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan
melaiui sistem tata kelola yang partisipatif.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Berdaya Saing dan Adaptif
. Fokus : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan

mampu beradaptasi dengan perubahan global.
. Arah Kebijakan :

1) Mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan
pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas;

2) Meningkatkan kapasitas birokrasi dalam perencanaan dan pengelolaan
pembangunan yang berbasis data dan teknologi;

3) Memperkuat transpa-ransi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
anggaran daerah;

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
melalui mekanisme demokrasi yang lebih inklusif;

5) Mempercepat reformasi hukum dan kebijakan untuk menciptakan
iklim investasi yang kondusif dan ramah bisnis.

7. Penguatan Identitas Budaya dan Pariwisata Berkelanjutan
. Fokus : Mengembangkan seldor budaya dan pariwisata sebagai pilar

ekonomi berkelanjutan.
. Arah Kebijakan :

1) Melestarikan budaya lokal sebagai aset ekonomi dan identitas daerah;
Cl I\IpninoLatLan do',a cainc dpctinaci rrricara hprhacic plznuricato dan

wisata budaya;
3) Mengembangkan program pendidikan dal pelatihan berbasis industri

kreatif dan pariwisata;
4) Memperkuat peran komunitas adat dalam pengelolaan pariwisata

berkelanjutan;
5) Mendorong investasi da.Iam inliastruktur dan tasilitas wisata yang

ramah lingkungan.

Arah kebijakan tahun kelima (2029) menjadi tonggak utama
dal.am memastikan Papua Tengah mencapai pembangunan yang maju
darr berkelanjutarr melah,ri: (1). Penguatan ekonomi hijau dan
kemandirian ekonomi daerah yang berbasis inovasi dan teknologi; (2).
Pembangunal infrastruktur yarrg ramah lingkungan dan tahan bencana;
(3). Peningkatan perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim
secara sistematis; (4). Peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan
kesenjangan ekonomi; (5). Transformasi pemerintahan menuju tata kelola
yang a<iaptif, efisien, dan berbasis digitai; (6). Penguatan identitas budaya
dal pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Dengan arah kebijakan ini, Papua Tengah dapat mencapai visi "Papua
Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan
Berkelanjutan" secara nyata.
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Papua Tengah
Tahur, 2O25-2O29 berdasarkan masing-masing sasaran serta tema
pembangunan adalah sebagai berikut. Strategi dan arah kebijakan
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merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana
pemerintah daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran serta ta-rget kine{a RPJMD dengan efektif dan eiisien seiama
5 (lima) tahun ke depan.
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Tabel 3. 4 Keselarasan Arah Kebi akan Terh Tu uarl Sasarar dan Strate Pemban an Provinsi Pil a 'Te!run 2O25-.2029

Visi : Mewuiudkan Papua Tengah Emas Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Hannonis, Maju dan Berkelanjutan
Ml: Mengembangkan potensi individu clan komunitas melalui pendidikaa, pelatihan, dan inisiatif kesehatal yang inovatif, sehingga terwujudnya sumber daya
manusia yang berkualitas untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berdava saing
T1 : Mewuiuclkan potensi individu dan ]<omunitas melalui pendidikan yang berpotensi dan kompeten

DinasP&K,Dinas
PUPR, Dinas

Perhubungan, Dinas
Perindagkop, Dinas
Nakertrans-ESDA,
Dinas Sosial-P3A,

BKPSDM, BPPKAD,
Bapperida, Dinas

Kominfo

S1 Men ingkatkan Capaian Standar Kompetensi
Minimum pada Asesmen Nasional :

r. Penguatan kapasitas guru mela-lui pelatihan
berbasis Teaching at Tle Right Leuel (TaRLl dan
Merdeka Belajer;

z. Implementasi model pembelajaran berbasis
teknologi dan cligitalisasi sekolah;

:. Penyediaan da:r distribusi buku bacaan
berkualitas serta bahan ajar berbasis buclaya
lokal;

+. Peningkatan kualitas infrast.ruktur sekolah,
termasuk akses listrik dan internet di daerah
terpencil;

s. Mendorong kolaborasi dengan mitra pendidikan
seperti universitas, NGO, dan lembaga
in.ternasionaL

r. Meningkatkan kualitas asesmen dan
eva,luasi pendidikan berbasis data;

z. Mernperkuat supervisi dan
pendampingan kepada sekolah yartg
belum mencapai standar minimum;

s. Memberikan insentif bagi guru yang
berprestasi dalam meningkatkan
capaian literasi dan numerasi siswa.

+. Meningkatkan kualitas Infrast.ruktur
layernarr umum d alam mendulcung
pendidikan

DinasP&K,Dinas
PUPR, Dinas

Perhubungan, Dinas
Perindagkop, Dinas
Nakertrans-ESDA,
Dinas Sosial-P3A,

Bapperida, BPPKAD,
Dinas Kominfo

M1 T1 S1

S2 Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
Usia. 15 Tahun ke Atas :

r. Program wajib belajar 12 tahun dengan insentif
bagi siswa dari keluarga kurang mampu;

z. Beasiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa
berprestasi, khususnya dari daerah terpencil;

s. Pr-ogram pendidikan kejar paket untuk
masyarakat putus sekolah;

+. Penyediaan sekolah berbasis asrarna di daerah
sulit akses (Pernbangunan Pendidikaa Berpola
Asrama).

r. Menjamin akses pendidikan yang
inklusif dan merata:

p. Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam mendukung pendidikan anak-
anak mereka;

la. Memperluas akscs pendidikan
berbasis vokasi trntuk menarik minat
anak-anak melan'iutkan sekolah.

Perangkat Daerah
Pe nanggung jawabArah KebijakanT\rjuan / Sasaran Strategi

Papua Tengah Cerdas
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S3 Meningkatkan Harapaa Lama Sekolah :

r. Perluasan akses pendidikan menengah dan
tinggi di seluruh kabupaten,/kota;

z. Penguatan prograrn pendidil<an vokasi dan
keterampilan sesuai kebutuhan pasar ke{a;

s. Meningkatkan peran sekolah dan komunitas
dalam mencegah putus sekolah;

+. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
yang memadai.

r. Mendorong program afirmasi bagi
daerah dengan angka putus sekolah
tinggi;

z. Meningkatkan kapasitas pendidikan
tinggi dengan membuka program
studi yang relevan dengan kebutuhan
daerah;

a. Penguatan kemitraan antara
pemerintah, dunia usaha, dan
perguruan tinggi untuk mendukung
keberlanjutan pendidikan.

+. SD yang Mendapatkan Pembinaan
Progam Afirmasi

DinasP&K,Dinas
PUPR, Dinas

Perhubungan, Dinas
Perindagkop, Dinas
Nakertrans-ESDA,
Dinas Sosial-P3A,

Dinas Kominfo

S4 t. Mengembangkan kebijakan afirmatif
bagi lulusan SMA/SMK agar dapat
melanjutkan ke perguruan tinggi;

z. Memberikan insentif bagi mahasiswa
Papua Tengah yang berkuliah dan
kembali mengabdi di daerah;

s. Meningkatkan allses terhadap
pendidikan tinggi berbasis digital
untuk menjangkau daerah terpencii;

+. Membangun Fakultas yang sesuar
dengal potensi daerah;

s. AJirmasi Bantuarl biaya Pendi,likan
Prol3ram Studi Tenaga Medis clan
Tenaga Kesehatan dengan Wajib
penempatan Pada DTPK

o. Menciptakan SDM unggul dan
meningkatkan drrya saing Papua
Tengah.

DinasP&K,Dinas
PUPR, Dinas

Nakertrans-ESDA,
BPPKAD, Dinas Sosial-

P3A, Dinas Kominfo

eningkatkan Proporsi Penduduk Berusia I 5
ahun ke Atas yang Berkualifil<asi Pendidikan

r. Pr:nyediaan beasiswa pendidikan tinggi bagi
putra-putri daerah;
Mendorong pembangunan Perguruan Tinggi
Negeri (Universitas Negeri Peipua Tengah) akan
menjadi Pusat Pengembangem SDM berkua-litas
di Papua Tengah;
Peningkatan kef a sama dengan perguruan
tinggi dalam dan luar negeri;
Peningkatan kualitas dosen dan tenaga
pengajar melalui program capacitA building.

: Mewu uclkan inisiatif kesehatan inovatif

Perangkat DaerahArah KebijakanT\rjuan / Sasaran Strategi

I
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S5 Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak :

r. Peningkatal al<ses dan kua.litas layanan
kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan,
termasuk Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf
Internasional, peningkatan jumlah tenag.r
kesehatan dan bidan di daer:ah terpencil;

2. Penguatan prograrn ANC (Arfienatal Care) datr
layanan persalinan aman dengan mendorong
persalinan di fasilitas kesehatan;

3. Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RfK) bagi
ibu hamil di da.erah sulit akses;

+. Pemberian suplemen glzi d,an tablet tambah
darah bagi ibu hamil serta imunisasi lengkap
bagi bayi;

s. Program edukasi bagi ibu hamil dan kelu,arga
terkait gizi, ASI eksklusif, serta pencegahan
stunting mela-lui intervensi spesifrk dan sensitif;

;. Pembanzunan Rumah Sakit Provinsi .

r. Pembangunan Rumah Sakit Daerah
Provinsi Papua tengah

z. Memastikan layanan kesehatan ibu
dan anak dapat diakses oleh seluruh
masyarakat di Petpua Tengah,
terutarna di daerah pedalaman;

a. Memperkuat sistem rujukan ibu
hamil berisiko tinggi ke rumah sakit
dengan fasilitas yang memadai;

+. Integrasi program pengentasan
stunting dengan program
pemberdayaan ekonomi keiuarga
agar anak mendapatkan asupan gizi
yang cukup;

s. Memastikan Layanan Kesehatan bisa
di nikmati oleh seluruh masyerakat
Papua Tengah.

Dinas Kesehatan-P2KB
(RSUD/ Puskesmas),

Dinas Admindukcapil-
PMK, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Sosial-P3A, BPPKAD,

Bapperida

M1 T2 Papua Tengah Sehat

S6

s,2

Penanganan Tuberkulosis (TBC) :

t. Memperluas layanan deteksi dini TBC di
puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan;

z. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
dalam diagnosis dan pengobatan TBC;

s. Mendorong kepatuhan pengobatan pasien TBC
dengan sistem pemantauan berbasis teknologi
(digit al adhe re nce mo nito ringil ;

+. Program pendampingan bagi pasien TBC untuk
mencegah putr-rs obat dan resistensi obat (TBC
RO);

s. Penyuluhan kepada masyarakat tentang cara
penularan dan pencegahan 'IBC.

t. Mervajibkan skrining TBC secara
berkala di daerah dengan angka
kejadian tinggi;

z. Penyediaan obat TBC yang gratis dan
mernastikan ketersediaannya di
seluruh fasilitas kesehatan;

s. Mendorong kerja sama dengan
komunitas dan NGO untuk
mendukung program eliminasi TBC.

Dinas Kesehatan-P2KB
(RSUD/ Puskesmas),

Dinas Admindukcapil-
PMK, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Sosial-P3A, BPPXAD,

Bapperida

T\rjuan / Sasaran Strategi Perangkat Daerah
Penanggung jav,abArah Kebijakan

I
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T\rjuan / Sasraral S trategi

eningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminal
esehatan Provinsi (%) :

Optima.lisasi Kepesertaan Jam.inan Kesehatan
Nasional (JKIY) bagi selumh masyarakat,
terutama kelompok miskin dan rentani
Mempermudah al<ses administrasi bagi
masyarakat untuk mendaltar sebagai peselta
BPJS Kesehatan;

Mewajibkan perusahaaa dan institusi
untuk mendaftarkan pekerjan3ra
dalarn JX.N;
Men5lembangkan program subsidi
llagi masyarakat J,ang belum
memiliki jaminan kesehatan;
Memastil,lan fasilitas 1,:esehatan
daerah terintcgrasi de.ngan sistem
JKN untuk memberikem pelayeinan

Arah Kebijal<an
Perangkat Daerah
Penanggung jawab

S7

Dinas Kesehatan-P2KB
(RSUD/ Puskesmas),

Dinas Admindukcapil-
PMK, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Sosial-P3A, BPPXAD,

Bapperida

Dinas Kesehatan-P2KB
(RSUD/ Puskesmas),

Dinas Admindukcapil-
PMI(, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Sosial-PllA, BPPKAD,

Bapperida

S8

minasi lVlalaria di Seluruh. Kabupaten :

Penyediaan kelambu berinsekrisida dal obat
anti-malaria di daerah endemis;
Penguatan surveilaas malaria dengan skrin.ing
rutin di daerr*r rawa-n;
Peningkatan cakupan dan kualitas pengobatan
malaria sesuai standar WHO;
Program pemberantasan rryamuk melalui
penyemprotan rumah dan pengelo.laan
lingkungan;
Edukasi masyarakat rnengenai pencegahan

Meningkatkan akses terhadap layzrnan tes dan
konseling HIV (VCT) secara gratis;
Penyediaan obat ARV (Antiretroviral) secara
berkelanjutan bagi ODHAI
Edukasi tentang pencegahan I{IV/AIDS melalui
kampalye yang melibatkan pemuda, kelompok
masyarakat, dan gereja;
Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil
,:lengan IIIV untu.k mencegah penu.laran ke

malerria terutama di <iaerah

b

al:rman.
ang;gulangatr HIrr'/AIDS :

khusus HIV/AIDSI di puskesmas dzrn
rumah sakit;
Mendororrg kebijakan nol stigma bagi
ODHA di lingl<ungan l,rerja dan sosial;
Integrasi program penanggulangan
HIV/AIDS dengan program kesehatan
reproduksi dan keluarga berencana.

Memastikal setiap kabupaten
memiliki program eliminasi malarirt
lrang berkelanjutan;
Ivlenjalin kerja sama dengeLn sektor
swasta, u.niversitas, dan organisasi
internasirrnal dalam penelitian dan
penanganan rnalaria;
Mengintegrasikan prograrr eliminasi
rnalaria dengan layanan kr:sehatan
<lasar di puskesmas dan posyandu.

t. Ivlemperkuat laya:ran kesehata.n

S9 Dinas Kesehatan-P2KB
(RSUD/ Puskesmas),

Dinas Admindukcapil-
PMIi, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Sosial-P3A, BPPKAD,

Bapperida

maksimal b eserta.

I
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l)rjuan / Sasraran Strategi

Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam
pembiayaan premi JKN bagi masyarakat tidak
mampu;
Penyediaan layanan kesehatan berbasis digital
'untlnk mem ercepat klaim dan I anart JKl,l.

2: Men.gembangkan potr:nsi sumber ,laya. alarn dan suLmber daya rnanusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsrip keaditan clan l<esetaraan dengan
emperJ<uat kapasitzrs produksi lokal, meningl<atkran nilai tambah prroduk lokal, dan men-rfasilitasi akses pasa,ryarg lebih luas yang bertujuzrn u:etuk
enciptakan swetsembada pangan., laprangan kerja, menghapus kemiskinan ekstrim, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahto:aan masyared<at

ua Tengah demi terwut udnya l<emzr.ndirian ekonomi dan pert.umbuhan ekonomi yang tinggi, adil dan meratal
3 : Menin atkan tensi sumber d a alam <len an ankan prinsip-prinsip keadilan dan ke,setaraar
M2 Perlindungan Sosial

yang Adaptif Ketaharr.an
energi

s10 enurunkan Tingkat Kemiskinan (%) :

Penguatan program pemberdayaan ekonomi
berbasis lokal, seperti pengembangan
pertanian, pe,rikanan, dan. UMKM berbasis
komoditers urrggulan Irapu.a Tengah;
.Bantuan sosial yang tepat sasaran, termasuk
progrcrm perlindungan sosial berbersis l<eluarga
seperti PKH (Program Keluargzr Harapan) dan
BLT (Bantua:r La:rgsung Tunai);
Peningkatan akses pendidikan dan
keterampilan melalui proglam pelatihan keq'a
darr sekolah vokasi bagi kelompok rentan dan
:masl/aral<at trerpenghasilan rendah;
Meningkatkan akses l<e layanan keuangan dan
permodalan, termasuk kredit usaha rakyat
(KUR) dan kopera.si berbasis komunitas;
Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai,
seperti akses air bersih, listrik, dan perrrmahan

huni baei nle$Brakat miskir
Meninp;katkan Cakuipan Kepesertaan Jarrrina:r

1 Mempercepat penyediaan data
kemiskinan berbasis cligital untuk
penyaluran bantuan yang lebiir
arkurat;
I{enclorong kolaborasi antara
pemerintah, ctunia usaha, dan
komunitas dalam proggam
pengentasan kemiskinan;
Mengembangkan kebijakan alirmatif
bagi kelompok rentan untuk
rnengakses pendidikan, pekerj rran,
<lan layanan sosiaLl.
Peningkatan Sistem Pembuangan lrir
Limbah (SPAL)

Mewajibkan prerusahaan skala
rnenengah dan besar untuk
rnendaftarkan pekerjanya ke BPJS
Keten agakerj aan;

Dinas Perindagkop,
Dinas Sosial-P3A,
Dirras Nakertrans-
E|]DA. BPPKAD,

Ba.pperida, Dinas
Admindukcapil-PMK,

Dinas F2KP, Dinas
PUPR,DinasP&K,

Dinas Perindagkop,
Dirras liosial-P3A,
Inspektorat, Dirras

Perangkat Daerah
Per:anggung javrabArah Kebijal<an

si3

s11
orsial l(etenagakerjrean .Provinsi (%) :

Nakertrans-ESDA

I

Itl
I

I

I

I
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l\:juan / Sasaran Strategi

Sosiralisasi dzrn ectukasi kepada peke{a formal
dan informa1 tentang pentingnya jaminan sosial
ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaal);
Memperluas cakuLparr kepesertaan BPJS
Ketenagake{ aan dengan mendorong
perusa-haan dan pekerja sektor informa-1 untuk
mendaftzu;
Penyediaan subsidi bagi pekerja informal dan
:mas;larakat berpenghasilan rendair agar dapat
terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan;
Peningkatan keq'a sama dengan perusahaan,
koperasi. darr BUMDes un tuk menjamin pekerjrr
sektor inform.a-l mendapatkal perlindungan
sosial;
Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam
pengawasan agar perusahaan mematuhi

lasi terkait jaminan sosial a
eningkatl,:an Persentase Penya:rdang Disabititas

ang Bekeqta di Sektor Formal (06) :

, Peningkatan kapasitas dan ketera:npilan
penyandang disabilitas melalui pelatihan
vokasi, keterampilan,Cigital, dan rrvirausaha;

. Men,lorong kebijzLkan afirrnasi bagi penyandang
disabilitas dalam rekrutmen di sektor formal,
termasuk kuota khusus di instansi pemerintah
darr BUIVIN/BUMD;

. Peny'ediaan fasilitas dan lingkungan kerl'a yang
inklusif, seperti aksesibilitas fisik di tempat
kerja dan kebijakan kerja fleksibel bagr
disal:ilitas;

. Mem.perkuat kerja sarna dengan dunia usaha
dan sektor sv/asta untuk membuka lebih

Arah Kebijal<an

Men5lemtrangkan regulasi daerah
)rang memPermudah akses pekerja
informal ke jaminan sosia.l;
Meningkatkan insenti: bagj
perusaha.an yalg menerapkan
sta-ndar perlindungan tenaga keq'a

Mengembangkan regulasi daerah
J/ang mengharuskan perusahaan dan
instansi pemerintah menyediakan
minitnal 2o/o lenaga ke{a dari
kelornpok disabilit.as;
Mendororrg kolaborasi dengan
orgalisasi penyandang disabilitas
untuk menciptakan lingkungan ke4'a
),ang lebih inldusif;
lvlengoptimalkan peran ballai latihan
kerja (BLK) untuk menyediakan
I)rogram pelatihan kerja bagi
penyandang clisahilitas.
Iievitaslisasi Irasilitas Penclidikan dan

1

BPPKAD, Dinas PTSP,
Bapperida, Dinas
Satpol PP, Dinas

Admindukcapil-PMK

Dinas Perindagkop,
Dinas Sosia-l-P3A,
Dinas Nakertrans-

ESDA, BPPKAD, Dinas
PTSP, Bapperida,

Dinas PUPR, BKPSDM

Perangkat Daerah
javrab

s12

Ilalai Latrhan a L

I
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banyak lapangan kerja bagi penyandang
disabilitas;

s. Meningkatkan insentif bagi perusahaan yang
merekrut tenaga keda disabilitas, seperti
potongan pajak dan subsidi pelatihan kerja.

Peningkatan Tenaga Kependidikan
Vokasi yang mengikuti Upskilling dab
Reskillin berstandar Industri

Dinas PUPR, Dinas
Perhubungan, Dinas
Nakertrans-ESDA,
Din.as Perindagkop,

Bapperida, Dinas .LHK,
BPPKAD, Dinas PTSP,

Dinas P2KP

st3 Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan
terhadap PDRB :

r. Pengembangan kawasan industri berbasis
komoditas unggulan Papua Tengah (seperti
pengolahan kayu, perikanal, pertanian, <lan
hasil hutan non-kaym);

z. Mendorong investasi da-lam industri hilir agar
produk lokal memiliki nilai tambah;

s. Penyediaan insentif bagi industri yang
mengadopsi teknologi ramah lingkungan;

+. Pelatihan tenaga kerja industri untuk
meningkatlan produktivitas dan daya saing;

s. Peningkatan infrastruktur pendukung industri
seperti listrik, ialan, dan konektivitas loeistik.

t. Mengembangkar regulasi yang
mendukung kemudahan inves;tasi
industri pengolahan;

p. Pembentukan BUMD milik
Pemerintah Provinsi papua Tengah
dibidang indu stri Pengolahan

[. Meningkatkan kolaborasi antara
pemerintah, perggruan tinggi, dan
industri dalam pengembangan
teknologi pengolahan;

[. Memastikaa industri kecil da-rL

menengah memiliki akses terhadap
bahan baku, pasar, dan pendanaan.

M2 T4 S4 Terwuj udrLya lptek,
Inovasi dan produktivitrrs
Ekonomi Irapua Tengah

s14 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan :

r. Penguatan branding dan promosi destinasi
wisata unggulan Papua Tengah, termasul<
ekowisata dan wisata budaya;

2. Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti
al<ses jalan, bandara, dan fasilitas akomodasi;

s. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata
melalui pelatihan bagi pemandu wisata, pelaku
usaha hotel dan restoran;

r. Pen5rusunan regulasi yang
mendukung pariwisata berkel.anjutan
dan berbasis kearifan lokal;

2. Mendorong kemitraan antara
masyarakat lokal dan investor dalam
pengembangan pariwisata;

p. Mengembangkan program insentif
bagi UMKM yang terlibat dalam
sektor pariwisata.

Dinas Poraparkref,
Dinas Perindagkop,
DinasP&K,Dinas

Kominfostadi,
Bapperida, Dinas

PTSP, Dinas
Nakertrans-ESDA,

Dinas Perhubungan,
Dinas PUPR

Perangkat Daerah
Pe.nanggung jawabArah KebijakanTujuan / Sasaran Strategi
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4. Mendorong investasi di sektor perhotelal,
restorar, dan atraksi wisata berbasis
komunitas;

s. Digitalisasi layanan wisata, termasuk
pemasaran online dan sistem reservasi berbasis
teknoloei.

s15 Meningkatkan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif :

t. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
berbasis seni budaya, kuliner, dan kriya khas
Papua Tengah;

z. Mendorong digitalisasi ekonomi kreatif melalui
e-commerce, pemasaran digital, dan teknologi
finansial;

e. Pemberdayaan komunitas kreatif lokal melalui
pelatihan dan pendampingan usaha;

+. Peningkatan akses pembiay:ran bagi pela1<u
industri kreatif mela-lui kredit usaha i<reatif dan
hi.bah modal.

1. Penguatan regulasi yang mendukung
hak kekayaan intelektual bagi pelaku
ekonomi kreatif;

z. Pembentukan BUMD milik
Pemerintah Provinsi papua Tengah
dibidang Ekonomi Kreatif

s. Peningkatan promosi dan everrt
ekonomi kreatif, seperti festival seni
dan budaya;

+. Penguatan jejaring dan kolaborasi
antara ekonomi kreatif dan sektor
pariwisata.

Din.as Perindagkop,
BPPKAD, Bapperida,
Dinas Poraparkref,
Dirras Nakertrans-

ESDA, Dinas
Kominfostadi, Dinas P

&K

s16 r. Penyusunan regulasi daerah y-ang
memudahkan UMKM dan koperasi
berkembang;

z. Pembentukan BUMD milik
Pernerintah Provinsi papua Tengah

s. Meningkatkan efektivitas pengelolaan
BUMD untuk mendukung ekonomi
daerah;

+. Merrgembangkan program pelatihan
dan pendampingan bagi
wirau sahawan baru.

s. Fasilitasi Sosia-lisasi Pembentukan
Koperasi dari Kelompok Strategis

Dinas Perindagkop,
BPPKAD, Bapperida,
Dinas PISP, Dinas
Nakertrans-ESDA,
Dinas P2KP, Dinas

Korninfostadi, BUMD

gkatan Produktivitas UMKM, Koperasi, dan
UMD:
Penguatan program inkubasi bisnis dan er.kses
permodalan bagi UMKM dan koperasi;
Digitalisasi UMKM dan koperasi untuk
meningkatkan daya saing dan efisiensi
operasional;
Peningkatan peran BUMD dalam mendukung
sektor strategis daerah, seperti distribusi
pangan dan energi;

. Optimalisasi krmitraan antarra UMKM dan
industri besar dalam rantai pasok lokal;

. Penyederhanaan perizinan bagi UMKM untuk
mendoron ertumbuhan usaha baru.

Perangkat Daerah
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s17 ciptaan Lapangan Kerja yang Berkualitas :

t. Peningkatan keterampilan tenaga ke{a melalui
pr:ndidikan vokasi dan pelatihan berbasis
industri;
Mendorong induski padat karya dan sektor
kreatif untuk menciptakan lebih banyak
lapangan kerja formal;
Penguatan sistem informasi pasar ke{a agar
tenaga kerja dapat terhubung dengan peluang
kerja yang sesuai;
Penyediaaa insentif bag perusahaan yang
membuka lapangan ke{a bagi masyarakat
lokal

Men5rusun kebijakan afirmati{ untuk
mernastikan tenaga keq'a lokal
mendapatkan prioritas dalam
rekrutmen;
Meningkatkan kua-iitas pendidikan
dan pelatihan kerja agar sesuai
dengan kebutuhzrn industri;
Mempermudah regulasi
ketenagakeq'aan agar mendukung
pertumbuhan sektor formal.
Pembentukan BUMD milik
Pemerintah Provinsi papua Tengah

Dirras PTSP, Dinas
Nakertrans-ESDA,

BPPKAD, Bapperida,
Dinas Perindagkop,
DinasP&K,Dinas

Poraparkref

s18 Peny"usunan regulasi daerah yang
mendukung kesetaraan gender di
dunia kerja;
Memberikan insentif bagi perusahaan
yang mempekerjakan lebih banyak
Perempuan;
Meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingrrya peran perempuan
dal:rm ekonomi.

Dinas Kesehatan-
P2KB, Dinas

Perindagkop, Dinas
Sosial-P3A, BPPKAD,

Bapperida, Dinas
PTSP, Dinas

Nakertrans-ESDA,
Dinas P & K

eningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja

. Meningkatkaa akses perempual terhadap
pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi;

. Mendorong kebijakan ramah keluarga di tempat
kerja, seperti fleksibilitas jarn kerja dan cuti
melahirkan yang lebih baik;

. Penyediaan fasilitas pendukung seperti te,mpat
penitipaa anak di tempat kerja;

. Program kewirausahaan perempuan berbasis
komunitas darl UMKM.

puan :

s19 Mengembangkan kebij akan daerah
yang mendorong inovasi dan riset
berbasis lokal;
Meningkatkan peran lembaga
pendidikan dalam riset dan
pengembangan teknologi;
Merryediakan insentif bagi
perusahaan dan startup yang
bennvestasi dalam inovasi.

Dinas Nakertrans-
ESDA, Dinas
Perindagkop,

Bapperida, BPPKAD,
Dinas P2KP, Dinas

Kominfostadi, Dinas P
&K

eningkatkan Tingkat Penguasaan Iptek :

Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui
kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan
in.dustri;
Penyediaan pusat riset dan teknologi untuk
mendukung industri lokal;
Mendorong adopsi teknologi digital di sektor
UMKM, pertanian, dan industri;

Perangkat DaerahTfijuan / Sasaran Arah KebijakanStrategi
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a. Peningkatan investasi dalam pendidikan dan
riset berbasis STEM (Science, Technolory,
Engineering, a:rd Mathematics).

M3: Penguatzrn tata kelola pemerintahan yalg baik, l:ersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik yang berbasis d.igitalisasi
teknologi, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengal semangat kerjasama dan komitmen terhadap pelayanan dan pembangunaa
melalui ekosistem organisasi ke{a yang adaptif dan agile yang mendukung kultur budaya kompetitif demi terwujudnya transformasi tata kelola yang efisien,
transparan, dal responsif terhadap kebutuhan Masyarakat
T5 : Mewujudkan penguatan tata kelola pemerinta-han yang baik, bersih dan transparan dengan mengimplementasikan sistim administrasi publik berbasis
digitalisasi teknologi

M3 T5 S5 r. Mendorong percerpatan revisi clan
harmonisasi regulasi yang belum
sesuai dengan kebutuhaa daerah;

z. Meningkatk€rn pengawasan terhadap
implementasi kebijakan hukum
daerah guna mencegah;
penyalahgunaan wewenang.

3. Memperkuat lembaga bantuan
hukum bagi masyarakat untuk
memastikan akses keadilan yang
merata.

Inspektorat, Dinas
PTSP, Setda (Biro

Hukum), Bapperida,
Dinas Kominfostadi,

Dinas Satpol PP,
Dinas

Admindukcapil-
PMK, BPPKAD

Terwujudnya Regulasi
dan Tata Kelola Yang
Berintegritas dan
Adaptif di papua Tengah

s20 Meningkatkan Indeks Reformasi Hukum :

t. Penyederhanaan regulasi dan perizinan guna
m.enciptakan kepastian hukum yang
mendukung investasi dan pelayanan publik;

z. Penguatan kapasitas aparatur hukum dan
peradilan untuk meningkatkan kepatuhan
terhadap hukum di tingkat daerah;

a. Peningkatan transparansi dan aksesibilitas
16,gulasi daerah dengan digitalisasi dokumen
hukum dan kebijakan;

+. Oplimalisasi pcran masyarakat dalam
pen)rusunan kebijakan melalui konsultasi
publik dan partisipasi masyraralat sipil;

s. Sinergi antara regulasi nasional dan daerah
untuk menghindari tumpang tindih kebijakan
serta memastil:an keselarasan hukum.

Perangkat Daerah
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Setda (Biro Organisasi
& Biro Hukum), Dioas

Kesehatan-P2KB,
Inspektorat, BPPkAD,
Dinas Kominfostadi,

Dinas Admindukcapil-
PMK, BKPSDM,

Bapperida, Dinas
PISP,

s21 Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan
Bertrasis Elektronik (SPBE) :

t. Digitalisasi administrasi pemerintahan dengan
m.engimplementasikan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh;

z. Pengembangan layanan publik berbasis digita.l,
seperti e-govenrment, e-budgeting, dan e-
procurement untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi;

a. Peningkatan keamanan datzL dan infrastruktur
teknologi infonnasi untuk m.endukung
transformasi digital pemerintahan;

+. Pelatihan aparatur sipil negara (ASN) datam
penggunaan teknologi digital untuk
meningkatJcan kapasitas dan adaptasi terhadap
sistem digital;

s. Ir:.tegrasi layanan digital antarinstansi
pemerintah guna menciptakan sistem
pelayanan terpadu vang lebih efrsien.

r. Merv4iibkan setiap OPD
mengimplementasikan SPBE secara
bertahap sesuai dengan roadmap
digita-lisasi daerah;

z. Meningkatkan kolaborasi dengan
lembaga pusat dan swasta dalam
pengembangan irrfrastruktur digital
daerah;

s. Merryediakan kebijakan perlindungan
data yang ketat untuk menjamin
keamanan informasi pemerintahan
dan masyara-kat.

+. Pengembangaa Platform digital
Ma:ragemen ASN

Dinas Perhubungan,
Dinas PUPR, Dinas
Kesehatan-P2KB,
Di:nas Sosial-P3A,

Setda (Biro Organisasi
&, Biro Hukum),

Insrpektorat, Dinas
Kominfostadi, Dinas

PTSP, BKPSDM,
Bapperida,

qt, Meningkatkal Indeks Pelayanzrn Publik :

r. Peningkatan kzrpasitas SDM aparatur
pelayanan publik melalui pelatihan beror:ientasi
prrda pelayanal prima;

z. Penerapan standar pelayanan publik yan13jelas,
cepat, dan transparan sesuai dengan prinsip
g<>od gouemance;

3. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat
yang cepat dan responsif, seperti layanan
hotline, aplikasi pengaduan digital, dan kanal
media sosial resmi;

+. Mendorong inovasi dalam pelayanan publik,
seperti layanan keliling, sistem iayanan
berbasis aplikasi, dan one-stop service cente4

r. Menyusun regulersi daerah yang
mengatur standar pelayanan publik
dan mekanisme r:valuasi kine4'a
pelayanan;

z. Merryediakan sistem pemantauan
dan penilaian layanan publik
berbasis data;

r. Mervajibkan setiap instan si
pemerintah daerah memiliki customer
senice yang akti I untuk mena-ngani
keluha.rr masyarakat.

T\rjuan / Sasaran Strategi Arah Kebijakan Perangkat Daerah
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s. Penyediaan fasilitas layanan publik yang ramah
disabilitas dan inklusif, untuk memastikan
semua kelompok masyaraka.t mendapatkrn
al<ses yang setara.

s23 lMeningkatkan Indeks lntegritas Nasional :

It. Pr:ningkatan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan daerah guna
mencegah kompsi dan penyalahgunaan
arlggaran;

p. R:nerapan sistem pengawasan berbasis
teknoiogi seperti e-audit dan e-monitoring
terhadap anggaran dan proyek pemerintah;

3. Penguatan sistem meritokrasi da.lam rekrutmen
ASN untuk mernastikan penempatan pejabat
berdasarkan kompetensi da:r integritas;

+. Mendorong peran aktif mas)'arakat dalam
pengawasan pemerintahan, mela.lui sistem
pelaporan yang mudah diakses;

s. Peningkatan edukasi anti-korupsi bagi aparatur
nr:gara dan masyarakat melalui sosialisa€ri dan
pelatihan etika birokrasi.

t. Mervajibkan pejabat daerah urrtuk
melaporkal Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN) secar:r
berkala;

2. Mendorong sistern pemberian
penghargaan dan sanksi bagi ASN
berdasarkan kinerja dan tingkat
integritasnya;

:. Mernbangun sistem whistleblower
yang aman bagi masyarakat dan
pegawai pemerintah yang ingin
melaporkan praktik korupsi.

Inspr:I<torat, BKPSiDM,
Setda (Biro Hukum &

Barjas), BPPKAD,
Dinas Kominfostadi,
DinasP&K,KPK

M3 T5 S6 Terwujudnya
Trasnformasi Digital
Papua Tengah

s24 eningkatkan Indeks Pembangunan Teknologi
formasi dan Komunikasi (TIK) :

R:mbangunan infrastruktur digitai yang
merata, termasuk penyediaem jaringan internet
hingga ke daerah terpencil;

. Penguatan literasi digital meLsyarakat dan
apa-ratur pemerintah guna meningkatkan
adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari;

. Mendorong digrtalisasi sektor publik dan
elionomi, seperti layanan pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE), e-commerce untuk

r. Merryusun regularsi daerah untuk
mempercepat pembangunan
infrastruktur TIK, termasuk
kebijakan insentif bagi penyedia
layeuran internet:

z. Mervajibkan instansi pemerintah
daerah mengadopsi sistem digital
dalrrm layanan publik guna
meningkatkan efisiensi dan
transparansi;

s. Menyediakan program pelatihan dan
pendampingan bagi masyarakat dan

Dinas Kominfostadi,
Dinas Perhubungan,
Dinas PUPR, Dinas
Perindagkop, Dinas
PTSP, Dinas P &. K,
Dinas Kesehatan-
P2KB, Bapperida,
Dinas Poraparkref,

Dinas
Admindukcapil-
PMK, BKPSDM,

T\rjuan / Sasaran Strate(i Arah Kebijakan Perangkat Daerah
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pel€rku usaha dalam pemanfaatan
teknologi digital;
Meningkatkan investasi daerah
dal:rm pengembangan pusat data darr
keamanan siber guna mendukung
transformasi digital yang aman dan
berkelanjutan.
Perluasan Layanan Penyiaran Digital

UMKM, dan digitalisasi layanan kesehatan
pendidikan;

. Peningkatan kerja sama dengan operator
telekomunikasi. dan penyedia layanan internet
untuk memperluas cakupan jaringan dan
meningkatkan kualitas layanan ;

Pengembangan pusat inovasi digital dan r;tartu
teknologi lokal guna mempercepat
ertumbuhan ekonomi berbasis di tal

Dinas LHK, Dinas
Nakertrns-ESDA,

Dinas Admindukcapil-
PMK, Dinas Sosial-

P3A, Bapperida, Dinas
Kominfostadi, Dinas
PTSP,DinasP&K,
Dinas Perindagkop,

PLN

s25 tkan Ra.sio Elektrifik:rsi Rumah Tangga

. Percepatan pernbangunan irrfrastruktur listrik
dr:ngan memarLfaatkan sumber energi
terbarukan seperti tenaga surya, hidro, dan
bi.omassa untuk menjangkar.r daerah terpencil;

. Peningkatan investasi dalam jaringaa disrribusi
listrik guna memastikan stabilitas pasokan
listrik bagi rumah tangga dan industri;

. Mendorong pemanfaatan teknologi smart grid
dan digitalisasi manajemen energi untuk
m eningkatkan efisiensi penggunaan listrik;

. Program subsidi listrik untuk masyarakaL
kurang mampu agar seluruh rumah tangga
memiliki akses listrik yang terjangkau;

. Pengembangan desa mandiri energi dengan
pemanfaatan teknologi mikrogrid untuk daerah

I
Rr) (%) :

d akses l:istrik terbatas.

Merryusun kebijakan insentif bagi
investasi energi terbarukan gurna
mendukung elektrifikasi daerah
terprencil;
Mengintegrasikan perencanaan
pembangunan daerah dengan
kebijakan energi berkelaajutafl guna
memastikan pemerataan alses
listrik;
Meningkatkan kolaborasi dengan
dan sektor swasta untuk percepatan
penyediaan listrik berbasis teknologi
modern dan ramah lingkungan;
Mengembangkan sistem monitoring
dan evaluasi untuk memastikrm
program elektrifil<.asi berjalan sesuai
tar6let yang ditetapkan.

M3 T5 c7 Bakesbangpol,
Inspektorat, Dinas
Perindagkop, Dinas
Kominfostadi, Dinas

Sosial-P3A, Dinas
AdrrLindukca .PMK

s26 eningkatkan Indeks Kepemimpinan Daerah :

Peningkatan kapasitas dan kompetensi
kepemimpinan kepala daerah serta ASN melalui
pelatihan kepe:mimpinan yang berbasis inovasi,
tata kelola yang baik, dan keberpihakan pada

akatm.a

Menetapkan starLdar kompetensi
kepemimpinan daerah yang
berorientasi pada hasil dan
pelztyaaal publil,r yang lebih baik;
Mervajibkan pemimpin daerah dan
ASN m ti

Perangkat Daerah
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Bapperida, Dinas P &
K, BKPSDM

. Penguatan tata kelola pemerintahan yang
transparan dan akuntabel guna meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap
k:pemimpinan daerah;

. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara
pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan
masyarakat untuk memastikan kebijakan yang
dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah;

. Pemberdayaan kepemimpinan berbasis data
dan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi
dalam pengambilaa keputusan dan
implementasi kebijakan;

. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam
ploses perencanaan dan pengambilan
keputusan daerah agar kebiiakan lebih

S1 atif dar" inklusif.

kepemimpinan berkelanjutan guna
meningkatkan ef ektivitas dalam
merrj alaakan tugas;
Mernperkuat mekalisme evahrasi
kine{a kepemimpinan daerah
berbasis indikator yang jelas dan
temkur.

s27 urunkan Persentase Konflik SARA :

t Penguatan dialog antaragama darr antarsuku
m.elalui forum komunikasi yartg melibatkan
tc,koh adat, tokoh agama, derr pemuda guna
membangun k:sepahaman dan solidaritas
sosial;
Peningkatal peran pemerintah daerah dalam
mediasi dan resolusi konflik dengan
menyediakan mekanisme penyelesaiaa yang
cepat, adil, dan berbasis kearifan lokal;
Pendidikan multikultural dan toleransi sejak
dini di sekolah dalr komunitas untuk
menanamkan nilai keberagaman dan
persatuan;
Penerapan sistem deteksi di:ni konflik sosia.l
d membentuk tim khu.sus

yang berfokus pada pencegahan dan
penanganan konflik berbasis kearifan
lokal;
Merrgalokasikan anggaran khusus
untuk program penguatan kohesi
sosia-l dan toleransi di masyarakat;
Meningkatkan koordinasi antara
aparat keamanan, pemerintah
daerah, dan masyarakat da-lam
merrjaga stabilitas sosial di Papua
Tengah.

t. Mengembangkan kebijakan daerah Bakesbangpol, Dinas
Kominfostadi, Dinas P
& K, Dinas Sosial-P3A,

Inspektorat, Dinas
Satpol PP, Dinas

Admindukcapil-PMK,
Di:ras Poraparkref

Perangkat Daerah
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memantau potensi konflik dan melakukal
intervensi sebelum terjadi eskalasi;
Optimalisasi peran media dalam menyebarkan
nirrasi damai dan mengurangi provokasi
berbasis SARA melalui regulasi dan kampanye
anti-hoaks.

ptakan lingkunflan yang aman, tenteram, rJamai, dan tertib, di mana setiap warga masyarakat dapat hidup clan berkembang dengan optimal dengarr
angat gotong royong dan kerjasama antar unsur masyarakat untuk mewujudkan stabilitas daerah yang berkeadilan melalui pendekatan adat, budaya, sosial
ekonomi

4: Menci

lingkurrgan yang aman, tenteram, damai dan tertib: Memantapkan

s28 ingkatkan Penegakan Hukum Peraturan

r. Pr:nguatan kapasitas aparatur penegak hukum
dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam
meoegakkan peraturan daerah (Perda) ;

. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada
masyarakat dan pelaku usaha agar memahami
dan mematuhi Perda yang berlaku;

. Optimalisasi pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan R:rda dengan membentuk sristem
pemantauan dan mekanisme pelaporan
masyarakat;

. Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah,
aparat penegak hukum, dan masyarakat adat
untuk memastikan Perda di:erapkan secara
efektif dan berkeadilan.

Memperkuat regulasi dan peraturan
daerah yang berpihak pada
kes,ej ahteraan masyarakat serta
mendukung pembangunan
berkelanjutan;
Meningkatkan transparansi dalam
pen]rusunan dan implementasi Perda
guna mencegah penyalahgunaan
keu'enangan;
Menyediakan mekanisme pengaduaa
dan penyelesaian sengketa hukum

mernpermudah akses keadilan bagi
masyarakat.

yang cepat dan berbasis digital un

Bakesbangpol, Dinas
Satpol PP, Setda (Biro
Hukum), Inspelrtorat,

Dinas
Admindukcapil-PMK,
Dinas Kominfostadi,
DinasP&K,Dinas

Perindagkop,
BKPSDM

M4 T6 Terwujudnya Hukum
BerkeadiJ.an,
Keamananan Daerah
Tangguh. dan
Demokrasi Substansi
pada Provinsi Papua
Tengah

s29
t. Memastikan kebijakan daerah selaras derrgan

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),
terutama dalam perlindungern hak-hak
kelompok rentan (perempuan, anak,

tkan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM :

cn an arakat radatdisabilitas dan

yang mengedepankan prinsip HAM
da-lam pelayanan publik dan
kebijakan daerah;
Mengembangkan sistem pelaporan

r. Menetapkan program aksi daerah

an aJldar esaian kasus

Setda (Biro Hukum),
Inspektorat, Dinas

SosieLl-P3A, BKPSDM,
Bakesbangpol, Dinas
Kominfostadi, Dinas P

&K

-181 -
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. Mendorong edukasi HAM kepada aparatur
pcmerintahan dan masyarakat melalui
sosia-lisasi dan program pelatihan;

. Memperkuat peran Komisi Nasional HAM atau
lembaga HAM <laerah dalam memantau,
mengevaluasi, dan menangani pelanggarzur
HAM;

. Meningkatkan akses masya:'akat terhadap
layanan hukun: dan keadilan, termasuk
penyediaan bantuan hukum gratis bagi

t marn

HAIvI secara transparan dan
akuntabel;
Men1rusun kebijakan afirmatif untuk
meningkatkan inklusivitas dan
kes,ejahteraan kelompok rentan.

s30 Bakesbangpol,
Dinas Sosial-P3A,

Setda (Biro Hukum
& Biro

Pemerintahan),
Dinas Satpol PP,

Dinas
Admindukcapil-

PMK, Dinas
Kominfostadi, Dinas

Perhubungan,
FKtlB, Po1da, Kodam

al di Tempat 'linggalnya :

t. Meningkatkan keamanan dan ketertiban
m.elalui optimalisasi peran kepolisian, TNI, dan
satuan kearnanan masyarakat (Satkamling);
Penguatan koordinasi antarrr pemerintah
daerah, aparat keamanan, dan tokoh
m.asyarakat dalam menjaga stabilitas daerah;
Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan
keamanan daerah, seperti pemasangan CCTV di
area publik dan penggunaan sistem laporan
kejadian berbasis digital;
Meningkatkan prograrn patroli keamanan di
daerah rawal kejahatan dan konflik;
Membangun mekanisme penyelesaian konflik
berbasis komunitas yang melibatkan tokoh

tkan Proporsi Penduduk yang Merasa

adat tokoh dan SI

keamanan yang mudah diakses oleh
masyarakat;
Memperkuat sistem perlindungan
bagi kelompok rentan dari ancarnan
kekerasaa dan kriminalitas;
Meningkatkan kehadiran aparat
keamanal di daerah rawan konflik
guna memberikan rasa aman bagi
masyaralat.

r. Menyediakan sistem pengaduan

s31 eningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

. M eningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pr:oses politik ctan kebijakan daerah melalui

aTengah:
Mernastikan keterbukaaa informasi
publik mela-1ui regulasi yang
mendukung akses masyaralat
terhadap kebijakan pemerintah;

Bakesbangpol,
Dinas Sosial-P3A,

I(PU/Bawaslu,
Setwan (DPR Papua

't' Dinas
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Kominfostadi, Dinas
Admindukcapil-PMK

k:terbukaan informasi dan keterlibatan publik
dalam pen;'usunan kebijakan;

p. Mendorong transparansi dar akuntabiliters
dalam penyelenggara€rn pemilu sena pemilihan
kepala daerah ,guna memastikan demokrasi
yzrng jujur dan adil;

3. Menguatkan peran media dan kebebasan pers
untuk mendukung kebebasan berekspresi serta
mengawasi ja.lannya pemerintahan;

+. Meningkatkan kapasitas partai politik dan
organisasi masyaral<at sipil dalam menjalankan
peran demokrasi yang sehat;

s. Membangun brrdaya politik yang inklusif dan
bebas dari prakfik politik uang, diskrimin.asi,
serta tekanan politik.

2. Mendorong dialog terbuka antara
pefirerintah daerah darr masyarakat
untuk membangun demokrasi yang
lebih substansial;

s. Merryediakan mekanisme pengaduan
dan perlindungan bagi masyarakat
yang menghadapi diskriminasi politik
atau intimidasi.

elestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosietl yang mattap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang
ggung jawab dan berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan ekologi melalui pra}:tik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan ur:rtuk menciptakan

pertumbuhan ekonomi ya:rg inklusif dan berkelaljut.an, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah, sekarang dan di masa yang akan
datang

M5: M
bertan

gkatkan kelestarian kekayaan adat, buda5,a dan kearifan loka_l sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya
arrab dan berk utanb n

: Menin

M5 T7 s.9 Terwujudnya Beragama
maslahat dan
berkebudayaan maju

s32 DinasP&K,Dinas
Poraparkref, Dinas

Korninfostadi, Dinas
PUPR, Dinas

Perindagkop, Dinas
Admindukcapil-
PMK, Bapperida,

Dewan Adat Papua
Tengah,

Menin gkatkarr lndeks Pembangunan Kebudayaan
(IPKI. Indeks Pembangunan Kebudayaan

fnen cerminkan kemaj uan dalarn pel estarian dan
pengembangan kebudayaan di suatu daerah:
r. Pelestarian dan revita-lisasi budaya lokal Papua

Tengah melalui dukungan terhadap seni,
bahasa, tradisi, dan kearifal lokal;

z, Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
budaya dengan memasukkan muatan budaya
lokal ke dalam kurikulum sekolah;

r. Menetapkan kebrjakan daerah untuk
melindungi warisan budaya tal<
benda dan benda di Papua Tengah;

z. Menyediakan dana hibah atatt
insentif bagi komunitas budaya dan
pelaku seni untuk mengembangkan
dan mempromosikal budaya lokal;

s. Menyelenggarakeur festival budaya
dan seni secara rutin guna
mernperkuat iderrtitas budaya Papua
Tengah dan menarik wisatawan;

Perangkat DaerahT\rjuan / Sasaran Arah KebijakanStrategi I
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. Penguatan lembaga budaya, sanggar seni, dan
komunitas kreatif guna memperluas ruang
ekspresi dan in.ovasi budaya;
Pengembangan ekonomi kreatif berbasis
untuk meningkatkan kesejahteraa;n masyarakat
melalui industri kreatif, pariwisata budaya, dan
produk berbasi.s kearifan lokal;

. Peningkatan infrastruktur kebudayaan seperti
museum, galeri seni, rumah adat, dan pusat
kebudayaan guna mendukung kegiatan budaya;

. Mendorong digitalisasi dan dokumentasi
budaya untuk menjaga warisan budaya agar
da diakses oleh erasi mendatan

Merrdorong kerja sama dengan
perguruan tinggi darr peneliti untuk
mendokumentasikan,
mengembangkan, dan
mempromosikan budaya loka-I.

JJ.' eningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama
B). Indeks Kerukunal Umat Beragama

engukur harmoni antarumat beragama,
si, dan kerja sama dalatn kehidupan sosial

. Memperkuat dialog antaragerma melalui forum
komunikasi yang melibatkan tokoh agama,
pemuda lintas agama, dan pemerintah daerah;

. M engembangkao program pendidikan
multikultural dan toleransi di sekolah dan
masyarakat guna menanarnkan nilai-nilai
persaudaraan dan harmoni sosial;

. Mendorong peran aktif tokoh agama dalam
membangun narasi damai dan menangkal
penyebaran ujtrran kebencian serta
ekstremisme;

. Optimalisasi peran media deLlam menyeberkan
pesan-pesan kerukunan dan mencegah hoaks

ensi memicu korrflik

Menyusun regulasi daerah yang
melindungi kebebasan beragama dan
mencegah diskrirninasi berbasis
agama;
Menyediakan insentif dan fasilitas
bagi kegiatan yang mendorong
toleransi dan kerja sama antarumat
beragama;
Mengintegrasikar program
pembangunan sosial dan ekonomi
berbasis lintas agama untuk
mernperkuat persaudaraan di tengah
masyarakat;
Meningkatkan peran pemerintah
daerah dalam mcnangani isu-isu
sen siLif terkait keberagaman agama
melalui pendekatan yang inklusif dan
hurnanis.

Bakesbangpol,
Dinas Sosial-P3A,

Dinas
Admindukcapil-

PMK, Dinas
Perindagkop, Dinas

P & K, Dinas
Kominfostadi, Dinas

Poraparkref,
FKUB/ Dewan Adat

Papua Tengah

Perangkat DaerahT\rjuan / Sasaran Arah KebijakanStrategi
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Meningkatkan kerja sama antarumat beragama
daiam kegiata-n sosial, ekonomi, dan
pembangunan untuk memperkuat solida:itas
sosia.l;
Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik
berbasis kearifan lokal dengan melibatkan
tokoh adat dan tokoh agama dalam mediasi
konflik aan.

M5 T7 s10 Terwuj ud.nya keluarga
berkualitas, kesetaraan
Gender, dan Masyaraka
Inklusif

s34 Menyediakan program bantuan sosial
dan layanan konsultasi keluarga
berbasis komunitas untuk
meningkatkan kesejahteraan
keluarga;
Merrgembangkan kebij akan
ket:rhanan keluarga yang
mengintegrasikan aspek kesehatan,
pendidikan, ekonomi, dan
perlindungan sosial;
Menga.lokasikan €rnggaran khusus
untuk program penguatan ketahanan
keluarga, termasuk layanan
kesehatan dan p,endidikan keluarga;
Merrgembangkan pusat layaaan
keluarga dan rumah aman bagi
korban kekerasan dalam rumah
targga (KDRT).

In<leks Pembangunan Kualitas
uarga (IPK). Indeks ini mencerminkan

sejahteraan keluarga dalam aspek kesehatan,
nomi, pendidikan, dan perlindungan sosial :

r. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan
ibu dan anak, termasuk layanan gizi,
imunisasi, dan kesehatan reproduksi untuk
menurunkan angka kematian ibu dan anak;
Peningkatan literasi dan pendidikan kelurrrga
dalam pola asu.h anak, pencegahan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT), dan kesejahteraan
psikososial keluarga;
Penguatan program pemberdayaan ekonomi
kr:luarga mela-lui peningkatal keterampiian
kerja, akses permodalan bagi usaha mikro, dan
pelatihan kewirausahaan berbasis keluarga;
Mendorong keterlibatan ayah dalam
pengasuhan anak guna menciptakan
keseimbangan peran dalam keluarga;
Meningkatkan akses terhadap perumahan
huni dan lingkungan yang mendukung
kesej ahteraan keluarga;
Memperkuat pr:ran lembaga sosial dan
kr:munitas dalzrm mendampingi keluarga

miskin kelukelr€ntan

Dinas Sosial-P3A,
Dinas PUPR, Dinas

LHK, Dinas
Kominfostadi, Dinas
Nakertrans ESDA,

Dinas Perindagkop,
Dinas P & K,

Kesehatan-P2KB,
(Puskesmas/ Posyan

du)

Ttrjuan / Sasaran Strategi
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dengan anak berkebutuhan khusus, dan
terdam konflik.kelu

s35 Dinas Sosia]-P3A,
Dinas Nakertrans

ESDA, Dinas
Kesehatan-P2KB,

BKPSDM, Dinas P &
K

gi Ketin:pangan Gender (IKG). Indeks
mpangan GerLder mengukur kesenj angan

tara laki-laki dan perempuan dalam berbagai
pek, seperti pendidikan, pekef aan, kesehatan,

Mendorong kesetaraan akses pendidikan bagr
perempuan dan anak perempuan, termasuk
beasiswa dan program aJirmatif untuk
kelompok rent.rn;
M eningkatkan partisipasi perempuan dalam
dunia kerja, teru.tarna di selrtor formal, se:rta
memberikaa pelatihan keterampilan untuk
memperkuat kapasitas perempuan;
M eningkatkan peran perempuan dalam
kepemimpinan dan pengambilan keputusan di
sektor pemerintahan, politik, dan ekonorrri;
Memastikan akses layanan kesehatan
reproduksi dar:. perlindungan terhadap
perempuan, termasuk pencegahan pernikahan
arrak dan kekerasan berbasis gender;
Mendorong kesetaraan dala:n kebijakan
ketenagake{aan, seperti upah yang adil, cuti
m.elahirkan, serta fasilitas penitipan anak di
tempat ke{a;
Membangun mekanisme pengaduan dan
perlindungan bagi perempuan dan anak yang

diskriminasi atam kekerasan.

parrisipasi politik :

m

Mengintegrasikan perspektif gender
dalam kebijakan pembangunan
daerah untuk memastikan
kesetaraan akses dan peluang bagi
semua warga;
Mengalokasikan anggaran khr.rsus
untuk program pemberdayaa-rL
perempuan dan perlindungart
perempuan dari kekerasan;
Mendorong keterlibatan laki-laki
dalam upaya kesetaraan gender,
termasuk dalam peran domestik dan
pengasuhan anak;
Memastikan kebij akan daerah terkait
layerran publik, pendidikan, dan
ketenagakerjaan berpihak pad.a
perempuan dan kelompok rentan.

8: Menin tkan lolaan sumber alam bertan awab dan berke tan
M5 s11

G1obal di ua

Terwujudnya Integritas
Ekonomi Domestik da;r

s36

P2KP Dinas

Dinas Perindagkop,
B:rpperida, Dinas

r. Mengembangkan kebijakan
pengendalian harga barang pokok

enjaga Stabilitas Harga Antarwilayah (Koefi sien
ariasi Harga). Variasi harga antarwilayah

unjukkan tingkat kesenjangan harga di

T\rjuan / Sasaran Strategi Arah Kebijakan
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Kominfostadi,Dinas
Perhubungan, Dinas

PUPR

bagai daerah cli Papua Tengah.
dakseimbangran ini bisa terjadi akibat

ktur yang belum merata, biaya distribusi
tinggi, atau keterbatasan pasokan barang

l. Penguatan konektivitas dan infrastruktur
logistik, termasuk peningkatan akses jalan,
pelabuhan, dal bandara guna mempercepat
distribusi barang antarwilayah;

. Pengembangan sistem distribusi yang lebih
efisien, seperti pemanfaatan rantai pasok
berbasis teloeologi dan gudang logistik terpadu;

. Penguatan peran BUMD dan koperasi dalam
distribusi bahan pokok dan kebutuhan s
ur:tuk mengurzrngi fluktuasi harga;
Mendorong peningkatan produksi dal stc,k
p.lngan lokal guna mengurangi ketergantungan
pada baralg dari luar daerah;
Memperkuat kerja sama antarwilayah dalam
perdagangan dan distribusi barang untuk
memastikan pasokan merata di seluruh Papua

Jasa :

T

dan memantau disparitas harga
antarwilayah;
Menyediakan subsidi transportasi
bagi daerah terpencil agar harga
barang tetap terj angkau ;

Mengalokasikan investasi dalam
infrastruktur logistik untuk
mempercepat ams barang dan
mengurangi biaya distribusi.

s37 Dinas Nakertrans
ESDA, Dinas LHK,
Dinas PUPR, Dinas
Perindagkop,Dinas

P2KP, Setda (Bagran
Hukum), Dinas

P[SP, Bapperida

eningkatkan Investasi dan Pembentukan IvIodaI
etap Bruto (PMTB) (% PDRB). PMTB

barkan tingkat investasi yang masuk ke
am pembangunan infrastruktur, peralatan, dan

oda-l usaha di Papua Tengah :

Meningkatkan daya tarik investasi daerah
melalui penyederhanaan perizinan dan
kepastian hukum bagi investor;
Peningkatan kemudahan akses pembiayaan
bagi pelaku usaha lokal, tennasuk UMKIVI dan

r. Menlrrsun regul:rsi daerah ya:rg
mendukung iklim investasi yang
kondusif dan transparan;
Memberikan insentif pajak dan
kemudahan administrasi bagi
investor yang berkontribusi dzrlam
pembangunan ekonomi daerah;
Meningkatkan peran Bank
Pembangunan Daerah dan lemb"ga
keuangan mikro dalam mendukung
investasi sektor oduktif

Perangkat Daerah
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koperasi, untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi;

. Mendorong kemitraan antarra. swasta dan
pemerintah (Pu.blic-Private Partnership/ PPP)
untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur strategis;

. Memperkuat insentif bagi investasi hijau dan
berkelanjutan, terutarna di sektor energi
terbarukan dan industri rarnah

s38 perkuat Ekspor Barang dzrn Jasa (% PDRB).
kspor barang dan jasa menjadi indikator
tegrasi ekonomi Papua Tengah dengan pasar
asional dan global :

Pengembaagan industri berbasis sumber daya
lokal, seperti perikanan, hasril hutan, kopi,
kakao, dan produk pertambangan, untuk
meningkatkan daya saing ekspor;
Meningkatkan kualitas dan standar produk
ekspor, termasuk sertifikasi produk yang sesuai
dengan standa:' internasional;
Mendorong hilirisasi industri guna
meningkatkan nilai tambah sebelum produk
diekspor;
Memperluas a-kses pasar ekspor dengan ke{a
sama perdagangan antarprovinsi dan
intemasional;
Memanfaatkaa teknologi digital dan platform e-
commerce untuk mempromosikan produli
Pa Ten ke obal.

r. Menyediakan kebijakan insentif bagi
indr:stri yang berorientasi ekspor;
Merringkatkan kerja sama dengan
kementerian dan lembaga terkait
guna mempeduas pasar ekspor dan
memperkuat diplomasi ekonorni;
Mengembangkan pusat logistik
ekspor untuk mempercepat
pengiriman dan rnenekan biaya
ekspor.
Pengembangan kawasan kopi

Dinas Kominfostadi,
Dinas Perindagkop,
Dinas P2KP, Dinas
Nakertrars ESDA

M5 T8 s12 Terwujudnya Stabilitas
Ekonomi Daerah Papua
Tengah

s39 Dinas PISP, Dinas
Konninfostadi, Dinas
Perindagkop, Dinas

kref

tkan Rasio Paj ak Daerah terhadap PDRB
). Pendapatan daerah yang Luat akan
endukung pembangunan infi:astruktur,

r. Penguatan reguiasi pajak daerah
yang lebih adil dan berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi;

Tljuan / Sasaran Strategi
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elayanan publik, dan program ekonomi yang
erkelanjutan :

t. Optimalisasi pemungutan pajak darl retribusi
daerah melalui digitalisasi sistem paj ak untuk
m.eningkatkan efi siensi dan transparansi;

. Ekstensifikasi sumber pajal< daerah, misalnya
dengan memperluas basis pajak dari sektor-
sektor potensia-l seperti indu stri, pariwisata,
dan ekonomi digital;

. Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui
sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang
taat pajak;

. Menerapkan kebijakan insentif fiskai untuk
menarik investasi baru sambil tetap menjag

dakeseim c[aerah.

. Digitalisasi layanan pajak untuk
mengurangi kebocoran dan
merringkatkan kemudahan
pembayaran pajak;

. Pengawasan dan evaluasi berkala
tertradap penerimaan pajak urrtuk
meningkatkan kepatuhan wajib
pajah.

s40 Dinas Perindagkop,
BPPKAD, Dinas

Perhubungan, Dinas
PUPR, Dinas P2KP

aga Tingkat Inflasi (%) Tetap Stabil. Inflasi
an61 terkendali akan menjaga daya beli

dan rnendukung stabilitas ekonomi

r. Memperkuat koordinasi antara pemerintertr
daerah dan Bank Indonesia dalam mengelola
kebijakan harga dan ketersediaan barang
pokok;

. Penguatan ketahanan pangan lokal untuk
mengurangi ketergantungan pada impor dan
menjaga harga tetap stabil;

, Peningkatan efisiensi distribusi barang dan
jasa, termasuk pembaagunaa pasar indu.k dan
gudang logistik untuk mengurangi biaya
distribusi;

. Intervensi harga secara selelrtif mela-lui
kebijakan subsidi atau operasi pasar untuk
komoditas stra

Menjaga keseimbangaa pasokan dan
permintaan barang kebutuhal
pokok;
Penguatan infrastruktur logistik
untuk mengurangi hambatan
distribusi;
Meningkatkan kerja sama dengan
sektor swasta dalam menjaga
stabilitas harga.

t-,
I rujuan / Sasaran
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s41 E|PPKAD, Dinas
PTSP, Dinas
Perindagkop

emperkuat Pendalaman Sektor Keuangan dan
ter:mediasi. Pendalaman sektor keuangan

unjukkan seberapa besar sektor keuangan
tribusi terhadap perturnbuhan ekonomi

. Meningkatkan jumlah simpeman masyaralat
dalam sistem keuangan forn:a1 dengan
mendorong inklusi keuangal;

. Mendorong investasi jangka panjang, termasuk
penguatan dana pensiun da:o instrumen
investasi lainnya;

. Meningkatkan akses kredit produktif bagi
UMKM dan industri lokal melalui skema
pembiayaan berbunga rendah;

. Mendorong pasar modal daerah agar lebih alrtif
dengan memperkenalkan berbagai instrumen
investasi ertl 0

ah

daerah

Mernperkuat regulasi keuangan
daerah untuk mendukung stabilitas
perbankan dan lembaga keuaagan
mikro;
Meningkatkan peran Bank
Pembangunan Daerah (BPD) dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi
daerah;
Mendorong digitalisasi sektor
keuangan guna memperluas
jangkauan layanan keuangan.

s42 Dinas
Admindukcapil

PMK, Dinas Sosial-
P3A,DinasP&K,

Dinas Perindagkop,
Dinras KominfostadiMeningkatkan akses layanan keuangan digital

melalui pengembangan fintech dan bank digital
di daerah terpencil;
Memperkuat peran koperasi dan lembaga
keuangan mikro dalam merr,Lberikan
pembiayaan bagi masyaraka.t kecil dan pdaku
UMKM;
Mendorong program edukasiL keuangan u:rtuk
meningkatkan literasi keuangan masyarakat,
termasuk kelompok rentan seperti perempuan

ingkatkan Inldusi Keuangzrn (%). Inklusi
angan berperan penting dalam mendorong

buhan ekonomi inklusif, terutama bagi
arakat yang belum tersentuh layalan

uda

bankan

dern

r. Mendorong kebijakan bank inklusif
yang mewajibkan bank untuk
melayani masyarakat berpenghasilan
rendah;
Meningkatkan kerj a sama dengan
fintech untuk mempercepat al<ses
keuangan digital di daerah terpencil;
Mengembangkan skema kredit mikro
berbunga rendah untuk mendukung
UMKM dan wirausaha lokal.

Perangkat Daerah
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Memfasilitasi pembukaan rekening bank untuk
masyarakat tidak terlayani (unbanked
population) guna meningkatkan akses terhadap
layanan keuangan formal.

BPPKAD, Dinas
Kominfostadi, Dinas
Porap arkref, Dinas
Perindagkop, Dinas

PISP

s43 eningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
). Pendapatan daerah yang kuat akan

dukung pembangunan infrastruktur,
an publik, dan program ekonomi yang

erkelanjutan :

Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi
daerah melalui digitalisasi sistem pajak untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi;

. Ekstensifikasi sumber pajak daerah, misalnya
dengan memperluas basis pajak dari sektor-
sektor potensial seperti indu stri, pariwisata,
dan ekonomi d:igital;

. Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui
sosia.lisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang
taat pajak;

. Menerapkan kebijakan insentif frskal untuk
menarik investasi baru sambil tetap menjag

d tan claerah.keseimban

t. Menyediakan kebijakan insenrif bagi
investasi di sektor unggulan yang
dapat mendorong PDRB daerah;
Meningkatkan efisiensi tata kelola
ekonomi daerah untuk mempercepat
pertumbuhan usaha lokal;
Pembentukan Badaa Udaha lvlilik
daerah dalam ha1 mengelola Potensi
Sumber daya Alam Provinsi Pzrpua
tengah
Memperkuat peran Badal Usz*ra
Milik Daerah (BUMD) dalam
merrgelola potensi ekonomi wilayah.

aikinfras ilar itrrasi ihingkatkan ayalr
terci ekti manfaat bertujwilayah

wilay astikan setia memilikikesenj perku
erko terh

6 M ne akse bS1 tasi1i b dantruktu wilr bSE u ataln em ulla-1 em anb a11 antr ortasr kdan mo nu ebsp angvpagal p gun aflngax.J
ehS IIIta kon vl uantas taran dan taran dan enm tkan e11d b tranu omlekon sosldan algga p masyarakat pertum yarrdapa

mtuk en mem S aErrn tukuna 1nt t aniISl tar ah aIId enlm bah a ta t kesem tangurangr angan egr anggo masyaraka pa )'angp
kem bdan trin ub SI ad akem uan ua

ya peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik
an merata

: Tercapain

M6 T9 s13 kotaan dan Pedesaan
ebagai pusat

buhan Ekonomi
a a Ten.

s43 Dinras Perhubungan,
Dinas PUPR, Dinas
Perindagkop, Dinas
Pora kref Dinas

eningkatkan Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah
si terhadap Nasional. Papua Tengah harus

dorong sekto:: unggulan di perkotaan dern

Mengalokasikan dana APBD dan
kerja sama dengan sektor swasta
untuk pengembangal hunian
t
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PTSP, Dinas P2KP,
Dinas Nakertrans

ESDA

saan aga-r berkontribusi lebih besar terhadap
konomi nasional :

. Pengembangal sektor industri berbasis sumber
daya lokal, seperti perikanan, pertanian,
kehutanan, dan pertambangan, dengan
pr:ndekatan hilirisasi;

. Peningkatan daya saing sektor jasa dan
pariwisata di kota dan desa untuk menarik
lebih banyak irrvestasi;

. Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti
k:rwasan industri, pusat loglstik, dan pasar
modern di kota. dan desa;

. Peningkatan konektivitas antara kota darL desa
melalui jalur transportasi yarrg lebih efisien

mem lancar distribu si hasil uksi

Merringkatkan regulasi tata ruang
agar pembangunan perumahan
sesuai dengan prtnsip keberlanjutan;
Memfasilitasi program CSR
pen:sahaan untuk mendukung
penyediaan rumz*r bagi masyarakat
kurang mampu.

s44 Dinas LHK, Bapperida,
Dinas PUPR, Dinas
Nakertrans ESDA,

BPPKAD

eningkatkan Rumah Tangga dengan Akseri
unian Layak, Te,rjangkau, dan Berkelanjutan
). Huniar yang layak menjacli faktor penting

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

r. Program pembangunan dan rehabilitasi rumah
layak huni untuk masyarakat berpenghasilan
rendah;

. Penguatan skema kredit perumahan
terjangkau, seperti KPR subsidi bagi
m.asyarakat kuran g mampu;

. Peningkatan in frastruli:tur permukiman,
termasuk penyediaan ajr be;:sih, iistrik, dan
semitasi;

. Pengembangan kota hijau dan berkelanjutan,
dengan memperhatikan aspek lingkungal dan

ramah duduk.ta.ta

Mengalokasikan dana APBD dan
ke{a sama dengan sektor swasta
untuk pengembangan hunian
te{angkau;
Meningkatkan regulasi tata ruang
agar pembangunan perumahan
sesuai dengan prinsip keberlanjutan;
Memfasilitasi program CSR
perrsahaan untuk mendukung
penyediaan rumz*r bagi masyerakat
kurang mampu.
Pembangunan Rumah Swadaya

Perangkat Daerah
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s45 Dinas Kesehatan-
P2tG, Dinas P &' K,
Dinas Nakertrans

ESDA, Dinas PUPR,
Dinas Kominfostadi,
Dinas LHK, Dinas

Perindagkop, Dinas
Admindukcapil PMK,
Dinas P2KP, Dinas
Poraparkref, Dinas

Perhubungan

eningkatkan Pe.rsentase Desa Mandiri. Desa
diri adalah dr:sa yang memiliki ketahanan
omi, sosial, clan lingkungan sehingga mampu

erkembang secara berkelanjutan :

. Pr:nguatan eko.nomi desa berbasis komoditas
unggulan, seperti pertanian. perikanan, dan
ekowisata;

. Pemberdayaan Badal Usaha Milik Desa
(BUMDes) untuk menggerakkan perekonomian
lokal dan meningkatkan kemandirian desa;

. Pengembangan infrastruktur desa, termasuk
jalan desa, listdk, jaringan internet, dan rrir
bersih untuk mendukung aktivitas ekonomi;

. Peningkatan akses ke layanan pendidikan dan
kesehatan guna meningkatlan kualitas sumber
d manusia rli desa

Memberikan insentif bagi desa yang
berhasil meningkatkan kemandirian
ekonomi dan kesejahteraan
masyarakatnya;
Merringkatkan alokasi Dana Desa
untuk program-program yarrg bersifa
produktif;
Mendorong transformasi digital di
desa untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi berbasis
telorologi.
Pengembangan Desa Wisata
Pengembangan Sarana Angkutan
Perintis Laut, Darat, dan Udara

s46 . Menyediakan regulasi yang
mendukung pembangunan
infrastruktu r transportasi yan g
berkelanjutan;

. Mernpercepat implementasi program
perrrbangunan jalan di daerah
terpencil dan pedesaan;

. Memastikan keterlibatan masyaralat
dalam pemeliharaan infrastruktur
ja-1an agar lebih berkelanjutan.

. Pembangunan Jalan Trans Papua
Merauke-Sorong ruas Jalaa Wagete-
Timika, Mulia-Sinak, Ilu-Mulia-
Enarotali, Karubaga-Ilu-Mulia

Dinas Perhubungan,
Din.as Perindagkop,
Dinas Poraparkref,

BPPKAD, Dinas PUPR,
Dinas PTSP, Dinas

LHK, Dinas
Admindukcapil PMK,

eningkatkan Persentase Mantap Ja1an. Kondisi
alal yang baik akan mempercepat mobilitas
enduduk dan distribusi barang, sehingga
endorong pertumbuhan ekonomi daerah :

Percepatan pembangunan dan perbaikan jalan
provinsi, kabupaten, dan desa untuk
memastikan a-l,rsesibilitas yang lebih baik;
Penggunaan teknologi jalan yang lebih tahan
lama guna mengurangi biaya perawatan dan
m.eningkatkan kualitas infra.struktur;
Peningkatan anggaran pembangunan jalal dari
APBD, Dana Desa, dan keq'a sama dengan
srvasta melalui skema Public-Private
Partnership (PPP);
Integrasi perencanaan infrastrulrtur jalan

ban kawasan ekonomiden

Perangkat Daerah
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untuk memastikan manfaat yang lebih luas
t

Meningkatkan ali alui faa hijaulingkungan
di lir keadil

usifudnya inkl sif kelanj peningkatan sekaligu
tarian

7 kuanti dartas ku sarail1.as a dan a ramah mr:1 cmarl t teknaI loo dan asllnov cllokalprasaran yan enganp
em taskan bprlorr EIda tahpem terisodan den m kan nn S1rsl danan ok aansetat sehanfl-lnan ertinggal plngglfan gan epan p p prrn p lnggaenged

kond b buhertum anganlingkun ekonor:I1 u ber u dtan an ke teraanah m akat mSyang pagl vang sej asyar agaenJ
CS alam ua nu tuk erasr akan d

ti aulingkun U
di

oI T a1n kuan tas and kual tals sarercap ya ana dan arasaran h ovasr1rn kai1o dramah m uelal tanemanfzra otekn io andp syan gan p engan
em ori tas,kan b aerd ah

M7 T10 st4 Terwujudnya Penerapan
Ekonomi Hijau di Papua
Tengah

s47 ingkatkan Indeks Ekonomi Hijau Daerah.
ndeks ini mengu.kur sejauh mala praktik

omi di daerah telah memperhitungkan

. Pr:ngembangan sektor ekonomi berbasis
sumber daya alam yang lestari, seperti
ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan
pertanian organik;

. Penguatan kebijakan konservasi hutan dan
ekosistem, dengan memanfaatkan skema
karbon lcedit clan insentif bagi perusahazrn
y.rng menerapkan prinsip ramah lingkungan;

. Meningkatkan peran UMKM hijau yang
berfokus pada produk raman lingkungan dan
ekonomi sirkular (reduce, reuse, recycle);

. In:plementasi regulasi pembangunan renrlah
karbon, termasuk pembatasan eksploitasi
srrmber daya alam yang tidak terkendali;

, Meningkatkan kesadaran masyarakat dan
dunia usaha tentang pentingnya keberlanjutan
d:rlam aktivitas ekonomi.

berlanjutan lingkungan :

1. Mengembangkan kebijakan frskal
hijau, seperti insentif pajak untuk
industri hijau dan denda bagi
perusahaan yang mencemari
lingkungan;

. Meningkatkan kapasitas
kelembagaan daerah dalam
menerapkan ekonomi hijau melalui
perencErnaan pembalgunal
berkelanjutan;

. Mendorong keq'a sama dengan
lembaga internasional dan swasta
dalam program investasi hijau.

. Penya-luran bantuan alat
penangkapan ikan dan/ atau alat
bantu penangkapan ikan

. Penyaluran benih ikan air laut ke
masyarakat

. Peningkatan fasilitas tempat
pelelangan Ikan (TPI)

. Pengembangan kampung nelayan
dan desa perikanan cerdas (srnart
f.sheries uillagel

. Penguatan keiembagaan ekonomi
nel

Dinas Perindagkop,
Dinas LHK, Dinas

Kominfostadi, Dinas
PUPR, Bapperida,
Dinas P2KP, Dinas

Poraparkref

T\:juan / Sasaran Strategi Perangkat DaerahArah Kebijakan
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. Hilirisasi produk akuakultur
ro. Produk hilirisasi pangan hasil laut
I r. Pengendalian Organisme Penggangu

T\rmbuhan (OPT) Tanaman
Perkebunan

s48 Menyusun regulasi daerah yang
mervajibkan penggunaan energi hijau
dalam proyek-proyek pembanl3unan
besar;
Memberikan insentif pajak dan
subsidi bagi investasi di sektor energi
tertrarukan;
Mempercepat transisi dari bahan
bakar fosil ke energi hijau melalui
kebijakan energi yang adaptif dan
berorientasi jangka panjang;
Mendorong BUMD dan swasta untuk
berinvestasi dalam proyek energi
hijau melalui skema Public-Frivate
Partnership (PPPI.

1 Dinas Perindagkop,
Dinas LHK, Dinas

PUPR, Dinas
Nakertrans ESDA,
Dinas P2KP, Dinas

Perhubungan,
Bapperida

Porsi Energi Bar.u Terbarukan
BT) dalam Bauraa Energi Primer (%). Energi

Terbarukan (EBT) adalah kunci utama"

ptakan ketahanan energl yang lebih bersih
berkelanjutan :

r. Pengembangal energi surya, hidro, dan
biomassa sebagai sumber energi utama di
Papua Tengah, terutama untuk daerah
terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan
listrik konvensional;

. Mendorong penggunaan biodiesel dan bioetanol
sebagai bahan balar altematif bagi sektor
transportasi dan industri;

. Meningkatkaa investasi dalam teknologi energi
terbarukan, termasuk penelitian dan
pengembangan (R&D) energr bersih;

. Membangun infrastruktur energi hijau, seperti
Pembangkit Lisrtrik Tenaga Surya (PLTS) dan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)
untuk memenuhi kebutuha:-r listrik di daerah
pedesaan;
Mendorong program konversi energi di se lrtor
ntmah tangga dan industri dari energi fosil ke
en hi au.

Perangkat Daerah
Pe.nanggung jawabI\rjuan / Sasaran Arah KebijakanStrategi
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s49 eningkatkan Intleks Pengelolraan
ekaragaman Hayati Daerah.
ekaragamal hayati PapueL Tengah yang kaya

art.s dikelola dengan pendekzrtan konservasi dan

Penguatan kawasan konsen,asi dan
perlindungan ekosistem melalui penegaknn
hukum dan patroli hutan;
Pemb erdayaan masyarakat lokal dalam
pelestarian kean ekaragaman hayati, seperti
pengelolaan hutan berbasis masyarakat clan
ekowisata;
Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan
melalui skema karbon kredit dan perhutaaan
sosial;
Kolaborasi dengan lembaga riset dan NGO
dalam upaya pelestarian flora dalr fauna khas

aatan berkelanjutan :

r. Merretapkan zonasi perlindungan dan
restorasi ekosistem hutan serta
perairan;
Mernberikan insentif bagi industri
yang menerapka:e praktik
berkelanjutan dan ramah
lingkungan;
Mernperkuat peran pemerintaFr
daerah dalam pemantauan dan
penegakan hukum terhadap
eksploitasi ilegal.

Dinas LHK, Bapperida,
Dinas Nakertrans

ESDA, Dinas
Poraparkref, Dinas

P2KP, Dinas
Admindukcapil PMK

M7 T10 s15 Terwujudnya
Lingkungan hidup
berkualitas

s50 Dinas LHK, Dinas
Kominfostadi, BPBD,
Dinas Perhubungaa,
Dinas Perindagkop,
Dinas P2KP, Dinas
Nakertrans ESDA

ingkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
aerah. Indeks inLi mencerminkan tingkat

aran air, udara, dan tanah di suatu

t. Peningkatan pengawasan industri dan
pertambangan untuk mengurangi pencemaran
air dan tanah;
Penghijauan perkotaan dan restorasi ekosistem
ktitis, seperti hutan mangrove dan daerah
aliran sungai (DAS);
Peningkatan program pengendalian polusi
udara, termasuk regulasi terhadap emisi
kendaraan dan industri;
Penyediaan sistem peringatem dini bencana

ayah :

ir dan tanah 1ban

Menyusun regulasi daerah ya:rg lebih
ketat terhadap pencemaran
lingkungan;
Mervajibkan industri untuk memiliki
analisis dampak lingkungan (AMDAL)
yang transparan dan dapat dipantau
masyarakat;
Mendorong pengigunaan teknologi
ramah lingkungar dalam aktivitas
industri dan perkotaan.
Reklamasi Pasca Tambang

1

T\rjuan / Sasaran Strategi
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JJl Dinas Kesehatan-
P2KB, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Admindukcapil PMK,

Dinas LHK, Bapperida,
DinasP&K,Dinas

PUPR, BPBD

eningkatkan Rumah Tangga dengan Akses
tasi Aman (ol). Sanitasi yang baik

erkontribusi terhadap kesehatan masyarakat d

t. Pembangunan sistem sanitasi terpadu di
permukiman dan pedesaan, seperti septic tank
komunal dan prengolahan lirnbah domestik;
Program penyediaan air bersih dan sanitasi
aman di sekolah serta fasilitas umum;
Edukasi masyarakat tentang pentingrrya
sanitasi yang baik untuk kesehatan dan

n

alitas lingkungan :

r. Mengalokasikan dana khusus untuk
penrbangunan fasilitas sanitasi di
daerah yang belum memiliki akses
memadai;
Mengintegrasikan prograrn sanitasi
dalam kebij akan perencanaan
pembangunan daerah;
Menyediakan insentif bagi rumah
tangga yang menerapkan sanitasi
berbasis ekologi (eco-sanitation).
Pembanguna-n Sistem Pengelolaan
Limbah Domestik

s52 Dinas Perindagkop,
Dinas LHK, Dinas

PTSP, Dinas
Nakertrans ESDA,

Dinas Kominfostadi,
Dinas PUPR,
Bapperida

eningkatkan Tirnbunan Sampah Terolah di
tas Pengolahan Sampah (%). Pengelolaan

ampah yang Berkelanjutan. Siampah yang tidak
kelola dapat mencemari tanah, air, dan udara,
ingga harus dikelola dengan sistem yang baik :

. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah
terpadu, termasuk daur ulang dan
pemanfaatan limbah organik;

. Mendorong penggunaan teknologi ramah
lingkungan dalam pengolahan sampah, seperti
refuse-derived fuel (RDF) dal biogas;

. Kolaborasi dengan sektor s',r'asta dalam
aninvestasi fasilitas

t. Mervajibkan setizLp kabupaten /kota
memiliki fasilitas pengolahan sampah
skala regionai;
Mernberikan insentif bagi industri
yang menggunakan bahan bal<u dari
limbal daur ulang.

s53 Dinas LHK, Dinas
PUPR, Dinas

Kominfostadi, Dinas
Perhubungan,

BPPKAD, Dinas
Perindagkop, Dinas
Admindukcapil PMK

eningkatkan Proporsi Rumalt Tangga dengan
Penuh Pengumpulan Sampah (o/o) :

R:nerapan sistem retribusi sampah berbasis
ju.mlah produksi limbah untuk mendorong

t. Perluasan layanan pengumpulan sampah
berbasis komunitas, terutama di daerah
terpencil;

rarl sanl anm

r. Meningkatkan kzrpasitas pemerintah
daerah da1am penyediaan layanan
pengumpulan sampah;
Mengembangkan regulasi daerah
tentang pemilahan dan pengolahan
sarnpah di tingkzrt rumah tangga;

Perangkat DaerahArah KebijakanT\ijuan / Sasaran Strategj
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Pr:nyediaan fasilitas dropbox sampah di titik-
titik strategis perkotaan dan pedesaan.

Mendorong keterlibatan masyarakat
dalam sistem pengelolaan sampalr
berbasis komunitas,

s54 Dinas Kominfostadi,
Dinas Perindagkop,

Dinas LHK, Dinas P &
K, Dinas Nakertrans
ESDA, Dinas PTSP,

Dinas Perhubungan,
Dinas PUPR

1. Peningkatan akses listrik ke seluruh wilayah
Papua Tengah, termasuk daerah pedalarrLan
dan terpencil melalui pembangunan
infrastruktur jaringal listrik dan solusi energi
terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) dan Mikrohidro;
Diversifikasi sumber energi dengan
rnengembangkan Energi Baru Terbarukan (

seperti bioenergi, tenaga air, dan tenaga surya;
. Peningkatan efisiensi energi dalam industri,
mmah tangga, dan transportasi mela-lui
penerapan teknologi hemat r:nergi;

. Mendorong investasi swasta dalam sektor en
hijau untuk mengurangi ketergantungaa
terhadap baha::t bakar fosil;

. E,:lukasi dan insentif penggunaan peralatan
hemat energi di sektor industri dan rumah

anan Energi : r. Memperluas jaringan listrik ke
daerah terpencil dengan
mernanfaatkan energi terbarukan ;

Menerapkan regulasi efi siensi energi
untuk sektor industri dan
transportasi;
Memberikan insentif bagi investor
dan masyarakat yaltg menggunakan
energi bersih dan hemat ener6j.

M7 T10 st6 Terwujudnya
berketah:rnan Energi,
Air, dan Kemaldirian
Pangan

s55 Dinas P2KP, Dinas
Perindagkop, Dinas
Sosial-P3A, Dinas

Perhubungan, Dinas
PUPR,DinasP&K,
Dinas Kesehatan-
P2KB, Bapperida

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan
perikanan dengan modernisasi alat pertanian
dan pendampirrgan petani/petemak;

. Diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi
ketergantungan pada beras dan meningkatkan
konsumsi pang,an bergizi berbasis komoditas
lokal seperti sagu, ublubian, dan pisang:

. Pengembangan rantai pasok pallgan yang
mem kuat infrastruktur

Pangan :

elisien

Mervujudkan Papua Tengah sebagai
daerah mandiri pangan dengan
optimalisasi potensi pertanian dan
peri.kanan lokal;
Menyediakan program bantuan
pangan bagi kelompok rentan serta
edukasi gizi bag1 masyarakat;
Meningkatkan infrastruktur
distribusi pangan agar harga tetap

I

stabil darr u.

Perangkat Daerah
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logistik dan penyimpanan hasil pertanian.;
. Meningkatkan ketahanan pangan berbasis
krrmunitas dengan membangun lumbung
pangan desa dan meningkatkan peran koperasi
pangan;

. Pr:nyediaan subsidi dan insentif bog, petani dan
nelayan untuk memastikan keberlanjuta:r
usaha mereka,

. Optimalisasi Lahan Termasuk
Revitalisasi Lahan rusak Menjadi
Profuktif

. Pengendalian Organime Pengangu
T\rmbuhan (OPT) tanaman

. Fasilitasi pemberdayaan dan
pembangunan masyaral<at perdesaan
(READSI) untuk peningkatan
kapasitas petani

. Penyediaan Alat dan Mesin Pretarian
Pra Panen

. Pengembangan lrfodel Percontohan
Pertanian Moder::

. Peningkatan makanisasi Pertalian
o. Percontohan Penerapan Teknologi

Pertanian Termasuk D tal F
s56 Mempercepat pembangunan

infrastruktur air bersih di daerah
yang masih memiliki akses terbatas;
Mervajibkan induLstri dan
pertamb angan untuk memiliki sistem
pengolahan limbah air agar tidak
mencemari sumber air bersih;
Mendorong partisipasi masyarakat
da-lam konservasi sumber daya air
dan pemanfaatan teknologi hemat
air.

Dinas LHK, Dinas
Nakertrans ESDA,

Dinas Perhubungan,
Din.as Perindagkop,
Dinas PUPR, Dinas
P2KP, Bapperida,

BPBD,

1. Penguatan infrastrulrtur air baku dan air bersih
melalui pembaogunan waduk, embung, oan
sistem perpipaan yang efisien;

. Pengelolaan sumber daya air yang
br:rkelanjutan dengal konservasi daerah aliran
sungai (DAS) dan reboisasi kawasan hulu;

. Peningkatan layanan akses air bersih bagi
rnasyarakat perkotaan dan perdesaan melalui
pembangunan sistem penyediaan air minum
(sPAM);

. Pr:nerapan teknologi pengolzrhan air modern
seperti sistem filtrasi dan desalinasi untuk
dreerah pesisir;

. Edukasi dan sosialisasi efisiensi penggunaan

Air

clal industri.air di sektor rumah

Perangkat Daerah
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M7 T10 s17 Terwujudnya Resiliensi
terhadap Bencana dan
Perubahan Iklim

s57 Dinas Perindagkop,
Dinas F2KP, BPBD,
DLHK, Dinas PUPR,
Dinas Perhubungan,

Dinas Nakertrans
ESDA, Dinas Sosial-

P3A, Bapperida, Dinas
PUPR, Dinas LHK

tigasi PerubahaLn Iklim dal Penurunal Ernisi

1. Pr:ngurangan deforestasi da:r degradasi hutan
melalui perlindungan kawasan hutan serta
penguatan regulasi terhadap aktivitas ilegal
seperti pembalakan liar dan alih fungsi laLhan;

. Pengembangal energi bersih dan rendah
karbon, seperti penggunaan energi surya"
bioenergi, dan tenaga air untuk mengurangi
ketergantungan pada bahan bakar fosil;

. Penerapan pertanian dan peternakan
berkelanjutan dengan teknil< agroforestri,
pertanian rendah emisi, serta efisiensi dalam
penggunaan pupuk dan pestisida;

. Pengelolaan sampah dan limbah secara
berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah
plastik, peningkatan daur u.[ang, dan
pema-nfaatan limbah organik sebagai surnber
energi terbarulen;

. Mendorong penggunaan transportasi ram.ah
lingkungan, seperti kendaraan listrik dan
sistem trans au.rtasi berbasis, en hi

RK
Implementasi kebijakan nol
deforestasi dan peningkatan peran
masyarakat adat dalam menjaga
kelestarian lingkungan;
Pen)'usunan regulasi yang
merrdorong industri di Papua Tengah
untuk menerapkan produksi rendah
karhon;
Merringkatkan investasi dalam sektor
energi terbarukaa dan transportasi
rendah emisi;
Penguatan koordinasi antara
pemerintah daerah, sektor swasta,
dan masyarakat dalam aksi mitigasi
perubahan iklim.

I

s58 BPBD, Dinas
Kominfostadi, DLHK,
Dinas PUPR, Dinas

Perhubungan, Dinas
Nakertrans ESDA,
Dinas Sosial-P3A,
Betpperida, Dinas
PUPR, Dinas LHK

ptasi Terhadap Bencana dzrr Perubahan Iklim

Penguatan sistem peringatan dini terhadzrp
bencana alam dengan membangun pusat
informasi bencana dan memperkuat sistem
primantauan cuaca dan iklirn;
Pembangunan infrastruktur tahan bencana,
seperti tanggul, waduk pengendali banjir, dan
rumah tahan gempa di daerah rawan bencana;
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam

I

ad atiharrtermasukbencanam

r. Memperkuat koordinasi antara
pemerintah daerah, BPBD, dan
lembaga kebencanaan nasional
dalam penangguXangan bencana;
Mervajibkan pembangunan
infrastruktur yang sesuai dengan
standar ketahala.n bencana dan
adaptasi iklim;
Meningkatkan edukasi dan
kesadarar masyarakat terhadap
m1 bencana dan ba]lan

IUjuan / Sasara-n Strategi
Perangkat Daerah
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kesiapsiagaan bencana dan penangguiangan
darurat berbasis komunitasi

[. Pengelolaan tata ruang berbasis risiko bencana,
m.emastikan pembangunan tidak dilakukan di
zona rentan bencana seperti daerah rawan
banjir dan longsor;

s. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
anggaran untuk penanganan bencana,
termasuk dana cadangan bencana yang
memadai.

iklim;
4. Mendorong investasi dalam penelitian

dan telorologi adaptasi iklim untuk
sektor pertanian. perkebunaa, dan
perikanan.

Sumber Data : Bapprieda Papua Tengah (Data diolah, 2025)

Perangkat Daerah
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3.5
1.
1)

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
Arah Pembangunan Wilayah Dalam Lingkup Nasiona.l dan provinsi
Arah Pembangunan Wilayah datam Lingkup Nasional (RPJMN)
RPJMN sebagai dokumen perenc€ulaan pembangunan nasional memiliki

arah yang jelas untuk memajukan kesejahteraan seluruh ra\rat Indonesia,
termasuk wilayah Papua Tengah. Arah pembangunan ini mencakup beberapa fokus
utama yang sesuai dengan konteks Papua Tengah, di antaranya :

. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Nasional: pembangunan
infrastruktur yai.g merata di seluruh lndonesia, termasuk papua Tengah,
menjadi prioritas nasional. Ini meliputi pembangunan jalan, transportasi
laut, udara, dan digital, yang mendukung penghubungan antara wilayah
Papua dengan daerah lainnya, serta meningkatkan aksesibilitas dan
mobilitas.

. Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal: RPJMN mendorong
penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan sel,ctor-sektor
unggulan lokal seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan
pariwisata. Untuk Papua Tengah, fokus pada potensi sumber daya alam
dan keunggulan sektor pariwisata yang khas dapat menjadi katalisator
pertumbuhan ekonomi.

. Pembangunan Sumber Daya Maausia (SDM): Peningkatan kualitas SDM
di seluruh Indonesia menjadi bagian penting dari RPJMN. Ini sejalan
dengan upaya Papua Tengah untuk meningkatkan kualitas pendidikan,
keterampilan, dan kapasitas masyarakat, agar siap berkompetisi dan
berkontribusi pada pembangunan nasional.
Adapun ara} pembangunan wilayah dalam Lingkup Nasional (RPJMN)

yang akan dilaksanakan pada Provinsi Papua Tengah Ta}n:r, 2025-2O29 dapat
dilihat pada Gambar di Bawah ini:

Gambar 3.2 Arah Pembangunan Wilayah Papua Tengah Pada RPJMN 2025-2029

u PAPUA
TENGAH

O. X.e.rn Atirm..l
E. K.*.86 Xon..ry..l d.n R.wu 8.nc.ne

1,

A- X.r..tr P.rlrl!$.rll.rl

1. (&fr Plrtrraata ltt t.br cdld.r.rth - x.b. iaat b
K.e5t .i.r5.ia-radGr.G5{l.-t ..r
2. l,.e.s P.rLrir,-tl[l Erelatb.s}Pdr - r(.b. uimit.

3. b! xdr. O...Jl Ordlo n Br! - K- ttLtk

I

t- x.r...n Xo.rFdilr. t nggrr..

a..a'. P6.lrA.l a-b-L X.6.dL. roel

3. K.b. Plft.t J.y.
a.rin ftld.rli a-lr..L Ldi.ar..lc?

C. lorr.n tr..rnb.a. Prit tr, Art d.a
E r.'l{
L X- t'lrb.r: poad.a p-e6, por..[d rrg(

2, rob Mmr!'tiol6.d p-rF, p6l6..c irei

5. Kab r,!E* J.y.

')bdtt tldosa irg, atut t .n tu .t-.n.rE t

x.l..- ?-t b.-t
K...mrbn P.rh.u..n Piorirr.
7. l<.c. Mh|t. A,l. xac. llrnlr. Ttrqr. xE. Llnlo

liE J-[ .r.. KE. Ja. - x.b- tainir.

&tmber Data : RPJM Nasional 2025-2O29

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tenga-h Pada RPJMN

lorl.., x..'.wl
l. tN l.iur c.ffra.aEh - lob, tr.b.!
2. TN ldEr, - i-. la.nrr K.b. h.x.l l<.6. t'!,G.r.

(&. Psm* J.ya- X5. krtD J.r.
3. rr MIbrft FoF - l(.b. P!rE.l! l6b. PoE.r

X.i..-r t 6 a..s. O..nF a!.i{



-203-

rPE (%)

7,7

PDRB per

l(apita

(RpJuta)

Indeks

Modal

Manusia

Penurunan

Intensitas

Emisi GRK ($)

(ontribusi Tingkat

PDRB Kemiskinan

Provinsi(96) (9{)

Rasio

Gini

TPT

(sr)

IKLH

I19.5 o,7 26,fi-27,OO O3aO - O,3a3 0,42 59,24 a2.5ti 2.65-3.t2

8,6
179,4 0,8 ts.so - t6,50 0,374 - 03a0 0,45 74,99 43,20 2,@-2,40

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK:
Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat
Pengangguran Terbuka.

2029
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an Provinsi ua Ten Pada Dokumen RPJMN 2O25-2029

o A3: Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab.
Nabire)

Kawasan Pertumbuhan: Pengembangar Kab. Nabire sebagai ibr: kota daeral otonom baru Provinsi Papua Tengah, melalui:
o Percepatan pengembuurgEfr dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom

baru Provinsi Papua Tengah, dengan output: pembanglrnan sarana dan prasarana di kawasan
pusat pemerintahan serta pembebasan lahan

. Pen).usunan rencana. induk (masterplan) pengembaagan dan penataan kawasan pe:'kotaan,
dengan outputi rencaxra induk (masterplan)

. Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: pernbangunan jalan strategis
dan pengembangan Bandar Udara Douw Aturure Nabire

. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan output: pembangtrnan SPAM,
pembangrnan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, perluasan jaringan
telekomunikasi dan akses internet cepat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya

. Penataan kawasan

o A1: Kawasan Pariwisata TN Teluk
Cenderarvasih (Kab. Nabire

Kawasan Pertumbuhan: Penyiapan kawasan pariu,isata TN Teluk Cendrawasih di Kab. Nabire, melalui:
o Peningkatan aksesibiliras pariwisata, dengan outputi pembangunan jalan daerah
. Pengembtrngan atraksi, dengan output: pendwkungan euent daerah dan pengembangan desa

wisata
o Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan output:

pembang:nan spam dan sistem pen.gelolaan air limbah domestik
. Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan

dan BUMKamdan dam IKM UMKM kot. bentukan b

. A2: Kawasan pertambangan emas-tembaga-
perak (Kab. Mimika)

Kawasan Pertumbuhan: Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui hilirisasi industri berbasis SDA (emas,
tembaga, dan perak) berorientasi ekspor di Kab. Mimika, mela-lui:
o Peningkatan investasi dan ekspor
o Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan output: pe{Lgaatan partisipasi pada forum

terkait produk industrrl dal pertambangan, pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan
wirausaha industri, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka

. Peningkatan SDM berkualitas, dengan output: fasilitasi pendampingan SMK yang link ond match
dengan industri, serta pelatihan vokasi industri upskilling dan reskilling

. Penguatan implementasi penanganar kerusal.an lingkungan hidup akibat pertambaagan,
melalui: reklamasi sca tamb

Iokas;i Prioritas Hig hlight lndlkasi Intervensi
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wasan Komoditas Unggulan:
(Komoditas kopi)

lSentra Produksi
o E|1: Kab. Paniai
o 82: Kab. Dogiyai
o E}3: Kab. Punca} Jaya

Ka Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kopi, melalui:
o Peningkatan produksi perkebunan, dengan output: per,gembartgan kawasan kopi, optimasi lahan

termasuk revitalisasi lahan rusak menj adi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu
tumbuhal (OPT) tanaman perkeburran

o Pengembzrngan tata niaga/pernasaran dal promosi produk, dengan output:
pendampingan/penerapan sertifrkasi/pengembangan produk, fasilitasi darr pembinaan
peningkamn digitalisasi bagi usaha. kecil, pengembangan gerakaa ekonom,i kerakyatan melalui
pengemb:rngan UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revital.isasi pasar ralgrat

. Peningkatan kualitas SDM, dengan output: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan
masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani

. Pembarrgunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, der:gayr outputi
peningkatan j alan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pascap€rnen tanaman
perkebunaa, penyediaan alat dan mesin pertanian pra-panen, serta perluasal jaringan
telekomunikasi dan akses internet cepat

. Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan
output: pengembangan kelembagaaa ekonomi petani dan peningkatan akses pembiayaan modal

o Pengembzrngan riset dan inovasi teknologi, dengan outputi pengembangan model percontohan
pertanian modern, perringkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi

ertanian termasuk
Kawasan Komoditas Unggulan:
(Komr:ditas tuna cakalang-tongkol)

Sentra Produksi
o E}4: Kab. Nabire
. E}5: Kab. Mimika

Penguatan sentra produksi berbasis komoditas tunercakalang-tongkol, melalui:
. Penguatan sentra produksi, dengan outputi peflyalvran bantuan aiat penangkapan ikan dan/atau

a-lat bantu penangkapan ikan serta penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat
. Pengembangan tata nirrga/pemasarirn dan promosi produk, dengan output: perringlriatan fasilitas

tempat pelelangan ikan (TPI), pembangunan rantai dingin termasuk gudang beku dan
kelengkapannya, penguatan sarana. distribusi logistik produk kelautan dan perikanan, analisa
dan informasi pasar e.kspor, fasiliteLsi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada
usaha mikro, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan mr:lalui pengerrrbangan IKM/UMKM,
koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar ralryat

r Peningkaran kualitas SDM, dengan output'. percontohan penyuluhan/penerapan model
pemberdeiyaan sosial ekonomi pada masyarakat kelautan dan perikanan, serta pendarnpingan

uh kelautan dan erikal an kelom utama usahadari

Lokar;i Prioritas Highlight Indikasi Intervensi
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Pembangunarr infrastruktur dan penyediaan sarana prasa.rana pendukung, dengan output:
pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan di lokasi SKPT sesuai standar, serta
perluasart jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat
Peningkatan kapasitas dan tata ke1o1a kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan
output: peningkatan kapasitas kelembagaan pada kelompok usaha bersama, fasilitasi akses
pembiayaan dan kemitraan usaha pada UMKM kr:lautan dan perikanan, fasilitasi pengembaagan
BUMDesa, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan serlilikasi produk pada usaha mikro,
pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerd.as (smort fisteies uillagel, serta
penguatan kelembagaan ekonomi nelayan
Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan output: l:,.ilirisasi produk akuakultur,

hasil laut serta en tekn talom1ekonduk hrlirisasi
Provinsi Papua Tengah Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui:

. Pembangunan dan peningkatan jalan strategis dan jalan trans, dengan outpuf pembangunan
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong ruas Jalan Wagete-Timika, Mulia-Sinak, Ilu-Mulia-Enarotali,
Karubaga-Ilu-Mu1ia, serta penanga:ran jalan dae:rah

. Pengembirngan pelabuhan dan jaringan pelayaran, dengan output: peningkatan layanan angkutan
penyebrangan perintis

. Pengembangan bandara dan optirnalisasi layanan bandara, dengan ou.tput: pengembangan
Bandar Udara llaga, Agandugume, dan Sinak di Kab. Puncak, Bandar Udara Mozes Kilangin di
Kab. Mim.ika, dan Bandar Udara Douw Aturure di Kab. Nabire, standardisasi airstnp di Papua
Tengah, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, angkutan BBM pesawat udara
untuk angkutan udara perintis penumpang, serta angkutan udara perintis kargo

o Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan
. Peningkatan infrastnrktur pembangkit listrik dan sistem penya.luran, dengan output:

pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta
jaringan distribusi dan gardu distribusi

r Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengal outputi perluasan jaringan telekomunikasi dal
akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan

arakat:talisasi
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Mimika (perikanzrn dan pertambangan )
Paniai (perkebunan)
Dogiyai(perkebunan)
Puncak Jaya (perkebunan)
Nabire (perikanan dan pariwisata)

. Kab.

. Kab.
r Kab.
. Kab.
. Kab.

Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SIVIK dan BLK) yang
difokuskan pada potensi keunggulan u'ilayah (perkebunan, perikanan, pariwisata, dan
pertambangan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui:
. Penguatan dan penyediaan sa.rana prasarana pendidikan serta pelatihan berkualitas, dengan

output: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi,
serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerJ'a (BLK)

. Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi,
pendidikan dan pelatihan vokasi, serta SMK yang mengacu pada kebutuhan industri

o Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengaja-r/tenaga pendidik, dengan outputi peningkatan
mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan
tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri

. Peningkatan kualitas tata kelola serta pengernbangan kerrLitraan penyelenggara perrdidikan
dengan dunia kerja, dengan oulput: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada
pendidikan tinggi dan vokasi, sertei peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan
dunia keria

Kawasan Potensial Swasembada Pangan:
. Cl: Kab. Nabire* (padi dan pangan akuatik)
o C2: Kab. Mimika* (padi, sagu, dan pangan

akuatik)

Kawasan Rentan Parrgan:
. Kab. Puncak Jaya** (ubi dan babi)
. Kab. Inta:n Jayan* (ubi)
. Kab. Dogryai** (ubi dan hortikultura)

Keterangal:
*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi
pangan tinggi

Penguatan kawasan potensial swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan (padi dan
sagu) serta pangan al<.:,atik/bluefood berbasis perikanan tangkap, melalui:
. Peningkatan produksi, dengan outputi petgembangal kawasran padi dan sagu, optimasi lahan

termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pemberial pupuk bersubsidi, pengendalian
organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan ajr laut

o Pembangunan infrastmktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan
pangan 1okal, dengan output: pen)tediaan sarala pasca panen dan sarana pengolahan hasil
tarrarnarr pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen,
rehabilitasi jaringan :irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi,
penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembzrngunan
fasilitas bgistik (gudang lumbung parrgan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi

. Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan), dengan output: fasilitasi pemberdayzran dan
pembangunan masya:-akat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta
pelatihan kelompok tani untuk GAP (Good Agicttlture Practicesl, GHP (Good Handling h'acticesl,
dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelar:Ltan untuk k,:lompok

Lokasi Prioritas Hi1l ltliglrt Indikar:i Interven si
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pelaku utama, serta mendorolg ounership petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah
dibentuk

. Penguatan tata kelole dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung
pengembangan pangan lokal, dengan output: pernbentukan/ pengembangan koperasi berbasis
komoditas di kalangan kelompok strategis, serta penJrusunan tata kelola dan strategi distribusi
logistik

Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan mela-1ui penguatan. diversilikasi pangan, dengan
output: pengernbangan kawasan ubi dem hortikultura, pembentul<an koperasi berbasis bahan
pangan, penguatan kelornpok masyarakat yang difasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian
bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, bantuan ternak babi,
peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta
penyediaan sarurna pra, pasca, dal pengolahan hasil tanaman pangan

**) Indikasi lokasi yang memiliki produksi
pangan rendah dan Indeks Ketahanan Parrgan
rentan atau sangat rentan

Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi
energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui:
r Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga

listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaat€m potensi sumber energi baru terbarukan (EBT)
sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, clengan output: pembangunan pembangkit listrik
tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), dan pembangkit listrik tenaga
minihidro (PLTM), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunaa sistem transmisi dan
interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk

. Penyediazrn sarana prasarana penciukung, dengan output: penyediaan dal peningkatan jalan
akses menuju pemban gkit

Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perlure.san cakupan layanan
ketenagalistrikan, dengarL output: pemiasangan sambungan baru lisuik bagi rumah tangga belum
berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

Kawasal Potensial Swase,mbada Energi:
o Cl: Kab. Nabire*
o C2: Kab. Mimika*

Kawasan Rendah Elektrifikasi:
. Kab. Puncak Jaya*"
o Kab. Intaa Jaya**

Keterangan:
*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi
bangkitan EBT tinggi
**) Indikasi lokasi 3rang memiliki rasio
elektrifikasi rendah atau persentase rumal:.
tangga dengan sumber penerangan utama
listrik non PLN dan bukan listrik yang
tinggi

Kawasan Potensial Swasembada Air:
. C1: Kab. Nabire*
. C2: Kab. Mimika*

Peningkatan ketahanan air untuk mernenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kaw-asan
potensial swasembada air, melalui:
r Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan output: pembemgunan embung dan

tampungan air lainnya

Loka:ri Prioritas Hfu1hlight Indikasi Intervensr
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Kawasan Ra.wan Air:
. Kab. Puncak**
. Kab. Puncak Jaya**

Keterangan:
*) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas
tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai
yang besar
**) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan
tinggi dal/atau merupakan lokasi prioritas atau
super prioritas ketahanan iklim bidang air

Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan suffrber air baku alternatif, dengan
outputi pernbangunal embung, pembangunan saraJra dan prasEuana air baku, serta pengeboran
sumber air <li daerah terpencil rawan air

Kawasan Alirmasi
Daerah Tertinggal*:
o Dl: Kab. Paniai (kopi)
o D2: Kab. Dogiyai (kopi)
. D3: Kab. Deiyai (kopi)
o D4: Kab. Puncak (kopi)
o D5: Kab. Puncak Jaya (kopi)
o D6: Kab. Intan Jaya (kopi)

*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk
daerah sangat tertinggal

Percepatan pembangunan afirmatif unrluk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang Yaitu
Kabupaten Partiai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak
Jaya, Kabupaten Intan JeLya melalui:
o Pemenuhan dan penirrgkatan akses layanan pelldidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial

yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan output' afitmasi bantuan
biaya pendidikan program studi tenaga medis dzrn tenaga kesehatan dengan wajib penempatan
pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan
masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif

. Penguatan ekonomi krkal berbasis kearifan lokal dan inovasi mela.lui pengembangan sentra
pertanian dan perikanan terintegrasi, dengan output: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan
rusak me'njadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman
perkebunan, peningkatan alses pembiayaan modal, peningkatan sarana budi daya ikan laut
yang disalurkan ke masyarakat, pendampingan dari penlrrluh kelautan dan perikarran kr:lompok
pelaku utama/usaha, pengembangan UMKM lokal, peningkatan kemandirian masyarakat, serta
fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis

o Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan
konektivitas intra dan antarwilayah, dengan outputi fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi
dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan
listrik, jaringan telekomunikasi, <lan akses internet cepat; pengembangan SDM TIK dan

Lokasi Prioritas Hi11tt1ighl Indikarsi Intervensi
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digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital; pembangunan jalan aksesl simpul
ekonomi; serta pengembangErn sara-r1a angkutan perintis laut, darat, dal udara
Pengelolaan dan pen5prangan risiko bencana yang elisien dan tepat gufia, dengan output'.
masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
penguatan mitigasi bencana

Kecamatan perbatasan prioritas:
. D7: Kec. Mimika Barat, Kec. Mimikrl Timur,

Kec. Mirnika Timur Jauh, dan Kec. Jita (Kab.
Mimika)

Kawasal Afirmasi
Kawasan perbatasie.n

Pengembang;an kecamatan perbatasan prioritas (Distrik Mimika llarat, Distrik Mimika Timur,
Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Jita , meialui:
. Pemenuhan layanan dasar, dengan outputi perlyediaan rumah layak huni, penyediaan sarana

pelayanan dasar, pembangunan s€rrana dan prasarala konektivitas transportasi di kawasan
perbataserr, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah be:rbasis 3R, serta peningkatern akses
internet dan listrik

. Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengar, output:
fasilitasi kampung siaga bencana terhadap warga masyarakat di iokasi rawan bencana, serta
fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana a-lam di
kawasan perbatasan.

r Penguatan tata kelola pemerintahan di kawasaa perbatasan, dengan output: piloting
pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan
platform digital manaiemen ASN

Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah
berpola asrama:
. Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal)
r Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal)

Pengembangan sekolah terbuka:
o Kab. Dogiyai (Daerah 'lertinggal)
r Kab. Deiyai (Daerah Sangat Tertinggal)
. Kab. Intaa Jaya (Daerah Sangat Tertinggal)
o Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertingga-l)
o Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat llertinggal)

Pengembargan sekolah sepanjang hari.:

Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah
terbuka, sekolah sepanja:rg hari, dan sekolah berpola asrarna, mela.lui:
o Pemenuhan dal peningkatan mutLr tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua,

dengan outputt penataarr guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikan yarrg mengikuti inovasi pembelajaran

o Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik ,
dengan output: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen

o Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan
output: pernbeian Pro6gam Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c,
dan SMK serta pemberian beasiswa aJirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK)

r Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output: pembinaan afirmasi serta pendampingan
peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA

Lokasi Prioritas Higlhlight Indikarri Intervensi



-2tL-

Kab. Paniai (Daerah Srengat Tertinggal)

Pengembangan sekolah berpola asrarna:
r Kab. Nabire
o Kab. Intan Jaya (Daerrrh Sangat Tertinggal)
o Kab. Pun cak (Daerah iSangat Tertinggal)

Peningkatan akses dan rnutu layanan pendidikan:
. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah

Penyediaarr sarana da:r prasarana fasilitas pendidikan, dengan output: rehabilitasi dal :renovasi
sekolah dasar dan menengah
Peningkaran penyelenggaraan protgram pendidikan kesetaraan, dengan output: pernbinaatt
peningkatan kesetararan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada. satuan pendidikan
kesetaraan
Peningkatan literasi, dengan outpul: pernbinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi
peningkat-an budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital
Penyusur:Lan kurikulurn yang kontekstual wilayah Papua, dengan output'. per,psunan model
kurikulurn dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual

a

Provinsi Papua Tengah

Pelayranan kesehatan bergerak:
. Kab. Dogiyai (Daerah 'lertinggal)
o Kab. Intan Jaya (Daerrlh Sangat Tertinggal)
. Kab. Puncak (Daerah lSangat Tertinggal)
. Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertingga-1)

Pembangunan RSUD provinsi:
. Kab. Nabire

Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C:

Peningkatan perlindunga-rr dan pelestarian budaya loka-i, mela-lui:
o Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan output: pening)<atan kompetensi

tenaga bidang kebuda5,6av1 dan pembinaan lemberga kebudayaan
r Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi., dan kearifan lokal dengan outpuf: fasilitasi

kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dal benda budaya, serta
perlindun.gan warisan budaya

o Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan output'. euent prioritas bidang
kebudaya.an, produksi konten media kebudayaeLn, serta pengemb ar.gan euent film dan musik
berbasis budaya lokal

o Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan output: fasilitasi penutur bahasa daerah
pada program perlindungan bahasa daerah , serta euent prioritas perlindungan bahasa dan sastra
daerah

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:
. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, dengem output: pernbinaan,

pendamp:ingan, dan bimbingan teknis pelaksaaaan pelay'anan kesehatan bergerak serta
implemen.tasi layanal telemedicine

o Pendayagunaan tenag.r kesehatan dan tenaga medis dengan rnemprioritasl,ran orang asli Papua,
dengarr outputi penug.rsan khusus tenaga medis dal tenaga kesehatan pada fasyankes primer
serta pen,Cayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua

. Peningkat;an kualitas pelayalan kesehatan primer dan rujukan, termasuk serana, prasarana, dan
alat keselratan, dengan output: penittgkatan sarana puskesmas, pustu, pos5randu, posbindu, dan
poskesders, penyediaar:. sa.rana, prasiar€rna, alat kesehatan, da:: obat, pembilnaan terkait layanan

Lokasi Prioritas
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. Kab.

. Kab.

. Kab.

. Kab.

. Kab.

Puncak Jaya (Daerah Sangat Ter|inggal)
Pun cak (Daerah lSangat Tertinggal)
Deivai (Daerah Sangat Tertinggal)
Dogiyai (Daerah Tertinggal)
Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal)

Peningkatan a-kses dan rnutu pelayanan
kesehatan:
. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah

primer dein rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi
balgunal modular, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua. tengah
Pemberia.:n insentif, jaminan keamanan, dan ja:ninan kesejahteraan untuk tenaga medis dan
tenaga kesehatan
Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi
geografis wilayah
Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan

Pengendalian penyakit malaria:
o Kab- Paniai
. Kab. Dogiyai
o Kab. Intaa Jaya
. Kab. Deiyai
o Kab. Puncak
o Kab. Puncak Jaya
o Kab. Nabire
. Kab. Mimika

Pengendalian penyakit TBC:
. Kab. Paniai
o Kab. Nabire

Pengendalian lilariasis kusta, frambusia,
dan FIIV/AIDS:

Provinsi Papua Tengah

Pengendalial penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:
. Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output: penyediaarn tenaga kesehatan

terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC
dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan
kualitas trunian tidak layak

o Eliminasi penyakit kusta, dengan output: penyedi.aan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan
pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta,
serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit frarnbusia, dengan output: peryediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan pengendalian frarnbusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit filariasis, denga:r output: penyediaan aiat dan bahan kr:sehatan pencegahan
dan pengendalian filerriasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahal dan
pengendalian lilariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

r Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan output: penyediaan alat dan bahan
kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendaliaa faktor risiko penyakit malaria, serta
peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

. Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan ou:tput: penyedieian tenaga kesehatan
pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIS

Provinsi Papua Tengah Penguatan percepatan pencegahan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya melalui:
. Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilavah Papua

tokasri Prioritas Hill hlig ht ln dlkasi In terven si
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. Peningkatan gizi, dengan output:: pelalsanaan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting teqadi
serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari
buffer stock, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Geral<an Emas (Emak-Emak dan
Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin)

. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan output peningkatan
infrastruktur SPAM dan SPAL

. Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stunting, dengan output:
penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan stunting
melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian
makan

r Peningkatan fasilitas dan layanan kesehataa ibu clan anak, dengal output: perrgoatan puskesmas,
gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta
penguatan implementasi program KB

o Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yarrg turut mendukung perbaikarr
sizi

Pemberantasan IUU Fisfung:
o WPP7l7 (perbatasaa perairan dengan Palau)
o WPP 718 (perbatasan perairan dengan

Australia)

Peningkatan pertahanan dan keamanan
wilayrrh:

Provinsi Papua Tengah

Peningkatan pertahanan dan keama-nan wilayah, terrnasuk pemberantasan lllegal, Unreported,
Unregulated Fishing pada Wilayah Pengelolaan Perikanan 717 dar, 718, melalui:
. Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan laut, dengan output: peninglatan operasi

kapal da.tl speedboat pengawas, serta patroli mandiri
. Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengalr output: lembaga pengelola perikanan wilayah

pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) ya:rg operasional dan pemberantasan
perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (illegal,
unrep oft e d, unre gulate d) fi.shing.

o Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan otLtput: pembangunan
prasaranir. serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP)

. Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan
output: pening)<atan peran FKUB da.lam pencegahan, advokasi, mitigasi konflik daerah, serta
pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan rnultipihak dalam mendorong situasi HAM yang
kondusif di Papua

Lokas;i Prioritas Hillhlight Indikasi Intervensi
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Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dal ketertiban wilayah, dengan output:
fasilitasi pemberdayaan masyarakirt pesisir perluli keamanan, keselamatan, dan penegakan
hukum batas wilayal. l.aut

Provinsi Papua Terrgah Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyara.liat adat dan tanah ulayat,
melalui:
o Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan

output: penktgkataa deita inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan
hutan adat

. Peningkat-an pemberdrryaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan output:
penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan u,arga komunitas adat
terpencil

o Percepatan penJrusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat
hukum arlat valg dilengkapi peta delineasi tanah ulayat

Kawasan Konservasi:
o El: TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire)
. E2: TN l,,oter.tz (Kab. I\[imika, Kab. Puncak

Jaya, Kab. hrncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab.
Paniai)

o E3: TN Mamberamo Foja (Kab. Puncak dan
Kab. Pun cak Jaya)

Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui:
o Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan output: penegakan

penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian
pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL fKesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut), dan pennnganal kasus tindak pidala LHK P2l

. Optima-lisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan output: optimdisasi pengelolaan lembaga
konservasi, penguatar perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian keba-karan di
kawasan konservasi

. Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistern, dengan output: inventarisasi
keteralcaman spesies dan konservasi biota yarrg terancam punah.

o Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: penyediaan fasilitas penelitian dan
pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon

o Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan output:
pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat
pengawas (Pokmaswas)

o Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan rnonitorinq ekosistem
Lingkungan Hidup:
o Provinsi Papua Tengalr

Peningkatan perlindunga:r dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko benczura,
serta adaptasi perubahan iklim, melalui:

Lokasi Prioritas Higl ight Indikarsi lntervensi
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Kawasan Rawan Bencana Gemp,a Bumi:
E4: Kab. Deiyai

peningkatan kapasitas dan keterlibatan masya.r:akat dalam mitigasi bencana dan pelubahan
iklim, dengan output: pengoatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah
lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi
perubahan iklim
Pengembangan sistern dan sarana prasarana pengurangal risiko bencana dan adaptasi
perubahan iklim, dengan output'. per,goatarr respons sistem peringatan dini bencana berbasis
masyarakat, penyediaal bangunan konservasi air dan antisipasi anoma.li iklim, penerapalr nature-
based solutions, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
Pelestarian hutan dan kearrekarergaman hayati, dengan output: pendampingan kelompok
perhutanan sosial, rehabilitasi hutan darr lahan, dan perlindungan jalur jelejah satwa
Pemulihan ekosistem 1'ang terdegrarlasi, dengan output: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta
pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambanEJ

Provinsi Papua Tengah Peningkatan smart gouemment, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang
menjangkau hingga tingkat kampung, melalui:
. Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaraa daerah, dengan output: optimalisasi

penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai platfonn terintegrasi pemerintahtrn di daerah
. Pemetaan. dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru
o Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengaa ou:.tput: pengerttbangan

kompeten.si aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan
daerah

o Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung smart gooernment, derrgarl output:
peningkatan portal pelayanan publi)< dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS

o Peningkatan dan pemurtakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP)

Lokarii Prioritas HillhJight Indikarsi lnterven si
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2l Arah Pembangunan Wilayah dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah
RPJMD Provinsi Papua Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan

daerah yang lebih spesffik, dengan fokus untuk mewujudkan visi dan misi daerah.
Arah pembangunan wilayah Papua Tengah dalam RPJMD mencakup 8 Kabupaten
sebagai berikut:

Gambar 3.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Paniai
2025-2029
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Peningkatan Akses dan Mutu Layanan
Pendidikan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka,
sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrarna, melalui :

o Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pen<lidik yang memprioritaskzm Orang Asli. Papua,
dengan outputi penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran

o Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik ,

dengan or put: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen
. Pemberian bantuan pendidikan serta makanar bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan

output: pembeian Progpam Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c,
dan SMK serta pemberian beasiswa alirmasi menengah (ADEM) darr pendidikan tinggi (ADIK)

o Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output: pembinaan alirmasi serta pendampingan
peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA

. Penyediaam sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output: rehabilitasi dan renovasi
sekolah dasar dan menengah

o Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output'. perr,binaan
peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan
kesetaraan

. Peningkatan literasi, dengan outpul: pembinaan prograrn literasi pada generasi muda, fasilitasi
peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital

Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengar:. output: penyusunan model
kurikulum dan penyediaem perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekst-ual

Peningkatan akses dan rnutu pelayanan
kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatal, melalui:
. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, dengan output pembinaan,

pendamp:ingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelay'anan kesehirtan bergerak serta
implementasi layanan telemedicine

. Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan rnemprioritaskan orang asli Papua,
dengan outputi penvgasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer
serta pendayagunaan rlokter spesialis di wilayah Papua Tengah

o Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer: dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan
alat keselratan, dengal output'. per,ir,gkatan sarana puskesmas, pustu, posyErndu, posbindu, dan
poskesdes, penyediaan. sarana, prasiarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan
primer dern rujukan, pembangunan fasilitas kesrehatan di daerah terpencii melalui konstruksi
bangunan modular.

l,okasri Prioritas .Hillhlight Indikarsi Intervensi
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. Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jarninan kesejahteraan untuk tenaga medis dan
tenaga kesehatan

o Penyediaem modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan berg,erak sesuai kondisi
geogralis wilayah

o Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
o Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan

terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanal pencegahan, pengendalian TBC
dan laya:ran penemuan aktif TBC, bantual stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan
kualitas hunian tidak layak

o Eliminasi penyakit kusta, dengan outputi penyediaan aiat dan bahan kesehatan pencegahan dan
pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta,
serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit frarnbusia, dengan output: peryediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian frambusia, serta penirrgkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit filariasis, denga:r output2 penyediaan alat dan bahan kr:sehatan pencegahan
dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegalLan dan
pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

. Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan output: peryediaan alat dart bahan
kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit ma.laria, serta
peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: penyedieran tenaga kesehatan
pencegahan dan pengendalian HIV/.AIDS teriatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS

o Peningkatan gizi, dengan output:: prslaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting terjadi
serta perrrberian tata lal<sananya, pemberian makalan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari
buffer stock, serta implementasi Program Gizi S,eimbang dan Gerakan Ernas (Emal<-Emak dan
Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vita:nin)

. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak darr arnan, dengan oufpal: peningkatan
infrastruktur SPAM dan SPAL

o Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stunting, dengan output'.
penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan stunting

lokar;i Prioritas Hitt hlight Indikasi Intervensi
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mela-lui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian
makan

o Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan outputi pengoatan puskesmas,
gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta
penguatan implementasi program KB

. Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut rnendukung perbaikan
slzl

Kawasan Pertumbuha-n:
o Kawasan Pengembangan Kopi

Penyiapan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Paniai, melalui:
. Penyediaan sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani
. Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output penbangunan jalan Tani
. Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan dan pengelolaan hasll perkebunan
o Perbanyakan Benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi)
o Pengendalian Organisme Pengqanggu Trrmbuhan (OPT) pada Perkebunan Kopi

Kawasan Pertumbuhan :

o Kawasan Pengembangan Infrastruktur
Pengembang;an Infrastruktur pada Kabupaten Paniai melalui :

. Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat
o Pembaagunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di

Kabupaten Paniai
o Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpan
o PembanlIunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Kabupaten Paniai
r Pembangunan Sistem Penyediaan r\ir Minum (SPAM) pada beberapa Lokasi (Kali Weya)
o Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
r Pembangunan Terminal Tlpe B Kabupaten Paniai
o Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ipakiye Kabupaten Paniai
o Pembangunan dan Peningkatan PLTD Enarotali Pada Kabup.eten Paniai Kampung Aikai

Lokasii Piioritas Hitt hligttt Indikar:i Intervensi
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Gambar 3.4 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Deiyai
Tehun2025-2029
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Peningkata:r Akses dan Mutu Layanan
Pendidikan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan ,vang kontekstual Papua se1:erti sekolah terbuka,
sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrarna, melalui :

o Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua,
dengarr output: per,ataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran

o Pemberian insentif, iaminan kea.rnanan, dan jaminarr kesejahteraal untuk tenaga pendidik ,

dengan output: pembeian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen
. Pemberian baltuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan

output: pembeian Progpam Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c,
dan SMK serta pemberian beasiswa alirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK)

. Peningkamn tata kelola pendidikan, dengan output: pembinaan alirmasi serta pendampingan
peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA

o Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output: rehabilitasi dan renovasi
sekolah dasar dan merLengah

r Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan outpul: pembinaan
peningkatal kesetaraan pada satuan pendidikan dan alo'editasi pada satuan pendidikan
kesetaraan

. Peningkatal literasi, dengan output: pembrnaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi
peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital

Penyusunal kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan outpul: penyusunan model
kurikulum dan penyediaerr perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekst,ual

Peningkatar. akses dan rnutu pelayanan
kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:
. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, dengan output: pembinaan,

pendampingaa, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta
implemen.tasi layanan telemedicine

o Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga mr:dis dengan memprioritaskan orang asli Papua,
dengan output: penug san khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan perda fasyaakes primer
serta pendayagunaan <lokter spesialis di wilayah Papua Tengah.

. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer: dan rujukan, termasuk sarana, prasartrna, dan
a.lat kesehatan, dengan output: pening)<atan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan
poskesdes, penyediaan. sa-rarla, prasarana, alat kesehatan, dar: obat, pembinaan terkait layanan
primer dern rujukan, pembangunan fasilitas kesehatal di daerah terpencil melalui konstruksi
bangunan modular.

Lokasi Prioritas HigltliSfu Indikarsi Intervensr
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. Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untlrk tenaga merdis dan
tenaga kesehatan

. Penyediazrn modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi
geografis wilayah

o Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehataa
o Pencegahan dan pen5lendalian perryakit TBC, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan

terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanal pencegahan, pengendalian TBC
dan layarran penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan
kualitas hunian tidak layak

o Eliminasi penyakit kusta, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan
pengendaliaa kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta,
serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit frambusia, dengan output penyediaan alat dan bahan kr3sehatan pencegahaa
dan pengendalian frarnbusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

r Eliminasi penyakit filariasis, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dart SPAL

. Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan output: penyediaan a-lat dan bahan
kesehatan pencegahal dan pengendalian ma-1aria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian malaria, peningkatan layana-n pengendalian falrtor risiko penyakit ma-laria, serta
peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan outputi penyediaan tenaga kesehatan
pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS

r Peningkatan gizi, dengan output:: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting terladl
serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari
buffer stock, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Errras (Emak-Emak dan
Anak-Anerk Minum Susu serta Penambahan Vitarnin)

. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan arnan, dengan output: peningj<atan
infrastrul'.-tur SPAM dan SPAL

o Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stunting, dengan output:
barluasan inform.asi terkait u a status dan kam stun

Lokasri Prioritas HiStLtlight Indikarsi Intervensi
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melalui berbagai media, serta kom.unikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian
makarr

. Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan output: pengeatan puskesmas,
gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta
penguatan implementa.si program KB

Penguatan i:ntegrasi perbaikan sektor di luar keseheLtan lainnya y'ang turut mendukung perbaikan
gzi

Kawasan Pertumbuhan:
o Kawasan Agropolitan Kabupaten Deiyai

Penyiapan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Deiyai, mela.lui:
r Pengembangan dan Penataa-n Kawasan Pertanian (Padi, Jagung, Ubi, wortel)
o Penyediazrr sarana dan Prasara-na Pertanian bagi Kelompok Tani
. Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: pembaagunan jalan Tani
. Penyediaern Benih Bersertifikat Pertanian (Padi, Jagung, Ubi, Wortel)
o Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok Tani l(husus OAP

Kawasan Pertumbuhan:
o Kawasan Minapolitan

Penyiapan kawasan Minapolitan di Katrupaten Deiyai, melalui:
. Peningkatan sarana usaha Perikanan Tangkap urilayah perairan darat
. Pengemb:rngan Pembudidadayaan lkan di Perairan Darat
o Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses Pemasaran Hasil Perikanan dengan

output: pembentukan/ pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam
Kawasan Pe:rtumbuhan:
o Kawasan Pariwisata

Penyiapan kawasan pariu.isata Danau Tigi di Kabupaten Deiyai, melalui:
o Penyiapan Dokumen Rencana Indulc Pariwisata Kabupaten Deiyai
o Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan output: perl:bangunan jalan dzrerah
r Pengembangan atraksi, dengan output: pendukungan euent daerah dan pengembangan desa

wisata
. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umLlm, dan amenitas pariwi:sata, derrgarr outputi

pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik
. Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan

output: pembentukan/ pengembalgan dan penda:npingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam

Lokas;i Prioritas HiltltliS ht Indikarsi krtervensi
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Pengembangan Infrastruktur pada Kabupaten Deiyai melalui :

r Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat
o Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di

Kabupaten Deiyai
o Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Waghete
o Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada beberapa Lokasi (Kali Aiya, Kali

Ga-kokebo, KaJi Okomo)
o Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau pada Kawasan Danau Tigi
o Pembangunan Terminal Tlpe B kabupaten Deiyrri
o Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Deivai

Kawasan Pertumbuhan :

r Kawasan Pengembangan Infrastruktur

Lokasri Prioritas Hillhlighf Indikasi Intervensi
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Gambar 3.5 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Dogiyai
Tahun 2025-2029
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Peningkatan. Akses dan Mutu Layanan
Pendidikan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka,
sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui :

. Pemenuhal dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua,
dengan output: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikar yang mengikuti inovasi pembelajaran

. Pemberian insentif, jaminan keamaaan, dan jaminan kesejahteraan unflrk tenaga pendidik ,

dengan output: pemberian tunjanga:r khusus bagi guru dikdas dan dikmen
o Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seirnbang bagi peserta didik, dengan

output: pembeian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c,
dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK)

o Peningkatan tata keiola pendidikan, dengan output: pernbirraan afirmasi serta pendampingan
peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA

. Penyediazm sarana dan prasarana fasilitas pendidikal, dengan output: rehabilitasi dan renovasi
sekolah dasar dan menengah

. Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan outpzt: pembinaan
peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan
kesetaraan

o Peningkatan literasi, dengan output: pembinaan prograrn literasi pada generasi muda, fasilitasi
peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital

Penyrrsunan kurikulum yarrg kontekstual wilayah Papua, dengar: outpul: penyusunan model
kurikulum dan penyediazm perangkat pembelaiaran yarrg adaptif dan kontekstual

Peningkatan akses dan mutu pelayana!
kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:
. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, dengam output: peft:tbin,aan,

pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelay'anan kesehatan bergerak serta
implementasi layanan telemedicine

o Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua,
dengan output: penug.rsan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer
serta pen,Cayagunaan <lokter spesialis di wilayah Papua Tengah

. Peningkatal kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan
a-lat kesehatan, dengan output: peninglatan sara-na puskesmas, pustu, posjraidu, posbindu, dan
poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait lavanan

Lokasi Prioritas H4lttJig hl Indikarri Intervensi
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primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil mela-lui konstruksi
bangunan modular.

r Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jarninan kesejahteraan untr-rk tenaga medis dan
tenaga kesehatan

o Penyediaal modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi
geografis wilayah

o Pengembzrngan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
. Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan

terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningJ<atan layanan pencegahan, pengendalian TBC
dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perunrahan swadaya, dan peningkatan
kualitas trunian tidak layak

o Eliminasi penyakit kusta, dengan output: penyediaan a-lat dan balan kesehiatan pencegahan dan
pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta,
serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit frambusia, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan pengendalian frarnbusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendaiian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

. Eliminasi penyakit filariasis, denga:: output: penyediaan alat dan bahan kr:sehatan pencegahan
dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian frlariasis. serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan output: penyediaan a-lat dan bahan
kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatal terlatih pencegahan dan
pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta
peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Pencegahan dart pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan oulput: penyediaan tenaga kesehatan
pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dal informasi HIV/AIDS

o Peningkatan gizi, dengan output:'. pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum sluntrng terjadi
serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari
buffer stock, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan
Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitarnin)

Lokasi Prioritas
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. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan oufput peningkatan
infrastrul.'tur SPAM dan SPAL

. Peningkatan sosialiszrsi dan informasi terlait pencegahan stunting, dengan output:
penyebarl.uasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye: pencegahan stunting
melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian
makan

o Peningkatan fasilitas dan layanan ke,sehatan ibu dan anak, dengan output: perrgu,atan puskesmas,
gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta
penguatan implementasi program KB

. Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut rnendukung perbaikan
wzi

Kawasan Pertumbuhan:
r Kawasan Pengembaagan Kopi

Penyiapan Kawasan Agropolitan di Katrupaten Dogiyai, melalui:
o Penyediazrn sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani
. Peningkataa konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: pembar,gunan jalan Tani
. Pengawasian Sebaran Sarana Pascapaaen Perkebunan dan pengeloiaan hasil perkebuna-rL
o Perbanyakan Benih bersertihkat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi)
. Pengendalian Organisme PenggangSr T\:mbuhan (OPT) pada Perkebunan Kopi

Kawasan Pertumbuhan:
o Kawasan Strategis Sosial Budaya Egebutu,

Pugatadi, Moanemani

Penyiapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Doeiyai, melalui:
o Perlindun.gan, Pengembangan, Pemeinfaaatn objek pemajuan Tradisi budaya
o Pembinaan sumber Daya Manusia, I-embaga, dal Pranata Tradisional
r Penyediaerr Sarana dal Prasaana Pembinaan Lembaga Adat
. Peningkatan Pendidikal dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenial TraLdisional

Kawasan Pe:rtumbuhan:
o Kawasan Pariwisata

Penyiapan kawasan parit"isata di Kabr.lpaten Dogiyai, melalui:
o Penyiapan Dokumen Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Dogiyai (Lembah Kamu)
. Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan output: pembatgunan ja]an daerah
. Pengembirngaa atraksi, dengan outputi pendnkungan euent daerah dan pengembalgal desa

wisata
. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, der.gar. outputi

pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik
. Pengembangan usaha masyarakat, dan penin5;katan akses pembiayaan. pariwisata, dengan

output: per::bentukan/ pengembangan dan penda.:mpingaa IKM/UMKM, kopr:rasi, dan BUMKam

Lokasi Prioritas HighligLtt Indikasi Intervensl
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Kawasan Pertumbuhan :

o Kawasan Pengembangan Infrastruktur
Pengembangan Infrastruktur pada Kabupaten Dogiyai melalui :

o Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat
. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di

Kabupaten Dogiyai
r Peningkatan dan Pengembangan Baadar Udara Pengu.mpan
o Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada beberapa Lokasi (Kali okeiya, Kali

Tugou)
o Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Dogiyai

Lokasi Prioritas
I

Hill ltighl Indikar:i Intervensi
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Gambar 3.6 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Intan
Jaya Tahun 2025-2029
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Peningkatan Akses dan Mutu Layanan
Pendidikan

Peningkatan akses dan mutu pelayannn - 231 -endidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah
terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrarna, melalui :

o Pemenuhan dan peningkatan mutur tenaga pendidik yang m,emprioritaskem Orang Asli Papua,
dengan output: penata.rr guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran

. Pemberiaa insentif, jaminan keamanar, dan jaminan kesejalrteraan untuk tenaga pendidik ,

dengan output: pembeian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen
o Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan

outputi pemberiarr Pro6pam Mak Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan
SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dart pendidikan tinggi (ADIK)

o Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output: pembinaan alirmasi serta pendampingan
peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA

. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output: rehabilitasi dan renovasi
sekolah dasar darr menengah

o Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output: pembinaart
peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan
kesetaraan

o Peningkatan literasi, dengan outpul: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi
peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital

Peny'usunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan ourpul: penyusunan model
kurikulum dan penvediaaa peralgkat pembelaiaran vang adaptif dan kontekstual

Peningkatan. akses dan nxutu pelayanan
kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:
o Penguatan tata kelola prelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, dengan output: pernbin,aan,

pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta
implementasi layanan telemedicine

o Pendayagunaan tenag.r kesehatan dan tenaga mr:dis dengan memprioritasll€rn orang asli Papua,
dengan output: perlugzrsan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer
serta pendayagunaan <lokter spesialis di wilayah Papua Tengah

. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan
alat kesehatan, dengan output: peruir.gkatar sarana puskesmas, pustu, pos)rardu, posbindu, dan
poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan
primer dzrn rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi
bangunan modular.

l,okasri Prioritas Hillhlight Indikasi Intervensi
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. Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan
tenaga kesehatan

. Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan berg,erak sesuai kondisi
geogralis wilayah

. Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan

. Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan
terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC
dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan
kualitas hunian tidak layak

o Eliminasi penyakit kusta, dengan output: penyediaan a.lat dan bahan kesehatan pencegahan dan
pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta,
serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

. Eliminasi penyakit frambusia, dengan output: penyediaan alat darr bahan kesehatan pencegahan
dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian frambusi.a, serta penirrgkatan infrastrulrtur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit filariasis, dengar: output: penyediaan alat dan bahan kr:sehatan pencegahan
dan pengendalian lilariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlalih pencegahan dan
pengenda-lian filariasis, serta peniagkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

. Pencegalran dan pengendalian penyakit malaria, dengan output: penyediaaa alat dan bahan
kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian fal(or risiko penyakit malaria, serta
peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

. Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan
pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS

o Peningkatan gizi, dengan output:: peiaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting te4adi
serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari
buffer sto'ck, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Mak-Mak dan Anak-
Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin)

. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan arnan, dengan output: peningkatan
infrastruktur SPAM dan SPAL

. Peningkatan sosia-lisasi darr informasi terliait pencegahan stunting, dengan output:
penyebarluasan informasi terkait upaya perbaika:r status gizi dan kampanye pencegahan stunting

Lokasi Prioritas Hillhlight Indikasi Intervensi
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melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian
makan

o Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu clan anak, dengan output: perrgaatan puskesmas,
gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta
penguatan implementa.si program KB

o Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung pe:rbaikan
*d

Kawasan Pe:rtumbuhan:
. Kawasan Pengembangan Infrastruktur

Penyiapan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Intan. Jaya, melalui:
o Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat
o Pembangunan dan Peningkatan Jalarn Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas Provinsi di

Kabupaten Intan jaya
. Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpan di Kabupaten Intan Jaya
o Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Distrik Sugapa
o Pembangunan PLTD, PLTA, dan PLTMH dalam rangka Pemenuhan Program Papua Terang
Penyiapa-n kawasan pengembangan kopi di Kabupaten Intan Jaya, melalui:
. Penyediazur sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani
o Peningkal.an konektivitas intra dan antarwilayah, dengal output: pembangunan jalan Tani
. Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan
o Perbanyakan Benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi)
. Pengendalian Organisme Pengganggu T\rmbuhan (OPT) pada Perkebunan Kopi

Kawasan Pertumbuhan:
o Kawasan Pengembangan Kopi

l,okasi Prioritas Hitthlighr Indikasi Intervensi
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Gambar 3.7 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Puncak
Jaya Tahun 2025-2029
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Peningkatan akses dan mutu pelayanarL pendidikan yang kontekstual Papua se1:erti sekolah terbuka,
sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrarna, melalui :

o Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskarn Orang Asli Papua,
dengan output: perrataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran

o Pemberiaa insentif, jaminan keamanan, dan jamina-n kesejahteraan untuk tenaga pendidik ,

dengan output: pembeian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen
. Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan

output: pembeian Progpam Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paJ<et c,
dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK)

. Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output: pembinaan afirmasi serta pendampingan
peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA

o Penyediaal sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output: rehabilitasi dan renovasi
sekolah dasar dan menengah

o Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output: perrrbinaan
peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan
kesetaraan

o Peningkatan literasi, dengan outpul: pembinaan progrErm literasi pada generasi muda, fasilitasi
peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital

Penyrrsunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengar oulpur: penyusunan modei
kurikulum darr penyediazm perangkat pembelaiaran yang adaptif dan kontekst-ual

Peningkatan Akses dan Mutu Layanan
Pendidikan

Peningkatar:. akses dan mutu pelayanan
kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:
. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, dengan output: pembinaan,

pendampingan, dal bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta
implementasi layarran telemedicine

r Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan or€rng asli Papua,
dengan output: penugzrsan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan perda fasyankes primer
serta pendayagunaan <lokter spesialis di wilayah Papua Tengah

. Peningkaun kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan
alat kesehatan, denga-n output: peninglatan sarana puskesmas, pustu, pos5,alldu, posbindu, dan
poskesdes, penyediaan. sarana, prasarana, alat kesehatan, da.r: obat, pembinaan terkait layanan
primer dern rujukan, pembalgunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi
bangunar modular.

Hilt hlig ht In dikasi InterwensiLokasi Prioritas
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. Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untlrk tenaga medis dan
tenaga kesehatan

. Penyediaern modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi
geografis wilayah

o Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
o Pencegahan dan pengendalian perryakit TBC, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan

terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC
dan layanan penemuan aktif TBC, barrtuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan
kualitas hunian tidak layak

. Eiiminasi penyakit kusta, dengan output: penyediaan a.lat dan bahan kesehatan pencegahan dan
pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta,
serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit frambusia, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan peng;endalian frarnbusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terla.tih pencegatran dan
pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastrul<tur SPAM dan SPAL

. Eliminasi penyakit filariasis, denga:r output: perryediaan alat dan bahan kr:sehatan pencegahan
dan pengendalian liletriasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

. Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan ou.tput: penyedi.aan alat dan bahan
kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta
peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Pencegalran dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan
pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimaiisasi data dan informasi HIV/AIDS

. Peningkatan gizi, dengan output: i pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum sfuntrng te{adi
serta pemberian tata laksananya, pemberian makanal tambahan bagi ibu hamil dan balita dari
buffer stock, serta implementasi Pr,rgram Gizi Seimbang dan Gerakan Ernas (Emak-Emak dan
Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin)

o Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan arnan, dengan output: penir.gkatar.
infrastmk-tur SPAM dan SPAL

o Peningkatan sosialisasi darr inlormasi terl€it pencegahan stunting, dengan outputi
penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status sizi dan kampanye: pencegahan stuntinq
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melaiui berbagai media, serta kom.unikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian
makan

o Peningkatan fasilitas dran layanan kesehatan ibu dan anak, dengan output: pe/rg])atan puskesmas,
gedung pelayanan kesehatan ibu dan alak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta
penguatan implementasi program KB

Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan

Kawasan Pertumbuhan:
o Kawasan Pengembangan Infrastruktur

Penyiapan Kawasan Pengembangan Infrastrui<tur di Kabupaten Puncak Jaya, melalui:
o Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat
o Pembarrgunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di

Kabupaten Puncak Jaya
o Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpan
o Pembangunan Termina-l Penumpang Tipe B pada kabupaten Puncak Jaya
r Pembangrrnan Sistem Penyediaan Air Minum (SP;\M) pada Kabupaten Puncak jaya
o Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Rrncak Jaya
o Peningkatan Kapasitas Gardu Induk distrik Mulia, Serta Pembangunan PLTA, PLTMH, PLTS, Serta

Pembanglit Listrik Bio-Ethanol Fawi Pada Kabupaten Puncak ,Jaya
Peningkatan dan Pembangunan SPAL setra pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)

lokasri Prioritas
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Gambar 3.8 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten h-rncak
Tahun2025-2O29
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Peningkatan Akses dan Mutu Layanan
Pendidikan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan vang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka,
sekolah sepanjalg hari, dan sekolah berpola asrarna, melalui :

. Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskem Orang Asli Papua,
dengan output: perrataan gum dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran

. Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik ,

dengan output: pernberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikrnen
. Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan

output: pembeian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c,
dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK)

o Peningkatal tata kelola pendidikan, dengan output: pembinaan alirmasi serta pendampingan
peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA

. Penyediazrn sarana dal prasarana fasilitas pendidikan, dengan output: rehabilitasi dan renovasi
sekolah dasar dan menengah

o Peningkatan penyelenggaraan progrzrm pendidikan kesetaraan, dengan output'. pembinaan
peningkatal kesetaraan pada satual pendidikan dan alo'editasi pada satuan pendidikan
kesetaraan

o Peningkatan literasi, dengaa outpul: pembinaan prograrn literasi pada generasi muda, fasilitasi
peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital

. PenJrusunafl kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan output: peflyusunan model
kurikulum dal penyediaan perangkat pembelajalan yang adaptif dan kontekstua-1

Peningkatan akses dan rnutu pelayanan
kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:
. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemrzdicine, dengan output: per^rbinaan,

pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta
implementasi layanan telemedicine

. Pendayagunaan tenag€r kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua,
dengan output'. pe )gasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer
serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua Tengah

o Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan
alat kesehatan, dengan output: peningkatan sara:ra puskesmas, pustu, pos)randu, posbindu, dan
poskesdes, penyediaan sarana, prasiarana, alat kesehatan, dan obat, pemblnaan terkait layanan
primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi
bangunan modular.

lokas;i Prioritas HillhJight Indikasi Intervensi
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. Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jarninan kesejahteraan untr"rk tenaga medis dan
tenaga kesehatan

. Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi
geografis wilayah

o Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
o Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan

terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanal pencegahan, pengendalian TBC
dan layanan penemua.n aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan
kualitas trunian tidak layak

o Eliminasi penyakit kusta, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan
pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta,
serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit frambusia, dengrn output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan pengendalian frarnbusia, tena.ga pengadaan tenaga kesehatan terlaiih pencegatran dan
pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

. Eliminasi penyakit filariasis, denga:r outputi perryediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan pengendalian lileriasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegal.an dan
pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

. Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengaa output: per.yedi.aan alat dan bahan
kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian falrtor risiko penyakit malaria, serta
peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Pencegalran dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: penyedicran tenaga kesehatan
pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS

. Peningkatan gizi, dengan output:: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting terjadi
serta pernberian tata laksananya, p,-'mberian ma.kanan tambahan bagi ibu hamil dart balita dari
buffer stock, serta implementasi Pr,:gram Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan
Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitarnin)

. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan oufput peningkatan
infrastruktur SPAM dan SPAL

o Peningkatan sosia-lisasi dan in lormasi terkait pencegahan stunting, dengan outputi
en barluasan inform.asi terkait u erbaika:r status dal stu

I
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melalui berbagai media, serta kom.unikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pe:mberian
makan

. Peningkatan fasilitas d;m layanan kesehatan ibu clan anak, dengan output: pengoatan puskesmas,
gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tena.ga kesehatan, serta
penguatan implementa.si program KB

. Penguatan integrasi perbaikan sektor di iuar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan
g\zi

Kawasan Pertumbuhan:
o Kawasan Pengambangan Kopi

Penyiapan kawasan Pengembangal Kopi di Kabupaten Puncak, mela-lui:
. Penyediaan sarana dan Prasaraaa Pertanian bagi Kelompok Tani
. Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: pembangu.nan jalan Tani
. Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan
o Perbanyakal Benih be:rsertifrkat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi)
. Pengendalian Orgalisme Pengqangqu T\rmbuhan (OPT) pada Perkebunan K,:pi

Kawasan Pertumbuhan :

o Kawasan Pengembangan Infrastrul<tur
Pengembang,an Infrastruktur pada Kabupaten Puncak meialui :

o Peningkatan jalan Trans Papua-Papr-ra Barat
o Pembangunan dan Peningkatan Ja.lern Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di

Kabupaten Puncak
r Peningkatan dan Pengembangan Ba;rdar Udara Pengumpan
o Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kabupaten Puncak (Distrik Beoga,

Puncak, Sinak)
o Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) s,ampah pada Kabupaten Puncak
o Pembangunan PLTMH Omukia Kabupaten Puncak
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Gambar 3.9 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Mimika
Tahtun 2025-2029

Sumber Dota : RTRW Papua Tengah 2O23- 2O43**
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Peningkatan Akses dan Mutu Layanan
Pendidikan

a Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka,
sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrarna., melalui :

. Pemenuhan dan peningkatan mutur tenaga pendidik yang memprioritaskurn Orang Asli Papua,
dengan output: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikaa yang mengikuti inovasi pembelajaran

. Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminaa kesejahteraan untuk tenaga pendidik ,

dengan output: pernberian tunjangal khusus bagi guru dikdas dan dikmen
o Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan

output: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c,
dan SMK serta pemberian beasiswa alirmasi menengah (ADEM) darr pendidikan tinggi (ADIK)

o Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output'. pembinaan afirmasi serta pendarnpingan
peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA

. Penyediaem sarana dan prasar€rna fasilitas pendidikaa, dengan output: rchabilitasi dan renovasi
sekolah dasar dan menengah

o Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output: pernbinaan
peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada. satuan pendidikan
kesetaraan

o Peningkatan iiterasi, dengan outpul: pembinaan progr€rm literasi pada generasi muda, fasiiitasi
peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital

o PenJrusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan outpur: penlnrsunan model
kurikulum dan penvediaan perangkat pembelajalan yang adaptif dan kontekstual

Peningkatan akses dan mutu pelayarlan
kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:
. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, dengan outpuf: pembinaan,

pendamp:ingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta
implementasi layanan telemedicine

. Pendayagunaan tenaga kesehatan darr tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua,
dengaa output: pen\gzrsan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer
serta pen,alayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua Tengah

o Peningkatan kualitas pelayanan kesehatal primer dal rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan
alat kesehatan, dengan output: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posj,andu, posbindu, dan
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poskesdes, penyediaan sarana, prasiarana, alat kesehatan, dan obat, pemblnaan terkait layanan
primer d:rn rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil mela-iui konstruksi
bangunan modular.

o Pemberian insentif, jaminan keam:rnan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan
tenaga kesehatan

o Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi
geografis wilayah

. Pengembz:ngan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan

. Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan
terlatih, obat dan perbeka.lan kesehatan, peningkatan layanarr pencegahan, pengendalian TBC
dan layanan penemu€m aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan
kualitas hunian tidak layak

o Eliminasi penyakit kusta, dengan output: penyedi.aan a,lat dan bahan kesehatan pencegahan dan
pengendalian kusta, p,:ngadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta,
serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit frambusia, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlalih pencegahan dan
pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Eliminasi penyakit filariasis, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan pentr;endalian fileriasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendaiian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Pencegahan dalr pengendalian penyakit malaria, dengan output: penyediaan alat dan bahan
kesehatan pencegaharL dan pengendalian ma-iaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan
pengendalian malaria, peningkatan layanan pengenda,lian faktor risiko penyakit ma.laria, serta
peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Pencegalran dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan
pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS

. Peningkatan gizi, dengan output'. i pelaksanaan deteksi dini masalah eizi sebelum sfunfing terjadi
serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari
bulfer stock, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-emak dan
Anak-anak Minum Susu serta Penambahan Vita-rnin
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. Peningkatan akses air minum dan sanitasi lzryak dan aman, dengan output: peningkatan
in frastrul*'tur SPAM dan SPAL

. Peningkatan sosialisasi dal informasi terkait pencegahan stunting, dengan output:
penyebarluasan informasi terkait upaya perbaika:r status gizi dan kampanye pencegahan stunting
melalui b,erbagai media, serta kom.unikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian
makan

o Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan output: per:goatan puskesmas,
gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta
penguata-n implementa.si program KB

. Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut rnendukung perbaikan
gzi

Kawasan Pertumbuhan :

o Kawasan Pengembangan Infrastruktur
Pengembangan Infrastruktur pada Kabupaten Mimika melalui :

. Peningkatan jalan Tran.s Papua-Papua Barat
r Pembangunan dan Peningkatan Jalzrr Kolektor himer Provinsi Pada beberapa Ruas di

Kabupaten Mimika
o Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpan
o Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SP1\M) pada Kabupaten Mimilca (Distrik Mimika

Timur)
. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Mimika
o Pembangunan PLTD, PLTMG, PLTS pada Kabupalen Mimika

Kawasan Pe:rtumbuhan:
Kawasan Pe:ngambangan Kopi

Penyiapan kawasan Pengembangan Kopi di Kabupaten Mimika melalui:
o Penyediaan sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Temi
o Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: pernbar,gu nan jalan Tani
o Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan
o Perbanyakan Benih be:rsertilikat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi)
. Pengendalian Organisrne PenRganggu T\rmbuhan (OPT) pada Perkebunal K,:pi

Kawasan Pertumbuhan:
o Kawasan Minapolitan

Penyiapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Mimika, mela-lui:
. Peningkat-an dan pengembangan Sumber daya alam Perikanan Laut
. Peningkatan Kapasitas Eksportir Sumber Daya Alam Perikanan laut
. Peningkatan sarana usaha Perikanan Tangkap u.ilayah perairan Laut
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. Peningkatan sarana usaha Perikanan Tangkap u"ilayah perairan darat

. Pengembangan Pembudidayaan Ika.n di Perairan Darat

. Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatal akses Pemasaran Hasil Perikanan dengan
output: pe:mbentukan/ pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam

. Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan
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Gambar 3.10 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Nabire
Ta}un2025-2029
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Peningkatan Akses dan Mutu Layanan
Pendidikan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka,
sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asraJna, melalui :

o Pemenuhan dan peningkatan mutul tenaga pendidik yarrg memprioritaskzm Orang Asli Papua,
dengan output: per,ataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran

o Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejalrteraan untuk tenaga pendidik ,
dengan outputi pernbeian tunjangaa khusus bagi guru dikdas dan dikrnen

o Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seirnbang bagi peserta didik, dengan
output: pe:mberian ProEpam Indonesi.a Pintar pada siswa SD/patet a, SMP/paket b, SMA/paket c,
dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK)

. Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output: pembinaan afirmasi serta pendampingan
peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA

o Penyediaarr sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output: rehabilitasi dan renovasi
sekolah dasar dan merLengah

r Peningkataa penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengal output: perobir.aan
peningkatal kesetararan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan
kesetaraan

. Peningkatan literasi, dengan outpul: pembinaan prograrn literasi pada generasi muda, fasilitasi
peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital

. PenJrusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan oalpur: penJrusunan model
kurikulum dan penvediaan perangkat pembelajalan vang adaptif dan kontekstual

Peningkatan akses dan mutu pelayanan
kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:
. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, dengan outpul: pembinaan,

pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta
implementasi layanan telemedicine

. Pendayagunaan tenaga kesehatan dlan tenaga mr:dis dengaa memprioritask€rn orang asli Papua,
dengan outputi per,ugtrsan khusus tenaga medisr dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer
serta pendayagunaan rlokter spesialis di wilayah Papua Tengah

. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarala, dan
alat kesehatan, dengan output: peningkata-n sarana puskesmas, pustu, pos]/andu, posbindu, dan
poskesdes, penyediaan. sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanal
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primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi
bangunan modular.

o Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Papua Tengah
. Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan

tenaga kesehatan
. Penyediaan modal transportasi m.endukung pelayanan kesehatan berg,erak sesuai kondisi

geogralis wilayah
o Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
r Pencegaha-n dan pengendalian penyakit TBC, dengan output: penyediaern tenaga kesehatan

terlatih, obat dan pertrekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC
dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan
kualitas hunian tidak layak

o Eliminasi penyakit kusta, dengan output: penyedi.aan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan
pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih perrcegahan dan pengendalian kusta,
serta peningkatan infrastruktur SPhM dan SPAL

o Eliminasi penyakit frambusia, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahal dan
pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

r Eliminasi penyakit filariasis, dengar:. output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan
dan pengendalian lilariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatal terlatih pencegahan dan
pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan ou.tput: penyed:.aan alat dan bahan
kesehatan pencegaharL dan pengendalian malaria, tenaga kesehataa terlatih pencegahaa dan
pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faldor risiko penyakit malaria, serta
peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

o Pencegalran dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: perLyediaan tenaga kesehatan
pencegahan dan pengendalian HfV/AIDS terlatih serta optimaiisasi data dan informasi HW/AIDS

. Peningkatan gizi, dengan outputi: pelaksanaan deteksi dini m:rsalah gizi sebelum stunting terjadi
serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari
bulfer stock, serta imprlementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-emak dan
Anak-anak Minum Susu serta Penambahan Vitarnin)
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. Peningkatafl akses air minum dan sanitasi layak dan arnan, dengan output: peningkatan
infrastruk'tur SPAM dan SPAL

o Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stuntirLg, dengan outputi
penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye: pencegahal stunting
melalui berbagai media, serta kom.unikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian
makan

o Peningkatan fasilitas dan layanan kersehatan ibu ctan anak, dengan output: pefig].)atan puskesmas,
gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta
penguatan implementasi program KB

. Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan
gzt

Kawasan Pertumbuhal:
o Kawasan Pariwisata

Penyiapan kawasan pariu.isata di Kabupaten Nabire, melalui:
. Penyiapan Dokumen Rencana Induli Pariwisata Kabupaten Nabire
. Peningkatan aksesibilitas pariwisatzL, dengan outltut: pernbangunan jalan daerah
. Pengembangan atraksi, dengan output: pendukungan euent daerall, dan pengembangaa desa

wisata
o Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, der€ar, output:

pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik
o Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan

output: pernbentukan/ pengembangan dan penda:npingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam
Kawasan Pertumbuhan:
Kawasan Pe:ngambangan Kopi

Penyiapan kawasan Peng:mbangan Kopi di Kabupaten Nabire melalui:
o Penyediaeur sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Temi
o Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah. dengan output: pembangu nan jalan Ta-rri
. Pengawasan Sebaran Siarana Pascapanen Perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan
o Perbanyakan Benih bersertifrkat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi)
o Pengendalian Organisme Pengganggu Ttrmbuhan (OPT) pada Perkebunan Kopi

Kawasan Pertumbuhan :

r Kawasan Pengembangan Infrastruktur
Pengembangan Infrastruktur pada Kabupaten Nabire, mela.lui :

o Pembangunaa Kawasan Pusat Pemerintahan Pror"insi Papua Tengah
r Peningkatal jalan Tran.s Papua-Papua Barat
o Pembangtrnan dan Peningkataa Jaleur Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di

Kabupaten Nabire

Lokarii Pt'ioritas HigT hlight Indikarsi Intervensi
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. Peningkatan dan Pengembalgan Bandar Udara Pengumpan
o Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kabupaten Nabire
o Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Nabire (TPA Samabusa

dan Wanggar Makmur)
o Pembangunan Termina-l Penumpang Tipe B
o Pembangunan dan penyediaan infrastruktur Tenaga Listrik dan Sarana pendukungnya Pada

kepulauan dan Pegunungan Pada kabupaten Nabire.Daerah
Kawasan Pertumbuhan:
o Kawasan Minapolitan

Lokasii Prioritas Hielhlight Indikar;i Intervensi

Penyiapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Nabire, melalui:
o Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya a-lam Perikanan Laut
o Peningkatan Kapasitas Eksportir Sumber Daya Alam Perikanan laut
o Peningkatan sarana usa-ha Perikanan Tangkap u'ilayah perairan Laut
o Peningkatan sarana usaha Perikanan Tangkap u'ilayah perairan darat
o Pengembangan Pembudidayaan Ika-n di Perairan Darat
o Pengembzrngan usaha masyarakat, darr peningkatan akses Pemasaran Hasil Perikalan dengan

output: pernbentukan/ pengembangem dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam
. Peningkatal dan pengembangan Pelabuhan Perikanan
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3) Ara'l. Pembangunan Wilayah dalam RAPPP (rencana aksi pembangunan provinsi
Papua)
Ai=air pembangunar-r wilayah dalarn Rencarra Aksi Pembangr.rrra:r Proviirsi Papua

Tengah (RAPPP) ditujukan untuk mengoptima-1kan potensi lokal dengan pendekatan
wilayah berbasis klaster dan pengembangan berkelanjutan. Fokus utama meliputi :

a) Wilayah Pegunungan :

o Prioritas pembaagunaa infrastruktur jalan dan transportasi udara
untuk membuka bagian yang terisolir;

o Pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan peternakan;
o Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan.

b) Wilayah Pesisir :

o Penguatan sektor perikanan dan kelautan;
o Pembangunan pelabuhan dan infrastruktur pendukung;
^ Perlindrrnsan linskrrnoan nesisir dan eLosiqfern larrf

c) Wilayah Perkotaan :

o Pengembangan pusat ekonomi dan layanan publik;
o Digitaiisasi layanan pemerintahan dan ekonomi kreatif;
o Peningkatan konektivitas transportasi darat.

d) Wilayah Pedalaman :

o Pembangunan berbasis kearifan iokai;
o Pemanfaatan energi terbarukan;
o Pelibataa masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan.

4l Arah Pembangunan wilayah di Frovinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dalam
konteks Sustainable Development Goals (SDGs!
Arah pembangunan wilayah di Provinsi Papua Tengah 2025-2029 dalam konteks

Sustainable Development Goals (SDGs) harus disesuaikan dengan potensi daerah,
tantangan, serta visi pembangunan daerah. Berdasarkan visi "Mewujudkan Papua
Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan",
berikut arah pembangunan wilayah yang dapat diadopsi :

a) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDG 8, 9, i2)
Trarrsformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal :

r Pengembangan pertanian, perkebunan, dan perikanan berkelanjutan
untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan petani;

. Penguatan industri hilir berbasis sumber daya alam (kopi, kakao, hasil
lrrrtan nan-La.^rl lrhrrrL manincLotlzan niloi ramhoh aLnnami.

r Peningkatan akses modal dan telceologi bagi UMKM dan koperasi lokal;
o Pembangunan dan modernisasi infrastruktur ekonomi (ialan, jembatan,

pasar, kawasan industri kecil).

b) Pembangunan Sosial & Pengurangan Kesenjangan (SDG 1,2,3,4,5, 10, 11)
Pemerataan Akses Pelayanan Dasa,r :

o Peningkatan akses pendidikan berkualitas dengan pembangunan
sekolah terpadu dal beasiswa afirmasi bagi anak asli Papua;

o Layarran kesehatan yang lebih merata, termasuk penguatan Puskesmas
dan rumah sakit rujukan di setiap kabupaten;

o Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan untuk meningkatkan
keterlibatan dalam ekonomi dal pemerintahan;

o Pembangunan perumaharr layak huni dan peningkataa akses air bersih
serta sanitasi di wilayah pedalaman dan pesisir.

c) Kelestanan Lingk;ngar & Ketahanan Iklim (SDG 6,7, 13, L4, l5l
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan :

o Konservasi hutan dan keanekaragaman hayati untuk menjaga ekosistem
dan mengurangi deforestasi ;

r Pemanfaatan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya
dan mikrohidro di daerah terpencil:

. Pengelolaan sampah dan limbah yang lebih baik, termasuk sistem daur
uiang di kota-kota utama;
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Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya di daerah rawan
bencaaa seperti pegunungan dan pesisir.

d) Tata Kelola Pemerintahan & Kemitraan Pembangunan (SDG 16, 17)
Reformasi Tata Kelola Berbasis Data & Digitalisasi :

. Integrasi e-Government dan e-Planning untuk meningkatlan
transparansi dan efektivitas pemerintahan;

. Penguatan peran adat dan budaya dalam pembangunan, sehingga
masyarakat adat dapat berpartisipasi akrif;

o Kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, dan organisasi internasional
dalam investasi dan pembangunan wilayah;

r Peningkatan keamanan dan stabilitas sosial mela-1ui kebijakan inklusif
yang memperkuat persatuan masyarakat.

Pembangunan di Papua Tengah 2025-2029 harus mengacu pada pemberdayaan
ekonomi berbasis potensi lokaI, pemerataan akses layanan dasar, kelestarian
lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan ini, Papua
Tengah dapat berkembang menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan
sesuai dengan prinsip SDGs.

Keterkaitan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Papua Tengah, RAPPP, dan SDGs
. RPJMN sebagai rencana pembangunan nasional menyediakan landasan bagr

RPJMD Provinsi Papua Tengah dan RAPPP, dengan menetapkan prioritas
pembangunan nasional yang juga menjadi prioritas daerah, seperti
infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

. RP-rMD Provinsi Papua Tengah menurunkal arah pembangunan dari
RPJMN dengan merumuskan kebijakan lebih spesifrk yang sesuai dengal
kebutuhan dan kondisi lokal Papua Tengah. RPJMD juga menjadi acuan
dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya daerah.

o RAPPP sebagai rencana aksi pembangunan Provinsi Papua untuk
mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan sekitarnya,
termasuk Papua 1'engah. Dokumen ini memuat : (r). Visi dan Misi
Pembangunan (Arahan j angka panjang pembangunar yang ingin dicapai; (2).
Program Prioritas : Sektor-sektor pembalgunan utama yang perlu mendapat
perhatian khusus, seperti infrastrukur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi
rakyat; (3). Target Pembangunan : Sasaran kuantitatif dan kualitatif yang
ingin dicapai dalam periode tertentu; (4). Strategi Pelaksanaan : Langkah-
laigkah konkret dalam melaksanakan program pembangunan, termasuk
pembagian tugas antar lembaga pemerintah daerah; (5). Indikator Kinerja :

Pa-rameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program
pembangunaa; (6). Sumber Pendanaan : Informasi mengenai pembiayaal
yang dibutuhkan serta sumber-sumber pendanaan; (7). Monitoring dan
Eva-1uasi : Mekanisme untuk memantau dan mengevaiuasi pencapaian
program;

. SDGs (Sustainable Deuelopment Goalsl atau Ttrjuan Pembangunan
Berkelanjutan adalah agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kelanjutan dari MDGs
(Millennium Deuelopment Goals). SDGs terdiri dari 17 tujuan dart 169 target
yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan SDGs meliputi
berbagai aspek pembangunan yang saling terkait : (1). Tanpa Kemiskinan:
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Tanpa Kelaparan: Mengakhiri
kelaparan dan meningkatkal ketahanan pangarl; (3). Kesehatan ya.rrg Baik
dan Kesejahteraan: Menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan
kesejairteraar ir:asya-r'akat; (4). Pendidikan Berkua-1itas: Menjarnin akses
pendidikan yang inklusif dan berkualitas; (5). Kesetaraan Gender: Mencapai
kesetaraan gender dan memberdayak€rn perempuan; (6). Air Bersih dan
Sanitasi: Menjamin akses air bersih dan sanitasi; (7). Energi Bersih dan
Terjangkau: Menjamin akses energi terjangkau yang berkelanjutan; (8).
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhal
ekonomi dan pekerjaan yang layak; (9). Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:
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Membangun infrastruktur yang tangguh; (1O). Mengurangi Kesenjangan:
Mengurangi kesenjangan antar dan di dalam negara; (ll). Kota dan
Komunitas yang Berkela.njuta.n: Mewujudkan pennukifirarr yairg layak tlal
inklusif; (12). Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Mengelola
konsumsi dan produksi berkelanjutan; (13). Penanganan Perubahan Iklim:
Mengambil tindakan terhadap perubahan iklim; (14). Ekosistem Lautan:
Melestarikan ekosistem laut; (15). Ekosistem Daratan: Melindungi ekosistem
daratan; (16). Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat:
Menguatkan institusi yang adil dan damai; (17). Kemitraan untuk Mencapai
T\rjuan : Menguatkan kerl' a sama internasiona-l.

Secara keseluruhan, RPJMN, RPJMD Provinsi Papua Tengah, RAPPP, dan
SDGs saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan
dan seimbarg di Papua Tengah, dengal mendorong perbaikan infi'astruktur,
pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat yang
berdampak positif pada kesejahteraaa masyarakat.
2. Arah Kebijakan Pengembangan Struktur dan Pola Ruang

Arah Kebijakan Pengembangan Struktur dan Pola Ruang
yang berkaitan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Papua

Tengah adalah sebagai pedoman dalam pengelolaar ruang wilayah yang berkelanjutan
dan efisien, guna mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, sosial, dan
ekonomi di provinsi tersebut. Berikut adalah uraian mengenai arah kebijakan
pengembangan struktur dan pola ruang yang memiliki keterkaitan langsung dengan
RTRW Provinsi Papua Tengah:

1) Peny-rsunan dan Pengelolaal Ruang Berdasarkan Potensi Iokal
. Keterkaitan dengan RTRW: Dalam RTRW Provinsi Papua Tengah,

pengembangan struktur dan pola ruang harus mencerminkan potensi
daerah yang ada, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata,
serta sumber daya alam lainnya. Pengelolaan ruarrg harus
mempertimbangkan daya dukung dan kapasitas lingkungan agar
pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan.

. Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus mendorong
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan
karakteristik dan potensi daerah. Misalnya, pengembangan kawasan
industri berbasis pertanian dan pariwisata, serta pengembangan kawasan
konservasi untuk menjaga kelestarian alam.

2) Peningkatan Infrastrul<tur dan KoneklivitasAntarwilayah
. Keterkaitan dengan RTRW: RTRW Provinsi Papua Tengah memberikan arah

b"g, pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas
antarwilayah, terutama infrastruktur jalan, transportasi, dan
telekomunikasi. Infrastruktur yang terhubung akan mempercepat
mobilitas barang dan orang, mendukung distribusi hasil pertanian, sena
mempermudah akses ke layanan dasar.

. Arah Kebijakan: Pengembangan infrastruktur harus fokus pada
pembanguna-n transportasi yang menghubungkan daerah terpencil dengan
pusat-pusat ekonomi utama, serta pengembangan jaringan telekomunikasi
yang memperluas akses informasi dan teknologi untuk masyaral<at.

3) Penyusunan Pola Ruang yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
. Keterkaitan dengan RTRW: RTRW Provinsi Papua Tengah harus

memperhatikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan ruang.
Pemanfaatan ruang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan
minima-1kan dampak negatif terhadap ekosistem, seperti kawasan hutan,
tamam nasional, dan kawasan lindutrg lail'urya.

. Ara-h Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus mengarahkan
pemanfaatan lahan untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan
memperhatikan peruntukan ruang yang jelas untuk konservasi,
pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pengurangan
dampak pembahan iklim.

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengelolaan Ruang untuk
Peningkatan Kesej ahteraan
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Keterkaitan dengan RTRW: Pembangunan rt.ang yang diarahkan dalam
RTRW Provinsi Papua Tengah harus memprioritaskan kesejahteraan
masyeu akat rrreiaiui pemberdayaa.n SDM, antar=a lain, pembarrgunan
kawasan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan fasilitas kesehatan yang
terjangkau serta mudah diakses oleh masyarakat.
Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus menciptakan ruang
untuk pengembangan sektor pendidikan dan pelatihan yang mendukung
peningkatan kualitas SDM, serta fasilitas kesehatan yang mudah diakses
oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peningkataa Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan
Ruang

Keterkaitan dengan RTRW: Tata kelola ruang dalam RTRW harus
rnelihaflran narfisinasi alrfif rnqsrraralzaf dan nernanolar Lencnfinoqn
lainnya dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Kebijakan ini
mengarah pada terciptanya ruang yaflg tidak hanya memenuhi kebutuhan
pembangunan tetapi juga mengutamakan kepentingan masyarakat.
Arah Kebijakan: Kebijakan tata ruang harus memperkuat sistem
perencanaan dan pengawasan pembangunan, yang mengedepankan
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menentukan
peruntukan dan pemanfaatan ruang yang optimal.

Pemanfaatan Potensi Kawasan Pariwisata
Keterkaitan dengal RTRW: Dalam RTRW Provinsi Papua Tengah, kawasan
pariwisata yang berpotensi harus dipetakan dengan jelas untuk
mengarahkal pembangunan yang ramah lingkungan dan meningkatkan
kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus mendorong
pembangunan pariwisata yang mengedepankan keberlanjutan, termasuk
pengelolaan kawasan wisata alam dan budaya, serta peningkatan fasilitas
pariwisata yalg dapat meningkatkaa kualitas pengalaman wisatawan.

Pengeloiaan Sumber Daya Alam (SDA) Secara Bijaksaaa
Keterkaitan dengan RTRW: RTRW Provinsi Papua Tengah akan mencakup
zonasi ruang yang jelas, dengan peruntukan ruang untuk pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk sektor pertambangan,
kehutanan, dan perikanan.
Arah Kebijakan: Pengelolaan ruang harus menqatur penggunaan lahan
yang berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya
alam, serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaen dan
pemanfaatan hasil alam secara bijaksana.

Perwujudan Kota dan Kampung yalg Berkelanjutan
Keterkaitan dengan RTRW: RTRW Provinsi Papua Tengah harus mencakup
pelerrcarlaarr ruang untuk pembangturanr kota dau kalrpurrg yamg
berkelanjutan. Hal ini mencakup penataan ruang perkotaan, penyediaan
ruang terbuka hijau, serta pengembangan kawasan kampung yang
mendukung pertanian dan kehidupan sosial masyarakat.
Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan rualg harus mendorong
perencanaan kota dan kampung yang ramah lingkungan, dengan fokus
pada kualitas hidup yang tinggi bagi masyarakat, serta mendorong
investasi di sektor infrastruktur dan fasilitas umum.

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal
Keterkaitan dengan RTRW: Pengembangan pola ruang yang
mempertimbaagkan kearifan lokal dalam RTRW akan mendukung
pengembalgan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti pertanian berbasis
Agroekologi, serta pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata.
Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus memperkuat selrtor
ekonomi lokal yang berbasis pada kearifan loka-l dan mendukung
penciptaaa lapangan ke{'a yang berkelanjutan, serta meningkatkan peran
masyarakat dalam pembangunan.
Secara keseluruhan, Arah Kebijakan Pengembangan Struktur dal Poia
Ruang di Provinsi Papua Tengah akan mengarah pada pembangunan yang
terencana, efisien, ramah lingkungal, dan memperhatikan potensi lokal.



-256-

Kebijakan ini harus bersinergi dengan RTRW Provinsi Papua Tengah agar
pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, serta
tnetnerruiri kebutuhan masyal'akat dan nenjaga keseirnbangan lingkungan.

3.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah
Program Prioritas Pembangunan daerah adalah Program Unggulan dan

Prioritas Kepala Daerah yang merupakan serangkaian inisiatif strategis yang dirancang
untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah. Program ini berfokus pada isu-
isu utama yang memiliki dampak sigrrifikan terhadap peningkatan kualitas hidup
masyarakat dan pembangunan wilayah. Program unggulan mencerminkan komitmen
kepala daerah dalam mengatasi permasalahan utama di daerah serta memaafaatkan
potensi lokal secara optimal, sementara program prioritas menentukan fokus
pembangunan dalam jaagka waktu tertentu berdasarkan urgensi, kebutuhan
masyarakat, dan ketersediaan sumber da5ua.

Dokumen ini menjadi dasar kebijakan strategis dalam mewujudkan Papua
Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan
dalam periode 2025 -2029.

Kesimpulan: Program-program prioritas Gubernur/Wakil Gubemur
Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 harus dilaksanakan dengan melibatkan
berbagai oPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini
bertujuan untuk mengatasi permasalahan mendesak yang dihadapi masya-rakat Papua
Tengah, mulai dari peningkatan infrastruktur, kualitas pendidikan dan kesehatan,
pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengelolaan sumber daya alam dan penguatan
tata kelola pemerintahan.

Untuk melakukan harmonisasi program unggulan dan prioritas
Gubernur/Wakil Gubernur dengan program pembangunarr daerah sesuai dengan
nomenklatur Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang Pedoman
Penyrrsunan Rencala Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kita perlu
memastikan bahwa program-program yang ditetapkan sejalan dengan prinsip dan
pedoman dalam peraturan tersebut, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah
yang terpilih.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi program
unggulan dan prioritas dengan RPJMD Provinsi Papua Tengah :

1) Identifrkasi Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunaa Daerah
Visi Gubernur/Wakil Gubernur: "Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil,
Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan"
Visi RPJMD Provinsi Papua Tengah: Memastikan visi gubernur/wakil
gubernur tercermin dalam RPJMD yang mencakup program-program jangka
menengah.

2) Penyesuaian dengan Kategori Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur Permendagri
nrrrumlya dibagi ke dalarn beberapa kategori sebagai berikr-rt:
. Program Prioritas Pembangunan: Program yang bersifat strategis dan harus

dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun;
. Program Pembangunan Umum: Program yang bersifat operasional dan

mendukung pencapaian tujuan pembalgunan;
. Kegratan Penunjang: Kegiatan vans bersifat teknis dan administratif yang

mendukung pelaksanaan program prioritas.
3) Penyelarasan RPJMD dengan RPJPD dan RPJMN

Untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi,
RPJMD Provinsi Papua Tengah harrs diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045
dan RPJMN 2025-2029. Penyeiarasan ini bertujuan agar kebijakan dan
program pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasionai serta
visi jangka panjang pembangunan daerah. Berikut langkah{angkah
penyelarasan yang dilakukan :

a) Identifrkasi Keselarasan Visi dan Misi
. Memastikan bahwa visi dan misi pembangunan Papua Tengah sejalan

dengan visi RPJPD dan RPJMN.
. Menyesuaikan tujuan strategis daerah dengan agenda pembangunan

nasional.
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b) Sinkronisasi Program dan Sasaran Strategis
. Mengharmonisasikal program prioritas daerah dengan program

prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029.
. Menyesuaikan indikator kinerja utama daerah dengan target

pembangunan nasional.
c) Koordinasi darr Konsultasi dengal Pemerintah Pusat dan Daerah Lain

. Mengadakan pertemu€rn dan konsultasi dengan kementerian terkait
untuk memastikan kebijakan daerah sesuai dengan peraturan pusat.

. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam perumusan
kebijakan pembangunan yang saling mendukung.

d) Integrasi dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
. Memastikan bahwa program pembangunan daerah mendukung

pencapaian T\rjuan Pembangunan Berkelanjutan (&tstainable
Deuelopment Coaisl SDGs).

. MenSrsun kebijakan berbasis keberlanjutan untuk meningkatkan
kesej ahteraan masyarakat Papua Tengah.

e) Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Terintegrasi
. MenJrusun dokumen RPJMD yang mencerminkan sinergi antara

rencana jangka menengah daerah, jangka panjang daerah, dan
nasional.

. Memastikan bahwa alokasi anggaran dan sumber daya mendukung
implementasi program yang telah diselaraskan.

f) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
. Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk

memastikan implementasi RPJMD begalan sesuai dengan target
RPJPD dan RPJMN.

. Melakukan penyesuaian kebijakan jika ditemukan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan progrErm.

4) Kategorisasi Program Unggulan darr Prioritas Gubernur/Wakil Gubernur
Berdasarkan visi dan prioritas pembangunan yalg telah din-rmuskan,

program unggulan dan prioritas dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori
dalam RPJMD :

a) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
. Pembangunan jalan dan jembatan.
. Pengembangan transportasi udara, laut, da.II darat.
r Penguatan jaringan komunikasi dan digitalisasi.

b) Ketahanan Pangaa dan Pengembangan Ekonomi Lokal
. Penguatan sektor pertanian dan perkebunan unggulan.
. Pengembangan UMKM dan industri hilir.
. Optimalisasi tata niaga dan ekspor komoditas lokal.

c) Pendidil.-an dan Kesehatan Berkualitas
. Penguatan sekolah satu atap dan peningkatan kapasitas guru.
. Peningkatan layanan kesehatan untuk ibu, anak, dan lansia.
. Pembangunan fasilitas kesehatan berbasis komunitas.

d) Penguatan SDM dan Ketenagakeq'aan
. Program pelatihan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja.
. Pemberdayaan OAP dalam pemerintahan dan sektor ekonomi.

e) Stabilitas Sosial dan Tata Keiola Pemerintahan yang Baik
. Penguatan partisipasi masyarakat daiam pembangunan.
. Peningkatan kapasitas lembaga adat dan organisasi keagamaan.
. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan dan

akuntabel.
5) Penyusunan Rencaaa Kerja OPD Berdasarkan Program Prioritas

Setiap OPD yang terlibat dalam pelaksanaern program prioritas harus
merumuskan rencana kerja yang jelas dan terukur, serta melibatkan
indikator kinerja yang relevan untuk memastikan bahwa program tersebut
dapat tercapai sesuai dengan RPJMD.
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6) Koordinasi Antar OPD
Mengadakan pertemuan lintas OPD untuk menyamakan persepsi dan
ttrtggung jawab rrrasing-tnasing seirtor daiam irnplementasi progr'.urr
prioritas.

7) Penguatan Indikator Kine{a
Menyusun indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah
(IKD) yang dapat diukur secara jelas untuk mengevaiuasi keberhasilan
program.

8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis
Menyusun Renstra OPD berdasarkan program unggulan yang telah
diselaraskan dengan RPJMD.

9) Penganggaran yang Efektif dan Efisien
Memastikan anggaran yang dialokasikaa sesuai dengan kebutuhan dan
skala prioritas pembangrnan daerah.

10) Evaluasi dan Pengawasan Program
Untuk memastikan bahwa program-program unggulan dan prioritas
be{alan sesuai dengan rencana, perlu dilakukan evaluasi berkala dan
pengawas€rn yang ketat terhadap pelaksanaannya. Evaluasi ini dilakukan
ag.r program-program tersebut dapat disesuaikan dengan dinamika yang
te{adi di lapangan.
Dengan harmonisasi antara program unggulan dan prioritas
Gubernur/Wakil Gubernur dengan progr€rm pembangunan daerah, baik
dalam RPJMD, OPD, maupun nomenklatur yang ditetapkan oleh
Permendagri, diharapkan pembangunan Provinsi Papua Tengah dapat
be{alan dengan efisien dan terarah, serta sesuai dengan kebutr:han
masyarakat.

3.7 Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah mencakup berbagai inisiatifyang dirancang untuk

mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan visi, misi, dal tujuan RPJMD. Program
ini terdiri dari berbagai sektor yang melibatkan OPD sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Adapun beberapa program utama yang akan ciij aiankan meliputi:

. Peningkatan Konel<tivitas Wilayah: Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan,
transportasi darat, laut, dal udara guna meningkatkan aksesibilitas
antarwilayah;

. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal: Penguatan sektor pertanian,
perikanan, dan industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

o Peningkatan Kua]itas Pendidikan dan Kesehatan: Pembaagunal dal
peningkatan fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan guna meningkatkan
kualitas sumber daya manusia;

o Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Program
perlindungan lingkungan, konservasi hutan, dan pemanfaatan sumber daya
alam yang berkelanjutan;

o Peningkatan Tata Keloia Pemerintahan: Reformasi birol<rasi, digitalisasi layanan
publik, dan peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan efeirlif.

Untuk memastikan pencap"ian visi dan misi pembangunan jangka mellengah
Provinsi Papua Tengah Tah:ur. 2025-2029, serta merujuk pada strategi dan arah
kebijakan yang telah dijelaskan, maka program-program yang akan dilaksanakan oleh
perangkat daerah (OPD) perlu dijabarkan pada setiap misi yang telah ditetapkan dalam
RPJMD.

Berikut adalah gambaran umum dari strulrtur yang biasanya terciapat da.lam
Tabel 6 dalam dokumen RPJMD, yang menjabarkan program-program OPD
berdasarkan misi pembangunal Tabel ini bertujuan untuk memberikal pemetaan
yang jelas mengenai pelaksanaan program dan kegiatan setiap OPD, serta
menghubungkannya dengan sasaran yang ingin dicapai.
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Tabel 3. 5 Pro Pem Daerah Yan Disertai Indikatif Provinsi Tahun 2025-2029

VISI: MEWUJLIDKAN PAPUA TENGAH EMAS, ADIL, BERDAYA SAING, BERMARTABAT, HARMONIS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN

menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berdaya saing,

Memperbanvak aarana keaehatan yang berfunqsi sebasai pusat 
'2n tte iob traininq, utamanva untuk mensoptimalkan layanan terpadu balita sakit da-n lansia.

Tujuan: Mewujudkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan yarg berpotensi dart k.ompeten

i 44"/o
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80.ooo
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Pendidik

anPROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKN N
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lusia dini 16-18
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Persen (%)) N/A 65'v.
538.099.9

49.371 6ao/"
532.45669.3 55A.272.8

36.255 7 6.,',o
673.368.6

19.881
aoo/o

7 40.t2A.9
81.869

2
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Pendidik

an
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KURIKULUM

lPersentase Satua.rr

lPendidikan yang
lMengembanglan
Kurikulum
]uuatan t-ot<al

Persen (%)) N/A 65l,/"
s38.099.9

49.371 6Av" 7 20/"
554.272.4

36.255 7 6.,',o
673.368.6

19.881
aoo/o

740.128.9
81.869 44,'/o

412.970.3
80.o00

s32.45669.3
23

3 45"/o
24.902.46

0.oo9l

Urusan
Pendidik

an
PROGRAM
PENDIDIKI)AN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

hndeks
lPemerataan Gun:
lPersentase Gurr
lYang memiliki
lSertifikat
lPendidikan

Persen (%)) N/A 65"/.
15.037.06

2.800 6a,'/.
t9 .',7 40 .7 69 .

o80
1.714.845.

988 7 6.,',o
23.886.33

0.587 aoo/o
26.27 4.96

3.646

4

Urusan
Pendidik

an

DINAS
PENDIDIKA

N DAN
KEBUDAYA

AN

PROORAM
PENGENDI\LIAN
PERIZINAN
PENDIDIKAN

lPersentase usulal
[rin S"t,r"o
]PendidiLan yang
lditerbitk?n/di
lPerbaharui

Persen (%)) N/A 65"1
733.274.6

oo 6Avo
1.21i6.606.4

60
1.415.267.

106
76.,',.

1,556.793.
817 800/o

r.712.473.
198

45,'/.
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5 Tavo
732.050.0

oo 80%
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ooo
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PROGRAM
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lRasio siswa
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lberbahasa 
inSCris

Persen (o/.)) N/A 650/o ova
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7 0<"1r
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oo 7 49'o
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oo0
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Awa.l
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2024
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Urusan
Kesehata

n

. Angka Kematian
Ibu (AKI)

Prevalensi
Stunting (Pendek
dan Sangat
Pendek) Pada
balita

Persen (%)) N/A 3ao 643,8?',O,5
04,630 375 813,817,555

,o93
370 7 t9,149,3

1o,602 36t; 663,O14,2
41,662 :i60 570,965,6

65,828 360 3,410,917,
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n

6

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORAN(iAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAI.ST Persentase

Peningkatan
Kompetcnsi SDM
Bidans l(esehatan
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o4,630 10,9 813,817,555

,o93
oa 719,149,),

30,602 8,9 663,Ot4,2
4 t ,662
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38,573 6
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n
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104,101,850

,o60
4 104,512,O

35,066 5

7

PROGRAM
PENINGKA'IAN
KAPASITAS
SUMBER IIAYA
MANUSIA
KESEHATAN

Peraentase
Cakupan Sediaa-n
Farmasi, Alat
Kesehatan dan
Makanan
Minumair

N/A 80 85 1,100,o00,
000

1,1 10,oo0,
oo0

,lo 1, r 1 1,O00,
000 90 5,221,O1)O,

o00

UrusaJr
Kesehata

n
Persen (o/"))

o0
9OO,0Cr0,0 a2

1,O00,000,0
00

8

PROGRAM
SEDIAAN
FARMASI,
ALATKESEHATAN
DAN MAKANAN
MINUMAN

7 1 1,1 13,80
9,427 8 12,105,1e

o,810 9 13,075,70
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9 56,O29,42
I,79ti

Urusan
Kesehata

n

Persentase
Masyarakat
Bidang l<esehatan
Yarlg
Diberdalyakan

Persen (%)) N/A 5
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700 6
to,294,372,
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9

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN

Persentase
Pelayan Kesehatan
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Kesehata

n
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Rp
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|
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2024
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Rp
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Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2Q26
Si{uan

Irr(likator
Knerja

2027 
I

2024



- 21tl -

10

PORGRAM
AKREDITASI
PELAYANAN
KESEHATAN

lPersenterse

le"t.y"r,.r,
lKesehatan yaJlg
fferekreditasi

Persen (o/o))
30 4a 371,600,O
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o0
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n
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Fehabilitasi sosial

Persen (%)) N/A 5Oo/o
3.OOO.OO0
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3.300.oo0.0
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000 649',o

12

PROGRAM
PENANGANAN
WARGA NEGARA
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4.493.322.

900

Urusan
Sosial
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Persen (7o)) N/A 51v. 2.790.OOO.
000 57o/o

3.069.OO0.O
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pada saat dan
setelah tanggap
darurat benca-na

1. 100.oo0.
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000 350/"
i.500.ooo.
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Dokumc
n

too/o
500.o00.o

oo tSvo 1.000.oo0.o
00 20ak

l7 2.500.o00.
000

2.500.ooo.
000 i,,4 2.500.oo.o

00 2,5 2.500.000.
ooo

Umsan
Statistik

DINAS
KOMUNIKA

SI,
INIIORMATI

KA,
STATISTIK
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lainnya, untuk menembus pasar ekspor, t€rutama ke negara-negara Pasilik.
T\rjuan : Meningkatkan potensi sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan ke8etaraan
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N SIPIL,
PEMBERDA

YAAN
MASYARAK

AT DAN
KAMPUNG
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6
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51.678.OO

o.000

Urusan
Pertania

n

DINAS
PANGAN,

PERTANTAN,
KELAUTAN

DAN
PERIKANAN

PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMB,\NGAN
SARANA
PERIANIAN

I

lPeningkatan
lProduksi Tanaman
lp"rer',
I

Pers,en (o/o) N/A 1ovo
51.678.OO

o.o00 20t /o
55.984.500

000 30v. 60.291.00
o.00

40

409'0
64.597.50

o.000 so% 68.904.00
0.000

Program PrioriteLs : Membangun industri hulu detn hilir yang saling menopang mr:ningkatkan nilai tambah dan d.rya saing Papua Tengah

T4 : Meningkad<an potensi sumber daya manusia dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan

TOYo
1,850,OO0,

000 aoo/o
1,990,Or)O,

ooo

Uruaan
Koperasi,

Usaha
Kecil dan
Menenga

h

PROGRAM
PEI,.AYANAN IZIN
USAHA SIIIIPAN
PINJAM olume Usaha

truhan
Persen (7o) N/A 500/o

1,356,{t80,
O0Cl

5s%
1,500,o00,o

00
60v, 1,500,000,

o00 659'o

PROGRAM
PENGAWAI]AN
DAN
PEMERIKSAAN
KOPERASI

1o"."..r,.,".
Pengawasan
Pemeriksaarr

]ronerasi

dan
Persen (%) N/A sOYo

800,000,0
oo 55% 850,OOO,OO0 6Ovo

875,OO0,O
oo 65",',o

900,ooo,0
oo 7ovo

I ,O00,o00,
000 aOo/o

1,500,000,
ooo

Urusarr
Koperasi,

Usaha
Kecil dan
Menenga

h

850,000,o
oo aoa/a

1,500,000,
ooo

Urusan
Koperasi,

Usaha
Kecil dan

DINAS
KOPERASI,

USAHA
KECIL DAN
MENENGAH

PERINDUST
RIAN, DAN
PERDAGAN

GANPROGRAM
PENILAIAN
KESEHATAN

lP".".rr,^""

lronerasi 
nktif Persen (%) N/A s0% 724,320,O

oo 55% 750,320,OO0 60.,k 775,320,O
o0 659',o

800,ooo,o
00 700k

2026 
I

2027 202a 2029 2030202203C1

RP Rp Tzrget

P(:rangkal

Target RpRp

Bidarig Daerah
Urusa P(:nanggu
n/Uns n61 Jawab

ur

| 
,.,0,u",* *,r,"rj" 

]

[)aerah

Satuart
Incli]<ator
Kneda

RI, Rp

Awal
Perenca

rlaan
RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1,65o,OOO,l
ooo 

I

I

I

I
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KSP/USP
KOPERASI

Menenga
h

aoa/.
1,500,000,

ooo

Urusan
Koperasi,

Usaha
Kecil dan
Menenga

h

PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
T,ATIHAN
PERKOPERASIAN

Persentrse
Koperasi yang
diberikan
dukungan
Fasilitasi Pelatihan

Persen (o/o) N/A 50,'/"
793,413,O

oo 55%, 800,413,000 425,413,O
00 659',o

850,413,0
o0 700/o

900,o00,0
oo

aOYo
1,500,ooo,

o00

Urusan
Koperasi,

Usaha
Kecil darl
Menenga

h

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN
PERLINDUNGAN
KOPERASI

Persentaae
Meningkatnya
Koperasi yang
berkualitas

Persen (%) N/A 50vo
4,200,ooo,

o00 55% 4,500,ooo,0
o0 600/o

4,750,OOO,
000 650,'o

5,OOO,OO0,
o00 7 Oo/o

5,150,000,
000

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA
MENENGAH,
USAHAKECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UNIKM)

Persentase Usaha
Kecil ya:rg
bertransformasi ke
formal

Persen (9/o) N/A 5001
5,418,UO3,

000
55% 5,418,803,O

00
600/<,

5,718,803,
000 659',o

6,OO0,O00,
o00 7Oo/o

6,150,000,
o00 80% 6,555,OOO,

o00

Urusan
Koperasi,

Usaha
Kecil dan
Menenga

h

aOo/o
3,40O,OrlO,

o00

PROGRAM
PENGEMBANGAN
UMKM

Proporsi UKM
menjalin
Kemitraan dan
Ekspor

Persen (o/o) N/A 50% 2,800,o00,
00Cl

55% 2,900,000,o
00 6OYo

3,000,oo0,
ooo 659'.o

3,100,o00,
000 7 00/"

3,200,o00,
o00

ao.k 1,990,Or1O,
o00

PROGRAM
PENGUATAN
BADAN HUKUM
KOPERASI

Persentaae
Koperasi yang
memiliki Izin
Usala Simpan
Piniafn

Persen (%) N/A 50.,/"
1,356,680,

oo0 550/.
1,500,o00,o

00 600/.
l,500,oo0,

o00 659'o
1,650,O00,

000 7 Oo/o
1,850,O00,

o00

Urusan
Koperasi,

Usaha
Kecil dan
Menenga

h

PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM
PENANAMI\N
MODAL

Realisasi Total
Ierhadap Target
Investasi

Pers,en (%) N/A aook
a42.a2A.A

00 aoo,l\ 349.774.OOO 85% 1.271.580
200 859'o

471.626,5
40 904/.

s r 8.789.1
94 lOO"/o

570.66{}.1
13

Jgc T€'rgetRp [*'l RpRr, 
I 
r*** Rp I Targer

AwaI
Perenca

naan
RPJMD
2024

I tndikator rine4a
I

Pendanaan

202s

Capaian Kinerja Program dan

'Misi/Tujuan/Sasa

a)aeral1

2(o26 2027Satuan
In(likator
K nerja

600/.

I

I

I

I

I

I

I

202a 2029 2030242203tt Bidang
Urusa
n/Uns

rJr

I)acrah
PeranBkat

Pr:nanggu
vabJarn$

I IRp Target Rp

I
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Uru san

Modal
349.469.2

oo ao9/o
384.856.1

20 85%,
423.341.7 90% 46s.675.9

o5

t€LSe

ODAL
ANAMI\N
MOSI

RAM

vestasi
yang Persen (o/o) N/A o ao,'t

1.777 .9AO
493 90,v.

1.955.778.
542

Uru san
Penanarn
an Modal

PROGRAM
PEI.AYANAN
PENANAMIIN
MODAL

lPersentase pelaku
lusa-ha yang
fnemperoleh izin
lsesuai ketentuan

Persen (%) N/A aotv"
t.214.:r84.

600 aOo/o 85t"1,
1.469.405.

366 859/o
1.616.345.

903 900,1,

1.732.253.
642 900

1.905.479
oo6 900,1,

2.096.026
907

Urusan
Penanam
an Moda]

PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN
MODAL

tarse
enyelesaian

asaLlahan dan
batan yang

pelaku
saha dalam

buka usaha

Persen (%) N/A aovo
1.301.467.

800 aoo/o
l' 431.614.5

80
8501,

t.574-77 6.
038

193.926.O
85,2,

234.650.5
02

Urusan
Penanam
an Modal

PEI.AYANAN
TERPADU

SATU PINTU
PROVINSI

PAPUA
TENCAH

PROGRAMPENGE
LOLAANDATADAN
SISTEMINT'ORMA
SI PENANAMAN
MODAL

lP".""rrt"""
lpemanfaatan data
ldaa informasi

lPenanaman 
Modal

Pers,en (%) N/A o 80,/. ao,'1,
176.296.3

859'o

384.8s6.1
20 9Oo/o

423.341.7
Urusalt

Penanarn
an Moda.l

PROGRAM KER.IA
SAMA
PENANAMAN
MODAL

lPersentase 
keaa

Farra penanamarr

[noda-l yartg di
Itindaklaniuti

Persen (7o) N/A o o o 800,'o
349.469.2

oo aO"/.

Urusan
Pertania

n3Oo/o
60.291.O0

0.oo
409'o

64.597.50
o.o00 50% 68.904.00

o.000 100/o
51.678.00

0.OOCl

PROGRAM
PENYEDI,&{N DAN
PENGEMBANGAN
SARANA
PERTANIAN

le"r,ir,gt"
lProduksi

le..s"',

tan
Tanaman Persen (o/o) N/A 100/o

51.678.00
o.000 204/.

3.285.163.
375

3.504.176.
400 100h,

2.628.132
300

Urusan
Pertania

n

DINAS
PANGAN,

PERTANIAN,
KEL.\UTAN

DAN
PERIKANAN

PROCRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN
HEWAN DAN
KESEHATA,N
MASYARAI-{7
VETERINER

t

MS)
enulaJ

Hewan
Strategis

Persen (%) N/A 100/.
2.628.132.

30Cl
2oo/o

2.447.143.3
30"1,

3.066.154
350

400,,o 50"1

2026 2027

Rp

P(:rangkat
Daerah

P(!na!ggu
nt: Jawab

I

] 
r'z,reet

202A 2029

urRp Rp Rp

2030202203 Bidang
Urusa

I n/Uns
IItaerah 

]

Indikator Kinerja Srltuan
In(tikator
Knerja

Rp r-B.tl Rp I Taree

Capaian Kinerja Program dan Pendanaan

2025

RPJMD 
I2024 I

Awal
Perenca

naan

1.33s.823.o160 
1

859',o

213.318.6 
9oolo160 26e.4sol

55.rrs4.500. 
I000 I

I
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too/"

Urusan
Pertania

n

PROGRAM
PENGENDALIAN
DAN
PENANGGULANG
AN BENCANA
PERTANT.AN

1"....n*.
lP.rrrog"r"r,

f""-" 
Pertanian

Persen (%) N/A loo/o
1.920.ooo.

ooo 20/" 2.O80.OOO.O
oo 3OYo

2.240.OOO.
ooo 409'o

2.400.ooo.
ooo 50%

2.560.OOO.
ooo

1.920.000.
ooo

PROGRAM
PERIZTNAN
USAHA
PERTANIAN

leersentase tzin
IUss.I.a Pertanian

[anS 
diterbitkan

Persen (7o) N/A 't oo/o
1.920.O00.

000
20vo

2.O80.OO0.O
o0 3Oo/o

2.240.OOO.
000

400,,o
2.400.o00.

000 500/"
2.560.OOO.

o00 tovo 1.92O.0r)o.
ooo

Urusalr
Pertalia

n

PROORAM
PENYULUFIAN
PERIANIAN

lPersentase
lx.lembaga".,
lKoperasi Tani yang
hibentuk dan
beroperasi

Persen (%l N/A lOo/o
4.200.ooo

oo0 2Oo/o
4.550.O00.O

00 300/.
4.900.ooo_

ooo 409'0
5.250.OOO

o.oo0
5.600.o00.

000 lOo/o
4.200.ooo

ooo

Urusan
Pertania

n5Oo/o

PROGRAM
PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

Fersentase lzin
lusaha
perdagangan Yang
difesilitaai

Persen (%) 50% 850/o
5,500,000,

ooo

Urusan
Perdagan

ganN/A 4,135,147,
600 55% 4,500,ooo,6

00 600/o
4,750,OOO,

500 659',o
4,900,ooo,

000 7ovo
5,OOO,OOO,

000

Urusan
Perdagan

gaJl

PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
DISTRIBUSIT
PERDAGANOAN

]P"r""rrt*"" ""r.r,.lPerdagangan Yang
laitingtatt<an

lXua.tita"nVa

Persen (7o) N/A o 501/"
15,750,000,

oo0 55()/o
20,o00,00

o,000 609/0
20,500,o0

o,o00 65o/o
2 r,000,00

o,ooo 85,7"
21,200,OO

o,000

Persen (o/o)

Urusan
Perdagan

gan

PROGRAM
STABILISASI
HARGA BARANG
KEBUTUHAN
POKOK DAN
BARANG PENTIN

lP".".rrt.".
[tabilitas Harga
pararg Kebutuhan
Fokok dar Barang

cF""ti"g

N/A 300/"
25,264,92

7,500 55% 2s,s00,000,
o00 600/.

2s,750,00
0,0o0 659'o

26,000,00
o,ooo 7 00/"

26,500,00
o,ooo 800/.

26,700,OO
o,oo0

PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKSPOR

l*ir* "n"po.F*rIlg
Persen (%) N/A o o 5001, 750,OOO,OO0 55o/o 00

78O,O0O,0
609',o

1,0O0,O00,
000 65",1,

1,100,oo0,
000

85% 2,800,000,
000

Urusan
Perdagan

gan
lPersentase

lP"rr"rrg".., ",lPengaduan

PROGRAM
STANDAR DISASI
DAN

Persen (7o) N/A 0 50% 750,OOO,OO0 550/"
780,OOO,O

oo 609'0
1,000,o00,

000 650/o
1,100,o00,

ooo ao% 1,800,000,
o00

Urusan
Perdagan

Ran

DINAS
KOPERASI,

USAHA
KECIL DAN
MENENGAH

PERINDUST
zuAN, DAN
PERDAGAN

GAN

Indikator Kinelja

Prograrn
[)aerah

Satuajr
nclikator
tl nerja

I
Awal

Perenca
naan

RPJMD
2024

Capaian Kineda Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang
Urusa
n/Uns

uf

P(|Iangkat
I)aerah

P(lnsnggu
n5; Jawab

2025 2()26 2027 202A I 2029 2030202203C1

Target Rp Target Rp T€rge1 Rp IaxBel Rp T€.rget Rp Target Rp

0

o
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lxonsumen
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
PROGRAM
PENGGUN,l\AN
DAN PEMASARAN
PRODUK DALAM
NEGERI

lP..".rrt*".
lp.tggr..ru..,
parang 1>roduk
@a1am negeri

Persren (%) N/A 0

Urusan
Perdagan

gall0 50% 500,000,000 55v,,
780,000,o

oo 60.J,6
1,000,000,

ooo 65"/a
1,100,000,

o00 75% 2,8OO,OrlO,
o00

PROGRAM
PERENCAI\IAAN
DAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI

Persentase
lRealisasi Investasi
isektor tndustri
kan Kawasan
L
llndustrl

Persen (%) SOa/o 50% 20,63tt,o9
8,111 550/o

20,750,OO0,
000 60"/,'

21,000,o0
0,000 659',,

21,250,OO
0,000 70./,,

21,500,00
0,000

aova
21,800,00

0,000

Uruaan
Perindus

trian

PROGRAM
PENGENDALIAN
IZIN USAH,q
INDUSTzu

lPersentLse lzin
lUsaha hrdu stri

[anB 
diterbitkan

Persen (%) 50% 50% 0 7 50/.
2,OOO,000,

oo0

Urusan
Perindus

trian600,ooo,o00 5s% 750,000,o
oo 609',o

1,000,o00,
000 650/"

1,150,O00,
000

PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM
INFORMASI
INDUSTRI
NASIONAL

h..""di",,u.
hnformasi"lndustri
lsecara l,engkap,
hkurat, dan

frerkini

Persen (%) 50% 50% 1,600,000,
00Cl

550/.
1,750,O00,O

00 6ovo
2,OO0,O00,

000 6591t
2,250,OOO,

000
700,1,

2,500,o00,
000

80% 2,900,000,
oo0

Urusan
Perindus

trian

budaya kompetitif demi terwujudnya transformasi tata kelola va::g efisien, transDaran, dan respcnsif terhadap kebutuhan Masvarakat

PROGRAM
FASILITASI DAN
KOORDII'[ASI
HUKUM

ukum Yang
sentaae Produk

% 100 100 4.O00.o00.
00cl

100
4.410.O00

o00
4.630.500

o00
4.a62.O25

oo0 100
5.105.1126.

250

Sekretari

Daerah

SE,KRETARI
AT DAERAH

4.200.o00.o
00 100 100 100

PROGRA]M
PENGUI(rAN
IDEOLOGI
PANCASILA DAN

lcakupal
lPenguatan Ideologi

lPancasila dan
lKarakter

Persen (%)
100l,/a

N/A
14,42it,O4
l,OOO,OO 100% 15,864,245, 100% 17,450,66 100',/o 19,19s,73 100% 2 1, 1 15,31 100% 21,115,31

Kesatuan
Bangsa

dan
Politik

BAI]AN
KEI]ATUAN
BAI!GSA
DA1\

Indikator Kinerja

I)aerah

S{rtuao
Indikator

l1r nerJ a

Awal
Perenca
naan

RPJMD
2024

Capaian Kinerja Flogram dan Pendaliaan

2025 2027 2024 2029 Bidang
Urusa
n/Uns

urTarger RI, Targe Rp Targel Rp
l'**"'

Rp T€Jget Rp Target Rp
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o,224,10 o,22a,10100,00 9,610,O0 6,571,OOOKARAKTT'R
KEBANGSAAN

Kebargs,aan

10,930,88
8,61O,40

Kesatuan
Bangsa

dan
Politik

9,O33,792,
240,OO

100'%
9,937 ,t71,

464,OO
1000/.

N/A
toook 7 ,465,944,

ooo,oo 100% a,212,534,4
oo,oo lOO"/o

PROGRA]M
PENINGKATAN
PERAN PARTAI
POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALUI
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGA
N ETIKA SERTA
BUDAYA
POLITIK

Persent{rse
Pendidikan Politik
Kader Partai
Politik

Persen (%)

Kesatuan
Bangsa

dafl
Politik

lOOo/o
24,142,33
|,t21,70 1000/"

24,142,33
I,t2t,70100.,/"

r8,.t38,490,
700,oo 100yc,

19,952,33
9,770,OO

I OO'7o
21,947 ,57
s,747,OO

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASY,TRAKA
TAN

Persentase
Orga-nisasi
Kemasyarakatan
yang Aktif

Persen (%) N/A loool, 16,489,53
7,O00,o0

a,570,740,
377 ,10

100%

8,570,7,+O,
377,lt)

Kesatuan
Bangsa

dan
Politik

POI.ITIK

100()/o
7,043,256,

510,00 100 70
7,791,542,

161,00
i00%

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGA
N KETAHANAN
EKONOMI,
SOSIAL, DAN
BUDAYA

Persentase
Kebijakan di
Bidang l(etahanan
Ekonomi, Sosial
Budaya dan
Fasilitas
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoti.l:a, fasilitas
kerukunan umat
beragama dan
penghayat
kepercayaaII
didaerah vanc

Persen (%) N/A 100% 5,853,931,
ooo,00 100"1,

6,439,324,1
o0,00

20272026 I

RpRI, TargerRp
"-..,1

AwaI
Perenca

naan
RPJMD
2024

Pt:rangkat
Daerah

Pr:nanggu
n{l Jawab

20292025

Rp Rp Target
I

Capaian Kinerj iI Program dan l(erangka Pendanaan

2030202203(l2024 Urusa
n/UnsRpl"'

I Indikator Kine{a

I)aerah i

i/Misi/
/Program

Situan
Ifftikator
K:nerja

lli,ntoliuot ,oo*

I

I
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dilaksaI:akair

PROGRAM
PENINCKATAN
KEWASP.{DAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANG,\NAN
KONFLIK
SOSIAL

Persentase Konflik
Sosial yang
diselesarkan

Persen (%) N/A
1000/. 1000/0 1000/o

85,203,80
3,940,53 100'% 93,724,14

4,334,58 100%
103,096,6
02,7 64,O4

1000/o

103,096,6
02,764,O4

Kesatuan
Bargsa

dan
Politik

70,416,36
6,893,O0

77,,+54,OO3,
582,30

PROGRAM
UTAMA DAN
PENUNJANO
LEMBAGA
MAJELIS
RAKYAT PAPUA
(MRP)PROVINSI
PAPUA

Perselrtase
Program
Penunjang
Lembasa MRP

Persen (%)

toov" lo0%
265.85a.0

40.000 1000/"
292.443.4OO

.ooo looot
32 t.6a8.1

80.oo0 I OO''/o looo/a
349.242.6

97.800 100'/o
1.3 1O.971 .

715.8C'0
Kekhusu

san
Papua

MT'JELIS
RAKYAT
PAPUA

satna antar unsur masyarakat untuk mewuiudkan stabilitas dae,rah yang berke€dilaI melalui Dendekatan adat, budaya. sosial dan ekonomi

b lewat fomm komunikasi itntar umat melaksanakan keall erdamaian clan harmonisasime!r-an dan sosial rutin
fujuan : Memantapkan lingkungan yang amar, tenteram, damai dan tertib

PROGRA]\4
PENINOXATAN
KETENTF]RAMA
N DAN
KETERTIBAN
UMUM

Urusan
Ketenter

aman
dafi

Ketertiba
n Umum

Serta
Perlindu

ngan
Masyara

DINAS
PEMADAM
KEBAKARA

N,
PE\ANGGU

LANGAN
BENCANA

DAN
SATUAN
POLISI

Cakupan petugas
satuar polisi
pamong praja

Persen {%)) N/A 300/. 3.094.r1O0 35o/o 3.O43.400 400/a 3.743.740 459'o 4.118.114 500/. 4.529.925 6Oo/o 4.9a2.9 r8

lvisi/ Misi/'rtujua n / Sasa
[an/Program
Fembangunan I)aerah

I Indikator Kineda Satuan
Inclikator
Knerja

R!,

2027 202a 2030202203Lt2(t26

Rp Rp

2029

Rp Target I RpRp lTzrget

I

I

Capaian Kinerjrr Program dan Kerangka Pendanaan

2025

Targe

Bidarg 
I

Urusa 
I

I)aerah
R:nanggu

n/Uns Ing Jawab

Awal
I Perangkat

Perenca
naan

RPJMD
2024

ur
I

I

353.824.6
10.500
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kat

80\vo 4.992.541

Urusan
Ketenter

alllarl
dan

Ketertiba
n Umum

Serta
Perlindu

ngan
Masyara

kat

Ratio Mitigasi darl
pengurangan
Bencar€t

Persen (7d) N/A 50,v" 3.100.ooo 55,v" 3.4.10.OOO 60,'1, 3.751.O00 659',o
4.126.t10

oo 70,,/o 4.538.719

Urusart
Ketenter

arnan
dan

Ketertiba
n Umum

Serta
Perlindu

ngaIr
Masyar:a

kat

Pr\MONG
PRA.IA

600/0 3.775.200 659',o 4.152.720 7Oo/o 4.567.992 aOo/o 5.O24.791

PROGRAM
PENCEG,{HAN,
PENANGGULAN
GA,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN
DAN
PENYELAMATAN
NON
KEBAKARAN

Cakupan
pelaya-nan
bencana
kebakaran

Persen (%)) N/A SOYo 3.120.r10O 55% 3.4.32,000

4.862.O25.
000

100
5.105.126.

250

Sekretari
at

Daerah

SEI(RETARI
AT DAERAH

PROGRAM
FASILITASI DAN
KOORDINASI
HUKUM

Persentase Produk
Hukum Yang
Dihasilkan

o/o loo 100
4.000.o00.

ooo 100
4.200.000.0

o0 IOO
4.410.OO0.

000 100
4.630.500

o00 100

r9,195,73
6,571,O00 100%

21 , 1 15,31
o,224,10 1O0Yo

21,115,31
o,22a,ro

Kesatuar
Bangsa

dan
Politik

PROCRA]M
PENCUAIAN
IDEOLO(iI
PANCASILA DAN
KARAKTER
KEBANGSAAN

Cakupan
Penguatan Ideologi
Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan

Persen (%) N/A

100%
1.4,422,O4
1,O00,o0 100.r,

15,n64,245,
100,00 100%

17,450,66
9,610,OO

too,%

Kesatuan
Bangsa

dan

I]ADAN
KESATUAN

BANGSA
DAN

POLITIKPROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI 7,465,9 4,2t2,5 t00% 9,O33,7 100% 9,937 100%

10.930,
888,61 10,930

Persen i7o)Persen (%) r{/A
100% 100(r'o

2(]26
I

2028
I

cnoa 2o3O2O22O3(l2027Indikator Kinerja

Ilaeral

Sirtuan
In(tikator
Knefa

Awal
Perencz

naan
RPJMD

Bidaag
Urusa
n/Uns

ur

Pr:rangkat
I)aerah

P(,nanggu
nti Jawatr

Capaian Kine{a Prograrn dan (erangka Pendanaan

2025

RI,

I

PROGRAM
PENANGGUI-AN I

GAN BET\TCANA I

I
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loo% 888,61
o,40

Politik92,240.
00

,t7 7,
464.O

o

0,40POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALUI
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGA
N ETIKA SERTA
BUDAYA
POLITIK

44,000,
0o

38,400,
oo

8,570,740,
377 ,LO

too"/"

8,570,740,
377 ,lO

Kesatuan
Bangsa

dan
Politik

1000/"
7,O43,256,

510,O0 loo',/o
7,791,542,

161,00 tooo/o

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGA
N KETAHANAN
EKONOMI,
SOSIAL, DAN
BUDAYA

Persentase
Kebijakm di
Bidang lGtahanan
Ekonomi, Sosia.l
Budaya dan
Fasilita.s
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkotika, fasilitas
kerukunan umat
beragama dan
penghayat
kepercayaan
didaerah yarg
dilaksanakan

Persen (%) N/A
lOOo/o

5,853,q31,
ooo,oo lOOo/o

6,439,324,l
o0,oo

Kesatuar
Bangsa

dan
Politik

93,724,14
4,334,58 ),OOo/o

103,096,6
02,764,O4 100%

103,096,6
02,764,O4

100% 100%
77,458,OO3,

582,30 10001)
85,203,80
3,940,53 r 00',/"

PROCRAM
PENINGKATAN
KEWASP,{DAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITAST
PENANO\NAN
KONFLIK
SOSIAL

Persentase Konflik
Sosia.l yang
diselesarkan

Persen (o/o) N/A 70,416,36
6,893,O0

58.066.OO Kekhusu MAJELIS47.9a9.OO ro0 52.787.OO 100PROGRA}4 Persentase loo too 38.123.O 1 loo 39.660.O00. 43.626.00 100loo

Visi/ Misi/Tujuan/ Sasa
ran/Program
Pembangun€n l)aerah

Indikator Kinerja S{tua.rl
In(likator
K.nerja

Awal
Perenca

naan
RPJMD

2024

Capaian Program dan Pendanaan
Bidang
Urusa
nl Uns

ur

Perangkat
l)aerah

Rrnarggu
ng Jawab

2025 2026 2027 202A 2029 2030202203C1

Taryet RI, Target Rp
I

Target Rp farget Rp T6rget Rp Target Rp
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UTAMA DAN
PENUNJANG
LEMBAGA
MAJELIS
RAKYAT PAPUA
(MRP)PROVINSI
PAPUA

unjang Urusan

Prouinsi
tahan

Persen (%) 1.611 ooo o.ooo o.oo0 o.000 O.oOCl

Papua
sarl RAKYAT

PAPUA

inklusii-lingkungal
eleM s5 taika! ada dan kearifan :jelokal fondasi sosiall(etahanan bersum alarn dalawab ber tanukekayaarr t, budaya bagai cyaJ) mantap pengclolaan claya Ilertangguyang jng kelarr-jrnendorong

s keseim elalm ulmenjaga aktiL: ban ramah nu tuk bu ekonc,miharr dar uekologibangan praktik pr pem taII,yairggunan rnenciptakan perlum yang berkelanj dapatyang
seiuruholeh a sekar dan di atmas al<an

seperti
masyalaka aktif dari

tarian

Prioritars intka.rr keari.fan lokal dan t dalam danaan s1ekseku dan ekstraktlf benmem tukadaMeningka tegrasi pengetahuan Perencarl pert€rnkegiatan balgan kegiatan denganlainnya
bihle harmonisbangunan vang matamodel untan tuk olehdila]:ukan arn hutandengan Iingl,-ungan bangkan berkelalju ma svarrakat adat,Mengerr ang progr pengelolaanvyanpencaharirrn

dant Memaritikan as1 arakat dalam mereka triL,erkon sibu datr :nanfaattkanb€rdavaan.pem adat santupartisrp masy pen keprrgambilan sehirlgga dapat mendapa nglalgsu
Manganpertamb mctodan ed dan taio traktifeks mlnlm dam melakukanserta u MI restorasidanpeneraendorong teknologipan pertambangarr kegra yang pak lingkungan ,?aya tigasi pascil

Hal tersebu dilakukant tukun menca al uan teraanah adat dant keles €Llam ber tan
T\juan : Meningkatkan kelestarian kekayaan
berkelanj u t€rr

adat, budaya dan kearifan lokal Bebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelc,laan sumber daya a-laIn yang bertanggung jawab dall

PROGRAM
PERENCT\NAAN
LINGKUNGAN
HIDUP

Persen (%) 20 20 1.796.488
000 22 700.000.oo0 23

770.000.o
oo 24

847.000.0
o0

931.700.0
oo 25 931.700.O

oo

Uru san
Lingkung
an Hidup

PROGRA]M
PENGENDALIAN
PENCEMARAND
AN/ATALI
KERUSAI(AN
LINGKUNGAN
HIDUP

Indeks Kualitas
Air

turgka
Indeks 57.88 57 .a9 1.063.77 6.

ooo.ooo 57.93

Urusan
Lingkune
an Hidup

57 .90 I . 1.z0. 135.6
00 57.9t t.2a7 .168.

960 57 .92
r.415.885

865 57.93 1.557 .47 4.
451

1.557.474.
451

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGA
MAN HAYATI
(KEHATI)

tase RTH Persren (%) o o o 10 13
2.662.OOO.

000 13
2.662.OOO.

000

Urusan
Lingkune
an Hidup2.OOO.OOO_O

00
1t 2.20.OOO.O

00
12

2.420.OOO.
000

lPersentase lirnt at
lB3 yarrg dikelola

PROCRA\4
PENGENDALIAN Persen (%) o 0 o 10

r. 100.oo0
000

I .210.O00.
000

1.331.O00.
oo0.o00 13

i.331 .oo0.
000.ooo

Urusan
Linskune

DINAS
LINGKUNGA

N HIDUP,
KEHUTANA

N DAN
PARTANAHA

N

r.oo0.o00.o
oo 11 l2

20272()26 2024 2029 203O2O22o3cl

RpRp I Targe

Capaian Kinedir Program dan Kerangka Pendanaan

[)aerah
rgram

Indikator

Kirterja

S.rtuanKine{a
ln(likator

Awal
Perenca
naar

RPJMD
2024

Bidang
Urusa
n/Uns

urRpRp lT€rget Rp Target

P(:rangkat
I)aerah

P(:nanggu
nti Jawab

[ridup yang
Hitindaldaniuti

liogkungarr

I

I
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BAHAN
BERBAHAYA
DAN BERACUN
(B3)DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAH,AYA
DAN BERACUN
(LIMBAH 83

an Hidup

PROCRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
(MHA),
KEARIFAN
LOKAL DAN
HAK MHA YANG
TERKAIT
DENGAN PPLH

Persentase MHA
yang di tingkatkan
Kapasitasnya

5 66s.s00.0
oo 5

665.500.0
00

Urusan
Lingkung
an Hidup

Persen (%) o o 0 500.ooo.000 3
s00.000.0

oo 4 605.OO0.O
00

PROGRAY
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATITI{N DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK
MASYART1KAT

ditingkatkan
pet(:nsinya

t€rse

Hidup 1.663.750.
000

1.663.750.
000

Urusan
Lingkung
an Hidup

Persen (9/o) o o o
10

1.250.o00.o
oo

1.375.500
000

20 1.512.500
ooo

PROGRAV
PENOHARGAAN
LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK
MASYAR{KAT

1.331.OO0.
ooo 2

1.33r.000.
ooo

Uruaan
LingkunS
€n Hidup

Percen (7o) o 0 o 1
1.OOO.O00.O

oo 1
1. 100.o00

o00 2
1.210.OOO.

o00 2

PROGRAM
PENANGANAN
PENGADUAN

Urusan
Lingkung
an Hidup

tarse

Kasus
Persen (7o) 7 605.000.o

oo 8 665.500.0
oo 8

665.500.O
00o 0 0 5 500.ooo.oo0 6

550.OOO.O
oo

Indikator Kineda/Tujuan/Sasa
Progam

I)aerah

Sirtuan
In(likator
Kinerja

Awal
Perenca

naan
RPJMD

2024

Capaian Kinerja Program Pendanaan
Bidarlg
Urusa
n/Uns

ur

P(|!angkat
I)a€rah

R:nanggu
ng Jawab

2025 2(]26 2027 202A I 2c29 203020.22030
I

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Tz.rget Rp Target RpI arSer

Persentase
Partisipasi
Masyar€kat dalam
perlindu ngal dan
Pengelolaa.n
Linckunsal HiduD
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LINGKUI\IGAN
HTDUP

Tindak Pidara
Lingkungan Hidup

Urusan
Lingkung
an Hidup

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

Indeks Kinerja
Pengelolaan
Sampah

45 43.923.OO
0.oooIndeks 0 30 30.o0cr.00

o.000
33.O00.O00.

000 35
36.300.O0

o.o00 40
43.923.OO

o.000
.45 43.923.00

o.oo0

PROGRAM
KESEHJATERAA
N RAKYAT

Efektivitas
Pelaksa:raan
Kebljakrm
Kesej ahteraan
Rakyat

36.960.24
8.600 100 38.808.30

3.O30

Sekretari
at

Daerah

SEI(RETARI
AT DAERAH

o/o 100 loo 30.401 .32
o.900 100

3r.927 .646
945 100

33.524.O7
r.292 100

35.200.27
4.457

ro0

Luas WPR
diusulktLn
Pemerintahan
Daerah

Persen (%) N/A 50/" lso/" 1.O82.703
616

209'0 1.1r5.184.
725

250/. 1. 148.640.
267

3OYo l. 183.099.
+75

1.O20.i;52.
000

10v. 1.051. 168.5
60

PROGRA]\,I
PENGELOLAAN
MINERAI, DAN
BATUBARA

Jumlah
rekomendasi
terhadap usulan
IPR

1. 148.640.
267

30% 1.183.O99.
475,03Persen (o/o) N/A 50/. 1.O20.tt52.

000
1lvo r.051. 168.5

60
1.50k 1.O82.703.

616
2096 1.115.184.

725,30
25o/o

Jumlah Ruma}
Tangga penerima
listrik yang
bersumber dari
pembanqkit EEIT

3Oo/o
644.2o4.O

00

Urusan
Energi

dafl
Sumber

Daya
Mineral

Persen (%) N/A 5V,, 0 lOo/o 440,OO0.OOO 150/a
484.O00.0

oo 209/0
532.400.O

oo 21Yo

PROGRAMPENG
ELOI^AANENER
GIBARU
TERBARUKAN

EBT da.lam
auran

644.20tt.O
o0Pers,en (%) N/A o loot) 440.OOO.OOO 15<v.

484.O00.0
o0 209',.

532.400.O
00 25'k 585.640.O

o0 30ak

PROORAM
PENGELOLAAN
KETENAGALIST
RIKAN Elektrifikasi 450/.

56.27 5.44
0.500

57 .963.'.70
3.715

Urusan
Energi

dan
Sumber

Daya
Mirreral

DINAS
TENAGA
KER^IA,

TRANSMIGR
ASI DAN
ENERGI

DAN
S-JMBER

DAYA
MINERAL

Persen (Yo) 20 s0.000.oo
0.oo0,00 30\k 51.,500.000.

000,o0 35"/.
53.045.OO
0.000

4091,
54.636.35
0.000

PROGRAM
PENINGIIATAN
DAYA TARIK
DESTINASI
PARIwlS,{TA

21.961.50
o.000 loo 1s.000.00

O.0OCl

Urusan
Pariwisat

a

DINAS
KEPEMUDA

AN,
OLAHRAGA

DAN

Pereren (7o) N/A 100
15.00o.0o

0.o00 100
16.500.000

000 100
18. 150.00

o.000 100
19,965.00

o.000 ro0

Capaian Kinerja llogram dan Pendanaari
'Mi I /ruj /Sasa

Indikator Kinerja Satuan Awaluan
In(likator Perenca

2025 2026 2027 2024 2029 2030202203t1

I)aerah Knerja naan
RPJMD

2024
RI, Rp

I

Rp Rp
I

Rp Target Rp

s8s.640.o
00

I
I

50.k

Persentase
Pertumtruharr
Kunjungan
Wisatawan

Bidang
L
n/Uns I

ur

P(:rargkat
Daerah

P()nanggu
n1i Jawab
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PROGRAV
PEMASARAN
PARIWIS,{TA

Persentase
Peningkatan Media
Pemasaran
Pariwisata

Persen (%) N/A 4
5.O00.o00.

000 4 6.050.OO0.O
o0 4 6.655.O00.

o00 4
7.320.OO0

oo0 4 8.0s2.000.
ooo

4
5.OOO.0r)O.

000

Urusan
Pariwisat

a

PARIwlSAT

PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
DISTRIBUSI
PERDAG,\NGAN

Persentase sarana
Perdaga[gafl Yang
ditingkatkan
Kualitasnya

Persen (%) N/A o 50"/,,
15,750,000,

000 550/"
20,000,o0

o,o00 609',o
20,500,oo

o,000 65"/o
21,O00,00

o,000 85% 21,200,OO
o,000

Urusan
Perdagan

gall

DINAS
KOPERASI,

1,ISAHA
KECIL DAN
MENENGAH

PERINDUST
RIAN, DAN
PERDAOAN

GAN
PROGRA]\4
PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI
KHUSUS PAPUA

ktivitas

agi Or€mg Asli

bijakan
omi Khusus % 70 90 Sekretari

s Daerah
2.999.\t99.

90Cl
too 3.149.999.8

95 100 3.307.499.
890

r00 3.472.474.
885 roo 3.646.518.

629 100
3.828.844

561
SEKRETAzu
AT DAERAH

(OAP) yarrg berkeadilan untuk berpartisipasi dalam birokrasi pemerintahan dan ekonomi melalui pengembangan balai latihren dan
siap kerja.

uan : Meningkatkar pengelolaan sumber daya a-la-In yang bertanggung jawab dan berkelanjutrrn
PROCRA]M
PERENC.I\NAAN
TENAGA KE&IA

a

tase
paten yang

en!'usun
Tenaga

Persen (%)) N/A o

Urusan
Tenaga
Kerja0 15 181.500.000 20 199.650.O

o0 25 219.615.O
oo

.30 1.t27.357.
000 35

1.240.O92.
700

PROGRAM
PELATIHAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITA
S TENACA
KER.JA

tase Tenaga
di Sektor

yang
eningkat

uktivitasnya

Persen (o/.)) 5 10

Uruaan
Tenaga
Kerja

DINAS
TENAGA
KERJA,

TRANSMIGR
ASI DAN
ENERGI

DAN
SUMBER

DAYA
MINERAL

7.O00.o00.
ooo 15

7.210.O00.O
oo 20

7 .426.300
000

7.649.049
000 30 7.878.s61.

670 35 8.1 14.918

2026 2027 20302022030
I

20292024

R!, ITarger Rp TaJgel Rp

Awa.l
Perence

naan
RPJMD
2024

Bidang
Urusa
n/Uns

ur

Capaian Kineia Program dan
risi/Misi/Tujuan,/ Sasa

Pendanaan

202s

[)aerah
RpRp

Indikator Kineq

Rp Target

Situan
In(likator
Kflerja

0

()AP)

I

I

I I I

P(:rangkat
l)aerah

P(:nanggu
n$ Jawab
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30
7.636.819
260 JJ 7.465.9t23.

838

Urusall
Tenaga
Kerja

PROGRA\4
PENEMP,q.TAN
TENAGA KERJA

lPersentase Tenaga
lKe4a yang
lditempatkan di
Ialarn negeri

Persen (%)) 10 6.785.2 15
ooo,00

15
6.98i8.77 1.4
5O,CrO

20 7.198.434.
593

7 .414.387.
631

,30
5.833.733.

aa7 35
6.O08.7.+s

904

Urusan
Tenaga
Keia

PROGRAM
HUBUNGAN
INDUSTRIAL

lumlah Pekerja
fiada Perusahaan
[alg Menerapkan
lPerlrndungarl Hak-
[a] pekerja dan
lDialos Sosial

Persen (%)) 5 10
5.183.197.

000
15

5.338.692.9
10

20 5.498.453.
697

25 5.663.819.
308

1.127.357.
00

Uru san
Tenaga
Kerja

PROGRAV
PENGAWASAN
KETENAGAKER
JAAN

f-Iumlah Tenaga
Kerja yang
fierlindungi Hak-
Fruk D."...rya

Persen (o/.)) N/A o o 5 770.OOO.000 10
847.000.o

oo l5 931.700.o
oo

'.20 1.O24.470.
000

Urusan
Koperasi,

Usaha
Kecil,
dan

Menenga
h

1,650,O00,
o00 70v" 1,850,o00,

ooo 80'/o
1,99O,OrlO,

000

PROGRAM
PEI-AYANAN
IZIN USAHA
SIMPAN PINJAM ume Usaha

buhan
Persen (%) N/A 500/0

1,356,680,
00Cl

55%,
1,500,ooo,o

0o
60vo

1,500,o00,
o00 659/o

1,000,000,
000 80,2"

1,500,000,
ooo

Urusan
Koperasi,

Usaha
Kecil,
dan

Menenga
h

rsenttrse
dan

asL

Persen (%) N/A 500/a
800,o00,0

o0
5501, 850,OOO,OOO 600/a

875,000,0
oo 659/o

900,000,o
oo 7lvo

80v"
r,500,ooo,

ooo

Urusan
Koperasi,

Usa-I.a
Kecil,
darr

Menenga
h

DTNAS
KOPERASI,

USAHA
KECIL DAN
MENENGAH

PERINDUST
RIAN, DAN
PERDAGAN

GAN

PROGRAM
PENILAIAN
KESEHA IAN
KSP/USF
KOPERAIJI

tzrse
Aktil Persen (7o) N/A 500/l,

724,320,O
oo 55% 750,320,OO0 6Oa/o

775,320,O
oo 659',o

800,000,0
oo 7 Oo/o

a50,ooo,0
oo

2o3o2o22o3tl202a 2029
I

2Q26 2027
Indikator Kinerja

t)6erah

Siatuan

I Inclikator

I Klnerja
Rtr, Ta-rget | ..'*",Rp Rp

Avral
Perenca

naan
RPJMD
2024

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2025

,.'s.l Rp Target RpT6,rget Rp
I

I

I

I

PROGRAM
PENGAWASAN
DAN
PEMERIKSAAN
KOPERAIJI

Bidang
P(:rangkat

I)aerah
Ponanggu
ng Jawab

Urusa
n/Uns

ur
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Urusan
Koperasi,

Usaha
Kecil,
dan

Menenga
h

aov.
1,500,000,

ooo

PROGRAM
PENDIDIKAN
DAN LATIHAN
PERKOPERASIA
N

Persent4se
Koperasi yang
diberikan
dukungan
Fasilitasi Pelatihan

Persen (%)
825,413,0

oo 6S.,',o
850,413,O

oo TOYoN/A 50% 793,413,O
oo s50/. 800,413,OO0 600/a

Uruaan
Koperasi,

Usaha
Kecii,
dan

Menenga
h

5,150,O00,
000 aov,,

1,500,0r1O,
o00

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N DAN
PERLTNDUNGAN
KOPERASI

Persentase
Meningliatnya
Koperasi yang
berkualitas

4,750,O00,
000 659'o 7 Oo/oN/A 50.,k

4,200,o00,
00cl

s50/"
4,500,000,o

00 60v,,

Urusan
Koperasi,

Usaha
Kecil,
dar

Menenga
h

ao,v.
6,555,0r10,

ooo

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N USAHA
MENENCAH,
USAHA KECIL,
DAN USAHA
MrKRO (TJMKM)

659',o
6,000,000,

000 7 00/"
6,150,OO0,

000

Persentase Usaha
Kecil yang
bertransformasi ke
formal

Pers.en (%) N/A 50,va
5,418,8O3,

o00 55% 5,418,803,O
o0 60tvo

5,718,803,
oo0

3,400,ooo,
ooo

Urusan
Koperasi,

Usaha
Kecil,
dan

Menenga
h

PROGRA]M
PENGEMBANGA
N UMKM

3,100,o00,
000

TOYo
3,200,000,

000 80%
trarrn dan

UKM

Pers,en (%) N/A SOvo
2,800,000,

OOCI
55% 2,900,000,o

o0 60,h,
3,O00,o00,

000 659',o

Urusan
Koperasi,

Usaha

1,850,000,
o00

80% 1,990,OOO,
000

PROGRAl4PENG
UATANBI\DANH
UKUM

tase
yang
Izln

r,500,oo0,
o00

6.50,'o
1,650,000,

000
7lvaPersen (o/o) N/A 500/<,

1,356,680,
00Cl

55% 60t)h

Capaian Kinerja Program

RD

Pendanaan P(:rangkat
Awal

Perenca
naan

RPJMD
2024

2025

RI,

Bidang
Urusa
n/Uns

ur

I)aerah
Ponanggu
n11 Jawab

I

Rp Target Rp

I

20272026

Rp

2030202203C1202A 2429

Rp T6rget

brdikator Kine{a

I

Srrtuan
h.rclikator
Knerja

II

I

900,ooo,o
oo

| "**, 
,*,

I

1,,..,,..,,1
loool

I

r,500,o00,o1ool
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KOPERASI Kecil,
dan

Menenga
h

Usaha Simpan
Pinjam

Persentase ASN
Yang
mendapatkan
pengemllangan
kompetensi dasar,
Manajerial dan
fungsional

Pereren (%)
4,494,480,

914,00 50
22,494,44
o,914,00 50 23,994,O7

1,914.00

Pendidik
an dan

Pelatihan
23,994,O7
1,914.O0

52 22,,194,44O,
914,OO

55 22,494,48
o,914,O0

Persenta.se ASN
yang Memiliki
Sertifrka si
Kompetensi

1000/o
1,000,0r1o,

000,Oll

Pendidik
an dan

PelatihanPer€ren (%) 100,/, ),oo,'/.
1,000,000,

ooo,o0 100%
1,OO0,O00,O

o0,oo 100%
1,000,000,

oo0,00 100,/o
1,000,000,

oo0,00 IOOYo
1,O00,oo0,

000,00

Perseotase ASN
Yarg didapatkan
Pengembangan
Kompetensi Teknis

Perr,en (%) 15% 15o/o
1,O00,o00,

ooo,00 2Oo/o
1,OO0,O00,O

o0,oo
1,000,000,

oo0,00 300,,o
1,O00,000,

ooo,00 3sYo
1,O00,oo0,

ooo,00 75o/o
1,OOO,OrlO,

0O0,Orl

Pendidik
an dan

Pelatihan250/"

PROGRAI\,{
PENGEMBANGA
N SUMBER
DAYA MANUSIA

Persentase
Realisasi
Pendidikan dan
pelatihan yang
dilakganakan

Persen (%)
1,000,o00,

o00,00 IOOYI
1,OOO,OrlO,

000,0r)

Pendidik
an da.rr

Pelatihan

BADAN
KEPEGAWAI

AN DAN
PENGEMBA

NGAN
SUMBER

DAYA
MANUSIA

100% 100% 1,o00,oo0,
000,00 lOO"/o

1,O00,ooo,0
00,00 100%

1,000,000,
o00,00 100'7"

1,O00,000,
oo0,00 100%

anggota masyarakat roemiliki kesempatan yang sama untuk berkembiing dan berkontribusi terhadap l<emajuan Papua. Tengahmemastikan bahwa

PORGRA]M
PENYELENGGA
RAAN JALAN

DINAS
PEKER,JAAN
UMUM DAN
PEITUMAHA
N RAKYA?

t€Lpan Jalan Persen (%)) t7 ,5 20 262.212.4
45.906

270.O74.419
.243 26 274.141.7

83.861 29 2a6.526.6
19.377

295.122.4
17.958

303.976.O
90.497

Urusafr
Pekerjaa
n Umum

dan
Penataall

Daerah

Indikator Kinerja Slltuair
Inclikator
Kl.nerja

Capaian Pendanaan
AwaI 2029 2030202203tr

naan
RPJMD
2024

Rp Rp Rp TaLrget Rp

Bidang
Urusa
n/Uns

ut'

P(lrangkat
Daerah

Penanggu
nfi Jawab

50 50
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Rualg

Urusan
Komunik
asi dan

lnformati
ka

DINAS
KOMUNIKA
SI,
INFORMATI
KA,
STATISTIKA
DAN
PERSANDIA
N

PROGRAM
PENGELOI-AAN
APLIKAS]
INFORMATIKA

Meningkatkan
Kualitas
Pengelolaan
Aplikasi
Informatika

Persen (%)
55.OO0.00

o.000
55.O00.00

o.000 2,4 55.000.00
o.ooo 2,5 s5.000.oo

o.ooo2 ) 30.0ocr.00
o.000 2,1

s5.o00.oo0.
000

ao

Persent6r8e Belanja
Pegawai di Luar
Iunjangan guru
yang dielokasikan
mela.lui TKD

Persen (7o) 9
327.74O.7

64.863 t2 15
357.740.7

64.863 15
357.74O.7

64.86i39
317.74O.7

64.863 9
317 .740.764

.863 12

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH

t .o13.o27.
o47.363 24,95 1.O13.027.

o47.3e'3

Keuanga
n

BADAN
PENDAPATA
N,
KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH

Persentase Alokasi
Belarja
Infrastru ktur
Pelayanan Publik

Persen (7o) 24,95 24,9s t.ol3.o27 .

o47 .363 24,95 l O 13.027.O
47 .363 24,95 1.Ot3.O27 .

o47 .363 24,95 1.o13.o27
o47 .363 24,95

DII\IAS
PEI(ERJAAN
UMUM DAN
PEI{UMAHA
N RAKYAT

PROGRAM
PENGEMBANGA
N PEMUKIMAN

Persentase
cakuparL
infrastruktur
pemukiman dalam
kondisi baik

39 58.564.46
9.721

,12 60.321.40
3.813 45 62.131.O4

5.927

Urusan
Pekerjaa
n Umum

dan
Penataan

Ruang

Persen (%)) 27 ,6 30 53.594..78
6.000 33 55.t202.629.

580,OO
36 56.858.70

4.467

berkelanjutan dan peningkatar kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian alam Papua Tengah untuk generasi yarg akan datang
koBram Prioritas : Melanjutkan dan meningkatkar pembangunan infrastruktur publik yang mendukung percep.rtan pembangunan baik sektor d.arat, laut dan udara

rertinggal, pingpiran dan terisolir
DINAS

PEKERJAAN
UMUM DAN
PERUMAHA

PROORA]\4
PENGELOI"AAN
SUMBER DAYA
AIR {SDA)

4.949.679.
907 250,1,

5.139.370.
304 30v" 5.293.551.

413

Urusarr
Pekerjaa
n Umum

darl

Persentase
peningkatan
Perlindungarl
Kawasan

Persen (o/")) N/A stx,
4.566.?.63.

950 loo,1,
4.703.251.8

150/o
4.a44.349.

424

2026 2027

R1r Rp

P(:rangkat
l)aera}I

Pooanggu
ng Jawab

Target Rp Targe Rp
I 

r,,e.tRp Rp Target

Awal
Perenca

naan
RPJMD

2A24

Bidartg
Un]sa
n/Uns

ur

2030202203(l20292025

I

'ruj
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

202a

Lguna-n Ilaera}l

SiItuan
In(likator
Klnerja

Indikator Kineria 
I

I

I

I

lrrr.r*o.rl

I 
o+aos 

I

I
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Ru
Pemukirnan
Rawan flanjir

Urusar
Pekerj aa
n Umum

dan
Penataan

RuaI1s

30(,/.
5.293.55i.

413

Persentase
peningkataJr
perlindungan
Kawasan dari
abrasi da-n banjir
rob

Persen (%)) N/A 5v"
4.566.263.

950 loo/a
4.7|o3.251.8

68
150/o

4.844.349.
424 204,b

4.989.679.
907 250/a

5.139.370.
304

Uru san
Pekerj aa
n Umum

dan
Penataa!

Ruang

30v. 5.293.551.
413

N RAKYAT

Persentase Luas
Layanan Irigasi
Multikomunikasi

Persen (%)) N/A 50/o
4.566.i263.

95Cl
1.Ovo

4.703.25t.4
68 l5o/o

4.444.349.
424 200,,0

4.949.679.
907 250/.

5.1s9.370
304

Urusan
Pekerjaa
n Umum

dafl
Penataan

Rua-ng

PROGRAM
PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGA
N SISTEM
PEI'IYEDIAAN
AIR MINT'M

50
26.632.OO

3.888

Persentase
Peningkata-n
I(apasit€ls yang
terlayani melalui
penya.luran air
minum curah
Lintas kabupaten
kota

Persen (%)) 20 25 22.973.OO
o.500 30 23.1i62.790.

515 35
24.372.O5

6.230 40 25.103.21
7.917 15

25.856.31
4.454

PROGRAM
PENGEMBANGA
N SISTEI\,{ DAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL

25 579.637 .O
37

Urusan
Pekerjaa
n Umum

dan
Penataan

Ruang

Persentase
Peningkatan
Sampah yang

diktlola di
TPA/TPST regional

Persen (%)) N/A o SOO.OCTOO.

00Cl
5 515.OO0.O00 10

530.450.O
00

l5 546.363.5
oo .20

562.754.4
o5

PROGRA]\4
PENGELOT-AAN
DAN
PENGEMBANGA
N SISTEM AIR

Persentase
peningkatan
rumah t5angga
yang menempati
hunial dengan

2.243.943
189

59
2.311.302.

685

Urusan
Pekerjaa
n Umum

dan
Penataan

Persen (o/")) 41.44 44 l 993.750
000 47

2.053.562.5
00 51

2.1 15.169
s75

2.174.624
456

.i6

2030202203C12024 2029

are eq Rp lTrrgetR1

20272026

Targe Rp Rp

Awal
Pe]renca

naan
RPJMD

P€,rangkat
I)aerah

R)na.nggu
n61 Jawab

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaraan
Indikator Kinerja 202s

/Unsn
urRpRp

2024

Bidang
Urusa

Target

i/Tujuan/Sasa

)aeraht

Satuan
In([ikator
Knerja

I

I
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Ru angLIMBA}t lakses saaitasi (air
limbah rlomestik
havak dal amaal

7.986.322
165

Urusan
Pekerjaa
n Umum

dan
Penataal

Ruartg

7.308.6 r6.
118

139',o
7.527 .47 4

602 150/o
7.753.71O.

840 tTva

PROGRAM
PENGELOI.AAN
DAN
PENGEMBANGA
N SISTEM
DRAINASE

pan drainase
kondisi baik

Persen {%)) 5% 7Yo
6.889.071.

655
7.O95.743.4

04 I Lo/o

153.719.7
42

Urusan
Peke{aa
n Umum

dan
Penataan

Ruanq

r40.675.3
40 20 144.895.6

oo .2s
149.242.4

68 30

PROGRAM
PENATAAN
BANGUNAN
GEDUNC

tase

kondisi baik
Gedung Persen (%)) N/A 0 132.600.0

oo 4,5 136.574.OO0
,o0

18,18

100
45.210.67

2.O74

Urusan
Perhubu

ngan

PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN L,ALU
LINTAS DAN
ANGKUT,\N
JALAN (LL,AJI

lPersentase
lKelengkapan .lalan
Uang Telah
irerpasa.ng
fterhadap Kondisi
haeat

Persen (%) 45 55 65
2a.9a1.20

o.050 75 34.777.44
o.060 loo 45.210.67

2.O74N/A 23.951.40
5.000

39.618.O9
3.77 2

39.618.09
Uruaan
Perhubu

ngan
vitas Laut

l*.""uu

PROGRAM
PENGELOLAAN
PELAYARAN

Persen (o/o) 20 19.105i.94
8.000

30 22.927.137
600 35

27.512.56
5.120 409',o

33.015.07
8.144

.15

Urusan
Perhubu

nqan

140.150.O
oo.000 35

165.965.0
o0.ooo 20

165.965.0
00.oorl

PROGRAM
PENGELoLAAN
PENERBANGAN

]Persentase
lPengendalian
lrxop

Persen (%) N/A 45 98.93f,.69
3.OOO

55
100.ooo.ooo

.ooo 65
120.500.0
oo.o00

20
3.63O.OrlO.

o00

Uruean
Perhubu

ngafl

DINAS
PERHUBUN

GAN

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERKERI}TAAPI
AN

I

lCakupan
lPerlintasan Kereta
hpi di tangani

Persen (%) 0 5 2.500.oo0.o
o0 10

2.750.OOO
000

l5 3.02s.000.
000 20

3.630.OOO.
oo0N/A o

DINAS
KEPEMUDA

AN,
OLAHRAGA

DAN

29.242.OO
o.oo0 44,53

40.786.OO
o

Urusan
Kepemud
aan dan
Olahraga

PROGRAM
PENGEMBANGA
N DAYA I]AING
KEOLAHRAGAA
N

]Persentase
ferrge-bangan
ldaya saing
[<eolahraga,an
l{satuart, persen)

Persen (%) 12,05 20.000.o0
o.ooo 18,53 22.000.o00.

ooo 2s,o3 24,200.OO
o.o00 31,53 26,620.OO

0.oo0
3r],03N/A

T.rgetRp Rp Target Rp

Bidarg
Urusa
n/Uns

ur

Ptrrangkat
Daerah

P(:nanggu
nfl Jawab

2028 2029 20302

RpRp ru'g.,1 Rp TaJge'

lndikator Kinerja 202s

Pendanaan

K:ne{a IIaan
RPJMD

2024

Slrtuan A1rIal

Inclikator Perenca

Iraerah 
i

'Program
v{isi/Tujuan/Sasa

Capaian Kinerjir Program dan

2ro26

90/o

I

26.346.s4s. I

soo 
I

I 45
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P,{RIWISAT

rta : Data Didah, 2O2

Rp Rr

Bidang
Urusa
n/Uns

ur

2030202204.o2029

Program dan Kerangka Pendanaan

2027

Capaian

ito26
Daerah

l)enanggu
rLg Jawab

2024

Rp Rp 'l'arget

Awal
Perenc a

naan
RPJMI)

2024

202ai

FIPl

liatuan
Irrdikator
lfinerja

Kinerja
'Misi/ / Sasa'Tuju an lndikator

Program
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BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah
memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program
yang dirumuskan da-lam RENSTRA-PD (Rencana Strategi Perangkat Daerah)
beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya.

4.1 Program Perangkat Daerah
Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja

sesuai dengaa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangaanya. Melalui
penyajian program dan anggaran indikatif yang disusun berdasarkan aspek-
aspek pembanguna.n dan ur-r.isar1 diiralapka.n dapat menjelaska.n prog'arn apa
saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkal urus€rnnya.

funcian rencana program perangkat daerah yang disertai indikator
kinerja, target, dan pendanaan indikatif ta!run 2022-2026 dapat dilihat pada
Tabel7 .2 berikut ini
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Tabel 4. 1 Prioritas yang disertai Kebutuhan Indikasi Rencana Program Pendanaan
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengrrh Tohun 2025-2029

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaaa

2029 20302025 2026 2027 2024NOMENKLATUR
URUSAN PRO\,IIISI INDIKATOT' SATUAN

Kondisi
'Kiner;a

Awal
RPJMD
lahun
awal) Target Rp

Perangkat
Daerah

Penanggung
Ja',r.abTarget Rp Target Rp Target Rp larget Rp Target

NDIDIKAN DAN KEBUDAYA{N

t?p

Persentase
tersedianya
Penunjane

UrusEn
pemerintalr

Daerah

Persen (%) too,t, 100 0/o 2.9.445.0O
.000100 % 24.676.54O.560 100 a 27.760.r)00.000 27.930.000.0

o0
100 vo

27.435.OOO
000

100 v.

Peraenta6€
Anak Usia dini

16- 18 Tahun
yang

Berparti6ipa si
dalam

Pendidikan
Menengah

(APS)

812.970.38
o.000Per6en (o/o) N/A 65V. 538.099.949.37

1
68tva 53245669 323

100,yo

72'vo
558.272.836.

255
76'v. 673.368.61

9.881
aooh

29.090.000
000

7 40.128.98
l. 869

840/.

RAH PROVINIJI

NGELOLAAN
NDIDIKAN

RAM
UNJANG

USAN
NTAHAN

RAM

Persentase

Khusus

ak Usia 4- 18
Tahun

penyandang
sabilitas y6ng

berpa.rtisipasi
dal6rn

PendidikErr

Persen (%) N/A 65'v. 538.099.949.37
I 6Av. 532.45669.323 72%

55a.272.A36
25S 76%

673.368.61
9.881

80"1, a4%
a12.970.34

0.000

Persen (7o) N/A 65"/o
538.O99.949.37

1
6a% 532.45669.323 554.272.436 76"/.

673.368.61
9.881 ao"t

740.t24.94
1.469

740.t24.94
1.869

44.n,

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KURIKULUM

I]AN
PROGRAM
PF]N DI DIK

Persentase
Satuan

Pendidikarr
yang

Mengembaneta
n Kurikulutn
Muatan t kal

Indeks
Pemerats€tt

Guru

lndeks N/A 65\Y, 15.037.062.800 68. 23.886.330
587 ao('t

26.274.963
646

a5%

a12.970.38
0.000

28.902.460
009

DINAS
PENDIDIKAN

DAN
KEBUDAYAAN

19.74o 769.O8r] 72"/a
1 .7 14 .845 .98

8

I

I I

I I

I

76./.
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NAGA
PENDIDIKAN

N/A

Peraentase
Guru yang
memiliki
Sertilikat

Pendidikan

65% 15.037.062.800 6A%, 19 .7 40 .769 .080 1.714.84s.98
a

23.886.330
587 ao" 26.2"'4.963

646 45"1,
2a.902.460

009

PROGRAM
PENGENDALIAN
PERIZINAN
PENDIDIKAN

Persentase
Anak Usia dmi
l6- 18 Tahun

yang
Berparti sipa si

d..1am
Pendidikan
Menengah

(APS}

Persen (o/") N/A 65"/o
538.099.949.37

I 6a% 532.45669.323 554.272.436
255 76"1 673.368.61

9.881
ao%,

740. t2a.9a
1.869

8401,
412.970.34

0.000

PROGRAM
PENGEMBANCAN
BAHASA DAN SASTRA

Rasio si6w&
menengah

dapat
berbahasa

inesis

Rasio N/A 6s'.v" OYo 2 I aO.OOO.OOO 70./. 605.000.000 740/o
2.295.500.0

o0
784/"

732.'150.00
0

ao,,t,
2.435.255.0

oo

KESEHATAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINIJI

Persentase
Tersediarya

Program
penunjaJ\8

Urusan
Pemerintahan

Daerah

Persen (7o) too,v. too"t, 20.7t2.O14.490 100% 21.333.t175.337 100,v.
21 .97 3.37 6 .5

97
too,'t

365

22.632.577
895

100% 23.3rt1.555.
232 100.r,

24.010.901
888

DINKES P2KB

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA KESEHAT,IN
PERORANGAN I]AN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka
Kematian Ibu

(AI(I)
Jiwa 380 380 179 .O24 .685 .62

2 375 184.395.426.19 370 149.927.244
976

195.625.1O
7 .646 360 201..+93.46

0.875
360 207.538.67

6.70I

Prevalensi
Stunting

(Pendek dan
Sansat Pendek)

Persen (7o) t1,9 I1,9 539.23 r.000 10,9 555.407.930 9,9 572.O70.r68 8,9
549.232.27

3
7,9 606.909.24

I 7,9 625.1 16.51
8

PROGRAM
PENINGKATAN
XAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN

Petsentase
Peningkaten
Kompetensi
SDM Bidalg
Kesehatan

Persen (%)) 2 6.474.r r0.400 3

a2

6 .664.333 .7 12 4 6 .a6a .343 .72
3

5

a7

7.O74.435.2
35

6
7.246.664.2

92 6
7.505.268.3

41

Persen (%)) 80 ao 3.232.329.100 3.329.2.9a.97 3
3.429.177.94

2
3.532.O52.2

80
90 90 3.747.155.3

25

76"/0

Persentase
Cakupan
Sediaan

Farmaei, Alit
Kesehatan d.1n

Makanan
Minuman

B5
63{}.014.8

'79

I

I

2

I

I
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PROGRAM
SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAI,I
MAKANAN MlNUttlAN

Persentase
MaEyarakaL

Bidang
Kesehatan

Yang
Diberdayak.ur

Persen ("/")) 5
r.060.900.0

00
1.O9tr.727.O

rl0 9
1.125.504.8

105 0 7
1.030.oo0.00

0

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN

Persentaae
Pelayan

Kesehatan
Yang

Terakreditasi

Persen (%)) 48 4a 25.633.574.800 55 26 .402 .582 ,044 60 27.194.659.5
05

65 2A.OtO.499
290 70 28.8rto.814

269 70
29.716.334

697

PORGRAM
AKREDITASI
PELAYANAN
KESEHATAN

Persentase
Pelayanan

(esehatan ysng
Teralseditasi

Persen ('/o)) 30 48 0 1.000.000.000 60 1.030.0o0.00
o 65 1 060.900.O

00
70 70 1.125.508.8

10

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Pelsentasc
Tersedisnya
Penunjang

Uru6an
Pemerintqhan

Daerah

Persen (%)) 100 496.754370.12
2

100 511.661.121.22
:;

to0 527.010.954
862 100 542.421.24

3.508
r00 100100

PR

1.092.727 .O

o0

Persentase
peningkatan
Perlindungan

Kawasan
Pemukiman

Rawan Beniir

575.879.09
9.673

5.293.551.4
13Persen (%)) N/A 4.566.263.950 10,t, 4.703.2 51.868 15%

4.444.349.42
4

20,,/,,
4.949.679.9

07 2st'/i

s59.105.92
2.O13

5.139.370.3
04 30,t,

5.293.551.4
13

Persentase
peningkatan
perlindungan
Kawasan dari

abrasi dan
banjir rob

Persen (%)) N/A 5.1, 4.566.263.950 to% 4 .703 .2 5 t .A6a 15,,/.
4.a44.349.42

4
204/"

4.989.679.9
07 25"1

5.139.370.3
r)4 3001

f*oo*,
PENOELOI"AAN
buMepn oevn eLn
[soe1

s.293.5s1.4
13

Persentase
Luas L.ayanELn

Irigasi
Multikomunika

si

Persen (9/")) N/A 5./. 4.566.263.950 to,'t ts,va
4.844.349.42

4
20./"

4.9a9.679.9
07 254/,,

s.139.370.3
t)4

PROCRAM
PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

Persentase
Peningkatan

Kapasitas yang
terlayani
melalui

penyaluran air
minum curai

Lintas
<abupaten kota

Persen (9/")) 20 25 22.973.OOO.500 24.372.056.2
30

25. t03.2t7
917 45r

25.856.314
454 50

2{i.632.003
888

DINAS
PEKER.IAAN
UMUM DAN

PERUMAHAN
RAKYAT

30

4.703.251.868

23.662.190.515

1.0oo.C,00.000 8

35 .+0

I

I

I

I
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PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL

Persentase
Pen ingkatalr
Sampah yarrg

dikelola di
TPA/TPST

regional

Persen (',/o)) N/A 0 500.o000.000 5 10 530.450.000 546.363.50
0

20 25
579.637.O3

7

PROGRAM
Fpruoolomnr
DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR
LIMBAH

Persentas€
peningkatan

rumah tsanega
yang

menempati
hunian dengan
akses sanitasi

(air liaba}
domeetik layak

dan sman)

Persen (%)) 41.44 44 1.993.750.000 2.O53.s62.500 51
2.1 15.169.37

5
2.178.624.4

56
56

2 .24at.983. I
39

59
2.31r.302.6

85

PROGRAM
PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

:ersentase
:akupan
lrainase dalEfn
<ondisi baik

Persen {i/o)) 6.889.07r.655 9"1, 7.095.743.804 11"/.
7.308.616.11

8
13"/o

7 .527 .474.6 7 .753.7 tO.8
40 174/\,

7.9a6.322.1
65

PROGRAM
PENGEMBANCAN
PERMUKIMAN

Percentas€
cakupan

in fraEtr_ukur
pemukiman

dalam kondisi
baik

Persen (%)) 27,6 30 53.594.786.OO0 55.202.r:29.580
,00

36 56.858.708.4
67

39
58.564.469.

721
42 60.3i11.403.

813
45 62.131.045.

927

PROGRAM
PENATAAN
BANGUNAN GEDIJNG

Persentase
bangunan

Gedung dalam
kondisi bailk

Persen ((/D)) N/A 0

o

132.600.000 4,5 136.578.000,00 18,18 20

20

29

144.895.60
o 25

149.242.46
a 30 t53.719.74

2

PROGRAM
PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

penataan
bangunan dan

lingkungarr

Persen ((Zo)) N/A o 4,5 136.578.OOO,OO r 8,18 144.895.60
o 25

149.242.46
8

30
153.719.7 4

2

PROCRAM
PEI,IYELENGGARAAN
JALAN

Tingkat
kemantapan

Jalan
Persen ('%)) 17 ,5 20 262.2t2.445.90

6 23
270 .O7a .419 .24

3
26

278.141.183
861

32
295.122.41

7.958
35

303.976.09
o.497

PROGRAM
PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

Persentase
tenaga ked a
konstiuksi

kua-tifikasi Ahli

Persen ('/")) N/A 2 529 .532 .277 , 4 545.414 245

2.962.e 34.549

6 8
574.634.21

6
595.993.24

2

3.23it.350.7
rr3

12
613.873.04

o

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Persentase
penyele€aian

kasus
pelang,Earan
Pemanfaatan

Persen ('/")) N/A 2.476.344.223 4 () 3. 05 r .5 13.58
6 8

3.143.058.9
93 t0 12

3.334.471.2
86

515.000.000 l5

53

fi2.754.40
5

140.67s.s4o 

I

140.67s.34o 

I

I

286.s26.611
s.377 

|

s6t.780.7s21 10



249

UMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN

ruang di
rah provinsi

GEMBANGAN
OGRAM

RUMAHAN
20

13.310.000.
000

22
1.1.641.O00

000yeng

Persentase
watga negara

korban

memperoleh
rumah layak

huni

Persen (9/o)) 10,4 t2 o t4 10.000.r1oo. 16
11.O00.OOO.0

oo 18
12.100.000.

000

RAM
WASAN
RMUKIMAN

25
986.000.0

oo 30
8.784.600.0

00

di

sentase lLras
Kawasan

kumuh 10-15
ha yang

Persen (%)) N/A 0 0 t0 6.000.c00.000 t5 6.600.ooo.00
o 20

NINGKATAN

u)
UMUM

RAM

DAN
20 6s5.000.0

00
25 320.500.0

00U(Prasarana,

Umum

PerseIltase
Pemukiman
yang sudatr
dilengkapi

sarana darl
Fasilitas

Persen ('/")) N/A 0 0 5 5.0O0.C00.000 10 5.500.oo0.00
0

7.260.O00.0
oo

0s0.ooo.0
oo

25
1.464.100

00

DINAS
PEKERJAAN
UMU]I4 DAN

PERUMAHAN
RAI'/AT

NINCKATAN
LAYANAN

ERTIFIKASI,
UALIFIKASI,
T.ASIFIKASI, DAN
EGISTRASI BIDANG

RUMAHAN DAN

RMUKIMAN
ASAN

CRAM

Persentase
sertifikasi dan
registrasi bagi

orang etau
badan hukum

yang
melaksanakin

Persen ('2")) N/A 0 0 5 10
1.IOO.OOO.O0

0
15

1.210.000.0
00 20 1.33r.0O0.0

001.000.c00.000

1000t,
15,7!t7,562,

193
'too'%, 16,230,2A9,

059

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINIJI

Petsentase
Pemenuharl

fasilitasi
kebutuhan
oPerasional
Petkantorar:I

Persen ('/o)) N/A 14,000,389,915 100"1 't4,420,+O1,612 I00% 14,853,013,6
61

toov" 15,294,604,
o7l

ENTERAMAN DAN KETERTIBAI\I UMUM SERTA PT'RLINDUNGAN MASYARAKAT

10001

DINAS
KEBAKARAN

DAN
PEI\JYELAMATA

N,
PENANOCULAN
GAN BENCANA
DAN SATPOL

PP

PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM

50% 15, r60,639,
60.1,

1 l-),6 15,4 58,
414

Cakupan
petugas satuan
polisi pamoug

Praja
Per6en (%)) N/A 30,1, 13,470,031,600 35"1,

13 ,a7 4 ,132 ,54A
40,to 14,29O,356,5

24
45t'/o

14,719,067 ,
220

I

I

I

I

l5

I

I

I
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PROGRAM
PENANGGUT.ANG qN

BENCANA

Ratio Mitigasi
dan

pengumngan
Bencans

Persen (%)) N/A 50,'/. 5541, 60./"
1,493,857,18

9
|,534,672,9

04 70% ao%,

PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANG.qN,
PENYEI-{MATAN
KEBAKANAN DAN
PEI.IYELAMATAN IION
KEBAKARAN

Cakupan
pelayanan
bencana

kebakaran
Persen (%)) N/A 50% 1,233.463.OO0 55% 1 .270 ,4 66 ,490 60,v,

1,308,580,89
7

65'/o
1,347,838,3 70% | 3a8,273,4

73 ao%,
1,429,921,6

78

SOSIAL

PROCRAM
PENUNJANC
URUSAN
PEMERINTAHAN
DADRAH PROVINSI

Persentase
Tersedianya

Program
Penunjang

Urusan
Pemerintah an

Daerah

Persen (%) 100% tooa/,, 1.000.000.000 r 00% 1.500.000.000 tooa/o
1.500.000.00

o toorh 1.500.000.0
oo 100% 1.500.000.0

t)o tooa/"
1.500.000.0

00

DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAA
N PER!]MPUAN

DAN
PERLINDUNGA

N ANAK

PROCRAM
FortrannoevAAr,r
bosru

Persentase
Pekerja

sosial/Tenaga
ke sej ahteraAn

sosial yao8
melaksanakaD

Pelayanan
sosial di dalam

panti
rehabilitasi

soaial

Persen (%) N/A 50 14.078.333.000 55
14.50O.(582.990

57 14.935.703.4
80

64 15.343.77 4.
584

67 15.845.287
822

70 111.320.646
456

PROCRAM
PENANGANAN
WARGA NEGARA
MIGRAN
KORBAN TINDAK
KEKERASAN

Persentase
Warga Negala
Migran Korb art

Tindak
kekerasan yang

tertangani

Persen (%)) s0% 3.800.000.000 56.k, 4. r80.c00.000 5A,va
4.598.OO0.00

o 65"/o
5.057.800.O

00
69% 5.563.580.O

00 704
6. r 19.938,0

00

PROCRAM
REHABILITASI SC'SIAL

Persentas€
Penyandang
disabilitas

Terlantar yang
terpenuhi

kebutuhan
dasarnya

Persen (%) N/A 51 6.200.000.000 57
6.386.C00.000

59 6.577.540.00
0

67 6.77 4.907 .4
00

69 6.978.154.6
).)

72 7.147.499.2
61

PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAI,

Persentas€
penyaadang

Penerima
Marlfa,at yang

terpenuhi
kebutuha!.

da6a,

Persen (%) N/A 21.274.333.OO0 58 21,916.1i82.990 60 22.574.143.4
80

65 23.251.404
944

68 23.948.951
254

7l 2,+.667 .4r9
791

1,450,346,785 65"/o
1,584,833,0

92
t,632374,

84

52

1,408,103,675

I

I

I

I
I

I

I
I
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PROGRAM
PENANCANAN
BENCANA

?eraentase
(orban
)encara alanl,
tosial,
lan/atau non
i.lam yang
ErpeDuhi
<ebutuhan
lesan pada
taat dan
t€telah tangqap
la.rurat
)encana

Persen (%)) N/A 52"/. 5.000.000.oo0 55% 5.500.000.000 6.050.oo0.00
0

65.

65,'/.

6.655.000.0
oo 6a,'/.

7.320.500.0
00

8.O52.550.0
00

PROGRAM
PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM
PAHLAWAN

Persentase
Taman Mak€rm

Pa awan
nasional yaJlg

likelola dengan
baik

Persen (%)) N/A 52'.% 3.400.000.000 3.800.C,00.000 60%
4.000.oo0.00

o
4.200.oo0.0

oo 6al, 4.600.000.0
rl0 70,1,

4.800.000.0
00

TI.INAGA KER.IA

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERIMAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentas€
Tersediany:r

Program
penunjanE

Urussn
Pemerintahan

Daerah

Persen ('%) 100,/. 100t'1, I O00/" 6.338.6,92.153 100,t

20

6.528.452.91
8

lo0%, 6.724.718.5
05

100{2,
6.926.460.O

60 100%
7.134.253.8

62

INAS TENAGA
KERJA,

]!,IIGRAS
DAN ENERGI
DAN SUMBER
AYA I\,IINERAL

PROGRAM
PERENCANAAN
TENAGA KERJA

Persentase
Kabupaten

reng Men),uEun
Rencana

Tenaga Keria

Persen (%)) N/A o 0 15

15

181.500.000 199.650.000 25
219.615.00

0
30 1 . t2'; .357 .O

rlo 35 1.240.O92.7
00

PROGRAM
PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIV]TAS
TENAGA KERJA

Persentaee
Ienaga Kerja di
Sektor Prioritas
/ang Meningkat
ProdulrtiyitaE,ny

a

Persen (%)) 5 lo 7.O00.oo0.ooo 7.210.C 00.000 20
7.426.300.OO

0 25
7.649.089.O

00 30
7.87U.561.6

'70 35 8.1 14.918.5
20

PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KER.IA

Persentase
Tenaga Keia

yang
ditempatkan di
dalam nege ri

Persen (%)) 5 to 6.785.215.000,
oo

15 5.988.771.450,
DO

20 7.19a.434.59
3

25 7.414.387.6
31

30 7 .636.419.2
60

35 7.865.923.8
3tt

PROGRAM
HUBUNGAN
INDUSTRIAL

,um1a}l Pekerja
pada

Perusahaan
yang

Menerapkah
Perlindungan

Hak-hek

Persen (%)) 5 lo 5.183. r97.000 15 5 334.6,92 9t O 20 5.498.8s3.69
7

25 5.663.819.3
o8

5.833.733.8
i]7 35 6.008,745.9

o4

60'v"

1.,*.,"*,1 I

30
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pekerja dan
Dialog Sosial

PROGRAM
PENGAWASAN
KETENAGAKER.JAAN 20 1.O24.a70.0

ll0 25
r.r27.357.O

o

Jumlah Tenega
Kerja yang

Terlindungi
Hak-hak
DaEamya

Persen (%)) N/A 0 o 770.000.000 10 847.000.000 15

PROGRAM
PENUNJANC
URUSAN
PDMERII.ITAHAN
DAERAH PROVINSI

1,500.000.0
o0

100"r,
1.s00.000.0

r)O
too%

MBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.s00.000
00Persen (%) 100't, 1004/. 1.000.000.000 100,x, 1.500.000.000 too./. 1.500.oo0.00

0
t o00lo

30,f, 617.1100,00
o

678.810.00
o

Persentase
\nggaran
lesponsif
fender (ARGI
fingkat
)artisipasi
\nekatan Kerja
TPAK)
aerempuan

Persen (%))
8

Lapora
n

'L0,,/,, 441.168.0O0 15% 500.oo0.000 20tv. 5 r0.ooo.000 25,'/o

lrnocnnr',t
IPENGART,IST]TAM AAN
GENDER DAN
Fpugenoavneu
FpnBupueru

PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

735.000.O0
0

45% 806.000.00
0

Persentase
Perempuan

Korban
Kekeraaan dan

TPPO yang
Mendapatlcin

Lqyanan
Komprehenlrif

Persen {%))

3
)okum

e!1
20% 550.000.000 20% 605.000.000 25% 665.500.000 30''/a

710.000.00
0

3stvd

35% 1.500.o00.0
00

PROGRAM
PENING(ATAN
KUALITAS KELUARGA

Pembelajarsn
Keluarga

(Puspaga) yang
Berperapel.tif
Gender daJr
Hak Anak

Sesuai Stanciai

Persen (%))
6

r)okum 10"/. 500.000.000 1.000.c00.000 20% 1.loo.ooo.o0
o 25% 1.100.000.o

o0
30% 1.200.000.o

00t5a/"

304/.
1.450.000,2

00

DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAA
N PEREMPUAN

DAN
PERLINDUNGA

N ANAK

PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK

Tinskat
Pemanf6atan
Data GeDder

dan Anak
Dalam

Perencanaall,
Evaluasi dan /

atau
Penlusunan

Kebiiakan

Persen (%))
8

Dokum
en

501, s58.832.000 765.300.OO0 20, 1.000.000.0
oo 25'v.

1.250.000.0
r)O1.O,'/" s 10.200.ooo 15'vr

931.700.00
0

I

5

rsentaae
:er6edianya
>rogram

)enunjang
Jrusen
>emerintaha,r
)aerah

I

I

I

I

s6 r.ooo.oo Iol
I

I tl

I

I

I



898.200.00
oHAK

PROCRAM
PEMENUHAN
ANAK (PHA)

Indeks
Pemenuhan
Hak Anak

(IPHA)

Persen (%)) 20% 715.000.000 25.'ta 500.ooo.oo
0

30tt 786.500.00
0

I
Dokum

en
to% 358.832.000 15% 650.000.000

emerlukan
indunga.

RAM husua yang
I

UNCAN endapatkarr
Persen (%)) i<egiata to,t, 500.000.000 15.1 600.000.000 20,,/. 25%

700.000.00
o 30t'1,

786.500.00
0

354/,,
900.2s.00

0
US ANAK prehensif n

Indeks
ungan
s Anak

I

ANGAN

Petsentase
Tersedianyl

Program
perunjanS

Urusan
Pemerinta}lan

Daeratl

I .151t .274.O
'74

1.194.O52.2
96Persen (o/o) 10001, r 0091, r.030.o00.000 100\x, 1.060.900.000 I 0070 too% 100,/"

RAM
GELOLAAN

Persentase
Jumlah

Cadangan
Pengan

UMBER DAYA
5,245.O89.60

o
5.402.442.2

88
5.564.515.5

56
731.451.0NOMI UNTUI<

AULATAN DI\N
% N/A 10"/. 20,v, 5.092.320.000 30% 40./. 50't 104/,,

I RIAN
DINAS

PANGAN,
PERI,{NIAN,
KELAUTAX

DAN
PERIKANAN

GRAM
NINGKATAN Skor Pola

Pangan
Harapan

9,965.670.24
o

to.264.640.
347

to.572.579
557

10.a89.756
944FIKASI ]]AN Skor N/A 10% 9.393.600.000 20% 9.675.408.000 30'vo 504/,, 104/.)

HANAN PANGAN
ARAKAT

RO(}RAM
ENANGANAN

Petsentase
Rentan

Persen (%) N/A 10,'/. 1.606.800.000 20,t, L655.C04.O00 30"/o
t.704.654.12

o 40,'/.
1.755.793.7

43 50"1, lOo/o
1.462.721.5

a2
WANAN PANGAN

Ra\\,an

RAM
2.360.290.32

o
2.431.099.0

29
504.O32.0

00
579.152.9

60GAWASAN Persen (9/o) N/A 10"/o 2.224.aOO.OOO 20.1, 2.291.544.000 30% 40"/. 50"r, 1Oo/a

AN PANC,AN

Persentase
Pangan Sega-r

yang
mehenuhi

Prasyarat dan
Mutu

Keamanan

RIANAHAN

--293 -

.,r.,r-tl

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

I

I

I

t.os2327.ool 1.125,508.8110l

I

4.e44.ooo.ooo 

I

I

I

4OYa

1.808.467.5
55

I

I
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tooa/,,

PROGRAM
PENUN.IANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase
Tersed iany:r

Prcgram
penunjanS

Urusan
Pemerintahan

Daersi

Persen (o/o) 100% 1.000.000.000 100% 1.s00.C,00.000 1000/"
1.500.000.0

00
'loo,t, 1.500.000.0

DO
100'k

DINAS
LINGKUNGAN

HIDUP,
KEHUTANAN

DAN
PEFIANAHAN

PROGRAM
PENGADAAN
TANAH UNTUK
KEPENTINGAN U]!,IUM

Persentase
Tahapan
Persiapan

Pengadaa.
Tanah Bagi

Pembangunan
untuk

Kepentingan
Umum yang
diselesaikai
Tepat Wa.l.tu

Persen (7o) t0 10 125.609.200 12

55

163,291,960 14 212,279,548 15

64

27 5,963,41
2

16
339,647,27

6
16 400.000.o0

0

PROGRAM
PENYELESA]AN
SENGKE"TA TANAH
GARAPAN

Persentase
Terselesaikarrn

ya Ka6us
Ianah Garapan

belum
b€rsertifik6t

yang dilakukan
relalui mediaBi

Persen (%) 0 o 0 60 422.500 549.250 67 61,1.02s 69 614.025

PROGRAM
PEI.IYELESAIAN
GANTI KERUGIAI\
DAN SANTUNAN
TANAH UI.ITUK
PEMBANGUNAN

Penyelesaian
Ganti Kerugian
dan Santun{rn
Tanah untuk
Pembangunirn

Persen (7o) 10 1.073.389.700 1,395,406.610 20 1,814,024,59
3

30
2,3s8,237,1

70
40 3,065,708,3

'21
40 3,065,708,3

PROGRAM
REDISTRIBUSI
TANAH DAN GANTI
KERUGIAN TA}IAH
KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE

Tersedianyir
Tan6}l obyek
L€Ildreform

ffOL) yang siap
didistribu siksrl
yang berastd
dari Tanah
Kelebihan

\,lakeimum dan
Tanah

Ab6entee

Persen (7o) 0 0 0 35 1.s00.000.000 35 40 2.000.oo0.0
00

45 2.000.000
000

50
2.s00.000.0

00

PROGRAM
PENETAPAN
TANAH ULAYAT

Persentase
Tanal Ulayat

yang
ditetapkan

Persen (7o) 0 0

o

0 50 530.O00.000 55 600.000.000 60

45

650.OO0.00
0

700.o00.00
o 60 700.000.00

o

PROGRAM
PENGELOLAAN
TANAH KOSONG

Persentas€
Tanah Kosong
yang dikelola

Pelsen (%) o 0 450.000.000 40 500.000.000 550.OO0.00
0

s50.000.00
o 50

600.000.0o
0

100%
1.500.000

00

I

r.soo ooo.oo 
I

325.000

I

I

I

10 10

I

I

I

I

r.sooooo oo 

I

60

i

45
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35 572,975,000

NGKUNGAN HIDTIP

I,258,826,0
75 55

1,254,426,O
75

PROGRAM
PENATAGUNAAN
IANAH

Peraentase
Luas Lokasi
KonBolidasi

Tanah

Per6en (o/o) 35 440.750.000 40 45 50

700.o00.00
0

55
750.000.oo

0

PROGRAM
PENGURUSAN
HAK- HAK ATAS
TANAH

Ditetapkann ya
Hak Atas

Tanah dalarn
penguaaaan

dan
Pengelolaarl
Pemerintah

Daerah

Persen (%) o 0 o 40 550.000.000 45 600.ooo.000 50 50

PROCRAM SURVEI,
PENGUKURAN DIIN
PEMETAAN

65 340.oo0.o0
o 65

400.000.00
0

Persentase
Kejelasan Hak

Milik Atas
Tanai

Persen (%) 0 0 0 55 330.000.000 60 350.000.000 65 380.000.00
0

t4 580.000.00
0

PROGRAM
PENGEMBANCAN
DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA
MANUSIA DAN
KELEMBAGAAN
PDRIANAHAN

Persentase
SDM Bidang
Pertanaharr

yang
ditingkatkan

kompetensinya

Persen (%) N/A o 0 7 450.000.000 t0 500.000.000 t2 550.000.00
0

13
560.000.00

0

22
790.000.00

0

PROGRAM
PENGATURAN
PERTANAHAN
DI WILAYAH
PESISIR, LAUT DAN
PULAU

Persentase
Pettanahan di
wilayah pesisir

. Iaut daJ!
pulau yan€i

tertata

Persen (%) N/A 0 0 12 550.000.000 15 600.000.000 20
7OO:000.00

0
2l 7s0.000.00

o

360.OO0.OO
o I 390.000.00

o

PROGRAM
PEMBANGUNAN
SISTEM INFORMASI
PETTANAHAN

Persentase
lnformasi

Pertanahan
yang

dimanfaatkan

Persen {%) 0 0 1 250.000.oo0 1 300.000.000 l
350.OOO.00

o
l

540.000
DAN

PROGRAM
PENANCANAN
KONFLIK,
SENCKEIA
PERKARA
PERTANAHAN

Persentase
penyelesaia n

konflik,
sengketa, dail

perkara
pertanahan

Persen (%) N/A 0 0 43 500.000.000 45 500.000.000 50 520.OO0.00
o 5l 530.000.o0

0

r00%

DINAS
LINGKUNGAN

HIDUP,
KEHUTANAN

DAN
PERTANAHAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase
Tersedian]a

Prog!am
penunja.nS

Urusan
Pemerinta}I6n

Daerah

Persen (%) 1.000.000.000 1.500.000.oo
0

too"t,
1.500.0o0.0

oo too,'1,
1.500.o00.0

rloloo,%, 1.500.000.000too%
1.500.oo0.0

00

744,467,500 968,327,?5 
| ss

700.ooo.oo Iol

I

0

I

I

I

I I

II

I I

I

too,'/" too.t
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Peraentase
rekomendasi

kajian
lingkungan
hidup yan61
trndaklan ti

PROGRAM
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Persen (9/n) 20 20 1.796.4aa.OOO 22

s7 ,90

2,335,434,400 23
3,036,064,72

o 24
3,946,884,1

36
25 25

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN / ATAU
KORUSAXAN
LINGKUNGAN HIDUP

indeks Kualitas
Air

Angka
Indeks 57,88 s7,89 98s.878.OOO 1,971,7s6,O0O 57,91

2,3,242,40
0

:i7 ,92

45

3,332,267,6
40 57,93 57,93

Peningkatan
ndeks Kualitas

Udara
Persen (%) N/A o 0 35 400.000.000 40 400.000.000

450.000.oo
0

46 460.O00.oo
o 49

480.000.00
o

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

Persentase RIH Persen (%) N/A 10 446.720.OOO 11 632,736,OOO 12 822,556,800 t3 1,069,323,8
40

13 1,390,120,9
92 13

1,390,120,9
92

PROCRAM
PENGENDALIAN
BAHAN
BERBAHAYA
DAN BERACT]N
(B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA
DAN BERACUN
L]MBAH E}3}

Persentase
imbah E}3 yang

dikelola
Petsen (%, N/A 0 o 6000 2.000.000.000 7000 2.O00.000.o0

0
3000

2.500.000.o
00 8000 2.500.000.o

oo 9000 3.000.000.o
00

IPROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASANfrnnnaoap tzrN
LINGKUNGAN
DAN IZIN
PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKI'NGAN HIDUP
(PPLH)

Pembina.an dan
pengawaaarl

terkait
ketaatan

penanggung
iawab usaha
da! / atau

kegiatrn yang
di awasi

keta.atanny a
terhadap izin
lingkungar,

izin PPI,H d'rn
PUU LH yar.g

literbitkan oleh
pemerintah

)aerah Prosi osi

Jumlah N/A o o 25 320 000 000 35 350.000.000 40 400.000.00
0

43
420.000.oo

o 43
430.000.00

o

5,130,949,3
'76

130,949,3
76

,33t,947,9
.r2

,331,947,9
32

I

I

I
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ROGRAM
ENGAKUAN

RADAAN
HUK JM

DAT (MHA),
FAN LOK1L

AN HAX MHA
ANC TERKAIT
ENGAN PPLH

o
220.OOO.OO

o
230.000.00

02 2
240.OO0.OO

0

Persentase
MHA yang di
tingkatkan

Kapasitasn) a

Persen (')/o) N/A o I 170.000.000 l 200.000.000 2

16 1a 390.000.o0
0

PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINCKUNGAN
HIDUP UMUK
MASYARAKAT

Persentase
Pen,'uluhe
lingkungan
Hidup yang

ditingkatkan
Kompetensinya

Persen (%) 0 0 250.OOO 260.OO0.O00 15 300.000.o00
300.000.oo

010

t5 240.000

PROGRAM
PENGHARGAAN
L]NGKUNCAN
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

Petsentas€
Parti sip [as i

MasyarakaL
dalam

perlindungan
dan

Pengelolaa[
Lingkungarr

Hidup

Persen ('%) t2 200.000 14 220.OOO 14

350.000.00
o

230.000N/A 0 0 t0 150.000

a
665.500.00

0

PROCRAM
PENANGANAN
PENCADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

Persentase
Penyele saian

Sengketa/ Ka su
I Tindak
Pidana

Lingkungart
HiduD

550.OO0.000 7 605.000.00
0

B
665.500.00

0Persen (r/0) 0 0 0 5 500.000.000 6

45
43.923.000

000

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

36.300.000.0
00

40 43.923.O00
000

45 43.923.000
o00

Indeks Kineda
Pengelolaan

Sampah
0 30 30.000.000.000 33.000.r)00.000

toov. 1.500.000.0
00

PROCRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERlNTAHAN
DAERAH PROVINSI

>etsentase

lersedianya
>ro8ram

)enunjang
Jruaan
temerintaharr
)aerah

Persen (I/o) 1000/.
1.500.oo0.o0

0
I OO't, 100v. t.500.000.o

001000/0 1.000.000.000 100"/, r.500.c00.000

DMINISTRASI KI'PENDUDUKAN DAN PENCATATAN ISIPIL

100.1,
1.500.000.0

00

2.199.487.5
r)O

25.1,
2.309.461.8

75

DTNAS
ADMINISTRASI
KEPENDUDUK

AN DAN
PENCATATAN

SIPIL,
PEMBERDAYAA

N
MASYARAKAT

DAN KAMPUNG

PROGRAM
PDNDAF"IARAN
PENDUDUK

Jersentase
(epemilikan
dentitas
<ependudukan
fisital

Persen ('%) N/A 1.900.cloo.o00 10./.
1.995.000.oo

0
15,x,

2.O94.750.O
oo 20%1.900.000.000

II

t5

I
I

I

Indeks 35
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Persen (%, N/A 1.950.OO0.000 1.950.C00.000 ro.k 2.047.500.00
0

t5,'1,
2.149.875.O

o0 204 25./.

L"oo*ot
hpNca,ratelr srprt-

)ers€ntase
lkta Kematia n
lang
)iterbitkan
)agi yang
Uelaporkan

Persen ('2,) N/A 5a 800.000.000 5.h 800.000.000 to% 840.000.o00 l5% 882.O00.00
0

20%
926. 100.00

o 2Srh
972.405.OO

0

)eraentaae
U<ta l(elahirai
rang
)iterbitkan
)agr yang
i,lelaporkan

Persen (o ) N/A 2.000.000.000 5"/,, 2.000.000.000 ro% 2.1oo.000.00
0

15% 2.205.OO0.0
00

200/.
2.315.250.0

00
2.431.O12.5

00

?ersentase
lkta
)erkawinan
/ang
)iterbitkan
)agr yang
14eliaporka!

Persen (9/") N/A s'vo 1.999.O00.000 5% 1.999.C OO.O00 100/a
2.098.950.00

o 15,t,
2.203.497.5

00
20%

2.314.O92.3
'75 254/,,

2.429.7 .9
94

Persentase
qkta Perceraian
Iang
Diterbitkan
lag yang
Melapo.kan Persen (%) N/A 450.000.000 5,va 450.000.oo0 to6/a 472.500.000 t5,v.

496.125.00
o 20% 520.,)31.25

o 25%
546.977.41

2

PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Persentase
Peningkatan

Tertib
Administra$i

dan
kepeInilikan
Dokumen,

Administrasi
Kependudukarl
len Pencatatan

Sipit

N/A 1.842.718.O00 to,,t, 1.934.8,53.900 15% 2.031.596.59
5

2.133.176.4
25

25% 2.239.835.2
,16

30.1,20%

2.257.364.7
50

370.237.1
88

351.827.0
08

>ersentase
(epemilikan
hrtu Identitao 5,'1,

I

I

I
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Persentase
Peningkatar
Pengelolaair

dan
PemenfaatEn

data
Administrani

Kependudukan
lan Pencatatah

Sipil

N/A 2.061.565.OO0 10a/.
2 . 164 .643 .250 t5,'/" 2.272.475.41

2
20"/a

204/"

15"/"

300r,

Persentase
Peningkatan

Laporan Neria
Instansi

PemerintahEul

N/A 246.0s6.000 10% 300.358.800 t5t, 315.376.740
331.145.57

7
254/o

s47.702.45
5

30.1,
365.087.99

7

PROGRAM
PENGELOLAAN
PROFIL
KEPENDUDUKAN

Cakupan
Pengelolaan

Profil
Kependudukan

% N/A 5,fr 300.000.ooo 5n/. 300.000.000 to,'/. 315.000.000
330.750.00

0
204/0

347.247.50
0

364.651.87

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ATAU KAII,IPUNG

PROCRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase
Ter6ediany,l

Program
penunjang

Urusan
Pemerintahan

Daerah

Persen (%) toov. 'too% 1.O00.000.o00 100./,, 1.s00.c00.000 too.t, 1.500.000.00
o toov. 1.500.000.0

o0
too"/. 1.500.o00.0

DO

2.315.250.0
DO

1000/"
1.500.000.0

00

2.431.O12.5
00 DINAS

ADMINISTRASI
KEPENDUDUK

AN DAN
PENCATATAN

SIPIL,
PEMBERDAYAA

N
MASYARAKAT

DAN KAMPUNC

PROCRAM PENATAAN
DESA

Persentase
Fasilitasi

Penataan Dcs
Percen (7o) N/A 5"/. 2.OOO OOO OOO 5'/" 2.000.c00.o00 10"/.

2.100.o00.00
o 15"/a

2.205.OO0.0
00

204/,,

PROCRAM
PENINCKATAN
KERJA SAMA DESA

Persentase
Fasilitasi Kerja

safiIa Des€.
Persen (%) N/A 5'k, 800.000.000 5% 800.ooo.000 to't 840.000.000 t5% 8a2.OOO.OO 20.1,

926.100.00
0

25.1,
972.405.OO

o

PROGRAM
ADM]N]STRASI
PEMERINTAHAN
DESA

Persentase
Aparatur De sa
d8n Anggota

BPD yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya

Persen ('/o) N/A s00.000.000 5% s00.000.000 10,v" 525.000.ooo 150/o
551.250.00

o 20"1,
578.E 12.50

o
607 .7 53.12

5

Persentase
Fasilitas Tala
Kelola Desa

Persen (7o) N/A

N/A

1.OOO.OOO.OOO 5'vo r.000.o00.o00 10'va ts,va
1.102.500.0

o0
204/,,

1.157.625.0
00 20%

1 .215.506.2
50

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATIIN,

Persenta6e
Fasititasi

Pemberdayaan
Lembaga

Persen ('Zn) 1.500.ooo.000 r.500.cloo.000 ro"t, l 575.000.O0
0

t5,,1, r.653.750 2041,
| .7 3tt .437 .5

r)o
1.823.259.3

386.519.1
83

505.845.1
42

631.137,3
99

I

1.O50.OOO.OO I'l
I

50/a
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Kemasyarak&ta
n Desa (LKD)

LEMBAGA
ADAT
MASYARAKAT
HUKUM ADAT

D,{N

t5.il, 2,425.500.0
o0

20,'t
2.546.775.0

00
2.674.113.7

50

Persentas€
Fasilitasi

Pem berdayaan
Lembaga Adat

Desa dan
I"embaga

Masyarakal
Hukum Adzrt

Persen ('/u) N/A sth, 2.200.000.ooo 5,vo 2.200.000.000 |)"1, 2 .3 1 0. OOO.00
o

1.944.8rO.0
00

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN KAMPUNG
PAPUA

Disesuaik&.,r
dengan
Konteks
Daelah

Persen (%) N/A 1.680.000.00
0

r.764.000.0
oo 20,,1,

1.a52.200.0
oo 25.1,5v. 1.600.000.000 5% 1.600.000.000 11,tu 1s'vo

30"/. 2.440.210.7
83

Percentqs€
jumlah

kampung
dengaa sumber
days apaiahrr
karnpung yaog

unggul dan
kompeten

untuk
meningkatkan

sarana dafr
Prasarana
penunjane

pemerintahan
kampung yaog

memadai

Persen ('Zo) N/A 59+, 1.911.969.OO0 10,x, 2 (]r)7 r,67 .45r] t5'k, 2.1o7.945.42
2

20,'1, 2.213.343.1
l4

25"/,,
2.s24.O10.2

69

PROCRAM
PENINGKATAN
kesn;anrpne,rwpnnNc AsLr
PAPUA

Percentase
Jumlah

Kabupaten
yang memiliki

Kampung
dengan
program

BUMDe6 yarlg
aktif

Persen (o/o) N/A 50/a 1.911.969.000 10ttt 2 .OO7 .567 .450 15'k, 2 .107 .945 .82
2

2.213.343.1
l4

2.324.O10.2
69 30% 2.440.21O.7

a3

PROCRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

10091,
23.311.555. 100,2,

2,+.010.901
888

D]N KES P2KB

Persentase
Tersedianya

Program
penunjare

Urusan
Pemerintahan

Daerah

Persen {%, 1004/" 20 .7 1 2.O1 4 .890 100,t, 21.333..)75.337 100,2,
2t.973.376.5

97
tooot, 22.632.577

895

ENGENDALIAN I'ENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

tooot,

I

I

I

20,v.

I

I

I

I
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Angka
{elahiran flotal
Fertility Rat

TF/R)

Angke 3,34 3,33 1.355.800.1
51

2,49 1.396.474.1
56 2,941 ,240,749,200 2,95 | .277 .97 1 .67 6 2,93 1.316.310.82

6

PROCRAM
PENCENDALIAN
PENDUDUX

Angka
Kelahiran

Remqja Umur
15-l9 Tahun

(Angka Spesfc
Fertilitv Rate I
ASTER 15.19

Nas 2,97 2,97 1.000.000.000 1.030.000.000 1.060.900.00
o 2,91

1.092.727 .O

oo 2,49 1.125.508.8
10

2,94 1.159,274.O
742,95 2,93

Angka
Prevelensi

Kontrasepsi
Modem/Moder
r Contxaceptive

{mCPR)

Persen (7o) I 1,39
1.O25.323.2

28
19,39

1.056.O82.2
95 19,39

1.Oa7 .765.4
1C11,39 938.316.000 r 3,39 995.459.444 15,39 995.459.444 17,39

PROGRAM
FpIvrslNAAr.r
KELUARGA
tsERENCANA (rG)

Persentase
Kebutuhan [}er
KB yang tidr&

terpenuhi
(Unmet Need)

Pelsen (%) 11,5 11,1 1.12r5.509 11,I 1.159.2741.000.o00 1t ,4 1.030.000 11,3 1.060.900 tt,2

PROCRAM
PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN
KELUARGA
SE.'AHTERA (KS)

Keluarta Yang
Mengikuti
Kelompok
Kegiatan

Kesehatan
Keluarga

NAS 72,5

11,5

50,5

| .o92.72'.7

5.025.611.1
46 60,5 5.t76.379.4

30 60,5 s.331.670.8
644 ,599 ,146 ,123 52,5 4 .7 37 .120 .507 55,5

4,a79.234.t2
2

58,5

PROCRAM
PENUN.JANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase
Tersedianya

Program
penunjang

Uruaalr
PemerintahEEr

Daerah

Persen (o/o) 1000/,, too% 13.527 .394
314,-

100,2, roo"l, 14.351.212
627,-

13.933.216
143

12 .379 .4a2 .O79 too,t
12.750.866.541

100.1,
13.133.392.5

38,- 100"1,

PROGRAM
PENYELENCGARAAN
LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN
JAT,AN (LLA"I)

Peraentase
Kelengkapan
Jalan yan€i

Telah
Terpa6ang
Terhadap

Kondisi Ide{rl

Persen (7o) 20 45 27.160.108
925

50
2',t.974.912

193,
25 24.131.405.000 24.855.,147.150 35 25.601.007.5

65,
40 26.369.O37

791,-

PROGRAM
PENGELOLAAN
PELAYARAN

Konektivitas
Lsut Persen ('%) 20 45 17.639.196

)2r
50

r8.168.372
429,25 15.672.198.000

30

30 r6.142.,163.940 35 16.626.634.8
58,

17.125.433
9o4,-

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENERBANGAN

Persentase
Pengendslian

KKOP
Persen (7o) 61.735.190

497
50

6:,.547.245
800,,

DINAS
PERHUBUNGA

N

20 25
54.450.916.4O2

30
56 .496 ..144 .306

3s
58.191.337.6

35,-
40 59.937 .O77 .

764,-
45

1.438.368.3
80

]ERHUBUNGAN

II

I

40
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ERKERETAAPIAI.]
NGELOLAAN

R,4M Cakupan
Perlintasaft

Kereta Api di Persen (9/u) N/A 0 0 5 2.500.000.o00 lo t5 731.817.5
o0, ^

20
2.A13.772,O

25
20 2.898.185.1

86,-

ERAH PROVINSI

RAM
NUNJANC

RUSAN
INTAHAN

Tersedianya
Protram

penunjan8
Uruaan

Pemerintahan
Daerah

Persen ('1, 100% I00% 1.000.000.000 100,/" 1sOO.a,Oo.OOO
1.500.000.00

0
too% l 500.000.o

00 100%,
I.500.000.0

00
100% 1.500.o00.0

00

OMUNIKASI DAII INFORMASI

100.1,

NGELOLAAN
FORMASI DAN
MUNIKASI PUI}I,IK

RAM argkauan dan
Kualitas

Kolnunikasi
Publik

Pemerintah
Daerah

Meningkatkan

Persen ('/o) 60 1.000.oo0.000 70 70,5 2.O00.000.o0
0

72
1.o00.000.0

00 72,5 2.000.o00.0
00

73
000.o00.0

00

Meningkatl{rn
Kualitas

Pengelolaal!
Aplikasi

Informatika

Percen (7o) 2,5 000.000
000

DINAS
KOMUNIASI,

INFORMATIKA,
ATISIIK DAN

PERSANDlAN

2 2 0.000.000.000 2,1

1.000.c00.o00

000.000 2,2 55.OOO.O00.0
00 2,3 5.000.o00.

000
2,4 55.000.000

000

Persenta6e
Tersedianyrr

Program
penunjang

Urusan
Pemerintahan

Daerah

Persen ('/o) 1004h 7.866.310.288,
65 100

a .102 .299 .59
7

100
8.345.368.5

a5. i00 100
8.853.601.5

PERASI, USAHA KECIL DAN MEIIENGAH

CELOLAAN
PLIKASI
FORMATIKA

DAERAH PROVINSI
EMERINTA}IAN

USAN
8.595.729.6

.+3

OGRAM
NUN.IANG

IZIN
PROGRAM
PELAYANAN
USAHA SIMPAN
PINJAM

Pertumbuhan
Volume Usaha

Koperasi
Persen ('2, N/A 50 1.356.680.000 55 1.397.380.400 60 1.439.301.81

2
65 1.4a2.4aO.8

66 70
1.526.955.2

BO
t.572.763.9

50

PROGRAM
PENCAWASAN
DAN PEMERIKSA"{N
KOPERASI

Persentas€
Pengawasan
Pemeriksaan

Koperasi

Persen (%) N/A 50 800.000.000 55 824.000.000 60 a4a.720.ooo 65 1.145.772.O
00

70 1.180.145.1
50 80

PROGRAM
PENILAIAN
KESEHATAN
KSP/USP KOPERl\SI

Persentase
Koperasi Aktif Persen ('/n) N/A 50 724.320.OOO 55 746.o,I9.600 60 768.431.088 65 791.484.A2

0
70

815_t228,54
0

80

1.215.549.5
15

839.685.39
6

PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
LATIHAN
PERKOPERASIAN

Persentas€
Koperasi yang

diberikan
dukungan

DINAS
KOPERASI,

USAHA KECIL
DAN

MENENGAH,
PERINDUSTRIA

N, DAN
PERDAGANGA

Persen (%) N/A 50 793.4 r 3.000 55 864.875.958 50 a90.822.237 65 917.546.90
4

70
945.073.31

1
80 973.425.51

0

2.s7s.000.oo Io,-l

I

I

60

I

I

1ool,*,,**,l1oo

I
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Fasilitasi
Pelatihan

ao 4.86a.951.I
65 4.589.453.4

00
70

4.727 .137.O
02

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI

M en ingkatnya
Koperasi yang

berkualitas

Persen ('llo) N/A 50 4.200.000.000 55 4.326.COO.000
4.455.780.O0

0

80%
6,555,000,0

oo

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA
MENENGAH,
USAHA KECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

5,718,803,00
0

65% 6,000,000,0
00

704/,
6,150,000,0

oo

Persentase
Usaha Kecil

yang
)erftan sform asi

ke formal

Persen (7o) N/A 50 5,418,803,000 55 5,418,803,000 60

80
6.2a1..477 .A

3065 5.921.272.3
45

70
6.Ogt].910.5

15

PROGRAM
PEN(}EMBANGAN
UMKM

Proporsi UKM
menjalin

Kemibaan dan
Ekspor

Persen (%) N/A 50 5.418.803.000 55 5.581.367.090 5.748.808.10
2

3.245.967.4
o8

PROGRAM
PENCUATAN
BADAN HUKUM
KOPERASI

2.970.520.OO
o 65 3.059.635.6

oo 70 3.151.424.6
68

Pers€ntas€
Koperasi yaDg
memiliki Izin

Usaha Simpan
Pinjarn

Persen {%) N/A 50 2.400.000.000 55 2.884.C00.000 60

NANAMAN MOt)AL

100%
1.500.000.0

00
100%

1.500.o00.0
00

PROCRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase
Tersedianya

Program
penunjang

Urusan
Pemerintahan

Daerah

Persen (7o) 1004/,, 1000/<, 1.000.000.000 100% 1.s00.000.000 too.t, 1.500.oo0.00
o 10001,

1.500.000.o
00

904/r
518.',789.19

4
1000/o

570.668.1 I
3

PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

Realisasi Tolal
Terhadap

lerget Investasi
Persen (%) N/A aov. a42.82a.800 ao,,/. 349.7';4.OOO 45,v.

1.271 .540.20
o 85%

471.626.54
o

423.:341.73
2

90./,,
465.675.90

5

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

PersentAse
Peningkatan
Investor yang
berinvestasi

Persen (7o) N/A o ao"t, 349.869.200 8501,

904/,,
| .77',' .9AO .4

93
904/,,

1.955.778.5
42

PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Peraentase
pelaku usaha

yang
memperoleh
izin sesuai
ketentu6n

Persen (%) N/A 80% 1.214.384.600 aoo/. I 335.823.060 1.469.405.36
6

45,'/"

80"/o

DINAS
PENANAMAN
MODAL DAII
PELAYANAN

lrenpnou snru
PINTU

PROVINSI
PAPUA

TENCAH

9001,
1.90Si.479.0

D6
90.1

2.096.026.9
07

PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Persenta6e
penyele6aian
Permasalahan
dan hambatan
yang dihadapi

Persen (%) N/A ao"/. 1.301.467 aOO ao% I .431 .614.580

a5'h

a5'v"
1 .57 4 .776 .O3

8
85,/"

384.856.12
o

1.616.345.9
03

1.732.253.6
42

60

60

80
I

I

I

I

I
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pelaku u6aha
dalam

membuka
usaha

a5,'1,
234.650.50

2

PROGRAM
PENGELOLAAN
DATA
DAN SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Peraentase
pemanfaatan

data dan
informa6i

Penanaman
Modal

Persen (%) N/A ao,'4, 160.269.450 ao,k 176.296.395 n5%
2t 3.i118.63

8
90%

PROGRAM
KER.IA SAMA
PENANAMAN MODAL

Persentase
keia sama
penanamail

modal yang di
tindaklaniuti

Persen {Yo) 0 0 0 80%
349.a69.20

0
80%

384.856.12
o 904

423.34t.73
2

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROCRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

)ersentase
leraedianya
)rogram
)enunjang
Jrus€n
lemerintaharl
)aerah

Persen (%) 100./. toov. 1.000.oo0.000 100,2, 1.500.000.000 too,'/.
1.s00.000.00

o too,r, 1.500.0oo.0
00

8.917.700.0
00

too.k 1.500.000.0
00

100%
1.s00.000.0

00

DINAS
KEPEMUDAAN,

OLAHRAGA,
DAN

PARIWISATA

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
DAYA SAING
KEPEMUDAAN

)eraenta6e

)rganisasi
<epernudaan
/ang al(tif
satuan,
,ersen)

Persen (7o) N/A 100 100 7 370.OOO.OOO 100
a.l07-ooo.oo

0
100

9.8G).470.0
oo 100 13.875.000

PROGRAM
PENGEMBANGAN
DAYA SAING
KEOLAHRACAAN

?eraentase
,en8em bang{tn
laya saing
<eolahragaan
aatuan,
,ersen)

Persen (7o) N/A I2,O5 20 000 t)oo ooo 18,53 22.OOO.r)00.000 25,03 24,200.000.0
00

31,53 26,620.O0O
000

38,03 29.2t\2.OOO.
C,0O

44,53 40.786.O00

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN

?ersentase
)rganisasi
rramuka yaDg
rerperan aktif
satuan,
)ersen)

Persen (o/o) N/A 100 5.500.ooo.000 100 6.050.cloo.000 100 6.655.OO0.00
o 100

7,32.s00.00
o 100

a.05it.550.0
rl0 loo r 3.689.000

STATISTIK

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase
Tersedianyir

Program
penunjanS

Urusan

Persen (%) 100"1, 100.1, 1.000.oo0.000 tooot, 1.500.cloo.ooo 100%
1.500.oo0.o0

0
r00% 1.500.oo0.0

00
1000/a

1.500.000.0
00 100,'1,

1.500.000.o
00

DINAS
KOMUNIASI,

INFORMATIKA,
STATISTIK DAN

PERSANDIAN

I

I

1e3.e26.03 |sl0

I

100
I 
u.rro.ooo.ooo 

I

I
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Pemerintahan
Daemh

RAM lndcks
Pembangunan

Stati6tik

500.000.0
00

LENGGARAAN Indeks 2 2 1.500.000.000 2,1 2.000.oo0.000 2.500.000.o0
0

2,3 2.500.000.0
00 2,4

500.00.00
0

2,5
ATISTIK SEKTC)RAL

NDIAN

GRAM PersentEse
Tersedianya

Program
penunjanS

Urusan
Pemerintahan

Daerah

NUN.'ANG
SAN

1.500.000.o0
0

1.500.000.0
00

1.500.000.0
00

1.500.000.0
00EMERINTAHAN Persen (o/o) rooy, 1004 r.000.000.000 100% 1.500.c00.000 100011 t00%, 100,1, 100,/"

AERAH PROVINSI DINAS
KOMUNIASI,

INFORMATIKA,
RAM Tingkat

Kesiapan
Pengamanan

Informasi
Pemerintah

Daerah

ATISTIK DAN
I.IYELENGCARAAN PERSANDIAN

DIAN
Persen (%) 5 l0 15 2.000.000.000 20 2.500.000.00

0
2.500.000.0

00
30

2.500.000.0
00

35
s00.000.0

00NTUK PENGAMANAN
NFORMASI

KEBUDAYAAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERIMAHAN
DAERAH PROVINISI

Pereentase
Tersedianya

PrograE
penuojartg

Urusan
Pemerint€han

Daerah

Persen (%) too"/. too"/,, 1.o00.000.000 100% 1.500.c00.000 too./,,
1.500.000.00

0
r00% 1.500.ooo.0

oo 100.1,
1.500.oo0.0

00
100'7"

1.500.000.0
o0

DINAS
PENDIDIKAN

DAN
KEBUDAYAAN

PROGRAM
FENGEMBANCAN
KEBUDAYAAN

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KESENIAN
TRADISIONAL

PROGRAM
PEMBINAAN
SEJARAH

Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
Terhadap

Pengembatrgan
Kebudayaan

Persen (%) N/A 6o

0

129.5a6.496.00
0

64 42 .404. 1 12 .560 60 46.848.923.8
16

72
51.513.4l6

198
76 56.6tt5.t97

817
80

62.2A9.7 t7
599

Penguatan
I,€mbaga

budaya,6angar
Eeni ,dan

komunitas
kreatif guna
memperluas

ruang ekpresi
dan inovesi

budaya

Persen (%) N/A o 56 3.303.5,86.000 60

15

3.633.944.60
o 64

3.997.339,0
60

68 4.39"' .072.9
66

70
4.a36.780.2

63

Tingkat
Partisipasi

Masyarakat
Terhadap

Persen (%) N/A 0 o 10 3.303.586.000 3,633.944.60
o 20 3.997.339.0

60 25 4.397.O72.9
66

30
4.436.740.2

63

1.500.000.oo0

I

I



--306 -

Tinjauan
Sejarah l,okal

PROGRAM
PELESTARIAN
DAN PENGELOLAAN
CAGAR RI]DAYA

Pelestarian dan
revitalitasi

budaya l,okial
Papua tengah

melalui
dukungan

terhadap seDi,
Bahasa, tradisi

dan budaya
kearifal lokal

Persen (7o) N/A 0 0 54 5a
1.057.085.04

o 62 1.162.793.5
44 66 | .275t .O72 .8

9a
1.406.940.1

8a

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERMUSEUMAN

Jumlah
museum
budaya

kab /kota

Persen (7o) N/A 1 96.400.ooo.ooo 0 0 1 200.000.000 1
200.000.00

o 1
200.r)00.00

o 1
200.000.00

o

PERPUSTAKAAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase
Tersedianyr

Program
penunjang

Urasan
Pemerilrtah€m

Daerah

Persen (%) 100% tooa/. 1.000.o00.000 loo% 1.500.000.000 roo. 1.500.000.00
0

looa/o
1.500.000.o

00
too% 1.soo.ooo.o

rlo 100%
1.500.000.o

00

SEKRITARIAT
DAERAH

PROGRAM
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN

Nilai Tingkat
Kegemararr
Membaca

MasyarakaL

o 0 I 5.500.000.000 1
5.775.000.O0

0
I 6.063.750.0

oo 1
6.366.937.5

00
6.685.284.3

75

PROGRAM
PELESTARIAN
KOLEKSI NASIONAL
DAN NASKAH I<U]\O

Persentase
Koleksi

Nasional dan
Naskah Kuno
Yang dimi1i1.i

0 0 0 100 1.300.c00.000 r00 1.365.OO0.O0
o 100

1.433.250.O
00

100
1.504.912.5

00 100
1.580.158.1

25

PROGRAM
AKRDDITASI
PERPUSTAKAAN DAN
SERTIFIKASI
PUSTAKAWAN

Persentase
Pustakawan

Yang
Memperoleh
Sertifikasi

Profesi
Dibid6Jlg

Pemustaka€m

.t 0 0 0 100 700.0000.oo0 100 735.000.000 100
771.750.0O

o 100
810.:337.50

0
100

850.854.37
5

KEARSIPAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINI]I

Pe!sentase
Tersedianya

Prograrn
Penunjang

Urusar

Persen (%) L00% 100v" 1.o00.000.o00 1.500.o00.000 tooo/a 1.500.000.00
o tooa/,,

1.500.000.0
o0

too% 1.500.000.0
00

100\%
1.500.000.0

00
SEKRETARIAT

DAERAH

960.996.400

1000n,

70

0 1
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Pemeri n tah an
Daerah

PROGRAM
PENGELOLAAN ARSIP

Tingkat
Ketersediaan

Arsip
0 0 0 20 40 315.000.000 60 80

347 .',.287 .50
0

100 399.380.62

PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN PEI\YELAMATAN
ARSIP

o/o o 0 0 20

300.000.000

150.OO0.000 40 157.500.000 60

330.750.00
0

80 20a.293.75
0

lo0 218.708.43
8

PROGRAM
PERIZINAN
PENGGUNAAN ARSIP

Cakupan
Perlindungan

dan
Penyelamatrn

Arsip _
Peraentase

Ak6es
Masyarakat
Terhadap

Pentgunaan
Arsip Yang

Bersifat
Tertutup

% 0 0 0 20 100.000.000 40 105.000.000 60 110.2s0.00
o 80

115.762.50
0.

100 121.550.62
5

DAN
PROGRAM
AKREDITASI
SERTIFIKASI

SDM Bidang
(earsipan Ysng
Ditingkatkan

Kompetensinya

ot) o 0 120.000.000 30 126.000.000 50
132.300.00

0
BO

13a.915.00
0

100 145.860.75
0

UTAN DAN PERIKANAN

RAM Kontribusi
Sektor

Perikanan
Terhadap

PDRB

Persen (%) N/A 0,59 17.461.24O.t34
,80

0,6 17.985.1 l8
,44

o,7 18.524.672.O
95,O1

0,8 19.080.412
257,46

0,9 19.652.824
625,60

I 2t),242.409
364,36NGELOLAAN

L-AUTAN, PESISIR
AN PULAU PUL{U

IL
RA I\,4 Perikanan

Tangkap
Persen (7o) 5 to 3.372.000.OO0 20 373.160. 30 35.404.354.8

o0
40 6,466.4a5.

444
50 7.560.480.

oo7 ,32
60 34.647.294

407,54GELOLAAN
KANAN TANC}KAP

RAM Perikanan
Budidaya

Persen (%) 5 10 10.876.800.OOO 20 I 1.203. I04. 30 11.539.197.1 40 11,885.373.
o33,60

50 12.241.934
224,61

t2-.609.192
251,35

DINAS
PANGAN,

ERTANIAN,
KELAUTAN

DAN
PERIKANAN

GELOLAAN

DIDAYA
OGRAM
NGAWASAN

Luasan
Kawasan

Konservasi

Persen (7o) 5 t0 s.932.4OO.O00 20 6.1 rO.7 E4.000 30 6.294.t07.52
0

40 .482.930.7
45,60

50 .677.418.6
67,97

60 477 .7 41.2
28,O1

UMBER DAYA
LAUTAN DAN
RIKANAN

RAM 5
ENGOLAHAN DAN
EMASARAN HASIL

RI KANAN

Angka
sumsi lkan

Persen (7o) 10 1_7.447.815.774 20 17.971.250.248
,23

30 18.510,387.7
55,68

40 19.065.699.
388,35

50 19.64\7 .670
370

20.226.800
481,10

o/o

I

l81.r2s.oo I"l
I

I

0 20

60

60
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ARIWIS,{IA

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase
Tersedianya

Program
penunjang

Urusan
Pemerintahar

Daerai

Persen (%) loo'v. roo% 1.000.000.000 too.k 1.500.000.000 100%
1.500.o00.00

o t00,/o
1.500.000.0

00 100,/o
1.500.000.0

oo
1.s00.000.0

oo

PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA TARIK
DESTINASI
PARIWISATA

Persentase
Pertu mbu h€ur

Kunjungan
Wisatawan

Persen (%l r00 r 5.000.000.000 100
18.150.000.o

o0 100
19.965.000

000 to0 21.961.500
o00

1ri.000.o00.
000

PROGRAM
PEMASARAN
PARIWISATA

Persentase
Peflingkatan

Media
Pemasaran
Pariwi6ata

Persen (%)

N/A

N/A 4 5,000.000.000

roo

4

16.500.r100.000

6.050.000.000 4
6.655.000.O0

0
7.320.000.0

00 4
8.052.000.0

00 4 5.000.000.0
o0

PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI
KREATIF
MELALUI
PEMANFAATAN
DAN PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Persentase
Pelaku

Ekonomi
Kreatif yang

Memiliki
Kekayaan
lntelektua)

Persen {%) N/A 100 8.000.000.o00 100 7.700.clo0.o00 a.400.000.0o
o 100 r00 10.324.000.

000
r00 8.000.000.0

00
9.240.OO0.0

oo

PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARMISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Persentaae
PeLaku

Pa.iwisata dan
Ekonomi

Kreatil yang
aktif dan

Terve.lidasi

Persen (%) N/A 10.000.000.000 r00 5.500.C,0O.000 100 6.050.000.00
0

lo0 7.320.000.0
00

100 8.052.000.0
00

loo 10.000.000
000

DINAS
KEPEMUDAAN,

OLAHRAGA,
DAN

PARIVr'ISATA

PEFTANIAN

PROGRAM
PENUNJANG URLISAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase
Tersedianya

Progam
penunjang

Urusan
Pemerintahan

Daerah

Persen (7o) 100,'1, 100t'1, 1.O30.OOO.OOO too./,, 1.060.900.000 too% I .O92 .727 .OO

0
t00% 1. 125.508.8

l0 too,'/"
1 .159 -274.O

74,30 t00,2,
1.194.296.2

96,53

PROGRAM
PEI.IYEDIAAN DAN
PENCEMBANGAN
SARANA PERTANIAN

Peningkatan
Produksi
Tanarnan
Pangan

Persen (o/o) N/A ro,fo 53.228.340.000 54.825.190.200 30.k 56.469.945.9
o6 4O"/o

58.164.044
283,18

59.90a. 5
61 1,68

104
61.706.234

580,03

DINAS
PANGAN,

PERIANIAN,
KELAUTAN

DAN
PERIKANAN

200/a

I
I

100%

I

100

I

I

I

100

t00

I

I

I

I

50.1,

I
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PROGRAM
PENYEDlAAN DAN
PENGEMBANGAN
PRASARANA
PERIANIAN

Cakupan Luas
lahan

Pertanian yang
ditetapkan

menjadi LP2B

Persen (o/o) N/A 10,'/" 37.574.400.000 20% 38.701.'i32.000 39.962.680.9
60 40% 41.058.561.

388,80 50"1,
42.21tO.3t8

230,46

N/A 1o01, 2.706.976.269 20.1,

PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER

Tingkat
Pengendalian

Penyakit
Hewan Menulsr

Strategis
(PHMS)

Persen ('7n)
2.788.185.557,

07 30"1
2 .87 1 .83t . t2

3,74 400/0
2,957 .986.O

57,50
504/"

3.046.752.6
35t,22

3.138.t27.4
08,40

Persen (%) N/A too/. I 977 60() 000 20%

PROGRAM
PENOENDALIAN DAN
PENANGGULANG,qN
BENCANA PERTANIAN

Persentase
Penanganan

Bencana 2.036.9,28.000 30,'1,
2.098.035.84

0
40,va

2.160.976.9
15,20

50<k,
2.22:;.a06.2

2?.,66
to,'/. 2.292.54O.4

09,34

Persen (%) N/A 100/a r.977.600.000 2001,
PROCRAM PERZ]NAN
USAHA PERIANIAN

Persentase lain
U6a}la

Perbnian yang
diterbitkan

2.036.9 28.O00
2.094.035.84

o 400/,,
2.160.976.9

15,20
50%

2.225.406.2
22,66

10%
2.292.54O.4

09,34

Persen ('/o) 4.326.O00.000
PROGRAM
PENYULUI{AN
PERTANIAN

Persentase
NelembagaBn
Koperasi Tari
yang dibenhrk

dan
Beroperasi

N/A 1Oa/o 20,'t 4.455.7 80.000 30"1
4.589.453.40

0
4.727.137.O

o2 50%
5.015.019.6

45,42

UTANAN

4.68rt.951.1
lr),06

Persentase
Tersedianyt

Prog!:am
penunjang

Urusan
Pemerifltahan

Daemh

Persen (%) 100,1 100% 1.000.000.000 100,k, 1.s00.c00.000 100,'t

PROORAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVIN:JI

r..500.000.00
o tooyo 1.500.oo0.0

00 100,'/.
1.500.000.0

oo 100,,/.
1.500.000.0

00

Persen (%) l0 4000.000.000

PROGRAM
PERENCANAAN
HUTAN

Persentase
Dokumen

Inventarisasi
Hutan

N/A 104/,, 14.59r.,300.300 16.o50.980.3
30 20'% 304

tt).421.646
199

Kontribusi
aektor

kehutanan
Lerhadap PDRB

Persen (%) N/A 0,59 1.000.oo0.000 0,6

PROC RAM
PDNGELOLAAN
HUTAN

1.1oo.000.00
0

0,9

t9.4?.1.646
199

1.33 r.O00.0
00

1
1.331.000.0

o0

PROGRAM
KONSERVASI
SUMBER DAYA
ALAM IIAYATI
DAN EKOSISTEM MYA

Indeks
Keanekaragarn

an Hayati
Persen (7o) N/A 10% 3.455.748.000

1.000.C,OO.000

3.801.322.800

1S'.v"

o,7

4.181.455.0a
o

0,8

250k 300/.,
5.059.560.6

46

DI\AS
LINGKUNCAN

HIDUP,
KEHUTANAN

DAN
PERTANAHAN

16.050.980
330

1.210.000.0
o0

4.599.600.5
88 30.1,

5.059.560.6
.+6

30,'1,
4tr.s59.o27

777,3a
1001,

100/a

30,'/.

40'% tov"

I

I
I

I

I

15%
I
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PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN,
PEI.{YULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI
BIDANG KEHUTANAN

Persentase KfH
Can KUPS yang

mengikuti
p€nguatan dan
pendampingan
kelembaSaan

Persen (7o) N/A 0 0 t0 5.O00.r100.OO 15
5.5000.000.o

00
6.O50.OOO.0

00
25

6.655.O00.0
00 25 6.655.000.0

o0

Persentase
tutupan Lahan
lada sempadan

sunqai

Persen (9,1, N/A o o 5"/. 1.100.000.00
o 8tN) 8"1,

1.331.000.0
o0

PROGRAM
PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN
SUNGAI lDAS)

I OOO aOO OOt) 6t1, 7"1,
1.121.000.O

o0
1.331.O00.0

00

Peraentase
Hutan Adat

yang Terkelola
Persen {'/o) N/A 10 4000.o00.000 10,'/. 14.591 .i300,300

16.050.980.3
30 25.1,

19.421.686,
199

30.1,
t9.421.646

199

PROCRAM
PENGELOLAAN
HI'TAN ADAT

20,'1,
16.050.980

330

PROGRAM
PENUN.'ANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

PerseDtase
Ter6ed iany,r

Prograrn
penunjanE

Urusan
Pemerintahan

Daarah

Persen (%) toov. 1.000.000.000 100"/, 1.500.ooo.000 100.1,
1.500.ooo.00

o 100,2,
1.500.000.0

00
100,/"

1.500.o00.0
00 100%

1.500.000.0
o0

NERGI DAN SUTIBER DAYA MINE]IAL

100.1,

Jumla}l volume
air Tenah pada
cekunga! air

tanah di
wilayah Sun8ai

linta6
Kabupaten/Kot

a

Persen (7o) N/A 5"/" o 10.1 220.O00,000 15,'1,
266.200.OO

0
25"1,

292.820.OO
0

30,'1,
322.102.OO

0

PROGRAM
PENGELOLAAN
ASPEK
KEGEOLOGIAN

Luas Zona
konservasi Air
Tanah pada
cekungan air

tanah di
wilayah Sungai

lintas
Kabupaten / Kot

a

Persen (9/,) N/A 0 to.t, 220.000.000 15't 242.OOO.OOO 20,'/.
292.820.00

0
30'k,

322.102.O0
0

Luas WPR
diusulkan

Pemerintahrm
Daerah

Persen (%) N/A 10%
1.051.1(t8.560 | 5"/. 1 .OA2 .703 .61 1.115.184 7 25,'1, 1.14f1..640.2

57
30,t, l 1a3.099.4

7iiPROGRAM
PENGELOLAAN
MINERAL DAN
BATUBARA

Jumlah
rckomendaBi

terhadap
u sulan IPR

Persen ('2, 5'v. 1.020.552.000 1.051.1a)8.560 t5<'1, 1.082.703.61
5

20,,/.

20,t 1.115.184.7
25

25"1, 1.148.640.2
67

30"1,

DINAS
TENAGA,

TRANSMIOA
DAN ENERCI
DAN SUMBER

DAYA NIINERAL

20

N/A 10,k 1.183.099.4
75

I

I

t5'v.

I

z+z.ooo.ooo 

I 
zoz

I

I

,uu.rro.oo I,l 25"/.

l,.oro..rr.ooo
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Persen (o/") N/A 0 't5% 484.000.000 20,va
585.640.00

o 30'k 644.204.OO
o

Persen {%) N/A o 3041,
644.204.OO

o

PROGRAM
PENGELOLAAN
ENERGI BARU
IERBARUKAN

jumlah Rumah
TanBga

lenerifta listrik
yanS

beraumber dari
pembangkit

EBT
Porsi ERI

dala$ Baurtur
Energi

too/,, 440.000.000

to./" 440.OOO.000 15,'/a 484.000.ooo 20,'/o

532.400.00
0

532.400.00
o

585.rt40.0O
0

5r'.963.703
715

PROGRAM
PENGELOLAAN
KDTENACALISTR]KAN

Rasio
Elektrifikasi Persen (7o) 50.000.000.000

,oo
30,'/. [,

100

500.000.000 35,'h 53.045.000.0
l0

40tyo 54,636.350
)oo

45"1, 56.21',5.440
500

50,1,

PROGRAM
PENUNJANC
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PRO!'INSI

Persentase
Tersedianya

Program
penunjang

Urusan
Pemerintqhan

Daerah

Persen {%) roo"t 100% 1.000.000.000 too.k 1.500.C,00.000
1.500.ooo.00

0
100,/" 1.500.000.0

rlo 100%
1.500.000.o

00

ANOAN

1.500.ooo.o
00

DAN
PROGRAM
PERIZINAN
PENDAMARAN
PERUSAHAAN

Persentase lzin
Usaha

Perdagangan
fant difasilitasi

Persen (%) N/A 50 4,135,147,600 55
4,386,978,08

9
70 4,64'4,146 80

4,792,769,4
06

60 4,518,587,4
32

PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

Persentase
aarana

Perdagangan
Yang

ditingkat-ka n
Kualitasnya

Persen (7o) N/A 0 0 50

4,259,202,O24

15.750.r100.0OO 55 16.222.500.O
oo 65

65

16.709.175
ooo 70

17 .210.450
250 80

t7.726.763
757

PROGRAM
STABILISAS]
HARGA
BARANG
KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG
PENTINC

Persentase
ltabilitas Har-ga

Barang
Kebrrtuhen
Pokok dan

Ba.rang Penting

Persen (%) N/A 50 25.268.927.500 55 26 .026 .')9s .32s 60 70 24.440.400 80 29.293.6t2
537

26.807.805.1
85 65 27.612.O39

341

PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKSPOR

Persen (7o) N/A 0 0 50 7s0.000.000 772.500.OOO 795.675.00
o 65 819.545.2s

0
85

444.131.60
755 60

PROGRAM
STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Nilai Ekspor
Barang

Persentase
Penanganar'l
Pengaduan
Konsumen

Persen (7o) N/A 0 o 50 750.000.000 55 772.5o0.OOO 60 795.675.00
o 65 819.545.25

o
444.131.60

7

DINAS
KOPERASI,

USAHA KECIL
DAN

MENENCAH,
PERINDUSTRIA

N, DAN
PERDAGANOA

20

100,/. 100%

I

85
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N/APersen (7o)

PROGRAM
PENGGUNAAN
DAN PEMASARAN
PRODUK DALAM
NEGERI

Persentase
peDgtunaan

barang produk
dalam nege ri

0 0 50 s00.000.000 515.000.000 60 530.450.00
0

546..163.50
0

75

PERINDUSTRIAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Per6entas€
Ter6edianya

Program
penunjang

Urusan
Pemerintahan

Daerah

Persen (7o) 100 100r/,, 1.000.000.000 1007r 1.500.C,Oo.000 100,'1,
1.500.oo0.00

o 1007,
1.500_000.0

00
r 00,,,i,

1.500.oo0.0
00 100,,/,,

1.500.o00.0
00

PROORAM
PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI

Pe!sentase
Reali6asi
Inveataai

Sektor Industr-i
dan Kawasan

Industr-i

Persefl (%) 50 50 20.632.098.111 2',t .251.061 .O54 60 21.844.592.8
86 65 70 23 .2t1"1 .608

193 80
2:r.914.2s6.

439
22.545.250.

673

PROGRAM
PDNGENDALIAN
IZIN USAHA INDUSTRI

Persentaae lzin
Usaha lndustri

yang
diterbitkan

Persen ('%) 0 0 600.000.000 55 618.000.000 60 636.540.00
0

65 655.636.20
o 75 675.305.28

6

PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL

Tercedianya
Informasi

Industri Sec4ra
Lengkap,

Akurat, darl
Telkini

Persen ('X, 1.600.000.000 1.648.000.000 60 1 .697.440.OO
0

65
't.748.363.2

00
70 1.800.814.0

96
a0

1.854,838.5
19

DINAS
KOPERASI,

USAHA KECIL
DAN

MENENCAH,
PERINDUSTRIA

N, )AN
PERDACANCA50"/o

50 55

RANSMI(}RASI

50

50

Persen (%) 10001,

PROCRAM
PENUNJANO
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINISI

Persentase
Tersediany:r

Program
penunjang

Uru6an
Pemerintahan

Daerah

100% r.000.000.000 100,r, I 500.c00.000 100,t,
1,500.000.00

o 100.1, 1.500.000.0
00

r 00,2,
1.500.000.0

00 100,x, 1.s00.000.0
o0

PROGRAM
PERENCANAAN
KAWASAN
TRANSMlGRASI

Pe!sentase
Program

Transmigraasi
yang

dileksaneke n

Persen (%,) 5 10 3.850.000.000 15 4.235.CO0.000 20
4.658.500.00

0
5.124.350.0

00 30
s.636.785.0

00 35
6.200.463.5

o0

Persen (Yu)

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAWASAN
TRANSMICRASI

Peraentase
Tranomigran
yalg dibina

dan
diberdayaken

l0 3.756.500.000 15 4. 132.150.000 4.545.365.O0
o

4.999.901.5
00

30 5.49!).891.0
r)o 35 6.049.880.8

15

DINAS TENAGA
KERJA,

TRANSMIGRASI
DAN ENERGI
DAN SUMBDR

DAYA IUINERAL

55 562.7?4.40
5

25

I

65
I

25

I
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EKRETARIS DAERAH

90 100

1

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Petsentase
Tersedianya

Program
penunjang

Urusan
Pemerintaha-n

Daerah

Persen (7o)
175.293.603.24

5
184.054.243.40

a r00 193.261.197
574

202.924.25
7 .457 100 213.1)7O.47

0.330
r00 223,723.99

3.a47

PROGRAM
PENATAAN
ORCANISASI

IndekB
Kematangao
Organieasi

Indeks 0

100

I 7.035.000.000 2
7.386.750.00

0

100

2
7.756.0A7.5

o0 3 8.143.a91.8
75 3

8.551.086.4
69

PROGRAM
PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI
DAERAH

tfektivitas
{erja Sama
)erah; dan

Kineqa
PenyelenggaI'aa

n
Pemerintaham

Persen (7o)

100 30.992.679.OO0 100 32.542..312.950 100 34.169.424.5
98 100 35.877.900

o2a 100 37 .67 | .795
429 100 39.555.384.

781

PROGRAM
KESDJAHTERAAN
RAKYAT

Efektivitas
Pelaksanaan

Kebijakan
Kesejalteraan

Rakyat

Persen (%)

100

100

100 30.407.320 gOO loo 31 .927 .5A6 .945 100 35.200.27 4
457 100

36.960.284.
600 r00 38.808.303

030

PROGRAM
FASILITASI DAN
KOORDINASI HUKUM

Persentase
Produk Hukum

Yang
Diha8ilkan

Persen (7o)

100 4.O00.000.000 100 4.200.c00,o00 100
4.410.000.00

0
100

4.630.500.O
00 100

4.862.O25.O
DO

loo 5.105.126.2
50

PROGRAM
PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUI'IAN

Efektivitqs
Pelaksanaan

Kebijakan
Pengelolaarr

Perekonomi{rn
dan

Pembangunan

Persen (%)

100 100 4.600.000.000 100 4.830.000.000 to0 5.071.500.00
0

100 5.325.075.0
oo ro0 5.591.328.7

t50
100 5.870.895.1

88

PROCRAM
KEBIJAKAN DAN
PEL"{YANAN
PENGADAAN
BARANG DAN JASA

Tingkat
Kematangan

UKPBJ indeks 5 9.259.999.550 6 9.723.000.000 7
10,209.1s0.0

oo
10.7 19.607

o00 9
1 1.255.588

ooo 9
11.818.367.

400

PROGRAM
KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
PEMBANCUNAN

Efektivitas
KebUakan

Administrasi
Pembangunan

Persen (7o) 100 100 900.000.000 100 945.000.000 r00 1.041.862.5
oo 100 1.093.955.6

:25
100

1.148.653.4
06

PROGRAM
PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI
KHUSUS PAPUA

Efekuvitas
Pelak6anaan
Kebijakaan

Otonomi
Khusus BaIIi

Persen (7o) 70 90 2.999.999.900 100 3.149.999.89s r00 3.307.499.89
o

100

100

8

3.472.474.4
85

100 3.646.5I8.6
29

100 3.82a.844.5
6l

SEKRETARIAT
DAERAH

luroo.o*oooi

3s.s24s7t.2l roo

100

I

ee2.2so.ooo 

I

I

I
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Orang AsU
Papua (OAI')

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERTNTAHAN
DAERAH PROVIN:]I

to0 1.500.000.0
00

100
1.500.o00.0

00

Persentase
Tersedianyrl

Program
Penunjang

Urusan
Pemerintahai

Daerair

Persen (7o) 100 100 1.000.000.000 1.soo.cloo.ooo 100
1.500.000.00

0
100 1.500.000.o

00

EKRETARIAT DFR

100

PROGRAM
DUKUNGAN
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

151.3129t|5 166..144.28
4.305

100
183.088.71

2.735Persen (o/") 75 75 113.683.685.74
9

BO
125 .O52 .O54 .32

4 85 t37.557.2s9
756. 90

PROGRAM
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAK]LAN
RAKYAT PAPUA

Persentase
Penga\,qasarl

Penyelenggaraa

Pemerintahan

208.1 18.482
600

90 224.930.3s
o.926 95 251.i323.36

4.019 100
23.324.156

318Persen (%) 75 75
17 1 .994 .7 46 .OO

0
80 189.198.620.60

() 85

PROGRAM
SEKRETARIAT
DPRD PAPUA

19.276.162
246 9

21.2rJ3.774
471

100 23.324.156.
318

SEKRETARIAT
DPRP

pelaksnaaan
Sekretaiiat

DPRD

Persen (o/o) 75 4.442.466.OOO 15.930.712.600 85 17.s23.743_A
60

90

PERF]NCANAAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINI]I

PetsentEse
Tersedia'ry.t

Program
penunjar4

Urusell
Pemerintaham

Daerah

Persen (%) 100 1.O00.000.o00 100 1.500.000.000 1.500.000.00
0

100
1.500.000.0

00
100

1.500.000.0
r)o 100

1.s00.000.o
00

Persentase
keselarasan

SPJMD Den8an
RKPD

Persen (%) N/A 90 5.152.887.350 95 5.410531.717.5 95 5.6a1.058.30
3

95 5.965-111.2
19 95

6.26at.366 .7
'79 95 6.576.535.1

18

30
6.s76.535.1

18

PROGRAM
PERENCANAAN
PENGENDALIAN,
DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
DAERAH Per6entase

Keselarasan
RPJMD dengan

Renstra Pf,

Persen {%) 5 5.152.887.350 10 5.410.531.717,
5

15
5.681.058.30

3
20 5.965.111.2

l9
6.26:t.366.7

95 2.236.479.7
91

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNA
N, RISET DAN

INOVASI
DAERAH

PROGRAM
KOORDINASI
DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN

Meningkatnya
kualitas

perencanaan
Pembangunan

bidans

Persen (7o)

N/A

N/A
1.752.653.848 95

1.840.2 86.540 95 1.932.300.86
7

95 2.024.915.9
10

95 2.130.361.7
06

Ketepatai
Penetapai

Perda APBI)
Tahun N

95

80

100 100

90
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PEMBANGUNAN
DAERAH

PemcrintahaLn
dan

pembanEun&n
manusia

Persentase
Kes€larasal

RKPD dengan
Renja PD pa,la

bidang
pemerintqhan

dar
pembangunan

manuaia

Persen (%) N/A 90 1.752.653.848 95 1.840.286.540

1440.246.540

95 1.932.300.86
7

95 2.024.915.9
l0

95 2.130.361.7
o6

95

Per6entase
keaelarasan

RKPD denSan
Renja PD pada

bidang
insfrastr'uktur

dan
kewilavahar

Persen (%) N/A 90 1.752.653.848 95 95 1.932.300.86
7

95 2.O2a.915.9
10

95 2.130.361.7
06

95 2.236.479.7
9l

Persentaae
keselaraaan

RKPD dengan
Renja PD pada

bidang
perekonomian

dan SDA

Persen (%) N/A 90 1.752.653.448
95 1.840.246.540 95 1.932.300.a6

7
95 2.028.915.9

l0
95 2.130.361.7

r)6
95 2.236.479.7

9l

KEUANGAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Peraentaae
Tersedianya

Program
penunjang

Urusan
Pemerintehan

DaeIah

Persen (%) too 100 1.000.000.000 100 1.500.000.000 100
1.500.ooo.00

0
r00 1.500.oo0.0

00
r00 1.s00.000.0

00
100 1.500.ooo.o

00

BADAN
PENDAPATAN,

KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Peaacntase
Belanja

>egawai di Luar
TunjangaD
guru yanS

dialokaoikao
melalui TKI)

Persen (7o) 9 9
3t7.74O.764.

3 9
317.7AO.764.

3
327.7aO.764.

863 12
327.7aO.76

4.863 l5 357.',780.76
4.863

t5 357.74O.76
4.863

Persentas€
,Jokasi Belarjs
Infiastruktu r

Pelayanan
Publik

Persen (%) 24,95 24,95 1.Ot3.O27 .M7.
363

24,95 1 .Ot 3 .O27 .O47
363 24,95 1.013.027.04

7.363 24,95
r.013.027.0

47 .363 24,95
1.0r3.027.0

47.363 24,95 1.O13.027.0
47.363

236.879.7
91

I

12
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RAM
ELOLAAN

G MILIK
N/A 10 2.723.180.000 20

AERAH

30
2.723.180.O

r)o 35
Persentase

Penambahan
Nilai Aset Tetap

Persen (%) 2 .723 . tao .OOO 15
2.723.tAO.OO

0
25 2.723.lao.O

00
2.723.180.O

oo

3.632578.I 15 20 3.632578.1
15

20 3.632578.1
t5 25 3.632578.1

15

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN
DAERAH

Persentase P,{D
Terhadap

Pendapatan
Daerah

Persen (%) l3 13 3.532574.1r5 15 3.63257a.1 l5 t5

KEPEGAWAIAN

1.000.000.000 r00 1.500.c00.000 r00 1.s00.000.00
o 100

r.500.000.0
00

100
1.500.ooo.o

o0 100
1.500.000.0

oo

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase
Ters€dienya

Program
penunjang

Uruaan
Pemerintahan

Daemh

Persen (%) 100 r00

7,O54,809,000 100 6,856,9,45,800 100
5,359,203,s5

o 100 6,O7!,O49,7
60

100 5,120,035,8
72.50

100 7,054,809,O
oo

PerseDtase
Petencanaan
KebutuharL

yang Sesuai
dengan
Formasi

Persen (7o) r00 r00

5,7 6A ,776 ,664 45 6,394,6124,694
.20 50 6,406,683,00

3.41
55 6,419,469,2

28.0a 60 40 5,764,776,6
68

Persentase ASN
yang

ditinBkatkan
Kompetensinya

Persen (%) 40

Persen (o/o) 20

40

20 2,454,118,619
00 25

2,O99,794,61.9.
oo 30 2,@9,794,6r

9.00 35 2,O99,794,6
19.OO

40

6 ,434t ,7 t4 ,7
63.98

2,O99,794,6
l9 20 2,454,114,6

19.00

Persentase
Pengembangan

Kasi6 ASN
Sesuai dengan

Kompetensi
Persentase

?egawai den€ian
SKP Bemilai

Baik

Persen (%) 95 95 354,320,O00,00 95 354,32C,,OOO,OO 95 95 354,320,00
0,00 95

354,.320,OO
o,00

354,320,00
0,00

Persen (o/o) 20 20 5,277,1@,OOO,
o0

7
o

5 27 1

oo
o9 oo 3s 5,277 ,109,O

00,00 40 5,277,109,O
oo,00 20 5,277 ,tog,O

00,oo

BADAN
KEPEGAWAIAN

DAN
PENGEMBANG

AN SUMBER
DAYA IIIANUSIAPROGRAM

KEPECAWA]AN
DAERAH

Persentase ASN
yanS di

tingkatkan
Kompetensinya

30

D]DIKAN DAI\ PELATIHAN

Persentas€
Ter6edianya

Program
penunjang

Urusan
Pemerintahan

DEereh

Persen (%) 100 100 r.000.000.000 100\ 1.s00.000.000 100
1.500.ooo.00

o 100
1.500.o00.o

00
t0 1.500.000.0

00 100,)1,
1.500.oo0.o

00

BADAN
KEPEGAWA]AN

DAN
PDNGEMBANG

AN STIMBER

PROGRAM
PENUNJANC
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

I

I I

I

354,320,000, Iool 95

l" ,r',', .ron ,roo .
oo

I
I

I
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50 55
22,494,4aO,9

14,00
4,494,480,9

I4,00 60
22 ,4rr4 ,480 ,

9 r 4,00 50 2:' ,994,07 | ,

914.00

Persentase ASN
Yang

mendapatke.n
Pengembangan

Kompetensi
dasai,

Manajerial daJI
Furysiona'1.

Persen (%)
23 ,994 ,O7 1 ,914

.00
52

1,000,000,000,
oo loo

22 ,494 ,.180 ,914
,CO

1,OO0,000,000,
oo 100

1,000,000,00
0,00

100
r,000,000,0

00,00 100
1,000,ooo,0

00,oo 100
1,000,o00,o

00,00

Persentase ASN
yang Memiliki

Sertifikasi
Kompetensi

Persen (7o)

15 l,oo0,ooo,ooo,
oo 20 1,OO0,000,000,

00 25 r,000,000,00
0,00

30 1,000,000,0
oo,oo 35 1,000,ooo,0

00,o0 15
1,000,000,0

00,00

Persentase ASN
Yeng

didapattan
Pengembangan

Kompetensi
Tekni6

Persen (o/o) 15

l,ooo,000,oo0,
00

100 100
1,000,000,00

0,00
100

1,000,o00,0
00,00

100
I,OOO,000,O

00,o0 100
1,000,000,0

o0,00

PROGRAM
PENCEMBANCAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

Persentase
Realisssi

Pendidikan den
pelatihan yaog
dilaksanakan

Persen (%) 100 100

DAN PENGEMBANCAN

1,000,000,000,
o0

1.500.000.o0
0

100
l 500.000.0

oo 100 100
1.500.000.0

oo

PROORAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROIINSI

Je!sentase
fersedianya
lrogr6nr
)enunjanB
Jru6an
)emedntaharl
)aerah

Persen (%) 100 r.000.000.000 100 I.500.000.000 100

95 t.167.46a.9
a7

)ersenta6e

Rekomendasi
Kebijakan

Pembangunrrn
Daerah yang

Dijadiksn
sebagai

Lsndass!
dalam

Implementasi
P€mbansun{rn

Persen (%) N/A

100

90
914.7 42.500 95 960.479.625 95 1.O08.503.60

6
95 1.o58.928.7

87

95 95 1.167.46a.9
a7

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNA
N, RISST DAN

INOVASI
DAERAH

Persen ('/o) N/A 90 914.7 42.500 95 95 1.008.s03.60
6

95 1.058.928.7
87

1.soo.000.0
00

l.l1r.875.2
:26

1.1 I 1.875.2
26

Per6entase
Kqiian Berbasis
Buld dslam

Pengembangan
Potensi

Un8gulan yang
Iermanfaatkan

dalam

NELITIAN DAN
NCEMBANGAN

RAM

H

960.479.625

50

100 100

I

I

I

95

I



Kebijakan
Pembangunan

Daerah

90 9 t4.7 42.500 95 960.4"'9.625 1.008.503.60
6

95 1.o58.928.7
a7

Persentase
(ajian Berbasis

Bukt-i dalam
Penyelesaian

Permasalahan
Daerah yang

Iermaniaatkafl
dalam

Kebija]<an
Pemba,rguruur

Daerah

Persen (%) N/A 95 1.11r,875.2

"26

95 1.167 .46a.9
a7

960 .4"'9 .625

95

95 1.008.s03.60
6

95

Persentase
Fasilitasi,

Pembinaan,
Bimbingan
Teknis dan
Supervi6i

terkait
Penelitian,

lengembangan,
Pengkajian dan
Penerepen di

Daerah

Persen ('%) N/A s14 742.sOO 95 1.1111.875.2
26

95 1 .167.468.9
87

s00.000.000 12 500.000.000

PROGRAM RISEII
DAN INOVAS]
DAERAH

Persentase
(qjian Berbasis
Bul.ti dalarrl

Pengembangan
Potensi

Unggulan
Daerah

Persen ('2, N/A

90

10 500.000.000 11
500.oo0.00

0
t4 500.000.o0

o 14

NSPEKTORAT DAERAH

500.ooo.00
0

100 1.500.C,00.000 100 1.500.000.o0
0

r00

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentas€
Tersedianya

Program
penunjant

Urusan
Pemerintahan

Daerah

Persen ('/o) 100 100 1 O00.000.o00 1.500.0oo.0
o0 r00 1.500.000.o

r)0 100 1.500.000.0
oo

60 10.700.i)00.000 65 10.800.ooo.0
00

PROGRAM
PET,IYELENCGARAAN
PENGAWASAN

Persentas€
tidak lanjut

haEil
pengavJasen
,persettasc

temuar yaDg
litindak lanj uti
dan persentrse

Persen (')zo) N/A 49 70 10.900.000
000 75

I 1.OOO.000
ooo 80 l1.000.000

000

INSPEKTORAT

-318-

I

I

I

1.os8.er8 ?l es
87 I

I

I

l3

I

l"-"-"-l



dan Efektivitas
Pengawasan-

PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPTNCAN DAN
ASISTENSI

Maturitas
penyelenggar aa

n sistim
Pengendalian

intemal
Pemerintah

(SPIP)
kapasitas

Apaiet
Pengawasarl

intemal
pemerintah(API

P)

Persen (%) N/A t 4.216.a60.500 4.300.000.000 4.400.000.o0
o

4.4s0.000.0
00 2't 4.500.000.o

oo 3,\' 4.500.ooo.0
00

KESATUAN BANCSA DAN POLITIK

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Pers€ntase
Tersedianyrr

PrograIn
penuqjanS

UrusaII
PemerintahElII

Daerai

Persen (%) 1000/" 100 l 000.000.000 lo0 1.5o0.C,oO.000 100
1.500.000.00

o 100
1.500.o00.0

oo 100 1.soo.ooo.o
00 100

1.500.000.0
oo

BADAN
KESATUAN

BANGSA DAN
POI,ITIK

PROGRAM
PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKIER
KEBANGSAAN

Cakupan
Penguatan

Ideologi
Pancasila dan

Karakter
Kebangsaan

Pereen (7o) N/A
100

t4 ,422,O4 1 ,OOO

,00 100 15,864,245,100
,00

100 I7,450,669,6
10,00

100 19,195,736.
571,O00

21,115,31O,
228,10

100 2 1,1 15,31O,
224,10

PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI
POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALU
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Persen l7o) N/A

100 7,465,944,OOO,
o0

100 8,212,s38,400,
oo

100 9,O33,792,24
0,00

100

100

9,937 ,171,4
64,00

to0
10,930,888,

610,40
100

10,930,888,
610,40

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAI(ATIiN

organisasi
Kemasyara-kAta

n yang Akrif

Persen (7o) r00 16,489,537,000
,o0

100
18,138,,+90,700

,00
r00 t9,952,339,7

70,00
21,947,573,

747,OO
100

24,142,331,
t21,70 100 2,+ ,142 ,331 ,

121,70
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5,853,931,000,
00

100 6,439,324,lOO,
oo r00 7,083,2s6,51

0,00 IO0
7,791,582,1

61,00
lo0 8,570,740,3

77,1O

4,570,7 40,3
77,10

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KE"TAHANAN
EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA

Persentase
Kebijakan di

Bidang
Ketahanan
Ekonomi,

Sosial Buda:/a
dan Fasilitas
Pencegaharl

Penyeh-l.gunaa
n Narkotik6.,

fesilitas
kerukuna.rr

rmat beragama
dan pengha) at
kepercayaan

didaerah yarg
dilal<sanak6n

Persen (7o)

85,203,803,9
40,53 93,724,144,

334,58
100 103,r196,60

2,764,O4Persentase
Konfl.ik Sosial

yang
di selesaika]r

Persen (%) N/A

100 70,416,366,a93
,o0

100 77,45a,003,582
,30

100

r03,096,60
2,764,04

PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PASILITASI
PDNANGANAN
KONFLIK SOSIAL

100 t00

USUSAN PAPUA

39.660.000.000 100
43.626.O00.0

oo 100
47.989.OO0

000 100 100
PROGRAM

PENUNJANC URIISAN
PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

Percentase
Progtam

Penunjerle
Urusen

Pemerintaha.ll
Provinsi

Persen (o/o)
100 100 38,123.01 1 .61 r 100

52.7tt7.OOO
000

511.066.000.
oo0

102.621 .468.34
t]

100
104.247 .435

0ls loo
Persentase

Program
Penunjang

lrmbasa MRP

Percen {7o)

100 100 99.632.493.542 100 100
105.873.40

1.642
107 ..+99.36

8.349
100

109.125.33
5.016

MA-'ELIS
RAKYAT PAPUA

N/A r00

PROCRAM
UTAMA DAN

PENUNJANG
LEMBAGA MAJELIS

RAKYAT PAPUA
(MRP) PROVINSI

PAPUA

Sumber Data : Hasil Kesepakatan Per@ngkat Daerdh Proutnsi Papua Tengolq 2O25

I tl

100

I



4.2 Kineq'a Penyelenggaraaa Pemerintahal Daerah
4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran renrang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kine4i
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator ini menjadi alat ukur untuk
mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2o25-2029. Indikator Kinerl'a
Utama (IKU) Provinsi Papua Tengah disqiikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Penetapaa Indikator Kineq'a Utama

32t

Provinsi ua Ten Ta!run 2025-2029

22 15

85

Target Tahun ke
No Indikator

202s 2026 2027 2028 2029 2030
i PDRB Per Kapita (Rp. Juta) 12a,7 t41,7 154 166,7 179,4 192
2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 22,64* 22,65 22,66 22,67 22,6A 22,68

Kontribusi PDB Industri Pengolahan
("/"1

o,27 " 0,36 0,39 o,41 Q,44 o,44

4 Tingkat Kemiskinar (%)

27 ,O0 27 ,OO
26,50 -27 ,OO 27 ,OO

cn qn-

2t ,50
5 Rasio Gini (indeks) 0,380 -

0,383
0,380 -
0,383

0,380 -
o,383 3830

0,380 - o,374-
0,380

o,374-
0,380

6 Kontribusi PDRB Provinsi (%) o,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
7 Pertumbuhan Ekonomi 6,05 6,9 7,75 8,6 9,45
a r-l-1.- r,.-..--:-^:-^- r,.-^^l^ n^^-^Lrr luL ^J rrrpLrrlrrrrl,rrrdr r\Ll,ard udLi 4r r Scdane I Tinesi ,rr: * --: Tinggi 'ri---i
9 Indeks Modal Manusia o,42 o,427 0,435 o,442 0,45 o,457
10 a. Penurunan Intensitas emisi GRK

('/,1
59,28 61 ,22 63, 1s 64,96 66,85 68,74

11 b. Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Daerah

82,56 a2,72 82,Aa 83,O4 83,20 83,36

Usia harapan Ilidup {UIIH) (Tahun) 69,3 59,5 69,7

449*

33,1* 30,67

371

2a,25 25,42 23,4

292 254

ono

Kesehatan Ibu dan Anak:

a. Angka Kematian Ibu (Per
10O.O00 kelahiran hidup)

b. Pravelensi Stunting
(pendek dan Sangat
Pendek) Pada balita (%)

85 85 85 85 85
t4 a Cakupan penemuan dan

pengobatan kasus tuberkulosis
(tre atnent cou er ag el {o/ol

b. Angka keberhasilan pengobatan
tuberkulosis ltreatment srccess ratel
(o/ol

85 85 85 85 65

3.67 t

65 67

3.200

69

3.170

/t

2.960 2.960

C. Eliminasi Malaria
Per Kabupaten

d. Jumlah Infeksii
Baru HW per 1O00
Penduduk di daerah
terinveksi

3.67 |

9998,6 99 99 9915 Cakupan kepesertaan jaminan
kesehatan Provinsi (7o)

Hasil Pembelajaral
a. Persentase Kabupaten/ Kota
yanq mencapai Standar
Kompetensi Minimum pada
Asesmen tingkat nasional untuk :

12,50-
t2,50 12,50- 12,50 12,50-

12,50
12,s0-
25,00

12,50-
25,OO

ii) Literasi Membaca 12,50-
t2,50

o.o0- 12.50 o.00- 12.50 o,00-12.50 12.50-
25,00

12.50-
25,OO

ii) Numerasi o,oo-i2,50

b. Persentase satuan pendidikan
yalg mencapai standar
kompetensi minimum pada
asesmen tingkat nasional untuk:

26,23-
24,73

i)Literasi Membaca 2t ,24-
23,74

21 ,24-
23,7 4 2L,24-23,74 27,24-

23,74
26,23-
2a,73

) Numerasi 15,68- r5,68- 15,68-18, i8 15,68- 19,68- 19,68-

I

I

I

410

85 
1

I

I

I

63

99

I

I

I
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79

16 c. Rata-rata l,ama Sekolah
Penduduk usia diatas 15 tahun
(tahun)

6,25 6,72 7 ,67 8, 15

l7 d. Harapan Lama Sekolah 9,71 9,76 9,81 9,86 oo? o07
18 Proporsi Penduduk Berusia 15

Tahun ke Atas yang Berkualifikasi
Pendidikan Tinggi (o/o)

9,34 9,49 9 64 9,79 9,95 1 o 1

Persentase Peke{a Lulusan
Pendidikan Menengah dan Tinggi
yang Beke{a di Bidang Keahliar
Menengah Tinggi (%o)

77 ,21 77 ,99 74,7A 79,s7 80,36

20 Cakupan Kepesertaan Jaminan
Sosi4l Kgtenagalerjaan Provinsi (o/o)

2r,t6 26,t4 3t,21 36,24 4t,27 46,29

2t Persentase Penyandang Disabilitas
D^l-^-:^ ,J:DE^cr ta u( \Js^rur r ul rrrdr t /ul

N/A 15 77 20 24 28
)a a. Jumlah Penyandang disabilitas

yang mendapatkan fasilitas dari
unit layanan disabiitas bidang
ketenagakerjaa.:n dan/ atau dari
dinas yang menangani bidang
1-^+^- ^^^ l.^-:^^ -^w!urrq|i6r rJ44r

N/A 200 350 600

b. Jumlah Unit Layanan disabilitas
bidang ketenagakerjaan di Tingkat
kab/ kota/ provinsi

1 3 5 7 9 11

24 Rasio PDRB Industri Pengolahan (7o) 0,83 2,17 3,52 4,46 6,21 7 ,55
25 Pertumbuhan PDRB Pertanian,

L.^L...^-^- ,l^- rr^-:1.^- ^- 3 8 4,32 4,85 5,37 5,9

26 Pengembangan Pariwisata
a) Rasio PDRB Penyediaan

Akomodasi Makan dan Minum
e/.1-

o,22 o,222 o,225 o,227 o,23 o,232

b) Jumlah Tamu Wisatawan
Mancanegara (tlotel Berbintang)

(orang)*
4,67 4,9

27 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) N/A o,1 0,1 o,2 o,2 0,3
28 Produktivitas UMKM, Koperasi,

BUMD
a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil

qan ilienengar"i ftOn t'eftanlan
pada kvel Provinsi (%)

0 0,39

b) Proporsi Jumlah Industri Kecil
dan Menengah pada Level Provinsi

(%t
1,63* 1,63* 1,,75 1,8s

c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%o) 0,41 o,46 o,52 0,57 0,63 0,68
Oj i(aslu VOiUnl( uSalla Kupefasl
terhadap PDRB e/.)

L,t7 I,172 I,175 t,177 1 1 8 1,142

el Return on Aset (ROA) BUMD (%) 1,95 2,O3 2,t). 2,t9 nn9 2,36
29 Penciptaan Lapangan Kerja yartg

baik
a) Tingkat Pe ngangguran Terbuka
l'jtot

2,65 - 3,t2 2,65 - 3,r2 2,65 - 3,12 2,65 - 3,t2 2,OO-2,40 2,OO-2,40

2t,5 23 26 27 ,5
b) Proporsi Penciptaan Lapangan
Keria Formal (%) 20

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan (o/o)

53,45 -
65,00

53,45 -
65,O0

53,45 -
65,00

62,70-
67 ,3t

62,70-
67 ,3t

62,70-
67 ,31

31 Tingkat Penzuasaan IPtek 15 20 30 40
7 t,aindeks Reformasi Hukum tu 70,3 7 t,5

Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik 2,OO 2,12 2,24 2,36 2,44 2,6

I ,12 1, 13 1,74 1, 15 1,16Indeks Pelayanan Publik 1,11
63,6s 64,32 64,99 65,66 66,3335 Indeks Integritas Nasional 62,98

4,4 5,2JO Indeks Pembangunan Teknologi
lnformasi rian Komunikasi (TlKi 3,2 3.6 4 4,4

4937 Rasio Elektrifikasi RT (7o) 47 ,36 47,36 47 ,80 48 48,5
Tinssi Tinssi Tinssi Tinsgi Tinssi38 lndeks Kepemimpinan Daerah Sedang

N/A 40 43 48 5039 Persentase Penurunan Konhlk Sara
40 Usulan Proksi :

a. Persentase penegakan Hukum
Peraturan Daerah

70 7 t,4 71 I 74 C 75,7 77 1

750

6,42

b. Persentase Capaian Pelaksanaan 60 62.s 65 67 .5

I

I

450

I

1,80 | r,sa

30

34

a,62 
|

81,14 
I

I



4t Proporsi Penduduk yang merasa
aman berjalan sendirian di tempat
urrxKdrrya I /o,

74 74,7 75,5 76,2 77 ,7

42 Indeks Demokrasi Indonesia 60,00-
63,25

60,00-
63,25 60,o0-63,25 60,00-

63,25
60,o0-
63,8s

60,00-
63,8s

43 Indeks Pembangunan Kebudayaan
(IPK)

49,54-
49,61

49,54-
49,6t 49,54-49,6t 49,54-

49,61
51,4-
51,59

5r,4 -
51,59

44 Indeks Kerukunan Umat Beragama 81,18- 81,18- 8t,ta-4t,22 81,18- a2,66-42,9 42,66-42,9

45 Indeks Pembangunan Kua-litas
Keluarga 50,65 52,36 54,O7 55,78 57,5 59,21

46 Indeks Ketimpangan Gender (lKG) 81,94-
82,O1

82,05-
42,17

42,17-42,32 a2,29-
42,46

42,42-
42,6t

42,56-
82,78

47 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah
Tingkat Provinsi

20,2 19,8 19,4 1_A,7

48 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%
PDRB)

23,9 24,64-
25,48 24,64-25,48 24,64-

2s,44
24,64-
25,48

24,64-
25,48

49 Ekspor Barang dan Jasa (o/o PDRB)
4A,82-
49,14

44,42-
49,t4 48,82-49,t4 50,24-

s0,88
50,24-
50,88

50,24-
50,88

50 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
(o/ol

0,39 0,45 0,51 o,57 o,64 o,70

5l Tingkat lnflasi (7o) 3,6-5,3 3,6-5,3 3,6-5,3 3,6-5,3 2,2 5,2 2,2-s,2
Pendalaman/ Intermediasi Sektor
Keuangan:
a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

("kl

t6,7 4 t7 ,59 18,4s 19,30 20,16 2t,ot

b. Aset Daria Pensiun/PDRB (c/o) 0,30 4,32 o,35 0,36
c. Nilai Transaksi saham per

Provinsi Berupa Nilai Rata-rata
Tahunan

456.520,7 t 944.209 1.111.897 I .239.5A6 t.367 .274,
09

d. Total Kredit/PDRB (%) t3,o2 13,18 13,35 i 3,51 13,68 13,84
e. lndeks Akses Keuangan Daerah

OAKD)
2,7 L 2.76 2.At 2.85 oo

53 Inklusi Keuanqan (Yo) a6,79 87 ,29 a7 ,79 88,29 88,8 89,30
54 Kota Maju, Inklusif, dan

Berkelanjutarr:
a. Proporsi Kontribusi PDRB

wilayah Provinsi Terhadap
iiasional

o,73 o,73 o,75 o,78 0,80

b. Rumah Tangga dengan Akses
Hunial Layak, Terjangkau dan
Berkelaniutan (%)

22,96 23,47 23,94 24,49 25,51

c. Persentase Desa mandiri aaa 2,A2 2,42 2,82 neo 2,42
d. Persentase Mantap Jalan 35 38 40 45

bJ Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah 61,06 62,23 63,4 64 ,57 65,7 4 66,91
b) Porsi EBT dalam Bauran Energi
Primer (%) 26,6 26,6 26,9 28

56 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Daerah

o,389 o,394 o,400 o,425 o,425

5/ Kualitas Lingkungan Hidup:
a. Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup Daerah
82,56 82,56 a2,65 a2,73 83,20

b. Rumah Tangga dengan Akses
Sanitasi Aman (%)

4 0 5,89 7 ,46 9,67 10 11

C Pengelolaan Sampah
Timbunan sampah Terolah di
Fasilitas Pengolahan Sampah
(%l

15,00 18,00 20,2s

Proporsi Rumah Tangga (RT)
dengal Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah (% RT)

36 39 40 45

58 Ketahanan Energi, Air, dan Pangan
a. Ketahanan Energi

Konsumsi Listrik per Kapita
(kwhr 334 353 370 s88 407

Intensitas Energi Primer
(SBMi R arl'

b. Prevalensi Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan

90 a7

3t,2

86

,44

84

oo o2

JZ.)

18,3

aoe

o,42

83,20

a2

29

I

I

I

19

52

I

I

I

35 36

27,3 | ",'
0,389

I

2s,64 I -

I

I

315 I

eol
34,03 

|

t.494.962 
|

I

55

I
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4.2.2 Indikator Kinerja Daerah
Penetapan indikator kine{a daerah bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi
kine{a pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome progr.rm pembangunan daerah setiap tahun
atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kine{a yang
diinoinLan nqda alrhir nerinde Pp.lIV{n danat dir.anai lnrl'ilra+nr lrinariq rtoerah *.....
telcris pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas
yang telah ditetapkan (outamel atau kompositnya (impactl.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis
pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outeomel terhadap
tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan
prioritas ditetapkaa.

Kapasitas Air Baku (m3/detik)" 0 1,5 1,5 2 2 3
Akses Rumah Tangga Perkotaan
terhadap Air Siap Min-rim
Perpipaan (%o)

59 Indeks Risiko Bencana 191,94 19t,94-
185,88

19t,94-
18s,88

t9t,94-
18s,88

185,88-
179,9s

18s,88-
t79,95

60 Persentase Penurunan Emisi GRK
l'hl

1 i,5
Tahunan 30,07 30,4 30,s3 30,78 30.93 40

Catatan: Indikator Kineq'a Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD

I

I

I
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Tabel 4. 3 t'eneta an Indikator Kin a Daerah Tertrada C aia n Kin a Pen aan Urusan Pemr:rintahan Provinsi Pa  T Periode 2025-2029

No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR KINERJA
PEMBANCUNAN DAERAH

SI\TUAN
Kondisi Kinerla

pada awal
periodrl RPJMD

2t)25 2027 2029 2030

Kondisi Kineia
pada akhir

periode RPJMD
I PEK GEOGRAPI DAN DEMOGRAFI

C Tahun

2024

L Indeks Ketahana! Pengan Pel'sen (7u) 36,7 4 40,86 44,t3 47 ,Aa 52,t9 57,41 s7,41 64,30

Pelsen ("1, 3,+,04 il3 26 25,4 25,42
Prevelensi Ketidakcukupan
Konsurnsi Panga, 25,4

3 Konsurnsi Listrik Per kapita Kwh /Kapita 315 3.15

:\1,2

334 3s3 370 388 407 407

4 Akses llumah Tangga Telhadap
Konsurnsi Air Minum Persen {%) 81,53 8r1,53 83,53 84,53 85,53 86,s3 86,53 86,53

8,),56 42,56 42,65 42,735 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Daerah

Ancka 83,20 83,20 43,20

Persen (%) rl.0 5,89 7 ,86 9,67RumalrL Tangga dengan Akses
Sanitasi Arnen

10 ll 11

7 Penurlman Intensitas Errisi GRK Pelsen {7o) }I/A

4,0

30,o7 30,4 30,53 30,78 30.93 40 40
8 Indeks Risiko Bencana Anska 1.16,49 19 | ,94 191,94- 185,88 191,94 185,88 191,94- 185,88 185,8a- 179,95 185,88 179,95 115
9 l^aju Pcrtumbuhan Penduduk Persen (7o) 1,54 1,54 1,54 1,54 1 ,54 1,54 I ,54 I ,54
10 Ra6io I'enduduk Pelsen (ol, 1,14 1,15 1 ,16 1,17 1 ,18 1,19 I ,19 |,20
11 Kepad{tan Penduduk Percen (%) 24,1 24,6 24,7 24,4 24,4 24,9
II ASPEK KESEJAHTERAA}I MASYARAKAT
I Laiu P(:rtumbuhan Ekonomi Pelsen (ol, .+,9 i;,2 (t,05 6,9 7,75 8,6 9,45 9,45

Persen (%l 2',7,60 26,5C -27,OO 26,51) -27 ,OO 26,50 ,27 ,OO 26,50 -27,OO 20,50-21,50 20.50-22,152 Tingkat Kemiskinan 20,50-22,15
3 PDRB Per Kapita Rp Juta r 19,5 12a,7 141,7 154 179,4 t92 t79,4

Tingkst Pengangguran Terbuka Persen (o/n) 2,75 2,65 - 3,12 2,6!t - 3,12 2,65 - 3,L2
166 7

2,65 - 3,12 2,OO-2,40 2,OO-2,40 2,OO-2,40
5 Indeks cini lmgka 0.383 0,380 0,383 0,380 0,383 0,:r80 - o,383 0,374 0,380 0,374 0,380 0,374-0,380

N/A o,42 o,427 0,435 o,442

0,340 0,383
6 lndeks Modal Manusia/lndeks

Pembaogunan Manusia Angka o,45 o,457 o,457

7 Usia Harapan Hidup '['ahun 69 69,2 ri9,3 69,4 69,5 69,7 69,7 69,7
9 Persen (ul,) 33,1 33,r 30,67 2a,25 25,42 23,4 20,9 20,9

6,17 6,25 t;,72 7,2 7,6710
Prevek!nsi Stunting
Rata-rilta lama sekolah 'l'ahun 8,15 8,62 4,62

'I'ahun 9,63 9,71 tr,76 9,81 9,8611 Harapan Lama Sekolah 9,97 9,97
l2 Angka Literasi/Numerasi Pet sen (o/n) 55 55,47 55,47 55,49 55,52 55,ss 55,55 55,55

13
Indeks Pembangunan Lilerasi
Masvalakat Angka 4r1,93 49 .t9,8 5l 53 53

t8 '18,514 Indeks Literasi Dieital hngka 17,4

50,2

19,5 20

50,5

25 30 30

15
Cakup:rn Kepesertaan Jaminan
Sosial 'leraga Keria

Persen {7n) 21 21 ,16 26,1a 31,21 36,24 41,27 46,29 46,29

8 r, r 8-81,22 8r,18-81,22 81,18-81,22 81,r8-8r,22 a2,66-a2.9 42,66-42,916 Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka 42,66-42,9
l7 Indeks Pembanzunan Kebudayaan hngka

II/A
N/A 49,54-49,61 49,54-49,61 49,54-49,61 49,54-49,61 51,4 - 51,59 51,4 - 51,59 51,4 - 51,59

18 Indeks Perlindungan Anak lmgka lr/A .10 35 40 45 50 50 55

Angka Ir/A 50,65 52,36 54,07 55,7819
Indeks Pembangunan Kualitas
Keluarga

57,5 59,21 59,21

lingka II/A 81,94 82,01 42,05 42,17 air,t7 4232 42,29 42,4620 Indeks Ketimpangan Cender 42,42-A2,61 82,56-a2,7A 42,56 42,74
21 lndeks Pembangunan Gender Angka N/A 0,493 0,493 0,490 0,485 o,472 o,472 0,450
22
ltl

ndeks l0 15 2520 30 30}I
DAYA SAING DAERAH

nan Pernuda

2026

I

80

6. I

I

lineka
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No.
ASPEI(/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR K]NERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

SATUAN
Kondjsi Kinerja

pada awal
periode RPJMD

2t)25 2tO26 2027

v

2024 2029 2030

Kondisi Kineda
pada akhir

periode RPJMD
1 Angka Ketergantu ngan Persen 17.) N/A 41,6 41,6 40 40,2 39 39 38
2 Rasio PDRB industri PenEolahan Pelsen (7o) N/A 0,83 tz,t7 3,52 4,46 6.21 7,55 7,55
3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan

Minum
Persen ('/d rr/A o,22 o,222 o,225 o,227 o,23 o,232 o,232

4 ProporrJi PDRB Ekooomi Kieatii Pel sen {7o) N/A o,1 o,t 0,1 o,2 o,2 0,3 o,3
5 Rasio tiewirausahaan Pelsen (7o) II/ A o.41 o,46 0,52 o,57 0,63 0,68 0,68

Iinskat Par:tisipasi Ansk,rtan Keria Pelsen (ul, 76,99
N/A

'77 .,t7,5 7a 78,5 79 79 79
7 Indek6 Inovasi Daerah llngka .30 40 s0 60 65 65
8 Iodeks ekonomi Hiiau lmgka lr/A 6r.,06 62,23 63,4 64,57 65,7 4 66,91 66,91
9 Indeks ekonomi Biru Indonesia /ingka N/A 22,64 23,52 24,40 25,29 26,t7 27,06 27 ,06
10 Porsi EBT delarn Bauran Energi

Primer
Pelsen (7o) N/A 26,6 ,,,,6,6 26,9 27 ,3 27 ,9 28 2a

11 lndeks PembangunaJI Tel(noloBi
Informasi dan Komunika i /Lngka

Persen (7o)

N/A a\,2 3,6 4,4 4,4 5,2 5,2

12 Pembentukan Modal Tetap Bruto 23,9 23,9 24,64-25,44 2,1,64-25,44 24,64-25,44 24,64-25,48 24,64-25,4a 24,64-25,48
13 Ekspor Barang dan Jasa Percen (%)

Persen (7o)

II/A 44,42,-49,t4 4a,a2-49,14 4A,82-49,14 50,24 50,88

31,5

50,24 50,88 50 24-50 u8 50 24-50

31,8 3214 Rumah, Tangga dengan Akses
Hunian layak I[/A 30,94 30,94 3l 31,8

15 Persentase Desa Mandiri Persen (%) lr/A 0,01 0,o3 o,05 o,06 _ 0,08
0,48

0,08 0,08
16 Rasio t'aiak Daerah Terhrldap PDRB Pei'sen (%) c,39 0,39 o,40 0,43 0,45 0,48 0,48
1.7 Iingkat Inflasi Persen ('2, 4,2 3,25 3, 10 3 2,a3 2,5 2,5
IV ASPEK PELAYANAN UMLIM

1 Indeks Reformasi hukum
---44claAngka

I\I/A '70 70,3 7 0,7 7 t,1 71,5 71,4 7 t,a
2 Indeks Sistem Pemerinta5an

Berbasis Elektronik N/A 2,OO 2,36 2,44 2,6 2,6

3 Indeks Pelayanan Publik Anska }I/A 1,11 1,12 1 ,13 1,14 1,15 1,16 1,16
Indeks Interitas Nasional l\ngka N/A 62,98 63,65 64,32 64 99

40
65,66 66,33 66,33

5 Persentase Penegakan Perda Persen (7o) N/A l0 20 30 50 50 60
6 PersenLase Capaian Aksi HAM Pelsen (%) r.r/A (i0 60 63 65 68 6B 69
7 Indeks Demokrasi lndonesia Persen (%,) }I /A 60,00-63,25 60,00-63,25 60,00-63,2s

55
60,00-63,2s 60,00-63,85 60,00-63,85 60,00-63,85

8 Indeks Rasa Aman A.ngka II/A .+5 50 60 65 65 70
9 Indeks Ketenteraman da Ketertiban Angka I'I/A ,15 50 55 60 65 65 7A

10 Da Sai Daerah }I 2 48 50 2 55 2 59 3 10 3 10 3 20
n Urusan W Dasaa

1 Pendidikan

1.1

Hasil Fembelejaran :

Persentase l(abupaten/ Kota yang
mencapai Standar KoEpetensi
Minimum pada AsesEen tingkat
nasional untuk :

Literasi Membaca

Petsen (7o) 5 t2,5 15,63 ta,76 19,35 19,95 19,95 23,08

1.2 Numerasi Percen (%) 2 r,67 t2,5 15,63 18,76 19,35 19,95 19,95 23,08

1.3
Persentase satuan pendi(likan yang
mencatlai standar kompetensi

Persen o/n) 5 9,34 9,35 9,65 9,96 9,96 13,o9

'T an Ser.ia Tah Lrn

I

I

I

I

I Anska
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No
ASPEK/FOKUS/BIDAN(i URUSAN/

INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

S/lTUAN
Kondisi Kineia

pad a awal
periode RPJMD

Tahun Kondi8i Kineia
pada akhir

periode RPJMD
203rJ

minimum pada asesmen tingkat
nasional untuki

Literasi Membaca
Numerasi
Rata-rata l,ama Sekolah Penduduk
usia di atas 15 tahun (tahun)

'I'aiun 2L,67 5!t,47 55,49 55,52 57,26 59,05 59,05 62 18

a,621,4 'I'ahun 6,17 6,25 6,72 7,2 7,67 8, i5 4,62

1.5 Harapem lama Sekolah
Proporsi Penduduk Berusia 15
Tahun ke Atas yang Berkualifikasi
Pendidikan Tincsi (%l

'I alun 9,63 9,7 t

9,38

9,81 9,86 9 97 L5 79

10,oo t3,131.6 Pelsen (%) 9,36 9,36 9,4 9,69 10,o0

2 Kesehatan
Usia hlrrapa! Hidup (UHl{) iTahunl2.1 Ta}lun 69,2 69,2 (;9,3 69,4 69,5 69,7 69,7 69,7

2.2 Kesehatan Ibu dan Anak
A.ngka kematian ibu (pe! I00.OOO
kelE}liiarl hidup)
Preval€nsi stunting (pendek dan
sangat pendek pada balita (%)

Persen (o/o) 13,5 r 3,5 13,51

91,2

13,52 13,53 13,54 13,54 13,54

Pelsen ('1, 9l ,)l 91,25 91,24 91,30 91,30 91,30

2.3 Penantianan T\rberkulosis Pe!'6en (%) 83 33 83,5 84,O0 84,5 85 85 85

2.4 Cakuprrn penemua! dan pengobatan
kasus ::uberkulosie (trearm€nt
@uera.Qe\ lo/o)

Persen (9/,) 83 il3 83,5 84,00 84,5 85 85 85

2.5 Angka keberhasilan pentobatsn
tuberkulosis {lrearment Success rore)
(%l
Eliminrisi Mala a Per Kalrupaten

Pelsen (%) 82 a2,a 42,9 83 83,1

71

43,2 83,2 a2,a

2.6 Pelsen (7n) 63 ri5 67 69 73 73 65

Jumlah lrfeksi Baru HIv per 1000
Penduduk di daerah terirdeksi

Jiwa 3671 31171 :,200 3170 2960 2650 26sO 2450

2.4 cakuprm kepes€rt€an ja[fnan
kes€hatai hovinsi (o/")

Persen (ol, 99,s 99,5 !)9,5 99,5 99,5 99,5 99,s 99,5

3 Pekedaan Urnum dan Penataan
Ruang

3.1 Umumi
Kapasitas Air Baku (m3/detik)* 3 3Mll/detik 3 3 3 3 3 3

3.3 Akses Rumah Tangga Pelkotaan
Terhadap Aii Siap Minun Perpipaan
t:kt
Proporsi panjang jaringalr jalar
dalam kondisi baik

Persen (ol,) 0 l 2 3 5 5 5

3.4 Kilometer 9.+,83 124,18 I I;3,54 142,49 212,24 241,60 241,60 241,60

3.5 Rasio panjang jalan dengan jumlah
penduduk Persen (7o) 3,90 5,90 't ,90 9,90 11,90 t 3,90 13,90 13,90

I I

I
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No
ASPEI(/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN D/\ERAH

SATUAN
Kondisi Kineda

pada awal
periodi: RPJMD

Ca Tahun Kondisi Kine!a
pada akhir

2t)25 i:o26 2027 2024 RPJMD

3.6
Persen'trase kawasan peaukiman
yang belurn dapat dilalur kendaiaan
roda 4

Pel'sen ('r,) 40 ,+0 45 55 60 75 75 80

Persen Lase jalan kabupaten dalam
kondisi baik ( > 40 KM/Jam)

Persen (Y,) 1{i,15

41,44

21,15 26,15

42,44

3l ,15 36, 15 41,15 41 ,15 41 ,15

41 ,443.8 Persentase rumah trnggalL beraanitasi Pelsen (7o) 41,44 43,44 44,44 45,44 45,44

3.9 Persen Lase pembangunarl turap di
wilayah jalan penghubuDg dan aliran
sungai rawan longsor
Pers€nta6€ irigasi kabupaten dalam
kondisi baik

PeEen (%) 4,17 4,17 5 6,25 r2,50 21,9). 21.,91 21,91

3. 10 Persen ('/o) 2,74 2,74 3,O7 3,25 3,44 3,44 3,66

3.1 l Rasio .iaringan lrigasi Helrtar (Ha) ar 14 354 374 394 4r4 414 4t4

3.t2 Pelserlta.se penduduk beralses air
mhuD Persen (%) 81,53 82,53 83,53 84,53 85,53 86,53

86,s3

86,s3 86,53

3. 13 Proporsi mmah tangga drangan akse6
berkelErnjutan terhadap €ji minum
lavak, perkotaan dan perdesaan

Persen (7,) 8l ,53 8:r,53 83,s3 84,53 85,53 86,s3 86,53

3.14 Persentase jalan y6ng memiliki
trotoar dan drainase / saluran
pembuangan air (minimal 1,5 m)

Persen (ul, c,00 5,0 r 10,00 1s,o0 20,oo 25,OO 25,00 25,00

3. 15 Tersed).anya lasilitas pengurangan
sampah di pelkotaan lmgka 1 2 3 4 5 5 5

4 Perumahan Rakyat dan liauBsan
Pemukiman

4.1 Rasio rumai layak huni

> 8o']lo rumah
masuk kategori

Layak huni
(RJPMN 2025-

20301

,,25 27 30 33 36 36 39

4.2 Rasio permukiman layak huni

z:750/o

Perrnukimaa
memenuhi

6landar
kelayakan

(lnmendagri No
2,t2025)

25 125 30 33 36

36

36 39

cakupan ketersediaan rLmah layek
huni

1: I {rasio
ketlutuhan va
ketersediaan)
(R.rPMN 2025-

2030)

25 '25 30 33 36 39

4.4 Cakupan layanan rumah layak huni
vans terianskau

2 60 7o rumah
teriai gkau bagi

20 20 26 29 32 32 35

2029

I

I

I
5

I

I

I

I

I

I

2030

4.3.
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No
ASPEI(/FOKUS/BIDAN(i URUSAN/

INDIKATOR KINOR.]A
PEMBANGUNAN D/\ERAH

S/lTUAN
Kondisi KineDa

pada awal
periode RPJMD 2t)25

arget uaparan

2027 2024 2029 2030

Kondisi Kineda
pada akhir

periode RPJMD
MBR

{Pennendagri
86)

Persentase pemuki$an yang tertata

Persentase lingkungan pemukiman
kumuh,

>:7Oo/t
pemukiman
tetencsna

[nmeodagri No
2,t2025l

15 I5 20 25 30 35 35 35

4.6
5 lool, dari total

pemukiman
(RJPMN 2025-

2030)

10 t0 12 14 16 18 ia 20

4.7 Persen lase luasan p€rmukiman
kumuli di kawasan perkotaan

3 I 57o luas
perkotaan

(Pennendagri
86)

18 2a 33 3B 38 43

4.8 Proporrri ruma}l tangga kumuh
perkotrEn

s 596 mmah
tangga

(Inmendagri No
2,t20251

7 7 12 17 22 27 32

4.9 Cakupan Lingkungan Y6lrg Sehat
dan Aman yang didukung dengan
PSU

z: 8Oo/o

perrnukrman
memiliki PSU

lengkap
(RJPMN 2025-

:)030)

35 .15 38 4t 44 47 50

5 Ketentoraman, Ketertjban Umum,
dan Pe rlirdun gan Masvarakat

5.1. Cakupan petuga8
Pellindungan Masyarakat
(Linmas)

Pelsen (ol, (),6 .10 35 40

60

45 50

70

50 60

5.3 Cakupan pelayanan bena ana
kebak€ran kabupaten/kota Persen (%)0 o 150 55 65 70 ao

6 Sosial

57
6.1 Persentase PMKS yang mernperoleh

banfuan sosial 50 150 55 67 67 70

6.2 Persen lase PMKS r/ans tertaneani PeNen (ol,) 50 50 55 57 64 67 67 70
6.3. Persentase PMKS sksla yang

memp€roleh bantuan sosial untuk
pemen uhar kebutuhaJr dasar

Persen (%) 50 .;0 55 57 64 67

69

67 70

6.4 Pers€ntas€ panti sodial y&ng
menerima program pemberdayaan
sosial rnelalui kelompok usaha
bersarna (XUBE) atau kelompok
sosial ekonomi seienis lainnya

Pelsen (%) 5I .r1 57 59 67 69 72

Tahun

2026

t8

27

I

Persen (ozd 
I

I
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ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINER.'A

PEMBANGUNAN D/\ERAH
No SATUAN

Kondisi Kine4a
pad a awal

periode RPJMD 2t)25 ito26 2027 202A 2029 2030

6.5 Persentase panti sosial yang
menyediakan sa.ra.na prasarana
Delayarran kesehatan sosial

Pelsen (7o) 51 l 57 59 67 69 69 72

6.6. Persentase wahana kesej.ahteraan
sosial berbasis masyarakat (WKBSM)
yaig menyediakan safana prasarana
pelaya,ran keseiahteraan sosial

PeIsen (7o) 52 :i2

152

58 60 65 68 6A 71

6.7
PeNen la6e korban bencana yang
menerima bantuan sosid selama
masa tanqqap darurat

Per'6en (%) 52 55 60 65 68 68 71

6.8
Pers€ntase korbar bencana yang
dievakuasi dengan menggunekan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkat)

Percen (7o) 52 .i2 55 60 65 68 68 70

6.9
Persentqse penyandang cacat fisik
da.Il mental, eerta lsrljut usia tidak
potensial yang telah menerima
iaminan sosial

Persen (7o) 52 .;2 55 60 65 68 68 70

Urusao W Non Dassr
l

Angka sengketa pengu Ba,'ra-pekelj a
per tahun sengketa

liasus

34 .ll 30 28

4

2a 27 27 26

1.2 Besaran kasus yarrg disele Eaikan
deneai Perianiian Bersama {PB)

6 5 5 4 5 3

1.3 Besaran pencari kerja yang terdaftar
yang drtempatkan

Persen (7o) 7 t0 15 25 40 60 60 85

1 .4. Keselarnatan dan perlindungan
-- Per!g!]%L

orang

8 IO 20 35

24700

48 6B 68 80
1.5 Be6aran pekerja/ buruh J'ang

meniacli peserta program Jamsostek 2.tooo 2+600 24AOO 24900 24900 25000

Perselisihan buruh dan pengusaha
terhadap kebiiakan pemerintalr
daerah
Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Pelsen {7o) 35 .14 :t2,5 30

45

27 ,A 26,7 26,7 26

1.7 Pelsen {7o) 40 ,15 45 50 50 50 55
I.8 Besaran Pengujian Peral€rtan di PeIsen (%) 15 l5 15 t5 15 15 15 15

1.9 Beaajan tenaga kerja y8rlg
mendapatkan pelatihan berbaais
kompetensi

orang

oranS

40 '10 50 50 50 50 50 50

1.10.
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbaEis
masyarakat

:30 150 150 150 170 170 170 t70

Besaran tenaga kerja yar.g
mendapatkan pelatihan
kewira!aahaan

orang r30 150 150 150 170 170 170 170

Ca an Selia Tahun Kondjsi Kineria
pada akhir

RPJM D

I

I

I

l.l.

24.300

1.6.

I

I

I

I

I I

I

1.11.
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA

PEMBANCUNAN DAERAH
No S/\TUAN

Kondi$i KinerJa
pada awal

periode RPJMD 2t)25 i:026

arget uapalan

2027

sel rar)

2024

Kondisi Kineia
pada akhir

periode RPJMD2030

1.12 Rasio lulusan S1/52l53 l?asio l0 to 15 l6 16

72,15

24

t7 t7 I7

1.t3 Cakupan Kepesertaan Jam jnan
Sosial Ketenagakerjgan Provinsi (%) Pelsen {%) 50,32 50,32 s5,82 61 ,12 66,62 66,62 66,62

l. l4 Persentase Penyandang Disabilitas
Bekeri di Sektor Formal (7o)

Petsen
t /.)

lr/A t5 t7 20 2a 2a 30

l. l5 Iingkal Pengarggu ran Terbuka (ol)) Persen ('/o) 2,to 2,O9 :,,06 2,OO 1,95 1,90 r,90 1,90

1.16
Proporsi Penciptaan lapangafl Keia
Pormal (%)

FErsen
t"k)

20 .20 26 27 27

2 PeEber-dayaan Perempua.n dan
Perlind ungan Anak

2.1 PeraenLase partrsipasi perempuan di
lelrlbasa pemerintah Pelsen (Yu) 30 .lo 35 45 50 50 55

Proporsi kursi yang diduduki
perempuan di DPR

Pelsen ('/.) 5 5 8 l1 14 17 20

Pa.rti sipasi perempuai di lembaga

Rasio IiDRT

Persen (7,) 50 .t0 52

3,5

56 58 s8 60

2,4 Pelsen ('2,) 4 3 2,5 2 2 1,5
PersenLa6e jumlah tenagA keaa di
bawah umui
Partisipasi angkatan kerja
peremrruan

Persen (%) 5 0 0

42

0

44

0 0 0 0

2.6
Pel'sen l7o) 40 .10 46 48 48 50

2.7 Cakupan perempuan dan Enak
korbar'r kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu

Pelsen ('7,) 0 0 t5 25 35 45 55

2.4. Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan ke sehatan
oleh te:oata kesehetan ter{atih di
Puskesmas mampu tatal{rksana
KTP/A dan PPI/PKT di Rumah sakit

Persen ('/o) 5 5

5

t5

15

3s 45 45 55

Cakupan layanan rehabilitasi sosial
yang driberikan oleh petulaa8
rehabilitasi sosial terlatil bagi
perempuan dan anak korben
kekerasa! di dalam unit pelayanan
terpadu.

Per'6en (%) 0 25 35 45 45 55

2.to Cakupan peoegakan hukum dari
tingkal penyidikan sampai dengan
putussn pengadilan ata6 kasus-
kasua kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Persen (7o) 1 5 15 25 35 45 45 55

cakupan perempuan da! anak
korban kekerasan yang Persen (7u) 1 5 15 35 45 45 55

Tahun

I zoze

I

I
I

I

40
I

2.2. t7 
I

2.5.

I

I

I

I

I

2.1t.
I I

45
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No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR KINER.IA
PEMBANCUNAN DAERAH

Si\TUAN
Kondilri Kineia

pad a awal
periode RPJMD

'larget Capaian Seliap Tahun

2t)25 2,O26 2027 2024 2029

mendapatkon layanan bffrhrarr
hukum
Cakupan layanan p€mulangan bagi
perempuan dan anak korban
kekerasan

Persen (%) 0 15 35 35 45

2.L3
Cakupan layanan reintegrasi sosial
bagi p€r€mpuan dan anak korban
kekerasan

Pei sen (7o) 0 0 5 15 25 35 35 45

2.14 Rasio APM perempuan / laki-laki di
SD

Pelsen (7o) 40 ,+0 45 so 55 60 60 65

2.15. Rasio APM perempuan / lakilaki di
SMP

Persen {%) 40 '+0 45 50 55 60 60 65

2.16 Raaio APM perempuan / I.rki-laki di
SMA

Pelsen (%) 40 .+o 45 60 60 65

2.17 Rasio APM perempuan / IakiJaki di
Pergur.ran Tinggi

Persen (7o) s0 50 55 60

58

65

61

?o 70

2. 18
Rasio melck huruf perempuan
terhadBp laki-laki pada kelompok
usia lL24 tahun

Pelsen ('2, 50 50 53 64 67

Kontiibusi perempuarl dalam
peke!.ian upahan di selcor non
Pertanian

Pelsen (7o) 0 0 5 10 15 20 20 25

3 Pangai
3.I Pers€ntase Daerah Rentrn Rawar

Pansar {o/o)
PeI'sen ('/o) 5,57 35,00 35,00 34,70 34,48 34,80 34,80 34,85

Rasio jumlah Cadangan lleres
Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap
tE-rget lumlah CBPD berdasarkan Per
badan 15/2023 (%)

Skor Pola Pangan Haiapan (%)

Persen (7o) 2.,, ,oo 27,OO 27 ,33 27,34 27,41 27,41 27,61

3.3 Persen ('2,) 94 76,OO 76,OO 76,76 76,95 77,52 77 ,52 77,74
3.4 Persentaae Pangan segeJ asal

tuEbuhan yang memenuhi
persyaratan mutu dan kearnanan
Pangan (7o)

Pet sen (ol, 2+,05 27 ,OO 27 ,OO 27 ,27 27 ,33 27,4O 27 ,40 27 ,54

3.5 Indeks Ketahanafl Pangao ('/") Pel sen (7u) 3b,74 40,86 44,13 47,aA 52,19 57,41 57,4L 64,30
4 Pertanahan

4.1 Pers€ntaae tanah yang diadaken oleh
provinsi untuk keDentinpan umum

t0 12 t4 15 16 r6 16

4.2 Jumlah tanah yang dieanti rugi Ha 10 t0 10 20 30 40 40 40
4.3 Peraentase penataan tan&h yallg

digunakan Persen (7o) 35 40 45 50 55 55 55

4.4 Persen La6e jumlah tanoh ulayat yang
ditetapkan Persen ("1, 0 o 20 25 30 40 40

5. Linskllnsan Hidup

2030

Kondisi Kinerja
pada akhir

Deriode RPJ M D

0 5 25

I I

solss

I

I

3.2

Pelsen {ryo) I 10

3sI
40

I
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ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/i
INDIKATOR KINER.IA

PEMBANGUNAN DAERAH
SATTJAN

Kondisi Kineqa
pada awal

periode RPJMD

'faryet Capaian Seliap Tahun

2\)25 2026 2027 2028 2029

Ada5.1 Tersedianya dokumen RF'PLH
Provirsi Ada /'ridak Ada Tidak Ada

20

l.da {da Ada Ada Ada

5.3 Terintegrasinya RPPLH d.rhm
rencana

Persen (7o) '20 22 23

Ada

24 25 25 25

5.4 Iersedranya dokumen KLHS Provinsi Ada/'Iidak Ada Tidak Ada lda {da Ada Ada Ada Ada
5.6 Peningkatan Indeks Kualitas Air Pelsen (7o) 5',7.88 57.89 57.90 57.9L 57.92 57 .93 57 .93

5.7
Pembinaan dan Pengawasan terkait
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang diawasi
ketaatannya terhadap izin
tingkuugan, izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi

Persen (%o) 0 0 9 l1 t3 13 13

5.8 Terverifikasinya MHA dan Keaiifan
Lrkal atau Pengetahuan'Iradisional Persen (%) 0 0 2 3 5 5 5

5.9 Ierlal<!,ananya pemberiaJr
penghargaen lingl<unsan hidup Persen (o/o) 0 0 l l 2 2 2 2

5. 10 Pengaduan masyarakat terkait izin
lingkuDgan, izin PPLH dan PUU LH
yang dr terbitl<an oleh Pemerintah
daerah provinsi, lokasi usaha dan
dampak lintas kabupater/kota yang
ditangani

0 0 5 6 7 8 8 a

5.1 1 Persen lase jumlah sampah yang
lertangani pada kondisi khusus di
Provinlri

Persen (7u) 30 .30 32 3s 40 45 45 45

5.12 Persentase Denqelolaan RIH Pelsen (%) o o IO 1l t2 13 13 13
6 Admini strasi Kependudukan dan

Pencatetan Sipil
6.1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan

penduduk Rasio 1 .064.992 1.118.24r 1 . I74.1 53 1 .232.861 1.294.504 1.359.229 1.359.229 | .359.229

6.2
Rasio bayi berakta kelahiran liasio 20ri.950 2t',t.297 224.162 239.570 251.549 264. t26 264.126 264.126

6.3
Rasio pasangan berakta rika}l llasio 48.212 92.622 g',! .253 102.1 16 107.222 1 r2.583 1 r2.583 112.583

6.4. Ketersediaan database
kepenc.udukan skala provin6i llda Ada {da Ada Ada Ada

Penerapan KTP Nasional berbasis
NIK Ada/'Iidak Ada llda /da Ada Ada Ada Ada Ada Ada

6.6 Jumlah Kepemilikan kartu Keluarga

Jumlah Kepemilikan Akta Kematian

XK 391i.324

12 .927

41{;. 140

13.573

436.947

1,t.252

458.794 481.732 50s.821 50s.821 s05.821

6.7 Jiwa 14.964 t5.712 16.498 16.498 16.494
7 Pember:dayaan Masyaralat dan Desa

2030

Kondisi Kineia
pada akhir
riode RPJMD

No.

57.93

I

I

AdaT'fidak Ada 
I I

6.5.

I

| ".*" eor 
I
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No.
ASPE}(/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR K]NERJA
PAMBANGUNAN DAERAH

SATUAN
Kondi{li Kine{a

pada awal
DeTiode RPJMD

2t)25 i'.o26
-!3LE!j-Y433*

2027
!:.:tsE-.:s:::l.t-

2024 2029 2030

Kondisi Kinerja
pada akhir

pcriode RPJMD
7.1 Cakupan satana prasarana

perkantorai! pemerintahEm desa
vans baik

Pelsen ("1, BO tJ8 93 97 t02 r02 102

7.2 Rata rota jurdlal kelompok binaan
lemba8a pemberdayaan roasyarakat
(LPMI

Ketompok

keLompok

it80 295 309 325 340 357 357 357

Rata-rata jumlal kelompok binaan
PKK

15 t6 t7 18 19 20 20

7.4 Persen Lase l-SM aktif Persefl (7n) 30 .32 34 36 38 40 40 40
7.5 Percentase LPM Bemrcsttsi Pelsen (Yn) i33 139 147 154 162 170 170 170
7.6 Persentase PKK altif Percen (%) 2 000 2.100 2.205 2.315 2.431 2.552 2.552 2.552

Persen lase Posyandu aktif Persen (7o) 2 591 2.720 2.856 2.999 3.149 3.307 3.307 3.307
7.4 Swada./a Masyarakat terhadap

Prograrn pemberdayaan rnaayaral(at orang 300 315 331 347 365 3a3 383 383

8 Penger:dalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

2.618.1 Angka Kelahiran Total (Total Fertiliry
Rate/TFR)

'I'ahun 2.64 2.64 t .65 2.63 2.59 2.59 2.59

4.2 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-
19 tahun (ege Spes{fc Feftilitg Rate /
ASFR -l5-tq

Age Spesific
Fettility Rote /
ASFR 15.I9

47 t', IOOO 47 I IOOO 46l 1000

22.6

4sl 1000 44 /1OOO 43 / l0oo 43/ 1000 43/ l0o0

8.3 Angka Prevalensi Kontia[Dpsi
Modefi / Modem CanlracepttrE
('IICPRt

Per sen {7o) 22.4 22.4 23 23.2 23.2 23.2

4.4 Prcsentasi Kebutuhan Ber KB yang
Lidak Terpenuhi lunmet l\leedl

Persen (Y.) 22.5 t 2.4 22.3 22.10 22.10 22.tO

8.5 Presenta8i Keluarga yang mengikuu
kelobpok kegiatan ketahanan
keluarga

Persen (%) 93.1 93.1 93.2 93.3 93.40 93.50 93.50 93.5

Perh ut, ungan
9.1. Jumlah aius penumpang angkutan

Rasio iiin trayek

Penumpang/Ta
hun 1.I02.965 1.3S,0.O00 L6C0.000 1.850.000 2.100.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000/tshun

Itasio 0,o00r 0,o012 0,0101 0,0837 0,6960 5,7845 5,7845 5,7 dari total trayek
akrif

9.3. Jumlah uii kir anskut& umum Unit 0 100 120 144 173 207 207 2O7 /tahun
9.4. Jumlah Pelabuhan

Laut/ Lldara/Terminal Bu6 Unit 2P,9B, 1T 3 P, t1B,2T 3P, t.3B,3T 4P, 13B,4T 4P, 14B,5T 5P, 15B,67 5P, 15 B,6T
5 Pelabuhan, 15

Bandara, 6
Terminal Bis

9.5. Persenta6e layanan angk.rtan darat Percen (7o) 0 l0 20 30 40 50 50 50% wilayah
terlayari

9.6. Persentase kepemilikan l:IR
angkutal umum Pelsen ('/u) 0

6i,58

45 65 80 BO
80'% Kendaraan
umum memiliki

KTR
9.7 . Pemasangan Rambu-rambu Pelsen (%) 51,92 71,24 80,89 90,55 100 100

963 unit rambu
lalu lintas

c Selia Tahun

iJ4

I

20

I
I

I

I I

I

l0

I
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ASPE}(/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA

PEMBANGTJNAN IJAERAH
No S/\TUAN

Kondi$i Kinerja
pada awal

periode RPJMD

'farget Capaian Selriap Tahun

2t)25 ito26

0,0450

7.334.s47 I
r.6.+9.855

1.334.5a7 /
1.652.146

2027 202a

1 ,6200

2029

9.8. Rasio panjarlg jala! perjumlal
kendaraan
Jumlah orang/ bamng yang
terangkut angkutan umu m

l?asio 0,r)012 0,oo75 o,2700 9,7201 9,7201

olang/ barang
1.102.965 orang
/ |.416.449,91

ton

7.27it.26t /
1.528.772

1 .467 ,046 /
1,782.847

| .467 .046 /
1.744.3t4

7.613.751 I
7.924,273

1.774.126 /
2.O74.204

9. 10
Jumlah orang/barang mdalui
dermaga/ bandara/ terminal per
tahun

Orang/barang
1.102.965 orant
/ t.416.449,91

ton

1.21.1.2611
t.529.765

1.6t3.7s1 /
1.926.264

1.774.126 /
2.O79.366

10 komunikasi dan lnforma:ika

(i010.1
Persen lase Tingkat Masyarakat
terhadap Akses Kualitas Informasi
Publik Daerah lsurvei)

Sjurvei 60 70,5 72 72,5 72,5 73

10.2 lndeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik {SPBE)

Indeks 2 2 2,L 2,4 2,4

t1 Koperasi, Usaha kecil, d€n
Menengah

0,1 o,201 1,1 Propor:ri PDRB Ekonomi Kreadf (7o) Persen (7o) I.I /A o,12 0,15 0,18 o,20 0,22
11.2 Persentase koperasi aktil

Kontr-ibusi PDRB lndustri
Pengolahan (o/o)

Persen l'2,) 0,6 (t,5 6,9 6, I0 6,11 6,11 6,15
11.3 Persen (7o) rr/A o,27 0,3 0,54 0,68 o,7 o,7 0,88

11,4 Rasio I'DRB Industri Penqolaian (7n) Pelsen (7o) }I/A o,27 0,3 0,54 0 68

70

o,7 o,7 0,88
11.5 tlodukdeitas UMKM, Koperasi,

BUMD Persen ('7.) 55 60 80 80 90

11.6 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan
Menengah Non Pertanian pada l,evel
Provin{ti (%)

Pelsen (7o) 0 .50 55 60 70 80 80 90

11.7 Proporsi Jurnlah lndustri Kecil dan
Menengah pada Lrvel Provinsi (%)

Persen (%) 0 50 55 60 70

3

80 80 90

11.8 Koefisien Variasi Harga Antar
wilavah Tinskat Pro\rinsi

lmgka 3 3 3 3 3 3 3

11.9 Iinskal liflasi Persen 3,0 2,5 2,O 1,5 1 I 0,5
1 1.10 Pengendalian Harga Bahafl Pokok /

PentinR
Persen (%) o 50 55 60 70 80 80 90

11.ll Persen'Lase pertembaian jumlah
industli be6ar di Provinsi Pei'sen (%) 0 150 65 75 80 80 90

12 Penan.unan Modal

3.25 357 393t2.1 Jumlah investor berskala nasional
IPMDN/PMA)

hi vestor 297 432 475 475

t2.2 Jumlah nilai investasi ber8kala
nasion, (PMDN/PMA) 2'2,aO 2rt,08 27 ,59

4.646

30,34

5.111

33,38 35,72 35,72 40,39

Rasio daya 6erap tenaga Keria Itasio 3 840 4.224 5.622 6.184 6.184 6.802
t2.4 Kenaikan / penurunan Nilai

Realise si PMDN (milyar rupiah) lrlilyar 40 ,+4

il1

49

a2

54

83

59 65 65 72

12.5 Indeks kepuasan masyarakat (lKM) Pelsen (%) 80 84 85 85 86
13 Kepemudaan dan Olah Rasa

9.9.

Kondisi Kineda
pada akhir

Deriode RPJMD2030

I

9,7 km per
kendaraan

I r.774.126 /
2.O79.366

I 1.774,126 otang
dsn 2.079.366 ton

berans/tahun

70

I

0 50
I

I

I

1.774.126 /
2.O74.204

7.774.126 orang,
dan 2.078.208 to:1
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No
ASPEK/ FOKUS/BIDANC URUSAN/

INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

SATUAN
Kondilii Kinerja

pada awal
periode RPJMD

2\)25

arget capalan

2027

5el1ap

2024 2029 2030

Kondisi Kine!a
pada akhir

DeTiode RPJMD
13.1 Partisipesi pemuda dals!'l

pemba:nEunarl (Satuan. rersenl
Persen (ol,

(rsaha

Persen (%)

N/A t5 30

30

45 60 75 90

t3.2 Jumlah Pelsku wtausaha muda
(Satuarl Usaha)

N/A t20 40 50 60 60 70

Persentase Orgaflisasi pra,touka
yang drbina
( Satuan, per8en)

lr/A I5 30 45 60 75 75 90

13.4 Prestasi olahraga {SatuarL, Medali) i\4edali l6 125 30 35 40 45 45 50
l 3.5 Jumlah Atlet Bcrprestasi (Satuan,

Atlet)
Adet 55 100 t25 150 175 200 200 250

13.6 Cskupan pelatii yang bersertilikat
lSafual, Persen)

Persen (o/o) ri,5 12,03 t 8,53 25,03 31,53 38,03 38,03 44,53

14 Statistik
l4.l lndeks Pembangunan Statistik (lPS) lndeks 2 2 2,1 2.3 2,4 2.4 2,5
15. Persandian

2
15.1 In$€ka Sietem Pemerintahan

Berbasia Elektronik (SPBE) terkait
keamanan

Indeks 2 2,1 2.2 2,4 2,5

16 Kebudayaan
16. l Indeks Pembangunan Kebudayaa,

(IPK) Indeks lr/A 49,54 50,55 52,13 53,76 56,89

t7 Perpu stakaan

0 5.555

15.000

17.1. Jumlah pengunjung perpustakaan
un

Koleksi buku yang tersedia di
pemustakaan daerah

orang N/A 1.424 1.461 1.898 5.555 5.555

17 .2. lluku I'I/A
0 o 5.000 10.o00

Rasio perpu stakaan per$ltuan
uk

Jumlah rata-rata penguniung
pepustakaan/tahun

liasio N/A
0 0 I /142.444 1/ 186.093 1/ 189.815 1/ 189.815 2/55s.s08

t7 .4 JlWa N/A
0 0 12.000 24.OOO 48.000 48.000 60.000

17.5 Jumlah koleksi judul buku
pemustakaan

iluku I.I/A
0 0 1 .000 2.000 3.000 3.000 5.000

17.6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis,
dan penilai yang memiliki sertilftat

orang N/A
0 0 1 2 3 3 I

18 Kearsil)an
18. t Persentase Perangkat Daereh yalrg

mengelola arsip secara baku
Percen (o/o) N/A

0 0

o

5 10 15 15 22

r 8.2 Peningkatan SDM pengelola
kearsifran

Orang fJ/A
3 2 3 3 2

Layanan Urussn Pilihan
I Pariwis.ata

l.l Kuniunf,an wisata ()rang N/A 10.000 10.200 I0.404 10.6 r2 10.a24 10.824 20.ooo
1.2 [,ama liuni ungan Wisata Hari rJ /A 5Harj/4Malam 5Hari/4Malam 5Hari/4Malam 5Hari/4Malam 15Hari/4Malam 5Uari/4Mdem 5 Hari / 4 Malarn
1.3 PAD sektor pariwisata trsaha II/ A lo 20 25 30 35 35 I t5
2 Pertanian

Tahun

I zozu

I
I

I

I

I

I

50 [r r,ru
I

I

I

15.OOO 25.OOO

t7 .3.
I

I

0
I



No
ASPEI(/FOKUS/BIDAN(i URUSAN/

INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

SATUAN
Xondisi Kineia

pad a awal
periode RPJMD 2025 ito26

arget uaparan

2027 202a 2029 20i]0

2.1 Meningkatiya Produksi Pert6nian
Produksi Padi

Ton 6.O72,38 3.0,)0,00 3.000.00 3.037,50 3.045,00 3.060,00 3.060,00 3.067,50

Produhsi Jagung

hoduksi Bawang Merah

Ton 9.014,61 7.0r)0,00 7.Cro0,oo 7.087,50 7.105,00 7.140,00 7.140,00 7.157,50

2.3
Ton 9 904 1,2 l,a 7.Oa7,5O 7.l05,oo 7.140,OO 7.L40,OO 7.157,50

2.4 Produi{ si Cabai Ton 4b,O7 1 ,20 1 ,20 2,22

61,20

|,23

2.5. Produk6i Kelapa Ton 3.214,70 60,00 60,00 60,75 60,90 6t,20 61,35

2.6 Produl.si Kakao Ton tla4 s,ooo,00 5.O00,o0 t.062,50 5.075,OO 5.100,oo 5.100,oo 5.112,50
2.7 Produksi Kopi Ton 2 799 20,00 20,o0 20,25 20,30 20,40 20,40 20,45
2.4 Produksi Lrbi Jalar Ton 109,5
2.9 Luasan Irhan Pertanian Pangan

Berkelsnjutan / Kawasan Pertaian
Pertanja! Parsan BerkelBniutan

Ha 2.000 2.5r)0,00 2...;00,00 2.537,50 2.550,O0 2.556,67 2.556,67 2.557 ,OO

2.10 Produksi Hasil Temak
Besar/Kecil/Un*Eas Ton 2 800 30,o0 30,00 30,38 30,45 30,60 30,60 30,68

2.1t Produl( si Telur Ton 5.361.372,51 10,o0 10,00 10,13 10,15 1o,20 10,20 10,23
2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman

Pansan (%) Persen ('Zo) 0,19 0,19 o,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Laju Perturobuhan PDRB
Hortilmltura (%)

Pei sen (%)

Per sen (%o)

il,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

2.14 Laju Pertumbuhan PDRB
Perkebunan (o/o)

6,13 6,13 rr,l3 6,13 6,13 6,13 6,1 3 6,13

2.15 Laiu Pertumbuhan PDRB Peternakan e ,23 6,23 1;,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23
2.16 Nilai Tukar Petani (NTP) ('/") PeISen (ul, 98,68 102,65 103,66 to4,67 105,20 106,10 106,10 to7,70

3 Kehuta.nan
3.1 Jumla.h dokumen invent.risasi

hutan dnsl<at plovinsi dokumen 0 0 4 4 4 4 4

Jumlah permohonan PBI'HH bukan
kalu $lkala kecil darl meneDgah yang
diLayani

peftohonan I l I l l l 1 1

Kontr"ilru si eektor kehutanan
terhadap PDRB

Peisen (%) 10 l0 15 20 25 30 30 30

3.4 Jumlalt kelompok tani hutan yang
mandfi yarg mengikuti penguatEn
dan peodampingsn kelenrbaSean
serta persentase penilgkatan kelas
kelompok usala perhutaoan sosial

Kelompok l0 t0 15 25 30 30 30

3.5 Jumlah penlruluh kehuta.nan yang
dilakukan peningkatan kapasitas

pen,.uluh IO 10 10 l0 10 50

3.6 Jufulah dokumen rencana
pengelolaan DAS yang diletapkail dokumen o o to t5 20 25 25

'f Selia Tahun Kondisi Kineia
pada akhir
riode RPJMD

I

I

10 l0

I I
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ASPEK/FOKUS/BIDAN(i URUSAN/
INDIKATOR KINEiRJA

PEMBANCUNAN DAERAH
No SATUAN

Kondisi Kinerla
pada a$'al

periodi: RPJMD 2t)25 t 026 2027 2024 2029 2030

Kondisi Kine!a
pada akhir

p€riode RPJMD
serta persentase tutupan lahan pada
seDadan suflgai

o

Jumlah SDM Kelembagarm MHA,
kearifan lokal atau peng€tahuan
tradisional den hak keaiifan lokal
atau pengetahuan tradisional da!
heL MHA terkait dengan PPLH yarlg
berada di 2 (dua) atau lebih daerah
kabupatefl/kota dalam I (satu)
daerah provinsi Yang Ditlnqkatkan

orang 5 7 8 B B

4 Energi dan Sumber Daya Mineral

:| l5 315 .150 450 450 450 450 450

Intensitas Energi Primer (SBM/Rp
milvar)" 90 90 87 86 84 a2

25,8

a2 BO

Pelseatase Penurunan Emisi GRK
t%)
- Kumrdatif

Pelsen (%) 2:3,t9 2:\,r9 24 24,7 25 25,8 25,8

4.4 Persen lase Penurunan Emisi CRK
l%)
- Tahunan

Pe!sen (%, 3ll, i0 39,10 40 42 46 46 46

5 Perdagangan

5.1 Ekspor Bercih Perdagan8an koinoditas Ir/A 1 t 1 2 2 2 2

5.2. Cakupan bina kelompok
pedagang/ u s€ha informal Kelompok

Kc,efisien

rr/A t0 20 30 40 50 50 50

5.3 Koefisien Variasi Harga Antar
wilayah Tinskat Provinsi Ir/A 1 I 2 2 3 3 3

6 Perindu strian

76.1 Kontribusi PDRB lndu6tri
Pensolahan (%) I'ersen ('X, 0 10 13 15 17 t7 20

6.2 Rasio I'DRB Industri Penqolahan (%) Pelsen {%) 0 7 10

55

13

60

15

70

1.7 I7 20

6.3
ProporJi Jumlah lndustr-i Ke.il dan
Menengah pada t evel Proeiltsi (%)

Iransnligasi

PeI sen {o/u) 0 50 80 80 90

7
7.t Persen'Lase trElsmisan swakarsa Persen (7o) 25 ilo 35 40 45 50 50 55
8. Kelautan dan Perikanan I

8.1 Produksi perikanan tangksp
Produksi perikanan budi,laya {ton)

ton 16:1,644 164.000
12,16

165.000
12,16

166.000 167.000 167,500 167,500 168.000
8.2. Ton 6,37 t2,2a 12,31 12,34 l2,34 I 12,43
8.3. Konsumsi ikan

Kawasrm Konservasi daemh yang
Operasional (Hal

lks/ Kap/th) 41,83 10,44

624. tO6,47

10 44

624 1.06,47

1o,44 10,44 ro,44 10,44 10,44
8.4

1,7 624.106,47 624.106,47 624.tO6,47 624.106,47 624.106,47

8.5. Kepatuhan Pelaku usaha Keleutan
dan Perikanan Persen (%) rr/ A 16,00 16,00 16,t6 16,20 16,24 t6,24 t6,32

Ca Selia Tahun

0 6

I

4.1. 
fonsumsi 

Listrik per Kapita [kwh)*

4.2.

4.3.

I I

I

I

Ha

I
I
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No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR KINER.'A
PEMBANGUNAN DAERAH

S/\TUAN
Kondi$i Kineia

Pada a$ral
periode RPJMD

'larqet Capaian Seliap Tahun Kondisi Kinerja
pada al<hir

periode RPJMD2t)25 i,.o26 2027 2024 2029 2030

8.6 PeLaksansrn Monitoring dan evaluasi
materi teLnis peraira! pesisir yang
disetuj ui MKP untuk diintegrasikan
ke dalam RTRW Provinsi

kali Ir/A 1,00 1,00 1,00 1,OO 1,OO 1,00 l, o0

a.10 Produl:si garam Ton 2,O4 1o,54 1o,57 r0,59 10,59 i0,64

8.r1 Iaju Pertumbuhan PDRB Perikanan
to/ot

Persen ("1, 4,44 4,44 ,t,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44

a.t2 Nilai Tukar Nelayan (i,{TN) (%) Pel'sen ('L) tt2,t1 102,O4 104,09 105,I 1 to7,20 109,10 109, 10 109,60

8.13 2 Nilai T\rkar Pembudidayaan
Perikanan (NTPi (o/o)

Pelsen (7o) 103,43 I00,o9 101,01 102,O3 104,03 105,03 105,03 106,o1

Penunisng Urusan
l Perencrinaan Pembanzua an

Tersedi.anya dokumen perencanaan
RPJPD yang telah ditetapkan dengan
PERDA

Ada Ada 4da Ada Ada Ada Ada Ada

lerseali.anya Dokumen Perencalaan
RPJMD yang telah ditetapkan
densan PERDA/PERKADA

Tidak Ada Ada .4da Ada Ada Ada Ada Ada

Ie!€edianya Dokumen Perencanaan :

RKPD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA

r6'da 4da Ada Ada Ada Ada Ada

1.5 Penjabaran Konsistensi Protram
RPJMD ke dalam RKPD

Persen (%) 0 93 95 96 97 98 98 99

t.6 Penjabaran Konsistensi f lo$am
RKPD ke da.Iam APBD

94 95 96 97 98 98 99

1 .7. Kesesuaian rencana pembangunan
dengarr RTRW

Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

2 Keuantaan
2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Belanja pegawai di Lua.r
Iunjargan Curu yang Di alokasika-n
melaluiTKD

Persen ("1,
7,544/. 4,.34% 9,16V. 10,o94/. I t ,o90/" 12,204/0 12,200/. 13,420/.

Persen tase Alokasi Belanja
Ifl frastr"uktur Pelayanan Publik

Persen (%, 45,61.1, 50 t6% 55,18% 60,7001, 66,70% 7 3,404 7 \at

Persentas€ t]€lanja Urusan Wqrib
Pelayanan Dasar

Persen (7o) 28,94.1, 28.944/,, 32,OOa/. 35,00% 40,oo% 45,OO% 45,OOo/a 50,00%

Persentase Penurunan Sl LPA Persen (ol,) 6Aa/o 6a.7av" sti,46t't 49,69V,, 42,24tvo 35,90./. 35,90% 30,50%
Persentase lapomD keuangan tepat
waktu

Persen (7o) 50% 50"1, 6so4, 7 5"/. 90% 100,% 100% 100%

Opini ertas LKPD Pelsen (7,) 7,sgtva I,.341vo 9,16'v, 10,09"1, 1.l,ogtn t2,200/. 12,20<v. t3,42/,,
Penselolaan Barang Milil Daerah
Persentase Penambahan Nilai Aset
Ietap Petsen (%) lr/A 27"/. 3401, 42,68. 53'.vo 700/., 704/. 85%

2.5 Pengelolaan Pendapatan Daerah

I

I

I

l.l . eaa/rraat aaa 
I

1.2. Ada/Iidak ada 
I

L3. aaa/riaar< aaa 
I

Persen (eo) | 0

I

I

73,40./.

I

I

I
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No
ASPEK/FOKUS/BJDAN(} URUSAN/

INDIKATOR KINEIRJA
PEMBANCUNAN DAERAH

SATUAN
Kondisi Kinerja

pada awal
periode RPJMD

'larEet Capaian SeljaD Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir

periode RPJMD2t)25 tto26 2027 2024 2030

Persentase PAD terhadap
Pendapatan Daerah Persen (%) r3,960/. 15.50% 20'v, 27 ,50V. 27 ,504/,, 30.1,

Cakup:m pembinaan dan
pengawasan penqelolaen Pendapatan Persen (%) rr/A 20,h,

25'1,

'.25't, 50% 50% 100,,/"

too,t,Persentase Penerapaa Sistem
Informasi Keuangan Berhasis Diqital Persen (%) 25v. 501"1, 5001, 75% 75%

3 Kepegawaian serta pendidikan dan
peLatihan

3.1.
Penilai,an Indeks Sistem Merit Nilai r60 179 200 250 250 300 300 300

Persentas€ Pelayaran Administrasi
Kepesarwaiar!

Pelsen (o/o) 70 '76 80 80 90 90 90 90

Persen'Las€ Disparitas
Data/loformasi ASN

Persen (o/o) 40 .10 25 20 15 t0 10 10

Indeks Profesionalitas ASN Irrdeks 4l ri5 7t ao 81 85 85 85

3.5. Persentase Ketersedia.an Laporan
CaDaian Kineria Pelsen (%)

.00
100 100 100 100 100 100 100

3.6 Rata-nlta lama pegawai
mendapatkan pendidikai dan
pelatihan

hari 5 l5 15 20 20 20 20 20

PersenLase ASN yang mengikuti
pendid&an dan pelatjhai formal

Pelsen (7o) 20 :25 30 35 45 45 45

3.8 Persentase Pejabat ASN ) aDg telal
mengiloti pendidikan dan pelatihan
struktrrral

Pelsen (%) 20 :25 30 35 40 45 45 45

3.9 Jumlah jabatan pimpinan tinggi
pada instansi pemerintatr J rmla}l 31 .11 :lll 3a 3a 38 38 38

3.10 Jumlall jabatan administlasi pada
instansi pemerintah J,rmlah .t48 448 5oo 600 600 600 600 600

3.1l Jumlah pemangku jabat rn
fungsional tertentu pada instansi
pernerintah

Jumlah 20 ,,2o 25 30 50 50 .50

4 Penelitisn dan pengembangan

4.1 Persentase imple&entasi lencane
keritbaoqan.

Pelsen {7o) 0 l0 1l 't2

t2

13 14 14 l5
4.2. Persenta€€ pemanfaatan hasil

kelitbaogan. Persen (%) 0 10 11 l3 l4 14 15

Penerapan SIDa:
4.3 Persentas€ perangkat daerah yang

difasili'rsi dalam penerapan inovasi
daerah.

Persen (7o) 0 l0 12 13 14 l5 15 16

4.4 Peraentsse kebijakan inovaai yalg
diterapkan di daerah.

Persen {Yo) 0 t0 12 t3 L4 15 t5 t6

I

2029

I

I

I

I

I

I

I
40

40

I

3.3.

3.4.
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No
ASPE}(/ FOKUS/B]DAN(i URUSAN/

INDIKATOR KTNF]R.IA
PEMBANGUNAN D/\ERAH

SATUAN
Kondilri Kinerja

pada awal
periode RPJMD

'farget Capaian Seliap Tahun Kondisi Kineia
pada akhir

periode RPJMD2t)25 i 026 2027 202n 2029 2030

5 Sekretariat Daerah
5.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instan!!i Pemerintah
Nilai

5.2 Nilai Reformasi Birolaasi Nilai B
5.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks t,r/ a t,76 5t

60

3,26 4,00 4,00 4,OO 4,00
5.4 fingkat Pemahaman OPD terhadap

Penlruaunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerirrtahan
Daerah (LPPD) Provinsi

Persen (%, ll/a
.lo 75 90 100 loo loo

5.5 Tingkat PetEa}taman OPD terhadap
PenJrusunan Standai Pel,ryEnffr
Minimal (SPM)

Pelsen (ul,) N/a
:lo 60 75 90 100 loo 100

5.6 Tinqkat Keria sama Daenih PeNen (%) t{/a .10

tlo

60 75 90 100 100 100
5.7 Tingkat Penyele saian Evaluasi

Penyebnggaraan Pemerintahan
Daerah

Persen (%,
N/a

80 100 loo 100 100 100

5.4 Tingkat Kepuasan Pelayanai
Adminj strasi Fasilitasi Kepela
Daera.lx Tinskat Provinsi

Persen (%) r,r/a

120

80 90 100 100 100 100

5.9 TinSkat pemahaman masyarakat
terhaddp Pengembangan Otonorni
Khusus dan Penataan Urusan

Pelsen (ol, ll/a
50 80 100 100 100 100

5.10 Tingkat pemahaman pen,rrima
rnanfaat otonomi khusus

Persen ("1, l{/a ii0 70 80 90 r00 100 100

5.11 Tingkat keterlbatan Pemerintah
Daerah dalem Peniagkatan
Ke sejalltera.an Rakyat Urusan Bina
Spiritual

N/a 30 90 r00 100 100 100 100

5.12 Tingkat Kinerja Usaha Mikro, Kecil
dan Mcnengah (UMKM/ ,\neka
Usaha)

J,rmlah r,l/a 100 150 200 250 300 300 300

5.13 Tingkat Pengelolaan Dokumen
Admini strasi
Pembangun$r
Tinckat Efektivitas PR Pemerintqh

ll/a '70 80 90 r00 100 loo

5.14 % I'I/a 100 100 100 100 100 100 100
5.r5 Tingkat Efisiensi anggaran dalam

pelakednaan
pemilihan PBJ

r{/a 3|)O"/. 3,1Oqo 3,20'k, 3,30"/. 3,50"/.

5. 16 Persenta8e OPD dalam
mengumumkan
RUP

a/o l{/a 100 100 100 100 100 100 100

5.17 Persentase OPD dalam
mengumlrmkan
RUP

I,r/a ri0 60 65 65 70 70 70

5.r8 Per6en lase pemenuhan formasi r,l /a 0 40 80 t00 100 100 100

I
B

I

I

'70

I

I

I

I

I

100

3,5ool, 3,50%

I

I

I
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ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA

PEMBANCUNAN DAERAH
SATUAN

Kondisi Kinerja
pada awal

periode RPJMD

'larget Capaian Seliap Tahun Kondisi Kineda
pada akhir

periode RPJMD2t)25 2tO26 2027 2024 2029 2030

Jabatan
Fungsional PR

5. 19 Iingkat kematangan kelembagaan
UKPBJ
berdasarkan
pelrilaian LKPP

Indeks 4 6 8 I 9 9 9

5.20 Persen La6e penyelesaian
pennaltalahan PBI yang ditangani
melalui advokasi

.A 80 il5 90 92 95 95 95 95

5.21 lingkat Peoyele8aian Permohonan
BantuEm Hukum v. 50 150 90 r00 100 100 100

5.22 lingkat Pen,.usunan Peftrtuian
Gubertrur 44 i;0 75 90 100 100 100 100

5.23 Jumlah Produk Hukum ltraturan
Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Khusus

% l0 iio 70 90 r00 100 100 100

5.24 tingkat ketersediaan produk hukum
di jdih % 60 130 100 100 100 100 r00 to0

5.25 Tingkat Penyelesaian Fasilitasi
Produk Hukurn delapan
Kabupaten / kota di Provinsi
Papua Tengah

t00 100 100 100 100 100

5.26 Rasio pembinaan dan perlgawasan
produk hukum di delapao
kabupaten di
Papua Tengah

t.00 100 100 100 100 100

6
Pe6entase tindak lantut Lemuan Pelsen ('%) 49 ii0 65 70 75 80 80 80

6.2 Persentase pelalggalan pegawai Persen (7") (),1 o,l o I 0,1 o 1

20
0,1 0,1 0,1

6.3 Jumlah temuan BPK Tcmuan 15 ,t5 20 15 l5 l5
7 Sekretoriat Dewan

TeraedBnya Rencana Keia Tahunan
pada setiap Alat'alat Kelengkapan
DPRD Provinsi/ Kab/ Kota

Persen (o/") N/A ;s 60 6s 70 75 75 80

7.2 Tersusun da, terintegrasinya
Program - Program Kerja DPRD untuk
melaksanakan Fungsi Pengawasan,
Fllngsi Pembentukan Perda, dan
FIngBi Anggaran dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan (RPJM)
maupun Dokumen Rencrma
Iahunan (RKPD)

Pelsen (Yu) N/A ao 82 83 a4 85 85 86

7.3 ferintegrasi program-program DPRD
untuk melaksanakan fun.gsi
penga!/asan, pembentukan Perda
dan Anagaran ke dalam Dokumen

Persen (%) I.I /A s0 a2 83 84 85 85 86

No.

I

I

I I

I

100 100 
I

loo 100

I

I

7.1.

I
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No
ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/

INDIKATOR KIN&R.IA
PEMBANGUNAN DAERAH

S/\TUAN
Kondilri Kinerla

pada awal
period,: RPJMD

'farget Capaian Seliap Tahun Kondisi Kinerla
pada akhir

periode RPJMD
2t)25 2026 2027 2024 2029 2030

Perencanaan dan Dokumen
Anseaian Setwan DPRD

7.4 Jumlah Dokumen SAKIP sesuai
denqai- peraturan yarR berlaku

Pet sen (7o) lu/A 7 a 8 8 9 9 9

7.5 Jumlah laporan tindaklanjut hasil
audit Persen (o/,) N/A 1 1 I 1 I t

8 eljs at
8.1 Terlaksanya Pemberian

pertimllangan dan persetujuan
Lerhadrp rancangan Perdasus yang
diajukan oleh MRP bersama-sama
dengan Gubernur

Jumlah 0 2 3 3 5 5 5

Jumlah Penyele6aian PerLyalurarl
Aspir:alri Pengaduan Masyarakat
Adat, Llmat Bemgama, Kaum
Perempuan, dan Masyardkat pada
Umumoya

J rmlah 0 8 4 4 4

Jutulah Monitoring Kerukunan
Kehidupan Beragaha,
Pemberdayaan Perempusn serta
Kehidupan Adat Budaya Asli Papua

Jumlah 0 8 8 8 8 8 8 B

8.4 Jumlah Sosialisasi Dalanl
Mengafialkan Panca6ila dan UUD
1945 s€rta Mengamalkan Pancasila
dan UlrD 1945

Jumlah 0 2 2 2 2 2 2 2

Sumber Data : Hasil Kesepakatan Perangkot Daeroh Provinsi Papua TengaLt 2O25

I

I

I

I

I

I

I

4.2

8.3

I
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5.1 Pedoman Transisi
Penyusunan Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Papua Tengah Tahtrr 2025-2O29 berpedoman pada ketentuan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. RPJMD Provinsi Papua Tengah Periode
2025-2029 merupa-kan Tahap I (Pertama) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25-2O45. Kedudukan F-PJMD dalam
RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (1ima)
talun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD Tehun 2025-2029
dilaksanakan dalam empat tahapan RPJMD, yang masing-masing tahapan telah pula
memuat rumus€rn indikatif arahan prioritas kebijakan. Kedudukan RPJMD Papua
Tengah Tahun 2025-2029 }uga merupakan pedoman untuk penyusunan Rencala
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah setrap tahunnya. RPJMD juga
merupakan pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyrsun Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan
Daerah.

Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun
2025-2029 al<an berakhir pada 20 Februari 203O. Sementara itu doklrmen RPJMII
Provinsi Papua Tengah Talrun 2025-2029 akan berakhir pada bulan Desember 2030.
Oleh karena itu untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan memastikan, bahwa pada akhir
periodisasi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2O25-2O29, dokumen
RPJMD ini tetap menjadi Acuan regulasi, mal<a ditetapkan antara lain sebagai berikut:
i. Gubernur dan Wakii Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2030-2O35

melaksanakan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai
program dan kegiatan yang teiah tertuang dalam dokumen dalam Rencana Ke{a
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2O3O yang didasarkan pada RPJMD Provinsi
Papua Tengah Tahun 2025-2029;

2. Sambil Menunggu penetapan Peraturan Daerah Provinsi papau tengah Tahun
2030 tentang Rencana Pembngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun
2O3O-2O35, maka penyusunan dokumen Rencana Keq'a Pemerintah Daerah
(RKPD) tahun 2O30 berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dan memperhatikan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2O3O;

3. Tahun pertama dari RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029, yatlot 2026
dan seterusnya untuk selana 5 (lima) tairurr;

4. Dalam ha1 penyusunan RKPD tahun 2030 makan akan disusun pada tahun 2O29
di mana masih masuk periode RPJMD 2025-2029, sehingga dokumen RKPD 2030
nanti menjadi bagian yang tidak terpisah dengan RPJMD 2O3O-2O35.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan dan Tata Cara Peny,usunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalin dan Evaluasi Pembalgunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD,
Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

5.2 Kaidah Pelaksanaan
RPJMD Provinsi Papua Tengah Taltttr. 2025-2029 dijadikan sebagai landasan

oieh Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seluruh pemangku kepentingan dalam
merumuskan kebijakan yang akan dituangkan ke dalam dokumen rencana
pembangunan tahunan Provinsi Papua Tengah untuk selama 5 (lima) tahun mulai
tahur. 2026 sampai dengan 2O3O, termasuk dalam penJrusun€rn Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD) 'tah:un 20'25-2O29 dan Rencana Kef a 1'ahunan
Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk selama S(lima) tahun ke depan.

Berkaitan dengan itu, maka dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-
2029 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai
berikut:

BAB V
PENUTUP
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1. Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seturuh pemangku keperrtingan seperti
masyarakat umum, dunia usaha, para akademisi dan seluruh perangkat Daerah
(PDI di lingkungan Pemcrintah Provinsi Papua Tengah, berkewajiban untuk
melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah diretapkan dalam
dokumen RPJMD Provinsi Papua TengahT ahun 2025-2029 dengan penuh
tanggung jawab;

2. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, dalam menyelenggarakan
tugas pemerintahan dan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan
pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen
RPJMN Pemerintah Pusat Tahun 2025-2029;

3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai s€cara optimal,
maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tenga-h
Tahun 2025-2O29;

4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) Provinsi Papua Tergah berkewajiban untuk
menjabarkan RPJMD ke dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD;

5. Dalam upaya menjamin elisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan RPJMD
Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029 , maka Bapperida Provinsi Papua Tengah
berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh PD
dalam perumusan rencana pembangunan daerah;

6. Sesuai Pasal 43 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan dan Tata cara PenJrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen reflcatta (Renstra dan Renja
PD) yang disusun oleh selunth Pf)r

GUBERNUR PAPUATENGAH,

CAP/'TTD
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YULI RUNG, SH., M.H.
NtP 197606082002121002


